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Lingkup Hak Cipta 


Pasal 2 


1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 
memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


KetentuanPidana 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 
1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara 
paling Iama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00o (lima miliar rupiah). 
Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum 
suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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REFORMASI BERMAZHAB DALAM NU 


Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail dari @auli ke Manhaji 


Buku ini sangat menarik, karena sementara di luar kalangan NU muncul 
anggapan bahwa NU adalah organisasi tradisional yang konservatif, 
ternyata buku ini justru menggambarkan sebaliknya. Diuraikan dalam 
buku ini bahwa dalam fatwa-fatwa atau putusan-putusan hukum 
Lembaga Bahtsul Masail NU terjadi dinamika yang kuat atau bahkan 
pergeseran dari penggunaan metode Gauli kepada metode Manhaji. 
Kemudian diidentifikasi elemen argumen Gauli dan Manhaji untuk 
setiap fatwa Bahtsul Masail, dengan membandingkan antara dua 
periode, yaitu periode 1926-1989 dan periode 1992-2019. Hasil 
identifikasi dan perbandingan tersbut dapat membuat orang 
terperanjat. 


Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MSPD. 
Guru Besar Sosiologi Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 


Buku ini menarik, karena mencoba melihat penggunaan metode bahtsul 
masail dalam NU antara sebelum dan sesudah Munas Bandar Lampung 
1992. Dari perbandingan ini ditarik kesimpulan, bahwa telah terjadi 
pergeseran metode bahtsul masail yang berimplikasi pada reformasi 
bermazhab dalam NU. Di penghujung penelitiannya, penulis 
menawarkan tipologi bermazhab NU menjadi tiga pola: mazhab gauli, 
mazhab semi manhaji dan mazhab manhaji. Namanya juga tawaran, 
boleh diterima dan boleh juga ditolak. Tetapi tentu, tawaran dan kajian 
dalam buku ini akan menambah khazanah keilmuan, terutama dalam 
kajian hukum Islam di Indonesia. 


Prof. Dr. Said Agil Husin al-Munawar, MA. 
Guru Besar Ushul Fikih & Hadis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 


Buku ini mengajak kita menyimak problematika dan dinamika hukum 
Islam. Bukan saja persoalan yang membutuhkan jawaban itu sangat 
dinamis, tapi cara menjawabnya juga tak boleh statis. Ditulis dengan 
gaya yang memikat. Layak disimak oleh pelajar, santri, mahasiswa dan 
pemerhati kajian hukum Islam. 

Prof. Nadirsyah Hosen, Ph.D. 


Monash University, Australia 
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Bagi kalangan Kiai Nahdliyin, kegiatan Bahtsul Masail merupakan ajang 
saling belajar. Masing-masing mendalami masalah yang harus dijawab 
dari perspektif fikih. Biasanya membawa banyak kitab kuning untuk 
mendukung jawabannya dengan mengutip beberapa 'ibarah. Namun 
masalah yang kompleks dan tematis sering kali ibarah tak mencukupi 
sebagai dasar dalam menjawab masalah yang pelik. Maka pada Munas 
Bandar Lampung tahun 1992 diputuskan bahwa, metode istinbat al- 
ahkam dapat dilakukan secara manhaji, jika ibarah tak ditemukan atau 
tak mencukupi dari kitab-kitab muktabarah. Metode manhaji adalah 
awal bangkitnya teori pengambilan keputusan hukum Islam secara usuli 
di lingkungan Nahdlatul Ulama. Buku yang ada di tangan anda ini baik 
dan perlu bagi yang ingin mendalami kerangka fight di kalangan 
Nahdliyin dalam menjawab masalah hukum yang dihadapi pada 
zamannya. Selamat membaca ! 


KH. M. Cholil Nafis, Ph.D. 
Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 


Buku ini hadir untuk membaca bagaimana NU merespon dan 
menawarkan solusi terhadap berbagai problematika kehidupan. Dari 
upaya itu, metode bahtsul masail dalam NU dituntut untuk bergeser, 
dari tekstual ke kontekstual, dari metodologis hingga tawaran 
hermeneutik. Pergeseran itu diuji dengan meneliti hasil keputusan 
bahtsul masail dalam rentang waktu hampir satu abad (1926-2019), 
dan kesimpulannya adalah, terjadinya reformasi bermazhab dalam NU 
dengan bergesernya pola bermazhab dari Gauli ke Manhaji. Artinya, 
buku ini sedang meramal masa depan NU. Selamat membaca! 


Dr. Mohammad Mahbubi Ali 
International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia 
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PENGANTAR PENULIS 


Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan 
kemampuan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan buku ini, yang 
pada mulanya buku ini merupakan naskah disertasi dengan judul 
“Reformasi Bermazhab Dalam NU (Studi Pergeseran Metode Bahtsul 
Masail dari @auli ke Manhaji)”. Penelitian ini dilakukan sebagai salah 
satu syarat untuk menyelesaikan studi program S3 pada Sekolah 
Pascasarjana (SPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 
Jakarta. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi 
Muhammad SAW., kepada keluarga dan sahabatnya, tabi'in dan ulama 
mutagaddimin, serta kita semua selaku umatnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pergeseran formulasi 
metode pengambilan keputusan hukum Lembaga Bahtsul Masail 
Nahdlatul Ulama (LBM-NU), yang semula identik dengan metode 
mazhab gauli (pengutipan pendapat ulama), namun pasca Munas 
Bandar Lampung tahun 1992 ada upaya kontekstualisasi dan reformasi 
bermazhab, dari mazhab gauli bermetaformosis menjadi mazhab 
manhaji (metodologis) dengan proses revitalisasi dan bahkan 
liberalisasi dalam NU. Reformasi bermazhab dalam NU dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, antara lain pengaruh perubahan sosial, pergeseran 
paradigma berpikir, dan dinamika pemikiran metode hukum Islam. Dari 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi intensitas 
interaksi ulama NU dengan pendapat-pendapat hukum ulama di luar 
mazhab Syafit, semakin tinggi tingkat pergeseran dan reformasi 
bermazhab dalam NU. 

Sumbangan dari penelitian ini adalah pembuktian adanya 
reformasi bermazhab dalam NU, yang berbeda dengan hasil penelitian 
sebelumnya, seperti Ahmad Zahro (1926-1999), Ahmad Arifi (2007), 
Mahsun (1992-2010), dan peneliti lainnya, dengan menggunakan 
paradigma literalisme, utilitarianisme dan liberalisme. Sementara 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis (socio- 
historical approach). Pendekatan historis berfungsi untuk mengkaji 
sejarah metode hukum Islam sebagai genealogi Lembaga Bahtsul Masail 
Nahdlatul Ulama (LBM-NU) guna melihat ketersambungan antara 
metode ulama fikih (fugaha) terdahulu dengan metode Nahdlatul Ulama, 
dan untuk melihat sejarah perkembangan metode bermazhab NU 
dengan membandingkan antara waktu dari tahun 1926-1989 dan tahun 
1992-2019. Sementara pendekatan sosiologi berfungsi untuk melihat 
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sejauh mana perbedaan struktur sosial para kyai NU telah memengaruhi 
tarik ulur pola bermazhab antara gauli dan manhaji. 

Adapun sumber utama penelitian ini adalah buku Ahkam al- 
Fugah@' fi Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil Ulama': Solusi Problematika 
Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul 
Ulama (1926-2015),hasil keputusan Munas Nusa Tenggara Barat 2017, 
dan hasil keputusan Munas Banjar 2019, serta didukung melalui 
wawancara tokoh serta beberapa tulisan, baik buku, jurnal, maupun 
naskah lainnya. Data-data tersebut kemudian ditelaah dengan 
menggunakan metode analisis-kritis. Kesimpulannya adalah, reformasi 
bermazhab dalam Nahdlatul Ulama bisa diamati dari transformasi 
secara metodologis yang secara formal dimulai sejak Munas Bandar 
Lampung (1992) berupa metode gauli, tagrir jama'i, ilhagul masail 
binaza'iriha dan istinbat jama't. Prosedur penetapan hukum ini dibahas 
kembali pada Muktamar NU di Solo (2004) dengan menawarkan metode 
baru berupa metode hermeneutika, dilakukan redefinisi pada Munas di 
Surabaya (2006), revitalisasi metode istinbat al-ahkam pada Muktamar 
NU di Jombang (2015), dan reaktualisasi metode tagrir jama'i dan 
ilhagul masail binaza'iriha pada Munas Nusa Tenggara Barat (2017). 

Dalam penyelesaian buku ini, ada banyak manusia-manusia mulia 
yang sangat berperan, sehingga sebuah keharusan bagi saya untuk 
mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah berjasa 
dalam mendukung, membimbing dan mengarahkan agar penulisan ini 
cepat selesai. Oleh karena itu, izinkan saya berterima kasih kepada: Prof. 
Dr. Hj. Amany Lubis, MA., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syarif 
HidayatullahJakarta, Prof. Dr. Phil. Asep Saepuddin Jahar, MA., sebagai 
Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Masykuri Abdillah, MA., Direktur Sekolah 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 
periode 2015-2019, dan Prof. Dr. H. Didin Saepuddin, MA., Ketua Prodi 
Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 

Terima kasih saya yang tak terbatas, kepada promotor saya, Prof. 
Dr. Said Agil Husin al-Munawar, MA., yang telah membimbing, 
memotivasi dan memberikan arahan demi terselesainya buku ini. Beliau 
adalah sosok yang membuat saya betah duduk berlama-lama di kelas 
demi mendengarkan perkuliahannya yang penuh dengan mutiara ilmu. 
Almarhumah Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA., yang juga menjadi 
promotor kedua, yang telah membimbing, memberikan arahan dan 
motivasi agar segera menyelesaikan buku ini. Beliau adalah sosok 
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perempuan tangguh, yang menginspirasi saya untuk mendidik ketiga 
putri saya agar menjadi sosok seperti beliau. Demikian juga terima kasih 
saya ucapkan kepada para penguji, antara lain: Prof. Dr. Phil. Asep 
Saepuddin Jahar, MA., Prof. Dr. H. Didin Saepuddin, MA., Prof. Dr. Said 
Agil Husin al-Munawar, MA., Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA., 
Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MSPD., Prof. Dr. M. Amin Suma, SH, MA, 
MM. Prof. Dr. Sukron Kamil, MA., Dr. H.M. Asrorun Ni'am, MA., Dr. 
Kusmana, MA,, Dr. Abd. Chair, MA., Dr. Asmawi, M.Ag., Dr. Rumadi, MA,., 
Dr. Fuad Thohari, MA., dan Dr. Faizah Ali Syibromalisi, MA. 

Terkhusus kepada penguji yang layaknya sebagai pembimbing, 
Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MSPD. Dari beliau saya belajar bagaimana 
menjadi intelektual yang amanah dengan ilmunya, teliti dalam setiap 
kata dan ide, serta totalitas dalam membimbing anak didiknya. Awalnya 
penelitian ini hanya fokus pada hasil keputusan hukum bahtsul masail 
dari tahun 1992 sampai tahun 2019, dan kasus yang diteliti hanya 170. 
Namun beliau meminta saya untuk meneliti dari awal, yaitu dari tahun 
1926 hingga 2019, dengan penambahan kasus sebanyak 394, sehingga 
total semuanya menjadi 564 kasus. Sejujurnya saya hampir menyerah 
dan kalah di bawah bimbingan beliau. Tetapi setelah saya sadar, bahwa 
beliau melakukan semua itu agar saya menjadi pejuang ilmu yang 
tangguh, maka akhirnya saya mampu menyelesaikan buku (disertasi) ini 
dengan nilai yang memuaskan. Setiap kali mengingat perjuangan itu, 
saya selalu terharu. 

Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen dan 
pegawai Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta, yang secara penuh keikhlasan mendidik dan 
memberikan pelayanan yang maksimal dalam pelaksanaan kuliah dan 
penyelesaian disertasi. Kepada pengurus Baznas terutama kepala 
Lembaga Beasisawa Baznas Ibu Nurhidayah, MUI Pusat terutama ketua 
Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Prof. Dr. Armay Arif, dan SPs UIN 
Jakarta yang telah berkenan memberikan beasiswa program doktor 
Pendidikan Kader Ulama. Para kyai NU yang telah memberikan banyak 
ilmu seputar penelitian ini, yang berkenan diwawancarai baik secara 
langsung maupun melalui virtual. Seluruh guru dan para sahabat yang 
telah berjasa dalam mendidik saya semenjak saya mengenal ilmu Allah, 
mulai dari guru ngaji, guru sekolah, masyayikh dan guru-guru di Pondok 
Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Pondok Pesatren Nurul Jadid 
Paiton Probolinggo, dan International Islamic University Malaysia 
(UIUM). Seluruh Pimpinan Pondok Pesantren Terpadu al- 
Musthafawiyah, Dewan Masyayikh Ma'had Aly al-Musthafawiyah, dan 
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sahabat-sahabatku, baik di pesantren maupun di dunia kampus. Dan 
terima kasih juga saya sampaikan kepada penerbit Duta Media yang 
telah sudi menerbitkan disertasi ini menjadi sebuah buku. 

Berjuta terima kasih rasanya tak akan cukup sebagai bentuk bakti 
kepada kedua orang tuaku, KH. Muhaimin dan Hj. Muzayyanah, yang 
tanpa lelah mendoakan dan senantiasa memotivasi saya agar berani 
bermimpi besar dan mengejar mimpi. Kepada saudara-saudaraku: kak 
Dr. Mahbubi Ali, yang senantiasa mensupport pendidikan saya baik 
secara moril maupun secara financial. Adik-adikku: dik Khairul Anam, 
yang sedang menempuh studi S1, dan dik Miftahul Abror yang sedang 
menempuh pendidikan di pesantren, semoga ini bisa memotivasi 
mereka agar mengikuti jejak kakak-kakaknya. Seluruh keluargaku, baik 
yang di Madura maupun dari keluarga istri di Bogor, terutama buat 
istriku, Inayatul Farhah, yang selalu setia menemani dalam setiap 
kondisi dan senantiasa mendukung demi terselesainya disertasi ini. Dan 
buat putri-putriku, Zayna Farhana Hubba, Zidna Farhatana Hulwa, dan 
Zumla Farihna Hulya. Karya ini saya persembahkan buat mereka. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang konstruktif 
demi perbaikan buku ini sangat diharapkan dari semua pihak. Semoga 
setiap bantuan yang telah diberikan demi terselesainya bukunya dibalas 
oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. 
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KATA PENGANTAR 
PROF. DR. SAID AGIL HUSIN AL-MUNAWAR, MA. 
Guru Besar Ushul Fikih & Hadis 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 


Buku yang ada di hadapan para pembaca ini berasal dari disertasi 
karya saudara Abdul Wafi dengan judul “Reformasi Bermazhab Dalam 
NU (Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail dari Gauli ke Manhaji)”, dan 
saya menjadi salah satu promotornya. Disertasi ini ditulis sebagai salah 
satu syarat untuk menyelesaikan studi program S3 pada Sekolah 
Pascasarjana (SPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 
Jakarta. 

Tema semacam ini sebetulnya sudah banyak dibahas oleh para 
peneliti sebelumnya, yang tak sedikit dari peneliti tersebut adalah saya 
yang menjadi promotor atau pengujinya. Walaupun tema ini sering 
diangkat, bukan berarti pembahasan dalam buku saudara Abdul Wafi ini 
merupakan pengulangan dari pembahasan-pembahasan para peneliti 
sebelumnya. Hal ini karena yang dibahas adalah hasil keputusan bahtsul 
masail, di mana fenomena yang dihadapi senantiasa berkembang (al- 
waga'i ghairu mutandhiyah) sementara teks agama sudah berhenti 
semenjak wafatnya Rasulullah Saw. (al-nusus mutanahiyah), maka wajar 
penelitian semacam ini terus ada selama tradisi bahtsul masail dalam 
NU tetap berjalan. 

Sebagai pelaku bahtsul masail, saya menyadari bahwa perubahan 
pola bermazhab dalam NU merupakan suatu keniscayaan. Hal ini karena 
tantangan persoalan yang dihadapi hari ini, jawaban hukumnya tak 
selamanya termaktub secara eksplisit (sarih) dalam warisan ulama 
terdahulu, yang biasa diistilahkan dengan kitab kuning (kutub al-safra' 
al-mu'tabarah), mengingat kasus yang dihadapinya betul-betul baru dan 
belum ada preseden sebelumnya. Jika kasus semacam ini dipaksakan 
mendapatkan jawaban dari kitab kuning, maka akan berujung pada 
mauguf. Kalau tetap dijawab, maka terkesan dipaksakan dan kehilangan 
relevansinya. Oleh karena itu, ketika saya membimbing disertasi yang 
ditulis oleh saudara Abdul Wafi, yang mengkaji seluruh hasil keputusan 
bahtsul masail sejak NU lahir atau sejak bahtsul masail NU muncul 
(1926) hingga tahun 2019, dengan melihat corak metode dan sifat 
masailnya dari setiap keputusan bahtsul masail, maka temuan saudara 
Abdul Wafi tidaklah mengejutkan saya, di mana pola mazhab manhaji 
secara persentase mengalami kenaikan, berbanding terbalik dengan 
pola bermazhab secara gauli yang mengalami penurunan. 
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Hal ini wajar karena beberapa alasan. Pertama, semakin 
banyaknya kader-kader NU yang tidak hanya belajar di pondok 
pesantren salafiyah, melainkan juga melanjutkan studi di perguruan 
tinggi, baik di luar maupun di dalam negeri, sehingga mereka banyak 
bersinggungan dengan teori-teori dan gagasan pembaruan (tajdid). 
Kedua, semakin terbukanya pondok pesantren terhadap informasi dari 
dunia luar, baik dalam hal rujukan atau referensi yang tidak lagi hanya 
mengkaji karya-karya mazhab Syafi'i (melainkan juga lintas mazhab), 
maupun berbagai wacana keilmuan, sehingga wajar ketika dalam 
temuan saudara Abdul Wafi, secara persentase penggunaan rujukan 
kitab Syafi'iyyah mengalami penurunan, sementara penggunaan rujukan 
di luar mazhab Syafii mengalami kenaikan. Ketiga, tuntutan persoalan 
baru yang mengharuskan untuk dijawab secara manhaji. Walaupun hal 
ini tentu tidak mudah, mengingat kuatnya pola bermazhab secara gauli 
di kalangan para kyai NU. Kuatnya pola bermazhab secara gauli ini 
merupakan hal wajar, ketika sejak awal NU memilih pola bermazhab, 
yang identik dengan taklid kepada pendapat imam mazhab. Oleh 
karenanya, selama persoalan hukum bahtsul masail masih mampu 
dijawab dengan merujuk pada gaul ulama, tentu jawaban hukumnya 
tidak akan bergeser pada pola mazhab manhaji. Hanya saja, terkadang 
para kyai tetap keukeuh pada pola gauli padahal seharusnya sudah 
bergeser pada pola manhaji. Disinilah penelitian saudara Abdul Wafi 
sedang menguji, seberapa efektif penggunaan metode atau prosedur 
bahtsul masail yang dirumuskan pada Munas Bandar Lampung 1992, 
dengan melakukan perbandingan antara sebelum (1926-1989) dan 
sesudahnya (1992-2019). Hasil temuannya cukup menggembirakan. 

Perlu dipahami juga alasan NU menganut pola bermazhab. Pilihan 
pola bermazhab dalam NU merupakan upaya menjaga sanad keilmuan 
(historical continuity) sehingga senantiasa bersambung kepada pemilik 
syariat. Namun begitu, pilihan bermazhab jika tidak diimbangi dengan 
upaya kontekstualisasi atau pemaknaan ulang (i'adah al-nazar) yang 
relevan dengan konteks kekinian, maka akan melahirkan kejumudan 
dan sakralisasi teks (tagdis al-nas). Hal ini akan berkonsekuensi pada 
kevakuman hukum Islam sehingga tidak responsif terhadap tantangan 
zaman. Agama hanya menjadi ajang diskusi di forum-forum terhormat, 
namun tidak merakyat dan menjadi solusi keumatan. Sebaliknya, jika 
kebablasan, maka NU akan tercerabut dari akar historisnya sebagai 
penganut pola bermazhab. Disinilah NU harus selalu berusaha untuk 
menyeimbangkan antara tekstual dan kontekstual, antara gauli dan 
manhaji, dan antara tidak radikal dan tidak pula liberal, sehingga NU 
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sesuai dengan semboyan yang selalu didengung-dengungkan sebagai 
pengusung ajaran aswaja yang wasatiyyah. 

Ala kulli hal, buku yang ditulis saudara Abdul Wafi ini menarik, 
karena mencoba melihat penggunaan metode bahtsul masail dalam NU 
berupa metode gauli, tagrir jama'i, ilhagi, dan istinbat jamaft antara 
sebelum dan sesudah Munas Bandar Lampung 1992. Dari perbandingan 
ini kemudian ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi pergeseran metode 
bahtsul masail yang berimplikasi pada reformasi bermazhab dalam NU. 
Saudara Abdul Wafi juga mengkritis metode bahtsul masail dan pola 
bermazhab dalam NU, karena dianggap berjalan sendiri-sendiri. 
Menurutnya, sejak Munas Bandar Lampung 1992 hingga penelitian ini 
selesai, NU belum menjelaskan bermazhab secara gauli itu 
menggunakan metode apa saja dan bermazhab secara manhaji itu 
metodenya apa saja. Ketidak jelasan inilah, menurut sudara Abdul Wafi, 
yang menyebabkan para peneliti kajian bahtsul masail berbeda di dalam 
melakukan klasifikasi, dan tak jarang melahirkan kesalahan rumusan. 
Maka di penghujung penelitiannya, saudara Abdul Wafi menawarkan 
pola bermazhab NU menjadi tiga pola: mazhab gauli dengan metode 
gauli-nya, mazhab semi manhaji dengan metode tagrir jama'i dan ilhagi, 
dan mazhab manhaji dengan metode istibat jama'i. Namanya juga 
tawaran, boleh diterima dan boleh juga ditolak. Tetapi tentu, tawaran 
dan kajian dalam buku ini akan menambah khazanah keilmuan, 
terutama dalam kajian hukum Islam di Indonesia. 


Selamat membaca! 


Jakarta, 03 Maret 2022 
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KATA PENGANTAR 
PROF. DR. H. M. ATHO MUDZHAR, MSPD. 


Guru Besar Sosiologi Hukum Islam 
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 


Assalamu'alaikum, wr. wb. 
Bismillahirrohmanirrohim. 

Saya menyambut baik diterbitkannya buku berjudul Reformasi 
Bermazhab Dalam NU: Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail dari 
Oauli ke Manhaji karya Saudara Dr. Abdul Wafi ini. Buku ini berasal dari 
disertasi saudara Abdul Wafi yang dipertahankannya di depan sidang 
dewan penguji pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri 
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. Disertasi ini sangat 
menarik, karena sementara di luar kalangan NU muncul anggapan 
bahwa NU adalah organisasi tradisional yang konservatif, ternyata buku 
ini justru menggambarkan sebaliknya. Diuraikan dalam buku ini bahwa 
dalam fatwa-fatwa atau putusan-putusan hukum Lembaga Bahtsul 
Masail NU terjadi dinamika yang kuat atau bahkan pergeseran dari 
penggunaan metode Gauli kepada metode Manhaji. 

Sesungguhnya sejumlah peneliti sebelumnya telah melakukan 
kajian terhadap fatwa-fatwa Bahtsul Masail NU ini, seperti Ahmad 
Zahro, Ahmad Arifi, dan Mahsun. Saudara Abdul Wafi melanjutkan 
penelitian tentang Bahtsul Masail ini, karena ia merasa menggunakan 
pendekatan berbeda, mengelompokkan beberapa variable secara 
berbeda, dan menerapkan teknik analisis yang berbeda pula dari 
peneliti-peneliti sebelumnya. Secara berdisiplin Dr. Abdul Wafi 
mengidentifikasi elemen argumen Oauli dan Manhaji untuk setiap fatwa 
Bahtsul Masail, kemudian membandingkan hasil identifikasinya itu 
antara dua periode, yaitu periode 1926-1989 dan periode 1992-2019. 

Hasil identifikasi dan perbandingan antara kedua periode itu 
dapat membuat orang terperanjat. Untuk memudahkan, periode 1926- 
1989 akan kita sebut periode pertama, dan periode 1992-2019 kita 
sebut periode kedua. Dr. Abdul Wafi menemukan bahwa penggunaan 
metode Yauli oleh Bahtsul Masail NU menurun tajam dari sekitar 7596 
pada periode pertama menjadi 53 Yx pada periode kedua. Sebaliknya 
penggunaan metode Manhaji meningkat dramatis dari 26 pada periode 
pertama menjadi 22 Yx pada periode kedua. Selebihnya fatwa-fatwa 
Bahtsul Masail itu menggunakan metode Tagrir Jama'i dan Ilhagi. 

Temuan di atas sejalan dengan pergeseran penggunaan kitab- 
kitab yang dijadikan rujukan, khususnya kitab-kitab dari ulama mazhab 
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Syafit, mazhab-mazhab lainnya dari mazhab empat, dan kitab-kitab 
yang tidak bermazhab. Sebagaimana tertuang dalam berbagai tabel 
dalam bagian lampiran buku ini, Dr. Abdul Wafi menemukan bahwa 
pada periode pertama Bahtsul Masail NU merujuk 675 kali kepada kitab 
bermazhab Syafit dari 740 kali rujukan kitab yang dilakukan, sedangkan 
pada periode kedua fatwa Bahtsul Masail NU merujuk sebanyak 673 kali 
dari 1083 kali rujukan yang dilakukan. Artinya, secara angka absolut 
memang jumlah rujukan itu relatif tetap, tetapi secara proporsional 
rujukan kepada kitab-kitab bermazhab Syafi'i menurun persentasenya 
pada periode kedua. Sebaliknya, rujukan kepada kitab-kitab bermazhab 
lainnya dan kitab tidak bermazhab meningkat tajam. Disebutkan bahwa 
rujukan terhadap kitab mazhab Hanafi meningkat dari 14 kali rujukan 
pada periode pertama menjadi 54 kali rujukan pada periode kedua. 
Rujukan terhadap kitab mazhab Maliki meningkat dari 19 menjadi 48 
kali, rujukan terhadap kitab mazhab Hanbali meningkat dari 4 menjadi 
39 kali, dan rujukan terhadap kitab tidak bermazhab meningkat tajam 
luar biasa dari 28 menjadi 267 kali. Jadi, tampak jelas bahwa di dalam 
NU sedang terjadi proses pergeseran atau keterbukaan mazhab yang 
luar biasa. Mungkin ini menggembirakan bagi sebagian besar orang, 
tetapi dapat pula memprihatinkan bagi sebagian lainnya karena 
meskipun dalam AD/ART-nya NU hanya mengatakan menganut salah 
satu mazhab yang empat tetapi di dalam kenyataan warga NU adalah 
penganut mazhab Syafit yang setia. Menurut Dr. Abdul Wafi, banyak 
faktor yang menyebabkan hal ini. Hal ini dibahas pada bagian akhir 
buku ini. 

Sementara itu satu pertanyaan sering muncul, apakah dinamika 
pergeseran itu dibiarkan berjalan secara alami dan memakan waktu 
lama, atau perlukah dilakukan dengan perencanaan dan penataan yang 
sengaja seperti pengajaran kitab-kitab fikih perbandingan mazhab di 
pesantren. Kitab fikih yang bersifat perbandingan semisal Bidayat al- 
Mujtahid karya Ibnu Ruysdi memang telah diajarkan di sebagian kecil 
pesantren di Indonesia, tetapi sebagian besar pesantren masih 
mengajarkan hanya kitab-kitab fikih bermazhab Syafii. NU memang 
memiliki semboyan yang sangat elegan yang mengatakan: Almuhafazat 
ala al-gadim al-salih (memelihara hal lama yang baik) dan Wa al- 
akhdzu bi al-jadid al-aslah (dan mengambil hal baru yang lebih baik), 
sehingga proses continuity and change dapat terjaga dengan baik, tetapi 
seringkali kesulitannya ialah memutuskan kapan harus 
menyeimbangkan timbangan (strike the balance) antara memelihara 
yang lama dan mengambil yang baru itu. Kalau tidak tepat, dapat 
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berakibat berlama-lama dalam konservatisme atau kebablasan kepada 
liberalisme. 


Wallahu a'lam. 
Selamat membaca! 


Pamulang, 25 Februari 2022 
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BAB I 
PENDAHULUAN 


Melacak Akar Masalah 

Pada awal lahirnya hukum Islam, sumber atau dalil hukum (al- 
masadir au al-adillah al-syar'iyyah) hanya terdiri dari al-Gur'an dan al- 
Sunnah, sehingga setiap persoalan yang muncul saat itu dapat langsung 
dikonfirmasi kepada Rasulullah, yang jawabannya melalui wahyu 
langsung atau melewati proses ijtihad yang kemudian mendapatkan 
legitimasi wahyu.! Ketika wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, 
tidak semua persoalan hukum dapat langsung ditanyakan kepada Nabi, 
dan tentu pula al-Our'an dan hadis tidak menjawab semua persoalan 
hukum yang bersifat kasuistik (juz'7), sehingga diperlukan adanya 
terobosan baru agar tidak mengalami kevakuman hukum, maka muncul 
metode ijtihad yang dapat diaplikasikan oleh para sahabat ketika berada 
jauh dari Nabi2 atau pasca wafatnya Nabi. Adapun perangkatnya 
mengalami pergeseran dari masa ke masa sesuai dengan tuntutan 
persoalan hukum. Jika pada masa Nabi sumber atau dalil hukum Islam 
dapat dibilang hanya al-Our'an dan al-Sunnah, maka pada masa sahabat 
bertambah menjadi tiga dengan penambahan ijtihad al-sahabah.3 
Kemudian pada era kodifikasi atau era imam mujtahid bertambah 
menjadi al-Gur'an, al-Sunnah, ijmak, dan ijtihad bi al-giyas (dengan 
perangkat analogi) atau metode istinbat lainnya. 


1Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-Agaid 
wa Tarikh al-Madzahib al-Fighiyyah, (al-@ahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th), h. 
225-227. 

2Dialog Nabi dengan Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman 
menjadi dalil keabsahan ijtihad, ketika jawaban dari sebuah kasus tidak 
ditemukan dalam al-Guran dan al-Sunnah. Lihat: Ghazali, Abu Hamid 
Muhammad bin Muhammad al-, al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, vol. 2, (Lebanon: 
Dar al-Kotob al-Tlmiyyah, 2010), h. 262, Wahbah al-Zuhayli, Usul fikih al-Islami, 
vol. 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 328, dan Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu 
Usul fikih, 29 eds., (Kuwayt: Dar al-Galam, 1978), h. 22. Demikian juga yang 
dilakukan oleh Abu Bakar, “Umar, dan sahabat lainnya. Lihat: Muhammad al- 
Hudari, Tarikh Tasyri' al-Islami, (T.tp.: al-Haramain, t.th.), h. 114-116. Dengan 
dialog Mu'adz ini, sebagian ulama hadis berkesimpulan bahwa sumber fikih ada 
tiga, yaitu al-Our'an, al-Sunnah dan al-Ijtihad. Lihat: Ali Hasabullah, Usul al- 
Tasyri al-Islami, (Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), h. 13. 

3Jlyas Dardur, Tarikh al-Figh al-Islami, vol. 1, (Beirat: Dar Ibn Hazm, 
2010), h. 127. 

4Transformasi sumber hukum Islam ini direkam dengan baik oleh “Abdul 
Wahhab Khallaf dalam Khulasah Tarikh al- Tasyri' al-Islami, (Kuwayt: Dar al- 
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Oleh karena itu, dalam teori hukum Islam (Islamic legal theory) 
dikenal berbagai sumber dan metode yang darinya dan melaluinya 
hukum Islam diambil (from and through which the law might be derived). 
Sumber-sumber yang darinya hukum diambil adalah al-Gur'an dan al- 
Sunnah, yang keduanya memberikan hukum. Sedangkan sumber- 
sumber yang melaluinya hukum berasal adalah metode-metode ijtihad 
dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus (ijmak). Tempat 
utama dalam urutan seluruh sumber-sumber ini adalah al-Our'an, 
kemudian diikuti oleh al-Sunnah yang, walaupun menduduki posisi 
kedua, memberikan materi hukum terbanyak yang dapat diambil. 
Sementara ijmak menempati posisi ketiga yang merupakan cara untuk 
mencapai kesepakatan di mana para ahli hukum Islam yang kreatif 
(mujtahid), mewakili mayoritas komunitas, dianggap telah sampai pada 
sebuah persetujuan atas sebuah hukum teknis yang berlaku, dan 
karenanya ia menjadi konklusif dan pasti secara epistemologis 
sebagaimana al-0ur'an dan al-Sunnah. Para mujtahid yang mempunyai 
otoritas melalui wahyu ilahiyyah (divine revelation), mampu 
mentransformasikan sebuah keputusan yang diambil melalui ijtihad 
manusia, kepada sebuah sumber tekstual yang validitasnya mereka 
sepakati.s 

Salah satu metode ijtihad yang merepresentasikan sumber hukum 
keempat adalah giyas. Dalam praktiknya, giyas menjadi perangkat 
dominan dalam melakukan ijtihad, sehingga imam al-Syafit, sebagai 
pencetus pertama lahirnya ilmu usul fikih,$ menjadikan ijtihad dan giyas 


Oalam, t.th). Sebagian ulama mengembalikan seluruh sumber hukum Islam 
pada al-Gur'an dan al-Sunnah, bahkan sebagian yang lainnya mengembalikan 
hanya kepada al-Our'an, karena al-Our'an-lah yang menyuruh untuk mengambil 
dengan al-Sunnah, dan setiap hukum yang datang dari al-Sunnah tidak keluar 
dari asas dan pokok al-Our'an secara umum. Lihat: Muhammad al-Dasugi, 
“Masadir al-Figh al-Islami”, dalam Mausu'ah al-Tasyri' al-Islami, (al-Oahirah: 
Wazarah al-Awgaf, 2009), h. 560. 

5Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to 
Sunni Ushul Figh, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), h. 1. Edisi 
Indonesia, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Figh Mazhab Sunni, 
Terj. E. Kusnadiningrat, Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2001), h. 1. 

SJoseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, (Oxford: The 
Clarendon Press, 1959), h.1. Usul fikih adalah pengetahuan tentang kaidah- 
kaidah dan bahasan-bahasan yang menghantarkan kepada istinbat hukum 
syariat yang aplikatif, digali dari dalil-dalil yang terperinci. Lihat: Abdul 
Wahhab Khallaf, Ilmu Usul al-Figh, h. 12. Sebagian penganut mazhab berasumsi 
bahwa pencetus ilmu usul fikih adalah imam mazhab mereka. Misalnya 
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sebagai dua istilah yang sinonim.? Hal ini karena kebanyakan ijtihad 
dilakukan dengan cara giyas. Perangkat lainnya dalam berijtihad adalah 
istihsan, maslahah mursalah, istishab, 'urf, madzhab al-sahabi, syar'u man 
gablana dan sadd al-dzarai', yang belakangan mengalami kristalisasi 
sehingga produk perangkat ini menjadi bagian dari dalil atau sumber 
hukum Islam, walaupun ada yang disepakati (muttafag 'alayha) seperti 
ijmak dan giyas, dan ada pula yang memiliki validitas yang terbatas dan 
seringkali menjadi obyek kontroversi (mukhtalaf fiha) seperti istihsan, 
maslahah mursalah dan lain sebagainya.8 

Pasca berakhirnya era sahabat Nabi, yaitu memasuki era gegap 
gempitanya semarak ijtihad, mazhab-mazhab fikih mulai bermunculan. 
Tercatat ada sekitar lima ratus mazhab dan sekte yang hilang pada 
sekitar awal abad ke-9 M. (abad 3 H.).9 Artinya, sebelum abad ke-3 H. 
lebih dari lima ratus mazhab dan sekte pernah mewarnai sejarah hukum 
Islam. Munculnya mazhab-mazhab ini bermula dari pendapat 
perorangan dengan dilengkapi metode dalam memahami nas, kemudian 
diikuti oleh orang lain atau murid yang jumlahnya semakin banyak, 


sebagian pengikut Hanafiyyah mengklaim bahwa Abu Hanifah adalah orang 
pertama yang menyusun ilmu ini. Sementara Syi'ah Imamiyyah mengklaim 
Imam Abu Ja'far Muhammad al-Bagir sebagai pengasas ilmu usul fikih. Klaim ini 
mendapatkan kritikan dari Muhammad Abu Zahrah dan juga Mustafa Sa'd 
Khinn. Mustafa mengutip pendapatnya Ibn Khaldun bahwa pencetus pertama 
ilmu ini adalah imam al-Syafi', bahkan menurut imam al-Razi, manusia (ulama) 
sepakat bahwa imam Syafi'1 merupakan pencetus pertama ilmu usul fikih. Lihat: 
Mustafa Sa'id al-Khinn, Atsar al-Ikhtilaf ft al-Gawa'id al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al- 
Fugaha', 75 ed., (Beiri-Lebanon: al-Resalah Publishers), h. 123-125. Lihat juga: 
Abu Zahrah, Usul al-Figh, (T.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h. 14-15, dan Sya'ban 
Muhammad Ismai'il, Usul al-Figh al-Muyassar, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2008), h. 
63, dengan mengutip al-Syt'ah wa al-Funun al-Islam, h. 56, dan Agidah Ahl al- 
Syi'ah fi al-Imam al-Sadig, h. 293-295. 

7Muhammad bin Idris al-Syafit, al-Risalah, (al-Gahirah: Dar al-Hadits, 
2016), h. 506. Penyamaan ijtihad dan giyas mendapatkan kritikan dari al- 
Ghazali, walaupun kritikannya tidak tertuju kepada imam al-Syafit, bahwa 
penyamaan tersebut merupakan sebuah kesalahan. Menurutnya, ijtihad lebih 
umum dari pada giyas. Lihat: Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al- 
Ghazali, al-Mustasfa..., h. 436. 

8Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Figh al-Islami, vol. 1, h. 401-402, Abdul 
Wahhab Khallaf, Ilmu Usul al-Figh..., h. 22. Sementara al-Gur'an dan al-Sunnah 
oleh sebagian pakar fikih dimasukkan kedalam kategori sumber hukum Islam 
yang disepakati bersama (mujma' 'alayha). Lihat: Muhammad al-Dasugi, 
“Masadir al-Figh al-Islami”..., h. 560. 

Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syariah, Pergulatan 
mengaktualkan Islam. Penerjemah Miki Salman, (Bandung: Mizan, 2013), h. 90. 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 3 


berkembang dan menjadi baku.!0 Pendapat tersebut kemudian menjadi 
pendapat yang dianggap paling kuat dan seolah-olah menjadi konsensus 
di sebuah daerah atau kota tertentu, sehingga dikenal dengan mazhab 
geografis.!! Mazhab-mazhab tersebut antara lain: mazhab Ibadi 
Ubadiyyah) dari sekte Khawarij, mazhab Zaydi (Zaydiyyah) dan Ja'fari 
(Imamiyyah) dari sekte Syi'ah, dan mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafii, 
dan Hanbal1). Sedangkan mazhab Abi al-Hasan al-Basri (al-Hasan bin 
Yasar al-Basri), mazhab Amir al-Sya'bi, mazhab Auza'i, mazhab al-Layts 
bin Sa'ad, mazhab al-Tsauri, mazhab al-Nakha1, mazhab al-Zahiri, 
mazhab Ibn al-Tabari, dan lain sebagainya terlupakan setelah ketiadaan 
tokohnya.12 

Mazhab-mazhab awal mengambil dua pendekatan yurisprudensi, 
pendekatan tradisi (hadits) dan pendekatan nalar-logika (ra'y). Para ahli 
hukum Makkah dan Madinah menekankan tradisi sebagai standar 
keputusan hukum, sehingga disebut dengan ahl al-hadits atau para 
pendukung tradisi. Kelompok ini cenderung menolak spekulasi abstrak, 
lebih pragmatis dan lebih peduli terhadap kasus-kasus konkrit. Imam 
Malik dan setelahnya imam Syafi'i memimpin mazhab pemikiran hukum 
Hijaz (Makkah dan Madinah) ini. Sementara mazhab Irak lebih sering 
menggunakan pendapat pribadi (ra'y) sehingga disebut ahl al-ra'y atau 
pendukung opini. Kelompok ini memiliki kecenderungan 
membayangkan kasus-kasus hipotesis dalam menentukan berbagai 
solusi hukum. Mereka senang menggunakan gaya skolatisisme dan hal- 
hal teknis. Abu Hanifah adalah tokoh utama mazhab Irak.!3 

Menurut Atho Mudzhar, dengan selesainya pembentukan keempat 
mazhab Sunni di abad ke-9 dan ke-10 M. (3-4 H.), maka hukum Islam 
mengalami kristalisasi dan sakralisasi sehingga dianggap sebagai hukum 
Tuhan yang tidak boleh diubah dan bersifat menyeluruh, yang tidak 
membutuhkan tambahan-tambahan atau perubahan-perubahan.:# Dari 


10A. Oodri Azizy, “The Concept of Madhhab and the Ouestion of Its 
Boundary”, al-Jami'ah, 59 (1996), h. 77-92. 

1George Makdisi, The Rise of Collages, (London: Edinburg University 
Press, 1981), h. 2. 

12Abdullah Rabi' Abdullah Muhammad, “Usul al-Mazhahib al-Fighiyah”, 
dalam Mausu'ah al-Tasyri' al-Islami, (al-@ahirah: Wazarah al-Augaf, 2009), h. 
63-86, lihat juga: Abdul Karim Zaydan, al-Madkhal Ii Dirasah al-Syart'ah al- 
Islamiyyah, h. 149-151. 

13Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syariah... h. 90-91. 

14Mohammad Atho Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A 
Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993), h. 
1, dengan mengutip J.N.D Anderson, Islamic Law in the Modern World, (New 
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keempat mazhab inilah kemudian hukum Islam berkembang ke seluruh 
dunia. Masing-masing negara dapat dilihat mazhab dominan yang 
dianutnya. Mazhab Hanafi mendominasi di India, Pakistan, dan Turki. 
Adapun mazhab Maliki paling banyak pengikutnya di Afrika Utara. 
Sedangkan mazhab Syafii mendominasi Indonesia dan Malaysia. 
Sementara mazhab Hanbali mendominasi Saudi Arabia.!5 Pada abad ke 
10 M. (pertengahan abad 4 H.), pintu ijtihad ditutup dan umat Islam 
memasuki era taklid, yang disinyalir bahwa mundurnya tradisi keilmuan 
dunia Arab dan umat Islam erat kaitannya dengan ditutupnya pintu 
ijtihad dalam wilayah agama.!$ 

Sejak abad ke 7 H. (13 M.), usaha pembaruan metodologi (usul 
fikih) mulai dilakukan oleh para ulama seperti 'Izzuddin bin 
Abdussalam (w. 660 H./1262 M.), Syihabuddin al-Garafi (w. 684 
H./1285 M.), Ibnu Taymiyah (w. 728 H./1328 M.), Ibn al-Gayyim (w. 751 
H./1350 M.), al-Syatibi (w. 790 H./1388 M.), al-Zarkasyi (w. 794 H./1392 
M.), Syah Waliyullah al-Dahlawi (w. 1176 H./1762 M.), dan al-Syaukani 


York University Press, 1959), h. 1. 

15A. Oodri Azizy, Reformasi Bermazhab..., h. 16-19. 

16Mustafa al-Nassyar, “al-Agliyah al-Arabiyah bayna Intaj al-Ilm wa 
Istirad al-Tsagafah” dalam Majallah al-Mustagbal al-Arabi, No.200, (Beirut: 
Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah, 1995), h. 119, yang dikutip oleh 
'Abdus-Salam bin Muhammad bin Abdul Karim, al-Tajdid wa al-Mujaddidun fi 
Usul al-Figh, (al-@ahirah: al-Maktabah al-Islamiyyah, 2007), h. 26-27. Faktor 
tertutupnya pintu ijtihad pada abad ke 10 M. (4 H.) dalam catatan Khallaf 
adalah sebagai berikut: Pertama, pecahnya negara Islam menjadi negara-negara 
kecil, yang antara satu dengan lainnya saling berperang dan saling memfitnah 
sehingga umat Islam disibukkan dengan pertikaian dan permusuhan. Akibatnya 
umat Islam kurang perhatian terhadap kemajuan ilmu. Kedua, lahirnya mazhab- 
mazhab pada era sebelumnya yang membawa pengikutnya bersikap fanatik, 
sehingga mereka sibuk membela mazhabnya masing-masing. Ketiga, timbulnya 
kekacauan dalam bidang penetapan hukum dan ijtihad. Hal ini karena orang 
yang tidak memiliki keahlian di bidang ijtihad dan fatwa ikut berijtihad dan 
berfatwa, sehingga melahirkan banyak perbedaan ijtihad dan fatwa. Keempat, 
merebaknya penyakit hati di kalangan ulama. Mereka saling dengki dan egois 
dengan mazhabnya masing-masing! maka pada era ini umat Islam 
terpolarisasi sesuai dengan mazhab yang dianut menjadi beberapa macam 
tingkatan: (1) mujtahid mazhab, yang metode ijtihadnya mengekor kepada 
imam mazhabnya, (2) mujtahid di bidang kasus-kasus yang tidak dibahas oleh 
imam mazhab dengan tetap mengacu pada metode istinbat dan pendapat imam 
mazhabnya, (3) ahl al-takhrij yang mengeluarkan hukum dari pendapat imam 
mazhab yang masih mujmal (global), dan (4) ahl al-tarjih dengan memilih salah 
satu pendapat yang terjadi perbedaan di dalam mazhabnya, serta (5) ahl al- 
taglid murni yang hanya mengekor terhadap pendapat mazhabnya. Lihat: Abdul 
Wahhab Khallaf, Khulasah Tarikh al- Tasyri' al-Islami, h. 99-102. 
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(w. 1250 H./1834 M.).17 Pembaruan ini terlihat dari pergeseran 
paradigma, yang asalnya lebih bersifat literalistik, baik bagi mazhab 
Mutakallimun (Syafii, Maliki, Hanbali, dan Mu'tazilah) yang bercorak 
teologis-deduktif maupun mazhab Hanafi yang bercorak induktif- 
analitis, kearah substantif dengan memberikan ruang lebih terhadap 
konsep al-maslahah dan al-mafsadah, menerapkan kaidah usul fikih dan 
tarjih antara al-magasid dan al-maslahah al-syar'iyyah, kulli dan juzi, 
yang belakangan dikenal dengan metode keseimbangan (al-muwazanah) 
dan tahapan prioritas (al-aulawiyyat), atau dikenal dengan fikih 
keseimbangan dan fikih prioritas.18 Proyek yang dilakukan oleh para 
pembaru sebelumnya dilanjutkan oleh al-Syatibi, yang menjadikan 
magasid al-syari'ah sebagai tema sentral (asas) dalam ilmu usul fikih.1? 
Dengan demikian, ilmu usul fikih tidak lagi hanya terpaku pada 
literalisme teks, tetapi dilengkapi lagi agar lebih sempurna dalam 
memahami perintah Allah.20 

Pada perkembangan berikutnya, enam abad setelah gagasan al- 
Syatibi, para pembaru usul fikih modern melakukan revitalisasi. Tokoh- 
tokohnya seperti Muhammad “Abduh (w. 1905 M.), Rasyid Rida (w. 1935 
M.), Abdul Wahhab Khallaf (w. 1956 M.), Allal al-Fasi (w. 1974 M.), dan 
Hasan Turabi (w. 2016 M.). Karena tokoh-tokoh ini hanya melakukan 
revitalisasi prinsip al-maslahah yang ditawarkan al-Syatibi melalui teori 
magasid-nya, maka Wael B. Hallag mengkategorikan mereka sebagai 
pembaru penganut aliran religious utilitarianism. Berikutnya muncul 
tokoh-tokoh pembaru seperti Muhammad Sa'idal-Asymawi (w. 2013 


17Ahmad bin Abdussalam al-Raysuni, al-Tajdid al-Usuli: Nahwa Siyaghah 
Tajdidiyah li 'ilm Usul al-Figh, (Herndon USA: The International Institut of 
Islamic Thought, 2014), h. 48. 

18Raysuni, al-Tajdid al-Usuli:..., h. 48-53. 

19Raysuni, al-Tajdid al-Usuli:..., h. 54. Hal ini menyebabkan al-Syatibi 
dinobatkan sebagai bapak atau syaikh magasid al-syari'ah. Lihat: Ahmad al- 
Raysuni, Nazariyah al-Magasid al-Syari'ah 'inda al-Imam al-Syatibi, 48 eds, 
(Virginia: The International Institut of Islamic Thought, 1995), h. 17. 

20Menurut Amin Abdullah, dalam perspektif filsafat ilmu, al-Syatibi 
sebenarnya tidak melakukan apa yang menurut Thomas Kuhn disebut dengan 
pergeseran paradigma (paradigm shift), melainkan lebih hanya melengkapi 
paradigma lama agar tidak terlalu literalistik. Dalam perspektif Kuhn, al-Syatibi 
tidak melakukan perubahan revolusioner pada bangunan usul fikih. Lihat: Amin 
Abdullah, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Figh dan Dampaknya 
Pada Figh Kontemporer”, dalam Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul 
Figh Kontemporer, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), h. 119. Lihat juga: 
Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientifik Revolutions, (Chicago: The University 
of Chicago Press, 1970). 
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M.), Fazlur Rahman (w. 1988 M.) dan Muhammad Syahrur (lahir 1938 
M.), yang disebut sebagai tokoh religious liberalism, yang bercorak 
liberal dan cenderung membuang teori-teori usul fikih lama.2! Di 
samping tiga tokoh ini, ada juga nama seperti Muhammad Igbal (w. 
1938), Mahmud Muhammad Taha (w. 1985 M.), Abdullahi Ahmad al- 
Na'im (lahir 1946 M.), yang beranggapan bahwa prinsip al-maslahah 
klasik tidak lagi memadai untuk membuat hukum Islam mampu hidup 
di dunia modern.22 

Di Indonesia, metode hukum Islam yang telah dirumuskan oleh 
para ulama usul fikih hampir diterapkan di semua lembaga fatwa yang 
dimiliki oleh organisasi keagamaan di Indonesia, seperti 
Muhammadiyah (berdiri tahun 1912) dengan Majlis Tarjihnya,28 
Persatuan Islam (Persis, lahir tahun 1923) dengan Dewan Hisbahnya,24 
Nahdlatul Ulama (lahir tahun 1926) dengan Lembaga Bahtsul Masailnya, 
Majlis Ulama Indonesia (MUI, lahir tahun 1975) dengan komisi 
fatwanya,25 dan lain sebagainya. Dari sekian banyak lembaga yang 
menerapkan metode ijtihad warisan ulama usul fikih, dapat dibilang NU 
termasuk lembaga yang paling belakangan dalam menggunakan atau 


21Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to 
Sunni Ushul Figh, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), h. 214-253. 

22Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif..., h. 121. Pandangan Muhammad 
Igbal akan perlunya pembaruan usil al-figh dapat dilihat dalam karyanya, The 
Reconstruction of Religions Thought in Islam, (Lahore: Ashraf Press, 1971). 
Sementara pandangan Mahmiid Muhammad Taha tentang pembaruan usul fikih 
dalam karyanya yang edisi bahasa Inggrisnya berjudul: The Second Message of 
Islam. Penerjemah 'Abdullahi Ahmad al-Na'im, (Syracus: Syracus University 
Press, 1987). Sementara pandangan 'Abdullahi Ahmad al-Naim dalam 
pembaruan merupakan kelanjutan dari ide gurunya, Muhammad Taha, dengan 
judul: Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and 
International Law, (Syracus: Syracus University Press, 1990). 

23Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, 
(Jakarta: Logos, 1995). Lihat juga: Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih 
Muhammadiyah, 4th ed., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). 

24KH. Zae Nandang, dkk., Turug al-Istinbat Metodologi Pengambilan 
Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam, (T.tp.: Persispers, t.th.). Lihat juga: Dede 
Rosyada, “Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam: Sebuah 
Analisis Terhadap Produk Pemikiran Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam 
Periode Persidangan 1990-1995”, (Disertasi S3 IAIN Syarif Hidayatullah, 
Jakarta, 1998). 

25Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
Sejak 1975, (Jakarta: Emir Erlangga, 2015). Lihat juga: Asrorun Ni'am Sholeh, 
Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip 
Pencegahan dalam Fatwa, (Penerbit Erlangga: Emir Cakrawala Islam, 2016). 
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menerapkan istilah-istilah metode ijtihad, walaupun pelajaran usul fikih 
dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia termasuk juga yang 
berafiliasi ke NU,25 dan dari awal NU memilih bertaklid dengan 
bermazhab secara gauli, yaitu mengikuti hasil produk hukum yang 
tertuang dalam kitab-kitab mazhab dalam lingkup mazhab tertentu.27 

Baru pada Munas NU tahun 1992 di Bandar Lampung, kesadaran 
formal akan pentingnya pengembangan pemikiran metodologis mulai 
muncul, khususnya dalam rangka pengambilan keputusan hukum,28 
maka muncullah metode tagrir jama'i, ilhagul masa'il binaza'iriha 
(disingkat menjadi ilhag), dan istinbat jamai. Kemudian prosedur 
pengambilan hukum ini dibahas kembali pada Muktamar NU ke-31 di 
Solo tanggal 29 November-1 Desember 2004, dilakukan peninjauan 
ulang pada Munas NU di Surabaya tanggal 27-30 Juli 2006, bahkan pada 
Muktamar NU ke-33 di Jombang tanggal 1-6 Agustus 2015 dilakukan 
revitalisasi metode istinbat al-ahkam, dan pada Munas NU di Nusa 
Tenggara Barat tanggal 23-25 November 2017 dilakukan 
penyempurnaan terhadap metode tagrir jama'i dan ilhag.?2? Sayangnya, 
rumusan prosedur penetapan hukum dalam bahtsul masail NU terkesan 
tidak berkesinambungan dengan mazhab yang ditawarkan, baik 
bermazhab secara gauli maupun bermazhab secara manhaji. Antara 
tawaran bermazhab dan metode yang digunakan terkesan berjalan 
sendiri-sendiri, sehingga melahirkan kerancuan klasifikasi di kalangan 
peneliti, khususnya menyangkut prosedur penetapan hukum bahtsul 
masail NU. 

Hal yang menarik adalah, pada Muktamar NU ke-31 di Solo tahun 
2004 metode hermeneutika sempat muncul kepermukaan sebagai 
tawaran metode baru dalam pengambilan keputusan hukum. Namun 


26Dalam pengamatan Zamakhsyari, selama 8 abad (antara awal abad ke- 
13 dan abad ke-20), hampir semua kaum Muslimin Indonesia mengikuti 
pemikiran usul fikih imam al-Syafit... Lihat: Zamakhsyari Dhofier, Tradisi 
Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan 
Indonesia, 9th ed., (Jakarta: LP3ES, 2015). 

27Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha' ff Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil 
Ulama': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, 
dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015), 2th ed., (Surabaya: LTN-PBNU dan 
Khalista, 2019), h. 470. 

28Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritis (Bermazhab Secara Manhajiy dan 
Implementasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, (Depok: Nadi Pustaka, 
2015), h. 3 

29Materi Bahtsul Masail Maudu'iyyah Musyawarah Nasional Alim Ulama 
Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat 23-25 November 2017. 
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tawaran ini ditolak oleh peserta Muktamar karena dianggap 
menumpang kendaraan “Islam Liberal” yang sudah sejak awal 
dipersoalkan.30 Menurut mereka, hermeneutika merupakan produk 
barat dan tidak senafas dengan Islam, atau keluar dari rel-rel keagamaan 
yang telah dipakemkan dan manabrak pagar fikrah nahdiyyah NU,31 atau 
lebih umum mereka menolak bentuk-bentuk pemikiran liberal 
meskipun memiliki pijakan yang (dianggap) kuat dengan berlandaskan 
al-Our'an dan hadis yang dapat dipertanggung-jawabkan.?2 Penolakan 
ini oleh sebagian pengamat NU dianggap sebagai cerminan adanya 
kesenjangan berpikir antara kaum muda dan kaum tua (kalangan kyai). 
Kaum tua, walaupun ada yang mendorong untuk dilakukan 
kontekstualisasi kitab kuning dengan perangkat mazhab manhaji, 
namun mereka tetap dalam koridor moderat, tidak konservatif dan tidak 
pula liberal. Sementara kaum muda cenderung merespon semangat 
mazhab manhaji ke arah liberalisasi.3? 

Kemudian pada Muktamar NU di Jombang 2015 dan Munas NU di 
Nusa Tenggara Barat 2017, magasid al-syari''ah dan maslahah menjadi 
pertimbangan dalam penggalian hukum. Tentu hal ini agak tidak biasa di 
kalangan NU, sebagai ormas yang selama ini terkenal dengan 
komitmennya mengikuti mazhab imam Syafi'i, yang menekankan giyas 
terhadap persoalan yang tidak tersurat (ghayr mansusah) dalam teks 
agama, serta kurang mempopulerkan dalil maslahah dalam hal yang 
tidak diperoleh penegasan oleh nas. Oleh sebab itu, mazhab Syafi'i lebih 
suka berbicara 'illat (alasan hukum) daripada maslahah, dengan alasan 
bahwa maslahah sudah menjadi bagian pertimbangan dalam 
menentukan fillat, tetapi hukum yang diproduksi melalui giyas tidak 
boleh tergantung pada maslahah yang tidak jelas ukurannya dan tidak 
tegas rumusannya.34 

Secara umum, dinamika pemikiran keagamaan di Indonesia dalam 


30Ahmad Baso, Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Reformisme Agama, 
Kolonialisme dan Liberalisme, (Tangerang Selatan, Pustka Afid, 2017), h. 207- 
403. 

31Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritis (Bermazhab Secara Manhajiy dan 
Implementasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, (Depok: Nadi Pustaka, 
2015), h. 79. 

32Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih “Tradisi” Pola Mazhab, 2th ed., 
(Yogyakarta: eLSAO Press, 2010), h. 294. 

38Lihat Vivin Baharu Sururi, “Metode Istinbath Hukum di Lembaga 
Bahtsul Masail NU”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 6, No. III, 2013, h. 447. 

34Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, 7! ed., (Yogyakarta: LKiS, 2011), h. 
xvili-xix. 
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perspektif John L. Esposito dikelompokkan ke dalam tiga kategori: 
Pertama, restriction of traditionalist, yaitu pola pemikiran keagamaan 
tradisional yang sempit. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh tradisi 
pemikiran ulama masa lampau, di mana hasil pemikiran ulama 
terdahulu dijadikan acuan dan sekaligus referensi final bagi setiap 
persoalan kemasyarakatan yang muncul pada masa sekarang. Dengan 
kata lain, mereka hanya meng-copypaste apa yang sudah ada dari 
warisan ulama masa lalu. Kedua, modernist scriptualism, yaitu tipe pola 
gerakan yang menamakan dirinya sebagai kelompok modern. Pola ini 
menggunakan pemahaman keagamaan secara tekstual dari ajaran- 
ajaran suci. Dengan demikian, kelompok ini terpaku pada pemahaman 
doktrin secara tekstual dengan merujuk nas secara redaksional, tidak 
pada inti ajaran yang menjadi magasid al-syari'ah. Ketiga, socio-historical 
approach, yaitu tipe pola pemahaman keagamaan yang dalam melihat 
ketentuan-ketentuan ajaran agama (nas) lebih didasarkan kepada 
aspek-aspek historis dan konteks sosial yang berkembang di 
masyarakat. Kategori terakhir ini, menurut Esposito, merupakan 
kategori yang diidealkan dan diidolakan untuk mempersiapkan 
masyaratakat muslim modern atau neo-modern.3: 

Para peneliti biasanya mengkategorikan NU sebagai organisasi 
keagamaan yang menganut pola pertama, yaitu restriction of 
traditionalist. Sementara Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) 
dimasukkan ke dalam kategori kedua, yaitu modernist scriptualism,3$ 
sehingga sepintas dapat dinilai bahwa NU adalah organisasi yang 
mempertahankan tradisi atau organisasi tradisional. Berbeda dengan 
Muhammadiyah yang mewakili kalangan modernis. Corak tradisionalis 
dan modernis ini memiliki perbedaan-perbedaan dan sekaligus menjadi 
ciri masing-masing. Kaum tradisionalis lebih berorientasi kepada 
perangkat tradisi yang mempribumi, sedangkan kaum modernis lebih 
suka menggunakan ilmu pengetahuan Barat.27 Tradisionalis memiliki 


35Lihat uraian John L. Esposito (ed.), The Oxford Encyclopedia of The 
Modern Islamic World, (New York: Oxford University Press, 1995), h. 14-15. 

36Lihat: Imam Yahya, “Figih Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju 
Kontekstualis”, dalam M. Imdadun Rahmat (ed.), Kritik Nalar Figih NU 
Transformasi Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta: Laksedam, 2002), h. 57, 
Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih “Tradisi” Pola Mazhab, h. 257-259, Rijal 
Mumazzig Z., “Peta Pemikiran Figh di Kalangan Pesantren”, dalam al-Ahwal, Vol. 
7, No. 1, April 2015, h. 66-67. 

37Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
1995), h. 31. 
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hubungan yang mendalam dengan model pemikiran dan tradisi sufi, 
sementara modernis menaruh kecurigaan terhadap aspek-aspek 
kesufian serta menolak praktik-praktik kaum tradisionalis yang 
dianggap menyeleweng, seperti ziarah kubur ke makam ulama sufi serta 
doa yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal.38 

Istilah tradisionalis dan modernis, jika dihubungkan dengan cara 
berfikir dan memahami agama, maka disebut tradisionalis karena cara 
memahami konsep agama dengan mempertimbangkan perangkat tradisi 
sehingga kurang mampu mengikuti perubahan-perubahan, sementara 
disebut modernis karena cara memahami konsep agama dengan 
mendasarkan pada rasio sehingga mampu mengikuti perubahan. Oleh 
karena itu, orientasi kalangan tradisionalis pada umumnya dianggap 
lebih terbelakang dan cenderung mapan dalam pemahaman mengenai 
masyarakat dan pemikiran Islam. Mereka dituduh hanya berorientasi 
pada kebahagiaan akhirat dengan mengabaikan duniawi dalam praktik 
ritual mistisisme Islam (tasawuf), sehingga dinilai sebagai masyarakat 
yang pasif dan tidak acuh terhadap modernisasi. Mereka juga dianggap 
bersikap konservatif dan curiga terhadap perubahan, sehingga disebut 
kolot dan jumud. Anggapan semacam ini tidak sepenuhnya salah, 
minimal menurut ukuran pengertian etimologis, namun jika melihat 
pergumulan dalam pentas politik, sosial dan pemikiran keagamaan 
dalam rentang waktu yang panjang, maka anggapan di atas tidak 
sepenuhnya benar.39 

Oleh karena itu, beberapa pemikir atau peneliti menilai bahwa 
kelangan tradisionalis tidak selamanya seperti yang digambarkan oleh 
“lawan-lawannya” sebagai kelompok terbelakang, kolot, jumud, 
konsevatif dan sebagainya. NU memang disebut sebagai kelompok 
tradisional, namun tidak benar penilaian bahwa NU adalah golongan 
yang konservatif, kolot dan tidak mampu menghadapi perkembangan 
zaman, atau minimal walaupun pada faktanya ada sebagian yang 
berpikiran konservatif, namun tidak dapat dipukul rata. Menurut 
Kacung Maridjan, NU memang tampak unik, sebagai organisasi 
tradisional mestinya NU tidak peduli terhadap perubahan-perubahan di 
lingkungannya, namun pada kenyataannya NU mampu bertahan dan 


38Greg Barton, “Indonesia's Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid as 
Intelectual Ulama: The Metteng of Islamic Traditionalism and Modernism in 
Neo-Modernist Thought”, dalam Studia Islamika, Vo. 1, No. 1, 1997, h. 36. 

39Mujamil, “Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama..., h. 4-6. 
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malah berkembang sebagaimana halnya organisasi-organisasi modern.“ 
Bahkan dalam hal perpolitikan nasional, menurut Mujamil, NU sejak 
dulu sudah dinamis, bahkan lebih dinamis daripada Muhammadiyah. 
Hal ini terbukti dengan adanya perubahan NU dari organisasi sosial 
keagamaan menjadi organisasi politik pada tahun 1952 terlepas dari 
konsekuensi yang dialami NU, walaupun pada akhirnya NU kembali ke 
khittah, menjadi organisasi sosial keagamaan kembali. 

Sementara dalam bidang pemikiran keagamaan, NU mengalami 
pembaruan pasca Munas Bandar Lampung 1992. Hal ini dapat dilihat 
dari pergeseran metode bermazhab dalam NU, mulai dari pergeseran 
yang bercorak nassiyah (tekstual) ke magasidiyah (kontekstual), atau 
pergeseran ke arah religious utilitarianism yang melakukan revitalisasi 
metode bermazhab, atau bahkan sudah mengarah pada kategori 
religious  liberalism — ketika mencoba menawarkan metode 
hermeneutika.42 Dalam konteks ini, penelitian tentang reformasi 
bermazhab di dalam Nahdlatul Ulama, khususnya pergeseran metode 
dalam berbahtsul masail menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. 
Tentu yang perlu ditekankan di sini adalah, reformasi tidak selalu dalam 
konteks menetapkan sesuatu yang baru, tetapi juga memelihara tatanan 
lama yang masih dianggap baik.43 Hal ini sejalan dengan jargon NU yang 
berbunyi: “al-Muhafazah ala al-gadim al-Salih wa al-akhdzu bi al-jadid 
al-aslah”, merawat metode lama yang baik dan menerima metode baru 
yang lebih baik atau yang terbaik. 

Reformasi bermazhab dalam NU merupakan pemaknaan dari 
gagasan tajdid yang ditawarkan oleh para tokoh pembaru pemikiran NU 
tahun 80-an, bahwa bermazhab tidak selalu harus mengikuti pendapat 
imam mazhab dari kata perkata (fi al-agwal), melainkan dapat juga 
dalam metodenya (fi al-manhaj). Bahkan dapat juga untuk 
pengembangan metodenya, bukan lagi hanya mengikuti manhaj yang 
sudah ada. Bermazhab bukan hanya terikat untuk mengikuti pendapat 
salah satu mazhab yang empat melalui karya primernya, melainkan juga 
dapat berbeda pendapat dengan mereka selagi tetap mengikuti manhaj- 


40Kacung Maridjan, Guo Vadis Setelah Kembali ke Khittah 26, (Jakarta: 
Erlangga, 1992), h. 223. 

41Mujamil, “Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama..., h. 5. 

42Bandingkan antara tulisan Wael B. Hallag, A Histori of Islamic Legal 
Theories, dengan keputusan bahtsul masail NU yang tertuang dalam Ahkam al- 
Fugaha' fi Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil Ulama". 

43Ahmad Rofig, Figh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 47. 
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nya.4 

Oleh karena itu, studi tentang reformasi bermazhab dalam NU 
dengan meneliti pergeseran metode dalam penggalian hukum pada 
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) dirasa sangat perlu untuk dilakukan. 
Namun begitu, penelitian ini hanya fokus mengkaji pembaruan 
bermazhab dalam NU dengan mengamati pergeseran metode penetapan 
hukum yang digunakan oleh NU dari gauli ke manhaji. Dalam hal ini, 
yang dimaksud adalah Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU dengan 
mengacu pada keputusan bahtsul masail yang tertuang dalam buku 
Ahkam al-Fugaha' fi Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil Ulama: Solusi 
Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan 
Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015), berikut keputusan Munas NU di 
Nusa Tenggara Barat 2017 dan Munas NU di Banjar 2019. Pergeseran 
ini diamati dari titik waktu antara tahun 1926-1989 dan tahun 1992- 
2019. Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk melihat 
penggunaan bermazhab secara gauli dan manhaji pada putusan 
Lembaga Bahtsul Masail periode 1926-1989, menjelaskan pergeseran 
bermazhab secara gauli ke manhaji pada putusan Lembaga Bahtsul 
Masail periode 1992-2019, dan mengamati formulasi bermazhab dalam 
NU dan tipologi pergeserannya, serta faktor-faktor yang 
memengaruhinya. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru 
dalam pembaruan bermazhab melalui pergeseran metode penetapan 
hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama, baik dalam rangka bermazhab 
secara gauli maupun bermazhab secara manhaji, dengan 
membandingkan hasil keputusan bahtsul masail antara sebelum (1926- 
19890 dan sesudah Munas Bandar Lampung (1992-2019). Dengan 
begitu, di samping untuk menjaga mata rantai khazanah keilmuan dalam 
Islam, juga untuk mengembangkan khazanah keislaman agar tetap salih 
likulli zaman wa makan. 

Secara akademis, penelitian ini akan memberikan pemahaman 
tentang pergeseran metode bermazhab di lingkungan Nahdlatul Ulama, 
dari metode mazhab gauli ke metode mazhab manhaji (metodologis) 
dengan membandingkan hasil keputusan bahtsul masail antara tahun 
1926-1989 dan 1992-2019 dalam masa'il wagi'iyyah, maudu'iyyah dan 
ganuniyyah. Di samping itu, penelitian ini juga akan memberikan 
informasi tentang faktor-faktor yang melatar-belakangi terjadinya 


44A. Oodri Azizy, Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad 
sesuai Saintifik-Modern (Jakarta: Teraju, 2003), h. 21-25. 
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reformasi bermazhab melalui pergeseran metode bahtsul masail NU. 
Oleh karena itu, dengan mengamati perkembangan dan pergeseran 
metode di lingkungan Nahdlatul Ulama, diharapkan para pengkaji 
hukum Islam mampu menerapkan dan mengembangkan metode istinbat 
al-ahkam dalam merespon berbagai persoalan tanpa harus tercerabut 
dari akar metode warisan ulama masa lampau, dan tentu penelitian ini 
dapat menjadi pelengkap pustaka dalam diskursus pemikiran metode 
hukum Islam, terutama metode penetapan hukum bahtsul masail NU. 
Secara aplikatif, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber 
rujukan oleh para pengkaji hukum Islam atau para pengambil kebijakan 
dalam melahirkan terobosan pembaruan hukum Islam, khususnya di 
Indonesia. Kontekstualisasi rumusan hukum yang tertuang dalam kitab- 
kitab mazhab dan pembaruan metode hukum Islam di Indonesia 
merupakan sebuah keniscayaan untuk dilakukan. Di samping itu, tentu 
penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 
pengembangan metode pada Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 
(LBM-NU), sehingga mampu memberikan warna baru dalam corak 
khazanah keislaman di Indonesia, dan mampu menjawab isu-isu 
kontemporer yang dituntut adanya respon yang cepat dan solutif. 


Bahtsul Masail dalam Kajian Akademik 

Prosedur penggalian hukum, corak bermazhab, dan tradisi 
berbahtsul masail di dalam organisasi Islam Nahdlatul Ulama yang 
terlembagakan dalam Lembaga Bahtsul Masail (LBM) sebenarnya telah 
banyak yang meneliti dan mengkajinya. Namun sejauh pengamatan 
penulis, belum ada yang meneliti secara menyeluruh, baik secara 
konseptual maupun aplikasinya mengenai pergeseran metode 
bermazhab dalam NU dari gault ke manhaji terutama pasca Munas 1992 
sampai 2019. Penelitian seputar NU sudah banyak dilakukan oleh para 
peneliti, baik oleh peneliti insider maupun outsider. Namun kajian 
seputar bahtsul masail NU terlihat semarak paska dirumuskannya 
prosedur penetapan hukum bahtsul masail NU pada Munas Bandar 
Lampung 1992, misalnya sebagai berikut: 

Imam Yahya dalam penelitian tesis-nya menyoroti bahtsul masail 
NU dalam merespon perubahan sosial masyarakat dan mengamati latar 
belakang lahirnya metode penetapan hukum bahtsul masail pada Munas 
Bandar Lampung 1992, serta konsep dan implementasinya. Dalam 


45Penelitian sebelumnya dilakukan misalnya oleh Slamet Basyir dengan 
judul “Majlis Bahtsul Masail Syuriah NU: Studi tentang Pola pengkajian dan 
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pembacaan Yahya, mazhab secara gauli menggunakan metode gauli dan 
metode tagrir jama'i, sementara metode ilhagul masail binaza'iriha 
dikategorikan sebagai bagian dari bermazhab secara manhaji 
sebagaimana metode istinbat jama145 Pembacaan Yahya masih terkesan 
prematur karena memang jarak antara rumusan penetapan hukum 
bahtsul masail dengan penelitian yang dilakukan oleh Yahya relatif 
masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan, yaitu hanya berkisar 6 
tahun, dari tahun 1992 hingga 1998. Sementara intensitas pembahasan 
secara metodologis dimulai dari awal era 20-an. 

Kajian buku Ahmad Zahro merupakan pendalaman kaitannya 
dengan Lajnah Bahtsul Masail mengenai kitab-kitab mu'tabarah dan 
validitas keputusannya serta metode istinbat hukum.” Kesimpulan dari 
penelitiannya adalah belum ada definisi final terkait kriteria al-kutub al- 
mu'tabarah, metode gault masih mendominasi, dan jawaban dalam 
bahtsul masail dianggap sudah valid. Pada salah satu tulisannya yang 
dimuat di jurnal, Zahro juga menyoal tentang al-kutub al-mu'tabarah, 
mendorong pembaruan pemikiran fikih, dan mengajak membebaskan 
diri dari sakralisasi kitab-kitab fikih (tagdis al-kutub al-fighiyyah) 
dengan memberikan fakta-fakta beberapa contoh dalam kitab-kitab fikih 
yang sudah tidak relevan lagi untuk konteks hari ini.48 Namun begitu, 
Zahro belum menyentuh pergeseran mazhab NU dari gauli ke manhaji 
dalam ranah konseptual dan kontribusinya pasca Munas Bandar 
Lampung 1992. Berbeda dengan penelitian ini yang fokus mengkaji 


Penetapan Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1991). 
Tesis Radino, “Metode Ijtihad NU: Kajian Terhadap Keputusan Bahtsul Masail 
NU Pusat Pada Masalah-Masalah Figh Kontemporer” (IAIN Ar-Raniry, Banda 
Aceh, 1997). Disertasi Rifyal Ka'bah “Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah 
dan Lajnah Bahtsul Masail NU sebagai Keputusan Ijtihad Jama'i di Indonesia” 
(Universitas Indonesia, Jakarta, 1998). Tesis Abd. Basid, “Bahts al-Masail dan 
Wacana Pemikiran Figh, Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam 
NU Tahun 1985-1995” (IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999). Namun karena 
beberapa kendala, penulis belum dapat melacak seluruh riset-riset tersebut di 
atas. 

46Lihat: Imam Yahya, “Bahtsul Masail NU dan Transformasi Sosial: Telaah 
Istinbat Hukum Pasca Munas Bandar Lampung 1992”, Tesis, (IAIN Syarif 
Hidayatullah, Jakarta, 1998), h. 87-104. 

47Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-199, 
(Yogyakarta, LKiS, 2004). 

48Lihat: Ahmad Zahro al-Hasani, “Lajnah Bahts al-Mas#'il al-Diniyyah li 
Jam'iyyah Nahdatil Ulama bi Indonesia: Dirasah Nagdiyyah 'ala al-Mugarrarat 
al-Fighiyyah”, dalam Journal of Indonesia Islam, volume 01, Number 01, June 
2007. 
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reformasi bermazhab dalam NU dari corak gauli ke manhaji dengan 
membandingkan produk hukum bahtsul masail antara tahun 1926-1989 
dengan tahun 1992-2019. 

Sementara buku Ahmad Arifi fokus mengkaji pergulatan 
pemikiran fikih NU yang berkembang pada decade 1990-an sampai 
2004, dan juga mengkaji pemikiran fikih dari komunitas santri Ma'had 
Aly li al-Gism al-Figh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo 
Situbondo melalui dua bukunya Fikih Rakyat dan Fikih Realitas. Di 
samping itu, Arifi juga fokus pada dua tokoh yang dianggap memiliki 
kontribusi dan cukup berpengaruh bagi pemikiran fikih NU, yaitu K.H. 
MA. Sahal Mahfudh dengan fikih sosialnya dan KH. Masdar Farid Mas'udi 
dengan buku-bukunya, seperti Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika 
Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat, Hak Hak Reproduksi Perempuan 
dan artikel-artikelnya tentang Islam emansipatoris.49 Kesimpulan Arifi 
dalam mengkaji pemikiran fikih Nahdlatul Ulama adalah tipologi fikih 
NU dibagi menjadi tiga: formalistik-tekstual yang selalu merujuk pada 
teks-teks kitab mazhab, sosial-kontekstual yang memahami fikih dengan 
orientasi pemecahan problem masyarakat, dan kritis-emansipatoris 
yang mengacu kepada tujuan hukum (magasid al-syari''ah) yang harus 
membawa kemaslahatan bagi manusia. Arifi berhasil dalam membaca 
tipologi fikih NU namun terlihat gagal dalam melakukan klasifikasi 
metode, di mana Arifi memasukkan metode tagrir jama't sebagai bagian 
dari mazhab manhaji dan cenderung menyamakan dengan istinbat 
jama'i. Oleh karena itu, Perbedaan penelitian ini dengan buku Ahmad 
Arifi adalah penelitian ini lebih fokus pada klasifikasi dan pergeseran 
metode penetapan hukum, dari metode gault ke manhaji, dan faktor 
serta efektifitas penerapan metode tersebut dengan menguji produk 
hukum yang dihasilkan dalam bahtsul masail. 

Dalam kajian buku Mahsun, pembahasannya fokus pada 
keputusan Munas Bandar Lampung 1992, dengan konsentrasi 
pembahasan pada mazhab manhaji. Mahsun menelusuri faktor 
penyebab ketidak-produktifan penerapan prosedur bermazhab secara 
manhaji dari tahun 1992 sampai 2010 dengan mengkaji dua bidang, 
yaitu bidang pengaruh sosial dan budaya terhadap sumber daya 


49Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih “Tradisi” Pola Mazhab, 25 ed., 
(Yogyakarta: eLSAO Press, 2010). Buku ini merupakan karya disertasi Ahmad 
Arifi di IAIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta, 2007 dengan judul asli: “Pergulatan 
Pemikiran Fikih dalam Nahdlatul Ulama”. 
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manusia, dan kualitas sumber daya manusia.50 Kekurangan dalam buku 
ini adalah belum menjelaskan konsep operasional dari metode tagrir 
Jjama'i, ilhagul masail binaza'iriha dan istinbat jama'f secara konkrit. Hal 
ini dapat dimaklumi karena pada saat buku ini dibuat, NU belum 
merumuskan secara konkrit metode penetapan hukum yang telah 
dirumuskan di Bandar Lampung. Baru kemudian, pada Muktamar NU di 
Jombang dan Munas NU di Nusa Tenggara Barat konsep ini dijelaskan 
dalam tataran aplikasinya. 

Muhammad Adib dalam bukunya, mengungkap nalar fikih NU 
beserta akar genealogis dan proses keterbentukannya, sebagai titik tolak 
untuk melakukan pembaruan dari dalam (tajdid min al-dakhil) terhadap 
bahtsul masail. Boleh dibilang buku ini merupakan kelanjutan dan 
penyempurna dari buku sebelumnya terkait dengan tradisi bahtsul 
masail NU. Misalnya yang ditulis oleh Ahmad Zahro (2000), Ahmad Arifi 
(2007), Mahsun (2010) dan lain sebagainya. Karya Adib mempunyai 
nilai lebih dalam mengurai jejak genealogi nalar fikih NU dengan 
menelusuri tradisi berpikir Wali Songo. Namun begitu, penelitian Adib 
kurang berhasil di dalam membaca tipologi metode bahtsul masail NU. 
Adib melakukan pembacaan terhadap trilogi metode istinbat berupa 
metode gauli, ilhagi dan manhaji. Pemetaan ini relatif kurang tepat jika 
mengacu pada definisi istinbat dalam istilah NU, yaitu mengeluarkan 
hukum syara' dari dalilnya dengan gawa'id usuliyyah dan gawa'id 
fighiyyah,51 sehingga kurang tepat jika metode gauli dan ilhagi 
dimasukkan bagian dari metode istinbat. Hal ini menyebabkan 
kerancuan pada kesimpulan berikutnya ketika membaca istinbat al- 
ahkam dalam NU dengan metode bayani, giyasi dan istislahi/magasidi.52 

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan bentuk lanjutan dari 
penelitian sebelumnya dengan fokus kajian pada pergeseran metode 
bermazhab dalam NU dengan melakukan perbandingan antara hasil 
keputusan bahtsul masail tahun 1926-1989 dan tahun 1992-2019. 


50Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritik (Bermazhab Secara Manhajiy dan 
Implementasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Depok: Nadi Pustaka, 
2015). Buku ini merupakan karya disertasi doktornya di UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, tahun 2010. 

51Lihat: Tim LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha' ... h. 470. 

52Lihat: Muhammad Adib, Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama, (Malang: 
KiriSufi, 2018), h. 89. Bandingkan dengan Keputusan Munas NU di Bandar 
Lampung 1992 tentang Sistem Pengambilan Keputusan Hokum dalam Bahtsul 
Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama, dan Hasil Keputusan Muktamar NU ke- 
33 di Jombang tentang Metode Istinbat al-Ahkam dalam NU. Lihat: Tim LTN 
PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 470 dan 1078-1092. 
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Adapun tema yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah khusus 
kajian yang bersifat metodologis seperti metode gauli, tagrir jama't, 
ilhagul masail binaza'iriha, dan istinbat jama'i, serta melihat faktor- 
faktor yang melatarbelakanginya. 


Metode dan Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian pustaka 
(library research) melalui sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber 
primer berupa kumpulan keputusan bahtsul masail Nahdlatul Ulama 
yang tertuang dalam buku Ahkam al-Fugaha' ff Mugarrarat Mu'tamarat 
Nahdatil Ulama': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan 
Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015), hasil 
keputusan Munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 2017, dan hasil 
keputusan Munas NU di Banjar tahun 2019. Sedangkan sumber 
sekunder adalah sumber-sumber yang terkait dengan pembahasan 
penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan 
merujuk pada hasil penelitian, buku, jurnal dan lain sebagainya yang 
membahas seputar metode penggalian hukum di Lembaga Bahtsul 
Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU). Di samping juga akan dilakukan 
wawancara terhadap para tokoh yang terlibat atau berperan sebagai 
koki dalam forum bahtsul masail, baik yang menjadi musahhih, perumus, 
peserta bahtsul masail maupun para pengurus Lembaga Bahtsul Masail 
PBNU (LBM-PBNU). 

Kemudian semua data yang terkumpul akan diolah dengan 
menggunakan metode»3 deskriptif-analisis, di mana semua terma yang 
berkaitan dengan pergeseran metode bermazhab dalam Nahdlatul 
Ulama, khususnya pada Lembaga Bahtsul Masail NU, akan dijelaskan 
dengan merujuk pada data primer (first sources) tersebut. Hal ini dirasa 
penting guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat 
dijadikan rujukan oleh para pemerhati kajian perkembangan metode 
dan pembaruan hukum Islam. Kemudian istilah yang berkaitan dengan 
reformasi bermazhab yang melahirkan pergeseran metode akan 
dianalisis dengan menelaah naskah-naskah yang tertuang dalam buku 
Ahkam al-Fugaha' dan hasil-hasil keputusan bahtsul masail lainnya, 
serta hasil wawancara dengan para tokoh yang terlibat di dalamnya. 


583Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang 
metode-metode yang digunakan. Sedangkan metodologi adalah membahas 
konsep teoretik berbagai metode, kelebihan dan kekurangannya. Lihat: Noeng 
Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, 4th ed., (Yogyakarta: Rake Sarasin, 
2000), h. 3. 
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Metode ini penting digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang 
komperehensif dan dapat dipertanggung-jawabkan. 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio- 
historis (socio-historical approach). Pendekatan historis4 berfungsi 
untuk mengkaji sejarah metode hukum Islam sebagai genealogi 
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) guna melihat 
ketersambungan antara metode ulama fikih (fugaha) terdahulu dengan 
metode Nahdlatul Ulama, dan untuk melihat sejarah perkembangan 
metode di lingkungan Nahdlatul Ulama dalam rentang waktu antara 
tahun 1926-1989 dan tahun 1992-2019. Dalam perspektif historis, ada 
tiga elemen utama yang harus termuat di dalamnya, yaitu aspek 
originalitas (asal usul pola bermazhab dalam NU), aspek change 
(perubahan pola bermazhab dalam NU) dan aspek development 
(perkembangan dan pembinaan pola bermazhab dalam NU). Sementara 
pendekatan sosiologi» berfungsi untuk melihat sejauh mana perbedaan 
struktur sosial para kyai NU telah memengaruhi tarik ulur bermazhab 
antara gauli dan manhaji. 

Menurut Max Weber, sosiologi merupakan suatu kenyataan 
sejarah sehingga keduanya merupakan ilmu yang saling membutuhkan. 
Oleh karena itu, metode yang digunakan Weber adalah berusaha 
menggabungkan dua ranah keilmuan tersebut.s6 Sementara menurut 
Jonh L. Esposito, pendekatan sosio-historis merupakan tipe pola 
pemahaman keagamaan yang dalam melihat ketentuan-ketentuan 
ajaran agama (nas) lebih didasarkan kepada aspek-aspek historis dan 
konteks sosial yang berkembang di masyarakat.s7 Kemudian pendekatan 
ini ditelaah dengan menggunakan paradigma Wael B. Hallag sehingga 
pola pergeseran metode NU dapat diamati dari paradigma literalisme, 
utilitarianisme dan liberalisme.58 


54Historis (sejarah) pada hakikatnya merupakan hasil penafsiran orang 
sekarang mengenai masa silam berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki dalam 
kaitannya dengan sesuatu peristiwa pada masa silam, dan bukan kenyataan 
masa silam itu sediri. Lihat: Atho Mudzhar, Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum 
Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 2. 

55Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, yaitu mempelajari 
pola-pola interaksi atau keteraturan dalam masyarakat. Lihat: Atho Mudzhar, 
Esai-Esai Sejarah... h. 2. 

56Herman Arisandi, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari 
Klasik sampai Modern, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), h. 64. 

57Lihat: John L. Esposito (eds.), The Oxford Encyclopedia of The Modern 
Islamic World, (New York: Oxford University Press, 1995), h. 14. 

58Lihat: Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories: An 
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Kemudian analisis data akan dilakukan dengan metode induktif 
dan deduktif, di mana data-data yang bersifat umum terkait dengan 
tema penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan 
berbagai pendekatan sehingga menjadi fokus dan spesifik. Sedangkan 
data-data yang bersifat khusus akan dianalisis lalu dilakukan 
generalisasi sehingga menghasilkan kesimpulan umum yang dapat 
diaplikasikan dalam penetapan hukum Lembaga Bahtsul Masail NU. 
Oleh karena itu, penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan 
teknik content analysis, di mana data-data yang ada akan dianalisis 
dengan menelaah maksud yang terkandung dalam data tersebut, 
sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai model mazhab gauli dan 
mazhab manhaji pada Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, serta 
dapat diterapkan secara umum. 

Penulisan buku ini dilakukan dengan membaginya kepada 
beberapa bab, yang terdiri dari tujuh bab dengan menggunakan urutan 
sesuai standar aturan penulisan karya ilmiah yang telah ditetapkan oleh 
Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 
Jakarta. Hal ini untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman, 
sehingga seluruh pembahasan yang dikemukakan menjadi lebih 
sistematis. 

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar buku 
ini. Bab kedua menjelaskan tentang dinamika tajdid dalam metode 
bermazhab dengan mengurai urgensi dan historisitas metode 
bermazhab, diskursus tajdid dalam pembaruan metodologi hukum 
Islam dengan memahami pemaknaan tajdid dan paradigmanya dalam 
hukum Islam, dan melihat pengaruh pembaruan metode terhadap 
produk fikih. 

Bab ketiga menjelaskan tentang Nahdlatul Ulama (NU) dan Tradisi 
Bahtsul Masail dengan mengurai corak keberagamaan Nahdlatul Ulama 
mulai dari historiografi NU, genealogi paham keagamaan NU dan 
gerakan sosial keagamaan NU. Di samping itu, bab ini juga mengamati 
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) sebagai lembaga penetapan hukum 
dalam NU dengan menelusuri cikal bakal lahirnya LBM, sistem 
pengambilan keputusan hukum LBM, mengkaji al-kutub al-mu'tabarah 
sebagai pijakan bahtsul masail, dan dominasi mazhab Syafii dalam 
bahtsul masail. 


Introduction to Sunni Ushul Figh, (Cambridge: Cambridge University Press, 
1987). 
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Bab keempat dan kelima menguji penggunaan bermazhab secara 
gauli dan manhaji pada putusan bahtsul masail NU dari tahun 1926 
hingga tahun 1989 dan dari tahun 1992 hingga tahun 2019, dengan 
meninjau beberapa produk hukum secara tematik, yaitu: produk hukum 
di bidang keyakinan (akidah), ibadah, pernikahan, waris, jual beli dan 
rekayasa ekonomi, wakaf, masjid dan pertanahan, hukum, aliran dan 
mazhab, politik, gender (perempuan), adat, etika dan pendidikan, 
kesenian, dan kedokteran. Kemudian dari pengujian tersebut, dikaji 
efektifitas mazhab manhaji. 

Bab keenam mengamati formulasi metode bermazhab dalam NU, 
tipologi pergeseran bermazhab dalam NU, efektifitas pergeseran pola 
bermazhab dalam NU, konsistensi bermazhab NU dalam arus 
perubahan, dan faktor-faktor pembaruan dalam bermazhab NU. Dan 
bab ketujuh atau bab terakhir memuat kesimpulan dan implikasinya, 
serta saran dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut 
mengenai pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini, dan 
perlunya penelitian lanjutan mengenai persoalan yang belum dibahas 
dalam buku ini. 
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BAB II 
DINAMIKA TAJDID DALAM METODE BERMAZHAB 


Pembaruan! dalam Nahdlatul Ulama (NU), yang dikenal dengan 
sebutan tajdid, muncul pasca NU kembali ke khittah pada awal tahun 
1980-an. Semarak gagasan ini semakin tidak terbendung pada akhir 
tahun 80-an dan puncaknya terjadi pada awal tahun 1990-an, tepatnya 
pada Munas Bandar Lampung tahun 1992 dengan munculnya corak 
baru dalam pola bermazhab NU, yaitu bermazhab secara manhaji. 
Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, gagasan tajdid secara 
metodologis hadir sebagai penyempurna dan pengembangan terhadap 
gagasan tajdid metodologis yang diresmikan pada Munas Bandar 
Lampung tersebut. Untuk mengetahui akar genealogis gagasan tajdid 
dalam NU, sebagai organisasi keagamaan yang memilih pola bermazhab, 
maka dapat dilacak melalui gagasan tajdid metodologi yang berkembang 
di dunia Islam dalam bingkai mazhab. 


Urgensi dan Historisitas Metode Bermazhab 
1. Pemaknaan Bermazhab 

Mazhab secara bahasa dapat diartikan sebagai pendapat (view, 
opinion-ray), kepercayaan, ideologi (belief, ideology-al-mu'tagad), 
doktrin, ajaran, paham, aliran (doctrin, teacing, school, al-ta'lim wa al- 
tarigah).2 Sementara secara terminologi, mazhab adalah jalan pikiran 
(pendapat/paham) yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam 


1Pembaruan dalam bahasa Indonesia sering menggunakan kata modern, 
modernisasi dan modernisme. Modernisme dalam masyarakat Barat 
mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham- 
paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan 
dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi modern. Pikiran dan aliran ini memasuki wilayah agama, dan 
modernisme dalam hidup keagamaan di Barat mempunyai tujuan untuk 
menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Katolik dan Protestan 
dengan ilmu pengetahuan dan filsafat modern. Aliran ini akhirnya melahirkan 
sekularisme di masyarakat Barat. Sebagaimana halnya di Barat, di dunia Islam 
juga timbul pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham 
keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Lihat: Harun Nasution, Pembaruan 
Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, 14th ed., (Jakarta: PT Bulan 
Bintang, 2014), h. 3-4. 

2A. Oodri Azizy, Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad 
Sesuai Saintifik-Modern, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 17, lihat juga: Huzaemah 
Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997), h. 71. 
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menerapkan suatu hukum Islam dari al-Gur'an dan al-Sunnah.3 Oleh 
karena itu, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan 
oleh mujtahid dalam memecahkan masalah atau meng-istinbat-kan 
hukum Islam.# Menurut KH. Zainal Abidin Dimyathi, mazhab adalah: 


AAN @LAYI Layla Lawizela Led) m3 all asal Jiladi ali 


Artinya: “Hukum-hukum mengenai masalah cabang yang dijadikan pendapat, 
diyakini (kebenarannya) dan dipilih oleh imam mujtahid.”5 

Dengan demikian, bila kata “mazhab” dilekatkan pada nama 
seseorang, misalnya imam SyafiT, maka yang dimaksud adalah pendapat 
atau jalan pikiran imam SyafiT tentang suatu masalah hukum yang 
diambil dan di-istinbat-kan dari al-Gur'an dan al-Sunnah berdasarkan 
analisis dan ijtihad.8 Demikian juga jika mazhab dilekatkan pada Maliki, 
maka yang dimaksud adalah pendapat-pendapat imam Malik atau 
pendapat ulama (mazhab Maliki) setelah imam Malik.7 Dalam kajian 
fikih, mazhab adalah pendapat atau pemikiran peninggalan pembesar 
imam (mujtahid) yang oleh murid-muridnya dijadikan perhatian 
khusus, diperinci, dipraktikkan untuk memperjelas dan menolong 
pendapat-pendapat imamnya dengan cara mendukung melalui jalan 
pencarian dalil yang berbeda-beda. 

Adapun bermazhab, sebagaimana pendapat Ramadan al-Buti, 
adalah: 


Ale dng Apel Aj lg AL pal Kadka Apa! A5, Ale d ya ol Gaal ala Oi 


AI ana oa dpan 
Artinya: “Mengikutinya orang awam atau orang yang belum sampai pada 
tingkatan berijtihad kepada mazhab imam mujtahid, baik dengan berpegang 
pada satu mazhab tertentu atau berpindah-pindah mazhab dari mazhab satu ke 
mazhab yang lain.” 


3Said Agil Husin al-Munawar, “Mazhab dalam Pandangan NU: Figih dan 
Teologi” dalam Majalah AULA, No. 08, tahun XIV September 1992, h. 52. 

4Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab..., h. 71. 

5Zainal Abidin Dimyathi, al-Idza'ah al-Muhimmah ft Bayan Madzhab Ahl 
al-Sunnah wa al-Jama'ah, (Semarang: Thah Putra, t.th.), h. 18. 

6Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Fikih “Tradisi” Pola Mazhab, 2t5 eds., 
(Yogyakarta: eLSAO Press, 2010), h. 131. 

7Maryam Muhammad Salih al-Zufayri, Mustalahat al-Madzahib al- 
Fighiyyah wa Asrar al-Figh al-Marmiz fi al-Alam wa al-Kutub wa al-Ara' wa al- 
Tarjihat, 24 eds., (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012), h. 208. 

8Mustafa Rida al-Azhari, al-Turug al-Manhajiyyah fi Tahsil al-Ulum al- 
Syar'iyyah, (T-tp, t.th.), h. 89. 

?Muhammad Said Ramadan al-Buti, Alla Madzhabiyyah: Akhtaru Bid'ah 
Tuhaddid al-Syara'ah al-Islamiyyah, (Damaskus: Dar al-Farabi, 2005), h. 17. 
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Bermazhab pada dasarnya dilakukan oleh orang yang tidak 
memiliki cukup perangkat di dalam berijtihad, dengan cara mengikuti 
ajaran atau pendapat imam mujtahid yang diyakini memiliki kompetensi 
dalam berijtihad, dan pada faktanya, umat Islam lebih banyak yang tidak 
memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad sehingga dalam tradisi 
Sunni (ahlus-sunnah wal-jama'ah), mayoritas dari mereka mengikuti 
salah satu mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbal1), atau 
dalam tradisi Sy''ah mengikuti mazhab Zaydiyyah dan Ja'fariyyah. Oleh 
karena itu, menurut Waliyullah al-Dahlawi, mengikuti salah satu mazhab 
yang empat dalam konteks Sunni akan menghasilkan sekian banyak 
kemaslahatan dan berpaling darinya akan melahirkan sekian banyak 
kerusakan (mafsadah). Hal ini dapat diuraikan melalui beberapa alasan: 
1. Kesepakatan umat Islam untuk berpegang kepada generasi salaf 

terdahulu dalam upaya mengetahui ajaran Islam. Generasi sahabat 
berpegang kepada Rasulullah, generasi tabi'in berpegang kepada 
generasi sahabat, dan generasi setelah tabi'in berpegang kepada 
generasi tabi'in, dan demikian pula dalam setiap generasi berpegang 
kepada generasi sebelumnya. Secara rasional, tradisi ini sangatlah 
baik karena ajaran agama hanya dapat diketahui melalui nagli 
(riwayat) atau melalui istinbat (ijtihad). Sedangkan nagli tidak akan 
terjadi jika suatu generasi tidak menerimanya dari generasi 
sebelumnya secara langsung. Sementara dalam istinbat, diharuskan 
mengetahui pendangan-pandangan ulama terdahulu agar hasil 
istinbat-nya tidak keluar dari pendapat mereka sehingga diangap 
melanggar ijmak ulama yang dilarang oleh agama. 

2. Mengikuti mazhab empat berarti mengikuti mayoritas umat Islam 
yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya untuk 
mengikuti kelompok mayoritas (al-sawad al-azam).9 Hal ini 
berangkat dari realitas sosial umat Islam, bahwa setelah mazhab- 
mazhab yang benar telah punah kecuali mazhab yang empat ini, 
maka mengikutinya berarti mengikuti kelompok mayoritas dan 
keluar darinya berarti keluar dari kelompok mayoritas. 

3. Setelah masa generasi salaf, yang dikatakan sebagai sebaik-baik 
generasi, tidak dibolehkan berpegang kepada pendapat para ulama 
yang jahat, seperti para hakim yang curang dan para mufti yang 


10Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah (3930), Abd bin Humayid 
(1220), al-Tabrani dalam Musnad al-Syamiyyin (2069), al-Lalika'i dalam I'tigad 
ahl al-Sunnah (153) dan Abu Nu'aym dalam Hilyah al-Auliya', vol. 9, h. 238. 
Hadis ini dinilai sahih oleh al-Suyuti dalam Jami' al-Saghir, vol. 1, h. 88. 
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berfatwa mengikuti hawa nafsunya, kecuali apabila mereka 
menisbatkan apa yang mereka katakan kepada sebagian ulama salaf 
yang dikenal jujur, konsisten dalam agama dan amanat, baik 
penisbatan tersebut secara eksplisit maupun secara implisit. 
Demikian pula tidak boleh berpegang pada pendapat orang yang 
tidak diketahui kualifikasinya dalam melakukan ijtihad.11 
Senada dengan al-Dahlawi, Mahsun menyatakan bahwa pola 
bermazhab kepada empat mazhab didasarkan pada beberapa alasan. 
Pertama, empat mazhab memiliki metode penggalian hukum (tarigah 
istinbat al-ahkam) yang hampir sama, yang masing-masing mempunyai 
validitas tersendiri dan tidak didapatkan dalam mazhab lainnya. 
Sementara selain mazhab yang empat dipandang kurang valid karena 
tidak memiliki mata rantai keilmuan (sanad). Kedua, mengikuti salah 
satu dari mazhab yang empat berarti mengikuti golongan terbesar atau 
mayoritas (al-sawad al-a'zam), sebagai golongan yang mendapat 
petunjuk dan terhindar dari kesalahan.12 Ketiga, empat mazhab (imam 
mazhab) memiliki kualifikasi keilmuan yang istimewa karena telah 
mendapatkan pengakuan secara sosial oleh masyarakat luas dan 
masyarakat intelektual pada masanya sebagai orang yang telah memiliki 
kompetensi keilmuan sebagaimana yang disyaratkan dalam syarat- 
syarat menjadi mujtahid mutlag atau mustagil13 Dengan demikian, 
bermazhab kepada salah satu mazhab yang empat memiliki beberapa 
keistimewaan yang antara lain adalah: (a) memiliki sanad yang sampai 
kepada Rasulullah: (b) memiliki pondasi (usul) sebagai pijakan dalam 
bermazhab: (c) berlandaskan pada dalil: (d) memiliki kaidah, (e) 
pemikirannya terkodifikasi dengan baik melalui karya matn, syarh, 


11Waliyullah al-Dahlawi, Igd al-Jid fi Ahkam al-Ijtihad wa al-Taglid, (T.tp.: 
Dar al-Fath, T.th.), h. 40-43. 

12Menurut Muhammad Bakhit al-Mutii, ketika mazhab-mazhab yang 
benar telah punah dengan kematian para imamnya kecuali empat mazhab yang 
pengikutnya tersebar luas, maka mengikuti empat mazhab tersebut berarti 
mengikuti al-sawad al-a'zam, dan keluar dari empat mazhab tersebut berarti 
keluar dari al-sawad al-a'zam. Lihat: Muhammad Bakhit al-Mutig, Sullam al- 
Wusul Syarh Nihayah al-Sul, vol. 3, (Mesir: Bahrul Ulum, t.th.), h. 921. 

13Mujtahid mutlak atau mustagil adalah mujtahid peringkat pertama 
yang memiliki kompetensi untuk menggali hukum secara langsung dari al- 
Our'an dan al-Sunnah, melakukan giyas, istihsan, al-maslahah, dan metode 
penggalian hukum lainnya yang dianggap tepat. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, 
Usul al-Figh, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985), h. 309, dan Mahsun, Mazhab NU 
Mazhab Kritis (Bermazhab Secara Manhajiy dan Implementasinya dalam Bahtsul 
Masail Nahdlatul Ulama, (Depok: Nadi Pustaka, 2015), h. 58-59. 
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hasyiyah, tagrir, dan tanbihat: (f) memiliki metodologi: (g) tidak terjadi 
kontradiksi antara usul (pokok), kaidah, cabang dan masalah-masalah 
dalam bermazhab: dan (h) memiliki tahapan atau jejang dalam 
bermazhab.14 

Namun begitu, seyogyanya penganut pola bermazhab tidak boleh 
fanatik buta (ta'assub) terhadap mazhab yang diikutinya dengan 
membenarkan setiap pendapat yang datang dari mazhabnya dan 
menyalahkan pendapat di luar mazhab yang dianutnya, sehingga perlu 
menjadi kesadaran bersama bahwa, perbedaan pendapat (khilafiyah) di 
kalangan mazhab merupakan sesuatu hal yang lumrah, sebab 
kemampuan akal manusia berbeda-beda. Oleh karena itu, perbedaan 
pendapat di kalangan mazhab merupakan sebuah keniscayaan, karena 
disebabkan antara lain oleh perbedaan persepsi dan interpretasi atau 
penafsiran, sesuai dengan kompetensi keilmuan dari masing-masing 
mujtahid. 


2. Sejarah Lahirnya Metode Bermazhab 

Metode bermazhab dalam hukum Islam yang dikenal dengan 
istilah usul fikih dalam praktiknya telah muncul bersamaan dengan 
munculnya fikih, karena secara metodologis, fikih tidak akan terwujud 
tanpa adanya metode istinbat, dan metode istinbat itulah sebagai inti 
dari usul fikih. Fikih sebagai produk ijtihad mulai muncul pada masa 
sahabat Nabi. Dalam melakukan ijtihad, secara praktis para sahabat 
telah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih meskipun belum 
dirumuskan dalam satu disiplin ilmu. Kemampuan sahabat dalam 
bidang ini, di samping berakar dari bimbingan Nabi juga kemampuan 
bahasa Arabnya yang masih tinggi dan jernih. Hal ini membuat mereka 
mampu memahami teks-teks al-Gur'an dan melakukan giyas sebagai 
metode pengembangan hukum.!5 Oleh karena itu, begitu Rasulullah 
wafat, mereka sudah siap untuk menghadapi perkembangan sosial yang 
menghendaki pemecahan hukum dengan melakukan ijtihad, meskipun 
kaidah-kaidah usul fikih belum dirumuskan secara tertulis.18 Apa yang 
dilakukan oleh para sahabat diwariskan kepada para tabi'In, kemudian 
berkembang di era imam mujtahid dan berlanjut dari masa ke masa.17 


14Mustafa Rida al-Azhari, al-Turug al-Manhajiyyah..., h. 91-97. 

15Satria Effendi, Ushul Figh, 4th ed., (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2012), h. 16. 

16Satria Effendi, Ushul Figh, h. 16-17, dengan mengutip Khudari Bik 
dalam kitab usul fikih-nya. 

17Lihat: Abdul Wahhab Khallaf, Khulasah Tarikh al-Tasyri' al-Islami, 
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Pada masa sahabat Nabi, setiap persoalan yang datang 
diselesaikan dengan merujuk langsung kepada al-0Our'an dan al-Sunnah. 
Jika tidak ditemukan dalam dua sumber tersebut, maka dilakukan 
ijtihad dengan cara mengeluarkan pendapat,18 bermusyawarah, dan 
mencari jawabannya dari berbagai sudut pandang. Ketika sahabat sudah 
satu suara, maka khalifah memutuskan persoalan yang muncul ketika 
itu dengan kesepakatan para sahabat, sehingga menjadi ijmak yang 
tidak boleh diperselisihkan.1? Secara umum, ijtihad para sahabat tidak 
keluar dari dua kecenderungan, yaitu tekstual dan kontekstual. 
Perbedaan kedua pola tersebut hanya terletak pada intensitas dan porsi 
penggunaan wahyu dan akal, yang kecenderungannya masih dalam 
kerangka magasid al-syari'ah. Terkait dengan metode ijtihad sahabat, 
terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat 
bahwa sahabat hanya memiliki satu metode ijtihad, yaitu giyas. Ada juga 
yang berpendapat bahwa ada tiga tahap metode ijtihad sahabat, yaitu 
tafsir terhadap nas, giyas terhadap nas dan ijmak, dan penalaran 
(termasuk di dalamnya istislah dan istihsan). Ada pula yang berpendapat 
bahwa metode ijtihad sahabat hanya terbatas pada giyas dan 
maslahah.20 

Kecenderungan dua corak pemikiran fikih sahabat (tekstual dan 
kontekstual) kemudian diwariskan kepada para tabiin dan berlanjut 
hingga generasi mazhab empat. Warisan corak teksual (tradisional) 
berakar pada Ali bin Abu Talib, Aisyah, Ibnu “Abbas, dan “Abdullah Ibnu 
“Umar, yang berlanjut pada tabi'in hingga sampai kepada imam Malik 
sebagai tokoh imam ahl al-hadits dan imam Ahmad bin Hanbal. 
Sementara corak kontekstual (rasional) diwariskan oleh “Umar bin 
Khattab dan Ibnu Mas'ud hingga sampai kepada imam Abi Hanifah, 


(Kuwayt: Dar al-Galam, t.th.). 

18Menurut Ibn al-Gayyim dalam I'lam al-Muwaggi'in..., vol. 1, h. 55, yang 
dikutip oleh Abdul Karim Zaydan bahwa yang dimaksud dengan ra'y adalah apa 
yang dilihat oleh mata hati setelah melalui proses pemikiran dan perenungan, 
serta berusaha untuk mengetahui sisi yang benar dari berbagai perbedaan 
sudut pandang. Lihat: Abdul Karim Zaydan, al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al- 
Islamiyyah, h. 101. 

19Sya'ban Muhammad Ismafil, Usul al-Figh al-Muyassar, (Beirut: Dar Ibn 
Hazm, 2008), h. 33-34, atau lihat pengantar Sya'ban dalam Nasiruddin Abdullah 
bin “Umar al-Baydawi, Minhaj al-Wusul ila ilm al-Usul, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 
2008), h. 9. 

20Lihat Disertasi Achmad Kholig, Metode Ijtihad Sahabat Dan 
Kontribusinya Terhadap Sistem Ijtihad Ulama Figih Abad II Dan III Hijriyah, 
(Jakarat: UIN Syarif Hidayatullah, 2007). 
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sebagai tokoh imam ahl al-ra'y. Adapun Abi Bakar dan “Utsman berada 
di antara ahl al-hadits dan ahl al-ra'y yang kemudian sampai kepada 
imam Syafi', sebagai tokoh yang dianggap moderat.2 

Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan 
meluas disebabkan bertambah luasnya wilayah Islam sehingga banyak 
permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in hasil didikan para 
sahabat yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad, yang 
dalam fatwanya merujuk kepada al-Our'an, al-Sunnah, ijmak sahabat 
dan ijtihad (giyas).22 Hijaz dan Irak menjadi pusat keilmuan ketika itu. 
Irak menjadi pusat kedua setelah Hijaz karena banyaknya sahabat 
terkemuka yang melakukan imigrasi ke Irak. Kedua kutub ini akhirnya 
menjadi mazhab geografis, yang memiliki perbedaan metode satu sama 
lainnya sehingga berkonsekuensi pada perbedaan produk hukum yang 
dihasilkan. Jika Hijaz dikenal dengan madrasah (mazhab) al-hadits, 
maka Irak dikenal dengan madrasah (mazhab) al-ray. Kemudian 
bertambah lagi di kawasan Syria yang dikenal dengan mazhab Syami.23 
Irak menjadi madrasah al-ra'y sangatlah wajar, karena ketika itu 
merupakan pusat Syi'ah dan Khawarij, dan banyak diproduksi hadis- 
hadis palsu (maudu') untuk memberikan legitimasi sekte masing- 
masing. Tentu di tempat ini (Irak), peran akal sangat dibutuhkan dalam 
memilih dan memilah hadis, antara yang asli (sahih) dengan yang palsu 
(maudu).24 


21|ihat Disertasi Achmad Kholig, dengan merujuk pendapat Faroug Abu 
Zayd dalam bukunya, al-Syari'ah al-Islamiyah Bayna al-Muhafizin wa al- 
Mujaddidin, hal. 20-21. Adapun tokoh-tokoh sahabat yang pakar di bidang fatwa 
dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pada era al-khulaf@' al-rasyidun, sahabat 
yang paling benyak mengeluarkan fatwa adalah “Umar bin Khattab, Abdullah 
bin Mas'ud, Ali bin Abu Talib, dan Zayd bin Tsabit. Sementara yang tidak terlalu 
banyak dan tidak pula terlalu sedikit (mutawassit) di dalam mengeluarkan 
fatwa adalah Abu Bakar, “Utsman bin “Affan, Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adz bin 
Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waggas, Zubayr bin 
'Awwam, Talhah bin “Ubaydillah, Imran bin Husayn, Ubadah bin Samit, Abu 
Bakrah, dan Ummu Salamah. Adapun yang sedikit dalam mengeluarkan fatwa 
adalah seperti Abu Darda, Abu Dzarr al-Ghifari, dan Abu “Ubaydah bin Jarrah. 
Pada era pasca al-khulafa al-rasyidun, di Madinah ada Aisyah, Abdullah bin 
“Umar, Abu Hurayrah, di Makkah ada Abdullah bin Abbas, di Kufah ada Algamah 
bin Gays, dan lain sebagainya. Lihat: As'ad “Abdul Ghani al-Sayyid al-Kafrawi, 
“Alam al-Tasyri al-Islami, dalam Mausu'ah al-Tasyri' al-Islami, h. 90-102. 

22Yusuf Muhammad Mahmud Oasim, “Tarikh al-Tasyri': Marahiluhu wa 
Tadwinuhu”, dalam Mausi'ah al-Tasyri' al-Islami, h. 212. 

23Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, h. 136. 

24Lihat: Yusuf Muhammad Mahmud 9asim, “Tarikh al-TasyrT': Marahiluhu 
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Oleh karena itu, setiap mazhab geografis memiliki ciri khas 
tersendiri, sebagaimana mazhab personal. Mazhab Hijaz tidak suka 
membicarakan sesuatu yang tidak faktual. Karena hal itu menuntut 
peran penalaran, yang tidak mereka senangi kecuali dalam keadaan 
terpaksa, sehingga ulama Hijaz lebih menyukai melakukan rihlah ilmiah 
untuk mengumpulkan hadis-hadis. Berbeda dengan mazhab Irak yang 
memberikan keleluasaan dalam menggunakan penalaran, tidak takut 
berfatwa, dan menawarkan solusi terhadap sesuatu yang tidak faktual. 
Tentu dari berbagai kutub pemikiran, pada hakikatnya sama-sama 
menggunakan penalaran, hanya porsinya saja yang membedakan, dan 
perbedaan ini pada akhirnya melahirkan produk hukum yang berbeda- 
beda. 

Adanya dua aliran ini merupakan akibat yang wajar dari situasi 
masing-masing wilayah, antara Hijaz dan Irak. Hijaz adalah tempat 
tinggal kenabian. Di situ Nabi Muhammad menetap, menyampaikan 
seruan, kemudian para sahabatnya menyambut, mendengarkan, 
memelihara sabda-sabda beliau dan menerapkannya, dan (Hijaz) tetap 
menjadi tempat tinggal dari para sahabat yang datang kemudian sampai 
beliau wafat. Kemudian mereka mewariskan apa saja yang mereka 
ketahui kepada generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in yang 
bersemangat untuk tinggal di sana. Sementara Irak telah mempunyai 
peradabannya sendiri, sistem pemerintahannya, kompleksitas 
kehidupannya, dan tidak mendapatkan bagian dari Sunnah kecuali 
melalui para sahabat dan tabi'in yang pindah ke sana, dan yang dibawa 
pindah oleh mereka pun masih lebih sedikit daripada yang ada di Hijaz. 
Padahal peristiwa-peristiwa (hukum), kebudayaan dan penalarannya, 
sebagai warisan masa lalunya lebih banyak daripada Hijaz. Karena 
itulah kebutuhan penduduk Irak terhadap penalaran lebih kuat terasa di 
banding Hijaz, dan penggunaannya juga lebih banyak mengingat 
sedikitnya sunnah pada mereka dan tidak memadai untuk semua 
tuntutan mereka, masih lagi ditambah dengan kecenderungan mereka 
untuk banyak membuat asumsi-asumsi dan perincian karena keinginan 
mendapatkan tambahan pengetahuan, penalaran mendalam dan 
pelaksanaan yang banyak.5 


wa Tadwinuhu”, dalam Mausu fah al-Tasyri' al-Islami, h. 217. 

25/Ali al-Khafifi, “al-Ijtihad fi al-'Asr al-Tabi'in wa Tabi' al-Tabi'in”, dalam 
al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah, (Riyad: Jami'ah al-Imam Muhammad ibn 
Su'ud al-Islamiyyah, 1984), h. 224-225. 
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Menurut Nurcholish Madjid, karakteristik mazhab tradisional (ahl 
al-riwayah/ahl al-hadits)y dan mazhab rasional (ahl al-ray) hanya 
sekedar karakteristik gaya intelektual masing-masing daerah. 
Sedangkan pada peringkat individu, cukup banyak dari masing-masing 
daerah yang tidak mengikuti karakteristik umum tersebut, maka di 
kalangan orang-orang Hijaz terdapat seorang sarjana bernama Rabt'ah 
yang tergolong “Kelompok Penalaran,” dan di kalangan para sarjana 
Irak, kelak, tampil seorang penganut dan pembela “Kelompok Riwayat” 
yang sangat tegar, yaitu Ahmad ibn Hanbal. Di samping itu, membuat 
generalisasi bahwa sesuatu kelompok hanya melakukan satu metode 
penetapan hukum atau tasyri', apakah itu penuturan riwayat atau 
penalaran, adalah tidak tepat. Terdapat persilangan antara keduanya, 
meskipun masing-masing tetap dapat dikenali ciri utamanya dari kedua 
kategori tersebut, yang hal ini semakin memperkaya pemikiran hukum 
zaman tabi'in.25 


26Nurcholish Madjid, “Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum 
Islam”, dalam Budhy Munawwar-Rahman (Ed.), Kontekstualisasi Doktrin Dalam 
Sejarah, 2th eds., (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), h. 243. Secara umum, 
tokoh-tokoh pada masa tabiin dilihat dari letak teritorialnya adalah: Di 
Madinah tampil cukup banyak sarjana, antara lain: Sa'id bin al-Musayyab (w. 94 
H./712 M.), Abu Bakar bin Abdurrahman (w. 94 H./712 H.), Urwah bin Zubayr 
(w. H./ 712 H.), al-Gasim bin Muhammad (w. 106-107 H./724-725 M.), Kharijah 
bin Zayd (w. 100 H./118 M.), Sulayman bin Yasar (w. 107 H./725 M.), 
“Ubaydillah bin Abdullah bin Utbah (w. 98-99 H./116-117 M.) dan lain 
sebagainya: Di Makkah juga tampil beberapa sarjana, yang antara lain: Tawus 
bin Kaysan (w. 106 H./724 M.), Ata' bin Abu Rabah (w. 115 H./733 M.), Mujahid 
bin Jabr (w. 103 H./121 M.), Ubayd bin Umayr (w. 74 H./693 M.), Amr bin 
Dinar (w. 126 H./743 M.), Ikrimah dan lainnya, Di Basrah, tokoh-tokoh yang 
tampil antara lain: Hasan al-Basri (w. 110 H./728 M.), Abu al-Sya'tsa' Jabir bin 
Zayd (w. 93 H./711 M.), Muhammad bin Sirin (w. 110 H./728 M.) dan lainnya: Di 
Kufah tampil beberapa sarjana, antara lain: Masrug bin al-Ajda' (w. 63 H./682 
H.), al-Aswad bin Yazid (w. 94-95 H./712-713 M.), Syurayh al-Gadi (w. 78 
H./697 M.), Ibrahim al-Nakha'i (w. 96 H./714 M.), dan lainnya. Di Syiria juga 
tampil tokoh-tokoh seperti Oubaysah bin Du'ayb (w. 86 H./705 M.), Umar bin 
Abdul Aziz (101 H./719 M.), Raja' bin Haywah (w. 112 H./730 M.), Makhul (w. 
113 H./731 M.), dan lainnya. Lihat: Ibn Gayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaggi'in 
an Rabb al-Alamin, vol. 1, (al- Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H.), h. 17-91. Lihat 
juga: As'ad 'Abdul Ghani al-Sayyid al-Kafrawi, “Alam al-Tasyri' al-Islami”, dalam 
Mausu'ah al-Tasyri' al-Islami, h. 98-108. Catatan Kamali, mazhab geografis 
hanya berpusat pada dua tempat, yaitu Hijaz (Makkah dan Madinah) dan Irak 
(Basrah dan Kufah). Lihat: Mohammad Hashim Kamali, Membumikan 
Syariah...,h. 90. Sementara menurut Joseph Schacht mazhab geografis berpusat 
pada tiga tempat dengan tambahan mazhab Syria, dan satu-satunya tokohnya 
adalah Auzat. Lihat: Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan 
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Dalam sejarahnya, pada abad pertama dan kedua Hijriyah, 
masyarakat muslim belum secara keseluruhan mengikuti mazhab fikih 
tertentu. Pada waktu itu, mengikuti pendapat atau fatwa mazhab ulama 
tertentu bukanlah hal yang popular, sehingga berkaitan dengan 
kewajiban sehari-hari seperti tata cara berwudu, mandi, salat, zakat dan 
lain sebagainya, mereka belajar kepada orang tua dan guru agama 
setempat secara turun temurun. Jika ditemukan persoalan baru yang 
membutuhkan penyelesaian hukum, maka mereka meminta fatwa 
kepada mufti yang mereka temui tanpa memandang mazhabnya secara 
khusus.2 Baru setelah abad kedua Hijriyah, tradisi bermazhab dengan 
mengikuti mazhab-mazhab yang dibangun oleh para mujtahid (mazhab 
personal) tersebar luas di kalangan masyarakat muslim. Sedikit sekali 
orang yang tidak bermazhab, karena pada saat itu bermazhab menjadi 
kewajiban mereka.28 

Setiap mazhab memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam hal 
metode maupun produk hukum yang dihasilkan. Perbedaan metode 
telah melahirkan produk hukum yang berbeda pula, sehingga perbedaan 
pendapat ulama merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dalam 
kitab-kitab perbandingan mazhab,29 terdapat banyak contoh yang 
memberikan gambaran bahwa walaupun dalil yang digunakan sama 
namun tak jarang hukum yang dihasilkannya berbeda, atau kasus yang 
sama mendapatkan jawaban hukum yang berbeda, tergantung sudut 
pandang dan metode yang digunakannya. Bahkan terkadang, walaupun 
metode yang digunakan sama namun apabila sarana (“illat) yang 
digunakannya berbeda, juga akan melahirkan keputusan hukum yang 
berbeda pula.30 Tentu faktor perbedaan metode bukanlah satu-satunya 
penyebab terjadinya perbedaan keputusan hukum, ada faktor lain 
seperti faktor tempat, kondisi sosial, kondisi zaman dan lain sebagainya 


Jurisprudence ..., h. 136. 

27Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Khazanah Aswaja, h. Dalam 
konteks ini, pendapat Joseph Schacht mendapatkan pembenaran bahwa 
sebelum muculnya mazhab personal, mazhab yang berlaku bersifat geografis 
atau regional, sehingga masyarakat tidak terikat dengan tokoh mazhab tertentu. 
Lihat: Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence..., h. 61-137. 

28Waliyullah al-Dahlawi, al-Insaf fi Bayan Sabab al-Ikhtilaf, 28-30. 

29Lihat: al-Figh “ala al-Madzahib al-Arba'ah karya Abdurrahman al-Jaziri, 
Bidayah al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu karya 
Wahbah al-Zuhayll, dan lain sebagainya. 

30Lihat disertasi Mustafa Sa'id Khinn, Atsar al-Ikhtilaf fi al-Gawa'id al- 
Usuliyyah fi al-Ikhtilaf al-Fugaha?, 74 eds., (Beirut: al-Resalah Publishers, 1998). 
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yang juga ikut andil dalam melahirkan perbedaan keputusan hukum.31 
Dalam tradisi Sunni (ahlus-sunnah wal-jama'ah), ada empat 
mazhab dalam bidang fikih yang popular dan disepakati untuk diikuti, 
yaitu mazhab Hanafi,32 mazhab Maliki? mazhab Syafi'1,24 dan mazhab 
Hanbali.35 Keempat mazhab ini bertahan hingga sekarang dan tersebar 
luas di berbagai negara. Bertahannya keempat mazhab ini hingga 
sekarang, boleh jadi disebabkan karena mewarisi pengikut yang setia, 
yang mampu menyebarkan pemikiran dan metode mazhabnya dari satu 
generasi ke generasi lainnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, 
sebagai tokoh mazhab Hanafi, Abu Hanifah sangat ketat dalam 
menerima dan mengamalkan hadis. Hal ini sangat beralasan karena 
menjamurnya hadis-hadis palsu di lingkungannya, sehingga menuntut 
Abu Hanifah meletakkan syarat-syarat yang ketat dalam penerimaan 
hadis. Oleh karenanya, Abu Hanifah hanya menerima sedikit hadis saja, 
sehingga berimplikasi pada corak mazhab ini yang dikenal dengan 
mazhab ahl al-ra'y. Latar belakang metropolis bagi Hanafiyyah sangat 
nampak dalam hasil penentuan hukum Islam. Artinya tradisi Kufah telah 
mewarnai produk hukum Hanafiyyah, di samping juga karena faktor 
metode dan faktor-faktor lainnya. Jika di Irak ada Abu Hanifah, maka di 
Hijaz muncul imam Malik yang menjadi representasi dari mazhab 
tradisional (ahl al-hadits). Secara umum, mazhab ini berbeda dengan 
mazhab Hanafi, yang didominasi oleh ra'y. Malah sebaliknya, mazhab 
Maliki jarang menggunakan penalaran. Hal ini karena Madinah 
merupakan pusat lahirnya hadis, sehingga mazhab ini dikenal dengan 
mazhab ahl al-hadits. Namun begitu, dengan teori maslahah mursalah 
yang menjadi salah satu metode istinbat hukumnya, menunjukkan sisi 
rasionalitas fikih Maliki, sekalipun imam Malik sendiri berada di 
lingkungan masyarakat tradisional yang kuat. Maslahah mursalah ini 


31Lihat: A. @odri Azizy, Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju 
ljtihad Sesuai Saintifik-Modern, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 46-50. 

32Mazhab Hanafi dinisbatkan kepada tokohnya yaitu Abu Hanifah al- 
Nu'man bin Tsabit bin Zuta (80-150 H./699-767 M.). 

33Mazhab Maliki dinisbatkan pada Malik bin Anas bin Abi Amir bin Amr 
bin al-Harits al-Asbahi al-Madani (94-176 H./714-795 M.). 

34Mazhab Syafi'i dinisbatkan pada Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin 
al-Abbas bin “Utsman bin Syafi' bin al-Si'ib bin “Ubayd bin Abd Yazid bin 
Hasyim bin al-Muttalib bin Abd Manaf al-Muttalibi al-GuraySyi (150-204 
H./767-812). 

35Mazhab Hanbali dinisbatkan pada Abu Abdillah Ahmad bin 
Muhammad Ibn Hanbal bin Hilal al-Syaybani (164-241 H. /781-855 M.). Lihat: 
Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Khazanah Aswaja, h. 169-181. 
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digunakan dalam rangka dinamisasi pemikiran fikihnya agar sejalan 
dengan dinamika masyarakatnya.36 

Di antara dua kutub mazhab di atas, mazhab Syafi'i dikenal dengan 
mazhab moderat karena menjembatani dua aliran sebelumnya, yaitu 
aliran rasional (Hanafi) dan aliran tradisional (Maliki). Imam Syafit 
dianggap sebagai orang pertama yang melakukan kodifikasi ilmu usul 
fikih, sehingga kitab al-Risalah-nya dianggap sebagai kitab pertama 
dalam bidang ilmu usul fikih.27 Anggapan ini hampir menjadi konsensus 
di kalangan ulama.38 Sementara Imam Ahmad bin Hanbal berbeda 
dengan mazhab Hanafi yang dengan menggunakan istihsan dapat 
mencakup tradisi dan mazhab Maliki yang menggunakan tradisi 


36Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih ..., 150-151. 

37Imam al-Syafi'1 tidak menamakan kitabnya dengan sebutan “al-Risalah”, 
melainkan menyebutnya dengan sebutan al-kitab, kitabi atau kitabuna. 
Penyebutan al-Risalah lebih disebabkan karena kitab ini ditulis dalam bentuk 
surat (risalah) yang dikirimkan kepada imam Abdurrahman bin Mahdi. Lihat: 
al-Syafig, al-Risalah, h. 96, atau Sya'ban Muhammad Ismail, Usul al-Figh al- 
Muyassar, h. 57. 

38Mazhab Syafit dalam ber-istinbat hukum dan dalam melakukan ijtihad 
menggunakan metode sesuai dengan urutannya. al-Gur'an dan al-Sunnah 
berada di posisi tingkat pertama, sementara ijma' menempati posisi kedua, 
sedangkan tingkatan ketiga adalah pendapat sebagian sahabat yang tidak 
diperselisihkan, dan tingkatan keempat adalah perbedaan pendapat para 
sahabat. Ketika sahabat berbeda pendapat, maka imam Syafii memilih 
pendapat yang paling mendekati al-Gur'an dan al-Sunnah. Namun jika tidak 
jelas mana yang paling dekat, maka yang dipilih adalah pendapat-pendapat al- 
khulafa' al-rasyidin. Sementara giyas menempati posisi terakhir. Lihat: 
Muhammad bin Idris al-Syafit, al-Risalah, (al-Gahirah: Dar al-Hadits, 2016). 
Ketika imam Syafi'1 menjadikan al-Sunnah satu tingkat dengan al-Our'an, bukan 
berarti imam SyafiT menyamakan kedudukan al-Gur'an dan al-Sunnah dari 
berbagai aspeknya. al-Our'an merupakan kalamullah yang bersifat mutawatir 
dan membacanya bernilai ibadah, sementara al-Sunnah kebanyakan tidak 
mutawatir dan membacanya tidak dianggap ibadah, serta bukan pula 
kalamullah. Adapun kaitannya dengan penyamaan ini, erat kaitannya dalam 
persoalan fikih (dalam hal mengeluarkan dan menjelaskan hukum-hukum 
cabang) di mana imam Syafii menemukan bahwa al-Gur'an mencakup 
pembahasan secara global dan banyak juga yang spesifik. Sementara al-Sunnah 
berfungsi menyempurnakan penjelasan al-Our'an dan memerinci yang global. 
Oleh karena itu, al-Sunnah berfungsi sebagai penjelas terhadap al-Our'an dalam 
hal yang bersifat global dan memerinci yang mujmal, sehingga tidak mungkin 
sesuatu itu menjadi penjelas kecuali ia berada pada posisi yang sama dengan 
yang dijelaskan, dan para sahabat pun banyak yang mempunyai anggapan 
seperti itu. Sementara dalam hal pengenalan akidah, imam Syafi1 dengan tegas 
mengatakan bahwa al-Sunnah tidak satu tingkat dengan al-Our'an. Lihat: 
Muhammad Abi Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah..., h. 430-431. 
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masyarakat Madinah, mazhab Hanbali meskipun dari Irak sebagai kota 
metropolitan namun sangat tidak menerima tradisi.?? Menurut Abdullah 
Rabi Abdullah Muhammad, kebanyakan pendapat mazhab Hanbali 
sama dengan mazhab lainnya, bahkan ada sebagian pendapatnya yang 
malah lebih mudah dari pada mazhab lainnya. Namun begitu, banyak 
yang beranggapan bahwa mazhab Hanbali merupakan mazhab yang 
ekstrim. Anggapan (tuduhan) bahwa mazhab ini sangat ketat 
(tasyaddud) bermuara minimal pada dua sebab. Pertama, karena 
mazhab ini tidak menerima giyas kecuali hanya dalam keadaan darurat. 
Kedua, pengikut imam Ibn Hanbal pada abad keempat Hijriyah yang 
berdomisili di Baghdad sangat fanatik terhadap pendapat-pendapat 
mazhabnya yang ekstrim dan menganggap buruk kelompok dari 
kalangan Syafi'iyyah yang menyelisihinya.4? 

Selain mazhab Sunni, terdapat pula mazhab atau sekte dalam 
Syi'ah yang di dalamnya terdapat banyak firgah (sekte), yang antara 
satu dan lainnya memiliki metode berbeda dalam melahirkan hukum. Di 
antara sekian banyak sekte Syi'ah adalah Zaydiyyah,4! yang merupakan 
bagian dari sekte Sy''ah yang moderat. Mazhab ini tersebar di Irak, Asia 
Tenggara, Semenanjung Arab, dan Yaman. Sementara pada masa 
sekarang, mazhab ini berpusat di Yaman Selatan. Imam mazhab ini tidak 
mewarisi metode atau metode istinbat hukum Islam, melainkan para 
pakar fikih mazhab ini yang melakukan kodifikasi usul fikih mazhab 
Zaydiyyah dengan merujuk kepada produk hukum (al-furu) yang 
dikutip dari imam-imam mazhab Zaydiyyah atau dari pendapat 
imamnya secara eksplisit.42 


3Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah..., h. 491- 
497, Mahmud Hamdi Zagzug, Mausu'ah al-Tasyri' al-Islami, h. 81-82. 

40Abdullah Rabi' Abdullah Muhammad, “Usul al-Madzahib al- 
Fighiyyah”..., h.83-84. Imam Ahmad bin Hanbal membangun landasan fikihnya 
dengan lima pondasi, yaitu: al-Gur'an dan al-Sunnah, fatwa al-sahabah baik 
yang disepakati maupun yang diperselisihkan, menerima hadis mursal dan 
hadis da'if jika tidak ditemukan dalil lain yang menolaknya, dan giyas. Imam 
Ibn Hanbal mendahulukan nas al-Our'an dari pada dalil lainnya, sebagaimana 
juga al-Sunnah, termasuk juga hadis ahad, yang diposisikan berada lebih tinggi 
dari pada pemikiran manusia lainnya, sekalipun yang menyelisihinya adalah 
seorang mujtahid atau fukaha terkemuka. Lihat: Ibn al-Gayyim, Ilam al- 
Muwaggi'in..., vol. 1, h. 22. 

41Mazhab ini dinisbatkan kepada imam Zayd bin Ali Zaynal Abidin bin al- 
Husayn bin Ali bin Abu Talib. Zaydiyyah berpandangan bahwa yang paling 
berhak menjadi khalifah adalah 'Ali kemudian Hasan lalu Husein dan berikutnya 
Ali Zaynal Abidin lalu Zayd bin Ali Zaynal Abidin bin Husein bin Ali. 

42Abdul Karim Zaydan, al-Madkhal Ii Dirasah al-Syartah..., h. 146. 
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Secara keseluruhan, pandangan mazhab ini banyak berkesesuaian 
dengan mazhab Sunni, walaupun tentu ada sebagian yang berbeda. Oleh 
karena itu, dalam bidang fikih mazhab Zaydiyyah lebih dekat dengan 
mazhab Sunni dari pada mazhab Syt'ah. Menurut Abu Zahrah, dalam 
bidang muamalah mazhab Zaydiyyah dekat dengan mazhab Hanafi, 
apalagi Abu Hanifah pernah belajar kepada imam Zayd.43 Ringkasnya, 
diakui bahwa fikih Zaydiyyah merupakan bentuk fikih yang memiliki 
ciri-ciri tersendiri, namun dalam pandangan-pandangannya tidak jauh 
berbeda dengan fikih mazhab Sunni (yang empat).4 Hal yang menarik 
dari mazhab Zaydiyyah adalah, mazhab ini tidak pernah menutup pintu 
ijtihad untuk selamanya, kendati bentuk ijtihad yang mereka lakukan 
bukan ijtihad mutlak. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika di dalam 
mazhab ini muncul beberapa mujtahid yang mendirikan cabang-cabang 
mazhab Zaydiyyah, seperti mazhab Gasimiyyah, Hadawiyyah, 
Nasiriyyah, dan lain sebagainya.:5 

Di antara mazhab Syi'ah lainnya adalah mazhab Imamiyyah, yang 
dikenal dengan mazhab Ja'fari46 Dalam mazhab imamiyyah terdapat 
banyak sekte, ada yang mengatakan sampai tujuh puluh sekte, namun 
yang paling terkenal adalah imamiyyah itsna 'asyariyyah dan imamiyyah 
Isma'iliyyah. Mazhab ini banyak berkembang di Iran, Irak, India, 
Pakistan, Lebanon, dan Syam. Pemikiran mazhab Ja'fari dalam bidang 
fikih sebagiannya sesuai dengan mazhab Sunni yang empat (Hanafi, 
Maliki, Syafii dan Hanbali), namun sebagian yang lainnya berbeda. 
Sunnah dalam pandangan mazhab ini mencakup perkataan Nabi dan 
perkataan imamnya. Sunnah dapat dijadikan sumber hukum Islam 
apabila telah disahihkan melalui jalur imam-imam Syt'ah. Oleh karena 
itu, dalam mazhab Ja'fari tidak ada bedanya apa yang ditetapkan oleh 
Nabi dengan apa yang ditetapkan oleh imam mereka, semuanya wajib 
diikuti. Alasannya, karena apa yang ada pada diri imamnya pada 
hakikatnya adalah datang dari Nabi, bukan semata-mata datang dari 


43Abu Zahrah, al-Imam Zayd: Hayatuhu wa 'asruhu wa ard'uhu wa 
fighuhu, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1974), h. 494. 

44Nasrun Rusli, “Konsep Ijtihad al-Syaukani dan Relevansinya dengan 
Pembaruan Hukum Islam di Indonesia”, (Disertasi S3 IAIN Syarif Hidayatullah, 
Jakarta, 1998), h. 103. 

45Abu Zahrah, al-Imam Zayd..., h. 471. 

46Mazhab ini disandarkan kepada imam Ja'far al-Sadig bin Muhammad 
al-Bagir bin Ali Zaynal Abidin bin Husein bin Ali bin Abu Talib (w. 148 Hj). 
Imam Jafar adalah keponakan imam Zayd yang menjadi tokoh mazhab 
Zaydiyyah. 
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ijtihad atau pendapat imamnya.7 Jika dalam mazhab Zaydiyyah, akal (al- 
agl al-yaginiyyah) didahulukan dari dalil-dalil lainnya, maka dalam 
mazhab Ja'fari (imamiyyah) akal dan istishab didahulukan dari pada 
giyas.8 

Selain mazhab di atas, pernah muncul pula mazhab-mazhab yang 
mewarnai sejarah hukum Islam, namun pada akhirnya terlupakan 
dengan wafatnya pendiri mazhab atau pasca wafatnya masih ada tetapi 
tidak bertahan lama, yang kemudian hilang ditelan zaman. Di antara 
mazhab-mazhab yang pernah ada lalu menghilang adalah mazhab al- 
Auza1 (w. 157 H.). Mazhab ini dinisbatkan kepada nama tokohnya, yaitu 
Abu Amr Abdurrahman bin Muhammad al-Auza'1. Auza' dikenal sebagai 
ulama yang menganut mazhab (madrasah) hadis. Mazhab ini tersebar di 
Syam (Syria) dan Andalusia, akan tetapi tidak bertahan lama, semakin 
menyusut dan pengikutnya sedikit hingga akhirnya hilang. Mazhab 
Auza1 bertahan sekitar dua ratus dua puluh tahun lamanya setelah itu 
hilang. Pendapat-pendapat Auza1 tidak terkodifikasi dengan baik 
sehingga tidak tersisa kecuali sebagian pendapatnya yang disebutkan 
dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang perbedaan pendapat.? 

Ada juga mazhab al-Tsauri (w. 161 H.), yang juga dinisbatkan 
kepada nama tokohnya, yaitu Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id bin Masrug 
al-Tsauri al-Kifi. Mazhab ini tidak bertahan lama disebabkan sedikit 
pengikutnya dan hilang sepeninggal Sufyan al-Tsauri.50 Ia meninggalkan 
warisan keilmuan berupa kitab tafsir, kitab Fara'id, kitab I'tigad, kitab al- 
Jami' al-Kabir dalam bidang hadis yang disandarkan pada risalah 
tentang zuhud, nasihat dan wasiat.s1 Selain al-Tsauri, ada juga mazhab 
al-Layts bin Sa'ad (w. 175 H.). Mazhab ini dinisbatkan kepada nama 
tokohnya, yaitu Abu al-Harits al-Layts bin Sa'ad bin Abdurrahman al- 
Fahmi al-Misri, yang merupakan ahli fikih di kota Mesir. al-Layts bin 
Sa'ad sering terlibat dalam perbedaan pendapat dan perdebatan melalui 
surat-surat yang dilayangkan kepada imam Malik. Hal ini 
menggambarkan luasnya keilmuan dan kepakarannya di bidang fikih. 
Bahkan menurut imam Syafit, al-Layts lebih pakar di bidang fikih dari 
pada imam Malik. Berhubung al-Layts bin Sa'ad tidak mengkodifikasi 


47Abdul Karim Zaydan, al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah..., h. 147. 

48Lihat: Abdullah Rabi' Abdullah Muhammad, “Usul al-Mazhahib al- 
Fighiyyah”, h. 63-86. 

49al-Dzahabi, Tadzkirah al-Huffaz, 1/172, dan Abdul Karim Zaydan, al- 
Madkhal li Dirasah al-Syari'ah..., h. 149. 

50Abdul Karim Zaydan, al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah..., h. 149. 

51Jlyas Dardur, Tarikh al-Figh al-Islami, h. 405. 
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mazhabnya dan karena sedikitnya pengikut yang menyebarkan 
mazhabnya, maka sejak akhir abad kedua, tidak lama dari sepeninggal 
imamnya mazhab ini menghilang .52 

Salah satu mazhab yang hilang namun pendapatnya masih 
bertebaran di kitab-kitab fikih perbandingan adalah mazhab Zahiri 
dengan tokohnya Abu Sulayman Dawud bin Ali ibn Khalaf al-Asbahani 
(w. 270), yang dikenal dengan sebutan al-Zahiri. Mazhab ini dikenal 
dengan mazhab Zahiri (tekstual) karena hanya berpegang pada zahir 
teks dan tidak memperhatikan tujuan dan “illat hukum, sehingga mazhab 
ini hanya berpegang pada teks dan menafikan konteks. Oleh karena itu, 
dalam mazhab Zahiri, sebagian mujtahidnya menolak giyas sebagai 
sumber hukum Islam.58 Zahiri menganggap bahwa teks (al-Our'an dan 
al-Sunnah) mencakup seluruh kasuistik melintasi zaman, sehingga 
menolak adanya '“illat teks karena beranggapan bahwa teks seluruhnya 
bersifat ta'abbudi, menolak maslahah mursalah dan sadd al-dzari'ah, 
memperluas wilayah (melonggarkan) istishab, mengharamkan taklid 
dan mewajibkan ijtihad kepada setiap individu serta mensyaratkan 
adanya keyakinan di dalam dalil dan menolak zan walaupun rajih.54 
Mazhab ini tersebar pesat di Andalusia melalui salah satu penganut 
mazhab ini, yaitu Ali bin Ahmad bin Ghalib bin Hazm pemilik kitab al- 
Muhalla.55 

Selain mazhab di atas, ada lagi yang tak kalah masyhurnya karena 
meninggalkan karya monumental, yaitu mazhab Ibn Jarir al-Tabari. 
Mazhab ini dinisbatkan kepada nama tokohnya, yaitu Abu Ja'far 
Muhammad bin Jarir al-Tabari (w. 310 H.). al-Tabari menjadi mujtahid 
yang tidak terikat dengan mazhab manapun kecuali berpegang pada 
dalil, sehingga mempunyai pengikut sendiri. Mazhab ini hanya terbatas 
di Baghdad kemudian hilang setelah kewafatannya. al-Tabari 
meninggalkan karya-karya berharga yang bertahan hingga sekarang. 
Karya tafsirnya dengan judul Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Gur'an yang 
terkenal dengan sebutan tafsir al-Tabari masyhur hingga hari ini, 
sebagaimana kemasyhuran karya lainnya di bidang sejarah yang diberi 


52Abdul Karim Zaydan, al-Madkhal Ii Dirasah al-Syart'ah..., h. 149, dan 
Ilyas Dardur, Tarikh al-Figh al-Islami, h. 406-407. 

58'Abdul Wahhab Khallaf, Khulasah Tarikh al-Tasyri' al-Islami, (Kuwait: 
Dar al-Oalam, t.th), h. 74. 

54Abu al-Fadl Abdussalam bin Muhammad bin Abdul Karim, al-Tajdid wa 
al-Mujaddidun fi Usul al-Figh...., h. 173. 

55Abdullah Rabi' Abdullah Muhammad, “Usul al-Madzahib al-Fighiyyah”, 
h. 84. 


38 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


nama Tarikh al-Tabari. Dalam karya tafsirnya, al-Tabari banyak 
menjelaskan tentang hukum-hukum fikih yang digali dari ayat-ayat al- 
Our'an dan pendapat para pakar fikih terdahulu, baik yang sudah hilang 
mazhabnya maupun yang masih tersisa.5$ 

Tentu selain nama-nama mazhab di atas, masih banyak mazhab- 
mazhab lainnya yang pernah mewarnai sejarah hukum Islam, namun 
pada akhirnya hilang ditelan zaman.57 Sebagaimana dalam catatan 
Mohammad Hashim Kamali yang telah disinggung pada bab 
pendahuluan bahwa, ada sekitar lima ratus mazhab dan sekte yang 
pernah ada namun hilang pada sekitar awal abad ke-3 Hijriyah atau 9 
Masehi. 


Diskursus Tajdid dalam Metodologi Hukum Islam 
1. Konsep Tajdid dalam Hukum Islam 

Pembaruan di dunia Islam, khususnya dalam bidang hukum Islam, 
dikenal dengan istilah al-tajdid. Disinyalir istilah ini diadopsi dari hadis 
Nabi bahwa setiap satu abad akan datang mujaddid (pembaru) yang 
memperbarui terhadap urusan agama,38 yang merupakan implementasi 
dari firman Allah bahwa Allah senantiasa menjaga agama (al-Our'an).5? 
Salah satu cara Allah menjaga firman-Nya adalah dengan diutusnya 
seorang mujaddid, sehingga dari waktu ke waktu pembaruan hukum 
Islam sering dilakukan, termasuk pembaruan metodenya. 


56Abdul Karim Zaydan, al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah..., h. 151. 

57Lihat: Nawwar bin al-Syubli, al-Asas ft Figh al-Khilaf, 2 eds, (al- 
Oahirah: Dar al-Salam, 2015), h. 93-96. 

58Redaksi hadis riwayat Abu Dawud dari Sulayman bin Dawud al-Mahri 
dari Ibn Wahab dari Sa'id bin Abu Ayyub dari Syarahil bin Yazid al-Ma'afiri dari 
Abu Algamah dari Abu Hurayrah adalah: 

Kn ANA ja ten ML JS Se ola Lan) 

Lihat: Abu Dawud Sulayman Ibn al-Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, vol. 4, 
(Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.), h. 178. Lihat juga dari jalur yang sama, 
yaitu jalur Ibn Wahab, dalam kitab: al-Mu jam al-Kabir (19/467) dan al-Mu'jam 
al-Ausat li al-Tabrani (6/324). Mayoritas ulama memahami bahwa yang 
dimaksud dengan “ummah” dalam hadis ini adalah mayoritas kaum muslimin. 
Sementara pengertian “man” tidak mesti seorang (individu), tetapi juga dapat 
diartikan jama'. Adapun pengertian “seratus tahun” adalah abad Hijriyah dan 
dimulai pada awal abad itu. Lihat: Abu Tayyib Muhammad Syams al-Hag Azim 
Abadi, Syarh Aun al-Ma'bud ala Sunan Abi Dawud, vol. 11 (Madinah: Maktabah 
Salafiyah, 1969), h. 386: Abd al-Ma'bud al-Saidi, al-Mujaddidun fi al-Islam, 
(Kairo: Maktabah al-Adab, t.th), h. 9. 

59Firman Allah: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Gur'an, 
dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (al-Hijr: 9). 
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Secara bahasa, tajdid memiliki arti pembaruan. Sementara dari 
segi istilah, tajdid memiliki dua arti: (1) pemurnian: dan (2) 
peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna 
dengannya. Pemurnian sebagai arti tajdid yang pertama, dimaksudkan 
sebagai pemeliharaan muatan ajaran Islam yang berdasarkan dan 
bersumber dari al-Guran dan sunnah sahihah. Sedangkan arti 
peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna 
dengannya, tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan 
perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada al- 
Our'an dan sunnah sahihah.50 

Menurut Azim Abadi, mengacu pada makna pertama, tajdid dapat 
dimaknai sebagai menghidupkan sesuatu yang telah hilang dari 
pengamalan al-0ur'an dan al-Sunnah serta menyuruh untuk berperilaku 
sesuai dengan tuntunan keduanya, dan mematikan sesuatu yang muncul 
dari berbagai bid'ah dan kebaruan.51 Dengan kata lain, tajdid adalah 
menghidupkan dan membangkitkan kembali ajaran-ajaran agama yang 
ilmiah, dengan memelihara teks agama yang benar dan murni. Oleh 
karena itu, menurut Wahid Khan, tajdid dalam kaitannya dengan agama 
Islam, bukan berarti membuat sesuatu yang baru, melainkan 
membersihkan agama ketuhanan ini dari kotoran yang menutupinya, 
dan membawa pada bentuk asal yang bersih dan murni.52 Menurut 
'Imarah, tajdid bukan berarti membatalkan kesempurnaan dan 
ketetapan agama, melainkan sebagai upaya melanjutkan pengaruh 
agama yang sempurna dan kekal dalam berdialog dengan ruang dan 
fenomena baru serta menjaga keabadian dasar agama agar tetap relevan 
melintasi ruang dan waktu.$3 Oleh karena itu, menurut Muhammad Abid 
al-Jabiri, tajdid yang sebenarnya dan yang dibutuhkan adalah 
menemukan solusi-solusi ilmiah untuk masalah yang menimpa zaman 
ini dan belum ada padanannya di zaman terdahulu. Solusi yang mampu 
menjawab keterbelakangan dunia Islam, dan mampu membawa ke arah 
kemajuan, yaitu jalan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan 
berkontribusi dalam menghadirkan kegemilangan.5! 


SdDjohan Effendi, Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana 
Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur, 
(Jakarta: Kompas, 2010), h. 121-122. 

S1Azim Abadi, Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, vol. 11, h. 263. 

62Wahid Khan, Tajdid Ulum al-Din, (Mesir: Dar al-Sahwah, 1986), h. 9. 

63Muhammad 'Imarah, Izalah al-Syubuhat 'an Ma'ani al-Mustalahat, (al- 
Oahirah: Dar al-Salam, 2010), h. 186-187. 

54Muhammad Abid al-Jabiri, Wijhah al-Nazar, (Beirut: Markaz Dirasat al- 
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Sejalan dengan pendapat di atas, menurut kyai Ahmad Siddig, 
tajdid bukan mengganti unsur-unsur Islam dengan sesuatu yang baru, 
melainkan memulihkan Islam menjadi bersih kembali seperti semula 
dan menggalakkan kembali amalan-amalan yang pelaksanaannya 
terbengkalai. Dengan pemaknaan tajdid seperti ini, maka tajdid memiliki 
tiga fungsi: (1) al-iadah (pemulihan ajaran Islam): (2) al-ibanah 
(membedakan yang sunnah dari yang bid'ah secara cermat oleh para 
ahlinya): dan (3) al-ihya' (menghidupkan kembali bagian-bagian dari 
ajaran Islam yang pengamalannya terbengkalai atau terhenti).55 Oleh 
karena itu, seorang pembaru (mujaddid) harus memiliki tiga 
persyaratan: (a) penguasaan yang luas dan mendalam terhadap ajaran 
Islam, mulai dari hikmah al-tasyri', falsafah tasyri', 'ulum al-Guran, 
ulum al-Hadits, 'ulim al-ahkam, dan lain sebagainya: (b) ghirah yang 
tinggi dan luhur untuk membela, mempertahankan dan 
mengembangkan ajaran Islam berikut pengamalannya secara benar, dan 
(c) sikap mental (akhlak) yang luhur, seperti kejujuran, kesungguhan, 
kecermatan dan sebagainya.S6 Jika dilihat dari tiga syarat ini, maka tajdid 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu yang tinggi, 
kesungguhan yang kuat, dan akhlak terpuji. 

Lebih lanjut, menurut KH. Ali Yafie, tajdid merupakan upaya 
menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial, untuk memenuhi 
kebutuhan perkembangan masyarakat dengan berpegang pada dasar- 
dasar (usul) yang sudah diletakkan agama, melalui proses yang dinamis. 
Tajdid bukan mengganti ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang bersifat 
mutlak, fundamental dan universal yang ada dalam ketentuan-ketentuan 
yang otentik (gat'iyyah), melainkan tajdid bergerak secara luas dalam 
memperbarui cara memahami, menginterpretasi, mereformasi dan 
melakukan pengembangan atas ajaran-ajaran agama itu yang sifatnya 
zanniyyah, yang menjadi wilayah ijtihadiyyah.8' Senada dengan kyai Ali 
Yafie, menurut kyai Muchith Muzadi, tajdid adalah upaya melestarikan 
agama Islam dari pemalsuan, penyimpangan, penyelewengan dan 


Wahdah al-Arabiyyah, 1992), h. 42. 

65Ahmad Siddig, “Pokok-Pokok Pikiran tentang Tajdid”, dalam majalah 
Aula, 01, Januari 1987, h. 13-14. 

66Ahmad Siddig, “Pokok-Pokok Pikiran tentang Tajdid”..., h. 16. 

67Mujamil dalam Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama: Menelusuri 
Gagasan-Gagasan Sosial Keagamaan, (Unpublished doctoral disertation, 1999, 
IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), h. 255-257, dengan mengutip Ali Yafie, 
“Tajdid: Adalah Suatu Kemestian?”, dalam Pesantren, V, 01, 1988, h. 6. 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 41 


pemutarbalikan,68 dan karena tajdid juga berarti perbaikan, maka 
perbaikan harus dilakukan secara metodologis dan sistematis, tidak 
boleh mengubah segala yang terasa tidak sesuai di hati dengan 
serampangan. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan di atas konsep 
atau blue print yang sudah matang.8? 

Sementara dalam pandangan KH. Tholchah Hasan, tajdid adalah 
pembaruan pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam. Menurutnya, 
tajdid merupakan persoalan klasik dalam sejarah agama-agama dunia. 
Fokusnya terletak pada masalah al-nagl! wa al'ag! (mencari titik temu 
antara otoritas wahyu dengan rasio), selain juga masalah zahir al-nusus 
(teks-teks tersurat) dalam menghadapi realitas sosial yang 
bekembang.” Lebih lanjut, pembaruan pemikiran Islam tidak dapat 
lepas dan selalu dalam komitmen dengan nas-nas yang sarih, bukan 
mengubah esensi Islam. Pembaruan lebih kepada upaya pemahaman 
Islam yang relevan dengan realitas dan bertujuan untuk kemaslahatan 
umat dan keagungan Islam itu sendiri.7! 

Adapun yang dimaksud dengan tajdid metodologi hukum Islam 
(usul fikih), yang disebut dengan usul fikih, adalah pembaruan ilmu usul 
fikih. Karena usul fikih sendiri adalah asas atau sumber atau kaidah 
syar'iyyah kubra yang menjadi pijakan produk hukum (fikih). Sementara 
ilmu usul fikih adalah spesialisasi keilmuan yang mencakup 
permasalahan, definisi, konsep, gagasan, kaidah metodologis yang 
menyangkut usul fikih. Hanya saja, terkadang penyebutan ilmu usul fikih 
disingkat dengan membuang kata “'ilm” menjadi usul fikih.”2 Dalam 
pembaruan di bidang ini, para ulama memberikan kode etik agar 
pembaruan yang dimaksud tidak melanggar rambu-rambu agama. Di 
antara kode etiknya adalah tidak mendekonstruksi pondasi yang akan 
diperbarui, tidak memperbarui sesuatu yang kontradiksi dengan syariat 
Islam dan tujuannya yang universal, dan pembaruan yang dilakukan 
tidak berpijak pada hawa nafsu. Oleh karena itu, format atau bentuk 


68A. 'Muchith Muzadi, “Tajdid Mengapa dan Untuk Apa NU 
Membicarakannya”, dalam majalah Aula, 02 Februari, 1988, h. 35. 

69A. Muchith Muzadi, “Sistem Bermazhab”, dalam majalah Aula, 10 
Desember, 1987, h. 64. 

7Muhammad Tholchah Hasan, “Tajdid Menurut Pandangan NU”, dalam 
majalah Aula, 01 Januari 1988, h. 11. 

7Muhammad Tholchah Hasan, “Beberapa Masalah Tentang Tajdid”, 
dalam majalah Aula, 09, November, 1987, h. 36. 

72Sya'ban Muhammad Ismail, Usul al-Figh: Tarikhuhu wa Rijaluhu, (al- 
Oahirah: Dar al-Salam, 2010), h. 62-67. 
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tajdid yang dibenarkan dalam agama adalah tajdid dalam arti 
menghidupkan kembali apa yang hilang dari pemahaman syariat dengan 
berpegang pada al-Guran dan al-Sunnah, mengembangkan atau 
memperluas cakupan, memurnikan, mengedit, atau mentarjih sesuatu 
yang diperselisihkan oleh para pakar usul fikih, merekonstruksi 
sistematika dan bangunan usul fikih sesuai dengan tuntutan zaman, dan 
merubah format dan bentuk (metode) agar lebih sistematis sehingga 
lebih mudah dipelajari dan dipahami.?2 

Oleh karena itu, tajdid dalam konteks pembaruan metode hukum 
Islam lebih tepat menggunakan istilah reformasi dari pada modernisasi. 
Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang 
sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.74 
Reformasi sama artinya dengan memperbarui, memperbaiki supaya 
menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, menggantikan atau 
menjadikan baru, atau proses perbuatan, cara memperbarui, proses 
pengembangan adat istiadat atau cara hidup yang baru.7s Dalam arti, 
reformasi bermakna suatu gerakan untuk menata atau memformat 
ulang hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau 
bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan.76 


2. Paradigma Tajdid dalam Metodologi Hukum Islam 

Dalam pengamatan Harun Nasution, mengenai dinamika maju 
mundurnya umat Islam dalam lintasan sejarah, secara garis besar 
sejarah Islam dapat dibagi ke dalam tiga periode besar:77 Pertama, 
periode klasik (650-1250 M.). Periode ini merupakan zaman kemajuan 
yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase pertama adalah fase ekspansi, 
integrasi dan puncak kemajuan (650-1000 M.). Di zaman inilah daerah 
Islam meluas melalui Afrika Utara sampai Spanyol di Barat dan melalui 
Persia sampai ke India di Timur. Daerah-daerah ini tunduk kepada 
kekuasaan khalifah yang pada mulanya berkedudukan di Madinah, 
kemudian di Damaskus dan terakhir di Baghdad. Di masa ini pula, 


73Lihat: al-Raysuni, al-Tajdid al-Usuli: Nahwa Siyaghah Tajdidiyyah li Ilm 
Usul al-Figh, (Herndon: Dar al-Kalimah, 2012), h. 13. 

74Lihat: Kbbi.web.id 

75Abdul Mannan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari 
Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2007), h. 145. 

76Lihat: www.coursehero.com. 

77Lihat: Harun Nasution, Pembaruan Dalam Islam..., h. 5-6, dan Badri 
Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1995), h. 6. 
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berkembang puncak ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, sehingga 
zaman ini melahirkan ulama-ulama besar, yang dalam bidang fikih 
muncul tokoh seperti imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan 
imam Ahmad Ibn Hanbal. Sedangkan fase kedua adalah fase disintegrasi 
(1000-1250 M.). Pada fase ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik 
mulai pecah, kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat 
dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu di tahun 1258 M, dan 
kekhalifahan hilang.”8 Pada fase ini, lahir tokoh-tokoh pembaru di 
bidang metode hukum Islam (usul fikih), antara lain: Ibn Hazm, Imam al- 
Juwayni, dan Imam al-Ghazali. 

Kedua, periode pertengahan (1250-1800 M.). Periode ini juga 
dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama adalah masa kemunduran 
(1250-1500 M.). Pada fase ini disentralisasi dan disintegrasi bertambah 
meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syi'ah, antara Arab dan Persia, 
bertambah nyata dan melebar. Dunia Islam pecah menjadi dua bagian, 
bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Syuriah, Palestina, Mesir dan 
Afrika Utara dengan Mesir sebagai pusat, dan bagian Persia yang terdiri 
atas Balkan, Asia Kecil, Persia dan Asia Tengah dengan Iran sebagai 
pusatnya. Pada fase ini, isu bahwa pintu ijtihad tertutup (ditutup) 
semakin meluas di kalangan umat Islam. Namun begitu, pada fase ini 
mampu melahirkan tokoh-tokoh pembaru metode hukum Islam seperti 
Izzuddin bin Abdussalam, Syihabuddin al-Garafi, Ibnu Taymiyyah, Ibn 
Oayyim al-Jawziyyah, al-Syatibi, dan al-Zarkasyi.”? Fase kedua adalah 
fase tiga kerajaan besar (1500-1700 M.) yang dimulai dengan zaman 
kemajuan (1500-1700 M.) dan zaman kemunduran (1700-1800 M.). 
Tiga kerajaan besar yang dimaksud adalah kerajaan Utsmani (Ottoman 
Empire) di Turki, kerajaan Safawi di Persia dan kerajaan Mughal di 
India.80 Pada fase ini lahir tokoh pembaru metode hukum Islam seperti 
Syah Waliyullah al-Dahlawi.81 


78Harun Nasution, Pembaruan Dalam Islam..., h. 5. 

79Lahir tahun 740 H./1344 M. dan wafat tahun 794 H./1392 M. Nama 
lengkapnya adalah Muhammad bin Bahadir bin Abdullah al-Zarkasyi, Abu 
“Abdillah, dikenal dengan sebutan Badruddin. Karya-karyanya antara lain: al- 
Bahr al-Muhit fi al-Usul, Tasynif al-Masami' Bijam'i al-Jawami' fi al-Usul, Lugatah 
al-Tjlan fi Usul al-Figh wa al-Hikmah wa al-Mantig, dan lain sebagainya. Lihat: 
Sya'ban Muhammad Ismafil, Usul al-Figh: Tarikhuhu wa Rijaluhu, h. 474. 

80Harun Nasution, Pembaruan Dalam Islam..., h. 6. 

81Lahir tahun 1114 H./1703 M. dan wafat tahun 1176 H./1763 M. Nama 
lengkapnya adalah Ahmad Syah bin Abdul Rahim al-Umari al-Dahlawi. Karya- 
karyanya antara lain: al-Insaf fi Bayan Sabab al-Ikhtilaf, Agd al-Jayyid ft Ahkam 
al-Ijtihad wa al-Taglid, Hujjatullah fi Asrar al-Ahadits wa 'Ilal al-Ahkam, dan lain 
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Ketiga, periode modern (1800 M.-seterusnya). Periode ini 
merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan 
Barat menyadarkan dunia Islam akan kelemahannya dan Barat telah 
melahirkan peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman 
bagi Islam. Raja-raja dan pemuka-pemuka umat Islam mulai 
memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam 
kembali. Di periode modern ini timbul ide-ide pembaruan dalam 
Islam,282 termasuk pembaruan metode hukum Islam. Pembaruan pada 
periode ini mengalami polarisasi mulai dari yang masih 
mempertahankan corak literalisme, revitalisme (utilitarianisme) hingga 
yang bercorak liberalisme. Adapun tokoh-tokoh pembaruan metode 
hukum Islam di era modern, antara lain: al-Syaukani, Muhammad 
Abduh, Rasyid Rida, Muhammad Igbal,88 Abdul Wahhab Khallaf, Allal al- 
Fasi,84 Fazlur Rahman, Mahmud Muhammad Taha, Muhammad Sa'id al- 
'Asymawi, Hasan Turabi, Muhammad Syahrur, dan Abdullahi Ahmad al- 
Na'im. 

Dalam corak literalisme, pembahasan tentang teks sangat 
mendominasi. Dalam hal ini teks yang dimaksud adalah teks berbahasa 
Arab, baik dari segi grammar maupun sintaksisnya dan mengabaikan 
pembahasan tentang maksud dasar dari wahyu yang ada di balik teks 
literal. Corak paradigma ini ada yang sangat ekstrim, yang dalam istilah 
Yusuf al-Gardawi dikenal dengan sebutan dahiriyyah al-judud. Ciri khas 
paradigma literalisme ala al-Gardawi adalah berpatokan pada teks 
secara letterlijk tanpa memperhatikan makna, 'illat dan tujuan dari teks 
tersebut. Penganut paradigma ini juga mengingkari tail al-ahkam 
dengan menggunakan akal dan ijtihad manusia.85 Dalam istilah al-Jabiri, 


sebagainya. Lihat: Sya'ban Muhammad Isma'll, Usul al-Figh: Tarikhuhu wa 
Rijaluhu, h. 609. 

82Harun Nasution, Pembaruan Dalam Islam..., h. 6. 

83Tahun kelahirannya masih diperselisihkan antara tahun 1873, 1876 
dan 1877, sedangkan wafatnya adalah 1938 M. Nama lengkapnya adalah Sir 
Muhammad Igbal bin Muhammad Noer bin Muhammab Rafig.88 Karya-karya 
Muhammad Igbal antara lain adalah The Reconstruction of Religion Thught in 
Islam, The Development of Metaphysic, Asrar-I-Khudi, Rumuz I Bikhudi, dan lain 
sebagainya. 

84Lahir di Maroko pada tahun 1903 dan wafat pada tahun 1974 M. Nama 
lengkapnya adalah Muhammad Allal bin Abdul Wahid bin Abdus Salam bin 
Majdzub al-Fasi al-Fahri. Karya-karyanya antara lain Magasid al-Syar'ah wa 
Makarimuha, Difa Antsy Syari'ah, al-Hurriyah, Manhaj al-Istiglaliyah, dan lain 
sebagainya. 

85Yusuf al-Gardawi, Dirasah fi Figh Magasid al-Syar'ah Bayna al-Magasid 
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model berpikir yang digunakan adalah model berpikir yang 
memusatkan pada kajian teks dan bahasa. Pada umumnya, kajian 
semacam ini dikategorikan sebagai corak berpikir yang menggunakan 
epistemologi bayani, yang berbeda dari model burhani dan terutama 
'irfani,86 dan jika diamati, karya-karya usul mazhab Mutakallimun 
(Syafi'iyyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Mu'tazilah) maupun mazhab 
Hanafiyyah, memiliki kesamaan paradigma yaitu paradigma literalisme, 
dalam arti begitu dominannya pembahasan tentang teks. Paradigma ini 
berlangsung selama kurang lebih lima abad, dari abad ke-2 H. hingga 
abad ke-7 H.87 

Adapun tokoh-tokoh penganut paradigma literalisme yang 
melakukan pembaruan diantaranya adalah Ibn Hazm (w. 456 H.).88 Salah 
satu obsesi Ibn Hazm adalah kebebasan berijtihad dan pembebasan 
manusia dari belenggu taklid. Menurutnya, ijtihad merupakan suatu 
kewajiban bagi setiap muslim dan diamalkan oleh generasi salaf, baik 
sahabat, tabi'tn maupun tabi' al-tabi'in. Sebaliknya, taklid dihukumi 
haram, sehingga tidak boleh bagi siapa pun mengambil pendapat orang 
lain tanpa dalil, baik bagi orang alim maupun orang awam. Setiap orang 
harus melaksanakan ijtihad sesuai dengan kadar kemampuannya.8?? 
Selain Ibn Hazm, tampil tokoh pembaru lainnya, yaitu al-Juwayni (w. 478 
H.)90 yang memberikan sumbangsih dalam pembaruan metodologi 


al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juz'iyyah, (al-Oahirah: Dar al-Syurug, 2006), h. 59. 

86Lihat: Amin Abdullah, Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Figh 
dan Dampaknya Pada Figh Kontemporer, dalam buku Mazhab Jogja, h. 118, atau 
“Al-Ta'wil al-Ilmi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran KlItab Suci”, al- 
Jami'ah, vol.39, 2, 2001, 359-391. 

87Amin Abdullah, Paradigma Alternatif Pengembangan..., h. 118. 

88Lahir tahun 384 H./994 M. dan wafat tahun 456 H./1064 M. Nama 
lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Sa'd bin Hazm al-Zahiri, Abu Muhammad. 
Ibn Hazm memiliki banyak karya, diantaranya: Masa'il Usul al-Figh, al-Ihkam fi 
Usul al-Ahkam, al-Muhalla, al-Nasikh wa al-Mansukh, kitab al-Tagrib ft Hudud al- 
Mantig, dan lain sebagainya. Lihat: Sya'ban Muhammad Isma'll, Usul al-Figh: 
Tarikhuhu wa Rijaluhu, h. 213-214. 

89Ahmad 9orib, “Metode Ijtihad Ibn Hazm al-Zhahiri dalam Menghadapi 
Perubahan Sosial”, (Disertasi S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997), h. 270- 
274. 

”0Lahir tahun 419 H/1028 M. dan wafat tahun 478 H./1085 M. Nama 
lengkapnya adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Abi Muhammad al- 
Juwayni, Abu al-Ma'ali, yang dijuluki dengan imam al-Haramayn. Karya-karya 
al-Juwayni antara lain: Nihayah al-Matlab fi al-Figh, al-Syamil fi Usul al-Din, al- 
Burhan fi Usul al-Figh, al-Waragat, dan lain sebagainya. Lihat: Akram Yusuf 
“Umar al-Gawasimi, al-Madkhal ila Madzhab al-Imam al-Syafi'i, h. 348, atau al- 
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hukum Islam. » Dalam pengantar kitab al-Burhan misalnya, Juwayni 
menyandarkan beberapa tema besar yang terkait dengan akidah, ilmu 
kalam seperti al-tahsin dan al-tagbih yang bersifat penalaran, taklif dan 
yang berhubungan dengannya, berbagai bidang keilmuan dengan 
menjelaskan cara mencapai dan tingkatannya, dalil-dalil yang bersifat 
akal dan hukum aplikasinya dalam keilmuan. Setelah itu, al-Juwayni 
masuk mengarungi pembahasan usul dan urutannya dalam berbagai bab 
dengan sistematika sebagai berikut: bab pertama menjelaskan perihal 
yang berkaitan dengan al-Kitab (al-Gur'an) dan al-Sunnah, bab kedua 
tentang ijmak, bab ketiga tentang giyas, bab keempat tentang istidlal, 
bab kelima tentang al-tarjih, bab keenam tentang ijtihad, dan bab 
terakhir tentang fatwa.?2 

Pembaruan al-Juwayni dilanjutkan oleh muridnya, Imam al- 
Ghazali (w. 505 H.).93 Secara mendasar hal terpenting di dalam 
pembaruan yang ditawarkan oleh al-Ghazali dalam hal metode, 
khususnya yang ditawarkan di dalam kitab al-Mustasfa-nya, adalah 
gagasan mengenai sistematika penulisan usul fikih yang menjadi 
pedoman berharga bagi para pakar usul fikih generasi setelahnya. al- 
Ghazali juga melakukan penyulingan terhadap ilmu usul fikih dari hal- 
hal yang tidak substansial, yang tidak berkontribusi terhadap tujuan 
ilmu usul fikih. al-Ghazali menyelamatkan dan memudahkan istilah- 
istilah usul fikih yang biasanya sulit dicerna, namun dengan 
kepiawaiannya usul fikih menjadi ilmu yang mudah dipelajari dan 
pembahasannya tidak berbelit-belit. al-Ghazali juga memiliki kehalusan 
metode, dan mengajak untuk memurnikan usul fikih dari materi luaran 
seperti masalah teologi (ilmu kalam) dan semacamnya. Namun begitu, 
al-Ghazali memasukan ilmu mantig dalam ilmu usul fikihnya.?4 


Juwayni, al-Burhan fi Usul al-Figh, h. 32. 

”Lihat: al-Juwayni, al-Burhan fi Usul al-Figh, 6th eds., (Saudi Arabia: Darel 
Wafaa, 2017). 

”2Nasiruddin Abdullah bin “Umar al-Baydawi, Minhaj al-Wusul ila ilm al- 
Usul, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2008), h. 27-28. Lihat juga: al-Juwayni, al-Burhan fi 
Usul al-Figh, 6" eds., (Saudi Arabia: Darel Wafaa, 2017). 

”3Lahir tahun 450 H./1058 dan wafat tahun 505 H./1111 M. Nama 
lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al- 
Tusi, Abu Hamid. Dikenal sebagai hujjatul Islam, ahli filsafat dan tasawuf. Karya- 
karya al-Ghazali di bidang metode hukum Islam antara lain: al-Mustasfa fi al- 
Usul, al-Mankhul ft al-Usul, al-Maknun fi al-Usul, Syifa' al-Ghalil, dan sebagainya. 
Lihat: Sya'ban Muhammad Isma'll, Usul al-Figh: Tarikhuhu wa Rijaluhu, h. 242- 
245. 

Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulayman, al-Fikr al-Usuli: Dirasah 
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Tokoh pembaru berikutnya adalah Izzuddin bin 'Abdussalam (w. 
660 H.).”5 Sumbangan pembaruan yang ditawarkan “Izzuddin bin 
Abdissalam dapat dibagi ke dalam tiga tawaran besar, yaitu: (a) kaidah 
umum mengenai maslahat dan mafsadat. Kaidah seputar kaidah ini 
banyak sekali, yang paling penting ada sekitar dua puluh lima kaidah 
yang saling melengkapi satu sama lainnya: (b) benturan maslahah 
dengan mafsadat dan mengunggulkan salah satunya. Untuk 
membedakan maslahah dari mafsadat tidak terlalu sulit, yang sulit 
adalah membedakan yang terbaik dari dua kebaikan ketika keduanya 
berkumpul, dan mengunggulkan salah satunya. Demikian juga tidak 
mudah membedakan antara yang paling buruk dari dua keburukan. 
Disinilah kemudian imam “Izzuddin memberikan berbagai solusi dalam 
menyelesaikan benturan ini, dan (c) kaidah saling mengungguli dan 
mengunggulkan (gawa'id al-tafadul wa al-tafdil)?8 Pemikiran ini 
dilanjutkan oleh muridnya, Syihabuddin al-Garafi (w. 684 H.). 
Keseriusan al-Oarafi di bidang magasid, masalih dan mafasid tertuang 
dalam kitab al-Furug-nya.”8 

Di antara tokoh pembaru lainnya adalah Ibn Taymiyah (728 
H./1328 M.).9 Seperti halnya Ibn Hazm, Ibn Taymiyah menyeru kepada 


Tahliliyah Nagdiyah, (Jiddah: Dar al-Syurug, 1983), h. 332-341. 

”5Lahir tahun 577 H./1181 M. dan wafat tahun 660 H./1262 M. Nama 
lengkapnya adalah Abu Muhammad “Abdul Aziz bin 'Abdussalam bin Abi al- 
Oasim al-Sulami al-Dimasygi. Ia dikenal dengan sebutan Sultan al-Ulama' dan 
Syaikh al-Islam. Karya-karya Abdissalam antara lain Gawa'id al-Ahkam fi 
Masalih al-Anam, yang dikenal dengan kaidah kubra, dan kitab al-Fawa'id fi 
ikhtisar al-Magasid, yang dikenal dengan kaidah sughra. 

”6Abdussalam bin Muhammad bin Abdul Karim, al-Tajdid wa al- 
Mujaddidun fi Usul al-Figh, h. 210-229. 

”Lahir tahun 626 H./1227 M. dan wafat tahun 684 H./1285 M.). Nama 
lengkapnya adalah Ahmad bin Idris Abdurrahman Abu al-Abbas Syihabuddin 
al-Sanhaji al-Garafi. Karya-karyanya antara lain Tangih al-Fusul fi Usul al-Figh, 
kitab Anwar al-Burug fi Anwa' al-Furug, kitab al-Dzahirah fi al-Figh, dan 
sebagainya. Lihat: Sya'ban Muhammad Isma'll, Usul al-Figh: Tarikhuhu wa 
Rijaluhu, h. 330-331. 

98Lihat: Ibnu Asyur, Magasid al-Syari'ah, h. 8. Lihat juga: Syihabuddin al 
Oarafi, al-Furug, vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 6-7, dan 
Ahmad Wifag bin Mukhtar, Magasid al-Syar'ah Inda al-Imam al-Syafi'i, (al- 
Oahirah: Dar al-Salam, 2014), h. 117-118. 

”9Lahir tahun 661 H./1262 M. dan wafat tahun 728 H./1328 M. Nama 
lengkapnya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin 'Abdus-Salam bin Abdullah bin 
al-Khidr bin Muhammad bin al-Khidr Ibnu “Ali bin Abdullah bin Taymiyyah al- 
Harani al-Dimasygi. Karya-karyanya antara lain adalah al-Jawab al-Sahih liman 
Baddala Din al-Masih, Fasl al-Magal Fima Bayna al-Hikmah wa al-Syari'ah Min 
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ijtihad dan independen dalam pembahasan dan pemikiran, dengan 
memerangi taklid dan menghindari fanatik mazhab. Berbeda dengan al- 
Ghazali, Ibn Taymiyah menolak ilmu mantig menjadi sarana di dalam 
tradisi ilmu keislaman. 

Pemikiran Ibn Taymiyah dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Ibn al- 
Oayyim (w. 751 H.),100 yang tidak jauh berbeda dengan gurunya di dalam 
melakukan istinbat hukum.101 Sementara al-Syatibi (w. 790 H.),102 yang 
merupakan tokoh penganut mazhab Maliki, dianggap telah berhasil 
merekonstruksi magasid al-syari'ah sebagai asas-asas hukum Islam. Hal 
ini merupakan ide briliannya mengenai kodifikasi konsep-konsep para 
sarjana klasik yang berserakan menjadi suatu disiplin ilmu mandiri, 
yang mempunyai bidang garapan dan target tersendiri dari ilmu lainnya. 
Kemudian ia bukukan dalam karya monumentalnya, yaitu al-Muwafagat 
fi Usul al-Syari'ah. al-Syatibi telah memberikan sumbangan besar dalam 


al-Ittisal, dan lain sebagainya. Dalam bidang metode hukum Islam, ada tiga Ibn 
Taymiyyah: (1) Ibn Taymiyyah yang dikenal dengan sebutan Syaikhul Islam (w. 
652 H./1254 M.). Nama lengkapnya adalah Abdus-Salam bin Abdullah bin al- 
Khidr bin Muhammad bin Taymiyyah al-Harani. (2) Ibn Taymiyyah yang 
mendapatkan julukan Syihabuddin (w. 682 H./1283). Nama lengkapnya adalah 
Abdul HAlim bin Abdus-Salam bin Abdullah bin Taymiyyah al-Harani. (3) Ibn 
Taymiyyah yang mendapatkan julukan Tagiyuddin (w. 728 H./1327 M.). Nama 
lengkapnya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus-Salam bin Abdullah bin 
al-Khidr bin Muhammad bin al-Khidr Ibnu “Ali bin Abdullah bin Taymiyah al- 
Harani al-Dimasygi. Yang dimaksud Ibn Taymiyah di sini adalah Ibn Taymiyah 
yang nomor 3 yang merupakan guru Ibn Gayyim al-Jauziyah. Lihat: Sya'ban 
Muhammad Ismail, Usul al-Figh: Tarikhuhu wa Rijaluhu, h. 311, 327 dan 376- 
378. 

100Lahir tahun 691 H./1292 M. dan wafat tahun 751 H./1350 M. Nama 
lengkap Ibn al-Gayyim adalah Muhammad bin Abi Bakr bin AyyUb bin Sa'ad bin 
Hariz al-Zura'1 al-Dimasygi, Abu Abdillah, Syamsuddin. Karya-karya Ibn al- 
Oayyim antara lain: Ilam al-Muwaggi'in, Zad al-Ma'ad, al-Tibyan ft Agsam al- 
Our'an, dan sebagainya. Lihat: Sya'ban Muhammad Isma'l, Usul al-Figh: 
Tarikhuhu wa Rijaluhu, h. 419-420. 

101Abi Abdurrahman Abdul Majid Jum'ah al-Jaz3iri, al-Gawa'id al- 
Fighiyah al-Mustakhrajah min Kitab Ylam al-Muwaggi'in, (ttp: Dar al-Galam, 
Dar Ibn Affan, t.th.), h. 91-93. 

102Tahun kelahirannya belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan 
menjelang tahun 720 H. Sementara tahun wafatnya adalah 790 H./1388 M. 
Nama lengkapnya adalah Abu Ishag Ibrahim bin Musa al-Gharmati. Ia dikenal 
dengan sebutan al-Syatibi. Karya-karyanya antara lain al-Muwafagat fi Usul al- 
Figh, al-I'tisam ft al-Hawadits wa al-bida', kitab al-Majalis, kitab al-Ifadat wa al- 
insya'at, dan lain sebagainya. Lihat: Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum 
Islam: Membongkar Konsep al-Istigra' al-Ma'nawi asy-Syatibi, (Jogjakarta: Ar- 
Ruzz Media, 2008), h. 25. 
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mengembangkan teori magasid dengan melakukan tiga transformasi 
penting, yakni transformasi dari maslahah mursalah ke usul al-syari'ah 
(asas-asas hukum), transformasi dari hikmah di balik hukum kepada 
asas-asas hukum, dan transformasi dari dalil yang sifatnya zanni menuju 
dalil yang bersifat gat'1.193 

Di antara penganut paradigma literalisme adalah imam al- 
Syaukani (w. 1250 H./1834 M.).104 Awalnya al-Syaukani bermazhab 
Zaydiyyah, namun belakangan ia tidak mengikatkan diri dengan satu 
mazhab, dengan mengutamakan dalil, mencela taklid dan bahkan 
mengharamkan. Menurutnya, ijtihad semakin Allah mudahkan untuk 
dilakukan oleh generasi muta'akhir dari pada generasi awal, sehingga ia 
mendorong untuk melakukan ijtihad. Pengaruh al-Syaukani bagi 
generasi berikutnya di dalam gerakan pemikiran dari berbagai aspek 
sangatlah besar. Ia meninggalkan berbagai karya mulai dari tafsir dan 
ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis, tawhid, fikih dan usul fikih, bahasa, 
balaghah, mantig dan jidal, sejarah, motivasi, dan ilmu-ilmu lainnya baik 
nagliyyah maupun 'agliyyah, hingga karyanya lebih dari dua ratus.105 

Sebagaimana menurut pengamatan Amin Abdullah, tokoh-tokoh 
yang disebut di atas, walaupun melakukan pembaruan metode hukum 
Islam, namun tidak melakukan pergeseran paradigma, melainkan lebih 
hanya melengkapi paradigma lama agar tidak terlalu bercorak 
literalisme. Kemudian muncul paradigma utilitarianisme yang 
merupakan kelanjutan dari paradigma literalisme yang mengalami 
perbaikan dengan munculnya al-Syatibi dengan tawaran teori magasid 
al-syar''ah yang mengacu pada maksud Allah yang paling dasar sebagai 
pembuat hukum. Dengan demikian, ilmu usul fikih tidak lagi hanya 
terpaku pada literalisme teks. Namun begitu, kehadiran al-Syatibi tidak 


103Tbrahim bin Musa al-Syatibi, al-Muwafagat, vol. 2, (KSA: Dar Ibn “Affan, 
1997), h. 25, dan vol. 4, h. 229. Menurut Fazlur Rahman, meskipun al-Syatibi 
secara kategori mengingkari bahwa akal memiliki peran utama dalam 
pembuatan hukum atau bahkah perumusan perintah-perintah moral (moral 
injunctions), namun dia sendiri telah menggunakan kemampuan akal dalam 
menetapkan tujuan-tujuan syari'at (magasid al-syari'ah). Lihat: Fazlurrahman, 
Islamic Methodology in History, h. 133-134. 

104Nama lengkapnya adalah Abu Ali Badruddin Muhammad bin “Ali bin 
Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan bin Muhammad Ibn Salah bin Ibrahim 
bin Muhammad al-Afif bin Muhammad bin Razzag, al-Syaukani. Karya-karyanya 
antara lain Ibtal Da'wa al-Ijma' 'ala Mutlag al-Sima', Irsyad al-S@'il ila Dala'il al- 
Masa'il, Irsyad al-Fukhul ila Tahgig al-Hag min Ilm al-Usul, dan sebaginya. 

105Sya'ban Muhammad Ismail, Usul al-Figh: Tarikhuhu wa Rijaluhu, h. 
630-634. 
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menghapus paradigma literal, ia hanya sekedar melengkapi agar ilmu ini 
lebih sempurna memahami perintah Allah. Baru kemudian, enam abad 
setelah tawaran al-Syatibi, para tokoh pembaru melakukan revitalisasi 
metode hukum Islam dengan menjadikan konsep maslahah sebagai 
landasan berpikirnya. 

Di antara tokoh utilitarianisme adalah Muhammad “Abduh (w. 
1905 M.).106 Dalam pandangan Muhammad Abduh, umat Islam harus 
kembali ke ajaran Islam yang berkembang pada masa klasik, yaitu ajaran 
yang pernah dilakukan di zaman ulama salaf, para sahabat dan ulama- 
ulama Islam. Menurutnya, ajaran Islam terbagi menjadi dua bagian, rinci 
dan umum. Ajaran Islam yang terperinci ialah sekumpulan ketetapan 
Tuhan dan Nabinya yang tidak dapat mengalami perubahan atau 
perkembangan. Sedangkan yang umum merupakan prinsip-prinsip dan 
kaidah-kaidah yang dapat berubah penjabarannya dan perinciannya 
sesuai dengan kondisi sosial.107 Untuk menyesuaikan ajaran agama, 
khususnya hukum Islam yang telah ditetapkan oleh ulama zaman klasik 
dengan kondisi sosial masyarakat modern, tidak ada cara lain kecuali 
dengan ijtihad, sebab ruh hukum Islam itu adalah ijtihad. Tanpa ijtihad, 
hukum Islam tidak memiliki daya menghadapi kehidupan masyarakat 
yang selalu berubah dan berkembang.!08 Menurut Abduh, salah satu 
penyebab kemunduran umat Islam sehingga tertinggal dari barat karena 
ijtihad tidak dikembangkan lagi.199 

Pemikiran Abduh dilanjutkan oleh muridnya, Rasyid Rida (w. 1935 
M.).110 Ja menghargai akal manusia sekalipun penghargaannya tidak 
setinggi penghargaan yang diberikan oleh gurunya. Akal dapat dipakai 
terhadap ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan, tetapi tidak 


106L ahir di Mesir pada tahun 1849 dan wafat di Iskandariyah pada tahun 
1905 M.). Ia merupakan seorang pemikir Muslim dan salah satu penggagas 
gerakan modernisme Islam. Karyanya antara lain adalah Tafsir al-Gur'an al- 
Hakim, yang diteruskan oleh muridnya dan kemudian dikenal dengan Tafsir al- 
Manar, Risalah Tauhid, dan lain sebagainya. 
0'Muhammad Abduh, Risalah al-Tauhid, (Kairo: Dar al-Hilal, 1963), h. 
24. 
08Ramayulis dan Syamsul Nizar M., Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam, 
(Bandung: Guantum Teaching, 2005), h. 45. 
09Al-Urwah al-Wusga, majalah yang dipimpin Abduh dan Afghani, 
sementara al-Manar adalah majalah yang dipimpin Abduh dan Rasyid Rida. 
10| ahir di Syuriah Utsmaniyah pada tahun 1865M. dan wafat di Mesir 
pada tahun 1935 M. Ia merupakan seorang intelektual muslim yang 
mengembangkan gagasan modernisme yang awalnya digagas oleh Jamaluddin 
al-Afghani dan Muhammad “Abduh. 
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terhadap ibadah. Ijtihad dalam soal ibadah tidak diperlukan lagi. Ijtihad 
diperlukan hanya untuk soal-soal hidup kemasyaratan. Terhadap ayat 
dan hadis yang mengandung arti tegas, ijtihad tidak dapat dipakai lagi. 
Akal dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadis yang tidak 
mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak 
tersebut dalam al-9ur'an dan hadis.111 

Rasyid Rida berpendapat bahwa umat Islam lemah dikarenakan 
tidak lagi mengamalkan ajaran agama yang murni seperti yang 
diterapkan pada masa Rasulullah. Sebab, pada saat itu ajaran sudah 
tercampur bid'ah dan khurafat. Menurutnya, jika umat Islam ingin maju, 
mereka harus kembali berpegang teguh kepada al-Our'an dan al-Sunnah 
tanpa terikat oleh pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak 
sesuai dengan tuntutan hidup modern.112 Rida menolak giyas dengan 
meminjam pemikiran tokoh-tokoh otoritatif dari kalangan penganut 
mazhab Zahiri seperti Ibn Hazm dan mazhab Hambali seperti Ibn 
Taymiyyah. Sebagai ganti dari giyas, Rida menggunakan konsep 
maslahat. Menurutnya, hukum zaman klasik dan pertengahan yang 
diuraikan oleh para fugaha' melalui giyas menampilkan jalan yang 
memutar untuk sampai pada kesimpulan yang sama bahwa hukum 
tersebut dapat dicapai melalui maslahat.113 

Tokoh lainnya adalah Hasan Turabi (w. 2016 M.),114 yang 
menawarkan beberapa konsep yang menurutnya dapat menyelesaikan 
berbagai permasalahan kehidupan umat masa kini, yaitu penggunaan al- 
giyas al-wasi' (analogi yang luas dan komprehensif). Menurutnya, giyas 
tradisional (warisan ulama terdahulu), jangkauannya sangat terbatas 
dan sifatnya kaku. Secara operasional, giyas wasi' adalah dengan cara 
mempelajari sejumlah ayat-ayat al-Our'an atau hadis Nabi kemudian 
dirumuskan beberapa tujuan yang spesifik atau kemaslahatan tertentu 
yang dituju oleh syara, kemudian diaplikasikan pada permasalahan dan 
kondisi baru dalam perumusan hukum-hukumnya berdasarkan makna 
dan kemaslahatan yang dimiliki oleh keduanya, tanpa harus melihat 


111Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam... h. 65. 

112Musdah Mulia, Eksiklopedi Islam, vol. 6, ed. Nina M. Armando, et. Al. 
(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 45. 

113Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories, 217. 

114Lahir di Kassala Sudan Timur tahun 1932 dan wafat pada tahun 2016 
M. Karya-karyanya seputar pembaruan hukum Islam antara lain Tajdid al-Fikr 
al-Islami, Gadaya al-Tajdid, dan lain sebagainya. Lihat: Mas'adah, “Epistemologi 
Pembaruan Usul Fikih Hasan Turabi”, dalam Jurnal Dinamika, vol. 3, No. 1, Juni 
2018. 
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kepada bentuk dan kondisi kasus tersebut secara rinci. 

Secara konseptual, giyas ini basisnya selain diambil dari nas itu 
sendiri juga diambil dari maslahah mursalah. Di samping pembaruan 
giyas dengan giyas wasi', Turabi juga menawarkan istishab wasi'. Basis 
atau lapangan istishab ialah tradisi atau adat-istiadat yang berlaku di 
masyarakat yang telah berlaku turun temurun. Selama tradisi tersebut 
mempunyai nilai ma'ruf atau bermanfaat untuk umat manusia dan tidak 
ada dalil yang melarangnya, maka hukumnya adalah ibahah (boleh). 
Seruan Turabi untuk dilakukan pembaruan ilmu usul fikih terekam 
dalam karya monografinya yang berjudul Tajdid Ilm Usul al-Figh.15 

Selain dua paradigma di atas, terdapat pula paradigma liberalisme 
dalam rangka membangun metodologi yang menghubungkan antara 
teks suci dan realitas dunia modern dengan lebih berpijak pada upaya 
melewati makna eksplisit teks untuk menangkap jiwa dan maksud luas 
dari teks. Paradigma ini dalam istilah Yusuf al-Gardawi dikenal dengan 
sebutan mu'attilah al-judud, yang membuang teks agama atas nama 
masalih dan magasid.115 

Tokoh-tokoh penganut paradigma ini adalah antara lain Mahmud 
Muhammad Taha (w. 1985 M.),117 yang mengembangkan beberapa 
metode untuk memahami keberlakuan suatu ayat. Metode tersebut 
antara lain dengan menggabungkan antara spiritualitas dan rasionalitas, 
atau dengan menggunakan metode hermeneutika, dan atau dengan 
menggunakan pembalikan nasakh atau redefinisi konsep nasakh. 
Menurut Taha, nasakh tidak dapat dipahami sebagai penghapusan yang 
berarti ada ayat yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena telah 
tergantikan oleh yang turun kemudian melainkan lebih tepatnya bila 
dipahami sebagai penundaan dalam hal aplikasinya. Menurutnya, ajaran 
Islam yang orisinil dan esensial terdapat dalam ayat-ayat Makkiyah, 
tetapi karena kesadaran dan pola pikir bangsa Arab abad ke tujuh 
Masehi tidak dapat menerima dan memahami nilai-nilai universal Islam, 
maka kemudian yang diturunkan dan diberlakukan adalah ayat-ayat 
Madaniyah yang hanya bersifat tambahan. Taha bermaksud 
menunjukkan bahwa wahyu yang bersifat tambahan yang secara 


115Mas'adah, “Epistemologi Pembaruan Usul Fikih Hasan Turabi”, dalam 
jurnal Dinamika, vol. 3, No. 1, Juni 2018. 

16Yusuf al-Gardawi, Dirasah fi Figh Magasid al-Syari'ah..., h. 85. 

117Lahir di Sudan pada tahun 1909 M. dan wafat pada tahun 1985 M. 
Karya-karyanya antara lain Risalah al-Islam al-Tsaniyah, Musykilah al-Syarg al- 
Ausat, Gul Hadzihi Sabili, Tarig Muhammed, al-Tahaddi alladzi yuwajihuhu al- 
Arab, dan lain sebagainya. 
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tradisional telah dianggap sebagai menyatu secara kekal dengan Islam 
dan terus berfungsi, kenyataannya tidak lagi relevan dan tidak dapat 
memenuhi kebutuhan kaum muslimin saat ini.118 

Penganut paradigma liberalisme lainnya adalah Fazlur Rahman 
(w. 1988 M.).1? Ja menawarkan teori double movement (gerak ganda) 
dalam memahami dan menafsirkan al-Our'an, yaitu hubungan timbal 
balik antara wahyu ketuhanan dan sejarah kemanusiaan. Konstruksi 
bangunan pemikiran Rahman tentang hermeneutika al-OGur'an dengan 
teori gerak gandanya adalah merupakan respon terhadap model 
penafsiran dan pemahaman al-OGur'an yang bersifat “Otomistik” serta 
pemahaman dan pendekatan sepotong-sepotong. Langkah pertama dari 
gerakan tersebut adalah dengan cara memahami arti atau makna dari 
suatu pernyataan tertentu atau upaya sungguh-sungguh dalam 
memahami konteks mikro saat al-Our'an diturunkan, setelah itu seorang 
mufassir berusaha menangkap makna asli dari ayat al-Gur'an dalam 
konteks sosio-historis kenabian, sehingga ditemukan ajaran universal al- 
Our'an yang melandasi berbagai perintah normatif al-Our'an. Langkah 
berikutnya adalah melakukan generalisasi jawaban-jawaban spesifik 
dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki 
tujuan-tujuan moral sosial yang disaring dari ayat-ayat spesifik dalam 
sinaran latar belakang sosio-historis dan rationes legis yang sering 
dinyatakan.120 

Sementara Muhammad Sa'id al-Asymawi (w. 2013 M.)121 hadir 
dengan menawarkan sejumlah pemikiran rekonstruksi syariat dengan 
memandang bahwa syariat bukanlah kaidah-kaidah, aturan-aturan, dan 


118Rasyida Fathina, “Mahmoud Muhamed Taha: Redefinisi Konsep 
Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis,” dalam Jurnal Hukum dan Syariah, 
vol. 1, No. 1, 2010. 

119Lahir tahun 1919 M. dan wafat pada tahun 1988 M. Ia dianggap 
sebagai salah satu pemikir neo-modernis yang paling serius dan produktif. 
Karya-karyanya antara lain Islam and Modernity: Transformation of an 
Intellectual Tradition, Major Themes of the Gur'an, Revival and Reform in Islam, 
Islamic Mothodology in History, dan lain sebagainya. 

120Jlya, Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju 
Penetapan Hukum Bervisi Etis, diakses pada 3 Desember 2019 dari www. 
Researchgate.net/publication/ 291085863. 

121L ahir di Mesir pada tahun 1932 dan wafat pada tahun 2013 M. Karya- 
karyanya antara lain Usul al-Syart'ah, al-Islam al-Siyasi, Hagigat al-Hijab wa 
Hujjiyat al-Sunnah, dan lain sebagainya. Lihat: Muhammad Kholidul Adib, 
“Rekonstuksi Syariat: Pemikiran Muhammad Sa'id al--Asymawt”, dalam Jurnal 
at-Tagaddum, Volume 3, Nomor 2, November 2011. 
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hukuman-hukuman, melainkan spirit yang menembus inti segala 
sesuatu. Sebuah spirit yang berkelanjutan dalam menciptakan aturan- 
aturan baru, melakukan pembaruan-pembaruan dan interpretasi 
modern. Syariat menurutnya adalah sebuah gerak langkah dinamis yang 
selalu membawa manusia pada tujuan-tujuan yang benar dan orientasi- 
orientasi yang mulia supaya mereka tidak terjebak ke dalam teks, 
terkoyak dalam lafal, dan tenggelam dalam ungkapan.12 'Asmawi 
menyayangkan pada akhirnya pemahaman kata syariat dalam pemikiran 
Islam berubah menjadi sistem Islam yang meliputi al-OGur'an, hadis, 
ijmak, dan giyas. Perubahan ini menurut 'Asmawi sangat berbahaya 
karena wmencampur-adukkan antara agama dengan pemikiran 
keagamaan, dan yang akan terjadi adalah sakralitas pemikiran 
keagamaan (fikih).128 Menurutnya, membatasi syariat Islam pada ijtihad 
para fugaha' terdahulu bertentangan dengan teks-teks syariat dan 
spiritnya. Syariat Islam merupakan syariat yang elastis dan dinamis yang 
meletakkan kerangka universal dan sumber penetapan hukum-hukum 
bagi setiap masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat.124 
Dalam konteks upaya pembaruan metode hukum Islam, 'Asymawi hadir 
dengan memberikan pembacaan kritis terhadap syariat dan fikih.125 

Di antara tokoh lainnya adalah Muhammad Syahrur (w. 2019 
M.),126 yang dikenal dengan tawaran nazariah al-hudiid (teori batas)-nya, 
yaitu terdapat ketentuan Tuhan yang diungkapkan dalam al-Kitab dan 
al-Sunnah yang menetapkan batas bawah dan batas atas bagi seluruh 
perbuatan manusia. Batas bawah merupakan batas minimal yang 
dituntut oleh hukum dalam kasus tertentu, sedangkan batas atas 
merupakan batas maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari 
batas minimal tidak sah (tidak boleh), demikian pula yang melebihi 
batas maksimal. Ketika batas-batas ini dilampui, maka hukuman harus 
dijatuhkan menurut proporsi pelanggaran yang terjadi, sehingga 
manusia dapat melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas yang 


22Muhammad Sa'id al-Asymawi, Usul al-Syar'ah, 4th eds. (Kairo: 
Maktabah Madhbuli al-Saghir, 1996), h. 21. 

28Muhammad Kholidul Adib, “Rekonstruksi Syariat: Pemikiran 
Muhammad Said al-Asymawi”, dalam Jurnal at-Tagaddum, Volume 3, Nomor 2, 
Nopember 2011. 

24Muhammad Sa'd al-Asymawi, Usul al-Syari'ah, h. 188-189. 
25Muhammad Kholidul Adib, “Rekonstruksi Syariat:.., h. 160. 

26Lahir di Damaskus pada tahun 1938 M. dan wafat pada tahun 2019 M. 
Karya-karyanya antara lain: al-Kitab wa al-Gur'an: Gira'ah Mu'asirah, Dirasah 
Islamiyah Mu 'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama', Nahwa Usul Jadidah li al-Figh 
al-Islami, dan lain sebagainya. 
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telah ditentukan.127 Menurut Sahiron Syamsuddin, Syahrir menekankan 
relatifitas hermeneutik dalam hal penafsiran terhadap kitab suci. Dalam 
arti, bahwa setiap generasi mempunyai kebebasan untuk 
menafsirkannya sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat, serta sesuai 
dengan struktur ilmu pengetahuan yang tersedia. Ketepatan 
(kebenaran) penafsiran diukur dengan kesesuaiannya dengan situasi 
dan kondisi pada saat penafsiran itu dilakukan. Hal ini berarti bahwa 
manusia modern dapat menafsirkan al-Our'an sesuai dengan kebutuhan 
kontemporer, tanpa harus berkonsultasi dengan karya-karya tafsir 
terdahulu, karena tuntutan dan situasi pada masa sekarang berbeda dari 
masa lalu.128 Oleh karena itu, Amin Abdullah mengkategorikan Syahrur 
sebagai salah satu tokoh pembaru metode hukum Islam secara revolutif, 
yang membuang khazanah masa lalu.129 

Tokoh penganut paradigma liberalisme lainnya adalah Abdullahi 
Ahmad al-Na'im.130 Berdasarkan pengalaman dan hasil kajiannya 
terhadap hukum Islam, al-Naim merasakan adanya ambiguitas 
pemikiran hukum Islam, baik dalam persoalan metode maupun 
materinya. Oleh karena itu, ia memperkenalkan produk pemikiran 
hukum Islam baru dengan berpijak pada teori nasakh atau teori nasakh 
terbalik, yang merupakan kelanjutan dari tawaran gurunya, Mahmoud 
Muhammed Taha. Teori ini sejatinya merupakan bentuk upaya 
rekonstruksi dari metode nasakh yang sudah mapan dalam kajian usul 
fikih. Pendekatan rekonstruksi ini ditempuh dalam rangka 
menyesuaikan nas-nas al-Guran dan al-Sunnah dengan kondisi 
modern. Menurut an-Naim, hukum Islam yang tepat untuk 
diimplementasikan saat ini adalah hukum Islam yang berdasarkan 
realitas konkrit, bukan Tuhan, sehingga dapat menyelesaikan masalah 
dan tepat sasaran. Standar kesahihan dan ketepatannya adalah 


127Hallag, A. History of Islamic Legal Theories ..., h. 453-464. 

128| jhat: Muhammad Shahrur, Metode Figh Islam Kontemporer, terj. 
Sahiron Syamsuddin, Burhanudin, (Yogyakarta: alSAO Press, 2004). 

129Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Figh dan 
Dampaknya Pada Figh Kontemporer”, dalam Mazhab Jogja, h. 120-121. 

130Lahir di Sudan tahun 1946 M. Ia menetap di Amerika Serikat dan 
mengajar di Universitas Emory. Ia dikenal sebagai pakar Islam dan Hak Asasi 
Manusia. Karya-karyanya antara lain Islam and Human Rights: Beyond the Zero- 
Sum Game, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a, Toward 
an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law, dan 
lain sebagainya. 

131A, Luthfi Assyaukani, “Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab 
Kontemporer” dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, vol. 1, No. 1, 1998. 
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pembelaan nilai-nilai kemanusiaan dengan didukung oleh dua argumen: 
argumen yang bersifat moral dan argumen yang bersifat empiris. Dalam 
teori dekonstruksinya, an-Na'im menekankan prinsip resiprositas dan 
mengikuti praktik-praktik kehidupan bangsa-bangsa modern. Umat 
Islam boleh menerapkan hukum Islam dengan catatan tidak melanggar 
legitimasi hak perorangan dan kolektif pihak lain.132 

Ketiga paradigma (literalisme, utilitarianisme dan liberalisme) di 
atas menjadi pisau analisis di dalam membaca pergeseran metode 
bermazhab dalam NU dengan pola bermazhab secara gauli, bermazhab 
secara manhaji, dan bahkah mengarah pada pola pikir liberal. Hal ini 
karena ada kemiripan antara pembaruan yang terjadi di dunia Islam 
secara umum dengan apa yang terjadi di lingkungan NU, terutama pada 
Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU). 


Pengaruh Pembaruan Metodologi Terhadap Produk Fikih 

Produk fikih merupakan hasil dari perkawinan antara akal dan 
teks melalui jalan ijtihad. Ijtihad membutuhkan seperangkat metode 
untuk melahirkan produk-produk fikih tersebut. Tentu perbedaan 
metode ijtihad akan melahirkan produk fikih yang berbeda pula. Oleh 
karena itu, adanya pembaruan metodologi hukum Islam berkonsekuensi 
terhadap pembaruan hukum Islam (fikih), sehingga dalam sejarahnya, 
produk fikih mengalami perubahan dan pembaruan, yang salah satu 
penyebabnya adalah karena perubahan metode itu sendiri. Tentu perlu 
disampaikan bahwa, pembaruan produk fikih tidak semata-mata karena 
adanya pembaruan metodologi, melainkan banyak faktor lain yang 
mempengaruhinya. Kerapkali fikih, walaupun secara metodologis tidak 
mengalami perubahan, namun karena faktor perubahan kondisi sosial, 
perubahan zaman, perubahan teritorial, dan perubahan-perubahan 
lainnya kadang menyebabkan fikih mengalami pembaruan. Oleh karena 
itu, secara umum, perbedaan produk fikih disebabkan oleh berbagai 
faktor, diantaranya: perbedaan bacaan (ikhtilaf al-gira'at), jawabannya 
tidak ditemukan dalam hadis sementara yang menemukannya ragu 
dalam ketetapan (validitas) hadis, berbeda dalam memahami teks dan 
interpretasi, adanya dualisme makna (isytirak) dalam lafal, adanya 


132Junaidi Abdillah, “Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan 
Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Islam di Indonesia”, dalam Ijtimaiyya: 
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, vol. 10, No. 1, 2017. 
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kontradiksi dalil, tidak ada nas dalam penyelesaian kasus, dan 
perbedaan di dalam kaidah-kaidah usul fikih.138 

Dalam metodologi hukum Islam (usul fikih), ada dua corak metode 
dalam membaca petunjuk lafal sebagai pijakan dalam melahirkan 
hukum. Dua corak metode tersebut adalah corak Hanafiyyah dan corak 
Mutakallimun (ulama kalam). Corak Mutakallimun bercirikan mantigi 
(logika) dan nadari (teoritis) yang dikuatkan oleh burhan (bukti/fact). 
Dalam metode ini tidak ada ikatan agar pandangannya sesuai atau 
sejalan dengan pandangan ulama mujtahid (imam) yang mereka ikuti, 
karena yang terpenting adalah bahwa pandangan mereka dikuatkan 
oleh akal (proses berpikir logika dan teoritis) dan didukung oleh bukti. 
Dengan kata lain, bebas berpikir atas dasar logika dan bukti serta tidak 
terikat oleh kungkungan metode yang dipakai oleh imam mereka. 
Sebaliknya, corak Hanafiyyah dianggap sebagai metode yang selalu 
mendasarkan pada kaidah-kaidah yang telah dibangun oleh imam 
terhadulu mereka dan tidak mendasarkan pada bukti teoritis, sehingga 
selalu terikat dengan landasan kaidah yang telah dibangun oleh imam 
mereka.135 

Ulama Mutakallimin membagi metode membaca petunjuk lafal 
yang berkonsekuensi terhadap lahirnya sebuah hukum kepada dua 
pijakan dasar: mantug dan mafhum. Mantug adalah pengertian harfiyyah 
dari suatu lafal yang diucapkan.!88 Sementara mafhum adalah 


133Mustafa Sa'id al-Khinn, Atsar al-Ikhtilaf ft al-Yawa'id al-Usuliyyah fi 
Ikhtilaf al-Fugaha', 74 ed., (Beirut-Lebanon: al-Resalah Publishers), h. 38-118. 
Lihat juga: Yasin Abdul al-Latif Abdul Halim, “Ilm al-Khilaf”, dalam Mausu'ah al- 
Tasyri al-Islami, h. 377-383. 

134Sedangkan Abdul Mughits mengelompokkan kepada tiga aliran atau 
tarigah dengan menambahkan metode konvergensi (gabungan) yang biasa 
disebut dengan tarigah al-jam'an. Lihat: Abdul Mughits, Kritik Nalar Figh 
Pesantren, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 66-69. Pengelompokan ini 
dikritik dan dianggap kurang tepat oleh A. Oadri Azizy dalam bukunya 
Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern, 
(Jakarta: Teraju, 2003), h. 4-9. 

135A. Oadri Azizy, Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad 
Sesuai Saintifik-Modern, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 5-6. 

136Mantug terbagi ke dalam dua bagian: (1) Mantug sarih, yaitu makna 
yang secara tegas ditunjukkan oleh suatu lafal sesuai dengan penciptaannya 
baik secara penuh atau berupa bagiannya, dan (2) Mantug ghayrsarih, yaitu 
pengertian yang ditarik bukan dari makna asli dari suatu lafal, tetapi sebagai 
konsekuensi dari suatu ucapan. Kemudian mantug ghayr sarih dibagi lagi 
menjadi tiga bagian (dalalah): isyarah, igtida' dan ima'. Dalalah isyarah adalah 
suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi, namun bukan 
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pengertian tersirat dari suatu lafal (mafhim muwafagah) atau 
pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan (mafhum 
mukhalafah).387 Adapun ulama Hanafiyyah membagi metode membaca 
petunjuk lafal kepada empat macam petunjuk: petunjuk redaksional 
(dalalah al-'Ibarah), petunjuk isyarat (dalalah al-isyarah), petunjuk teks 
(dalalah al-nas) dan petunjuk sisipan (dalalah al-igtida'). Secara 
pembagian, jika metode pembacaan terhadap petunjuk yang digunakan 
oleh Mutakallimun ada enam, maka bagi ulama Hanafiyyah hanya ada 
empat. Adapun secara definisi, baik definisi Mutakallimun maupun 
Hanafiyyah hampir sama. Isyarah al-nas sama-sama dipakai, baik oleh 
Hanafiyah maupun Mutakallimun, demikian juga dengan dalalah al- 
igtida'. Dalalah al-nas dalam istilah Hanafiyyah dikenal dengan mafhum 
muwafagah dalam istilah Mutakallimun. Demikian juga dengan istilah 
'ibarah al-nas dalam Hanafiyyah dikenal dengan mantug sarih dan 
dalalah ima' dalam istilah Mutakallimun. Namun begitu, Hanafiyyah 
tidak mengenal istilah mafhtuim mukhalafah dan menganggapnya sebagai 
petunjuk yang rusak (dalalah fasidah).38 

Walaupun metode pembacaan terhadap petunjuk lafal dari dua 
aliran ini hampir sama, namun dalam praktiknya mengalami perbedaan 
sehingga berimplikasi pada perbedaan hukum. Ulama sepakat bahwa 
kuatnya dalalah ini sesuai dengan urutannya. Urutan pertama adalah 
ibarah al-nas (mantug sarih), kemudian isyarah al-nas, kemudian 
dalalah al-nas (mafhum muwafagah) dan kemudian dalalah al-igtida'. 


pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari 
hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu. Sedangkan dalalah igtida' adalah 
pengertian kata yang disisipkan secara tersirat (dalam pemahaman) pada 
redaksi tertentu yang tidak dapat dipahami secara lurus kecuali dengan adanya 
penyisipan itu. Adapun dalalah ima' adalah suatu pengertian yang bukan 
ditunjukkan langsung oleh suatu lafal, tetapi melalui pengertian logisnya karena 
menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebut suatu sifat atau 
peristiwa. Lihat: Mustafa Said al-Khinn, Atsar al-Ikhtilaf ft al-Gawa'id al- 
Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fugaha', 74 ed., (Beirut-Lebanon: al-Resalah Publishers), 
h. 138-144. 

137Mafhum dibagi menjadi dua macam: (1) Mafhum muwafagah, yaitu 
penunjukan hukum melalui motivasi tersirat atau alasan logis di mana rumusan 
hukum dalam mantug dilandaskan, dan (2) Mafhum mukhalafah, yaitu 
penunjukan lafal atas tetapnya hukum kebalikan dari yang tersurat ketika 
tiadanya suatu persyaratan. Lihat: Mustafa Sa'id al-Khinn, Atsar al-Ikhtilaf ft al- 
Gawa'id al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fugaha', 78 eds., (Beirut-Lebanon: al-Resalah 
Publishers), h. 138-144. 

138Mustafa Sa'id al-Khinn, Atsar al-Ikhtilaf ft al-Gawa'id al-Usuliyyah fi 
Ikhtilaf al-Fugaha', h. 127-145. 
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Ketika terjadi kontradiksi antar dalalah, maka yang didahulukan adalah 
yang lebih kuat. Namun begitu, kalangan Syafi'iyyah berpandangan 
bahwa, ketika terjadi kontradiksi antara dalalah al-nas dengan isyarah 
al-nas, maka yang diprioritaskan adalah dalalah al-nas. Sebaliknya, 
ulama Hanafiyyah mendahulukan isyarah al-nas daripada dalalah al-nas. 
Selain itu, ulama berbeda pendapat dalam bab dalalah menjadi tiga 
kaidah mendasar yang berpengaruh terhadap perbedaan dalam produk 
hukum. Adapun tiga kaidah tersebut adalah: perlunya mafhum 
muwafagah (dalalah al-nas), apakah sebuah tuntutan itu bersifat umum, 
dan apakah mafhum mukhalafah merupakan petunjuk yang dapat 
dijadikan dalil dalam istinbat hukum.139 

Selain itu, pembacaan terhadap teks selalu mengalami berbagai 
pendekatan, pendekatan nassiyah (tekstual) dan  magasidiyah 
(kontekstual). Demikian juga dalam hal menyikapi teks yang terkesan 
kontradiksi, ada yang menggunakan pendekatan kompromi (madzhab 
al-jam'i), ada juga yang menggunakan pendekatan al-tarjih 
(mengunggulkan salah satunya) yang berkonsekuensi pada produk fikih 
yang dihasilkan, dan berbagai pendekatan lainnya. Malangnya, produk 
fikih yang dihasilkan dari persinggungan akal dan teks dengan metode 
ijtihad dan melalui berbagai pertimbangan seperti konteks sosial dan 
semacamnya kemudian mengalami kristalisasi dan sakralisasi sehingga 
produksi fikih mengalami hambatan. 

Oleh karena itu, faktor penyebab kemandegan dalam tradisi 
keilmuan Islam salah satunya adalah, karena umat Islam terjerembab ke 
dalam tradisi fikih yang cenderung terlalu normatif. Bahkan pada situasi 
tertentu, sebagian mereka terkadang sampai pada taraf menganggap 
sakral terhadap produk fikih para ulama dan memandangnya identik 
dengan hukum Tuhan. Dengan cara pandang seperti ini, fikih tidak lagi 
dianggap sebagai produk sejarah penalaran manusia yang dapat 
berubah. Hal ini terjadi disebabkan diantaranya karena kurangnya 
pemahaman sebagian besar umat Islam terhadap perjalanan sejarah 
fikih dalam kerangka interaksi sosial. Padahal dalam fakta sejarah, 
hukum Islam (fikih) mengalami perubahan.149 


139Mustafa Sa'id al-Khinn, Atsar al-Ikhtilaf ft al-Gawa'id al-Usuliyyah fi 
Ikhtilaf al-Fugaha', h. 146-149. 

140Lihat Disertasi Achmad Kholig, Metode Ijtihad Sahabat Dan 
Kontribusinya Terhadap Sistem Ijtihad Ulama Figih Abad II Dan III Hijriyah, 
(akarat: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), hal. 2. Sumber yang dikutip oleh 
penulis adalah William C. Schutz dalam Encyclopedia of The Science, vol. 7, (New 
York: The Macmillan Company and The Free Press, 1972), h. 458. 
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Pada kesimpulannya, perbedaan dan pembaruan metodologi 
hukum Islam akan berpengaruh terhadap pembaruan produk hukum 
yang dihasilkan. Jika metode yang digunakan bercorak literalisme, maka 
kemungkinan besar produk fikihnya sangat formalistik-normatif. 
Sebaliknya, jika metode yang digunakan bercorak revitalisme atau 
malah bercorak liberalisme, maka tentu produk hukumnya juga 
bercorak substantif-liberal. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu 
dilakukan di dalam melihat pergeseran metode dalam penggalian 
hukum di Lembaga Bahtsul Masail (LBM) yang berimplikasi terhadap 
proses reformasi bermazhab dalam NU. 
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BAB III 
NAHDLATUL ULAMA (NU) 
DAN TRADISI BAHTSUL MASAIL 


Membaca alur pemikiran sebuah komunitas tidak dapat 
dilepaskan dari wadah yang menjadi tempat di mana komunitas itu lahir 
dan tumbuh, maka melihat pemikiran warga nahdiyyin tidak dapat 
dipisahkan dari oraganisasi yang ditumpanginya. Doktrinasi ajarannya 
akan mewarnai cara pandang dan perilaku pengikutnya, sehingga tidak 
mengherankan jika pengikutnya sangat memegang teguh ajaran NU 
melalui pola bermazhab. Tradisi bermazhab ini menjadi terlihat sangat 
jelas ketika menelusuri lembaga yang diamanahi oleh NU untuk 
membahas persoalan keagamaan, yaitu Lembaga Bahtsul Masail NU 
(LBM-NU). Oleh karena itu, bab ini akan membahas dua tema besar, 
yaitu corak keberagamaan NU dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul 
Ulama (LBM-NU). Dalam membaca NU, perlu dijelaskan sejarah dan 
motif lahirnya organisasi ini, genealogi yang menjadi sanad paham 
keagamaannya, dan gerakan yang diakibatkan dari pemahaman 
tersebut. Sementara dalam membaca Lembaga Bahtsul Masail (LBM), 
akan ditelusuri cikal bakal lahirnya lembaga ini, sistem yang digunakan, 
sumber yang menjadi pijakan dalam memutuskan persoalan hukum, 
dominasi mazhab Syafi' dalam hasil keputusannya bahtsul masail. 


Nahdlatul Ulama dan Corak Keberagamaan 
1. Historiografi Nahdlatul Ulama 

Nahdlatul Ulama (NU): didirikan pada 16 Rajab 1344 H./31 
Januari 1926 M. di Surabaya, sebagai organisasi sosial keagamaan Islam 
Uam'iyyah diniyyah Islamiyyah ijtima'iyyah) yang menganut paham 
ahlus-sunnah wal-jama'ah (Aswaja), yaitu dalam bidang akidah (teologi) 


1Nahdlatul Ulama terdiri dari dua kata, Nahdlah dan Ulama. Menurut Gus 
Dur, kata Nahdlah terinspirasi dari kata mutiara al-Hikam Ibn Ata'illah dengan 
bunyi: 
Artinya: “Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang perilakunya tidak 
membuatmu bangkit, dan ucapannya tidak mengarahkanmu kepada Allah” 
Sementara kata Ulama diambil dari surah Fatir ayat 28: 

slakall sole ya dil UI 

Artinya: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah 


Ulama. 
Lihat: Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Khazanah Aswaja, h. 420. 
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mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari (w. 323 H.) dan 
Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H.), dalam bidang fikih bermazhab 
secara gauli dan manhaji kepada salah satu mazhab fikih yang empat 
(Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali), dan dalam bidang tasawuf 
mengikuti Junayd al-Baghdadi (w. 298 H.) dan Abu Hamid al-Ghazali (w. 
505 H.).2 Aswaja sebagai pemahaman keagamaan atau metode berpikir 
ke-NU-an (manhaj al-fikrah al-nahdiyyah) memadukan antara wahyu 
dan akal yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang mengandung 
prinsip moderasi (tawassut), menjaga keseimbangan (tawazun), dan 
toleransi (tasamuh).3 Metode berpikir ini lahir dari proses dialektika 
sejarah pemikiran dan gerakan yang intens. Aswaja menghindari 
pertentangan politik dan fanatisme kelompok yang masuk dalam 
pemahaman keagamaan. Dengan prinsip dan watak dasarnya, Aswaja 
diterima dan berkembang di semua lapisan masyarakat, ikut berperan 
mewujudkan kehidupan yang penuh kedamaian dalam wahana 
kebangsaan dan kenegaraan bersama peradaban, kebudayaan dan 
tradisi lain.4 

Sebelum organisasi NU ini terbentuk, ada beberapa faktor yang 
melatar-belakanginya, di antaranya adalah adanya gerakan pembaruan 
di Mesir dan sebagian Timur Tengah lainnya dengan munculnya 
gagasan Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afgani untuk 
mempersatukan seluruh dunia Islam. Sementara di Turki, bangkit 
gerakan nasionalisme yang kemudian meruntuhkan khalifah 
Utsmaniyyah. Gerakan pembaruan juga terjadi di Arab Saudi dengan 
tampilnya Wahabi. Bedanya dengan gerakan di Mesir dan di Turki, 


2Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha' fi Mugarrarat Mu 'tamarat Nahdatil 
Ulama': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, 
dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015), (Surabaya: Khalista dan LTN-PBNU, 
2019), h. 993. 

3Ciri-ciri (khasa'is) pola pikir Nahdlatul Ulama adalah: (1) pola pikir 
moderat (fikrah tawassutiyyah), artinya NU senantiasa bersikap tawazun 
(seimbang) dan itidal (moderat) dalam menyikapi berbagai persoalan, tidak 
ifrat (ekstrim) atau tafrit (gegabah), (2) pola pikir toleran (fikrah 
tasamuhiyyah) sehingga mampu hidup harmonis dengan pihak lain walaupun 
berbeda cara berpikir, keyakinan, dan beda budayanya, (3) pola pikir reformatif 
(fikrah islahiyyah) dengan selalu melakukan perbaikan kearah yang lebih baik 
(al-islah ila ma huwa al-aslah), (4) pola pikir dinamis (fikrah tatawwuriyyah) 
dengan melakukan kontekstualisasi dalam menyikapi berbagai persoalan, dan 
(5) pola pikir metodologis (fikrah manhajiyyah) dengan menggunakan 
kerangka berpikir metodologis yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. 
Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkamul Fugaha..., h. 993. 

4TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 937-938. 
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gerakan Wahabi bergulat dengan persoalan internal umat Islam sendiri, 
yaitu reformasi paham tauhid dan konservatisme dalam bidang hukum 
yang menurut mereka telah dirusak oleh khurafat dan kemusyrikan 
yang melanda kehidupan umat Islam. Sementara gerakan pembaruan di 
Mesir dan di Turki muncul akibat kesadaran sosial politik atas 
ketertinggalan dari Barat. 

Adapun di Indonesia, tumbuh organisasi sosial kebangsaan dan 
keagamaan yang bertujuan untuk memajukan kehidupan umat, seperti 
Budi Utomo (lahir 20 Mei 1908), Syarekat Islam (lahir 11 November 
1912) yang sebelumnya bernama Syarekat Dagang Islam (SDI), dan 
kemudian disusul Muhammadiyah (18 November 1912). Lalu muncul 
organisasi pendidikan dan dakwah yang dirintis oleh KH. A. Wahab 
Hasbullah dan Mas Mansur$ pada tahun 1914 dan mendapatkan 
pengakuan badan hukum tahun 1916 dengan bantuan pemimpin SI, 
Tjokroaminoto, dan seorang arsitek di Surabaya bernama Soenjoto. 
Organisasi ini bernama Nahdatul Watan (Kebangkitan Tanah Air). Pada 
tahun 1918, kyai Wahab membentuk sebuah koperasi pedagang yang 
diberi nama Nahdatut Tujjar (Kebangkitan Para Pedagang). Setahun 
kemudian, tepatnya tahun 1919, bermula dari sebuah kelompok diskusi 
tentang masalah-masalah keagamaan, yang diorganisir bersama dengan 
beberapa ulama tradisional di Surabaya, lahir madrasah dengan nama 
Taswirul Afkar (Potret Pemikiran), dan yang menjadi pemimpin formal 
perhimpunan ini adalah KH. Ahmad Dahlan. Kemudian pada awal tahun 
1920, kyai Wahab juga mendirikan organisasi pemuda muslim yang 
diberi nama Syubbanul Watan (Pemuda Tanah Air). 

Faktor gerakan kaum modernis di Indonesia yang dianggap tidak 
senang dengan ulama salaf, kitab-kitab salaf dan hanya mengikuti al- 
Our'an dan hadis, dengan melalui kekuasaan pemerintah Jajahan, Hindia 


5SHarun Nasution, Pembaruan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan 
Gerakan, 14th ed., (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2014), h. 23-26, M. Ali Haidar, 
Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), h. 45-46, dan Ahmad Zahro, Tradisi 
Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-199, (Yogyakarta, LKiS, 2004), h. 15. 

6Mas Mansur pada akhirnya masuk Muhammadiyah karena terkait 
perbedaan paham keagamaan dengan kyai Wahab Hasbullah yang memilih dan 
membela system bermazhab, sementara Mas Mansur memilih jalur Islam 
modernis yang anti mazhab. Lihat: Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 
Khazanah Aswaja, h. 421. 

7M, Ali Haidar, Nahdatul Ulama Dan Islam di Indonesia..., h. 47-49, lihat 
juga: Martin Van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana 
baru, 7th eds., (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 30. 
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Belanda, membuat gerah kyai-kyai pesantren. Sejak tahun 1920, para 
kyai pesantren mulai melakukan konsolidasi dengan diawali pertemuan 
di Bangkalan Madura, yang diinisiasi oleh menantu kyai Khalil dengan 
mengundang sekitar 66 ulama dari seluruh Indonesia. Pada tahun 
berikutnya (1921-1922) ada musyawarah di Kawatan (Surabaya) di 
rumah kyai Mas Alwi. 

Menurut Mujamil, faktor utama yang memengaruhi lahirnya 
organisasi NU, walaupun bukan faktor satu-satunya, adalah peristiwa 
Hijaz, yaitu ketika Ibnu Sa'ud (w. 1953 M.) menguasai Makkah. Tersebar 
isu bahwa penguasa baru ini akan menghilangkan mazhab-mazhab yang 
ada. Berita ini sampai ke Indonesia dan meresahkan ulama pesantren. 
Guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk dari berita 
tersebut, maka kyai Wahab Hasbullah (w. 1971 M.) menggagas untuk 
mendirikan jam'iyyah Nahdlatul Ulama, yang kemudian disampaikan 
kepada KH. Hasyim Asy'ari (w. 1947). 

Usulan ini pertama kali disampaikan oleh kyai Wahab Hasbullah 
sekitar tahun 1924 kepada kyai Hasyim namun beliau tampaknya belum 
melihat perlunya mendirikan organisasi semacam itu dan tidak 
langsung memberikan persetujuan. Akan tetapi, setelah penyerbuan 
yang dilakukan oleh Ibnu Sa'ud atas Makkah, beliau berubah pikiran dan 
menyetujui perlunya dibentuk sebuah organisasi baru. Persetujuan ini 
diawali dengan melakukan pendekatan spiritual dan melalui salat 
istikharah,19 serta setelah kyai Khalil dari bangkalan, sebagai guru dan 
kyai yang sangat dihormati oleh para kyai di Jawa dan Madura, 
meyakinkan beliau bahwa pembentukan organisasi ini akan membawa 
manfaat bagi umat Islam.11 


8Kyai Mas Alwi adalah tokoh yang memberi nama organisasi Nahdlatul 
Ulama. Alasan pemberian nama ini, menurutnya, sebab tidak semua ulama 
memiliki jiwa nahdah (bangkit). Ada ulama yang sekedar hanya diam di 
pondoknya. Dan yang ada di dalam organisasi ini (NU) adalah ulama yang 
memiliki jiwa nahdah. Lihat: Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 
Khazanah Aswaja, h. 419. 

?Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, (Sala: 
Jatayu Sala, 1985),h. 16. 

10Lihat: Martin Van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, 
Pencarian Wacana baru..., h. 31, dan Mujamil, Dinamika Pemikiran Islam 
Nahdlatul Ulama... h. 28. 

Lihat: Lathiful Khulug, Fajar Kebangunan Ulama, Biografi K.H. Hasyim 
Asyari, 3th eds., (Yogyakart: LKiS, 2008), h. 101. Keyakinan kyai Hasyim muncul 
ketika pada tahun 1924 kyai Khalil Bangkalan meminta muridnya yang 
bernama As'ad Syamsul 'Arifin untuk mengantarkan tongkat kepada kyai 
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Ibnu Saud setelah berhasil menguasai Makkah dengan 
mengalahkan penguasa sebelumnya, Syarif Husein (w. 1931 M1), 
merencanakan untuk menggelar kongres khilafah sebagai upaya 
meneguhkan kedudukannya menggantikan Dawlah Islamiyyah sebagai 
pusat kekuasaan Islam,!2 maka kaum muslimin sedunia melalui 
perwakilannya diundang, termasuk perwakilan dari Indonesia. 
Rencananya utusan Indonesia akan diwakili tokoh Sarekat Islam (HOS. 
Tjokroaminoto), tokoh Muhammadiyah (KH. Mas Mansur), dan ulama 
pesantren (KH. A. Wahab Hasbullah). Hanya saja, nama kyai Wahab 
Hasbullah dicoret dengan alasan tidak mewakili suatu organisasi. 
Kenyataan pahit ini masih diterima oleh para ulama dengan syarat 
delegasi umat Islam yang tinggal dua orang itu bersedia dititipi pesan 
para ulama dan kaum muslimin Indonesia untuk disampaikan kepada 
raja Sa'id, supaya menghentikan tindakan-tindakan anti kebebasan 
bermazhab, ziarah kubur, kegiatan membaca kitab barzanji dan 
sebagainya. Ternyata titipan yang sederhana ini ditolak oleh calon 
delegasi dengan alasan politik formalistik. Demikianlah sikap penentu 
kongres Islam keempat tanggal 21-27 Agustus 1925 di Yogyakarta, yang 
kemudian sikap yang sama masih ditunjukkan menjelang kongres 
kelima, Februari 1926 di Bandung.!? 


Hasyim sebagai isyarat dukungan gurunya untuk mendirikan organisasi. 
Kemudian akhir tahun yang sama (1924), kyai Khalil menyuruh murid yang 
sama (As'ad) untuk menghantar tasbih kepada kyai Hasyim. Lihat: Tim Aswaja 
NU Center PWNU Jawa Timur, Khazanah Aswaja, h. 417-418. 

12Dalam catatan Martin, kongres khilafah awalnya akan dilaksanakan di 
Kairo pada bulan Maret 1926. Inisiatif penyelenggaraan kongkres ini berasal 
dari para ulama al-Azhar, yang didorong oleh raja Fu'ad di Mesir, sebagai salah 
satu kandidat untuk kursi khalifah. Rasyid Rida, selaku salah satu 
penyelenggaranya, sudah mengirim undangan kepada Sarekat Islam dan 
Muhammadiyah. Akan tetapi problem internal di Mesir menyebabkan kongres 
ditunda pada bulan Mei 1926. Sementara Ibn Sa'ud menganggap persiapan 
kongres Kairo dengan kemungkinan terpilihnya raja Fu'ad sebagai khalifah baru 
merupakan ancaman atas posisi yang baru dimenangkannya di Hijaz. Karena 
itu, Ibn Sa'id menyelenggarakan kongres tandingan di Makah selama bulan 
Juni-Juli 1926. Kedua kongres yang hampir bersamaan itu menunjukkan adanya 
persaingan dalam meraih kedudukan sebagai pemimpin seluruh umat Islam. 
Lihat: Martin Van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian 
Wacana baru, h. 25. 

13Mujamil, Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama... h. 29, lihat juga: 
Tim Perumus Konsep Sosialisasi Khittah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur, 
Wawasan Dasar Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Tim Perumus Konsep Sosialisasi 
Kittah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur, 1994), h. 4. 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 67 


Mengingat aspirasi para ulama pesantren tidak tertampung, maka 
saat itu juga timbul pemikiran mendadak untuk membentuk Komite 
Hijaz (panitia aksi untuk menanggulangi tindakan-tindakan penguasa 
Hijaz) dengan mengirimkan delegasi sendiri untuk menghadap Raja 
Ibnu Sa'ud. Pembentukan komite ini terwujud setelah mendapatkan 
restu dari KH. Hasyim Asy'ari. Ketika pembahasan mengenai 
pemberangkatan delegasi ulama dan umat Islam sudah cukup, timbul 
lagi pemikiran baru yaitu apakah Komite Hijaz ini hanya sebatas panitia 
sehingga setelah berhasil memberangkatkan delegasi lalu dibubarkan, 
atau ditingkatkan menjadi organisasi permanen yang melanjutkan, 
melestarikan aspirasi dan cita-cita para ulama pesantren. Pada saat 
belum ada kepastian ini, KH. Hasyim Asy'ari langsung mencegah 
pembubaran Komite Hijaz dengan mengusulkan agar usaha 
memperjuangkan ahlus-sunnah wal-jama'ah dengan membentuk Komite 
Hijaz ini diteruskan dan dikembangkan lagi dalam bentuk organisasi. 
Akhirnya usulan ini disambut dengan suara bulat oleh para ulama yang 
hadir dalam pertemuan ini. Kemudian dibentuklah jam'iyyah Nahdlatul 
Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 H. atau 31 Januari 1926 M., di 
Surabaya, maka dalam rapat ini diambil dua keputusan, yaitu 
mengirimkan utusan ulama Indonesia ke kongres dunia Islam di 
Makkah, dengan tugas memperjuangkan hukum-hukum ibadah dalam 
mazhab empat, dan membentuk organisasi Nahdlatul Ulama (NU) 
yang akan mengirimkan utusan itu.!5 

Tokoh-tokoh yang hadir dalam pertemuan dibalik berdirinya NU 
antara lain adalah KH. Hasyim Asy'ari (Jombang), KH. A. Wahab 
Hasbullah (Surabaya), KH. Bisyri Syamsuri (Jombang), KHR. Asnawi 
(Kudus), KH. Ma'shum (Lasem), KH. Ridlwan (Semarang), KH. Nawawi 
(Pasuruan), KH. Nahrowi (Malang), KH. Ridlwan (Surabaya), KH. 
Abdullah Ubaid (Surabaya), KH. Alwi Abdul Aziz (Malang), KH. Abdul 
Halim (Cirebon), KH. Muntaha (Madura), KH. Dahlan Abdul Gohar 
(Kertosono), dan KH. Abdullah Fagih (Gresik). Sedangkan wakil yang 
dikirim sebagai utusan NU untuk menghadiri undangan raja Ibn Sa'ud 


14Di antara poin-poinnya adalah: kebebasan bermazhab di negeri Hijaz 
kepada salah satu imam mazhab yang empat, memelihara tempat-tempat 
bersejarah seperti makam Rasulullah, mengumumkan biaya pelaksanaan 
ibadah haji sebelum pelaksanaan dan agar mereka menuliskan undang-undang 
yang berlaku di Hijaz agar umat Islam dapat mematuhinya dan tidak 
melanggarnya. Lihat: Lathiful Khulug, Fajar Kebangunan Ulama..., h. 102. 

15Mujamil, Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama..., h.29-32. 
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antara lain adalah KH. Khalil Masyhudi (Lasem) dan KH. Abdul Wahab 
(Surabaya).15 

Setelah kepengurusan NU terbentuk, diputuskan mengirim KH. R. 
Asnawi Kudus sebagai delegasi NU ke Muktamar dunia Islam ke 
Makkah. Namun karena suatu hal, kyai Asnawi gagal berangkat ke 
Makkah. Kegagalan ini tidak menyurutkan niat para ulama NU untuk 
mengutus wakilnya menghadap raja Ibn Sa'id, maka pada 29 Maret 
1928 NU mewakilkan kepada kyai Abdul Wahab Hasbullah dan Syaikh 
Ahmad Ghana'im al-Misri berangkat ke Makkah dan berhasil 
menghadap raja Ibn Sa'id untuk memperjuangkan kepentingan Islam 
ahlus-sunnah wal-jama'ah. Hasil pertemuan tersebut menjadikan 
pengajian di masjidil haram oleh para guru empat mazhab tidak 
dilarang. Pertemuan itu juga berhasil mencegah perusakan makam 
keluarga Nabi dan para imam mazhab di sekitar area Ka'bah.!7 

Oleh karena itu, mengacu pada hasil keputusan bahtsul masail 
Munas NU tahun 2006 di Sukolilo Surabaya, pembentukan organisasi 
Nahdlatul Ulama dilatarbelakangi oleh dua faktor dominan. Pertama, 
adanya kekhawatiran dari sebagian umat Islam yang berbasis pesantren 
terhadap gerakan kaum modernis yang meminggirkan mereka. Kedua, 
sebagai respons ulama-ulama berbasis pesantren terhadap pertarungan 
ideologis yang terjadi di dunia Islam pasca penghapusan kekhalifahan 
Turki, dan munculnya gagasan Pan-Islamisme yang dipelopori oleh 
Jamaluddin al-Afgani serta gerakan kaum Wahabi di Hijaz. Gerakan 
kaum reformis yang mengusung isu-isu pembaruan dan purifikasi 
membuat ulama-ulama yang berbasis pesantren melakukan konsolidasi 
untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai tradisional yang telah 
menjadi karakteristik kehidupan mereka.18 Artinya, sebagaimana 
menurut Martin Van Bruinessen, kelahiran NU merupakan bagian dari 
pola umum reaksi anti pembaruan.1? 


16Lihat: Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, Khittah Nahdlatul Ulama 
(Surabaya: Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr, t.th.), h. 10-11. Dan juga: Ahmad Zahro, 
Tradisi Intelektual NU..., h.18. 

17Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Khazanah Aswaja, h. 413. 

18LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 992. 

19Lihat: Martin Van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, 
Pencarian Wacana baru, h. 23. 
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2. Genealogi Paham Keagamaan NU 

Membaca sebuah pemikiran yang menjadi landasan mendasar 
(grand design) dalam sebuah organisasi, maka perlu melihat tokoh- 
tokoh yang berperan dalam melahirkan sebuah organisasi tersebut. Ada 
minimal tiga tokoh besar pendiri NU yang mewarnai corak pemikiran 
keagamaan NU, yaitu KH. Hasyim Asy'ari, KH. A. Wahab Hasbullah, dan 
KH. Bisri Syamsuri. Ketiga tokoh ini memiliki latar belakang pendidikan 
yang sama, yang silsilah keilmuannya bertemu pada kyai Khalil 
Bangkalan, kyai Ahmad Khatib, kyai Mahfudz al-Tarmasi dan Syaikh 
“Abdul Karim al-Daghistani. Di samping juga, kyai Wahab dan kyai Bisri 
berguru kepada kyai Hasyim. Bertolak dari kesamaan silsilah keilmuan 
dan adanya hubungan guru-murid, maka tidak mengherankan jika pola 
berpikir mereka relatif sama.29 

Bagi NU, kyai Hasyim merupakan king maker dan sebagai 
Hadratus Syaikh, sekaligus simbol identitas tradisionalisme keagamaan 
NU. Sejak kelahiran NU, kyai Hasyim merupakan pembela bagi kaum 
tradisional pengikut ajaran Islam sunni. Garis pemikiran kyai Hasyim 
yang mewarnai NU adalah pemikirannya tentang taklid sebagai bentuk 
pola bermazhab dalam beragama. Kyai Hasyim memandang perlunya 
taklid bagi mereka yang bukan mujtahid. Sementara kyai Wahab 
Hasbullah dikenal sebagai seorang yang lihai dalam berdebat dan 
tangguh dalam mempertahankan pendapatnya. Menjelang berdirinya 
NU, kyai Wahab merupakan ulama yang sangat gigih membela 
kepentingan kelompok tradisional, terutama dari serangan tokoh 
modernis. Bersama kyai Hasyim, kyai Wahab tampil dengan peran yang 
berbeda, tetapi secara mutualistik saling melengkapi dalam 
keberhasilan membentuk NU. Kyai Hasyim dikenal sebagai kyai yang 
memiliki karisma dengan kedalaman ilmu agama dan kesalehan pribadi, 
sehingga pengaruhnya cukup kuat di kalangan ulama, baik tradisional 
maupun modern. Sementara kyai Wahab memiliki kemampuan 
organisatoris dengan menawarkan konsep-konsepnya dan mobilisasi 
roda organisasi. Dalam bahasa Fealy, kyai Wahab sebagai konseptornya, 
dan kyai Hasyim pemberi legitimasi (legittmator) keagamaannya.?1 
Adapun kyai Bisri dikenal sebagai seorang ahli fikih yang sangat kuat 
dalam memegangi tradisi mazhab. Ia sangat paham dengan referensi- 


20Mujamil, Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama..., h. 66. 

21|ihat: Fealy, “Wahab Chasbullah” dalam Greg Fealy dan Greg Barton 
(ed.), Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara, 
(Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 11. 
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referensi kitab-kitab fikih mazhab, terutama Syafi'iyyah. Dalam masalah 
fikih, kyai Bisri sering berseberangan dengan pendapat kyai Wahab, 
yang dikenal sebagai kyai yang sangat longgar dalam fikih, sementara 
kyai Bisri dikenal sebagai kyai yang sangat ketat dalam pendapat 
fikihnya.22 

Jika ditarik lebih jauh lagi, maka akar genealogis paham 
keagamaan NU bertumpu minimal pada dua jaringan: jaringan Timur 
Tengah dan Wali Songo. Jaringan Timur Tengah melalui silsilah seperti 
KH. Hasyim Asy'ari sendiri, KH. Asnawi Kudus, KH. Khalil Bangkalan, KH. 
Nawawi Banten, dan KH. Mahfudz Termas. Genealogi Timur Tengah 
tidak dapat dibantah mengingat NU sebagai organisasi keagamaan yang 
berpegang pada ajaran ahlus-sunnah wal-jama'ah berakar dan lahir dari 
tradisi ulama Timur Tengah, baik dari aspek akidah yang dipelopori 
oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abi Mansur al-Maturidi, dalam bidang 
fikih dipelopori oleh imam Mazhab yang empat, khususnya mazhab 
Syafit, dan dalam bidang tasawuf dipelopori oleh Abu Hamid al-Ghazali 
dan Junayd al-Baghdadi. Pilihan NU ini merupakan bentuk akomodatif 
dari paham Aswaja, karena pada awalnya ulama Jawa sendiri, sebelum 
lahirnya NU dan sebelum datangnya pemikiran modernisme dan 
puritanisme yang berakar dari Timur Tengah,28 satu pandangan dan 
satu mazhab. Mereka dalam bidang fikih bermazhab kepada imam 
Muhammad bin Idris al-Syafit, dalam bidang Usuluddin kepada Abu 
Hasan al-Asy'ari, dan dalam bidang tasawuf kepada al-Ghazali dan Abu 
Hasan al-Syadili24 Sementara rumusan Aswaja yang sekarang 
merupakan konsep Aswaja yang lebih definitif yang dirumuskan oleh 
KH. Bisri Musthofa dengan karyanya Risalah Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, 
yang kemudian diterima sebagai rumusan formal konsep Aswaja NU. 
Sekalipun ditulis oleh kyai Bisri, namun rumusan baku ini biasanya lebih 
dinisbatkan kepada kyai Hasyim Asy'ari.25 


22Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Fikih “Tradisi” Pola Mazhab,28 ed., 
(Yogyakarta: eLSAO Press, 2010), h. 103-108. Lihat juga: Fealy, “Wahab 
Chasbullah”..., h. 11. 

23Jaringan modernisme dan puritanisme juga berakar dari ulama 
jaringan Timur Tengah seperti Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Muhammad bin 
Abdul Wahhab al-Najdi, Ahmad bin al-Taymiyyah dan Ibn al-Gayyim al- 
Jauziyyah dan Ibn Abdil Hadi. Lihat: Hasyim Asy'ari, Risalah Ahlis-Sunnah Wal- 
Jama'ah fi Hadits al-Mauta wa Asyrat al-Sa'ah wa Bayan Mafhum Ahlis-Sunnah 
Wal-Jama'ah, (T.tp.: T.th.), h. 10. 

24Hasyim Asy'ari, Risalah Ahlis-Sunnah Wal-Jama'ah ..., h. 10. 

25Rumadi, Post-Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam 
Komunitas NU, (Jakarta: Diktis Kemenag RI, 2007), h. 40-41. 
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Selain jaringan Timur Tengah, tradisi berpikir Wali Songo 
memainkan peran signifikan dalam pembentukan tradisi berpikir 
pesantren sebagai basis kultural NU, sehingga turut membentuk tradisi 
berpikir kyai-kyai NU dalam bahtsul masail.26 Pandangan ini merupakan 
kelanjutan dari pandangan pemerhati dunia pesantren seperti 
Zamakhsyari Dhofier, Abdurrahman Mas'ud, Rumadi dan juga Hasan 
Muarif Ambary.? Dari hasil penelusuran Muhammad Adib, bahwa 
secara genealogis, paham keagamaan NU, atau lebih spesifik nalar fikih 
NU dalam bahtsul masail, berakar pada tradisi berpikir Wali Songo yang 
berperan penting dalam Islamisasi di Jawa pada abad ke-15 dan abad 
ke-16. Tradisi berpikir Wali Songo tersebut ditransmisikan secara turun 
temurun melalui saluran tradisi pesantren. Wali Songo merintis 
pesantren yang diadaptasi dari sistem pendidikan dalam tradisi Syiwa- 
Budha. Melalui pesantren, transmisi tradisi berpikir Wali Songo 
bertumpu pada tradisi lisan, baik dalam bentuk lokalisasi atau 
pribumisasi bahasa kitab kuning melalui kebudayaan berbasis aksara 
pegon maupun pengamalan dan tarekat.28 Tentu jika ditarik lebih jauh 
lagi, pemikiran Wali Songo juga berakar dari ulama Timur Tengah. 

Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyyah diniyyah 
adalah wadah bagi para ulama dan pengikutnya dengan tujuan untuk 
memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran 
Islam yang berhalauan ahlus-sunnah wal-jama'ah, dan untuk 
mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam 
melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan 
masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat 
manusia.2? NU mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber 
ajaran agama Islam, yaitu al-OGur'an, al-Sunnah, ijmak dan giyas. 
Sedangkan dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumber- 
sumbernya di atas, NU mengikuti paham ahlus-sunnah wal-jama'ah 
(disingkat menjadi Aswaja) dan menggunakan jalan pendekatan 


26Muhammad Adib, Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama, (Malang: KiriSufi, 
2018), h. 109. 

27Lihat: Zamakhsayri Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup 
Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, 9th ed., (Jakarta: LP3ES, 
2015), 34-37, Rumadi, Post-Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme 
dalam Komunitas NU, (Jakarta: Diktis Kemenag RI, 2007), h. 41-46. 

28Muhammad Adib, Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama..., h. 161. 

29Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Hasil 
Keputusan Muktamar ke-33, Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015. 
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mazhab.30 Dalam bidang akidah, para ulama pendiri NU maupun ulama 
di luar struktur kepemimpinan NU sepakat untuk mengikuti Abu Hasan 
al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi sebagai tokoh aliran ahlus- 
sunnah wal-jama'ah. Para ulama pendiri NU memiliki tujuan 
memelihara dan mengembangkan ajaran Islam ahlussunnah wal- 
jama'ah yang memang sudah berakar di Indonesia dan diyakini 
kebenarannya. Seperti pada sistem bermazhab, sikap ulama NU tetap 
teguh mengikuti Asy'ari dan Maturidi. Sikap ini meneguhkan kembali 
tradisi masyarakat santri di Indonesia, khususnya kalangan tradisionalis 
sehingga mendapat dukungan penuh dari warga nahdiyyin, baik dalam 
tataran slogan, pengetahuan, keyakinan maupun amalan. Para ulama 
pesantren telah mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sejak 
sebelum lahirnya organisasi NU berabad-abad yang lalu.1 


3. Gerakan Sosial Keagamaan NU 

Sebagai organisasi sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama memiliki 
dasar-dasar sikap kemasyarakatan yang bersifat tawassut dan i'tidal, 
yaitu sikap tengah dan lurus yang berintikan pada prinsip hidup yang 
menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah 
kehidupan bersama, dan menghindari segala bentuk pendekatan yang 
bersifat tatarruf (ekstrim). Di samping itu, NU juga bersikap tasamuh, 
yaitu sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah 
keagamaan (terutama menyangkut hal-hal yang bersifat furu '/cabang 
atau masalah-masalah khilafiyyah /yang diperselisihkan), 
kemasyarakatan, maupun kebudayaan. NU juga bersikap tawazun, yaitu 
seimbang dalam mengabdi, baik kepada Allah yang dikaitkan dengan 
kehidupan bermasyarakat, kepada sesama manusia, maupun kepada 
lingkungan. NU menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan 
masa mendatang. NU juga senantiasa memiliki kepekaan untuk 
mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan 
bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat 
menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan (amar ma'ruf 
nahi munkar).32 


30Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Hasil 
Keputusan Muktamar ke-33, Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015, h. 73. 

31Mujamil, Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama... h. 69. 

32Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, h. 24, lihat juga Zul Asyri, “NU, 
Studi tentang Faham Keagamaan dan Upaya Pelestariannya Melalui Lembaga 
Pendidikan Pesantren,” (Disertasi Doktor, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 
1990), h. 278-290. 
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Untuk menopang berjalannya roda organisasi, NU sebagai 
organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan memiliki lembaga- 
lembaga berupa: (1) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU): (2) 
Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU): (3) 
Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU): (4) Lembaga 
Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU): (5) Lembaga Pengembangan 
Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU): (6) Lembaga Kemaslahatan 
Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU): (7) Lembaga Kajian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM 
NU): (8) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama 
(LPBHNU): (9) Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul 
Ulama (LESBUMI NU): (10) Lembaga Amil Zakat, Infag dan Shadagah 
Nahdlatul Ulama (LAZIZNU): (11) Lembaga Wakaf dan Pertahanan 
Nahdlatul Ulama (LWPNU): (12) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul 
Ulama (LBMNU): (13) Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama 
(LTMNU): (14) Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU): (15) 
Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU): (16) Lembaga Ta'lif wan 
Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU): (17) Lembaga Pendidikan Tinggi 
Nahdlatul Ulama (LPTNU) yang bertugas mengembangkan pendidikan 
tinggi NU, dan (18) Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan 
Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU).33 

Adapun perangkat organisasi NU yang berfungsi melaksanakan 
kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu 
dan beranggotakan perorangan disebut dengan istilah badan otonom, 
yang dikelompokkan dalam kategori badan otonom berbasis usia dan 
kelompok masyarakat tertentu, dan badan otonom berbasis profesi dan 
kekhususan lainnya. Jenis badan otonom berbasis usia dan kelompok 
masyarakat tertentu adalah seperti muslimat NU untuk anggota 
perempuan NU, Fatayat NU untuk anggota perempuan di bawah usia 40 
tahun, Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) untuk anggota laki-laki di 
bawah usia 40 tahun, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 
untuk mahasiswa NU yang usianya di bawah 30 tahun, Ikatan Pelajar 
Nahdlatul Ulama (IPNU) untuk pelajar dan santri putra yang usianya di 
bawah 27 tahun, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) untuk 
pelajar dan santri perempuan yang usianya di bawah 27 tahun. 

Sedangkan badan otonom NU yang berbasis profesi dan 
kekhususan lainnya adalah: Jam'iyyah Ahli Tarigah al-Mu'tabarah an- 


33Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Hasil 
Keputusan Muktamar ke-33 NU, Jombang, Jawa Timur, h. 71-75. 
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Nahdiyyah (JATMAN) untuk yang mengawal tarekat muktabar, 
Jam'iyyah Gurra' wal Huffaz JOH) untuk yang berprofesi gari' atau 
gari'ah dan hafiz atau hafizah, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) 
yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada kelompok 
sarjana dan kaum intelektual, Serikat Buruh Muslimin Indonesia 
(SARBUMUSI) untuk yang berprofesi sebagai buruh, karyawan, atau 
tenaga kerja, Pagar Nusa untuk yang bergerak pada pengembangan seni 
bela diri, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) untuk yang 
berprofesi sebagai guru atau ustadz, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama 
untuk yang berpofesi sebagai nelayan, Ikatan Seni Hadrah Indonesia 
Nahdlatul Ulama (ISHARINU) yang bergerak dalam pengembangan seni 
hadrah dan shalawat.34 

Di samping concern di bidang keagamaan, NU juga bergerak di 
bidang pendidikan dengan mengupayakan terwujudnya 
penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan 
kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar 
menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan 
terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Dalam bidang 
sosial, NU mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang 
kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, serta pendampingan 
terhadap masyarakat terpinggirkan. Dalam bidang ekonomi, NU 
mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan 
pekerjaan untuk kemakmuran yang merata. Sementara dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, NU berasaskan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945.35 

Melihat lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan NU, 
dapat disimpulkan bahwa kiprah dan peran NU mencakup dan 
menyasar berbagai kalangan dan mengakomodir berbagai kepentingan. 
Tentu jika seluruh lembaga ini berjalan dengan efektif, maka NU akan 
tetap menjadi salah satu organisasi keagamaan terbesar di dunia karena 
mampu mewadahi seluruh kalangan dan akan selalu melahirkan kader 
dari masa ke masa. 


34Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Hasil 
Keputusan Muktamar ke-33 NU, Jombang, Jawa Timur, h. 77-79. 

35Anggaran dasar & Anggaran Rumah tangga Nahdlatul Ulama, Hasil 
Keputusan Muktamar ke-33, Jombang, Jawa Timur, 1-5 agustus 2015, h. 38. 
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Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU 
1. Cikal Bakal Lahirnya LBM 

Sebelum terbentuknya Lembaga Bahtsul Masail (LBM), kajian 
permasalahan keagamaan ditangani oleh Syuriyah NU. Ketika itu, 
Syuriyah merupakan suatu badan yang memiliki otoritas tertinggi 
dalam pengkajian masalah agama, memberikan fatwa, melakukan 
pengawasan dan memberikan bimbingan kepada bagian-bagian lain 
dalam organisasi. Syuriyah mempunyai tugas membahas masalah- 
masalah agama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dari sudut 
hukum agama.386 Fungsi tersebut memperlihatkan superioritas 
kedudukan ulama dalam NU sehingga setiap warganya harus 
menempatkan diri di bawah bimbingannya. Tidak jarang dalam suatu 
forum diskusi (forum bahtsul masail), ulama-ulama anggota Syuriyah 
terlibat dalam suatu perdebatan sebelum diambil keputusan hukumnya. 
Dengan demikian, forum bahtsul masail merupakan salah satu kegiatan 
yang amat penting dalam kehidupan lembaga Syuriyah.37 

Latar belakang munculnya bahtsul masail adalah karena adanya 
kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis ('amali) bagi 
kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU 
untuk mencarikan solusinya dengan melakukan bahtsul masail, yang 
bila ditelusuri dari hasil-hasil keputusan hukumnya bahtsul masail 
pertama kali dilaksanakan pada tahun 1926, beberapa bulan setelah 
berdirinya NU. Akan tetapi, walaupun kegiatan bahtsul masail sudah ada 
sejak Muktamar ke-I, namun Lembaga Bahtsul Masail (LBM) mulai 
menjadi lembaga resmi ketika pada Muktamar ke-28 di Yogyakarta 
tahun 1989 komisi I (bahtsul masail)28 merekomendasikan kepada 
PBNU untuk membentuk Lajnah Bahts al-Masa'il al-Diniyyah (lembaga 
pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang 
khusus menangani persoalan yang mauguf dan masalah-masalah 


36KH. Achmad Siddig, Khittah Nahdliyah, (Surabaya: Balai Buku, 1980), h. 
23. 

37Zul Asyri L.A, Nahdlatul Ulama: Studi Tentang Faham Keagamaan dan 
Upaya Pelestariannya Melalui Lembaga Pendidikan Pesantren, h. 55-57. 

38Pada Muktamar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989 belum terbentuk 
komisi wagfi'iyyah, maudu'iyyah dan ganuniyyah, sehingga istilah yang 
digunakan waktu itu adalah komisi 1 (masa'il diniyyah). Baru pada Muktamar 
ke-29 di Cipasung Tasikmalaya tahun 1994 mulai digunakan istilah komisi 
maudu'iyyah, dan pada Munas NU di Lombok Tengah NTB tahun 1997 
digunakan istilah komisi wag''iyyah. Sementara istilah komisi ganuniyyah baru 
muncul pada Munas di Sukolilo Surabaya tahun 2006. 
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wagi'iyyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukumnya.3? 
Rekomendasi pembentukan LBM ini diperkuat dengan rekomendasi 
yang sama pada acara halagah di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif 
Denanyar pada tanggal 26-28 Januari 1990, dengan harapan dapat 
menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan istinbat 
jama'i (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif), maka pada 
tahun 1990 terbentuklah Lajnah Bahts al-Masa'il al-Diniyyah 
berdasarkan surat keputusan PBNU Nomor 30/A.1.05/5/1990.4 
Belakangan sebutan “Lajnah” berubah menjadi “Lembaga” Bahtsul 
Masail (LBM). Dua tahun kemudian dari terbentuknya lembaga resmi 
ini, tepatnya pada tahun 1992, tercetuslah sistem pengambilan 
keputusan hukum Lembaga Bahtsul Masail. 

Menurut Martin Bruinessen, tradisi bahtsul masail yang 
berkembang di kalangan NU bukanlah murni dari gagasan para kyai dan 
ulama NU, melainkan tradisi yang diimpor dari tanah suci Makkah. 
Tradisi tersebut sudah ada di Makkah yang disebut dengan tradisi 
halagah.t Tradisi halagah inilah yang diadopsi oleh para santri 
Indonesia yang belajar di tanah suci Makkah. Ketika mereka pulang ke 
tanah air Indonesia, sistem halagah diterapkan di lembaga pendidikan 
pesantren guna mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi di 
masyarakat. Hal ini dapat dipahami mengingat pada akhir abad ke-19 
ketergantungan umat Islam Indonesia terhadap fatwa yang dikeluarkan 
oleh ulama Timur Tengah, terutama dari Kairo dan Makkah sangat 
besar. Usaha para santri lulusan Timur Tengah dalam rangka 
mengadopsi sistem halagah adalah mendirikan forum Taswirul Afkar, 
sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa forum ini menjadi embrio 
lahirnya tradisi bahtsul masail di lingkungan NU sehingga 
terlembagakan menjadi Lembaga Bahtsul Masail (LBM).42 


39TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 468. 

40Lihat: Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU..., h. 67-68, Abdul Mur'in DZ, 
“Bahtsul Masail Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis”, dalam Jurnal Gerbang, 
Vol. 12, tahun 2002, h. 108, dan Ali Mutakin, “Kitab Kuning dan Tradisi 
Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi 
Riset Kitab Kuning)”, dalam SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 18, 
Nomor 2, Desember 2018, h. 202. 

41Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi- 
Tradisi Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1996), h. 34. 

42Ali Mutakin, Ijtihad Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama: 
Suatu Kajian Tentang Penerapan Teori Magasid al-Syari'ah, (Tangsel: 
Transwacana, 2015), h. 68-69. 
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LBM merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan 
menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga 
nahdiyyin. Bahkan dapat dikatakan bahwa tradisi keilmuan NU juga 
dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini, karena segala masalah 
keagamaan yang masuk dikaji dan diberikan jawaban, kemudian 
ditransmisikan kepada warganya. Setelah lembaga ini diresmikan, maka 
penanganan bahtsul masail semakin sistematis dengan memilah-milah 
permasalahan yang bersifat wagi'iyyah (kasuistik-praktis), maudi'iyyah 
(tematik-teoretik) dan ganuniyyah (perundang-undangan), dengan 
dibentuk komisi-komisi. Misalnya istilah bahtsul masail komisi 
maudi'iyyah muncul pada Muktamar ke-29 di Cipasung tahun 1994, 
istilah komisi wagi'iyyah digunakan pada Munas NU di Lombok Tengah 
NTB tahun 1997, dan istilah ganuniyyah baru muncul pada Munas di 
Sukolilo Surabaya tahun 2006, sehingga sampai hari ini setiap acara 
Munas maupun Muktamar, kegiatan bahtsul masail NU terbagi menjadi 
tiga komisi: komisi wagi'iyyah, komisi maudu'iyyah dan komisi 
ganuniyyah.8 

Menarik dicermati bahwa forum bahtsul masail komisi 
maudiu'iyyah banyak didominasi oleh kaum akademisi, sehingga 
lompatan pemikirannya relatif progresif bahkan dalam hal-hal tertentu 
cenderung liberal. Dari komisi ini banyak bermunculan gagasan-gagasan 
konseptual yang kadang dianggap melabrak fikrah nahdiyyah, sehingga 
sebagian kyai yang asalnya menjadi peserta aktif di forum komisi 
wagi'iyyah diminta oleh kyai lainnya untuk mewarnai forum 
maud'i'iyyah sebagai penetralisir arus pemikiran progresif-liberal.44 


2. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum LBM 

Pembahasan prosedur penggalian hukum dalam bahtsul masail 
NU dibahas secara sistematis sejak Munas Alim Ulama NU di Bandar 
Lampung tahun 1992. Sistem yang yang diputuskan meliputi tentang al- 
kutub al-mu'tabarah, bermazhab secara gauli dan bermazhab secara 
manhaji, serta kerangka metodenya berupa istinbat, tagrir jama', ilhag, 
dan lain sebagainya. Secara hirarkis, keputusan hukum yang disepakati 
melalui prosedur yang ada, baik diselenggarakan dalam struktur 
organisasi maupun di luar organisasi mempunyai kedudukan yang sama 


43Lihat buku Ahkam al-Fugaha', sebagai kumpulan hasil keputusan 
bahtsul masail NU dari tahun 1926 sampai tahun 2015. 

44Hal ini juga diamini oleh ketua Aswaja Center Jawa Barat, kyai Yazid 
Fattah, saat diwawancari pada tanggal 4 Maret 2020 di Pondok Pesantren 
Asshiddigiyah 07 Cijeruk, Bogor. 
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dan tidak saling membatalkan. Namun begitu, keputusan bahtsul masail 
yang telah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriyah NU dianggap 
mempunyai kekuatan daya ikat yang lebih tinggi tanpa harus menunggu 
Munas maupun Muktamar NU. Sementara tugas dan wewenang Munas 
dan Muktamar adalah mengesahkan rancangan keputusan yang telah 
dipersiapkan sebelum atau diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai 
akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.45 Biasanya 
rancangan keputusan dipersiapkan melalui pra-Munas dan pra- 
Muktamar sebelum keputusan tersebut menjadi keputusan final pada 
acara bahtsul masail Munas ataupun Muktamar. 

Kerangka analisis masalah, terutama dalam memecahkan masalah 
sosial, bahtsul masail menggunakan kerangka pembahasan masalah 
dengan analisis masalah berupa faktor ekonomi, budaya, politik, sosial 
dan faktor-faktor lainnya. Di samping analisis masalah, bahtsul masail 
juga melakukan analisis dampak (dampak positif dan negatif yang 
ditimbulkan oleh sesuatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau 
dari berbagai aspek), berupa dampak secara sosial-ekonomi, dampak 
secara sosial-budaya, dampak secara sosial-politik, dan dampak-dampak 
lainnya. Selain itu, juga dilakukan analisis hukum (fatwa tentang suatu 
kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di 
segala bidang), yaitu di samping putusan fikih/yuridis formal, 
keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum 
positif, berupa status hukum (al-ahkam al-khamsah/sah-batal), dasar 
dari ajaran ahlus-sunnah wal-jama'ah, dan hukum positif. Setelah itu, 
dilakukan analisis tindakan, peran dan pengawasan (apa yang harus 
dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa di atas). Kemudian siapa saja 
yang akan melakukan, bagaimana, kapan dan di mana hal itu hendak 
dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua 
berjalan sesuai dengan rencana, yaitu pada jalur politik dilakukan usaha 
pada jalur kewenangan negara dengan sasaran memengaruhi 
kebijaksanaan pemerintah. Pada jalur budaya dilakukan usaha 
membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui berbagai 
media massa dan forum seperti pengajian dan lain sebagainya. Pada 
jalur ekonomi dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan 
pada jalur sosial lainnya diupayakan peningkatan kesehatan 
masyarakat, lingkungan dan seterusnya.1$ 


45TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 470-471. 
46TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'...,h. 471. 
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Di antara poin-poin penting yang dirumuskan pada Munas tahun 
1992 di Bandar Lampung adalah tentang prosedur penjawaban 
masalah, dan petunjuk pelaksanaannya dengan prosedur pemilihan 
gaul/wajah. Prosedur pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan 
mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat, 
sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar NU ke-1 
bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih pendapat 
yang disepakati oleh al-Syaikhan (imam al-Nawawi7 dan imam al- 
Rafi T),48 atau pendapat yang dipegangi oleh imam al-Nawawi saja, atau 
pendapat yang dipegangi oleh imam al-Rafit saja, atau pendapat yang 
didukung oleh mayoritas ulama, atau pendapat ulama yang terpandai, 
dan atau pendapat ulama yang paling wara'49 Prosedur ini masih 
menyisakan banyak persoalan, misalnya mengenai cara menentukan 
pendapat yang lebih maslahat dan lebih kuat, cara mendahulukan dua 
pendapat yang satu lebih kuat dari sisi dalil tetapi lemah dari sisi 
maslahat sedangkan pendapat yang lain lebih kuat dari sisi maslahat 
tetapi lebih lemah dari segi dalilnya, alasan imam al-Nawawi 
mendapatkan prioritas lebih dari pada yang lain, cara menentukan 
kriteria suatu pendapat didukung oleh mayoritas ulama, cara 
mendahulukan pendapat yang berbeda antara imam al-Nawawi dengan 
mayoritas ulama, dan tolok ukur seorang ulama dianggap lebih alim dari 
ulama yang lain dan lebih wara' dari yang lain. 

Di samping prosedur pemilihan gaul/wajah, LBM juga 
menggunakan prosedur ilhag ketika suatu masalah atau kasus belum 
dipecahkan dalam kitab. Ilhag dilakukan dengan memperhatikan 
mulhag, mulhag bih dan wajhul-ilhag oleh para mulhig yang ahli dalam 
melakukan ilhag. Namun begitu, pada Munas Bandar Lampung belum 
dirumuskan konsep secara menyeluruh sehingga memunculkan 
beberapa persoalan, misalnya tentang konsep ilhag apakah dikenal di 
kalangan para fugaha', argumentasi legalisasi penerapan ilhag, syarat 
yang harus dipenuhi dalam ilhag, cara yang tepat untuk mengetahui 
wajhul ilhag (masalik wajh al-ilhag), cara menentukan hukum furu' 


47/Nama lengkapnya adalah Yahya bin Syarf bin Murri bin Hasan bin 
Husein bin Muhammad bin Jum'ah bin Hazm, Abu Zakaria al-Nawawi al- 
Dimasygi. Lahir pada tahun 631 H. dan wafat pada tahun 676 H. 

48Nama lengkapnya adalah Abu al-Gasim Abdul Karim bin Muhammad 
bin Abdul Karim bin al-Fadl al-Rafit al-Gazwini. Lahir pada tahun 557 H.-dan 
wafat pada tahun 623 H. 

49Ketentuan ini diputuskan pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-1 di 
Surabaya pada tanggal 13 Rabius Tsani 1345 H./21 Oktober 1926. 
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dalam kasus yang memiliki beragam hukum dalam kitab fikih. 
Persoalan-persoalan ini, baik kaitannya dengan prosedur pemilihan 
gaul/wajah (tagrir jama'i) maupun kaitannya dengan prosedur ilhag, 
disadari oleh para alim ulama masih menyisakan banyak persoalan, 
sehingga diadakan pembahasan lanjutan pada Munas dan Kombes 
Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat, 23-25 November 2017. 
Adapun prosedur istinbat digunakan ketika tidak memungkinkan 
untuk dilakukan ilhag karena tidak memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan. Dalam hal ini dilakukan istinbat jama'i, yaitu dengan 
mempraktikkan al-gawa'id al-usuliyyah dan al-gawa'id al-fighiyyah oleh 
para pakar di bidang istinbat. Pembahasan tentang istinbat jama'i, yang 
disinggung sekilas pada Munas Bandar Lampung 1992, dibahas secara 
konkrit operasionalnya pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di 
Jombang pada tahun 2015. Dalam rumusannya, metode istinbat al- 
ahkam dilakukan dengan menggunakan metode bayani, metode giyasi, 
dan metode istislahi atau magasidi.50 Metode bayani ditempuh dengan 
cara mengkaji sabab al-nuzul atau al-wurud, mengkaji teks ayat atau 
hadis dari sudut pandang kaidah bahasa, melakukan munasabah al-nas 
yang sedang dikaji dengan nas lain yang berkaitan, mengaitkan nas yang 
dikaji dengan magasid al-syari'ah, dan mentakwil nas bila diperlukan.s1 
Sementara metode giyasi (giyas) digunakan untuk menyelesaikan 
persoalan-persoalan yang ketentuan hukumnya tidak tersurat secara 
eksplisit dalam teks al-Gur'an dan al-Sunnah, tetapi memiliki induk di 
dalam nas dan atau ijmak. Dalam mekanisme secara metodologis, giyas 
dinyatakan benar apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah 
ditentukan. Adapun metode istislahi atau magasidi membahas tentang 
peran magasid al-syar''ah, bahwa magasid al-syari'ah tidak hanya 
dibutuhkan dalam menafsirkan nas, melainkan juga berfungsi untuk 
menggali hukum Islam yang tidak memiliki acuan langsung terhadap 


50Metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari al-Our'an dan 
al-Sunnah (manhaj istinbat al-ahkam min al-Nusus). Sementara metode giyasi 
adalah ijtihad melalui pendekatan giyas. Adapun metode istislahi adalah ijtihad 
yang mengacu pada magasid al-syari'ah, sehingga metode ini juga disebut 
dengan istilah ijtihad magasidi. Ketiga metode istinbat ini sama persis dengan 
uraian Muhammad Salim Madkur ketika menjelaskan tentang metode ijtihad 
dengan membaginya menjadi tiga macam, yaitu metode bayani, giyasi dan 
istislahi. Lihat: Muhammad Salim Madkur, al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami (T.tp.: 
Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, t.t.), h. 42-49. 

Slal-Jizani, Manhaj as-Salaf fi al-Jami' bayna al-Nusis wa al-Magasid wa 
Tatbigiha al-Mu'asirah, (Riyad: al-Mamlakah as-Su'udiyyah Wazarah al-Ta'lim 
al-Ali, 2010), h. 42-43. 
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nas. Oleh karenanya, dalil-dalil sekunder seperti maslahah mursalah, 
istihsan, dan “urf pada hakikatnya berpatokan pada magasid al-syart'ah. 
Kesimpulan yang disepakati oleh peserta Muktamar bahwa metode 
istinbat ini harus dilakukan oleh para pakar yang telah dianggap pakar 
dalam hal melakukan istinbat secara kolektif (jama1) bukan secara 
individual (fardi), untuk menghindari kecerobohan dalam pelaksanaan 
istinbat al-ahkam.2 

Hal yang menarik pada Muktamar NU di Jombang tahun 2015 dan 
Munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 2017, sebagaimana disebutkan 
pada bab pendahuluan, adalah masuknya pertimbangan magasid al- 
syari'ah dan maslahah. Tentu hal ini agak tidak biasa di kalangan NU, 
sebagai ormas yang selama ini terkenal dengan komitmennya mengikuti 
mazhab imam Syafii (150 H.-204 H.),58 yang senantiasa menekankan 
giyas terhadap persoalan yang tidak tersurat (ghayr mansisah) dalam 
teks agama, serta kurang mempopulerkan dalil maslahah dalam hal 
yang tidak diperoleh penegasan oleh nas. 


3. al-Kutub al-Mu'tabarah Sebagai Pijakan Bahtsul Masail 

Sebagai sebuah organisasi keagaamaan yang menganut paham 
bermazhab, NU dalam setiap menyelesaikan persoalan hukum hampir 
seluruh jawabannya merujuk pada kitab-kitab ulama mazhab tertentu. 
Kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan hukum adalah kitab- 
kitab yang dianggap otoritatif dan masyhur di kalangan mazhab (al- 
kutub al-mu'tabarah). Adapun kriteria kitab al-kutub al-mu'tabarah 
mulai dibahas pada Munas Alim Ulama NU tahun 1983 di Sukorejo 
Situbondo. Waktu itu, definisi yang disepakati adalah kitab-kitab “ala al- 
madzhab fal-madzahib) al-arba'ah.5 Hal ini mengacu pada pendapat Ibn 
Salah dengan mengutip pendapat ijmak tentang tidak diperbolehkannya 
bertaklid kepada selain empat mazhab yang ada, meskipun untuk 
diamalkan sendiri apalagi untuk memutuskan hukum dan fatwa.55 
Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan Muhammad Syata al-Dimyati 
bahwa setiap imam mazhab empat menetapi kebenaran dan wajib 
mengikuti salah satu dari mereka, sehingga jika telah mengikuti salah 


52TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1078-1092. 

58Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin “Utsman bin Syafi' 
bin al-sa'ib bin Ubayd bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muttalib bin Abdu 
Manaf al-Muttalibi al-Guraysyi. 

54Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha..., h. 386. 

55Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, 
(Indonesia: al-Haramain, t.th.), h. 3. 
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satunya, maka dianggap telah bebas dari tuntutan taklif (telah 
memenuhi tuntutan menjalankan syariat). Seorang mugallid (pengikut) 
harus meyakini keunggulan mazhab yang dianutnya atau kesetaraannya 
(dengan mazhab lain), dan tidak boleh mengikuti pendapat selain 
mereka dalam mengeluarkan fatwa ataupun memutuskan hukum.5$ 
Oleh karena itu, menurut 'Alawi al-Saggaf, seorang mukallaf yang bukan 
mujtahid mutlak harus bertaklid pada mazhab tertentu dari mazhab 
imam empat, dan tidak diperbolehkan mengambil dalil secara langsung 
dari ayat al-0ur'an dan hadis.:7 

Kemudian pada Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 
1992, rumusan al-kutub al-mu'tabarah mengalami perkembangan 
dengan dilakukan redefinisi, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang 
sesuai dengan akidah ahlus-sunnah wal-jama'ah, dengan mengutip 
rumusan Muktamar NU ke-17.58 Pada Muktamar NU ke-31 di Solo tahun 
2004, definisi ini diangkat kembali dengan redaksi yang sama. Baru 
pada Munas Alim Ulama di Surabaya tahun 2006 dibahas dengan detail 
kriteria al-kutub al-mu'tabarah dengan kembali kepada definisi awal, 
yaitu kitab-kitab dari al-madzahib al-arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi't, dan 
Hanbali), namun ada penambahan radaksi “...dan kitab-kitab lain yang 
memenuhi kriteria fikrah nahdiyyah” .59 Oleh karena itu, kriteria suatu 
kitab dianggap mu'tabar apabila: (1) penulisnya memiliki sifat-sifat, 
antara lain: sunni, wara' dan alim, (2) isi kitab, baik pendapatnya sendiri 
maupun kutipan (mangulat): jika pendapatnya sendiri tolok ukurnya 
adalah argumentasi dan manhaj yang digunakan. Jika berupa kutipan, 
maka tolok ukurnya adalah validitas kutipan (sihhah al-nagl): dan (3) 
pengakuan dari komunitas mazhabnya.50 


56Muhammad Syata al-Dimyati, 'anah al-Talibin, vol. 1, (Indonesia: Dar 
Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th.), h. 17. 

57Alawi al-Saggaf, “al-Fawa'id al-Makkiyah” dalam Majmu'ah Sab'ah al- 
Kutub al-Mufidah, (Mesir, Mustafa al-Halabi, t.th.), h. 50. 

58Hingga penelitian ini dilakukan, naskah hasil rumusan Muktamar NU 
ke-17 tentang al-kutub al-mu'tabarah belum ditemukan, dan bahkan tidak 
tertuang dalam Ahkam al-Fugaha', yang merupakan buku kumpulan seluruh 
hasil keputusan bahtsul masail PBNU. 

59Fikrah Nahdiyyah adalah kerangka berpikir yang didasarkan pada 
ajaran ahlus-sunnah wal-jama'ah, yang dijadikan landasan berpikir Nahdlatul 
Ulama (Khittah nahdiyyah) untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka 
islah al-ummah (perbaikan umat). Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha..., h. 
992-993. 

60TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 998-999. 
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Adapun kitab-kitab standar dalam mazhab yang empat adalah 
sebagai berikut: 


a. Kitab Standar Mazhab Hanafi 

Para ulama mazhab Hanafi pada era-era awal menjelaskan 
peringkat kitab-kitab Hanafiyyah yang dianggap muktamad menjadi 
tiga tabagat (tingkatan), sebagai berikut: 

1) Masa'il al-Usul atau Masa'il Zahir al-Riwayah, yaitu semua masalah 
yang diriwayatkan dari para arsitek mazhab (Abu Hanifah, Abu 
Yusuf dan Muhammad bin Hasan), yang terdapat dalam enam 
kitab yang masyhur karya imam Muhammad bin Hasan, yaitu al- 
Jami' al-Saghir, al-Siyar al-Kabir, al-Mabsut, dan al-Ziyadat, 

2) Masa'il al-Nawadir, yaitu masalah-masalah yang diriwayatkan dari 
tiga ulama mazhab Hanafi, tetapi tidak terdapat dalam enam kitab 
di atas, melainkan terdapat dalam kitab Muhammad yang lainnya, 
seperti al-Kaysaniyyat, al-Hariiniyyat, al-Jurjaniyyat, al-Ragiyyat 
dan lain-lain, atau terdapat dalam kitab karya selain Muhammad 
bin Hasan, seperti kitab al-Mujarrat karya imam al-Hasan bin 
Ziyad, al-Amali karya Abu Yusuf, atau riwayat-riwayat mufradat 
mutafarrigah, yang dalam kajian hadis sama dengan hadis ahad, 
seperti riwayat Ibn Samma'ah, al-Mu'alla Ibn Mansur, Nawadir Ibn 
Hisyam dan Nawadir Ibn Rustum:s1 

3) Masa'il al-Wagi'at atau Masa'il al-Fatawa, yaitu masalah-masalah 
yang merupakan hasil istinbat ulama-ulama Muta'akhirin, yang 
tidak terdapat riwayatnya. Mereka adalah para murid Abu Yusuf, 
atau murid imam Muhammad, dan atau murid dari keduanya. 

Pada perkembangan selanjutnya, kitab-kitab yang dianggap 
muktamad adalah kitab yang tidak keluar dari ketentuan kitab Zahir 
al-Riwayah yang enam, baik berupa ringkasan (mukhtasar), matn 
atau syarh, sehingga urutan kitab-kitab muktamad dalam fikih Hanafi 
sebagai berikut: 

1) Kitab Zahir al-Riwayah, yaitu karya imam Muhammad bin Hasan 
yang meliputi: al-Jami' al-Saghir, al-Siyar al-Kabir, al-Mabsut dan 
al-Ziyadat, 

2) Kitab-kitab Mukhtasar atau Matn, diantaranya: Mukhtasar al- 


61Kitab-kitab ini disebut Nawadir, karena riwayatnya tidak jelas (ghayr 
zahir riwayah). Disebut demikian karena kredibilitas dan akurasi riwayat dari 
Muhammad bin Hasan dalam kitab-kitab tersebut tidak selevel dengan kitab 
yang disebut pertama. 
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Tahawi karya Abu Ja'far al-Tahawi (w. 321 H.), Al-Kafi dan al- 
Muntaga karya al-Hakim Muhammad bin Muhammad (w. 334 H.), 
Mukhtasar al-Karkhi karya Abu Husayn al-Karkhi (w. 340 H.), 
Mukhtasar al-9aduri karya imam Ahmad al-Gaduri (w. 428 H.),52 
Manzumah al-Nasaft fi al-Khilaf karya Najmuddin al-Nasafi (w. 
537 H.), Tuhfah al-Fugaha' karya “Alauddin al-Samargandi (w. 552 
H.), Bidayah al-Mubtadi' karya al-Marghinani (w. 593 H.), al- 
Mukhtar karya Abu al-Fadl al-Misili (w. 683 H.), Majma' al- 
Bahrayni wa Multaga al-Nahrayni karya al-Sa'ati (w. 710 H.), al- 
Wafi dan Kanz al-Daga'ig karya Abu al-Barakat Hafizuddin al- 
Nasafi (w. 710 H.), al-Wigayah karya Taj al-Syari'ah al-Mahbubi, 
dan kitab Al-Nigayah (Mukhtasar al-Nigayah) karya Sadr al-Sadr 
al-Syart'ah al-Mahbubi (w. 747 H)): 

3) Kitab-Kitab Syarh, yang antara lain: al-Mabsut karya Syams al- 
A'immah al-Sarkhasi (w. 490 H.), Bada'i'al-Sana'i' karya “Ala'uddin 
al-Kasani (w. 587 H.), al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi karya 
Burhanuddin al-Marghinani (w. 593 H.), al-Ikhtiyar li al-Ta'lil al- 
Mukhtar karya Abu al-Fadl al-Misili (w. 683 H.), Syarh Al-Wigayah 
karya “Ubaydillah bin Ma'us bin Taj al-Syari'ah, Tabyin al-Haga'ig 
Syarh Kanz al-Daga'ig karya Al-Zayla'i (w. 743 H.), Fath al-Gadir 
karya Ibn al-Hamam (w. 861 H.), al-Tarjih wa al-Tashih Syarh 
Mukhtasar al-Gaduri karya Gasim Ibn Outlubugha (w. 879 H.), dan 
al-Bahr al-R@'ig Syarh Kanz al-Daga'ig karya Ibn Nujaym (w. 969 
H.), 

4) Kitab al-Fatawa dan al-Wagi'at, yaitu karya hasil istinbat para 
mujtahid mazhab muta'akhir atas masalah-masalah yang tidak 
ada jawabannya dalam zahir riwayah, yang antara lain: al-Nawazil 
fi al-Furu' karya Abu al-Layts al-Samargandi (w. 372 H.), Fatawa 
Syams al-A'immah al-Khulwani karya “Abdul “Aziz al-Khulwani (w. 
448 H/449 H), Fatawa Khawahir Zadah karya Abu Bakr 
Muhammad bin Husayn al-Bukhari (Khawahir Zadah, w. 483 H.), 
Hawi al-Husayri karya Muhammad Ibrahim bin Anusy al-Husayri 
(w. 505 H.), al-Fatawa al-Kubra karya al-Sadr al-Syahid (w. 536 
H.), al-Fatawa al-Nasafiyah karya Najmuddm al-Nasafi (w. 537 H.), 
al-Fatawa al-Walwalijiyyah karya Abdur Rasyid bin Abu Hanifah 
bin Abdurrazag al-Walwalijiyyah (w. 540 H.), Khulasah al-Fatawa 
karya Tahir bin Ahmad bin Abdurrasyid al-Bukhari (w. 542 H.), al- 


62Kitab inilah yang dimaksud dengan ungkapan al-Kitab dalam redaksi 
kitab-kitab fikih mazhab Hanafi. 
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Fatawa al-Sirajiyyah karya Sirajuddin al-Ausyi al-Farghani (w. 575 
H.), al-Fatawa al-Khaniyyah karya Fakhruddin Hasan bin Mansur 
al-Usjandi (Oadikhan, w. 592), al-Hawi al-Gudsi karya Jamaluddin 
al-Oabisi (w. 593 H.), al-Muhit al-Burhani karya Tajuddin Ibn 
Mazah al-Bukhari (w. 616 H.), al-Dakhirah/Dakhirat al-Fatwa/al- 
Dakhirah al-Burhaniyyah, ikhtisar kitab al-Muhit al-Burhani 
dengan pengarang yang sama, al-Fatawa al-Zahiriyyah karya 
Zahiruddin Muhammad bin Ahmad bin Umar (w. 619 H.), al- 
Fatawa al-Hindiyyah/Fatawa “Alamkariyyah (sultan India) karya 
lima ulama yang dipimpin oleh Syaikh Nizamuddin al- 
Buranhaburi.s3 


b. Kitab Standar Mazhab Maliki 

Kitab yang menjadi landasan utama dalam mazhab Maliki 
adalah kitab al-Muwatta' karya imam Malik bin Anas, dan pendapat- 
pendapat yang disebut Samma'at atau riwayat dari imam Malik yang 
diriwayatkan oleh murid-muridnya, seperti Samma'at Ibn Gasim (w. 
191 H.), Samma'at Ibn Wahb (w. 197 H.), Samma'at Ashab (w. 204 
H.), Samma'at Ibn Majisyun (w. 212 H.), dan Samma'at Ibn “Abdil 
Ahkam (w. 214 H.). Kemudian berkembang karya-karya yang 
menjadi panutan ulama Malikiyyah, antara lain al-Mudawwanah dan 
al-Mukhtalatah karya Sahnun (w. 240 H.), al-Wadihat karya “Abdul 
Malik bin Habib (w. 238 H.), al-Utbiyyah karya Muhammad bin 
Ahmad al-'Utbi (w. 255 H.), al-Mawwaziyyah karya Ibn Mawwaz (w. 
269 H.), al-Majmu'ah karya Ibn “Abdus (w. 260 H.), dan al-Mabsut 
karya Oadi “Abu Ishag (w. 282 H.). Kitab-kitab tersebut - di samping 
kitab di atas - disebut Ummahat al-Madzhab. 

Ketentuan kitab-kitab muktamad pada era-era awal adalah 
sebagai berikut: (1) pendapat imam Malik dalam al-Muwatta' (2) 
pendapat imam Malik dalam al-Mudawwanah, (3) pendapat Ibn 
Oasim dalam kitab al-Mudawwanah, (4) pendapat Ibn Gasim selain 
dalam kitab al-Mudawwanah, (5) pendapat selain Ibn Gasim dalam 
kitab al-Mudawwanah:5! dan (6) pendapat selain Ibn Gasim dari 


68Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha' ...,h.999-1002. 

64Ketentuan ini direvisi oleh generasi berikutnya, sebagaimana 
disampaikan oleh Abu al-Hasan al-Tanji dengan urutan sebagai berikut: (a) 
pendapat imam Malik dalam al-Muwatta', (b) pendapat imam Malik dalam al- 
Mudawwanah, (c) pendapat Ibn Gasim dalam kitab al-Mudawwanah, dan (d) 
pendapat selain Ibn Gasim dalam kitab al-Mudawwanah. Perbedaannya terletak 
pada pendapat Ibn OGasim di luar al-Mudawwanah dan pendapat selain Ibn 
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ulama mazhab yang terangkum di dalam kitab-kitab al-Ummahat wa 
al-Dawawin, selain yang terdapat di al-Mudawwanah, yang terbagi 
menjadi dua kelompok: 

Pertama, kitab muktamad dalam fikih Nazari, seperti kitab 
Syarh Mukhtasar Ibn 'Abdil Hakam al-Kabir dan Syarh Mukhtasar Ibn 
“Abdil Hakam al-Saghir karya Abu Bakr al-Abhuri (w. 375 H.), al-Tafri' 
karya Ibn Jallab (w. 378 H.), al-Risalah, al-Nawadir wa al-Ziyadat dan 
Mukhtasar al-Mudawwanah karya Ibn “Abi Zayd al-Gayrawani (w. 
386 H.), Uyun al-'Adillah karya Ibn Oassar (w. 397 H.), Kitab-kitab 
Oadi “Abdul Wahab bin Nasr (w. 422 H.), al-Tahdzib karya Baradza' 
(w. 438 H.), al-Jjami' karya Ibn Yunus (w. 451 H.), Al-Muntaga karya 
Abu al-Walid al-Baji (w. 474 H.), al-Tabsirah karya al-Lakhmi (w. 478 
H.), al-Bayan wa al-Tahsil, al-Mugaddimat, al-Mumahhadat, dan 
Fatawa Ibn Rusyd karya Ibn Rusyd (w. 595 H.), al-Ta'ligat 'ala al- 
Mudawwanah, Syarh al-Talgin dan Fatawa karya al-Maziri, al- 
Tanbihat karya al-Gadi 'Iyad, Agd al-Jawahir al-Tsaminah karya Ibn 
Syas (w. 616 H.), al-Jami' Bayna al-Ummahat karya Ibn al-Hajib 
Utsman bin “Umar bin “Abu Bakr (w. 646 H.),55Mukhtasar Syaikh 
Khalil bin Ishag,SSal-Mukhtasar al-Figh Ibn “Arafah, kitab-kitab Ibn 
Naji Gasim Ibn Ishag (w. 838 H.) yang antara lain Syarh al- 
Mudawwanah karya imam Sahnun, Tahrir al-Magalah fi Syarh al- 
Risalah Ibn "Abi Zayd al-Gayrawani karya “Abu al-'Abbas Ahmad bin 
Muhammad al-Oalsyani (w. 863 H), Syarh syarh al-Mawwag 'ala 
Mukhtasar Khalil karya Muhammad bin Yusuf al-'Abdari al-Gharnati 
al-Syahil al-Mawwag (w. 897 H), Syarh al-Mukhtasar Syaikh Halulu 


Oasim yang ada dalam al-Mudawwanah. Menurut versi pertama, pendapat Ibn 
Oasim lebih diprioritaskan walaupun tidak terdapat dalam al-Mudawwanah. 
Sementara menurut versi kedua, yang penting pendapat tersebut terdapat 
dalam kitab al-Mudawwanah, meskipun bukan pendapat Ibn Gasim. 

65Kitab ini dikenal dengan sebutan Mukhtasar Ibn al-Hajib. Adapun 
syarh-syarhnya seperti al-Sihab al-Tsakib bi Syarh Mukhtasar Ibn al-Hajib karya 
Muhammad bin Abdullah bin Rasyid al-Oafsyi (w. 736 H.), Tanbih al-Talib bi 
Fahm Kalam Ibn Hajib karya Muhammad bin Abdussalam al-Hawari, dan al- 
Tanbih karya Salil bin Ishag al-Jundi (w. 776 H.). 

66Kitab ini merupakan Mukhtasar al-Jami' Bayna al-Ummahat. Adapun 
syarah-syarahnya seperti al-Munazza' al-Nabil fi Syarh Mukhtasar Khalil karya 
Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Marzug (w. 843 H.), Syarh 
Mukhtasar Khalil karya Muhammad bin Muhammad bin Syirat al-Gharnati (w. 
848 H.), Syarh al-Mukhtasar karya Ibrahim bin Fa'idah al-Zawawi (w. 857 H.), 
dan Syarh Bahran 'ala Khalil karya imam Bahran Ibn Abdillah al-Dumayri (w. 
805 H)). 
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Ahmad bin “Abdurrahman (w. 898 H), Syarh al-Risalah karya Ahmad 
bin Ahmad bin Muhammad (w. 899 H), Syifa' al-Ghalil fi Hill al- 
Mugaffal Khalil karya Muhammad bin Ahmad al-'Utsmani (w. 919 H), 
Hasyiyah al-Tukhaykhi 'ala al-Mukhtasar karya Musa al-Tukhaykhi 
(w. 945 H), Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar al-Khalil karya al- 
Khattab (w. 953 H), Barnamaj Syawarid li Istikhraj Mas@'il al-Syamil 
karya al-Gasim bin Muhammad (Adzumi, w. 1009 H), Taysir al-Malak 
al-Jalil Ii Jam'i al-Syuruh wa Hawasyi Khalil karya Salim bin 
Muhammad al-Syanhuri (w. 1015 H), Hasyiyah Syaikh Ahmad Baba 
ala al-Mukhtasar (w. 1032 H), dan Mursyid al-Mu'in “ala al-Daruri 
min “Ulum al-Din karya “Abdul Wahib bin Ahmad bin “Asyir (w. 1040 
H). 

Kedua, kitab muktamad dalam fikih tatbig, seperti al-Watsa'ig 
karya Ibn “Attar, al-Watsa'ig wa al-Syurut karya Ibn al-Hindi, al- 
Mugni' fi Usul al-Ahkam karya Sulayman al-Batlayusi, al-Ilam bi 
Nawazil al-Hukkam yang tekenal dengan Nawazil Ibn Sahl, al- 
Mutaytiyyah yang terkenal dengan al-Nihayah wa la-Tamam fi 
Ma 'rifah al-Watsa'ig wa al-Ahkam karya Abu al-Hasan 'Ali al-Mutayti, 
dan Tarar karya Ibn "Ad (w. 609 H).57 


67Di samping penjelasan tentang kitab muktamad, ulama Malikiyah 
menyebut pula beberapa kitab yang tidak muktamad dan tidak boleh dijadikan 
pedoman, yaitu dengan kriteria: (1) Hasyiyah. Kitab jenis ini haram hukumnya 
untuk dipakai berfatwa, sebab tidak ada jaminan keabsahan dalam penukilan 
dari ulama mazhab. Tentu hal ini tidak berlaku secara mutlak, hanya berlaku 
apabila Hasyiyah tersebut tidak jelas nugul-nya. Seandainya jelas disebut dalam 
kitab al-Ummahat, atau terdapat kejelasan riwayat yang sahih, maka dapat 
diterima, dan (2) al-Tarar, atau al-Tagayid, atau al-Tagyidad. Secara umum kitab 
jenis ini dapat dipakai sebagai petunjuk, tetapi tidak dianggap sebagai kitab 
yang muktamad. Karena biasanya, kitab-kitab ini berasal dari catatan para 
pelajar ketika mereka mengaji kepada gurunya. Diantara kitab-kitab al- 
Tagyidad yang dapat dipakai petunjuk namun tidak dapat dijadikan pedoman 
adalah: (a) al-Tagyid, dinisbatkan kepada Abdurrahman al-Jazuli, merupakan 
penjelasan matn al-Risalah, (b) al-Tagyid, dinisbatkan kepada Yusuf bin “Umar 
al-Anfasi al-Fasi, juga merupakan penjelasan matn al-Risalah: (c) pendapat yang 
menyendiri dan berbeda dengan pendapat lainya seperti: Syarh Mukhtasar 
Khalil karya Syaikh Ali al-Ajhuri, dan Syarh Mukhtasar Khalil karya murid-murid 
al-Ajhuri, seperti Syaikh “Abdul Bagi al-Zargani, Syaikh Ibrahim al-Syabarkhiti, 
dan Muhammad al-Khurasyi. Inilah kitab-kitab yang tidak boleh dijadikan 
pegangan ketika pendapatnya menyendiri. Lihat hasil keputusan bahtsul masail 
Munas dan Konbes NU di Sukolilo Surabaya, tahun 2006 tentang al-Kutub al- 
Mu tabarah yang tertuang dalam Ahkam al-Fugaha'..., h. 1002-1005. 


88 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


Cc. Kitab Standar Mazhab Syafi'i 

Ulama Syafi'iyyah sepakat bahwa pendapat yang muktamad 
adalah pendapat yang disepakati oleh Syaikhani (al-Rafit dan al- 
Nawawi). Apabila pendapat keduanya berbeda, maka pendapat imam 
al-Nawawi yang harus didahulukan, baru kemudian pendapat imam 
al-Rafit. Bahkan kesepakatan al-Nawawi dan al-RafitT lebih 
didahulukan dari pendapat imam Syafit sendiri, padahal pendapat 
imam SyafiT bagi ulama mazhab ibaratnya seperti nas al-Gur'an atau 
nas hadis. Hal ini dapat diterima, mengingat ulama yang mengerti 
dan mendalami mazhab, tingkatannya adalah mujtahid mugayyad. 
Orang yang sampai pada level tersebut, selalu membandingkan 
pendapat imamnya dengan kaidah dan dasar-dasar yang sudah 
diletakkannya, sehingga tidak jarang -di saat terjadi benturan antara 
gaul dan kaidah- lebih memprioritaskan keharusan menggunakan 
kaidah, dan meninggalkan gaul tersebut dengan mentakwilnya. Oleh 
karena itu, tidak tepat jika dikatakan bahwa mujtahid mugayyad 
tidak tahu dan tidak mengerti pendapat imamnya, yang benar adalah 
mujtahid mugayyad memahami dan mengkaji pendapat imamnya. 
Namun dalam memahami dan proses pengkajian tersebut, mujtahid 
mugayyad membelokkan dari arti zahir teks dengan pertimbangan 
argumentatif (dalil-dalil), dan yang demikian ini tidak dapat 
dikatakan bahwa ia telah keluar dari mazhab imamnya.8? 

Kedudukan kitab-kitab al-Nawawi dan al-Rafii, menurut 
mayoritas ulama adalah kitab muktamad. Bahkan ulama generasi 
akhir melarang merujuk dan berpegang pada kitab-kitab sebelum 
imam al-Rafit dan al-Nawawi, kecuali setelah dengan cermat meneliti 
bahwa itu adalah pendapat mazhab.$9 Namun tidak jarang pendapat 
imam al-Nawawi dalam satu kitab berbeda dengan pendapatnya di 
kitabnya yang lain, untuk itu ulama membuat satu ketentuan dalam 
menetapkan peringkat kitab-kitab imam  al-Nawawi dan 
mentarjihnya sebagai berikut: (1) al-Tahgig, kitab yang paling sahih 
menurut ulama generasi akhir (muta'akhirin), (2) al-Majmu' (3) al- 


68Muhammad bin Sulayman al-Kurdi, al-Fawa'id al-Madaniyah, h. 22, 


dengan mengutip pendapatnya imam al-Ramli. 


69Tbn Hajar al-Haytami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, vol. 1, (Dar 


Ihy3' al-Turats al-Arabi, tth.), h. 39. Lihat juga: Ibn Hajar al-Haytaml, al-Fatawa 
al-Fighiyah al-Kubra, vol. 4, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.th.), h. 324. 
Dan lihat juga: Alawi al-Saggaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramayn, 
t.th.), h. 5. 
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Tangih, (4) al-Raudah dan Minhaj al-Talibin, (5) al-Fatawa, (6) Syarh 
Sahih Muslim, dan (7) Tashih al-Tanbih.79 

Ketentuan tersebut berlaku bagi mereka yang kurang 
mendalami persoalan mazhab. Sedangkan bagi orang yang mengerti 
dan mendalami mazhab, maka cara mentarjih di antara pendapat 
imam al-Nawawi dalam kitab-kitabnya adalah mendahulukan dan 
mengambil pendapat al-Nawawi yang sesuai dengan pemikirannya 
sendiri berdasarkan dalil-dalil yang diketahuinya. Tetapi harus tidak 
keluar dari kaidah yang sudah disepakati ulama. Yaitu harus masih 
berada dalam ruang lingkup Ikhtiyar al-Nawawi dan al-Rafi'T. Artinya 
hak memilih bagi orang tersebut adalah memilih di antara pendapat- 
pendapat hasil ijtihad al-Nawawi, tanpa melihat mana yang 
terdahulu dan mana yang kemudian.?! 

Masa terus berjalan, sementara pendapat dan kitab-kitab 
Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi 7) terus membayang-bayangi ijtihad 
generasi berikutnya di dalam menentukan pendapat mazhab. Sampai 
akhirnya lahirlah ulama-ulama yang sangat teliti dan hati-hati di 
dalam menganalisis pendapat mazhab, seperti Zakaria al-Ansari (w. 
926 H), Syihab al-Ramli (w. 973 H), al-Khatib al-Syirbini (w. 977 H), 
Syamsuddin al-Ramli (w. 1004 H), Ibn Hajar al-Haytami (w. 973 H), 
dan lain sebagainya. Mereka sangat perhatian terhadap kitab-kitab 
imam al-Nawawi dan imam al-Rafit teruma terhadap kitab al-Minhaj 
imam al-Nawawi. Imam Zakaria al-Ansari meringkas kitab tersebut 
dalam karyanya, Minhaj al-Tullab. Sedangkan Imam Ibn Hajar, al- 
Khatib al-Syirbinn dan Syamsuddin al-Ramli menganalisis atau 
mensyarahi kitab al-Minhaj dan menamakannya dengan Tuhfah al- 
Muhtaj, Mughni al-Muhtaj dan Nihayah al-Muhtaj. Terkadang ijtihad 
ketiga ulama tersebut berbeda dengan pendapat imam al-Nawawi 
dan imam al-RafiT, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa mereka 
keluar dari mazhab Syafi'i, sebagaimana penjelasan di atas, yaitu 
bahwa bagi ulama dipersilahkan memilih antara pendapat-pendapat 
Syaikhani (al-Nawawi dan al-RafiT) tanpa harus terikat dengan 
pendapat Ibn Hajar dan al-Ramli atau yang lainnya. Ulama hanya 
mambatasi pilihan pada pendapat-pendapat imam al-Rafi1 dan al- 


70Lihat: Ibn Hajar al-Haytami, Tuhfah al-Muhtaj ft Syarh al-Minhaj..., h. 39, 
al-Fatawa al-Fighiyah al-Kubra ..., h. 324, Muhammad bin Sulayman al-Kurdi, al- 
Fawa'id al-Madaniyah, h. 16-39, dan Muhammad Syata al- Dimyati, I'anah al- 
Talibin, vol. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 234. 

71Muhammad Ibrahim, al-Madzhab Inda al-Syafi'1..., h. 40. 
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Nawawi, mengingat mayoritas ulama tidak mengizinkan keluar dan 
berpaling dari pendapat dua tokoh tersebut.72 

Adapun yang masih belum sampai pada tingkatan ulama 
dengan kriteria tersebut di atas, mereka bebas memilih pendapat Ibn 
Hajar atau al-Ramli. Namun dalam kondisi di mana pendapat 
keduanya berbeda, maka menurut ulama Hadramaut, Syam, Akrad 
(Kurdi), Daghistan dan mayoritas ulama Yaman, adalah pendapat Ibn 
Hajar dalam al-Tuhfah yang dianggap muktamad dan harus 
didahulukan.73 Sedang mayoritas ulama Mesir mengatakan, bahwa 
pendapat al-Ramli yang paling muktamad, bahkan mereka berikrar 
tidak berfatwa kecuali dengan pendapatnya imam al-Ram!li.74 
Sementara para ulama Haramayn (Makkah dan Madinah), pada 
awalnya selalu berpegang pada pendapat imam Ibn Hajar. Kemudian 
ketika banyak ulama Mesir yang datang, menetap, belajar dan 
mengajar di Haramayn, mulailah tersebar pendapat imam al-Ramli, 
dan keduanya menjadi kitab pedoman bagi mereka. Bahkan para 
ulama yang perhatian dengan pendapat keduanya langsung 
mengambilnya tanpa melakukan filter. 

Dalam perkembangannya, Syaikh Muhammad Sa'id Sumbil al- 
Makki (w. 1175 H.) dan ulama yang segaris dengannya menetapkan 
bahwa tidak diperkenankan bagi mufti berfatwa dengan hukum yang 
berbeda dengan pendapat Ibn Hajar dan al-Ramli dalam al-Tuhfah 
dan al-Nihayah. Tetapi Syaikh Muhammad bin Sulayman al-Kurdi (w. 
1194 H.) membolehkan berpaling dari al-Tuhfah dan al-Nihayah, dan 
berpegangan pada kitab-kitab Ibn Hajar dan al-Ramli selain al- 
Tuhfah dan al-Nihayah.75 Adapun urutan kitab-kitab Ibn Hajar adalah 
al-Tuhfah, Fath al-Jawwad, al-Imdad, dan al-Fatwa serta Syarh al- 
“Ubab. Apabila Ibn Hajar dan al-Ramli tidak berpendapat dalam suatu 
masalah, maka generasi akhir membuat urutan pendapat yang dapat 

dianggap muktamad dalam mazhab Syafit sebagai berikut: (a) Syaikh 


7Muhammad bin Sulayman al-Kurdi, al-Fawa'd al-Madaniyah, h. 16, 17 


dan 220. 


7Muhammad bin Sulayman al-Kurdi, al-Fawa'd al-Madaniyah, h. 37, 


Ba'alawi, Abdurrahman bin Muhammad, Bughyah al-Mustarsyidin, (Indonesia: 
al-Haramayn, t.th.), h. 274, Muhammad Syata al- Dimyati, I'anah al-Talibin, vol. 
1, h. 234, 'Alawi al-Saggaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramayn, t. th.), 
h.5. 


74Muhammad bin Sulayman al-Kurdi, al-Fawa'id al-Madaniyah, h. 41 dan 


Muhammad Syata al- Dimyati, Ianah al-Talibin, vol. 1, h. 19. 


75'Alawi al-Saggaf, Tarsyih al-Mustafidin, h. 5. 
76Alawi al-Saggaf, Tarsyih al-Mustafidin, h. 5. 
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Zakaria al-Ansari dalam kitabnya al-Bahjah al-Saghir, lalu al-Manhaj 
dan syarahnya: (b) Syaikh al-Khatib al-Syirbinis dan (c) pendapat 
ashab al-Hawasyi (pengarang Hasyiyah). Ini pun dengan syarat tidak 
bertolak belakang dengan dasar-dasar dan kaidah mazhab, dan 
umumnya pendapat mereka sejalan dengan pendapat imam al-Ramli. 
Adapun ashab al-Hawasyi, urutannya adalah Ali al-Zayyadi (w. 1024 
H.), pengarang Hasyiyah 'ala Syarh al-Manhaj, Ahmad bin Gasim al- 
Ubbadi (w. 994 H.), pengarang Hasyiyah 'ala Syarh Manhaj dan 
Hasyiyah 'ala al-Tuhfah, Ahmad Syihabuddin Amirah, pengarang 
Hasyiyah 'ala Kanz al-Raghibin, “Ali Sibramalisi bin “Ali (w. 1087 H.), 
pengarang Hasyiyah “ala Syarh al-Minhaj, Ali al-Halabi (w. 1044 H.), 
al-Syuwayri, dan al-Inani.77 


d. Kitab Standar Mazhab Hanbali 

Kitab-kitab muktamad dalam mazhab Hanbali adalah seperti 
Mukhtasar al-Khiragi dan syarah-syarahnya. Misalnya Syarh al- 
Khiragi karya adi Abu Ya'la Ibn al-Farra' dan al-Mughni karya Ibn 
Oudamah. Kemudian kitab Ru'us al-Masa'il karya Abdul Khalig bin 
“Isa al-Hasyimi, kitab al-Hidayah karya Abu al-Khattab al-Kalwadzani, 
kitab al-Tadzkirah karya Abu al-Wafa' bin “Agil, kitab al-Muharrar 
karya Majd al-Din Abu al-Barakat Ibn Taymiyyah, kitab al-Syafi karya 
“Abdurrahman bin Muhammad Ibn Oudamah, kitab al-Furu' karya Ibn 
Muflih, kitab Syarh Muntaha al-Iradat, kitab Kasysyaf al-Gina" “an 
Matn al-Igna', dan kitab al-Raud al-Murbi' karya Mansir bin Yunus al- 
Bahuti.78 


4. Dominasi Mazhab Syafi'i dalam Bahtsul Masail NU 

Walaupun dalam pedoman, akidah dan asas NU yang tertuang 
dalam AD/ART NU dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari mazhab 
empat (Hanafi, Maliki, Syafit, dan Hanbalt), tanpa menyebut secara 
spesifik mazhab imam SyafiT, namun mazhab fikih yang dianut oleh NU 
dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuai dengan mazhab yang 
berkembang dalam masyarakat Indonesia, yaitu mazhab Syafii. 
Konsekuensinya, ulama NU dalam menjawab permasalahan di tengah- 
tengah masyarakat secara langsung atau melalui forum bahtsul masail 


77Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1005-1009. 

78Tiga kitab karya al-Bahuti merupakan kitab paling mu'tamad bagi 
ulama Hanabilah kontemporer. Lihat hasil keputusan bahtsul masail pada 
Munas & Konbes di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tahun 2006, yang termaktub 
dalam buku Ahkamul Fugaha, h. 1009-1010. 
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hampir dapat dipastikan selalu merujuk pada kitab-kitab Syafi'iyyah. 
Mazhab lain digunakan hanya dalam kondisi tidak ditemukan jawaban 
hukumnya dalam kitab-kitab Syafi'iyyah. Kecondongan NU terhadap 
mazhab Syafit dapat terlihat dari Muktamar pertama dilaksanakan, 
ketika salah satu pembahasannya adalah tentang pendapat tokoh 
(imam) yang boleh difatwakan. Pertanyaan ketika itu yang muncul 
adalah pendapat siapakah yang dapat atau boleh dipergunakan untuk 
berfatwa di antara pendapat-pendapat yang berbeda dari ulama 
Syafi'iyyah, maka jawaban forum adalah dengan mengutip pendapat 
imam Syata al-Dimyati, bahwa yang dijadikan pedoman dalam 
bermazhab (al-SyafiT) ketika menentukan suatu hukum dan fatwa 
adalah: (1) yang disepakati oleh imam al-Nawawi dan al-Rafi'T, (2) yang 
ditetapkan oleh imam al-Nawawi, (3) yang ditetapkan oleh al-RafiT, (4) 
yang diunggulkan oleh mayoritas ulama, (5) oleh orang yang paling 
alim: dan (6) oleh orang yang paling saleh (wira'i).?” 

Jika ditinjau dari aspek klasifikasi penggunaan kitab rujukan 
dengan membandingkan antara tahun 1926-1989 dengan 1992-2019, 
maka penggunaan kitab rujukan, baik secara mazhab maupun non- 
mazhab, semuanya mengalami kenaikan. Namun begitu, kenaikan 
terkecil dialami oleh mazhab Syafi't. Hal ini karena memang dari awal, 
kitab-kitab mazhab Syaf1 yang paling banyak digunakan, sehingga 
sangat logis pasca Munas Bandar Lampung penambahan referensi dari 
mazhab Syafit tidak signifikan. Menariknya, jika ditinjau dari aspek 
frekuensi penggunaan dengan membandingkan antara sebelum Munas 
Bandar Lampung (1926-1989) dan pasca Munas (1992-2019), seluruh 
mazhab, termasuk juga yang non-mazhab mengalami kenaikan yang 
signifikan, berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh mazhab 
Syafit, di mana secara frekuensi mengalami penurunan yang relatif 
besar. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.1. 


79TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 3-4. 
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Tabel 3.1 
Perbandingan Frekuensi dan Persentase Penggunaan Kitab Rujukan 
Bahtsul Masail (1926-1989 dan 1992-2019)80 


Frekuensi Persentase Ket. 
No Mazhab 1926- | 1992- 1926- 1992- 

1989 | 2019 1989 2019 
1 Hanafi 14 54 1,9 Y9 5 49 t#3,1Y 
2 Maliki 19 48 2, 6 Yo 4, 4 Yo t1,86 
3 Syafit 675 673 91, 2 Yo 62,3 Yo - 28, 9 Yo 
4 Hanbali 4 39 0, 5 Y0 3, 6 Yo t#3,1Y 
5 Non-Mazhab 28 267 3, 8 Y9 24,7 Yo #20, 9 Y9 
Jumlah 740 1081 100 Yo 100 Yo 


Keterangan: Perincian secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel di 
halaman 437. 


Hal menarik adalah rujukan al-Gur'an dan al-Sunnah sebagai 
rujukan non-mazhab mengalami kenaikan secara signifikan setelah 
keputusan Muktamar NU ke-32 di Makasar tahun 2010 tentang format 
penetapan bahtsul masail bahwa: (1) pencantuman ayat al-Our'an, al- 
Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya diperlukan dalam setiap jawaban, 
karena pada hakikatnya setiap hukum pasti berdasarkan al-Our'an, al- 
Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya, dengan ketentuan bahwa ayat al- 
Our'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya merupakan bagian dari 
pendapat ulama yang terdapat dalam al-kutub al-mu'tabarah. Hal ini 
karena ulama NU menyadari bahwa yang mampu berijtihad langsung 
dari al-Gur'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara" lainnya adalah para 
mujtahid: (2) agwal al-ulama' didahulukan, baru kemudian dilengkapi 
dengan ayat al-Our'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya. Dalam 
pandangan ulama NU, al-Our'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya 
tidak dijadikan sebagai dalil yang mandiri, tetapi merupakan bagian dari 
ijtihad ulama.81 Rumusan ini relatif kurang efektif, terbukti tidak semua 
komisi bahtsul masail menggunakan format ini. Misalnya pada 
Muktamar ke-33 di Jombang, komisi maudu'iyyah mendahulukan ayat 
al-Our'an dan al-Hadits sebelum agwal al-ulama'. Demikian juga dengan 


80Sumber data dari penghitungan kitab-kitab mazhab Hanafi adalah hasil 
keputusan bahtsul masail NU yang tertuang dalam buku: Ahkam al-Fugaha' fi 
Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil Ulama": Solusi Problematika Aktual Hukum 
Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015), 
hasil keputusan bahtsul masail Munas Nusa Tenggara Barat tahun 2017, dan 
Munas Banjar tahun 2019. 

81Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha ..., h. 1014-1015. 
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komisi wagi'iyyah terlihat tidak terformat dengan baik. Hanya komisi 
ganuniyyah yang sesuai dengan format yang dirumuskan pada 
Muktamar NU ke-32 di Makasar.82 Walaupun begitu, pasca rumusan 
format ini penggunaan dalil al-Gur'an dan al-Hadits begitu masif. Oleh 
karena itu, secara umum penggunaan kitab yang paling banyak dirujuk 


dalam bahtsul masail dapat dilihat pada tabel 3.2. 


Tabel 3.2 


20 Kitab Paling Banyak Dirujuk dalam Bahtsul Masail (1926-2019) 


No | Judul dan Pengarang Kitab Mazhab Frekuensi 
1 Tanah al-Talibin, “Utsman bin Syata al- an 
Bakri al-Dimyati Syafii 28 
2 Bughyah al-Mustarsyidin, "Abdurrahman Syafi'i 79 
Ba'alawi 
3 Fath al-Mu'in bi Syarh Gurrah al-'Ayn, Daan 
Zainuddin al-Malibari nyali 62 
4 Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, Ibn Syafi'i z3 
Hajar al-Haytami 
5 ang, al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah Non-Mazhab | ag 
Zuhayli 
6 Hasyiyah al-Bajuri “ala Fath al-Garib, Da 
Ibrahim al-Bajuri Nyali si 
7 Mughn or Muntaf ila Ma'rifah Alfaz al- Syafi'i za 
Minhaj, al-Syirbini 
8 Asybah wa al-Naz@'ir, Jalaluddim al-Suyuti | Syafii 43 
9 ar Merau Syarh  al-Muhaddzab, al- Syafi'i 43 
Nawawi 
10 | al-Our'an al-Karim Non-Mazhab | 43 
11 | al-Sunnah al-Nabawiyyah Non-Mazhab | 41 
12 | Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Tullab, OS 
Zakaria al-Anshari SyAn Ta 
13 | Hasyiyah al-Bujayrimi ala al- 
Khafib/ Tuhfah KR upin ala Syarh al- Syafi'i 3g 
Khatib, Sulayman bin Muhammad al- 
Bujayrimi 
14 | Hawasyay al-Syarwani wa al-Ubbadi 'ala 
Tuhfah al-Minhaj, al-Syarwani dan Ibn | Syafit 35 
Oasim al-Abbadi 
15 | Ihya' Ulum al-Din, al-Ghazali Syafit 33 
82Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugah@' ..., h. 8125-126. 
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16 | Futuhat al-Wahhab bi Taudih Syarh 


Manhaj al-Tullab, Sulayman al-Jamal Sya 21 
17 | al-Fatawa @l-Fighiyah al-Kubra, Ibn Hajar Syafis 5g 
al-Haytami 
18 | Asna al-Matalib, Zakaria al-Ansari Syafit 28 


19 | al-Figh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, 
“Abdurrahman al-Jaziri 

20 | Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, al- 
Ramli 


Non-Mazhab | 24 


Syafi'T 24 


Dominasi kitab-kitab mazhab Syafit di dalam menjawab 
persoalan hukum pada forum-forum bahtsul masail disebabkan oleh 
banyak kemungkinan, yang antara satu dengan lainnya saling 
mendukung. Di antara kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah, 
bahwa peserta bahtsul masail adalah kaum pesantren, baik yang sudah 
alumni maupun yang masih tinggal di pesantren, yang mayoritas kitab- 
kitab yang dikaji adalah kitab-kitab Syafi'iyyah. Hal ini karena 
kebanyakan pesantren di Indonesia menganut mazhab Syafii. 
Kemungkinan lainnya adalah karena kebanyakan warga nahdiyyin 
adalah penganut mazhab SyafiT sehingga tidak perlu bersusah payah 
mencari pendapat dari mazhab lain yang nantinya secara praktis tidak 
efektif penerapannya di kalangan warga NU. Banyaknya warga NU yang 
menganut mazhab Syafi'i, bahkan hampir seluruh warga NU (dan boleh 
jadi semua warga NU) menganut mazhab Syafit, disebabkan karena 
rujukan mereka dalam bergama adalah para kyai kampung yang 
mayoritas alumni pesantren yang becorak Syafi'iyyah sehingga 
masyarakat, khususnya di pedesaan kebanyakan amaliyahnya di bidang 
fikih menganut mazhab Syafii. Kemungkinan lainnya yang 
menyebabkan mazhab imam Syafii mendominasi dalam setiap 
keputusan bahtsul masail NU adalah terbatasnya kitab-kitab rujukan 
selain mazhab Syafit, sehingga jawaban terhadap persoalan yang 
muncul dicukupkan pada pendapat kalangan mazhab Syafit yang kitab- 
kitabnya sudah tersedia. Bahkan masih banyak di kalangan ulama NU 
yang belum dapat menerima pendapat selain dari ulama Syafi'iyyah, 
sedangkan sebagian lainnya lagi belum terbiasa dengan metode 
(manhaj) tiga mazhab lainnya.88 


83Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh, mazhab yang dianut oleh NU dalam 
kehidupan sehari-hari adalah sesuai dengan mazhab yang berkembang di 
masyarakat Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Hal ini memiliki konsekuensi para 
ulama NU dalam fatwa pribadinya maupun dalam forum bahtsul masail hampir 
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Namun bagitu, walaupun terlihat kuat pengaruh mazhab Syafi'i, 
bukan berarti menolak apalagi antipati terhadap mazhab lain. Sejak 
dulu para kyai tidak mengharuskan Syafi't saja. Misalnya, masyarakat di 
banyak daerah menggunakan gaul di luar SyafiT mengenai padi yang 
belum dizakati tapi si penuai padi sudah diberi upah. Padahal, memberi 
upah kepada penuai padi sebelum padi dizakati menurut Syafit tidak 
boleh. Pendapat yang membolehkan memberi upah kepada penuai padi 
sebelum dizakati adalah pendapat imam Ahmad. Namun para kyai 
memakai pendapat itu karena pada umumnya mereka adalah petani.84 
Artinya, dominasi SyafiT bukan berarti ulama NU menolak pendapat 
(agwal) ulama di luar Syafi'iyyah. Hal ini dilakukan karena para kyai NU 
memang tidak mempunyai referensi lain di luar mazhab Syafi'i. Sangat 
sulit dijumpai dalam kepustakaan mereka kitab-kitab lain di luar 
Syafi'Tyyah kecuali sebagian kecil ulama. Ini karena di samping harganya 
belum terjangkau, juga karena masih sulit diperoleh di Indonesia.85 
Tentu kondisinya berbeda dengan sekarang, di mana banyak toko-toko 
kitab yang menyediakan kitab-kitab lintas mazhab, di samping juga 
banyaknya kitab yang dapat diakses via website dengan format PDF dan 
kitab digital seperti Maktabah Syamilah dan Mausu'ah al-Fighiyah al- 
Kuwaytiyyah dari berbagai pendapat mazhab dan aliran, sehingga tren 
penggunaan kitab rujukan di luar mazhab Syaf' mengalami kenaikan. 

Secara umum, dalam hal penggunaan kitab rujukan pada forum 
bahtsul masail, kitab I'anah al-Talibin karya Utsman bin Syata al-Bakri 
al-Dimyati berada di posisi teratas. Dominasi kitab ini boleh jadi 
disebabkan oleh berbagai kemungkinan. Diantaranya disebabkan 
karena pengarangnya mewarisi banyak murid yang menyebar di 
pesantren-pesantren di Indonesia, sehingga kitab ini banyak dirujuk 
oleh murid-muridnya dan diajarkan kepada generasi berikutnya 
sehingga penguasaan terhadap kitab ini sangat dominan, dan pada 
akhirnya murid-murid ini menjadi peserta bahtsul masail dan banyak 
mewarnai hasil keputusan bahtsul masail. Dominasi syarah kitab Fath 


dapat dipastikan selalu merujuk pada kitab-kitab Syafi'iyyah, mulai dari kitab 
yang paling kecil seperti Safinah al-Salah karya KH. Nawawi Banten sampai 
dengan yang paling besar seperti kitab al-Umm karya imam Syafii, al- 
Majmu' karya imam al-Nawawi dan lain sebagainya. Lihat: Sahal Mahfudh, 
Nuansa Figh Sosial..., h. 30, dan Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU..., h. 161. 
84KH. MA. Sahal Mahfudh, “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: 
Sebuah Catatan Pendek”, dalam pengantar buku Ahkam al-Fugaha'..., h. ix-x. 
85KH. MA. Sahal Mahfudh, “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: 
Sebuah Catatan Pendek”, dalam pengantar buku Ahkam al-Fugaha'..., h. ix-x. 
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al-Mu'in ini bukan semata-mata karena kitab ini lahir belakangan 
sehingga masih relevan dengan konteks hari ini, namun lebih kepada 
faktor nasab keilmuan dan kesesuaian dalam hal mazhab yang dianut. 
Karena jika semata-mata hanya karena alasan relevansinya dengan 
konteks hari ini, tentu kitab-kitab seperti al-Figh al-Islami wa Adillatuhi, 
Mausiui'ah al-Fighiyah al-Kuwaytiyyah, dan kitab-kitab kontemporer 
lainnya akan jauh lebih memungkinkan untuk dijadikan rujukan. 
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BAB IV 
PENGGUNAAN BERMAZHAB 
SECARA @GAULI DAN MANHAJI (1926-1989) 


Pembahasan bab ini akan mengkaji hasil-hasil keputusan bahtsul 
masail dari tahun 1926 hingga tahun 1989 dengan mengamati metode 
bermazhab dalam NU. Walaupun metode bermazhab dibahas secara 
sistematis dimulai sejak Munas Bandar Lampung tahun 1992, namun 
pada kenyataannya metode bermazhab dalam NU dimulai sejak lahirnya 
NU itu sendiri. Sebagaimana ilmu usul fikih dalam studi Islam, walaupun 
yang dianggap pencetus pertama ilmu ini adalah imam SyafiT, namun 
ilmu ini dipraktikkan sejak lahirnya fikih itu sendiri, yaitu sejak ijtihad 
dalam hukum Islam dimulai. Secara tematik, pembahasan yang 
dilakukan dalam bahtsul masail meliputi beberapa produk hukum, yaitu 
keputusan hukum di bidang keyakinan (akidah), bidang ibadah, bidang 
pernikahan (munakahat), bidang waris, bidang jual beli dan rekayasa 
ekonomi, bidang wakaf, masjid dan pertanahan, bidang kriminal 
(jinayah), bidang aliran dan mazhab, bidang politik (siyasah), bidang 
gender (perempuan), bidang adat, etika dan pendidikan, bidang 
kesenian, dan bidang kedokteran. Semua produk hukum ini akan dilihat 
dari metode yang digunakan (gauli, tagrir jama'i, ilhagul masail 
binaza'iriha, dan istinbat jama'i atau manhaji), dan sifat masailnya 
(wagi'iyah, maudi'iyyah dan ganuniyyah). 


Keputusan Hukum di Bidang Keyakinan 

Dalam bidang keyakinan, Muktamar NU ke-3 tahun 1928 
membahas tentang status Harut dan Marut, antara termasuk jenis 
malaikat, jin, atau manusia. Menurut Muktamar, para ulama dalam hal 
ini berbeda pendapat. Tetapi Muktamar memilih pendapat yang 
menyatakan bahwa, Harut dan Marut termasuk dari jenis malaikat yang 
terjaga dari perbuatan dosa (ma'sim). Menurut Muhammad Amin al- 
Kurdi, ada distorsi sejarah yang dilakukan oleh sejarawan, ketika 
mengatakan bahwa keduanya dihukum dan berubah bentuk. Adapun 
yang wajib diyakini adalah, jika keduanya memang malaikat, maka 
pengajaran mereka tentang sihir tidak dimaksudkan untuk diamalkan, 
namun sebagai kewaspadaan dengan memberitahukan hakikatnya dan 
menjelaskan keburukannya serta hukumannya! Keputusan dalam 


1Muhammad Amin al-Kurdi. Tanwir al-Gulub, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 
h. 85. 
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masalah ini menggunakan metode tagrir jamai dan bersifat 
maudi'iyyah dengan memilih pendapat yang terdapat dalam kitab 
Tanwir al-9ulub. Namun sayangnya, Muktamar tidak menyodorkan 
rujukan yang memperlihatkan terjadinya perbedaan pendapat di 
kalangan ulama dalam soal apakah Harut dan Marut termasuk dari 
kalangan malaikat, jin atau manusia. Di samping itu, Muktamar 
sebetulnya dapat menjawab secara manhaji dengan merujuk pada al- 
Ouran surah al-Bagarah ayat 102 yang menjelaskan tentang dua 
malaikat yang berada di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut (al- 
Bagarah: 102), namun Muktamar tidak melakukan hal itu.2 

Kemudian pada Muktamar yang sama (1928), dibahas tentang 
status Nabi “Isa setelah turun kembali ke dunia, apakah tetap berstatus 
sebagai Nabi dan Rasul, dan apakah mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, 
Syafii dan Hanbal1) akan tetap ada pada waktu itu. Menurut Muktamar, 
meyakini bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali pada akhir zaman 
sebagai Nabi dan Rasul yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad 
adalah wajib. Hal itu tidak menghalangi Nabi Muhammad Saw. sebagai 
Nabi terakhir, sebab Nabi Isa hanya akan melaksanakan syariat Nabi 
Muhammad. Jawaban ini mengutip pendapat yang termaktub dalam 
kitab Asna al-Matalib3 Adapun terkait dengan mazhab empat pada 
waktu diturunkan Nabi Isa, maka tidak berlaku lagi (terhapus), 
sebagaimana pendapat dalam kitab al-Fatawa al-Haditsiyyah£4 Bahkan 
dalam al-Mizan al-Kubra, tidak hanya ketika Nabi Isa turun, tetapi juga 
ketika imam Mahdi keluar, sehingga amalan yang berdasarkan taklid 
kepada mazhab-mazhab yang ada dibatalkan.5 Oleh karena itu, metode 
yang digunakan dalam menjawab masalah ini bercorak gauli dengan 
merujuk langsung pada redaksi kitab-kitab tersebut di atas, dan bersifat 
maudi'iyyah.5 

Termasuk pembahasan pada Muktamar NU ke-3 ini, adalah 
tentang status ayah Nabi Ibrahim antara ahli neraka atau ahli surga. 


2Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha' ft Mugarrarat Mu'tamarat 
Nahdatil Ulama': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, 
Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015), (Surabaya: Khalista dan LTN- 
PBNU, 2019), h. 51. 

3Zakaria al-Ansari, Asna al-Matalib Syarh Raudah al-Talibin, vol. 6, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2001), h. 252. 

“Ibn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Haditsiyyah, 28 eds, (Mesir: Mustafa 
al-Halabi, 1970), h. 180. 

5Abdul Wahhab al- Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, vol. 2, (Mesir: Mustafa al- 
Halabi, t.th.), h. 49. 

6Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 52-53. 
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Muktamar memutuskan bahwa, ayah Nabi Ibrahim termasuk ahli 
neraka (kafir) dengan mengutip pendapat dalam kitab Fatawi al-Ramli 
secara tersurat, sehingga jawaban ini termasuk menggunakan metode 
gauli dan bersifat maudu'iyyah. Pendapat ini telah menjadi kesepakatan 
di kalangan ulama, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang nama 
ayahnya.8 Kemudian dibahas juga hukum mempercayai hari naas, 
misalnya hari ketiga atau keempat pada tiap-tiap bulan, sebagaimana 
tercantum dalam kitab Lata'if al-Akbar. Dalam masalah ini, Muktamar 
memilih pendapat yang tidak membolehkan dengan mengikuti 
pendapat Ibn Hajar al-Haytami.? Ini artinya bahwa, peserta Muktamar 
menjawab masalah ini dengan menggunakan metode tagrir jama'i dan 
bersifat wagi'iyyah. Namun begitu, Muktamar tidak mencantumkan 
pendapat yang membolehkan, padahal ketika Muktamar memilih 
pendapat yang tidak membolehkan, berarti seharusnya ada pilihan 
pendapat lain selain pilihan Muktamar.10 

Pada Muktamar ke-5 tahun 1930, dibahas tentang macam-macam 
kafir dan batas-batasnya. Menurut Muktamar, kafir terbagi menjadi 
empat macam, yaitu: kafir inkar, kafir juhud, kafir nifag, dan kafir 'inad. 
Pendapat ini menggunakan metode gauli dan bersifat maudiu'iyyah 
dengan mengutip pendapat Syaikh Nawawi al-Jawi.!1 Pembahasan 
kriteria kafir ini dibahas lagi secara lebih terperinci dengan referensi 
yang lebih memadai pada Muktamar NU ke-32 tahun 2010 yang akan 
dibahas pada bab selanjutnya. Kemudian pada Muktamar NU ke-8 tahun 
1933, dibahas tentang hal yang wajib dipelajari pertama kali oleh 
seorang mukallaf, yaitu belajar kedua kalimat syahadat dan mengerti 
artinya dengan bahasa apa saja. Jawaban ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada pendapat imam al-Ghazali dan 
Zaynuddin al-Malibari.!2 


- « -n 


7Syamsuddin Muhammad al-Ramli, “Fatawi al-Ramli”, pada Hamisy Ibn 
Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyyah, vol. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1983), h. 322. 

8Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha!..., h. 58. 

?Lihat: Ibn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Haditsiyyah, h. 28, dalam 
Ahkam al-Fugaha'..., h. 60. 

101 ihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 60. 

11Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, Kasyifah al-Saja, (Surabaya: Dar 
al-Ilmi, t.th.), h. 34-35. Pembahasan ini dibahas kembali pada Muktamar NU ke- 
32 di Makasar tahun 2010, yaitu tentang dawabit (ketentuan) al-kufr. 

12a|-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, vol. 1, (Mesir: Mutafa al-Halabi, 1939), h. 
21, “Abdul Aziz bin Zaynuddin al-Malibari, Maslak al-Atgiya' “ala Hidayah al- 
Adzkiya'. 
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Pada Muktamar NU ke-9 tahun 1934, dibahas tentang hukum 
menelaah kitab-kitab karangan orang kafir, Muktamar menghukumi 
tidak boleh, kecuali bagi orang yang mengerti dan dapat membedakan 
antara yang hag dan yang batil. Jawaban ini dianalogikan pada pendapat 
dalam kitab Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah dengan mengutip 
pendapat Ibn Hajar al-Haytami: 


Gagah dh NY Cam JSI Ad Teles A33 DAS Mob LedE OY SSI Ipa 33 3 NY 
BJB OT IS NY Lb apa Ab JUN Tales 8 Lagig ld Rayi Bel3 Lap alas S3 
A3 LS 9 lebat ole 3hg pL AUna peta de pe de 04 dim 


Artinya: “Tidak boleh membaca buku Sirah al-Bakri karena sebagian besar 
isinya merupakan kebatilan dan kebohongan yang bercampuraduk, maka 
keseluruhannya menjadi haram sekiranya tidak terdapat perbedaan (antara 
yang batil dan yang hag). Dengan demikian dapat diketahui keharaman 
membaca Nuzhah al-Majalis dan semisalnya dari buku-buku yang di dalamnya 
termuat kebatilan yang bercampur dengan lainnya sekiranya tidak terdapat 
perbedaan. Dalam Tuhfah al-Muhtaj, Ibn Hajar berkata: “Bagi selain orang yang 
berpengetahuan luas diharamkan membaca kitab seperti Taurat, yang sudah 
diketahui atau diragukan telah terdistorsi.”18 


Dalam kasus ini, Muktamar menggunakan metode ilhag dan bersifat 
wagi'iyyah karena dalil yang digunakan tidak secara spesifik membahas 
tentang hukum membaca kitab-kitab karangan orang kafir, melainkan 
dianalogikan dengan hukum membaca kitab-kitab yang di dalamnya 
terdapat kebatilan dan kebohongan.:4 

Pada Muktamar NU ke-11 tahun 1936, dibahas tentang orang 
yang telinganya bersuara “Nging”. Menurut Muktamar, Rasulullah 
menyebut orang yang telinganya bersuara dalam perkumpulan yang 
tertinggi (mala' al-ala) dan supaya ingat pada Rasulullah dan membaca 
shalawat. Pendapat ini merujuk pada hadis Nabi yang dikutip oleh 'Ali 
“Azizi. Menurut al-Munawi, telinga itu berdengung hanya Ketika datang 
berita baik ke ruh, bahwa Rasulullah telah menyebutkan orang yang 
telinganya berdengung dengan kebaikan di majlis tertinggi di alam 
ruh. Walaupun jawaban ini merujuk pada hadis Nabi, namun 
dikategorikan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah. Hal ini karena 
hadis yang dikutip tidak langsung merujuk pada kitab-kitab hadis 
melainkan merujuk pada kitab al-Siraj al-Munir, yang dalam memahami 


13'Alawi al-Saggaf, Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah, (Mesir: Mustafa al- 
Halabi, t.th.), h. 102-103. 

14Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 149. 

15/Al1 al-'Azizi, al-Siraj al-Munir, vol. 1, 3t? eds, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 
1957), h. 156. 
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hadis ini masih merujuk pada pendapat al-Munawi.!6 Kemudian pada 
Muktamar NU ke-12 tahun 1937, dibahas tentang taubat orang Mukmin 
setelah matahari terbit dari barat. Menurut Muktamar, dengan mengutip 
pendapat Ahmad Dardiri dan Ibrahim al-Bajuri, bahwa dalam pendapat 
yang muktamad orang mukmin tersebut masih diterima taubatnya. 
Namun ada juga gaul yang menyatakan bahwa taubatnya tidak 
diterima.!7 Jawaban ini bercorak gauli dan bersifat wagi 'iyyah.18 

Pada Muktamar NU ke-13 tahun 1938, dibahas tentang hukum 
ucapan nasehat orang tua kepada anaknya yang muslim agar tetap pada 
agamanya. Sementara kepada anaknya yang Kristen juga menasehati 
agar tetap pada agamanya. Muktamar menjawab bahwa, apabila tidak 
ada maksud dengan ucapannya itu rela (rida) akan kekristenan si anak, 
maka tidak menjadi kufur. Tetapi apabila ucapan itu karena rela atas 
kekristenannya, maka menjadi kufur dan terlepas dari agama Islam. 
Jawaban Muktamar bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah karena 
mengutip pendapat Abdurrahman Ba'alawi yang tidak menjawab secara 
spesifik terhadap kasus tersebut. Menurutnya: 


Io pas de LAN adog cabyag gl olena Be Y JASA Ata yak ISI eka OT Lang 
AK 3 


Artinya: “Seorang muslim jika keluar darinya ucapan yang dapat membuat 
kafir, sementara ia tidak mengetahui artinya, atau mengetahuinya namun ada 
indikasi yang menunjukkan ketidakinginannya, atau ragu-ragu, maka ia tidak 
menjadi kafir.”1? 

Pada Muktamar ke-14 di Magelang tahun 1939, dibahas tentang 
ta'wil hadis tentang keberadaan Tuhan sebelum adanya langit dan bumi, 
yang termuat dalam kitab Badai' al-Zuhur. Menurut Muktamar, hadis 
dalam Badai' al-Zuhur itu terdapat ucapan yang tersirat, yaitu 'arasy. 
Pertanyaan lengkapnya, “Di mana 'arsy Tuhan?”. Jawaban ini bercorak 
gauli dan bersifat maudii'iyyah dengan mengutip pendapatnya Ibn Hajar 
al-Haytami.2 Dibahas pula tentang pengertian menyerupai orang kafir 
dalam hadis yang artinya, "Siapa yang menyerupai golongan, maka ia 


16Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 179-180. 

17Ahmad Dardiri, al-Kharidah al-Bahiyah, (Kairo: Dar al-Basa'ir, t.th.), h. 
168, Ibrahim al-Bajuri, Tuhfah al-Murid “ala Jawhar al-Tauhid, (Pekalongan: 
Maktabah Raja Murah, t.th.), h. 49. 

18|ihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 204-205. 

19Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Indonesia: Syirkah 
Nur Asia, t.th.), h. 297. Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha@'...,h. 223-224. 

20fbn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Haditsiyyah, (Mesir: Mustafa al- 
Halabi, 1971), h. 191. Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'...,h. 233. 
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” 


termasuk golongan itu”. Menurut Muktamar, yang dimaksud 
menyerupai ialah memakai pakaian yang ditentukan hanya untuk 
golongan itu sendiri, seperti memakai lencana salib, berpakaian yang 
menunjukkan bahwa itu bukan pakaian orang Islam, juga seperti 
menutup toko pada hari Minggu dan lain sebagainya. Jawaban 
Muktamar bercorak gauli dan bersifat maudu'iyyah dengan mengutip 
pendapat Ibn Hajar al-'Asgalani dan Abdurrahman Ba'alawi.2 

Keputusan tentang menyerupai ini sama dengan apa yang 
diputuskan pada Muktamar NU ke-2 tahun 1927 mengenai hukum 
memakai dasi, celana panjang, sepatu dan topi. Kemudian dibahas pula 
maksud “Jrangkong, Thethian, dan Cenunuk”, yaitu setelah beberapa 
hari dari meninggalnya seseorang, ia akan menjadi Jrengkong atau 
Thethian atau Cenunuk yang berputar-putar di waktu malam di sekitar 
rumah tetangganya. Jawaban Muktamar bercorak gauli dan bersifat 
maudi'iyyah dengan mengutip pendapat Muhammad “Ali al-Syinwani, 
bahwa itu bukan ruh mayit dan bukan tulangnya, tetapi kalau memang 
betul adanya, maka itu adalah makhluk lain.22 Untuk lebih jelasnya, 
dapat dilihat pada tabel nomor 4.1. 


Tabel 4.1 
Frekuansi dan Persentase 
Penggunaan Metode dan Masailnya di Bidang Keyakinan 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi Persentase 
1 Gauli 9 81, 25 Yo Wagi'iyyah 6 46, 2 Yo 
2 TagrirJama'i | 2 6, 25 Y9 Maudu'iyyah | 7 53,8 Y9 
3 Ilhag 2 6, 25 Yo Ganuniyyah 
4 Manhaji - 6, 25 YX 
5 Non-Metode - 
Jumlah 13 100 Yo Jumlah 13 


Keputusan Hukum di Bidang Ibadah 
1. Bersesuci 

Pada Muktamar NU ke-3 di Surabaya tahun 1928, dibahas tentang 
hukum air mandi yang tidak sampai ke pantat mayit antara 
ditayamumkan atau tidak. Menurut pendapat Ibn Hajar, apabila pada 
pantat itu terdapat najis, maka harus ditayamumkan dan 


21Tbn Hajar al-Asgalani, Fath al-Bari, vol. 11, h. 521, dan Abdurrahman 
Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 248. 

22Muhammad Ali al-Syinwani, Hasyiyah Mukhtasar Abi Jamrah/Jam'u al- 
Nihayah, (Mesir: Isa al-Halabi, t.th.), h. 184. 
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disembahyangkan. Pendapat ini berbeda dengan pendapat imam al- 
Ramli. Tetapi apabila pada pantat tersebut tidak terdapat najis, maka 
kedua imam tersebut sependapat bahwa harus ditayamumkan dan 
harus disembahyangkan. Dari dua pendapat tersebut, Muktamar 
memilih pendapat Ibnu Hajar22 Oleh karena itu, metode dalam 
penyelesaian masalah ini bercorak tagrir jama'i dan bersifat wagi'iyyah. 
Kemudian pada Muktamar NU ke-10 di Surakarta tahun 1935, 
dibahas tentang hukum bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit 
perempuan tanpa beraling-aling. Muktamar menjawab bahwa 
bersentuhan kulit lelaki dengan kulit perempuan lain (tidak mahram) 
dengan tidak beraling-aling itu membatalkan wudu, menurut madzhab 
Syafit dengan tidak ada selisih di antara ulama Syafi'i. Jawaban ini 
mengutip pendapat Zaynuddin al-Malibari:24 
desa gl AA Wae OS lg cigg Dk 3 (lg S3 Gia SSB) al (3) 
Artinya: “Dan yang keempat (yang membatalkan wudu) adalah bertemunya 
dua kulit pria dan wanita, walaupun tanpa syahwat, dan walaupun salah satu 


dari keduanya dalam keadaan dipaksa atau menjadi mayit.” 

Jika dilihat dari rujukan yang digunakan, secara jawaban sudah 
memadai dengan menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah. 
Namun 'ibarah dalam kitab Fath al-Mu'in di atas masih belum mencakup 
jawaban bahwa mazhab Syafi't tidak berselisih pendapat. 

Kemudian pada Muktamar NU ke-12 di Malang tahun 1937, 
dibahas tentang pakaian yang kotor terkena darah nyamuk, yang setelah 
mandi biasa (tidak wajib) pakaiannya menempel pada badan yang 
masih basah. Menurut Muktamar, dalam hal ini para ulama berselisih 
pendapat. Menurut imam Mutawalli, hukumnya dimaafkan. Sementara 
menurut imam yang lainnya, hukumnya tidak dimaafkan. Metode yang 
digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip dari 
kitab Tanah al-Talibin25 Kemudian dibahas tentang hukum 
menghilangkan najis dan hadats hanya dengan satu kali basuhan. 
Pertanyaannya, mana yang dipilih Muktamar di antara dua pendapat, 
yaitu pendapat imam al-Nawawi yang mengatakan bahwa, 
menghilangkan najis dan hadats cukup dengan satu basuhan, ataukah 
pendapat imam Syafit yang mengatakan tidak cukup. Jawabannya, 


23Ali Basabrin, “Itsmid Al- 'Aynayn” dalam Abdurrahman Ba'alawi, Hamisy 
Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1952), h. 42. 

247aynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'in” dalam I'anah al-Talibin, vol. 1, 
(Singapura: Sulayman Mar'i,t.th), h. 64. 

25al-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati, 'anah al-Talibin, vol. 1, (Beirut: 
Dar al-Fikr, 1997), h. 110. 
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Muktamar memilih pendapat Imam al-Nawawi, sebagaimana putusan 
Muktamar NU ke-1, yaitu pendapat yang lebih diunggulkan dalam 
mazhab.26 Oleh karena itu, metode dalam penyelesaian masalah ini 
bercorak tagrir jama'i dan bersifat wagi'iyyah. 

Pada Muktamar NU ke-28 Di Pondok Pesantren al-Munawwir 
Kerapyak Yogyakarta tahun 1989, dibahas tentang hukum tayamum di 
pesawat dengan menggunakan kursi sebagai alatnya. Muktamar 
memutuskan bahwa, hukum tayamumnya tidak sah, sedangkan 
kedudukan salatnya hanya semata-mata karena mulianya waktu 
“Lihurmatil waktu”. Oleh karena itu, metode yang digunakan bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat imam al- 
Nawawi. 27 Kemudian dibahas pula tentang air bersih hasil proses 
pengolahan, yang jawaban hukumnya adalah, air tersebut pada 
prinsipnya masih termasuk air mutlak, karena proses kimiawinya tidak 
mengubah kemutlakan air tersebut, selama perubahannya tidak terlalu 
berat. Jawaban dalam masalah ini menggunakan metode gault dan 
bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Ibn Oasim al-Ghazi, 
Zaynuddin al-Malibari dan Abu Bakar bin Muhammad al-Khisni.28 


2. Adzan, Khutbah dan Salat 

Pada Muktamar NU ke-1 di Surabaya tahun 1926, dibahas tentang 
hukum salat sunah sebelum salat Jum'at. Muktamar menjawab bahwa 
sebelum salat Jum'at disunahkan salat sunah gabliyah seperti solat 
Zuhur, karena sabda Rasulullah saw. dalam hadis sahih: 


BLS peya La play dala AI ala AI Jgany JB JB At AI my ml al Al ne ye 


A5 aeblag teng 3 Ole sd ola) OleS) Laaek Uneg NI Roajia 
Artinya: Dari Abdullan bin al-Zubayr Ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: 
“Setiap ada salat fardu, maka sebelumnya ada salat sunah dua raka'at.” (HR. Ibn 
Hibban dalam sahih-nya, Darugutni dan Tabrani). 
Hadis ini masih bersifat umum, tidak menyebutkan secara spesifik 
mengenai salat sunah sebelum Jum'at. Kemudian Ibn Hajar al-'“Asgalani 
menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang kebolehan salat dua rakaat 
sebelum Jum'at. Walaupun jawaban ini merujuk pada hadis, namun 


26a|-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati, Fanah al-Talibin, h. 19. 

27Lihat: Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab, vol. 
2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 245 dan 303-304. 

28Lihat: Ibn Gasim al-Ghazi, “Fath al-Oarib” pada Hasyiyah al-Bajuri, vol. 
1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 33-34, Zaynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'1n” 
pada I'anah al-Talibin..., h. 27, dan Abu Bakar bin Muhammad al-Khisni, Kifayah 
al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtisar, vol.1, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 10. 
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rujukan yang menjawab tentang kebolehan salat sunah sebelum Jum'at 
secara eksplisit terdapat dalam kitab Fath al-Bari dan al-Hawasyi al- 
Madaniyyah,? maka jawaban dalam masalah ini tetap dikategorikan 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah. 

Dibahas pula tentang pemandu khutbah membaca salawat dengan 
suara keras dan panjang. Muktamar memutuskan bahwa, membaca 
salawat antara dua khutbah dengan suara keras itu adalah bid'ah 
hasanah, dan dapat pula memutuskan muwalat apabila salawat itu 
dianggap panjang menurut kebiasaan (urf), dengan perkiraan waktunya 
cukup untuk dua raka'at. Jawaban ini merujuk pada kitab al-Hawasyi al- 
Madaniyyah dan Fath al-Mu'in,30 sehingga metode yang digunakan 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah. Kemudian, dibahas pula tentang 
hukum menerjemahkan khutbah Jum'at selain rukunnya. Menurut 
Muktamar, hukum memerjemahkan khutbah Jum'at selain rukunnya 
adalah boleh, sebagaimana tersebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. 
Pendapat ini termaktub dalam kitab al-Hawasyi al-Madaniyyah,31 
sehingga metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah. 
Namun bagitu, Muktamar memutuskan bahwa, yang terbaik adalah 
khutbah dengan bahasa Arab kemudian diterangkan dengan bahasa 
yang dimengerti oleh hadirin. Kegunaannya adalah, supaya hadirin 
mengerti petuah-petuah yang ada dalam khutbah. 

Kemudian dibahas juga tentang hukum membaca salawat atau 
taraddi (membaca radiyallahu 'anhu) dengan suara keras yang 
jawabannya adalah, membaca salawat sewaktu khatib menyebutkan 
nama Rasulullah Saw. dengan suara keras, hukumnya sunah asalkan 
tidak terlalu keras, demikian pula para pembaca taraddi asalkan tidak 
keras. Apabila terlalu keras dalam membaca salawat, maka hukumnya 
ditafsil: (a) makruh apabila tidak menimbulkan tasywisy (mengganggu 
ketenangan), dan (b) haram apabila sampai menimbulkan tasywisy. 


29Ibnu Hajar al-'Asgalani, Fath al-Bari, vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr 
1420/2000), h. 96, dan Muhammad Sulayman al-Kurdi, al-Hawasyi al- 
Madaniyyah 'ala Syarh Bafadl, vol. 1, (Singapura: al-Haramayn, t.th.), h. 326-327. 
Hadis-hadis seputar hukum salat gabliyah juga terdapat dalam Riwayat Ibn 
Majah: 1104, Sahih Muslim: 1418, Sunan Abi Dawud, yang kesemuanya 
menggunakan redaksi tersirat. Lihat: Muhyiddin Abdussamad, al-Hujaj al- 
Oat'iyyah fi Sihhah al-Mu'tagadat wa al-Amaliyyah al-Nahdiyyah, (Surabaya: 
Khalista, 2007), h. 74-75. 

30Muhammad Sulayman al-Kurdi, al-Hawasyi al-Madaniyyah..., vol. 2, h. 
64-65. Zaynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'in” dalam I'anah al-Talibin, vol. 2, 
(Singapura: Maktabah Sulayman Mart, t.th.), h. 70-71 dan 120. 

31Sulayman al-Kurdi, al-Hawasyi al-Madaniyyah..., vol. 2, h. 64. 
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Pendapat ini merujuk pada kitab I'anah al-Talibin, sehingga metode 
yang digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah.22 Lalu dibahas 
juga tentang hukum mengucapkan insya Allah ketika khatib 
mengucapkan ittagullah. Menurut Muktamar, hukumnya boleh, asalkan 
tidak bermaksud menggantungkan (ta'lig) takwa kepada kehendak 
Tuhan. Karena ta'lig yang demikian itu berlaku terhadap apa yang akan 
dikerjakan, dan seyogyanya tidak usah menyatakan ta'lig (insya-Allah), 
karena bertaubat dan bertakwa itu seharusnya dilakukan seketika. 
Jawaban ini dianalogikan pada pendapat yang termaktub dalam kitab 
Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil yang menjelaskan tentang 
penafsiran ayat: 

AN As SIN) AE BS Jet ID IG 
Artinya: “Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: 
"Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan 
menyebut): "Insya-Allah".” (al-Kahfi: 23-24). 
Terkait dengan ayat di atas, imam Baydawi menjelaskan penafsiran ayat 
ini secara umum, dan tidak secara spesifik menjelaskan dalam kasus 
ketika khatib mengucapkan ittagullah. 88 Oleh karena itu, dapat 
dikatakan bahwa dalam kasus ini, metode yang digunakan bercorak 
ilhagi dan bersifat wagi'iyyah. 

Pada Muktamar NU ke-3 tahun 1928, dibahas tentang hukum salat 
Jum'at sebagai pengganti dari salat Zuhur bagi wanita. Muktamar 
memutuskan bahwa, salat Jum'at bagi kaum wanita itu cukup sebagai 
pengganti dari salat Zuhur. Menurutnya, bagi kaum wanita yang tidak 
cantik, tidak banyak aksi dan tidak bersolek, sebaiknya menghadiri salat 
Jum'at. Pendapat ini bercorak gault dan bersifat wagi'iyyah dengan 
merujuk pada pendapat “Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab Bughyah 
al-Mustarsyidin.24 Kemudian pada Muktamar NU ke-4 di Semarang pada 
tahun 1929, dibahas tentang hukum mendirikan Jum'at kurang dari 40 
orang atau lebih dari 40 orang tetapi yang dapat membaca al-Fatihah 
tidak lebih dari 10 orang. Jawaban Muktamar adalah tafsil, yaitu: (a) 
apabila tidak dapat membaca al-Fatihah itu bukan karena malas belajar 
(tagsir), maka mereka wajib mendirikan salat Jum'at: dan (b) apabila 
jumlah mereka kurang dari 40 orang, maka mereka diperbolehkan 
bertaklid kepada imam Abu Hanifah dengan ketentuan harus 


32Lihat: al-Bakri Muhammad Syata al-Dinyati, Ianah al-Talibin, h. 87. 

33Lihat: Nasiruddin al-Baydawi, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, vol. 2, 
(Mesir: Matba'ah Mustafa al-Halabi, 1939), h.7 

34Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Mustafa al- 
Halabi, 1952 M), h.78-79. 
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menunaikan rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan Abu Hanifah. 
Tetapi yang lebih utama supaya bertaklid kepada imam Muzani dari 
golongan madzhab Syafi1t. Dalam menjawab masalah ini, metode yang 
digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat Ibn Hajar al-Haytami dan al-Bakri Muhammad Syata al- 
Dimyati.35 

Lalu pada Muktamar ke-5 di Pekalongan tahun 1930, dibahas 
tentang hukum meng-gada' salat wajib, yang jawabannya adalah para 
ulama sependapat (ijmak) bahwa, salat wajib itu harus di-gada' bila 
tidak ditunaikan pada waktunya. Tidak ada pendapat yang tidak 
mewajibkan gada' kecuali pendapat yang salah (batil), yaitu pendapat 
Ibn Hazm. Jawaban masalah ini menggunakan metode gauli dan besifat 
wagi'iyyah dengan mengutip pendapat imam al-Nawawi.36 Kemudian 
pada Muktamar NU ke-6 di tempat yang sama tahun 1931, dibahas 
tentang hukum salat hadiah oleh keluarga mayit, yang jawabannya 
adalah diperinci: (a) apabila salat itu salat sunah mutlak dan pahalanya 
dihadiahkan kepada mayit, maka hukumnya tidak mengapa (boleh), dan 
menurut suatu pendapat pahala tersebut akan sampai dan memberikan 
manfaat kepada mayit: (b) apabila salat tersebut diniatkan salat hadiah 
kepada mayit, maka salat tersebut tidak sah dan hukumnya haram, 
karena mengerjakan sesuatu ibadah yang tidak ada dasarnya (fasidah). 
Oleh karena itu, metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Ibn Hajar al-Haytami.7 Adapun 
hadis tentang salat hadiah sebagaimana tersebut dalam kitab al-Mayhi, 
menurut Muktamar tidak diketahui kesahihan perawinya.38 

Dibahas pula tentang masyaggah yang membolehkan mengadakan 
salat Jum'at di beberapa tempat. Menurut Muktamar, masyaggah ialah 
kesukaran berkumpulnya penduduk yang berkewajiban salat Jum'at 
dalam suatu tempat karena berjauhan tempat tinggal mereka dari 
masjid dengan jarak 1 mil syar'i, yaitu jarak 24 menit dengan jalan kaki 


35Tbn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyyah, vol. 1, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t.th.), h. 273, dan al-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati, Tanah al- 
Talibin, vol. 2, (Semarang: Thaha Putra, t.th), h.58-59. 

36Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Mahaddzab, vol. 3, (Kairo: al- 
Maktabah al-Ilmiyyah, 1971), h. 68. 

37fbn Hajar al-Haytami, “Tuhfah al-Muhtaj”, dalam Abdul Hamid al- 
Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani, vol. 2, (Mesir: Mustafa Muhammad, t. th.), h.238. 
dan Ahmad al-Syaybani, Hasyiyah Syarh Sittin al-Ramli. 

38Muktamar mengutip pendapat Ahmad al-Syaybani dalam Hasyiyah 
Syarh Sittin al-Ramli. Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 104. 
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biasa atau jarak 1666,667 meter. Jawaban masalah ini menggunakan 
metode gauli dan besifat maudi'iyyah dengan mengutip pendapat 
Muhammad Sulayman al-Kurdi dan Sulayman al-Bujayrimi.2? Kemudian 
pada Muktamar NU ke-7 di Bandung tahun 1932, dibahas tentang adzan 
Jum'at yang dilaksanakan dengan orang banyak. Menurut Muktamar, 
adzan Jum'at yang dilaksanakan pada waktu khatib berada di atas 
mimbar, yaitu adzan kedua itu sunahnya dikerjakan oleh satu orang. 
Adapun lainnya boleh dikerjakan oleh satu orang atau lebih sesuai 
dengan kebutuhan. Hal ini merujuk pada kitab Mauhibah Dzi al-Fadl 
karya Muhammad Mahfuz al-Termasi al-Jawi, yang mengutip pendapat 
imam al-Syafit40 Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam 
menjawab masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah. 

Pada Muktamar NU ke-8 di Jakarta tahun 1933, dibahas tentang 
hukum menyentuh imam oleh orang yang akan bermakmum. Muktamar 
menjawab bahwa, apabila hanya sekedar menyentuh, maka hukumnya 
boleh (mubah). Tetapi apabila dengan menyentuh tersebut membuat 
imam sangat terkejut, maka hukumnya haram. Namun, apabila 
terkejutnya hanya sedikit, atau menjadikan sangkaan orang bahwa 
menyentuh itu sunah atau wajib, maka hukumnya adalah makruh. 
Sebaliknya, apabila yakin bahwa imam tersebut tidak terkejut, dan 
bahkan menyangka dapat mengingatkan imam supaya berniat menjadi 
imam, maka hukum menyentuhnya adalah baik (mustahab). Jawaban 
dalam masalah ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan 
menganalogikan pada hukum bersuara keras yang dapat mengganggu 
orang yang sedang salat, sebagaimana termaktub dalam kitab Mauhibah 
Dzi al-Fadl:4 


3Muhammad Sulayman al-Kurdi, “al-Hawasyi al-Madaniyyah” pada 
Hasyiyah Ibn Hajar al-Haytami, al-Minhaj al-Gawim, vol. 2, (Singapura: al- 
Haramayn, t. th.), h. 59, Sulayman al-Bujayrimi, Tuhfah al-Habib/Hasyiyah al- 
Bujayrimi, vol. 2, (Beirat: Dar al-Fikr, 1995), h. 195. 

40Muhammad Mahfiuz al-Tarmisi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fadl, vol. 3, 
(Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), h. 239. 

#IMuhammad Mahfiz al-Termasi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fadl, h. 396- 
397. Lihat juga: Zaynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'fn” pada I'anah al-Talibin, 
vol. 2, (Singapura: Sulayman Mar'i,t.th ), h. 21. 
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SB gi Juna yA ya (ob de Tg Ol) Lemley Bll 3 (el) ani JS ds (03) 
AW Ra oya 3 Lag Lain VI Se Y MN Un gg jesidl Jail Eng rel AU a 
AE IP La Se alaL mah OT NI Lado 3 mena WI Lapig pyASI GIS asa 
LARBN SI La dls Ra oya Siteell 03 Lag Si (Singel Sl ISI La de da3) . dug 
SE Ag mala Lidi sllal de Ojlr SAT Oky Pagal Jah IP au Ole Dleg 


Aa (F3 AISI 3s, PL akloau KP 
Artinya: “(Dan diharamkan) bagi siapun (bersuara keras), baik di dalam salat 
atau di luar salat (jika mengganggu orang lain), seperti orang yang salat, 
membaca atau tidur, karena merugikan. Kasus ini dikembalikan pada 
pendapatnya orang yang terganggu, meskipun ia orang yang fasik. Sebab, 
terganggu dan tidaknya seseorang hanya diketahui oleh dirinya. Keharaman 
yang disebut penulis itu cukup jelas, namun pendapat kitab al-Majmu' dan 
lainnya menafikannya. Sebab pendapat tersebut seolah jelas-jelas menafikan 
keharaman itu, kecuali bila di-jami-kan (dicarikan titik temunya) dengan 
mengarahkannya pada kasus ketika khawatir akan mengganggu. (Ungkapan 
penulis “Pada kasus ketika khawatir akan mengganggu”) maksudnya: dan 
mengarahkan keharaman yang disebut penulis pada kasus ketika sangat 
mengganggu. Redaksi kitab al-' gb menyebutkan: “Semestinya ungkapan al- 
Majmu', “Dan meskipun mengganggu orang yang didekatnya”, itu diarahkan 
pada gangguan ringan yang ditolerir. Lain halnya dengan mengeraskan suara 
yang dapat membuat orang di dekatnya itu lalai dari semua bacaan al- 
Our'annya, maka semestinya hal tersebut haram.” 

Kemudian dibahas tentang musafir sebelum sampai tempat yang 
dituju, singgah terlebih dahulu di suatu tempat untuk melaksanakan 
salat jamak dan gasar. Menurut Muktamar, hal tersebut diperbolehkan 
asal tidak niat singgah sampai empat hari empat malam penuh (selain 
hari datang dan berangkat). Metode yang digunakan dalam menjawab 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat Ibn Hajar al-Haytami, Zakaria al-Ansari, Sulayman al-Jamal, 
dan Abdurrahman Ba'alawi.42 Lalu dibahas pula tentang hukum 
mendirikan Jum'at di dalam penjara. Jawaban Muktamar adalah, tidak 
sah Jum'atnya orang yang dihukum seumur hidup menurut gaul azhar, 
dan tidak sah pula bagi orang yang dihukum terbatas, menurut semua 
pendapat ulama. Pendapat ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah 


42Ibn Hajar al-Haytami, “al-Minhaj al-Gawim” dalam Mauhibah Dzi al- 
Fadl, h. 163-164, Zakaria al-Ansari dan Sulayman al-Jamal, Fath al-Wahhab dan 
Futuhat al-Wahhab, vol. 1, (Beirut: Dar al-Fikr t. th.), h. 601, dan Abdurrahman 
Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h.76. 
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dengan menganalogikan pada kasus penghuni kemah yang berdomisili 
selamanya di padang pasir. al-Syarbini mengatakan:4? 


J8) Real Je oa lak pakla dg (del) Lain Lasaya (Si (elomsali ALA dal AN 33) 
“eps Aan Ode AV (APN SJ pait SN, Kngake (Haa 


Artinya: “Seandainya penghuni kemah berdomisili selamanya di padang pasir 
dan mereka tidak mendengar seruan adzan dari tempat salat Jum'at, maka 
mereka tidak wajib salat Jum'at dan (andaikan salat Jum'at pun) tidak sah 
menurut gaul al-azhar. Karena mereka seperti kalangan nomaden (selalu 
berpindah-pindah) dan tidak memiliki bangunan tempat tinggal.” 

Pada Muktamar ke-9 di Banyuwangi tahun 1934, dibahas tentang 
salat yang mengahadap lurus ke arah barat (tidak membelok ke arah 
kiblat). Muktamar memutuskan bahwa sah sembahyangnya, bagi orang 
yang tidak mengerti mencari tanda-tanda kiblat yang sah, juga 
sembahyang makmum yang meyakini imamnya demikian halnya. 
Sedang bagi orang yang mengerti mencari tanda-tanda kiblat, dan dapat 
menghasilkan, maka tidak sah sembahyangnya kecuali menghadap ke 
Ka'bah, juga tidak sah sembahyang yang dilakukan makmum yang tidak 
mengerti ketidak-sahannya imam. Jawaban ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Abdurrahman 
Ba'alawi.4 

Pada Muktamar ke-10 di Surakarta tahun 1935, dibahas tentang 
hukum membayar fidyah sebab meninggalkan kewajiban. 
Pertanyaannya, kalau orang yang berkewajiban gada' salat fardu 
delapan hari, meninggal dunia, di antara ulama memberi petunjuk 
supaya membayar fidyah empat puluh mud, untuk fidyah gada' delapan 
hari, tetapi di antara ulama lain memberi petunjuk supaya ber-fidyah 
sejak waktu baligh sampai meninggal dunia, maka mana yang benar di 
antara dua petunjuk tersebut. Muktamar menjawab bahwa, yang benar 
yaitu petunjuk yang pertama, yakni membayar fidyah empat puluh mud, 
karena meninggalkan salat delapan hari kali lima waktu sama dengan 
empat puluh waktu, sehingga tiap-tiap waktu satu mud. Walaupun 
Muktamar membenarkan petunjuk yang pertama dari pada petunjuk 
kedua, namun Muktamar tidak melakukan tarjih (tagrir jama') dalam 
rujukan argumentasinya, sehingga masalah ini tetap dikategorikan 


43Lihat: Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj 'ala al- 
Minhaj, vol. 1, (Beirat: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 382. 
44Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 39-40. 
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bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab 
Tanah al-Talibin.45 

Kemudian dibahas pula tentang hukum seseorang yang lupa 
sedang junub langsung melaksanakan salat. Menurut Muktamar, kalau 
sembahyangnya dengan tayamum, di tempat-tempat yang 
diperbolehkan tayamum, maka tidak wajib gada', tetapi kalau 
sembahyangnya dengan wudu' atau di tempat yang tidak diperbolehkan 
tayamum, maka wajib gada'. Metode dalam menjawab masalah ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat 
Ibrahim al-Bajuri46 Dibahas pula tentang orang junub menjadi imam 
salat karena lupa, apakah wajib memberi tahu makmum ketika ia sudah 
ingat. Muktamar menjawab bahwa, bagi makmum yang tidak masbug 
(ketinggalan rakaat), maka imam tidak wajib mengingatkan. Tetapi bagi 
makmum yang masbuig, maka imam wajib memberitahu pada makmum 
masbug tersebut. Kalau pemberitahuan itu sewaktu makmum masbug 
belum salam atau sesudah salam dalam tempo pendek, maka makmum 
masbug harus menyempurnakan dengan satu rakaat dari sujud sahwi. 
Kalau pemberitahuan itu setelah salam dalam tempo yang lama, maka 
makmum masbug tersebut harus sembahyang lagi (i'adah). Keputusan 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat Muhammad Amin al-Kurdi.47 

Pada Muktamar yang sama (1935), dibahas pula hukum orang 
yang salat di dekat Ka'bah apakah harus benar-benar menghadap 
Ka'bah. Jawaban Muktamar adalah, kalau orang yang sembahayang itu 
berada di dekat Ka'bah yang dapat melihat atau menyentuh Ka'bah, 
maka tidak sah sembahyangnya bila tidak benar-benar menghadap 
Ka'bah. Begitu pula bagi orang-orang yang mampu melakukan ijtihad 
untuk menentukan arah kiblat dengan tanda-tanda yang sah dan ia 
sengaja mengikuti pendapat yang diperbolehkan menghadap jihah 
(arah), maka sembahyangnya tidak sah. Jawaban ini mengutip pendapat 
“Abdurrahman Ba'alawi sehingga metode dalam menjawab masalah ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah48 Oleh karena itu, Muktamar 


45al-Bakri Muhammad Syata al-Dinyati, I'anah al-Talibin, h. 24. 

46Ibrahim al-Bajuri, Hasyiah al-Bajuri “ala Fath al-Garib, vol. 1, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t. th.), h. 95-96. 

4/Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Gulab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 
h. 166. 

48Lihat: Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 39-40. 
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menyarankan agar memberi tanda kiblat yang benar untuk masjid- 
masjid yang kurang benar kiblatnya.4? 

Kemudian pada Muktamar yang sama (1935), dibahas tentang 
hukum gada' salat dan puasa oleh orang lain yang masih ada hubungan 
famili atau diberi izin oleh pihak keluarga mayit. Muktamar menjawab 
bahwa gada' tersebut boleh dikerjakan oleh orang lain, apabila masih 
ada hubungan kekeluargaan atau atas seizin keluarga. Apabila gada' 
tersebut telah dikerjakan, maka tidak boleh dikerjakan lagi oleh salah 
satu putra-putranya, setelah berkeyakinan bahwa mayit tersebut tidak 
mempunyai hutang gada'. Metode yang digunakan dalam menjawab 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada 
kitab Tarsyih al-Mustafidin, dan kitab al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyyah.s9 
Kemudiaan dibahas pula tentang salat tarawih bermakmum kepada 
imam yang fasik. Menurut Muktamar, hukumnya adalah sah, tetapi 
makruh karena ia terbiasa meninggalkan salat fardu, dan imam fasik 
tersebut haram mengerjakan salat seperti tarawih dan lain-lain. 
Jawaban ini menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
mengutip pendapat Zaynuddin al-Malibari.s1 

Pada Muktamar ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, dibahas 
tentang hukum salat ghaib untuk mayit yang berada dalam negerinya. 
Keputusan Muktamar adalah, memang ada pendapat ulama yang 
memperbolehkan menyalatkan ghaib atas mayit yang berada dalam satu 
negara sewaktu terdapat kesulitan mendatangi, menurut pendapat yang 
aujah dari imam al-Ramli. Adapun yang mu'tamad dari Imam Ibn Hajar, 
hukumnya tidak boleh. Jawaban permasalah ini bercorak gault dan 
bersifat wagi'iyyah dengan mengutip Abu Bakr bin Muhammad Syata al- 
Dimyati dan “Alawi al-Saggaf.”2 Kemudian dibahas pula hukum 
kentongan dan bedug yang dipukul untuk memberitahukan waktu salat. 
Menurut Muktamar, dalam hukum kentongan, telah terjadi perselisihan 
di antara pendapat para ulama yang besar-besar. Jika ingin mengetahui 
dalilnya masing-masing, maka hendaknya membaca kitab-kitabnya yang 


49Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 167. 

50Lihat: Alawi al-Saggaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramayn, 
t. th.), h. 122, Ibn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyyah, vol. 2, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 90. 

517aynuddin al-Malibari, Fath al-Mufin, h. 47, dan Abu Bakr bin 
Muhammad Syata al-Dimyati, Fanah al-Talibin, vol. 1, h. 23. 

52Abu Bakr bin Muhammad Syata al-Dimyati, Ianah al-Talibin, vol. 2, h. 
133, dan 'Alawi al-Saggaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramayn, t. th.), 
h. 141. 
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telah dicetak, kemudian supaya diingat kemaslahatannya dan 
mafsadatnya, serta diperhatikan secara seksama. Sementara hukum 
memukul bedug adalah tidak ada larangan, apalagi dapat menimbulkan 
syi'ar agama Islam. Tetapi kalau mengganggu orang yang sembahyang 
atau orang yang tidur, maka hukumnya haram. Adapun hukum adzan di 
tempat yang tinggi, seperti menara atau di atap masjid, tidak jelas 
jawabannya, termasuk juga tidak jelas sumber rujukannya. Muktamar 
hanya menyuruh untuk membaca kitab yang memberikan jawaban 
terhadap masalah ini. Oleh karena itu, walaupun kasus ini jawabannya 
dapat ditemukan dalam kitab-kitab rujukan, namun karena tidak 
dicantumkan dalam menjawab persoalan ini, maka masalah ini bersifat 
wagi'iyyah dan tidak jelas metodenya (non-metode).5? 

Lalu dibahas pula tentang hukum mengulang bacaan 
alhamdulillah oleh khatib. Menurut Muktamar, mengulangi bacaaan 
alhamdulillah itu dianggap sama dengan mengulangi di antara rukun 
khutbah, yang hukumnya tidak dilarang. Jawaban ini merujuk pada 
pendapat “Abdullah al-Syargawi:54 

Aadal OVI ab LS OI! am 23 is Y SWUS, 
Artinya: “Demikian pula boleh mengulang-ulang sebagian rukun-rukunya 
sebagaimana yang terjadi sekarang ini.” 
Dalam kitab ini tidak secara spesifik membahas hukum mengulang- 
ulang bacaan Alhamdulillah. Oleh karena itu, metode yang digunakan 
dalam menjawab masalah ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah. 

Kemudian pada Muktamar NU ke-12 di Malang tahun 1937, 
dibahas tentang hukum mendirikan Jum'at yang lebih dari yang 
dibutuhkan. Jawaban Muktamar adalah, tidak sah mendirikan beberapa 
Jum'at tersebut, dan wajib mengulangi salat Jum'at dalam tempat yang 
tidak boleh lebih dari Jum'at yang diperlukan. Adapun mendirikan 
Jum'at yang lebih dari yang diperlukan itu hukumnya berdosa bagi 
orang yang mendirikan. Metode yang digunakan bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Abu Bakr bin 
Muhammad Syata al-Dimyati dan Ibn Hajar al-Haytami.5 Pada 
Muktamar yang sama, dijelaskan tentang hukum mengerjakan salat 
sunah, padahal masih berkewajiban meng-gada' salat wajib. Jawaban 


58Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 183-184. 

5#Abdullah al-Syargawi, Hasyiyah al-Syargawi “ala Tuhfah al-Tullab, 
(Indonesia: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th), vol. I, h. 267. 

55Abu Bakr bin Muhammad Syata al-Dimyati, Ianah al-Talibin, vol. 2, h. 
63, Ibn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Fighiyyah al-Kubra, vol. 1, h 251. 
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Muktamar adalah, kalau meninggalkan salat fardu itu karna '“udzur 
(halangan), maka sah dan tidak haram mengerjakan salat sunah. Kalau 
meninggalkan itu tidak karena udzur maka haram mengerjakan salat 
sunah, tetapi salatnya tetap dianggap sah menurut pendapat Imam Ibn 
Hajar. Sementara menurut Imam Zarkasyi dihukumi tidak sah. Jawaban 
ini menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat Abu Bakr bin Muhammad Syata al-Dimyati.s6 

Dibahas pula tentang masyaggat yang memperbolehkan Jum'at 
lebih dari satu tempat. Sebagaimana telah dibahas pada Muktamar ke-6 
di Cirebon, bahwa masyaggat yang memperbolehkan Jum'at lebih dari 
satu tempat, alasannya karena sulitnya berkumpul dalam satu tempat, 
sebab jauhnya tempat tinggalnya dari tempat Jum'at, sampai perjalanan 
se-mil. Menurut Muktamar, sesungguhnya yang dihitung perjalanan se- 
mil syar'i (1.666 km), yaitu tempat antara para pengunjung Jum'at 
(mujammi'n) dan tempat Jum'at (masjid), bukan antara desa dan 
masjid, dan bukan pula antara kedua tempat Jum'at. Jawaban masalah 
ini bersifat wagi'iyyah dan metode yang digunakan tidak jelas (non- 
metode) karena tidak merujuk pada pendapat ulama dan juga tidak 
mengutip dari kitab apapun.” 

Kemudian pada Muktamar ke-13 di Menes Banten tahun 1938, 
dibahas tentang salat Duha dengan berjamaah untuk memperingati 
kelahiran salah satu pembesar pemerintah atau perkawinan. Jawaban 
Muktamar adalah, berjamaah yang diperuntukkan untuk keperluan 
tersebut hukumnya adalah haram dan tidak mendapat pahala, karena 
dapat menimbulkan pelanggaran agama, seperti sangkaan orang 
banyak, bahwa jamaah salat Duha tersebut merupakan perintah agama. 
Jawaban masalah ini bersifat wagi'iyyah dan menggunakan metode 
ilhagi dengan menganalogikan pada hukum salat tarawih dan salat 
Tasbih berjamaah.38 Pada Muktamar yang sama, dibahas tentang hukum 
membaca al-Fatihah oleh makmum, di mana pendapat sementara orang 
yang mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca al-Fatihah, 
karena al-Fatihah ditanggung oleh imam. Jawaban Muktamar, jika yang 
dimaksud adalah makmum muwafig (bukan masbug), maka pendapat 
tersebut tidak benar, karena menurut pendapat yang sahih dari mazhab 
SyafitT, makmum harus membaca al-Fatihah, dan demikian itu tidak 


56Abu Bakr bin Muhammad Syata al-Dimyati, Ianah al-Talibin, vol. 1, h. 
31. 

57Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 207-208. 

58Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Mustafa al- 
Halabi, 1952), h. 67. 
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bertentangan dengan firman Allah yang maksudnya supaya 
mendengarkan dan mengheningkan bila ada bacaan al-Our'an (al-A'raf), 
karena yang dimaksud dengan firman Allah tersebut ialah melarang 
berbicara sewaktu mendengarkan bacaan al-0ur'an, atau melarang 
membaca keras di belakang imam, bukan membaca al-Fatihah bagi 
makmum. Jawaban ini bersifat wagi'iyyah dan bercorak gauli dengan 
merujuk pendapat Syaikh Nawawi al-Bantani dan Syaikh Zadah.5? 

Dibahas pula tentang salat hari raya di lapangan. Menurut 
Muktamar, salat hari raya di lapangan hukumnya sunah apabila 
masjidnya tidak mencukupi. Namun begitu, bagi orang yang tidak 
mampu datang ke lapangan, maka sunah mengadakan salat hari raya di 
masjid. Jawaban ini menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan mengutip pendapat Ibn Hajar al-Haytami.60 Kemudian dibahas 
pula tentang hukum bermakmum kepada golongan khawarij kaitannya 
dengan i'adah/mengulang lagi salatnya. Muktamar memutuskan bahwa, 
tidak sah makmumnya dan wajib i'adah (salat lagi) apabila imamnya 
berbuat bid'ah yang menjadikan kufur, seperti tidak mengakui bahwa 
Allah mengetahui segala sesuatu. Namun apabila tidak demikian, maka 
sah hukumnya bermakmum kepadanya, dan hukumnya makruh 
(tahrim) apabila makmum tersebut merupakan orang terkemuka, yang 
dikhawatirkan para pengikutnya ikut tersesat. Jawaban ini bersifat 
wagi'iyyah dan menggunakan metode ilhag dengan menganalogikan 
dengan prinsip ketidak-bolehan bermakmum kepada orang yang kufur 
karena melakukan bid'ah.51 

Kemudian pada Muktamar ke-15 di Surabaya tahun 1940, dibahas 
tentang adzan pertama (sebelum khatib naik mimbar), yang hukumnya 
sunah. Sedangkan bacaan muraggi (bilal) di dalam salat hukumnya 
adalah bid'ah hasanah. Adapun ucapan “amin” sewaktu khatib membaca 
doa tidak dengan suara keras, maka hukumnya tidak jauh dari sunah, 
sebagaimana hasil keputusan Muktamar ke-1 tentang hukum ucapan 
radiyallah dan salawat sewaktu khutbah Jum'at. Keputusan ini 
menggunakan metode gault dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 


59Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, Kasyifah al-Saja, (Surabaya: 
Maktabah al-Hidayah, t.th.), h. 54, dan Muhyiddin Syaykh Zadah, Hasyiyah Tafsir 
al-Baidawi, vol. 2, (Turki: al-Maktabah al-Islamiyyah, t. th), h. 293. 
60fbn Hajar al-Haytami, al-Minhaj al-Gawim, vol. 1, h. 400, dan “Tuhfah al- 
Muhtaj” pada Hamisy Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani, vol. 3, 
(Mesir: Dar al-Sadr, t. th.), h. 48. 
S1Ibn Hajar al-Haytami, “al-Minhaj al-Gawim”, pada Hamisy Muhammad 
Mahfuz al-Tarmasi, Mauhibah Dzi al-Fadl, vol. 3, h. 137-138. 
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pendapat Muhammad Amin al-Kurdi, Sulayman al-Bujayrami, 
Zaynuddin al-Malibari dan Abu Bakar Muhammad Syata al-Dimyati.62 
Kemudian dibahas tentang hukum salat di masjid yang dibangun dengan 
uang haram. Muktamar memutuskan bahwa salatnya sah, tetapi haram 
dan tidak mendapatkan pahala salat. Keputusan ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Ihya' Ulum al-Din, Fath 
al-Mu'n dan Is'ad al-Rafig “ala Sullam al-Taufig.$8 

Pada Muktamar ke-20 di Surabaya tahun 1954, dibahas tentang 
hukum menerjemahkan khutbah Jum'at selain rukunnya. Muktamar 
memutuskan bahwa hukumnya boleh, asalkan tidak panjang dan tidak 
keluar dari peringatan. Pendapat ini tidak ada perselisihan (khilaf) di 
kalangan mazhab Syafii. Namun begitu, apabila panjang dan tidak 
keluar dari peringatan, maka menurut satu pendapat dapat 
memutuskan muwalat. Akan tetapi, kalau panjang dan keluar dari 
peringatan, maka pasti menghilangkan muwalat seperti diam. Dalam hal 
menerjemahkan khutbah, tidak boleh ingkar kepada orang yang 
menerjemahkan. Pendapat ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pendapat Sulayman al-Bujayrimi dan Ibn Hajar al- 
Haytami 654 Kemudian pada Konferensi ke-1 di Jakarta tahun 1960, 
dibahas tentang salat jamak gasar bagi orang yang berpergian kurang 
dari dua marhalah. Muktamar mejawab bahwa, masalah gasar salat 
dalam perjalanan yang kurang dari dua marhalah (119,9 km), tidak 
terdapat pendapat yang terbilang yang memperbolehkan. Akan tetapi, 
kalau jamak antara dua salat sewaktu di rumah, memang ada pendapat 
yang terbilang yang memperbolehkan, asalkan ada keperluan untuk 
orang yang tidak menjadikan kebiasaan. Pendapat ini bercorak gauli 
dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pendapat imam al-Nawawi:6s 


62Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili, Tanwir al-Gulub, h. 179, Sulayman 
al-Bujayrimi, al-Tajrid li Naf' al-Abid, vol. 1, h. 395-393, Zaynuddin al-Malibari 
dan Abu Bakr bin Muhammad Syata al-Dimyati, Fath al-Mu'in dan I'anah al- 
Talibin, vol. 2, h. 86-87. 

63a1-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, vol. 2, h. 193-194, Zaynuddin al-Malibari, 
“Fath al-Mu'Tn” dalam Inah al-Talibin, vol. 1, h. 227, dan Muhammad Babasil, 
Isad al-Rafig “ala Sullam al-Tauftg, vol. 1, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al- 
Arabiyah t. th.), h. 87. 

64Sulayman al-Bujayrimi, al-Tajrid li Naf' al-Abid, vol. 1, h. 389, Ibn Hajar 
al-Haytami, “Tuhfah al-Muhtaj” pada Hasyiyah al-Syirwani, vol. 4, h. 218. 

65Muhyiddin al-Nawawi, Syarh Muslim, vol. 2, (Kairo: al-Sya'b, 1390 H.), h. 
359. 
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Artinya: “Sejumlah imam berpendapat tentang kebolehan menjamak salat di 
rumah karena hajah bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. 
Ini merupakan pendapat Ibn Sirin, Asyhab (pengikut imam Malik), al-Khattabi 
meriwayatkan dari al-Oaffal dan al-Syasyi al-Kabir (pengikut SyafiT), dari Abu 
Ishag al-Marwazi, dari sekelompok ulama ahli hadis, dan pendapat ini dipilih 
oleh Ibn Mundzir.” 


Sayangnya, dalil yang digunakan belum memadai, karena hanya 
menjawab persoalan jamak, dan belum menyentuh pada persoalan 
gasar. Dalam masalah jamak pun yang dibicarakan dalam konteks 
melakukan jamak di rumah, bukan di dalam perjalanan yang kurang dari 
dua marhalah. Namun begitu, dalam konteks jamak, dalil dari kitab yang 
dimunculkan dapat diterima, karena secara logika, apabila melakukan 
salat jamak di rumah saja diperbolehkan, apalagi di luar rumah 
walaupun jaraknya kurang dari dua marhalah. 

Dalam Konferensi tersebut, dibahas pula tentang i'adah salat 
Jum'at dengan salat Zuhur, yang jawabannya adalah mengulang salat 
Jum'at dengan salat Zuhur dianggap bagus. Bahkan ada pendapat yang 
mengatakan sunah, kalau bilangan orang yang melaksanakan salat 
Jum'at kurang dari 40 orang, dengan niat taklid pada gaul yang 
memperbolehkan. Pendapat ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pendapat Zaynuddin al-Malibari dan Abu Bakar bin 
Muhammad Syata al-Dimyati.58 Kemudian pada Konferensi yang sama, 
dibahas maksud hadis “Meninggalkan salat menjadi kafir”. Jawaban 
Muktamar adalah, orang yang meninggalkan salat itu tidak sampai 
menjadi kafir, tetapi menjadi fasik dan harus taubat. Adapun arti hadis 
“man taraka al-salah muta'ammidan fagad kafara jiharan” tersebut 
ditujukan kepada orang yang ingkar atau menganggap halal akan 
meninggalkan salat. Demikian menurut pendapat kebanyakan ulama 
salaf dan khalaf seperti Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi1.57 Oleh 


66Zaynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'in” pada I'anah al-Talibin, vol. 2, 
h.70, dan al-Bakri Muhammad Syata, “al-Wus'ah wa al-Ifadah” pada Sulh al- 
Jama'atayn bi Jawaz Ta'addud al-Jum'atayn, (Mesir: Matba'ah al-Mi'yariyah, 
1312 H.), h. 25. 

67Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, 4#5 eds., vol. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 
h.81-82. 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 119 


karena itu, metode yang digunakan dalam masalah ini bercorak gault 
dan bersifat maudi'iyyah. 

Pada Muktamar ke-25 di Surabaya tahun 1971, dibahas tentang 
salat birrul walidayn. Menurut Muktamar, salat birrul walidayn, 
waj'uladras, ligadai' al-dayn dan lain sebagainya adalah tidak sah dan 
hukumnya haram. Pendapat ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah 
dengan menganalogikan pada keumuman redaksi tentang tidak sahnya 
salat dengan niat-niat yang dianggap baik oleh kalangan sufi, 
sebagaimana pendapat Ibn Hajar al-Haytami:68 
3 and 3 el Wap Of pg oya Tebal! Letanntaal Il SI Ma laka aa N3 

Lb Wih 154 | Hills Bobenualy 33latal yL yana Le Usulan Len FILA Gi ol 
Artinya: “Tidak sah salat dengan niat-niat yang dianggap baik oleh kalangan 
sufi tanpa adanya dasar hadis sama sekali. Namun jika memutlakkan niat salat 
kemudian berdoa sesudahnya dengan doa yang berisikan permohonan 
perlindungan atau istikharah (meminta petunjuk Allah untuk dipilihkan yang 
baik) secara mutlak, maka hal tersebut diperbolehkan.” 

Dibahas pula tentang tatswib (ucapan as-salatu khayrun min al- 
naum) pada salat Subuh. Keputusan Muktamar adalah, boleh dilakukan 
tatswib pada adzan Subuh, bahkan sunah hukumnya. Untuk salat Subuh 
disunahkan dua adzan. Adzan pertama dilakukan sebelum waktu yang 
berfungsi membangunkan orang tidur, sedang adzan kedua ketika 
sesudah masuk waktunya yang fungsinya mengajak orang mengerjakan 
salat. Kedua adzan Subuh itu disunahkan ber-tatswib, yakni 
mengucapkan “as-salatu khayrun min al-naim” (pahala salat lebih baik 
dari pada kelezatan tidur). Meskipun kebiasaan penduduk Makkah 
menentukan tatswib ini untuk adzan yang kedua saja, sebab tujuannya 
untuk membedakan dengan adzan yang pertama. Pendapat ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pendapat Jalaluddin al- 
Mahalli dan Abu Bakar Muhammad Syata al-Dimyati.s9 

Kemudian pada Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, 
dibahas tentang hukum menyelanggarakan salat Jum'at di perkantoran. 
Muktamar menjawab bahwa menyelanggarakan salat Jum'at di tempat 
seperti perkantoran, apabila diikuti oleh orang-orang yang tinggal 
menetap sampai bilangan yang menjadi syarat sahnya Jum'at dan tidak 


68Tbn Hajar al-Haytami, “Tuhfah al-Muhtaj” pada Hasyiyata al-Syirwani 
wa al-Ubbadi, vol. 2, (Mesir: Mustafa Muhammad, t. th.), h. 238. 

69Jalaluddin al-Mahalli, “Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Talibin” pada 
Hasyiyata Gulyubi wa Umayrah, vol. 1, h. 123, dan al-Dimyati, I'anah al-Talibin, 
vol. 1, h. 236. 
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terjadi penyelenggaraan Jum'at lebih dari satu, maka hukumnya sah. 
Jawaban ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada pendapat Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi?” Kemudian 
pada Muktamar yang sama, dibahas tentang hukum menyelenggarakan 
salat Jum'at di daerah yang ada masjid dan telah menyelenggarakan 
salat Jum'at. Jawaban Muktamar adalah, dalam mazhab Syafii, 
penyelenggaraan Jum'at lebih dari satu (ta'addud al-Jum'ah) yang 
melebihi hajah (kebutuhan), hukumnya tidak boleh. Pendapat ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada pendapat 
Ahmad Khatib al-Minangkabawi dan “Abdul Wahhab al-Sya'rani.72 


3. Al-OGur'an, doa dan Bacaan 

Pada Muktamar ke-4 di Semarang tahun 1929, dibahas tentang 
maksud “Lupa” di dalam hafalan al-Gur'an yang mengakibatkan dosa 
besar. Menurut Muktamar, yang dimaksud dengan lupa di sini ialah lupa 
tidak hafal lagi karena kelengahannya walaupun masih dapat membaca 
al-Our'an. Jawaban ini menggunakan metode gauli dan bersifat 
maudi'iyyah dengan merujuk pada kitab al-Fatawi al-Kubra.?3 
Kemudian pada Muktamar ke-5 di Pekalongan tahun 1930, dibahas 
tentang hukum mengubah bacaan (selain al-Gur'an dan hadis) dari 
ketentuannya. Jawaban Muktamar adalah, apabila yang diubah itu 
bukan al-Gur'an dan hadis atau nama-nama yang dimuliakan menurut 
agama, maka hukumnya tidak mengapa (tidak berdosa). Dalam hal ini, 
metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
merujuk pada pendapat Murtada al-Zabidi.'4 Pada Muktamar yang sama 
(1930), dibahas pula tentang nama-nama yang diagungkan (asma' 
mu'azzamah) yang hurufnya terpisah-pisah. Menurut Muktamar, para 
ulama berselisih pendapat tentang masih tetapnya keagungan nama- 
nama yang (diagungkan) setelah hurufnya dipisah-pisahkan. Ada yang 


70Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 79. 

71Yang dimaksud hajah ialah sulit berkumpul ('usr al-ijtima') antara lain 
karena sempitnya (dayg al-makan) atau adanya permusuhan ('“adawah), atau 
jauhnya pinggir-pinggir negeri (atraf al-balad). 

72Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Sulh al-Jama'atayn bi Jawaz Ta'addud 
al-Jum'atayn, (Mesir: al-Matba'ah al-Mi'yariyah, 1312 H.), h. 29, dan Abdul 
Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, vol. 2, (Mesir: Mustafa al-Halabi, t.th.), h. 
13. 

73Tbn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyyah, h. 36. 

74Murtada al-Zabidi, Ithaf al-Sadah al-Muttagin, vol. 6, (Beirut: Maktabah 
Dar al-Fikr, t.th.), h.557. Demikian pula keterangan dalam kitab al-Khadigah al- 
Nadbiyyah. 
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berpendapat tetap, dan ada pula yang berpendapat hilang 
keagungannya. Metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada pendapat Ibn Hajar al-Haytami.75 

Kemudian pada Muktamar NU ke-6 di Pekalongan tahun 1931, 
dibahas tentang berdoa untuk memohon sesuatu yang tidak mungkin 
tercapai. Jawaban Muktamar adalah, berdoa untuk memohon sesuatu 
yang tidak mungkin tercapai, baik ditinjau dari segi akal, fikiran, atau 
dari segi agama, maupun dari segi adat hukumnya tidak boleh, 
sekalipun permohonan tersebut dengan ayat al-Our'an. Hal ini karena 
yang dituju adalah tercapainya permohonan. Ia juga tidak mendapatkan 
pahala membaca al-Gur'an sebab tidak diniatkan, kecuali apabila 
diniatkan membaca al -0ur'an, maka hukumnya boleh dan mendapat 
pahala. Bahkan berdoa dengan ayat al-Our'an lebih utama daripada 
berdoa dengan karangan sendiri, dengan syarat tidak untuk tujuan yang 
mustahil tercapai. Metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada pendapat Ahmad al-Sawi al-Maliki dan 
Muhammad Murtada al-Zabid1.76 

Sementara pada Muktamar NU ke-8 di Jakarta tahun 1933, 
dibahas tentang hukum membaca Allah dalam salawat masyisyiyah'” 
dengan panjang alifnya “Allah”, dengan berhenti tiga kali di setiap 
kalimat. Menurut Muktamar, membaca Allah dalam salawat masyisyiyah 
dengan pendek hamzahnya atau panjang itu hukumnya boleh (ja'iz). 
Apabila dibaca panjang, maka hamzahnya yang disambung dengan 
hamzah ta'rif itu untuk bersumpah sebagaimana dalam hadis Muslim 
yang berbunyi: “Allah mad aradtu ma 'aradtu illa wahidatan”, maka 
berkata “Allah md aradtu illa wahidatan”, dan siapa yang mendapat 
ijazah dari guru dengan panjang untuk memperkuat doa dengan 
sumpah, maka harus membaca dengan panjang, dan sumpah 
sebagaimana hadis tersebut dalam soal. Walaupun Muktamar 
menyamakan putusan ini dengan jawaban al-“Allamah Syaikh Sa'id bin 
Muhammad al-Yamani, seorang pengajar di masjid al-haram Makkah, 
namun karena tidak mencantumkan Ibarah-nya sehingga sulit untuk 
memberikan penilaian secara metode, maka putusan ini dimasukkan ke 


75Tbn Hajar al-Haytami, al-Fatawi al-Kubra al-Fighiyah, vol. 1, (Beirut:Dar 
al-Fikr, t.th.), h. 35-36. 

76Ahmad al-Sawi al-Maliki, Hasyiyah al-Sawi “ala al-Jalalayn, vol. 1, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1426 H/ 2005 M), h. 423, dan Muhammad 
Murtada al-Zabidi, Ithaf al-Sadah al-Muttagin, vol. 5, h. 260. 

77Wirid Masyisyiyah adalah karya imam Abdussalam al-Masyisyi, guru 
dari imam Abdul Hasan al-Syadili. 
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dalam kategori tidak jelas metodenya (non-mazhab) dan berifat 
wagi'iyyah8 Kemudian pada Muktamar ke-9 di Banyuwangi tahun 
1934, dibahas tentang hukum meminum minyak al-0Guran untuk 
memperkuat badan dan untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. 
Muktamar memutuskan bahwa, apabila yang dimaksudkan itu air untuk 
merendam lafal-lafal al-Gur'an sampai hancur, maka hukumnya tidak 
haram. Masalah ini bersifat wagi'iyyah dan menggunakan metode gauli 
dengan merujuk pada pendapat al-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati.7” 

Kemudian pada Muktamar ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, 
dibahas tentang perbedaan antara al-Our'an dan hadis Gudsi. Jawaban 
Muktamar bahwa, al-Gur'an itu diturunkan dengan lafal dan artinya, 
yang dapat pahala membacanya, dan manusia tidak dapat meniru dalam 
penyusunannya, walaupun hanya sekedar satu surah yang pendek. 
Adapun hadis Yudsi, yaitu wahyu yang diterima langsung Rasulullah 
Saw. tidak dengan perantara Malaikat menurut kebiasaan, tetapi dengan 
ilham atau mimpi. Adakalanya yang diterima lafal dan artinya dan 
adakala hanya artinya saja. Kemudian Rasulullah Saw. menyusun 
ibaratnya dan dinisbatkan kepada Allah, namun tidak menjadi ibadah di 
dalam membacanya. Adapun hadis Nabawi, yaitu yang diwahyukan 
artinya, dan disusun ibaratnya oleh Nabi, dengan tidak dinisbatkan 
kepada Allah. Dari ketiga tersebut di atas, yang termulia adalah al- 
Ouran, kemudian hadis @Gudsi, lalu hadis Nabawi. Metode yang 
digunakan bercorak gauli dan bersifat maudi'iyyah dengan mengutip 
pendapat Muhammad Amin al-Kurdi.80 Kemudian dibahas pula tentang 
doa dari Nabi dengan sighat jamak kemudian dirubah dengan bentuk 
mufrad. Jawaban Muktamar adalah, doa-doa yang datang dari syara' 
dengan bentuk mufrad, tidak boleh dirubah, kecuali apabila doa tersebut 
dirubah sendiri, maka sunah dengan sighat jamak sewaktu orang lain 
mengamininya. Metode yang digunakan juga bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan mengutip pendapat imam al-Nawawi.31 

Pada Muktamar ke-12 di Malang tahun 1937, dibahas tentang 
sebab kitab tasrifan karangan K. Hasyim Padangan tidak diaawali 
dengan bacaan basmallah. Muktamar tidak menjawab alasan K. Hasyim 
tidak memulai dengan basmalah, karena tentu yang lebih tahu 


78Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 141. 

79aI-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati, Ianah al-Talibin, (Singapura: 
Sulayman Mar'i t.th). vol. 1, h. 69. 

80Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Gulub..., h. 475. 

81Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Muslim, vol. 9, (Beirut: Dar al- 
Fikr, 2000), h. 30. 
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alasannya adalah K. Hasyim sendiri. Muktamar hanya menjawab dari 
aspek hukum basmalah itu sendiri. Menurutnya, sesungguhnya 
permulaan dengan basmalah itu sunah, dan mulai dengan basmalah itu 
cukup dengan ucapan walaupun tidak tertulis. Sebaiknya harus 
diyakinkan, bahwa pengarang telah mulai basmalah dengan ucapan 
yang tidak tertulis, agar pengarang diyakinkan menjadi seseorang yang 
hidup bahagia atau mati syahid. Dalam aspek hukum mengucapkan 
basmalah, Muktamar merujuk pada kitab I'anah al-Talibin.82 Oleh 
karena itu, jawaban dalam masalah ini dikategorikan bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah. 

Dibahas pula tentang hukum membakar lembaran al-9ur'an yang 
berserakan. Jawaban Muktamar adalah boleh, apabila bertujuan untuk 
menjaga kemuliaan al-Our'an dari jatuh ke tempat yang kurang patut 
atas kemuliaan al-Ouran, atau khawatir jatuh ke najis. apabila 
tujuannya tidak demikian, maka hukumnya makruh dengan ketentuan 
tidak ada maksud untuk menghina al-Guran. Namun apabila 
membakarnya tersebut dengan maksud menghina al-Our'an, maka 
hukumnya haram, bahkan dapat menjadi kufur. Metode yang digunakan 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada pendapat 
Muhammad al-Khatib al-Syarbini.88 Kemudian dibahas tentang orang 
kafir yang pada akhir hayatnya mengucapkan “Ya ilaha illallah”. 
Muktamar menghukumi tidak menjadi orang muslim, karena tidak 
menyaksikan. Pendapat ini merujuk pada pendapat yang mu'tamad dari 
kalangan ulama muta'akhir, dan karena tidak mengakui Nabi 
Muhammad Saw. sebagai utusan (suruhan Allah) menurut intisari dari 
kitab Raudah. Metode yang digunakan bercorak gault dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada pendapat Zaynuddin al-Malibari.8 

Kemudian dibahas juga tentang hukum membaca managib Syaikh 
Abdul Gadir, yang jawaban Muktamar adalah, membaca managib para 
wali itu baik, karena dapat mendatangkan kecintaan terhadap para wali. 
Adapun memberi makanan pada acara tersebut hukumnya adalah 
sunah, apabila dengan maksud memuliakan tamu. Walaupun dalam 
jawaban masalah ini juga merujuk pada hadis Nabi, namun karena 
dalam sumber referensi hanya mengutip kitab karya Habib Alawi al- 
Haddad, maka keputusan hukum dalam masalah ini masih 


82al-Bakri Muhammad Syata al-Dinyati, I'anah al-Talibin, vol. 1, h. 4. 
83Muhammad al-Khatib al-Syarbini, “al-Igna” dalam Sulayman al- 
Bujayrimi, Tuhfah al-Habib, vol. 1, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1338 H), h. 303. 


847aynuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in, (Beirut: Dar al-Fikr,t. th), h. 139. 
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dikategorikan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah.85 Kemudian pada 
Muktamar ke-13 di Menes Banten tahun 1938, dibahas tentang hukum 
membaca al-Guran dengan putus-putus untuk memudahkan 
mengajarkan huruf hijaiyyah. Menurut Muktamar, membaca al-Our'an 
dengan terputus-putus adalah boleh dan tidak termasuk mengubah, 
karena sangat diperlukan. Metode yang digunakan bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pendapat Abdul Hamid al- 
Syirwani.86 

Pada Muktamar ke-14 di Magelang tahun 1939, dibahas tentang 
hukum membaca al-Guran di gedung Zender radio. Muktamar 
menjawab bahwa, membaca al-0ur'an di gedung Zender sama dengan 
membaca al-Our'an di tempat lain, yakni hukumnya diperinci sebagai 
berikut: (a) apabila membacanya di tempat yang tidak terhina, dan 
bacaannya memperhatikan segala ketentuan yang harus diperhatikan 
dalam bacaan, serta memenuhi segala persyaratan dalam bacaan, maka 
bacaannya boleh, dan yang didengar itu adalah bacaan al-OGur'an, 
mendengarkannya boleh dan mendapat pahala: (b) apabila tidak 
mencukupi syarat-syarat di atas, seperti duduk di tempat yang hina atau 
cacat dalam salah satu syarat bacaan, atau bertujuan bermain-main, 
maka bacaan yang demikian itu tidak boleh, dan (c) apabila bacaan al- 
Our'an itu terdengar dari tempat-tempat yang kurang layak, maka bagi 
para pendengar harus tetap mendengarkan, dan jika ada yang 
mengganggu, maka harus dicegah. Metode yang digunakan dalam 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada 
Majalah al-Azhar dan Majalah al-Hidayah al-Islamiyah.?7 

Dari rujukan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah di 
atas, sangat beralasan jika sebagian peneliti menganggap bahwa kyai NU 
sangat mensakralkan teks berbahasa Arab (tagdis al-nas al-'Arabi), 
sehingga majalah pun dapat menjadi rujukan dalam memutuskan 
sebuah persoalan hukum. Tentu anggapan ini tidak sepenuhnya benar, 
karena kyai NU juga tidak sekedar mengutip rujukan majalah, 
melainkan juga mempertimbangkan penulis dalam majalah tersebut, 
misalnya dalam Majalah al-Hidayah yang dirujuk adalah fatwa 
Muhammad Bakhit al-Mutii yang merupakan ulama dari kalangan 


85/Alawi al-Haddad, Misbah al-Anam Jala' al-Zulam, (Istanbul Turki: 
Maktabah al-Hagigah, 1996), h. 90. Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., 
h. 201-202. 

86Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani, vol. 1, (Beirut: Dar al- 
Fikr,t. th.), h. 154. 

87Taha Jib, Majalah al-Azhar, (Mesir, t. th.). 
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mazhab Hanafi.88 Dibahas pula tentang kitab Taurat, Injil, dan Zabur 
yang ada di tangan orang Kristen dan Yahudi sekarang. Menurut 
Muktamar, kitab Taurat, Injil dan Zabur yang berada di tangan orang- 
orang Kristen, Katolik dan Yahudi sekarang ini bukan kitab samawiyah 
yang wajib diimani. Hal ini karena, menurut al-Ourtubi, Injil yang berada 
di tangan orang Nasrani bukanlah Injil sebagaimana yang tercantum 
dalam firman Allah (Ali Imran: 3-4), dan juga menurut Ibn Gayyim al- 
Jauziyah bahwa Taurat yang berada di tangan orang Yahudi sudah 
terdapat penambahan, distorsi dan pengurangan.8? Oleh karena itu, 
jawaban dalam masalah ini dikategorikan bercorak gauli dan bersifat 
wagi 'iyyah. 

Pada Konferensi ke-2 di Jakarta tahun 1961, dibahas tentang tiga 
persoalan hukum. Pertama, salam yang didahului dengan pembicaraan, 
yang hukumnya tidak wajib dijawab karena sudah lewat waktunya. 
Jawaban ini mengutip pendapat All al-'Azizi dan kitab al-Siraj al-Munir.? 
Kedua, mendengar salam dari radio hukumnya adalah wajib dijawab, 
sebab suara radio dianggap sebagai suara asli dari orang yang memberi 
salam. Adapun mendengar salam dari tape recorder/gramaphone tidak 
wajib dijawab, sebab dianggap sebagai suatu benda padat yang tidak 
berakal. Dalam masalah ini, Muktamar tidak merujuk pada dalil apapun. 
Ketiga, salam dengan tambahan “wa'alaykunna” hukumnya tidak sesuai 
dengan yang warid/berlaku dari Nabi Saw. Pendapat ini mengutip dari 
kitab Dalil al-Falihin.?1 Oleh karena itu, walaupun dalam kasus kedua 
tidak ada dalilnya, namun permasalah ini dapat dikategorikan ke dalam 
corak gauli dan bersifat wagi'iyyah. 

Kemudian pada Muktamar ke-26 di Semarang tahun 1979, 
dibahas tentang hukum al-Our'an ditulis dengan huruf/brayel. Setelah 
Muktamar melakukan penelitian secara seksama, menurut Muktamar 
ternyata dalam penulisan al-Our'an dengan tulisan selain dengan tulisan 
Arab termasuk latin, terdapat dua pendapat, yaitu: (1) pendapat imam 


88Muhammad Bakhit al-Mutii, Risalah Syaikh Bakhit al-Mutii pada 
Majalah al-Hidayah al-Islamiyah, vol. 1, Mesir, Agustus 1933, h. 203. Lihat: TIM 
LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 245-247. 

89Rahmatullah bin Khalilurrahman al-Hindi, Izhar al-Hag, (Maroko: al- 
Dar al-Bayda, t. th.), h. 198 dan 200. 

20Ali al-'Azizi, al-Siraj al-Munir, 34 eds., vol. 2, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 
1957), h. 344 dan 363. 

”1Muhyiddin al-Nawawi dan Ibn al-Allan al-Siddigi, Riyad al-Salihin dan 
Dalil al-Falihin, vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 335. 
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Ibn Hajar adalah haram, (2) pendapat imam al-Ramli adalah boleh.?2 
Oleh karena itu, memperhatikan keterangan tersebut di atas, maka 
Muktamar berkesimpulan sebagai berikut: (a) menulis al-Gur'an dengan 
tulisan selain tulisan Arab termasuk tulisan latin sudah sepakat antara 
imam Ibn Hajar dan imam al-Ramli tentang keharamannya, apabila 
mengubah bunyi dan tulisan al-Gur'an: (b) apabila tidak mengubah, 
maka menurut imam Ibn Hajar hukumnya tetap haram, sedangkan 
menurut imam al-Ramli hukumnnya boleh. Pendapat imam Ibn Hajar 
inilah yang mu'tamad (kuat): dan (c) menurut pandapat rais “am PBNU, 
KH. Bisri Syansuri, mengenai keterangan dalam kitab Hasyiyah al- 
Oulyubi dan lain sebagainya adalah apabila menulis al-Gur'an dengan 
tulisan bukan tulisan Arab dianggap boleh, maka hukumnya sama 
dengan mushaf di dalam hal menyentuh dan membawanya, dan 
sebaliknya. Kemudian, berkenaan dengan penulisan al-Gur'an dengan 
brayel bagi orang-orang buta, hukumnya adalah boleh karena hajat. 
Sementara mengenai penulisan al-Our'an dengan huruf Arab bukan 
rasm Utsmani terdapat tiga pendapat, dan yang kuat adalah pendapat 
imam Malik serta Imam Ahmad, yaitu tidak boleh, sebagaimana 
keterangan dalam kitab I'anah al-Talibin.98 Oleh karena itu, metode 
dalam permasalahan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
merujuk beberapa pendapat ulama.” 

Dibahas pula tentang piringan hitam atau kaset al-Our'an. 
Muktamar memutuskan bahwa, piringan hitam atau kaset yang 


”2Catatan: (a) pendapat imam al-Ramli yang memperbolehkan tersebut 
di atas apabila tidak terjadi perubahan sebagaimana tersebut, (b) penulisan al- 
Our'an dengan huruf latin ada manfaatnya terutama bagi orang tua yang buta 
huruf Arab, tetapi bahayanya lebih banyak. Antara lain akan mengurangi 
perhatian terhadap belajar membaca dan menulis huruf Arab: dan (c) huruf 
latin tidak mencukupi bunyi-bunyi huruf Arab. Apabila al-Our'an ditulis dengan 
huruf latin, maka bunyinya tidak akan sama dengan bunyi al-0ur'an yang 
berbahasa Arab dan akan mengubah bunyi al-Our'an dan tulisannya. Sedangkan 
mengubah al-9ur'an hukumnya dilarang (haram). 

93Muhammad Syata al-Dimyati, Ianah al-Talibin, vol. 1, (Indonesia: Dar 
Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t. th.), h. 67-68. 

“4al-Syirwani dan al-Ubbadi, Hawasyai al-Syirwani wa al-Ubbadi, vol 1, 
(Mesir: Dar al-Sadir, 1997), h. 154, Sulayman bin Muhammad al-Bujayrami, 
Tuhfah al-Habib, vol. 1, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1338 H.), h. 304, Syihabuddin 
al-Oulyubi, Hasyiyah al-Gulyubi, vol. 1, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al- 
Arabiyyah, t. th.), h. 36, Sulayman bin Mansur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi 
Taudih Syarh Manhaj al-Tullab, vol 1, (Mesir: Mustafa Muhammad, t. th.), h. 76. 
Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Garib, vol. 1, (Beirut: Dar al- 
Fikr, t. th.), h. 118. 
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merekam al-Our'an adalah bukan mushaf, sebab barang-barang tersebut 
tidak termasuk dalam definisi (ta'rif) mushaf. Dalam hal hukum 
mendengarkan suara al-0ur'an yang keluar dari piringan hitam atau 
kaset adalah sebagai berikut: (a) suara yang didengar dari piringan 
hitam atau kaset itu sama dengan suara al-Gur'an yang didengar dari 
jamadat (benda mati), maka tidak dihukumi al-9ur'an. Keterangan ini 
diambil dari kitab Anwar al-Syurug fi Ahkam al-Sundug dengan 
mengutip pendapat Abdul Gadir al-Ahdali yang membolehkan 
mendengarkan alat musik dengan istilah Ia ba'sa bih: (b) pendapat 
Muhammad “Ali al-Maliki dalam kitabnya Anwar al-Syurug fi Ahkam al- 
Sundug adalah, merekam al-Our'an dalam kaset atau piringan hitam dan 
menggunakannya itu tidak lepas dari menghina atau merendahkan 
martabat al-Gur'an. Oleh karena itu, merekam al-Our'an dalam kaset 
atau piringan hitam sebagaimana yang maklum itu hukumnya haram, 
demikian juga mendengarkan al-Gur'an darinya: dan (c) menurut 
pendapat yang dipilih di kalangan Hanafiyyah, sebagaimana tersebut 
dalam al-Fatawa al-Syar'iyyah, bahwa mendengar ayat Sajadah dari 
burung seperti beo, menurut pendapat yang terpilih, tidak wajib sujud 
karena bukan bacaan yang sebenarnya, namun sekedar kicauan yang 
tidak mengerti. Pendapat yang lain menyatakan, wajib bersujud karena 
orang yang mendengarkan itu telah mendengarkan firman Allah Swt. 
walaupun dari burung-burung yang sedang berkicau.” Dari 
pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah yang 
dibahas bersifat wagi'iyyah dan metode yang digunakan bercorak ilhagi 
dengan menganalogikan pada hukum mendengarkan alat musik dan 
mendengarkan bacaan ayat sajadah dari burung beo. 

Kemudian dibahas pula tentang terjemah al-Our'an oleh non 
muslim atau orang Islam yang menerjemahkannya dengan bahasa 
Indonesia atau bahasa asing. Jawaban Muktamar adalah, terjemahan 
atau tafsiran al-Gur'an yang dibuat oleh non muslim sangat diragukan 
kebenarannya. Oleh karena itu, bagi orang awam dilarang membaca dan 
mengutip dari terjemah atau tafsir yang seperti itu. Namun Muktamar 
tidak menjawab tentang hukum orang Islam yang menerjemahkan al- 
Our'an dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing, di samping juga 
jawabannya tidak merujuk pada kitab apapun. Oleh karena itu, masalah 


”5Muhammad Syata al-Dimyati, Ianah al-Talibin, vol. 1, (Indonesia: Dar 
Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), h. 66. Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ala 
Matn Abi Syuja) vol. 1, (Bandung: Syarikah al-Ma'arif, t.th.), h. 118, Muhammad 
Ali al-Maliki, Anwar al-Syurug fi Ahkam al-Sundug, h. 30, dan Husayn Makhlif, 
al-Fatawa al-Syar'iyyah, vol. 1, h. 298. 


128 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


ini bersifat wagi'iyyah dan metode yang digunakan tidak jelas (non- 
metode).95 Lalu dibahas juga tentang menambah kalimat “Abdul Gadir 
Waliyullah” sesudah kalimat tayyibah. Jawaban masalah ini ada dua 
redaksi, yang satu dari tim perumus, sedang yang satu lagi dari 
pimpinan sidang dalam Kongres. Jawaban dari perumus adalah boleh 
asal tidak dimasukkan dalam rangkaian dzikir. Sedangkan jawaban dari 
pimpinan sidang adalah dzikir yang warid (berlaku) adalah Lailaha 
illallah Muhammad Rasulullah. Adapun menyebut kalimat Syaikh Abdul 
Oadir Waliyullah hukumnya adalah boleh. Masalah ini bersifat 
wagi'iyyah dan metode yang digunakan tidak jelas (non-metode) karena 
tidak merujuk pada dalil apapun.?7 


4. Jenazah 

Pada Muktamar ke-11 di Surabaya tahun 1926, dibahas tentang 
hukum memperbarui nisan dpada kuburan umum. Muktamar 
memutuskan bahwa, memperbarui nisan sebelum mayitnya rusak 
hukumnya adalah boleh. Menurut para ahli, masa rusaknya mayit 
hingga menjadi tanah ada yang berpendapat 15 tahun, ada pula yang 
berpendapat 25 tahun, dan ada pula yang berpendapat 75 tahun. 
Perbedaan tersebut mengingat perbedaan iklim. Kemudian, boleh 
memperbarui sesudah masa rusaknya mayit apabila tidak menghalangi 
untuk dipergunakan penguburan mayit baru. Tetapi apabila 
menghalangi, maka hukumnya haram. Jawaban dalam masalah ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat imam 
al-Ramli dan Zakaria al-Ansari.?8 Selain itu, dibahas tentang hukum 
memagari kuburan dengan tembok dalam tanah milik sendiri. Menurut 
Muktamar, membangun kuburan dan memagari dengan tembok di 
tanah kuburan milik sendiri dengan tidak ada suatu kepentingan, 
hukumnya adalah makruh dengan mengutip pendapat Zaynuddin al- 
Malibari.99 Oleh karena itu, metode yang digunakan bercorak gault dan 
bersifat wagi'iyyah. Lalu dibahas tentang hukum menghias kuburan 
dengan sutera atau lainnya. Muktamar memutuskan bahwa, menghias 
kuburan selain kuburan Rasulullah Saw. dengan sutera (harir) 


”6Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 365. 

”Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 367. 

”8Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, vol. 3, (Mesir: Matba'ah 
Mustafa al-Halabi, 1938), h.40, dan Zakaria al-Ansari, Fath al-Wahhab, vol. 1, 
(Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, 2002), h. 118. 

””Zaynuddin al-Malibari, Fath al-Mu'fn dalam al-Bakri Muhammad Syata 
al-Dimyati, I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 120. 
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hukumnya haram, dan dengan selain sutera hukumnya adalah makruh. 
Jawaban ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pendapat Zaynuddin al-Malibari dan “Alawi al-Saggaf.100 

Kemudian pada Muktamar NU ke-4 di Semarang tahun 1929, 
dibahas tentang hukum mengubur mayit dalam peti dari pada 
menguburnya di dalam kuburan yang mengeluarkan air, dan selalu 
tergenang air sebelum selesai pemakaman mayit. Maka muncul 
pertanyaan, apakah pemakaman mayit dalam kuburan tersebut 
termasuk penghinaan kepada mayit, dan bagaimana jika dikuburkan di 
dalam peti. Menurut Muktamar, memakamkan mayit di dalam kuburan 
yang mengeluarkan air termasuk penghinaan kepada mayit, dan 
menurut keterangan di dalam kitab Tuhfah memakamkan mayit di 
dalam peti hukumnya boleh (tidak makruh). Sedangkan di dalam kitab 
Tanah al-Talibin diterangkan, apabila keadaan demikian, maka 
memakamkan mayit di dalam peti hukumnya wajib.191 Oleh karena itu, 
metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah. 

Pada Muktamar ke-6 di Pekalongan tahun 1931, dibahas tentang 
hukum mencabut gigi mayit yang memakai emas. Muktamar menjawab 
bahwa, apabila mencabut gigi emas tersebut menodai kehormatan 
mayit, maka hukum mencabutnya adalah haram. Sebaliknya, apabila 
tidak, maka ditafsil sebagai berikut: (a) apabila mayit tersebut seorang 
laki-laki yang dewasa, maka wajib dicabut: dan (b) apabila seorang 
wanita atau anak kecil, maka tergantung kerelaan ahli warisnya. 
Masalah ini bersifat wagi'iyyah dan bercorak ilhagi dengan 
menganalogikan pada hukum memakai sutera. Sebagaimana 'ibarah 
dalam kitab Nihayah al-Muhtaj:102 


ASI pp diga II US AS Tamil Keamuad palg Da Pad gi AA Igpn Jerjl omed al lay 
AP ya geni SI mad! sL2YI ce ayam Dlas Ah 


Artinya: “Oleh karenanya, jika seseorang memakai kain sutera misalnya, untuk 
menghindari gatal-gatal atau kutu, dan sebab yang memperbolehkan 
pemakaian sutera tersebut ada sampai menjelang ajalnya, maka haram 
mengkafani jenazahnya dalam kain sutera tersebut, berdasarkan larangan 


1007aynuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dan 'Alawi al-Saggaf, Tarsyih al- 
Mustafidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 124. 

101Tbn Hajar al-Haytami, Tuhfah al-Muhtaj, vol. 3, (Mesir: Mustafa 
Muhamad, t. th.), h. 194, dan al-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati, Ianah al- 
Talibin..., vol. 2, h. 117. 

102Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, vol. 2, (Mesir: Mustafa al- 
Halabi, 1938), h. 447. 
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pemakai sutera secara umum, dan karena habisnya sebab yang 
memperbolehkan dirinya memakai sutera.” 

Dibahas pula tentang cara pemulasaran jenazah dari salah satu 
anak kembar yang melekat. Menurut Muktamar, apabila jenazah 
tersebut dapat dipisahkan dengan tidak membahayakan yang hidup, 
maka wajib dipotong dan dipisahkan. Namun, apabila tidak dapat 
dipisahkan, maka harus dirawat sedapatnya, misalnya dengan cara 
memandikan, mengkafani dan menyalatkan, tetapi tidak boleh dikubur, 
sehingga hancur dan rontok, dan rontokannya harus dikubur. Jawaban 
ini juga bersifat wagi'iyyah dan bercorak ilhagi dengan dianalogikan 
pada kasus wanita hamil dikubur bersama janinnya, sebagaimana 
'ibarah dalam kitab al-Tajrid Ii Nafi al-Abid:03 


3 es Gbah SU ebi Asad Op OL Slox j orah Jab Ba aa LS 
Ji Paya Io Ip SI Ob le pil ob Lal Lado Ja GY aa Si 
Fe JH ie Yg Yen na ja al ya JI leo Ip SI da 


Artinya: “Demikian halnya kalau wanita hamil dikubur bersama janinnya yang 
masih diharapkan hidup, misalnya sudah mencapai enam bulan atau lebih, 
maka perut wanita tersebut harus dibelah dan janinnya dikeluarkan, sebab 
membelah perutnya itu wajib sebelum dikuburkan. Namun, apabila sudah tidak 
diharapkan hidup, maka tidak perlu dibedah, tetapi pemakaman mayit wanita 
itu ditunda sampai janin dalam kandungan tersebut mati, kemudian 
dimakamkan. Demikian pendapat al-Ramli. Adapun ungkapan beliau “Namun 
pemakaman mayit wanita itu ditunda sampai janin mati” maksudnya meskipun 
janin itu telah berubah (membusuk) umpamanya, dan janin tersebut tidak 
boleh dikubur hidup-hidup. Demikian pernyataan Ali Syibramallisi.” 

Kemudian dibahas tentang hukum menyuntik mayit untuk 
mengetahui penyakit yang menjalar. Jawaban Muktamar adalah, 
menyuntik mayit itu hukumnya haram, karena menodai kehormatan 
mayit. Masalah ini bersifat wagi'iyyah dan menggunakan metode ilhagi 
dengan menganalogikan pada hukum memotong organ tubuh mayit, 
sebagaimana dalam kitab Mauhibah Dzil al-FadlI:104 


103Sulayman al-Bujayrimi, Al-Tajrid li Nafi' al-Abid/Hasyiyah al-Bujayrimi, 
vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2005), h. 298. 

104Muhammad Mahfuz al-Termasi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fadl, vol. 3, 
(Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), h. 409-410. 
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Ola R25 3 maa de (HB YY ALA Sa) HB JL ag Dib U5 
ka Iledlla JSI ajang Dag Hyang dalah 3 Kiat! On maka DB 2jr MY WIL OS 

Agalok VI WIN CA Jab Ke da onta nas Ula csi US 


Artinya: “Dimakruhkan mengambil atau memotong rambut mayit dan kukunya 
walaupun kebiasaan setempat mengharuskan untuk menghilangkannya, karena 
bagian-bagian mayit itu terhormat sehingga tidak boleh dinodai dengan 
pengambilan. Oleh karenanya yang dikhitan hanyalah bagian kulup sesuai 
dengan pendapat yang sahih dalam kitab al-Raudah walaupun baligh, karena 
merupakan bagian dari mayit sehingga tidak boleh dipotong sebagaimana 
tangannya yang memang berhak untuk dipotong karena mencuri bahan bakar. 
Dalam al-Anwar dan al-Ubab ditegaskan keharaman potongan tersebut 
walaupun harus berdosa dengan mengakhirkan (pemakanannya) dan tidak 
memungkinkan membersihkan bagian yang berada di bawah kulup kecuali 
dengan memotongnya.” 

Lalu dibahas tentang sebab-sebab mayit dianggap keturunan Nabi 
Ibrahim. Pertanyaannya, mengapa semua mayit itu dianggap keturunan 
Nabi Ibrahim dalam talgin di mana dinyatakan Nabi Ibrahim itu ayahku 
bukan Nabi Adam atau Nabi Nuh. Jawaban Muktamar adalah, hal 
tersebut karena mengikuti firman Allah Swt. yang artinya: “Harap kamu 
mengikuti agama ayahmu Ibrahim.” (al-Nahl: 123), yaitu dalam tauhid 
dan dakwah dengan cara santun menyampaikan dalil-dalil menurut 
keperluannya dan melakukan dialog terhadap setiap orang sesuai 
tingkat kecerdasan. Metode yang digunakan dalam menjawab masalah 
ini bersifat maudiu'iyyah dan bercorak gauli karena walaupun merujuk 
pada dalil al-Gur'an namun tidak merujuk langsung, melainkan 
mengutip dari kitab Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta wil.195 

Pada Muktamar ke-8 di Jakarta tahun 1933, dibahas tentang 
pengertian aman dari siksa kubur. Sebagaimana hadis Nabi: 
“Barangsiapa yang meninggal dunia pada hari Jum'at, maka ia aman dari 
siksa kubur”, apakah amannya itu hanya pada hari Jum'at atau sampai 
hari kiamat. Muktamar menjawab bahwa, amannya itu sampai hari 
kiamat. Masalah ini bersifat maudiu'iyyah dan menggunakan metode 
gauli dengan mengutip pendapat Syaikh Nawawi, al-Harawi dan al- 
Hamawi.106 Dibahas pula tentang hukum merawat jenazah yang tidak 


105Nasiruddin al-Baydawi, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Tawil, (Mesir: 
Mustafa al-Halabi, 1939), h. 80 dan 472. 

106Muhammad Nawawi al-Jawi, Oatr al-Ghayts, (Indonesia: al-Haramayn, 
2006), h. 10, al-Harawi, al-Durr al-Nadid, dan lihat Ahmad bin Muhamnmad al- 
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pernah salat dan puasa. Keputusan hukumnya, tetap harus dirawat 
sebagai orang Islam, karena masih dianggap berstatus muslim selama 
tidak menyatakan kekufuran, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. 
Masalah ini bersifat wagi'iyyah dan menggunakan metode gauli dengan 
mengutip pendapat Muhammad al-Khatib al-Syarbini dan Abdurrahman 
Ba'alawi.107 

Pada Muktamar ke-9 di Banyuwangi tahun 1934, dibahas tentang 
masa hancurnya jasad mayit. Menurut Mukamar, masa hancurnya mayit 
tidak dapat dibatasi dengan waktu tertentu, karena berbeda-beda 
menurut tempat dan iklimnya. Oleh karena itu, harus ada ketetapan dari 
orang yang ahli dalam bidang itu, sesuai dengan tempat dan iklimnya. 
Masalah ini bersifat maudiu'iyyah dan menggunakan metode gauli 
dengan mengutip pendapat Imam al-SyafitT dan Zakaria al-Ansari.108 
Kemudian dibahas tentang hukum ditemukan tulang mayit yang lama 
setelah kuburannya digali. Muktamar menjawab bahwa, hukum mengali 
kubur yang telah lama, apabila telah ada tanda-tanda yang kuat, bahwa 
mayit itu sudah hancur, maka hukumnya boleh. Kalau menemukan 
tulang belulang sebelum selesainya penggalian, maka harus dipindah. 
Tetapi kalau menemukan tulang belulang tersebut setelah penggalian 
selesai, maka tidak wajib dipindah, boleh menguburkan mayit yang baru 
dan semua tulang belulang yang ditemukan supaya dikuburkan kembali. 
Masalah ini bersifat wagi'iyyah dan menggunakan metode gauli dengan 
mengutip pendapat imam al-Syafi1 dan Ibn Hajar al-Haytami.109 

Dibahas pula tentang hukum mengangkut mayit dengan 
kendaraan yang ditarik menggunakan kuda atau manusia. Menurut 
Muktamar, hukum mengangkut mayit dengan kendaraan itu boleh, 
tetapi tidak dapat keutamaan seperti mengangkut di antara kedua 
batang kayu yang ditetapkan keutamaannya oleh para ulama. Masalah 
ini bersifat wagi'iyyah dan menggunakan metode ilhagi dengan 
menganalogikan pada kasus membawa jenazah di antara dua batang 


Hamawi, Ghamzu “Uyun al-Basa'ir, vol. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyah 
1985), h. 72. 

Muhammad al-Khatib al-Syarbini, “Igna” dalam Sulayman al- 
Bujayrami, Tuhfah al-Habib ala al-Igna', vol. 2, 292, dan Abdurrahman Ba'alawi, 
Bughyah al-Mustarsyidin, h. 92. 
08Zakaria al-Ansari, Fath al-Wahhab, vol. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 
118, dan Muhammad bin Idris al-Syafi'1, al-Umm, vol. 1, (Mesir: Matba'ah al- 
Fanniyyah al-Muttahidah, 1961), h. 277. 
09Tbn Hajar al-Haytami, Fath al-Jawwad, 28 eds., vol. 1, (Mesir: Mustafa 
al-Halabi, 1971), h. 245, dan Muhammad bin Idris al-Syafi'1, al-Umm, vol. 1, 
(Mesir: Matba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1961), h. 277. 
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kayu lebih utama dari pada tarbi' (empat orang dengan dua orang di 
depan dan dua orang di belakang).110 Kemudian dibahas pula tentang 
orang Islam yang menjadi Kristen sampai matinya, apakah boleh 
dikebumikan dikuburan orang Islam. Muktamar memutuskan bahwa 
hukumnya adalah tidak boleh (haram). Jawaban ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Mirgah Su'id al-Tasdig 
11 Kemudian pada Muktamar ke-16 di Purwokerto tahun 1946, dibahas 
tentang mayit syuhada dikubur di tempat kematiannya. Muktamar 
menjawab bahwa, orang yang mati syahid dalam medan pertempuran, 
tidak boleh dibawa pulang ke rumahnya atau ke lain tempat untuk 
dikubur di tempat itu, tetapi wajib dikubur di tempat kematiannya. 
Jawaban ini mengutip pendapat Sulayman al-Bujayrami dan 
Abdurrahman bin Muhammad.112 Oleh karena itu, metode yang 
digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah. 

Pada Konferensi ke-2 di Jakarta tahun 1961, dibahas tentang haul 
(memperingati hari wafat). Pertanyaannya, apakah keputusan Kongres 
ke-2 Jam'iyyah Tarigah Mu'tabarah tentang peringatan wafat (haul) itu 
termasuk mengikuti sunah Rasulullah dan khulafa' al-rasyidin, dan 
apakah keputusan tersebut benar atau tidak. Jawabannya adalah, sambil 
membenarkan keputusan tersebut, maka kebiasaan peringatan wafat 
(haul) yang berlaku itu mengendung tiga persoalan: (a) mengadakan 
ziarah kubur dan tahlil: (b) menyediakan hidangan makanan dengan 
niat sedekah dari almarhum. Kedua persoalan ini sudah jelas tidak 
terlarang: dan (c) mengadakan bacaan al-0ur'an dan nasehat agama, 
serta terkadang dijelaskan tentang sejarah orang yang diperingati untuk 
dijadikan suri tauladan. Masalah ini bersifat wagi'iyyah dan 
menggunakan metode ilhagi dengan menganalogikan pada kasus yang 
dibahas dalam kitab al-Fatawa al-Fighiyah al-Kubra, tentang hukum 
menangis, meratapi dan menyebutkan managib orang alim untuk 


110Lihat: Ibn Hajar al-Haytami, “Minhaj al-Gawim”, dalam Muhammad 
Mahfuz al-Tarmasi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fadl, vol. 3, (Mesir: al-Amirah al- 
Syarafiyah, 1326 H), h. 328-329. 

11Muhammad Nawawi al-Jawi, Mirgah Su'ud al-Tasdig, (Semarang: Usaha 
Keluarga, t. th.), h. 15. 

112Sulayman bin Muhammad al-Bujayrami, Hasyiyah Bujayrami 'ala Fath 
al-Wahhab, vol. 1, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t. th.), h. 498, Abdurrahman bin 
Muhammad, “al-Syarh al-Kabir” pada Hamisy Ibn Gudamah, al-Mughni, vol. 2, 
(Beirut: Dar: al-Kutub al-Arabiyyah, 1983), h. 400. 


134 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


mendorong agar mengikuti pola hidupnya dan berbaik sangka 
kepadanya.113 

Dibahas pula tentang hukum talgin mayit sesudah dikubur. 
Jawaban hukumnya adalah, men-talgin-kan mayit yang baru dikuburkan 
itu terdapat dalil dari hadis dan pendapat beberapa ulama. Imam al- 
Nawawi menyatakan bahwa sanad talgin yang diriwayatkan oleh Abu 
Umamah adalah da'if Akan tetapi ke-da'if-annya sudah didukung 
dengan hadis-hadis lain, seperti tatsbit (tetap dan tabah dalam 
menjawab pertanyaan malaikat) dan hadis wasiat “Amr bin As (tentang 
memberi hiburan ketika ditanya malaikat), serta arti hadis “mautakum” 
dengan orang yang sudah mati menurut pengertian hakikat, bukan 
orang yang akan mati menurut pengertian majaz. Menurut mazhab 
SyafiT, pendapat yang kuat bahwa talgin itu hukumnya sunah. Di antara 
ulama yang berpendapat demikian adalah al-Gadi Husayn, al-Mutawalli, 
Nasr al-Mugaddasi, al-Rafi1T dan lain-lain.114 Metode dalam menjawab 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah. 

Pada Muktamar ke-23 di Solo tahun 1962, dibahas tentang hukum 
mengambil bola mata mayit untuk mengganti bola mata orang yang 
buta. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Muktamar tentang fatwa 
mufti Mesir yang memperbolehkan mengambil bola mata mayit untuk 
mengganti bola mata orang yang buta. Menurut Muktamar, fatwa mufti 
Mesir itu tidak benar, bahkan haram mengambil bola mata mayit, 
walaupun mayit itu tidak terhormat (ghayr muhtaram) seperti 
mayatnya orang murtad. Demikian pula haram menyambung anggota 
tubuh dengan anggota tubuh lain, karena bahayanya buta itu tidak 
sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit. Pendapat ini 
menggunakan metode ilhagi dan bersifat wagiiyyah dengan 
menganalogikan pada hukum mematahkan tulang atau transplantasi 
organ secara umum tanpa spesifik menyebutkan cangkok mata.115 
Kemudian pada Muktamar ke-25 di Surabaya tahun 1971, dibahas 
tentang hukum memindahkan kuburan ke tempat lain. Muktamar 
menjawab bahwa, memindahkan mayit dari satu kuburan ke kuburan 


113Tbn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Fighiyyah al-Kubra, vol. 2, (Mesir: 
al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.), h. 18. 

1147akaria al-Ansari, asna al-Mathalib, vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 2001), h. 329-330, Ibn Allan al-Siddigi, Dalil al-Falihin, vol. 3, (Beirut 
Dar al-Fikr, t. th.), h. 397, dan al-Bakri Bin Muhammad Syata al-Dimyati, I'anah 
al-Talibin, vol. 2, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), h. 140. 

115Husayn al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-jawwad, (Indonesia: 
Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t. th.), h. 26-27. 
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yang lain hukumnya adalah haram, kecuali karena darurat. Adapun 
men-double-kan kuburan di satu tempat, hukumnya adalah boleh 
dengan syarat harus seagama dan sama jenis kelaminnya. Jawaban ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada pendapat 
Jalaluddin al-Mahalli dan dan al-Bakri bin Muhammad Syata al- 
Dimyati.115 

Kemudian pada Muktamar ke-28 di Pondok Pesantren al- 
Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 1989, dibahas tentang wasiat 
mengenai organ tubuh mayit. Menurut Muktamar, hukum wasiat 
tersebut tidah sah (batal), karena tidak memenuhi syarat-syarat wasiat 
yang antara lain mutlag al-milki (kepemilikan penuh). Menurut syara", 
organ mayit itu hak Allah, bukan milik seseorang. Adapun 
pencangkokan organ tubuh manusia ada yang membolehkan dengan 
syarat: (a) karena diperlukan, dengan ketentuan tertib keamanan, (b) 
tidak ditemukan selain organ tubuh manusia itu. Masalah ini telah 
dibahas pada Munas Alim Ulama NU di Kaliurang pada tahun 1981. 
Metode yang digunakan dalam menjawab masalah ini bercorak gauli 
dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip beberapa kitab rujukan.” 
Keputusan ini dan juga keputusan hukum cangkok mata pada Munas 
tahun 1981, yang menghukumi bahwa ulama berbeda pendapat, ada 
yang mengharamkan dan ada yang memboleh, mengalami pelenturan 
jika dibandingkan dengan keputusan Muktamar tahun 1962 yang 
mengharamkan mengambil bola mata mayit untuk mengganti bola mata 
orang buta, dan menyalahkan fatwa ulama Mesir yang menghumi 
boleh.118 


MeJalaluddin al-Mahalli, “Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Talibin” pada 
Hasyiyata Oulyubi wa “Umayrah, vol. 1, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1956), h. 352 
dan h. 400, dan al-Bakri bin Muhammad Syata al-Dinyati, I'anah al-Talibin, vol. 
2, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), h. 118. 

117Muhammad Nawawi bin “Umar al-Jawi, Nihayah al-Zayn Syarh al- 
Ourrah al-Ayn, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 269, Husayn al-Rasyidi, Hasyiyah al- 
Rasyidi 'ala Fath al-Jawwad, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah t. th.), h. 
26-27, Muhammad Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz al- 
Minhaj, vol. 4, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1957), h. 307, Jalaluddin al-Mahalli, 
Kanz al-Raghibin..., vol. 1, h. 128 dan vol. 4, h. 128, Abu Ishag al-Syirazi, al- 
Muhaddzab, vol. 1, (Beirut: .., t. th.), h. 253, Sulayman bin Muhammad al- 
Bujayrami, Tuhfah al-Habib “ala Syarh al-Khatib, vol. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t. 
th.), h. 323, dan Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha', Keputusan Muktamar NU 
ke-23 tahun 1962 di Solo (masalah nomor 315). 

118Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 347, 372-375, dan 452- 
455. 
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5. Puasa 

Pada Muktamar ke-4 di Semarang tahun 1929, dibahas tentang 
berpuasa menurut mazhab selain mazhab Syafii. Jawaban Muktamar 
adalah tidak sah, karena tidak mengetahui dasar-dasar orang yang 
diikuti. Hal ini mengacu pada syarat bertaklid, yaitu ada enam: (a) harus 
mengetahui dasar yang dianggap benar oleh imamnya, dalam persoalan 
yang akan diikuti, seperti syarat, rukun, dan kewajiban-kewajiban, (b) 
harus dalam persoalan yang akan dilaksanakan (bukan yang telah 
dilaksanakan): (c) tidak mencari-cari keringanan untuk menghindarkan 
kewajiban, (d) imam yang diikuti harus bertitel mujtahid: (e) tidak 
mencampur-adukkan antara ketentuan satu dengan lainnya dalam satu 
persoalan (talfig): (() hukum yang diikuti tidak bertentangan dengan 
keputusan hakim karena menyalahi dalil nas atau ijmak atau lainnya. 
Syarat-syarat yang tersebut juga diutarakan dalam kitab Bughyah al- 
Mustarsyidin.1? Oleh karena itu, jawaban dalam masalah ini bersifat 
wagi'iyyah dan bercorak ilhagi karena sama sekali tidak merujuk pada 
dalil yang secara spesifik menjelaskan berpuasa dengan taklid pada 
mazhab lain, melainkan berbicara dalam konteks keumuman syarat- 
syarat bertaklid. 

Kemudian Pada Muktamar ke-10 di Surakarta tahun 1935, 
dibahas tentang hukum puasa sunah dengan niat gada' Ramadan, 
padahal meyakini tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan. Menurut 
Muktamar, orang yang yakin atau menyangka bahwa ia tidak 
berkewajiban gada' puasa Ramadan, maka haram niat gada' Ramadan, 
karena bemain-main dengan ibadah. Namun bagi orang yang sangsi 
(ragu), maka boleh niat gada' Ramadan karena salah, (tidak bernazar) 
maka wajib berniat gada. Jawaban ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Ibn Hajar al-Haytami.120 Hanya 
saja, rujukan yang digunakan kurang memadai karena belum menjawab 
keharaman niat gada' Ramadan bagi yang yakin tidak berkewajiban 
gada' puasa Ramadan. 

Dibahas pula tentang ucapan seseorang, “Puasa itu hanya untuk 
orang yang tidak mempunyai makanan.” Menurut Muktamar, kalau yang 


119Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Gulub, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1994), h. 355-358, dan Abdurrahman Ba'lawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: 
Mustafa al-Halabi, 1952), h. 9. 

120fbn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Fighiyah al-Kubra, vol. 2, (Beirut: 
Dar al-Firj, 1984), h. 90, dan Ibn Hajar al-Haytami, “al-Minhaj al-Gawim” pada 
Muhammad Sulayman al-Kurdi, Hamisy al-Hawasy al-Madaniyah, 25 eds., vol. 2, 
(Singapura: al-Haramayn, 1397 H.), h. 2. 
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mengatakan demikian itu sengaja merendahkan perintah agama, atau 
memperbolehkan meninggalkan puasa, maka orang tersebut dianggap 
telah menentang agama dan menjadi kafir. Kalau tidak sengaja 
demikian, tetapi hanya sekedar bergurau, maka ucapan tersebut 
termasuk dosa besar. Jawaban masalah ini bersifat wagi'iyyah dan 
menggunakan metode ilhagi dengan dianalogikan pada ucapan 
seseorang yang dongkol kepada keputusan hakim: 


LAS B3 2 gia GS ISA al telyetal JUS aye SU Ale 
Artinya: “(Jika seseorang) dihukum oleh hakim kemudian ia merasa jenuh atau 
dongkol dan berkata dengan sikap melecehkan: “Syariat ini tidak tidak ada 
artinya sama sekali”, maka ia kafir.” 
Selain itu, jawaban ini mengutip pendapat dalam kitab Is'ad al-Rafig 
yang menjelaskan tentang setiap keyakinan, perbuatan atau ucapan 
yang menunjukkan penghinaan atau pelecehan terhadap Allah, kitab- 
kitab-Nya, para Nabi-Nya, para malaikat-Nya, syiar-syiar-Nya, simbol- 
simbol agama-Nya, hukum-hukum-Nya, atau janji baik dan ancaman- 
Nya, maka ia telah menjadi kafir atau bermaksiat.121 
Kemudian pada Muktamar ke-20 di Surabaya tahun 1954, dibahas 
tentang mengumumkan awal Ramadan/Syawal untuk umum dengan 
hisab. Jawaban Muktamar adalah, mengabarkan tetapnya awal Ramadan 
atau awal Syawal dengan hisab itu tidak terdapat di waktu Rasulullah 
dan Khulafa' al-Rasyidin. Sedangkan ulama yang pertama kali 
membolehkan puasa dengan hisab adalah imam Muttarif, guru imam 
Bukhari. Adapun mengumumkan tetapnya awal Ramadan atau Syawal 
berdasarkan hisab sebelum ada penetapan/siaran dari departemen 
Agama, maka Muktamar memutuskan tidak boleh, sebab untuk 
menghindari kontroversi di kalangan umat Islam, dan Muktamar 
mengharap kepada pemerintah supaya melarangnya. Jawaban ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat 
Ba'alawi, dan Ibn Hajar al-Haytami.122 Pembahasan yang hampir sama, 
tentang penetapan awal Ramadan dan Syawal dengan menggunakan 
dasar hisab pada Munas di Sukorejo Situbondo tahun 1983. Jawabannya 
adalah, penetapan pemerintah tentang awal Ramadan dan awal Syawal 
dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut 
Jumhur al-Salaf (mayoritas ulama salaf), penetapan awal Ramadan dan 


121Ba'lawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 248, dan Muhammad Babasil, Is ad 
al-Rafig, (Singapura: al-Haramayn, t. th.), h. 61. 

122Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 108-110, dan Ibn Hajar al- 
Haytami, al-Fatawa al-Fighiyah al-Kubra, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403), h. 
81. 
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awal Syawal itu hanya dengan rukyat atau sempurnanya hitungan 30 
hari. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Bughyah al-Mustarsydin 
dan al-Jlm al-Mansur fi Itsbat al-Syuhur. Oleh karena itu, jawaban 
masalah ini juga bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah.122 

Pada Munas NU di Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap 
tahun 1987, dibahas tentang dispensasi bagi orang yang selalu 
berpergian. Munas menjawab dengan perincian sebagai berikut: (a) 
orang yang selalu dalam perjalanan sejauh masafah al-gasr (jarak 
diperbolehkan menggasar salat), maka dalam hal rukhsah (dispensasi) 
gasar salat, hukumnya lebih utama itmam (tidak meng-gasar). Dalam 
hal rukhsah iftar (tidak puasa), bila ada harapan dapat meng-gada' 
puasanya di lain hari, maka ia boleh iftar. Tetapi apabila harapan itu 
tidak ada, maka tidak boleh iftar, demikian pendapat imam Subki yang 
didukung oleh imam Ramli. Sedang menurut imam Ibn Hajar al- 
Haytami, boleh iftar secara mutlak: (b) orang yang mempunyai dua atau 
lebih tempat tinggal yang berjauhan (sejauh masafah al-gasr), apabila 
sedang berada di tempat tinggal yang mana saja, maka hukumnya sama 
dengan orang yang mugim, karena ia tinggal di tempat tinggalnya 
sendiri, dan apabila sedang pergi dari tempat tinggal yang lain, maka 
selama masih dalam perjalanan dia termasuk musafir (munsyi al-safar). 
Artinya, ia boleh melaksanakan rukhsah safar. Namun untuk dapat 
meninggalkan salat Jum'at dan boleh berbuka puasa, maka masih 
disyaratkan sebelum fajar ia harus sudah keluar dari batas desa yang 
bersangkutan.1# Jawaban masalah ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah. Kemudian dibahas kembali tentang dasar penetapan awal 
Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, yang keputusannya sama seperti 
keputusan pada Munas NU di Situbondo tahun 1983 dengan 
menggunakan rujukan yang sama, namun lebih mendetail 
penjelasannya. Oleh karena itu, pembahasan masalah ini juga bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah.125 


123Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsydin, h. 108, Tagiyuddin al-Subki, al-Ilm 
al-Mansur fi Itsbat al-Syuhur, (Indonesia: Madrasah al-Salafiyah al-Syafi'iyah 
Tebuireng-Tulis Tangan/Roneo, 1354 H), h. 14. 

124Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Garib, vol. 1, 
(Bandung: Syirkah Ma'arif, t. th.), h. 201, Ibn Hajar al-Haytami, “Tuhfah al- 
Muhtaj” pada Hasyiyata al-Syirwani wa al-Ubbadi, vol. 3, (Beirut Dar al-Fikr, t. 
th.), h. 73, Zakaria al-Ansari, Fath al-Wahhab Syarh al-Manhaj al-Tullab, vol. 1, 
(Bandung: Syirkah Ma'arif, t. th.), hal. 72, Zakaria al-Ansari, Tuhfah al-Tullab, 
(Mesir: Mustafa al-Halabi, 1340 H.), h. 32, dan Nawawi bin Umar al-Bantani, 
Miragah Su'ud al-Tasdig, (Kudus: Menara Kudus, t. th.), h. 43. 

125Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 415-418. 
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6. Zakat dan Sedekah 

Pada Muktamar NU ke-1 di Surabaya tahun 1926, dibahas tentang 
hukum zakat untuk pembangunan masjid dengan alasan karena 
termasuk sabilillah sebagaimana kutipan imam al-Oaffal. Menurut 
Muktamar, hukumnya tidak boleh, karena yang dimaksud dengan 
sabilillah ialah, mereka yang berperang di jalan Allah (sabilillah). 
Adapun kutipan imam al-Oaffal tersebut adalah da'if (lemah). Metode 
yang digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat Muhammad al-Dimasygi bahwa para ulama sepakat atas 
larangan menggunakan hasil zakat untuk membangun masjid atau 
mengkafani mayit.!26 Dibahas pula tentang hukum gono gini (hasil usaha 
suami istri), Muktamar memutuskan bahwa, membagi “gono gini” 
hukumnya boleh sebagaimana diterangkan dalam Hamisy kitab al- 
Syargawi.27 Oleh karena itu, metode yang digunakan bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah. 

Kemudian dibahas tentang hukum pemberian kepada salah satu 
anaknya dengan tanpa sepengetahuan anak yang lain. Muktamar 
menjawab bahwa, pemberian tersebut dapat berlangsung dengan tiga 
syarat: (a) tidak pada waktu sakit keras sampai ajalnya: (b) sudah 
diterima oleh anak tersebut (anak yang taat): dan (c) tidak diminta 
kembali sebelum bapak meninggal dunia. Artinya, apabila pemberian 
tersebut dilakukan di waktu sakit yang menyebabkan kematiannya, atau 
di waktu tidak sakit tetapi belum diterima oleh anaknya (yang taat) atau 
sudah diterima tetapi diminta kembali sebelum hak miliknya atas 
barang itu, maka dalam keadaan seperti tersebut, pemberian itu tidak 
dapat dilangsungkan, kecuali dengan sepengetahuan dan seizin saudara- 
saudara yang lain. Adapun pemberian dengan maksud menutup 
sebagian ahli waris dengan tidak untuk kepentingan syara' (agama), 
maka pemberian tersebut hukumnya makruh, sebagaimana dimaklumi 
dalam kitab-kitab fikih. Jawaban masalah ini, walaupun sudah 
dimaklumi dalam kitab-kitab fikih, namun karena tidak mencantumkan 
satu kitab pun sebagai rujukan, maka dimasukkan ke dalam kategori 
non-metode dan bersifat wagi'iyyah.128 


125Muhamad al-Dimasygi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, 
tahgig Muhamad Muhyidin Abd al-Hamid, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al- 
Kubra, t. th.), h. 92, Muhammad Nawawi al-Jawi, al-Tafsir al-Munir (Marah 
Labid), vol. 1, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1341 H), h. 344. 

127Mustafa al-Dzahabi, “Tagrir Mustafa al-Dzahabr”, dalam Hasyiyah al- 
Syargawi, vol. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1226 H.), h. 109. 

128Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 16-17. 
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Dibahas pula hukum keluarga mayit menyediakan makanan 
kepada pentakziah. Menurut Muktamar, menyediakan makanan pada 
hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh itu hukumnya makruh, 
apabila harus dengan cara berkumpul bersama-sama dan pada hari-hari 
tertentu. Sedang hukum makruh tersebut tidak menghilangkan pahala 
sedekah itu. Metode yang digunakan dalam memutuskan masalah ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab 
Tanah al-Talibin dan al-Fatawa al-Fighiyah al-Kubra.129 Dibahas pula 
hukum sedekah atas nama mayit, apakah mendapatkan pahala. Menurut 
Muktamar, sedekah atas nama mayit itu mendapatkan pahala. Jawaban 
ini bersifat wagiiyyah dan menggunakan metode manhaji, karena 
walaupun merujuk pada kitab al-Muhaddzab,120 namun karena yang 
dikutip adalah hadis Nabi tanpa mencantumkan pendapat ulama. 
Adapun hadis yang dikutip adalah riwayat Ibn Abbas:131 
Ceri JUS Oleas Gukost Of Lead wahai al OLS Jguaj 2JU le Ol les al Sh 

Apes oh 3 ul asah 2 Job :JB 
Artinya: “Ibn Abbas meriwayatkan, bahwa ada seseorang bertanya pada 
Rasulullah Saw., “Sesungguhnya ibuku sudah meninggal, apakah bermanfaat 
baginya (kalau) aku bersedekah atas (namanya)-nya?” Rasulullah menjawab, 
“Ya.” Orang itu kemudian berkata, “Sesungguhnya aku memiliki sekeranjang 
buah, maka aku ingin engkau menyaksikan bahwa sesungguhnya aku 
menyedekahkannya atas (nama)-nya.” 

Pada Muktamar ke-2 di Surabaya tahun 1927, dibahas tentang 
hukum memungut derma lalu mengambil sebagian untuk dirinya 
sendiri. Keputusan Muktamar adalah boleh, asal tidak melebihi dari 
upah sepantasnya atau sekedar mencukupi kebutuhannya, apabila 
orang itu fakir. Lain halnya kalau yang memungut derma tadi seorang 
kaya, maka tidak boleh. Jawaban masalah ini bersifat wagi'iyyah dan 
bercorak gauli.132 

Kemudian pada Muktamar ke-3 di Surabaya tahun 1928, dibahas 
tentang hukum menjual sebagian dari zakat yang sudah disahkan. 
Jawaban Muktamar adalah, penjualan sebagian dari zakat yang sudah 
diserahkan itu hukumnya sah dan dapat dianggap sebagai zakat, sedang 


129AI-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati, Fanah al-Talibin..., vol. 2, h. 145, 
dan Ibn Hajar al- Haytami, al-Fatawa al Kubra al-Fighiyyah, vol. 2, h. 7. 

130Abu Ishag al-Syirazi, al-Muhaddzab, vol. 1, h. 404. 

1831| jihat: Muhammad Ibn Ism#'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, vol. 4, 
(Beirut, Dar ihya al-Turats al-Arabi, t.th.), h. 13. 

132Tbn Hajar al-Haytami, “Tuhfah al Muhtaj”, dalam al-Syirwani, Hasyiyah 
al-Syirwani, vol. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 215. 
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sisanya yang belum diserahkan, tidak boleh dijual dan belum sah 
sebagai zakat karena belum diserahkan. Jawaban masalah ini 
menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada kitab Fath al-Mu'in dan I'anah al-Talibin.388 Dibahas pula tentang 
pemilik bibit (bukan pemilik tanah) yang diwajibkan mengeluarkan 
zakat. Menurut Muktamar, pemilik tanah tidak diwajibkan 
mengeluarkan zakat. Walaupun ia memiliki lebih dari nisab, apabila 
tiap-tiap petani (amil) tidak menghasilkan sampai nisab sebelum hasil 
itu dibagi karena yang diwajibkan mengeluarkan zakat itu, ialah orang 
yang mempunyai bibit dan dalam hal tersebut adalah petani (amil). 
Jawaban ini merujuk pada pendapat sebagaimana telah dimaklumi 
dalam kitab-kitab figh, namun tidak mencantumkan nama kitab apapun. 
Oleh karena itu, masalah ini bersifat wagi'iyyah dan metode yang 
digunakan tidak jelas sehingga dikategorikan ke dalam corak non- 
metode.134 

Pada Muktamar NU ke-4 di Semarang tahun 1929, dibahas 
tentang hukum mengeluarkan zakat penghasilan tanah dengan uang. 
Jawaban Muktamar adalah tidak boleh, dan tidak cukup sebagai zakat, 
walaupun jumlahnya seharga hasil tanah tersebut. Jawaban ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Fath al-Mu'in 
dan I'anah al-Talibin.25 Dibahas pula tentang uang logam lebih dari 
nisab, apakah wajib dikeluarkan zakatnya. Muktamar menjawab bahwa, 
tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali bila uang logam tersebut 
diperdagangkan, maka ia diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebagai 
barang dagangan. Masalah ini bersifat wagi'iyyah dan metode yang 
digunakan bercorak gauli dengan mengutip pendapat Muhammad “Ali 
al-Maliki.1386 Lalu dibahas pula tentang hukum mengeluarkan zakat 
perdagangan beserta tanahnya. Menurut Muktamar, orang tersebut 
berkewajiban mengeluarkan zakat perdagangan apabila telah sampai 
masanya satu tahun dan penghasilan tanah tersebut apabila telah 
mencapai nisab, karena ia mempunyai tujuan berdagang dan juga wajib 


387aynuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dan al-Bakri Muhammad Syata al- 
Dimyati, 'anah al-Talibin, vol. 2, (Singapura: Maktabah Sulayman Mari, t.th.), h. 
182-183. 

34Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 57-58. 

35Zaynuddin al Malibari, Fathul al Mu'in dan al Bakri Muhammad Syata 
al Dimyati, I'anah al Talibin, vol. 2, (Semarang, Toha Putra, t.th.), h. 193. 
36Muhammad “Ali al-Maliki, Syam al-Isyrag fi Hukm al-Ta'amuli bi al- 
Arwag, (Indonesia: Rabithah Ma'ahid al-Islamiyyah, t. th.), h. 96-97. 
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mengeluarkan zakat dari hasil bumi karena telah mencapai nisabnya.137 
Metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah. 

Dibahas pula tentang padi ketan apakah termasuk hasil bumi yang 
wajib dizakati. Muktamar menjawab bahwa, padi ketan termasuk hasil 
bumi yang wajib dizakati, karena dapat dipergunakan sebagai bahan 
makanan pokok untuk hidup walaupun jarang dimakan. Metode yang 
digunakan bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan dianalogikan 
pada prinsip makanan pokok, sebagaimana pendapat Syaikh Nawawi al- 
Bantani:138 


Oi Alb lp nttag mai Hy ya LSI lo Lag Lang ab, BNI Lab BSN, 
ab IS AS meluas LV OS Oky — JG 


Artinya: “Tidak wajib zakat kecuali pada kurma, anggur dan segala jenis biji- 
bijian yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan pokok untuk hidup 
walaupun jarang dimakan.” 

Kemudian dibahas tentang uang kertas dipergunakan untuk zakat 
uang kertas. Muktamar menjawab bahwa hukumnya tidak boleh. 
Demikian itu apabila uang kertas tersebut dianggap sebagai bukti utang 
(mengingat standarnya adalah uang emas), dan apabila uang kertas 
tersebut dianggap sebagai benda biasa (tidak mengingat standarnya 
dari uang emas), maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, 
sebagaimana keputusan Muktamar ke-3, bahkan demikian itu yang 
dipilih oleh Muktamar sebagai keputusan pada Muktamar ke-5. Metode 
yang digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat Muhammad Mahfuz al-Tarmasi dan Muhammad '“Al1 al- 
Maliki.13 Dibahas pula tentang hukum memungut derma untuk 
mendirikan masjid yang akan dibangun, karena menurut keterangan 
ulama bahwa wakaf untuk masjid yang akan dibangun itu tidak sah. 
Menurut Muktamar, hukumnya adalah boleh. Adapun tidak sahnya 
wakaf untuk masjid yang akan dibangun itu disebabkan karena belum 
adanya obyek yang akan diwakafkan. Metode yang digunakan dalam 
menjawab masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
mengutip pendapat Abdurrahman al-Sya'ran1.140 


1377Zakarjia al-Ansari, Asnad al-Matalib..., vol. 1, h. 304-385. 

138Muhammad Nawawi al Bantani al-Jawi, Kasyifah al-Saja, (Suarabaya: 
Dar al- Ilmi, t.th.), h. 108. 

139Muhammad Mahfuz al-Tarmasi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fadl..., vol. 4, 
h. 30, dan Muhammad Ali al-Maliki, Syam al-Isyrag..., h. 105. 

140Abdurrahman al-Sya'rani, Hasyiyah 'ala Syarh al-Bahjah, vol. 3, (Beirut: 
Dar al-Kutub al-Tlmiah, t. th.), h. 367. 
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Lalu dibahas pula tentang hukum madrasah memungut uang 
pangkal dan setiap bulan memungut bayaran sekolah. Muktamar 
menjawab bahwa, uang tersebut hukumnya halal, namanya hadiah 
(pemberian). Adapun penamaan uang pangkal itu boleh saja, dan uang 
bayaran sekolah tiap bulan itu juga halal, bila wali murid 
memakluminya, karena termasuk honor yang sah (ju'alah). Sementara 
para guru tetap mendapatkan pahala, asalkan mempunyai niat berbakti 
kepada Tuhan dan tidak bermaksud memamerkan diri (riya'). Masalah 
ini bersifat wagi'iyyah dan menggunakan metode ilhagi dengan 
menganalogikan pada kasus meminta bayaran atas pengobatan yang 
diperbolehkan atau dianalogikan pada orang yang berwudu' untuk 
ibadah dan supaya mendapatkan kesegaran. Sebagaimana 'ibarah dalam 
kitab Bughyah al-Mustarsyidin:14 


Kam ore OP Pd FNS9 URaya Un elallg COTANS PULL AJI ole IL 3S 
salin Bpr ala Sania dah Joger La end Ola SI 
Artinya: “Boleh meminta honor atau bayaran atas pengobatan dengan hal yang 
diperbolehkan seperti al-Gur'an dan obat untuk menyembuhkan pasien dan 
mengobati hewan. Lalu bila bayaran tersebut telah ditentukan jumlahnya, maka 
perkaranya sudah jelas (harus dibayar sesuai ketentuan), dan jika jumlah 
bayaran tidak ditentukan, maka pihak yang mengobati berhak dibayar sesuai 
dengan tarif umum.” 
Selain itu, dibahas pula tentang pahala beramal dengan maksud pamer 
(riya) lalu bertaubat. Muktamar menjawab bahwa, apabila taubatnya 
sesudah beramal, maka ia tidak mendapatkan pahala. Tetapi apabila 
taubatnya di tengah-tengah melaksanakan amal, maka ia masih 
mendapatkan pahala. Jawaban masalah ini menggunakan metode gauli 
dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Sulayman al- 
Bujayrami1.142 
Pada Muktamar ke-5 di Pekalongan tahun 1930, dibahas tentang 
dalil bersedekah pada hari tertentu, yang bersumber dari kitab Matali" 
al-Daga'ig dengan mengutip hadis Rasulullah bahwa Ruh orang Mukmin 
pada setiap malam Jum'at, hari raya, hari “Asyura' atau malam Nisfu 
Sya'ban itu datang dan berdiri di muka pintu rumah keluarganya, sambil 
meminta belas-kasihan dengan cara mendoakan dan mengirimkan 
pahala sedekah. Pertanyaannya adalah, tentang kebolehan 


14Abdurhman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Surabaya: al-Hidayah, 
t.th.), h. 169. Lihat juga: Sulayman al-Bujayrami, Tuhfah al-Habib “ala al-Khatib, 
h. vol. 1, h. 199. 

142Muhamad Babashil, Is'ad al- Rafig, vol. 2, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), 
h. 33. 
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menggunakan hadis dan atsar tersebut untuk dalil yang menganjurkan 
(hukum sunah) bersedekah untuk arwah orang yang sudah mati, dan 
terkait dengan status hadis dan atsar tersebut. Menurut Muktamar, 
hadis dan atsar tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai dalil, karena 
terdapat tanda-tanda yang menunjukan kedustaannya (maudu') dan 
tidak terdapat pada kitab-kitab yang sahih, bahkan tidak ada kitab yang 
dinamakan kitab Matali' al-Daga'ig. Hanya salah satu ulama dari Kudus 
menemukan hadis dan atsar tersebut, tertulis dengan tangan pada 
hamisy sebuah kitab dan akhirnya ditulis: Ih Matali' al-Dagd'ig. Oleh 
karenannya, maka yang bertanya menganggap bahwa tulisan itu tulisan 
dari kitab Matali' al-Daga'ig, padahal ia sendiri tidak mengetahui siapa 
penulisnya dan kitab apakah Matali' al-Daga'ig itu. Sayangnya, 
Muktamar tidak mencantumkan rujukan yang menjelaskan status hadis 
ini dan hukum mengamalkannya. Oleh karena itu, masalah ini 
dimasukkan ke dalam kategori non-metode dan bersifat wagi'iyyah, 
walaupun dalam catatan jawaban ini dijelaskan bahwa hukum 
bersedekah untuk orang yang meninggal dunia itu telah tercantum 
dalam keputusan Muktamar ke-1 tahun 1926 dengan menyebutkan 
rujukan dari kitab Sahih al-Bukhari.48 Hanya saja karena hadis ini 
bukan dalam konteks menjawab pertanyaan, maka tidak berpengaruh 
pada corak metode yang digunakan.14 

Kemudian pada Muktamar ke-8 di Jakarta tahun 1933, dibahas 
tentang hukum memberikan zakat kepada seorang anggota koperasi. 
Muktamar menjawab bahwa, apabila koperasi itu resmi, maka boleh 
zakatnya diberikan kepada salah seorang dari anggota, seperti zakat 
kepada anggota koperasi yang termasuk orang yang berhak menerima 
zakat, karena termasuk salah satu dari delapan yang berhak menerima 
zakat, atau diberikan seluruhnya karena tidak ada lagi yang berhak 
menerima zakat di tempat itu selain dirinya. Metode yang digunakan 
dalam menyelesaikan masalah ini bercorak ilhagi dan bersifat 
wagi'iyyah dengan menganalogikan pada zakat hasil dari harta girad 
sebagaimana pendapat Ibn Hajar al-Haytami.45 Dibahas pula tentang 
hukum zakat ikan dalam tambak. Menurut Muktamar, apabila sewaktu 
membeli bibit ikan dan tambaknya tujuannya untuk berdagang, yakni 
sengaja akan dijual lagi dengan keuntungan, maka wajib memberikan 


1433Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, vol. 4, (Beirut: 
Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t. th.), h. 13. 

144Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 94-95. 

145Ibn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyyah, vol. 2, (Beirut: 
Dar al-Fikr, 1984), h. 37. 
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zakat perdagangan pada akhir tahun. Namun, apabila pembelian kolam 
itu untuk dimiliki atau menyewa, dan membeli bibit ikan tersebut untuk 
berdagang, maka hanya berkewajiban membayar zakat tijarah dari ikan 
saja di akhir tahun (terhitung sejak mulai membeli bibit). Sebagai 
catatan, dalam masalah ini yang diperdagangkan adalah bibit ikan, 
bukan keturunannya. Sedangkan ikan itu, bukan termasuk barang yang 
wajib dizakati seperti padi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam 
menjawab masalah ini Muktamar menggunakan metode ilhag dan 
bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada prinsip tijarah.146 

Dibahas pula tentang kewajiban zakat bagi orang yang memiliki 
uang simpanan sampai senisab, apakah hanya dalam tahun pertama, 
atau tiap tahun sehingga uang itu kurang dari nisab. Jawaban Muktamar 
adalah, kewajiban zakat tiap-tiap tahun sehingga uangnya kurang dari 
nisab. Metode yang digunakan dalam menjawab masalah ini bercorak 
ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada zakat biji- 
bijian, sebagaimana dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri:147 
BY Oni Lg gp BA 3 NI led CA op SIR Ig JS SL el an 3 

LAI NIS Yg sLaiU Rab ma 
Artinya: “(Ungkapan Ibn Gasim al-Ghazi: 2,5) maksudnya untuk setiap tahun. 
Berbeda dengan biji-bijian, maka zakatnya hanya sekali saja walaupun biji- 
bijian tersebut tetap ada selama beberapa tahun. Karena biji-bijian cepat rusak, 
tidak seperti emas dan perak.” 

Pada Muktamar NU ke-10 di Surakarta tahun 1935, dibahas 
tentang menyerahkan zakat kepada salah seorang pezakat, yaitu apakah 
orang yang mengeluarkan zakat boleh mengambil zakat dari amil atas 
nama peminjam (ghurama). Menurut Muktamar, boleh mengambil zakat 
dari amil, asal ia termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat. 
Jawaban ini bersifat wagi'iyyah dan bercorak ilhagi dengan meng-ilhag- 
kan pada definisi miskin, sebagaimana dalam kitab Fath al-Mu Tn:18 


otg pil TU yA AAS) Yg Atma ya Laiya aa Kam gl Jla (de JA oya 


46Sulayman al-Jamal, “Fath al-Wahhab” pada Futuhat al-Wahhab, vol. 2, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 264-265, Abdul Hamid, Hasyiyah al-Syirwani 'ala 
Tuhfah al-Muhtaj, vol. 3, (Beirut, Dar al-Fikr, 1997), h. 325. 

47Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Garib, vol. 1, h. 272. 
Demikian juga redaksi yang hampir sama dalam Sulayman al-Bujayrimi, Tuhfah 
al-Habib “ala Igna', vol. 2, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1951), h. 292. 

487aynuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in” pada I'anah al-Talibin, vol. 2, h. 
188-189. 
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Artinya: “Orang miskin itu adalah orang yang punya harta atau pekerjaan 
namun tidak cukup memenuhi kebutuhannya, seperti orang yang butuh 
sepuluh sementara ia hanya mempunyai delapan.” 

Walaupun dari redaksi 'ibarah di atas dapat disimpulkan bahwa orang 
tersebut boleh mengambil zakat dari amil karena termasuk orang 
miskin, sementara miskin termasuk salah satu golongan yang boleh 
menerima zakat, namun belum menjawab secara eksplisit pertanyaan di 
atas. 

Dibahas pula tentang hukum memindahkan zakat ke dalam batas 
kota, yaitu orang yang berada di dalam batas kota memberikan zakatnya 
kepada orang yang di luar batas kota, apakah termasuk memindahkan 
zakat. Demikian juga orang yang datang dari bepergian, kemudian 
sewaktu matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, ia belum 
datang di tempatnya (di luar batas kota). Apakah ia boleh memberikan 
fitrahnya kepada mustahik di tempatnya. Muktamar menjawab bahwa, 
menerimakan zakat kepada mustahik di luar batas kota, bagi orang- 
orang yang berada di kota, itu termasuk memindahkan zakat ke tempat 
lain. Adapun orang yang sewaktu matahari terbenam pada akhir bulan 
Ramadan belum sampai pada tempatnya, maka ia wajib memberikan 
zakat fitrahnya kepada mustahik yang berada di tempat ia berada waktu 
itu termasuk orang yang berkewajiban zakat fitrah, karena ia 
mempunyai kelebihan untuk keperluan sehari semalamnya. Apabila ia 
memberikan zakat fitrahnya kepada mustahik yang berada di 
tempatnya, maka termasuk memindahkan zakat, yang tidak sah 
menurut kebanyakan ulama (jumhur), yaitu gaul al-azhar dari beberapa 
gaul imam Syafit, dan sah menurut beberapa ulama yang 
memperbolehkan memindahkan zakat. Jawaban dalam masalah ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat 
Abdurrahman Ba'alawi.149 

Demikian juga dibahas tentang hasil barang gadaian dipakai untuk 
beramal saleh. Menurut Muktamar, apabila penghasilan dari barang 
gadaian (marhun) itu halal, seperti gadaian yang tidak dijanjikan dalam 
akad (lihat Maktamar ke-4), maka pembeliannya juga sah dan amalnya 
pada orang miskin juga halal. Sebaliknya, apabila barang gadaian itu 
haram, karena dijanjikan dalam akad, atau mengikuti pendapat yang 
mengharamkan, yaitu yang lebih berhati-hati (sebagaimana dalam 
putusan Muktamar ke-2, jika pembeliannya dengan tempo atau kontan, 
tetapi penjual telah mengetahui bahwa uang pembeliannya dari uang 


149Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 105. 
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haram), maka pembeliannya juga sah dan amalnya pun halal. Jika 
pembeliannya kontan dan penjual tidak mengetahui bahwa uang itu 
haram, maka pembeliannya tidak sah dan haram amalnya pada para 
miskin itu. Jawaban dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Fath al-Mu'n.150 

Pada Muktamar NU ke-13 di Menes Banten tahun 1938, dibahas 
tentang menggarapkan sawah kepada orang yang tidak mau 
mengeluarkan zakatnya, apakah yang menggarapkan itu berdosa. 
Muktamar memutuskan, orang yang menggarapkan sawah dalam soal 
itu tidak berdosa, disebabkan penggarap tidak memberikan zakat, asal 
orang yang menggarapkan itu telah menentang (ingkar) dan telah 
memerintahkan kebaikan dan menghalangi kemungkaran sedapat 
mungkin. Kemudian padi yang diterima oleh penggarap, masih ada di 
dalam hak para mustahik. Cara untuk membersihkanya, supaya yang 
menggarapkan sawah minta izin dari penggarap akan memberikan zakat 
tadi yang diterimanya, lalu ia memberikan zakat kepada mustahik. 
Metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
mengutip pendapat Muhammad Nawawi al-Jawi, Zakaria al-Ansari dan 
Ibn Hajar al-Haytami.!51 Dibahas pula tentang hukum menyerahkan padi 
dengan maksud zakat. Muktamar menjawab bahwa, tidak mencukupi 
pemberian untuk zakat, karena terdapat maksud lain yang menghalangi. 
Metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
mengutip pendapat al-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati.152 Kemudian 
dibahas pula tentang pengertian “balad” dalam bab zakat. Menurut 
Muktamar, yang diartikan dengan balad dalam bab zakat, itu umumnya 
tempat, berupa kelurahan ataupun pedukuhan atau lainnya. Metode 
yang digunakan bercorak gauli dan bersifat maudiu'iyyah dengan 
mengutip pendapat Muhammad Mahfiuz al-Tarmasi.133 

Kemudian pada Muktamar NU ke-14 di Magelang 1939, dibahas 
hukum memberikan zakat kepada yatim piatu yang tidak fakir atau 
sesamanya. Menurut Muktamar, boleh (sah) memberikan zakat pada 
yatim piatu, apabila mereka termasuk dari salah satu delapan orang 


1507aynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'n” pada Tanah al-Talibin, vol. 3, 
(Singapura: Sulayman Mar'fi,t.th.), h. 9. 

151Muhammad Nawawi al-Jawi, Mirgah Su ud al-Tasdig...., h.16, Zakaria al- 
Ansari, Fath al-Wahhab, vol. 1, (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t. 
th.), h. 118, Ibn Hajar al-Haytami, “Tuhfah al-Muhtaj” pada Hasyiyah al-Syirwani, 
vol. 3, (Mesir: Dar al-Sadr, t. th), h. 367. 

152Muhammad Syata al-Dimyati, I'anah al-Talibin, vol. 4, h. 130. 

158Muhammad Mahfuz al-Tarmasi, Mauhibah Dzi al-Fadl, vol. 4, h. 65. 
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yang berhak menerima zakat, seperti mereka itu fakir miskin dan bukan 
keturunan Bani Hasyim dan Bani Muttalib menurut pendapat yang 
sahih. Jawaban dalam masalah ini menggunakan metode gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Tagiyuddin al-Husayn al- 
Dimasygi.154 Dibahas pula tentang hukum menjual zakat fitrah. Jawaban 
Muktamar adalah tidak boleh, kecuali dalam keadaan memaksa, seperti 
menghawatirkan menjadi rusak atau kesulitan pengangkutan dalam 
kapasitas besar. Metode yang digunakan dalam masalah ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada pendapat Yusif al- 
Ardabil.155 Lalu dibahas perbedaan antara balad al-Jum'at dan balad al- 
zakat, yang jawabannya tidak ada perbedaan, karena yang dimaksud 
dengan balad adalah tempat-tempat yang berada dalam lingkungan 
perumahan, sekira tidak diperbolehkan jamak-gasar bagi musafir dalam 
lingkungan itu. Metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat 
maudi'iyyah dengan mengutip pendapat Abdullah al-Syargawi dan 
Zakaria al-Ansari.156 

Dibahas pula tentang hukum memberikan zakat kepada satu 
orang saja. Sebagaimana diketahui, dalam memberikan zakat itu harus 
kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Tetapi kebiasaan di 
Indonesia, zakat fitrah terkadang hanya diberikan kepada salah satu 
dari delapan asnaf tersebut. Pendapat ini merujuk pada pendapat Ibn 
“Ujayl yang termaktub dalam kitab Fath al-Mu'In. Pertanyaannya, apakah 
pendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada satu dari asnaf itu sesuai 
dengan al-Gur'an, dan dari mana Ibn “Ujayl mengambil rujukan. 
Muktamar menjawab bahwa, hujjah imam Ibn “Ujayl tentang bolehnya 
memberikan zakat pada seseorang, yaitu bahwa perkataan al-Fugaha' 
yang isim jinis itu termasuk juga satu orang. Sebagaimana disebutkan 
dalam kitab Mizan al-Kubra.157 Oleh karena itu, metode yang digunakan 
dalam menyelesaikan masalah ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi 'iyyah. 


54Tagiyuddin al-Husayn al-Dimasygi, Kifayah al-Akhyar, vol. 1, 
(Surabaya: Dar al-Ilmi, t.th), h. 160. 

55Yusuf al-Ardabil, al-Anwar Ii al-A'mal al-Abrar, vol. 1, (Mesir: Mustafa 
al-Halabi, t.th), h. 155. 

56Abdullah al-Syargawi, Hasyiyah al-Syargawi “ala al-Tahrir, vol. 2, 
(Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th), h. 393, dan Zakaria al-Ansari, Asna 
al-Matalib, vol. 1, h. 248. 

57Abdul Wahab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, vol. 2, (Indonesia: Dar al- 
kutub al-Islamiyah, t.th.), h. 14. 
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Pada Muktamar ke-16 di Purwokerto tahun 1946, dibahas 
tentang mengeluarkan zakat bagian Sabilillah. Hal ini terkait dengan 
keadaan tanah ini, bahwa di mana-mana tempat telah diadakan tentara 
Hizbullah yang bersedia untuk berjihad fi sabilillah dengan tidak 
mendapat kecukupan dari pemerintah. Sementara, di beberapa tempat 
telah terjadi pertempuran antara Hizbullah dan pihak musuh. Kalau 
misalnya wajib, maka bagaimana aturan pembagian atau pemberian 
kepada tentara tersebut. Muktamar menjawab bahwa: (1) pada waktu 
sekarang, wajib memberikan zakat bagian sabil pada Sabilillah yang 
telah ada di tanah air kita ini, sekalipun mereka itu kaya: (2) Hizbullah 
yang telah ada pada sekarang adalah termasuk dalam sabilillah 
tersebut, (3) adapun aturan pemberian barang zakat tersebut adalah 
sebagai berikut: (a) Sabilillah atau Hizbullah tadi harus diberi bila mana 
mereka itu akan berangkat perang atau tinggal di markaz pertahanan, 
(b) para warga Sabilillah tersebut yang memang wajib diberi nafkah 
oleh mereka harus diberi bagian dari barang zakat tersebut sampai 
kadar kecukupannya: (c) apabila warga Sabilillah tersebut sudah pulang 
dari peperangan atau markaz pertahanan, kemudian barang zakat yang 
telah diterima tadi ada kelebihan, sedang pemakaiannya cukup 
sederhana, maka kelebihan itu wajib dikembalikan: (d) orang yang 
wajib zakat boleh menyerahkan barang zakat tersebut kepada para 
nadzir Sabilillah tadi, untuk menerimakan pada mereka. Metode yang 
digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat Ibrahim al-Bajuri dan al-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati.158 

Kemudian pada Konferensi Besar Pengurus Besar Syuriyah 
Nahdlatul Ulama ke-1 di Jakarta tahun 1960, dibahas tentang hukum 
membeli tanah untuk ditanami, kaitannya dengan kewajiban zakat. 
Jawabannya adalah, membeli anak ikan untuk dipelihara atau biji untuk 
ditanam atau tanah untuk ditanami/perusahaan garam, apabila ketika 
membeli tidak diniatkan untuk dijual lagi (diperdagangkan), maka tidak 
termasuk tijarah yang berkewajiban zakat. Metode yang digunakan 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat 
Muhammad Abdullah al-Jurjani.!5? Dibahas pula tentang pengurus 
panitia zakat. Menurut Muktamar, panitia pembagian zakat yang ada 
pada waktu ini tidak termasuk amil zakat menurut agama Islam, sebab 


158Jbrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, vol. 1, (Mesir: “Isa al-Halabi, 
1922), h. 295, al-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati, I'anah al- Talibin, vol. 2, h. 
110. 

159Muhammad Abdullah al-Jurjani, Fath alAlam, vol. 2, (Mesir: al- 
Mirah,1323 H.), h. 126. 
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mereka tidak diangkat oleh imam (kepala negara). Metode yang 
digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat Ibrahim al-Bajuri.:60 Kemudian dibahas tentang hukum 
menunda zakat untuk dibagi pada waktu paceklik. Menurut Muktamar, 
yang demikian itu hukumnya haram, dan orang yang melakukanya 
berdosa, kecuali apabila karena menunggu tetangga atau kerabat, maka 
tidak berdosa. Tetapi wajib mengganti apabila ada kerusakan karena 
tertunda. Demikian itu kalau tidak terlalu membahayakan mereka yang 
telah hadir dari para mustahik. Kalau sudah sampai membahayakan, 
maka berdosa menundanya. Metode yang digunakan bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Zaynuddin al-Malibari 
dan al-Bakri bin Muhammad Syata al-Dimyati.51 

Pada Muktamar ke-23 di Solo tahun 1962, dibahas tentang hukum 
memberi imbalan kepada pengedar derma. Dalam praktiknya, panitia 
pembangunan sarana keagamaan (seperti masjid atau madrasah) 
menjanjikan kepada para pengedar (pencari) derma untuk keperluan 
pembangunan tersebut diberikan imbalan, misalnya sepuluh persen 
dari hasil pengumpulan derma itu. Hal yang demikian itu bagaimana 
hukumnya, dan andaikata hal itu termasuk ju'alah yang fasidah karena 
menjanjikan sesuatu yang majhul dan bukan milik panitia, maka 
bagaimana pekerjaan para pengedar (pencari) derma itu, serta apakah 
menjadi cuma-cuma ataukah mereka berhak menerima ujrah mitsil tu 
diambilkan dari hasil derma tersebut. Jawaban Muktamar adalah, akad 
tersebut termasuk ju'alah fasidah, dan pencari derma tersebut berhak 
menerima ujrah mitsil dan boleh diambilkan dari hasil derma tersebut. 
Metode yang digunakan bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan 
dianalogikan pada 'ibarah dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin:152 


Akal mo Ad aka SAI Ja odala Ob Juri use Laglan Ale JgadI OS Ob Sita 


. 3 Spetaalg Ana Vo 1 Spetuela 
Artinya: “(Kasus dari Muhmmad bin Sulayman al-Kurd1): Bila ada kapal pecah 
di lautan, dan pemiliknya pemiliknya memerintahkan pada setiap orang yang 
mengeluarkan seberapapun dari muatannya, ia akan mendapatkan imbalan 
seperempatnya, maka bila maj'ul alayh (barang yang dijanjikan) itu diketahui 


160Tbrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri..., vol. 1, h. 294. 

1617aynuddin al-Malibari dan al-Bakri bin Muhammad Syata al-Dimyati, 
Fath al-Mu'in & Yanah al-Talibin, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 199-200. 

162Abdurahman bin Muhammad Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 
168-169. 
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oleh ja'il (orang yang dijanjikan imbalan), yakni dengan ia lihat sebelum kapal 
tenggelam, atau si pemilik kapal menyebutkan sifat barang tersebut kepadanya, 
maka akad ju'alah tersebut sah dan ia berhak mendapatkan upah yang disebut 
dalam akad (yang dijanjikan). Bila tidak, maka akadnya rusak dan ia berhak 
mendapat upah standard.” 

Kemudian pada Munas NU di Kaliurang Yogyakarta tahun 1981, 
dibahas tentang lemabaga zakat hubungannya dengan amil zakat. 
Menurut Munas, hukum lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah 
daerah adalah sah, karena pemerintah Indonesia mempunyai hak syar'i 
untuk membentuk amil. Metode yang digunakan bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Mahfuz al-Termasi, Abu 
Hamid al-Ghazali dan al-Hisni.58 Dibahas pula tentang hukum 
memberikan zakat kepada masjid, pondok, dan madrasah. Jawaban 
Munas bahwa, memberikan zakat kepada masjid, madrasah dan pondok 
pesantren hukumnya ada dua pendapat: (1) tidak boleh, berdasarkan 
keputusan Muktamar NU ke-1. Pendapat ini merujuk pada kitab 
Bughyah al-Mustarsyidin dan al-Mizan al-Kubra:15t dan (2) boleh, 
berdasarkan kitab Murah Labib, bahwa al-Gaffal mengutip dari sebagian 
ahli fikih yang boleh menyalurkan zakat kepada segala macam sektor 
sosial positif, seperti membangun masjid, madrasah, mengurus orang 
mati dan lain sebagainya. Pendapat ini dikuatkan oleh fatwa Syaikh Ali 
al-Maliki dalam kitab Gurrah al-Ayn bahwa, praktik pada zaman 
sekarang banyak yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, 
sebagaimana imam Ahmad dan Ishag yang memperbolehkan 
menyalurkan zakat pada sektor di jalan Allah, seperti pembangunan 
masjid, madrasah dan lain-lainnya.155 Oleh karena itu, metode yang 
digunakan dalam menjawab masalah ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi 'iyyah. 

Dibahas pula tentang hukum zakat tanaman tebu, cengkeh dan 
sesamanya. Jawaban Munas adalah, menanam tanaman yang bukan 
tanaman zakawi dengan niat diperdagangkan, apabila sudah memenuhi 
syarat-syarat tijarah, maka wajib dikeluarkan zakatnya seperti barang 
dagangan. Jawaban dalam masalah ini menggunakan metode gauli dan 


163Mahfuz al-Termasi, Mauhibah dzi al-Fadl, vol. 4, h.130, al-Ghazali, Ihya 
Ulum al-Din, vol. 1, (Mesir: Muassasah al-Halabi,1968), h.157, dan al-Hisni, 
Kifayah al-Akhyar, vol. 2, h. 210. 

164Abdurahaman bin Muhammad Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, 
h.106, dan Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan Kubra, vol. 1, h. 344. 

165Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan Kubra, vol. 1, h. 344, Ali al-Maliki, 
Ourrah al-Ayn, h.73, Muhammad Mahluf, al-Fatawa al-Syari''ah wa al-Buhuts al- 
Islamiyah, vol. 1, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1965), h. 297. 
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bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Sa'id Ibn Muhammad 
dan Sulayman al-Kurdi.!56 Lalu dibahas pula tentang hukum zakat 
perhotelan dan pengangkutan. Munas menjawab bahwa, perniagaan 
jasa seperti perhotelan, pengangkutan dan sesamanya adalah termasuk 
tijarah, maka wajib zakat. Metode yang digunakan dalam menjawab 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat al-Hisni dan Ba'alawi.157 

Pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984, dibahas 
tentang panitia zakat yang dibentuk kelurahan. Menurut Muktamar, 
panitia tersebut dapat disebut amil zakat, bila memenuhi persyaratan - 
persyaratan yang antara lain adanya pengangkatan langsung dari imam. 
Jawaban ini menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
mengutip pendapat Ibrahim al-Bajuri.158 Namun sayangnya, jawaban ini 
tidak memberikan kepastian hukum, karena masih menggunakan syarat 
diangkat langsung oleh imam. Padahal sebetulnya dapat diputuskan 
terlebih dahulu status lurah dalam perspektif Islam. Berbeda dengan 
keputusan Konferensi tahun 1960, yang memutuskan bahwa panitia 
pembagian zakat tidak termasuk amil zakat, sebab tidak diangkat oleh 
imam (kepala negara). 

Dibahas pula tentang hukum badan-badan sosial mendapatkan 
zakat. Jawaban Muktamar adalah, badan-badan sosial tidak dapat bagian 
zakat, karena tidak termasuk salah satu al-asnaf al-tsamaniyah 
(golongan delapan yang berhak memperoleh zakat. Jawaban dalam 
masalah ini bersifat wagi'iyyah dan tidak jelas metode (non-metode) 
yang digunakan karena tidak merujuk pada kitab apapun.!69 Lalu 
dibahas juga tentang hukum sebagian zakat tidak diberikan kepada 
golongan yang berhak. Menurut Muktamar, zakat atau sebagian zakat, 
tidak boleh di-tasarruf-kan untuk kemaslahatan umum yang lain. 
Namun ada pendapat lain yang dikutip oleh imam al-Oaffal yang 
menyatakan boleh. Metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Ali bin Muhammad al-Khazin.170 


656Sa'id Ibn Muhammad, Busra al-Karim, (Singapura: Sulayman Mari, t. 
th.), h. 50, Sulayman al-Kurdi, Hawasyi al-Khisni al-Madaniyyah, vol. 1, (Mesir: 
Mustafa al-Halabi, 1340 H.), h. 145. 

67 al-Hisni, Kifayah al-Akhyar..., vol. 1, h. 145, Ba'alawi, Bughyah al- 
Mustarsyidin, h. 100. 

68Tbrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajiri..., vol. 2, h. 301-302. 

69Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugah@..., h. 400. 

70Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta wil fi Ma'ani al-Tanzil/Tafsir 
Khazin, vol. 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 240. 
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Dibahas pula tentang hukum sebagian zakat dijadikan modal 
usaha. Jawaban hukumnya adalah, tidak boleh zakat atau sebagian zakat 
dijadikan modal usaha bagi panitia-pantia atau badan-badan sosial. 
Metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
mengutip pendapat Abu Ishag al-Syiraz1.171 Kemudian dibahas tentang 
hukum zakat fitrah dijual oleh panitia dan digunakan menurut 
kebijaksanaan panitia. Jawaban hukumnya adalah, zakat fitrah tidak 
boleh dijual kecuali oleh pemiliknya. Metode yang digunakan bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan rujuk pada kitab Hasyiyah al- 
Bajuri72 Hanya saja redaksi dalam kitab rujukan tersebut tidak 
menggambarkan secara langsung sesuai dengan jawaban. 

Pada Munas NU di Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap 
tahun 1987, dibahas tentang zakat peternakan bandeng dengan tujuan 
bahwa hasil panennya akan diambil dan dijual untuk keperluan hidup 
sebagaimana lazimnya orang berumah tangga. Jawaban Munas adalah, 
tidak wajib dizakati, sebab tidak memenuhi persyaratn zakat tijarah. 
Adapun contoh peternakan hewan bukan zakawi tetapi wajib dizakati 
ialah peternakan bandeng dengan sengaja diperdagangakan dan telah 
memenuhi syarat-syarat yang lain.173 Metode yang digunakan bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah. 

Kemudian dibahas juga tentang hukum zakat perkebunan tebu 
yang tujuan dari hasil panen tersebut akan dijual untuk keperluan 
hidup. Jawaban hukumnya adalah tidak wajib, karena juga tidak 
memenuhi syarat-syarat tijarah. Adapun contoh penanaman tanaman 
bukan zakawi tetapi dizakati ialah tanaman tebu yang ditujukan untuk 
diperjual belikan.174 Metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah. Lalu dibahas tentang zakat usaha perhotelan, yang tujuan 
dari hasil uang sewa hotel dapat dipergunakan untuk kebutuhan 
hidupnya. Jawaban Munas adalah, tidak wajib dizakati. Contoh usaha 
perhotelan dan usaha semisal yang wajib dizakati ialah usaha 
perhotelan yang hasil pertahunnya telah memenuhi persyaratn 


71Abu Ishag al-Syirazi, al-Muhaddzab, vol. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 
h.236. 
72Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri..., vol. 1, h. 292-293. 

73Abu Ishag al-Syirazi, al-Muhaddzab, h. 195, Ali Basbrin “Itsmid al- 
'Aynayn”, pada Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Mustafa al- Halabi, 1952), h. 47- 
48. 


74Sa'id bin Muhammad Basan, Busra al-Karim, vol. 2, (Singapura: 
Sulayman Mart, t. th), h. 50, dan Sulayman al-Kurdi, Hawasyi al-Madaniyyah, vol 
1, h. 95. 
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tijarah.!”5 Metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat 
wagi 'iyyah. 

Dibahas pula tentang zakat hasil pertanian yang menggunakan 
pupuk, yang mana pertanian yang menggunakan pupuk relatif lebih 
berat mu'nah-nya dari pada pertanian yang menggunakan biaya 
pengairan. Pertanyaannya, apakah hasil pertanian yang menggunakan 
pupuk itu harus dizakati 5 Y9 atau 10 Y6. Jawaban Munas sebagai 
berikut: (a) mu'nah al-syagyi (biaya pengairan) tidak sama dengan 
pupuk karena air berpengaruh langsung pada hidup dan matinya 
tanaman sedang pupuk hanya berpengaruh pada kesuburan tanaman 
dan kelipatan hasil produksi: (b) jika sebidang tanah yang diairi dengan 
biaya tanpa diberi pupuk akan menghasilkan gabah sebanyak lima 
kuintal misalnya, maka tanah tersebut tidak diairi dengan biaya 
pengairan dan diberi pupuk tidak dapat menghasilkan gabah sebanyak 
10 kuintal atau lebih. Sedang biaya pupuk yang dipergunakan tentu 
lebih murah dari harga kelipatan gabah yang dihasilkan dengan pupuk 
tersebut sehingga dengan demikian biaya pupuk tersebut telah tertutup 
oleh harga kelipatan yang dihasilkan. Jadi zakat dari tanaman yang 
diberi pupuk tetap “usyr (10 9) dan bukan nisfu "usyr (5 Y0).175 Metode 
yang digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah. 

Pada Muktamar NU ke-28 di Pondok Pesantren al-Munawwir 
Krapyak Yogyakarta tahun 1989, dibahas tentang bursa valuta dan 
kaitanya dengan zakat. Menurut Muktamar, bursa valuta termasuk 
muamalah tijariyah yang berarti termasuk dalam bab al-bay' dan 
zakatnya sebagaimana lazimnya zakat tijarah yang telah memenuhi 
syarat.177 Metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah. Kemudian dibahas pula tentang menghimpun dana 
kesejahteraan siswa. Jawaban hukumnya adalah, menghimpun dana 
untuk kesejahteraan siswa yang boleh jadi sebagian siswa tidak 
memanfaatkan hasilnya, dan juga dipergunakan untuk keperluan yang 
tidak langsung dengan kebutuhan siswa adalah tidak dibenarkan 


175Hisni, Kifayah al-Akhyar, vol 1, h. 394, Mahfuz al-Termasi, Mauhibah 
dzi al-Fadl, vol 4, h. 31, dan Muhyidin al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al- 
Muhadadzab, vol. 6, h. 31. 

1769Muhammad Syata al-Dimyati, I'anah al-Talibin, vol. 2, h. 161, 
Muhammad al-Khatib al-Syirbini, al-Igna', vol 1, hal. 194, Zakaria al-Ansari, Fath 
al-Wahhab, vol. 2, h. 246, Muhammad Ra'is al-Zubayri, “Fatawa Zubayri” pada 
Ourrah al-Ayni bi Fatawa “Ulama al-Haramayn, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 
1937), h. 100, al-Nawawi, al-Majmu..., vol. 5, h. 445. 

177Mahfuz al-Termasi, Mauhibah dzi al-Fadl, vol. 4, h. 29. 
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apabila bertentangan dengan syarat-syarat yang telah 
disepakati/ditentukan. Metode yang digunakan bercorak ilhagi dan 
bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada pendapat dalam kitab 
Fath al-Mu'in dan I'anah al-Talibin:”8 


ala aza JSI bak OOP ala Ola ca cl LI Ya At ya S3 La pal Jp Omi 
mela tp rim Bp TOLoh alta Ja dada ad pe II ES Of Ca ta cai 


Artinya: “Dan digiyaskan dengan pengampu anak yatim dalam kewenangan 
yang telah disebutkan, yaitu orang yang menghimpun harta, untuk pembebasan 
tawanan misalnya, maka bila fakir, ia boleh memakan dari sebagian harta 
tersebut. (Ungkapan Zaynuddin al-Malibari: “Misalnya”, maksudnya 
pembebasan tawanan bukan suatu ketentuan, namun seperti halnya 
pembebasan tawanan adalah perbaikan benteng pertahanan, penggalian 
sumur, atau pendidikan anak yatim.” 

Dibahas pula tentang mengembangkan macam-macam mal 
zakawi. Menurut Muktamar, sesuai dengan ketentuan kutub al-figh, 
maka mal zakawi tidak dapat dikembangkan macam-macamnya, kecuali 
dengan cara menjadikan tijarah. Metode yang digunakan bercorak gauli 
dan bersifat maudii'iyyah dengan mengutip pendapat Zakaria al-Ansari, 
Fath al-Wahhab dan al-Syirazi.!7? Kemudian dibahas pula tentang 
hukum mendayagunakan harta zakat dalam bentuk usaha ekonomi 
untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, yang jawaban hukumnya 
adalah boleh dengan seizin lebih dahulu dari mustahik. Masalah ini 
menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat imam al-Nawawi.!80 


7. Haji 

Pada Muktamar NU ke-8 di Jakarta pada tahun 1933, dibahas 
tentang hukum mengubah nama seperti kebiasaan jamaah haji. Menurut 
Muktamar, hukum mengubah nama adakalanya wajib apabila nama 
sebelumnya berupa nama yang diharamkan seperti “Abdus-Syaitan, 
adakalanya sunah apabila nama sebelumnya berupa nama yang makruh 
seperti Himar dan Kambing, dan adakalanya boleh apabila nama 
sebelumnya tidak haram juga tidak makruh kemudian diganti dengan 
nama yang tidak dilarang oleh agama. Jawaban dalam masalah ini 


178AT1 al-Azizi, al-Siraj al-Munir, vol. 3, h. 406, Zaynuddin al-Malibari, Fath 
al-Mu'fn, Muhammad al-Ourtubi, al-Jami' li Ahkam al-Guran, 25 eds, vol. 6, 
(Kairo: Dar al-Sya'b, t.th), h. 33. 

179Zakaria al-Ansari, Fath al-Wahhab, vol. 1, h. 194, dan al-Syirazi, al- 
Muhaddzab, vol. 4, h. 164. 

180a|-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab, vol. 2, h. 303-304. 
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bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada 
prinsip umum dalam memberikan nama, tanpa secara spesifik 
menjelaskan tentang perubahan nama dalam ibadah haji, seperti dalam 
kitab Tanwir al-Gulub dan Hasyiyah al-Bajuri.81 

Pada Konferensi Besar Syuriah NU ke-1 di Jakarta pada tahun 
1960, diputuskan tentang hukum melepaskan burung ditanah airnya 
bagi orang yang ihram haji atau umrah. Jawaban hukumnya adalah, 
mereka wajib melepaskan burung yang halal dagingnya dan semua 
hewan liar yang dimiliki karena hilangnya hak memilikinya sewaktu 
ihram. Jawaban masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan mengutip pendapat imam al-Syargawi.l82 Dibahas pula tentang 
hukum belum pergi haji sebab belum mendapat kotum dari pemerintah. 
Jawabannya adalah tidak berdosa karena belum mampu pergi haji. 
Jawaban masalah ini juga bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
merujuk pada kitab al-Mizan al-Kubra.13 

Kemudian pada Munas NU di Kaliurang Yogyakarta pada tahun 
1981, dibahas tentang memulai ihram dari Jeddah. Menurut Munas, 
mengingat bahwa lapangan terbang Jeddah di mana jamaah haji 
Indonesia mendarat, ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagai Migat, 
maka apabila para jamaah haji Indonesia (yang berangkat pada hari- 
hari terakhir) akan langsung menuju Makkah, hendaknya mereka 
melakukan niat ihramnya pada waktu pesawat terbang memasuki 
daerah OGarn al-Manazil atau daerah Yalamlam, atau Migat-Migat yang 
lain (yaitu setelah mereka mendapat penjelasan dari petugas pesawat 
udara yang bersangkutan). Untuk memudahkan pelaksanaanya, 
dianjurkan agar para jamaah memakai pakaian ihramnya sejak dari 
lapangan terbang Indonesia tanpa niat terlebih dahulu. Kemudian niat 
ihram baru dilakukan pada waktu pesawat terbang memasuki daerah 
Oarn al-Manazil atau Yalamlam. Tetapi kalau para jamaah ingin 
sekaligus niat ihram di Indonesia itu pun diperbolehkan. Keputusan ini 
menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan didasarkan 
pada kitab al-Muhaddzab dan syarahnya.!18t Jawaban di atas lebih 


81lMuhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Gulub, h. 234, dan Ibrahim al- 
Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, vol. 2, h. 305. 

82Abdullah al-Syargawi, Hasyiyah al-Syargawi “ala at-Tahrir, vol. 2, 
(Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1332 H.), h. 314. 

83Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, vol. 2, h. 29, Muhammad 
bin Abdurahman al-Dimasygi, “Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imah” pada al- 
Mizan al-Kubra, h. 125. 

84al-Syirazi, al-Muhaddzab, vol. 1, h. 203, dan al-Nawawi, al-Majmu'..., 
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banyak berbicara solusi dan belum menjawab secara jelas pertanyaan 
yang ditanyakan, yaitu apakah wajib membayar dam bagi yang memulai 
ihramnya dari Jeddah. Di samping itu, jika dibandingkan dengan 
keputusan Majlis Ulama Indonesia (MUI), keputusan ini berseberangan 
dengan ketupusan MUI. Fatwa MUI adalah jamaah haji Indonesia, baik 
melalui laut ataupun udara, boleh melalui ihramnya dari Jeddah. Bahkan 
pelabuhan udara King Abdul Aziz juga sah sebagai Migat.185 
Pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984, dibahas 
tentang keutamaan dana untuk naik haji ghayr al-wajib untuk 
membiayai amaliah yang bersifat sosial kemasyarakatan. Menurut 
Muktamar, pengertian haji ghayr al-wajib seperti dalam pertanyaan, 
berarti haji fardu kifayah, yaitu apabila yang melakukan haji kedua dan 
seterusnya itu orang yang merdeka, yang mukallaf, dan dapat berarti 
haji sunah, yaitu apabila yang melakukan hamba sahaya, anak kecil, dan 
orang gila. Sementara itu, amal sosial kemasyarakatan pun ada yang 
fardu kifayah ada pula yang sunah. Apabila haji ghayr al-wajib dan amal 
sosial sama-sama fardu kifayah atau sama-sama sunah, maka mengenai 
mana yang lebih utama ada dua pendapat: ada yang berpendapat lebih 
utama naik haji, dan ada yang berpendapat lebih utama sosial. Oleh 
karena itu, metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada beberapa kitab rujukan.186 
Pada Munas NU di Pesantern Ihya' Ulumuddin Kesugihan Cilacap 
pada tahun 1987, dibahas tentang melakukan wukuf yang bertentang 
dengan hasil hisabnya. Misalnya seorang hasib melakukan wukuf pada 
hari yang ditetapkan oleh kerajaan Saudi Arabia, yang bertentangan 
dengan hasil hisabnya, apakah wukuf tersebut dianggap sah. Jawaban 
Munas adalah sah. Keputusan ini merujuk pada kitab Bughyah al- 
Mustarsyidin.187 Oleh karena itu, keputusan ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah. Namun begitu, dalam pertanyaan tersebut masih 
belum jelas apakah ketentuan Arab Saudi tersebut melalui rukyah atau 
sama-sama menggunakan hisab. Kalau sama-sama menggunakan hisab, 


vol. 7, h. 197. 

85Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: 
Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, (Jakart:, 
INIS, 1993), h. 160-163. 

8cal-Dimyati, I'anah al-Talibin, vol. 2, h. 277 dan 280, Ibnu Hajar al- 
Haytami, Hasyiyah 'ala al-Idah ft al-Manasik, (Beirat: Dar al-Fikr, t.th.), h. 5, dan 
Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj..., vol. 1, h. 360. 

87Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 110. 


158 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


maka 'ibarah yang digunakan dalam menjawab masalah ini tentu kurang 
tepat. 

Kemudian pada Muktamar NU ke-28 di Pondok Pesantren al- 
Munawwir Krapyak Yogyakarta pada tahun 1989, dibahas tentang 
hukum arisan haji yang jumlah setorannya berubah-barubah. Menurut 
Muktamar, pada dasarnya arisan dibenarkan, sedangakan arisan haji 
karena berubah-berubah ONH-nya, maka dalam hal ini terdapat 
perbadaan pendapat. Namun bagitu, hajinya tetap dianggap sah.188 
Perbedaan pendapat dalam menyikapi arisan haji ini karena akad yang 
digunakan dalam arisan adalah akad gard (hutang), sehingga dalam 
pembayarannya tidak boleh ada selisih nilai karena akan berpotensi 
pada terjadinya akad ribawi. Lalu dibahas pula tentang hukum haji 
dengan cara mengambil kredit tabungan haji pegawai negeri dengan 
jaminan dan angsuran dari gajinya. Jawaban Muktamar adalah sah 
hukum hajinya. Jawaban masalah ini bercorak gault dan bersifat 
wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Ibrahim al-Syargawi dan imam 
al-Ram!l1.189 


8. Kurban dan Makanan 

Pada Muktamar NU ke-4 di Semarang tahun 1929, dibahas 
tentang hukum menyerahkan kurbannya kepada orang lain tanpa 
memakai kata-kata pernyataan mewakilkan. Setelah waktunya kurban, 
orang yang menerima kurban tadi menyatakan mewakilkan kepada 
pembantu pemotong hewan. Menurut Muktamar, cara yang demikian 
itu dianggap cukup sebagai kurbannya sebagaimana yang dikuatkan 
oleh imam Haramayn dan imam al-Ghazali.190 Keputusan ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah. Dibahas pula tentang hukum mewakilkan 
kepada orang fasik untuk menyembelih kurban, yang hukumnya adalah 
boleh dan sah sebagai kurban. Keputusan ini juga bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Jalaluddin al-Mahalli. 191 

Kemudian pada Muktamar ke-5 di Pekalongan tahun 1930, 
dibahas tentang hukum sembelihan orang yang mengaku muslim, tetapi 
tidak mengerti ajaran Islam. Jawaban Muktamar adalah halal, asal tidak 


1889ulyubi, “Hasyiyah al-Oulyubi”, pada Hasyiyata Gulyubi wa Umayrah, 
vol. 2, h. 258, dan al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj..., vol. 4, h. 215. 

189Tbrahim al-Syargawi, Hasyiyah al-Syargawi 'ala al-Tuhfah, vol. 1, h. 
460, dan al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj..., vol. 3, h. 233. 

19031-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab, vol. 8, h. 306. 

1Jalaluddin al-Mahalli, “Syarh Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin”, pada 
Hasyiyah al-Oulyubi, vol. 3, (Indonesia: al-Haramayn, t.th.), h. 337. 
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terlihat tanda-tanda yang menunjukan kekafirannya, baik dari segi kata- 
kata, perbuatan, maupun kepercayaan. Metode yang digunakan 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat al- 
Subki.192 Dibahas pula hukum minuman yang disangka memabukkan 
seperti bir cap kunci. Muktamar menjawab bahwa, bir cap kunci, bir cap 
ayam dan sebagainya hukumnya tidak haram, karena belum terang 
hakikatnya (mutasyabih). Sabda Rasulullah Saw. yang halal dan yang 
haram itu sudah terang dan antara keduanya terdapat hal-hal yang 
belum terang. Adapun kinalaraus itu hukumnya haram, karena telah 
terang memabukkan. Sedangkan air gadung itu halal karena tidak 
memabukkan. Walaupun keputusan ini tidak mengutip kitab apapun, 
namun di dalam jawabannya mengutip terjemahan dari sabda 
Rasulullah, maka keputusan ini dikategorikan bercorak manhaji dan 
bersifat wagi'iyyah. 

Pada Muktamar ke-7 di Bandung tahun 1932, dibahas tentang 
binatang biawak (seliro), yang jawaban hukumnya adalah binatang 
biawak itu bukan binatang dabb. Oleh karenanya, maka haram dimakan. 
Keputusan hukum ini bercorak gauli dan bersifat maudu'iyyah dengan 
mengutip pendapat al-Oulyubi.198 Sementara pada Muktamar ke-11 di 
Banjarmasin tahun 1936, dibahas tentang hukum menyerahkan kurban 
tanpa wakil, maksudnya tidak mengucapkan kata wakil secara spesifik. 
Misalnya, seseorang yang berkurban berkata kepada Zaid: “Pak, inilah 
kurbanku dan kurban serumah tanggaku.” Muktamar menjawab bahwa, 
hukum kurban itu sah dan Zaid menjadi wakil dari kurban tersebut. 
Tentang pembelian, memotong, dan membaginya, lihatlah putusan 
Muktamar ke-4 (1929) dengan menggunakan rujukan kitab yang sama. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah.14 

Kemudian pada Konferensi Besar Pengurus Besar Syuriyah NU ke- 
1 di Jakarta tahun 1960, diputuskan tentang pincin (semacam bubuk 
putih untuk bumbu) mengandung otak babi. Jawaban Muktamar adalah, 
menurut pendapat yang kuat hukumnya suci, karena mengamalkan 
pada asalnya dengan jiikh (sutra halus yang terkenal dengan nama kain 
laken) yang sudah masyhur dalam perkataan orang banyak yang 
pembuatannya dicampur dengan gajih babi. Keputusan dalam masalah 
ini menggukan metode ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan 


192Tajuddin al-Subki, Tabagat al-Syafi 'iyyah al-Kubra, vol. 3, h. 419. 

198Syihabuddin al-Oulyubi, Hasyiyah al-Gulyubi “ala al-Minhaj, vol. 4, 
(Indonesia: al-Haramayn, t.th.), h. 259. 

194a|-Nawawj, al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab, vol. 8, h. 306. 
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dianalogikan pada kasus hukum jikh yang pembuatannya dicampur 
dengan lemak babi. Sebagaimana dalam kitab Fath al-Muin dan I'anah 
al-Talibin:195 
db Calia 3 Koloni Ala anom ll de Leg Blade! ali La OT gag #(Raga 2426) 
SY tuah PU Vas calb Al Lego II gl AU . Yi ai Ulg,ea OY,3 
da3)... JB Ol IP US SUS M9) COLA I9 Jp Yb Halte II ya Senat 
Pb da Ol Gal Aid Ao etil II BE ye LAI al Ja AI 3 (AI Zam 
Aan lonill Gabe VI Atulomu KH Y J3 pp 

Artinya: “(Kaidah penting) yaitu sesungguhnya yang aslinya suci lalu diduga 
kuat menjadi najis karena pada umumnya barang seperti itu najis, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat yang terkenal dengan istilah dua pendapat asl (asal) 
dan zahir atau ghalib. Pendapat yang lebih unggul adalah sesuatu itu suci 
berdasarkan hukum asal yang telah diyakini, karena lebih kuat dibanding 
ghalib (pada umumnya) yang berbeda-beda dalam beberapa kondisi dan 
waktu. Kasus dari kaidah tersebut seperti pakaian pembuat atau peminum 
khamr dan jukh. (ungkapan Zaynuddin al-Malibari: “Jukh...) dalam al-Mughni 
terdapat redaksi: “Ibn Salah pernah ditanya tentang jukh yang popular dalam 
perbincangan banyak orang bahwa ia mengandung lemak babi, maka beliau 
menjawab: “Jukh tidak dihukumi najis sampai kenajisannya terbukti.” 

Kemudian pada Muktamar ke-23 di Solo tahun 1962, dibahas 
tentang hukum alkohol. Menurut Muktamar, alkohol termasuk benda 
yang menjadi perselisihan hukumnya di antara para ulama. Dikatakan 
bahwa alkohol itu najis, sebab memabukkan, dan juga dikatakan bahwa 
alkohol itu tidak najis, sebab tidak memabukkan, bahwa mematikan 
seperti racun. Muktamar berpendapat najis hukumnya karena alkohol 
itu menjadi arak. Adapun minyak wangi yang dicampuri alkohol itu 
kalau campurannya hanya sekedar menjaga kebaikannya itu dimaafkan, 
begitupun halnya obat-obatan.196 Keputusan masalah ini menggunakan 
metode tagrir jama'i dan bersifat wagi'iyyah dengan memilih pendapat 
bahwa alkohol itu najis. 

Pada Munas NU di Kaliurang Yogyakarta tahun 1981 membahas 
tentang hukum pemotongan hewan dengan mesin. Muktamar menjawab 
bahwa, hukum pemotongan hewan dengan mesin adalah halal, dengan 


195Zaynuddin al-Malibari dan al-Dimyati, Fath al-Mu'in dan Hasyiyah 
Tanah al-Talibin, vol. 1, h. 124-125. 

196Sayyid “Utsman al-Batawi, al-Mabahits al-Wafiyyah fi Hukm al-A'tari al- 
Afranjiyah, beberapa naskah tulisan tangan yang didapat dari perpustakaan 
Nasional RI, h. 6, dan Abdurrahman al-Julayri, al-Figh “ala al-Madzahib al- 
Arba'ah, vol. 1, h. 22. 
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ketentuan mesin dan cara pemotongannya memenuhi syarat-syarat 
berikut: (a) pemotongnya seorang muslim: dan (b) alat mesin yang 
dipergunakan untuk penyembelihan tersebut memenuhi syarat-syarat 
penyembelihan syar'i. Jawaban masalah ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan mengutip pendapat al-Ansari dan Sulayman al- 
Bujayrami dan Zakaria al-Ansari dan Sulayman bin Mansir al-Jamal.197 

Pada Munas NU di Sukorejo Situbondo tahun 1983, dibahas 
tentang hukum memukul hewan untuk memudahkan penyembelihan. 
Menurut Munas, memukul hewan untuk memudahkan pemotongan 
seperti terjadi di rumah pemotongan hewan dengan mesin hukumnya 
haram. Adapun pemotongan yang didahului semacam itu, jika pada 
hewan tersebut masih terdapat hayah mustagirrah hukumnya sah dan 
sembelihannya halal. Sedangkan menguliti hewan sesudah dipotong 
tetapi masih bergerak-gerak (belum mati) demikian pula memotong 
dagingnya hukumnya makruh, tetapi dagingnya tetap halal. Jawaban 
masalah ini juga bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah.!98 Kemudian 
dibahas pula tentang fakir atau miskin menjual daging atau kulit kurban. 
Muktamar memutuskan bahwa fakir atau miskin yang menerima 
pembagian daging atau kulit kurban lalu menjualnya kepada non 
muslim hukumnya sah namun haram menurut pendapat yang 
muktamad.199 Keputusan masalah ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi 'iyyah. 

Setahun berikutnya (1984) di tempat yang sama, diadakan 
Muktamar NU yang salah satu pembahasannya adalah tentang 
menyembelih kurban tidak dibagikan. Namun bagi yang membutuhkan, 
tinggal mengambil sendiri. Keputusan Muktamar adalah kurbannya sah. 
Adapun mengenai membiarkan kurban, jika kurban tersebut kurban 
yang sunah, maka menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i 
adalah meninggalkan kewajiban, dan jika kurban tersebut kurban wajib, 
maka hukumnya menurut Syafi'tyyah adalah meninggalkan kewajiban 


197Zakaria al-Ansari dan Sulayman al-Bujayrami, Fath al-Wahhab dan al- 
Tajrid li Naf'i al-Abid, vol. 6, h. 286. Zakaria al-Ansari dan Sulayman bin Mansur 
al-Jamal, Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab fi Taudih Fath al-Wahhab, vol. 
6, h. 286. 

198Muhammad al-Khatib al-Syirbini, “al-Igna” dalam Hamisy Hasyiyah 
Sulayman al-Bujayrami, vol. 4, h. 297, al-Bujayrami, Hasyiyah Sulayman al- 
Bujayrami “ala al-Khatib, vol. 4, h. 298, dan Salih Abdissami' al-Azhari, Jawahir 
al-Iklil 'ala Syarh al-'Allamah al-Khalil, vol. 1, (Mesir: Dar al-Rasyad al- 
Haditsiyah, t.th.), h. 213-214. 

1993l-Basuni, vol. 2, h. 201, al-Syarwani dan al-'Ubbadi, Hawasyi al- 
Syarwani wa al-Ubbadi, vol. 9, h. 328. 
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dan menurut Hanafiyyah adalah meninggalkan kesunahan.200 Jawaban 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah. 

Dibahas pula tentang hukum kurban bukan dengan hewan tetapi 
dengan uang. Muktamar menjawab bahwa, kurban tidak boleh dengan 
nilai uang. Jawaban masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan mengutip pendapat Syaikh Nawawi al-Bantani:201 
Ulgd Gles Sole BY pilly Ala Adly YI ag AWIL VI Konedl mi N 

Magis SAP IS db e2teh 
Artinya: “Kurban tidak sah kecuali dengan hewan ternak, yaitu unta, sapi atau 
kerbau dan kambing. Hal ini, karena kurban itu terkait dengan hewan, maka 
dikhususkan dengan ternak sama seperti zakat, sehingga tidak sah selain 
dengan hewan ternak.” 
Menggunakan 'ibarah dalam kitab Riyad al-Bad''ah di atas untuk 
menghukumi tidak sahnya berkurban dengan uang agak kurang tepat, 
karena uang hanya sekedar alat tukar yang digunakan untuk membeli 
hewan kurban. Kecuali pertanyaannya menyangkut tentang hewan yang 
bukan hewan ternak seperti ayam atau uang tersebut tidak dibelikan 
hewan, atau uang tersebut tidak dibelikan hewan kurban, melainkan 
yang dibagikan uangnya langsung (yang tentu menyalahi prinsip 
kurban), maka “ibarah di atas dapat diterima. 

Kemudian dibahas hukum menyembelih kurban di luar hari nahr 
dan hari tasyrig. Menurut Muktamar, apabila penyembelihan dilakukan 
di luar hari nahr dan tasyrig, tidak sah sebagai kurban sunah dan sah 
sebagai kurban wajib: tetapi dalam hal kurban wajib ini orang yang 
berkurbannya berdosa dan status kurbannya menjadi kurban gada'.202 
Jawaban masalah ini bercorak gault dan bersifat wagi'iyyah dengan 
merujuk pendapat dalam Kifayah al-Akhyar: 


PO Bg EN Ig ml GEg adl Lae ayal do bass Lah bojitag 
AS SUN Leslb pall, AI YI 


Artinya: “Disyaratkan beberapa ketentuan dalam penyembelihan hewan 
kurban: penyembelihan, penyembelih, waktu penyembelihan, dan hewan yang 


20031-Ramli, Nihayah al-Muhtaj..., vol. 8, h. 134, Ba'alawi, Bughyah al- 
Mustarsyidin, h. 258, Ibn @asim al-Ghazi dan Ibrahim al-Bajuri, Fath al-Garib 
dan Hasyiyah al-Bajuri, vol. 2, h. 301-302, dan Ibn Hajar al-Haytami, “Minhaj al- 
Oawim” pada Mauhibah dzi al-Fadl, vol. 4, h. 695. 

201Nawawi al-Bantani, Riyad al-Badi'ah, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 
1326 H.), h. 695. Lihat juga: Mahfuz Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadl, vol. 4, h. 
682. 

202a|-Hisni, Kifayah al-Akhyar..., vol. 2, h. 190. 
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disembelih harus berupa unta, sapi dan kambing dalam berbagai jenisnya, 
sesuai dengan al-0ur'an dan hadis.” 

Jika melihat jawaban dan kitab yang dirujuk, maka 'ibarah yang 
dicantumkan masih kurang memadai. 

Dibahas pula tentang tidak menyembelih kurban untuk 
diserahkan kepada fakir atau miskin sebagai modal usaha yang lebih 
produktif. Muktamar memutuskan bahwa, tidak boleh membiarkan 
hewan kurban tetap hidup untuk diserahkan kepada fakir atau miskin 
sebagai modal usaha yang lebih produktif. Akan tetapi menurut 
sebagian ulama Hanafiyyah jika hewan ditahan hingga melewati hari 
tasyrig, maka hewan itu wajib disedekahkan hidup-hidup. Jawaban 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada 
pendapat dalam kitab Hasyiyah Gulyubi:203 


€ LS laki na adal SI os ul Ang 9R9 ConS39 ab DS rai! alah pk HN, jang 
ab D8 Vla Ia 


Artinya: “Sebagian ulama memperbolehkan orang yang memperoleh daging 
kurban untuk mengolah (sesudahnya), dengan menjual atau lainnya. Pendapat 
tersebut sangat kuat, jika pihak yang mengambil tersebut dari kalangan fakir 
miskin seperti halnya dalam pengambilan dagingnya. Jika bukan kalangan fakir, 
maka tidak diperbolehkan. Silahkan merujuk kembali (permasalahan 
tersebut).” 

Kitab yang dirujuk untuk menguatkan jawaban masalah ini juga masih 
kurang memadai, karena hanya menjelaskan pendapat yang 
membolehkan, belum mencantumkan pendapat yang tidak 
membolehkan. 

Kemudian dibahas tentang hukum kulit hewan kurban 
dikumpulkan dan dijual untuk membangun Musala dan Madrasah. 
Menurut Muktamar, menjual kulit kurban tidak boleh kecuali oleh 
mustahiknya yang fakir atau miskin. Sedangkan bagi mustahik yang 
kaya menurut pendapat yang muktamad adalah tidak boleh. Jawaban 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat Mahfiuz al-Termasi dan Abdurrahman bin Muhammad 
Ba'alawi.204 Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel nomor 4.2. 


2030ulyubi, “Hasyiyah Oulyubi” pada Hasyiyata Oulyubi wa Umayrah, vol. 
4, h. 254. 

204Mahfiuz al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadl, vol. 4, h. 697, Abdurrahman 
bin Muhammad Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 258. Lihat juga: Busyra al- 
Karim, h. 127, Fath al-Wahhab, vol. 4, h. 296 dan 299, Asna al-Matalib, vol. 1, h. 
525. 
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Tabel 4.2 
Frekuansi dan Persentase 
Penggunaan Metode dan Jenis Masailnya di Bidang Ibadah 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi | Persentase 
1 Gauli 128 75 Yo Wagi'iyyah 157 92,4 Yo 
2 TagrirJama'i | 3 2 Yx Maudi'iyyah | 13 7,6 Yo 
3 Ilhag 28 17 Yo Ganiiniyyah - 
4 Manhaji 2 1 Y9 
5 Non-Metode 9 5 Y9 
Jumlah 170 100 Yo Jumlah 170 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Pernikahan (Munakahat) 

Pada Muktamar NU ke-1 di Surabaya tahun 1926, dibahas tentang 
pengertian rusydan. Menurut Muktamar, yang dimaksud kata rusyd 
dalam firman Allah (surah al-Nisa' ayat 6) adalah pandai dalam men- 
tasarruf-kan dan menggunakan harta kekayaan walaupun masih hijau 
dan masih bodoh dalam hal agama. Jawaban masalah ini bercorak gauli 
dan bersifat maudii'iyyah dengan mengutip pendapat Abu Bakar Ibn 
Umar dan Muhammad al-Nawawi al-Jawi.205 Dibahas pula tentang orang 
fasik menjadi wali nikah. Menurut Muktamar, seorang fasik karena tidak 
mengerjakan salat fardu atau karena lainnya, tidak sah menjadi wali 
dalam menikahkan anak perempuannya. Tetapi menurut pendapat ke 
dua (al-gaul a-tsani) sah menjadi wali nikah. Jawaban masalah ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada pendapat 
dalam kitab Hasyiyah al-Gulyubi.206 

Dibahas pula tentang istri menjadi pelayan di rumah suaminya 
dengan tidak pakai upah. Muktamar menjawab bahwa, istri tersebut 
tidak menerima upah dan tidak berhak menerima gono gini, apabila istri 
itu telah rasyidah dan tidak ada perjanjian sebelumnya dan tidak turut 
membantu usaha suaminya. Lain halnya jika istri tersebut tidak 
rasyidah, misalnya belum dewasa atau gila, maka ia berhak menerima 
Upah sepantasnya dan upahnya menjadi utang yang dibebankan kapada 
suaminya. Oleh karenanya, maka harta peninggalannya tidak boleh 
diwaris sebelum ditunaikan utang tersebut. Begitu pula sebaliknya, 
apabila suami tidak punya mata pencaharian dan tidak memiliki modal 
dalam mata pencaharian istrinya, maka suami tidak berhak menerima 


205Abu Bakar Ibn Umar, Tabagat al-Syafi'iyyah al-Kubra, vol. 8, (Beirut: 
Alam al-Kutub, t.th.), h. 47, Nawawi al-Jawi, al-Tafsir al-Munir (Marah Labib), 
vol. 1, h. 140. 

206a|-Oulyubi, Hasyiyah al-Gulyubi 'ala al-Mahalli, vol. 3, h. 228. 
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upah sepantasnya dan tidak menerima gono-gini. Hal tersebut 
sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fikih. Namun karena tidak 
merujuk pada kitab apapun, maka keputusan masalah ini dikategorikan 
bersifat wagi'iyyah dan menggunakan metode tidak jelas (non- 
metode).207 

Pada Muktamar ke-3 di Surabaya pada tahun 1928, dibahas 
tentang ta'lig talak setelah menikah. Menurut Muktamar, perintah 
penghulu untuk mengucapkan ta'lig talak itu hukumnya kurang baik 
karena ta'ig talak sendiri hukumnya makruh. Walaupun demikian, ta'l1g 
talak itu sah, yang apabila dilanggar dapat jatuh talaknya. Jawaban 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada 
beberapa kitab rujukan.208 Dibahas pula tentang khulu' yang 
diperintahkan oleh hakim. Muktamar memutuskan bahwa, hukum 
khulu' tersebut adalah sah, apabila perintah hakim tersebut hanya 
semata-semata anjuran untuk kebaikan. Keputusan hukum dalam 
masalah ini bersifat wagi'iyyah dan bercorak gauli walaupun merujuk 
pada hadis Nabi. Alasan keputusan ini dikategorikan bercorak gauli, 
karena jawaban masalah ini tidak merujuk langsung pada kitab hadis, 
dan lebih banyak merujuk pada komentar al-9istalani terhadap hadis di 
atas.209 

Kemudian dibahas tentang hukum hakim mengawinkan anak 
perempuan dengan wali hakim tanpa ada bukti, di mana perempuan 
tersebut mengaku bahwa suaminya telah meninggal dunia empat tahun 
yang lalu, namun ia tidak mengemukakan bukti dan tidak pula 
mendatangkan saksi. Keputusannya adalah menurut gaul yang kuat 
(muktamad), hakim tersebut tidak boleh mengawinkannya sebelum ada 
saksi atas kebenaran pengaduannya terkait kematian suaminya, 
sekalipun dalam persoalan ini terdapat beberapa ulama yang 
memperbolehkannya. Jawaban masalah ini bercorak gault dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pendapat dalam kitab Bughyah al- 
Mustarsyidin dan Tuhfah al-Muhtaj210 Lalu dibahas tentang hakim 


207Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 19-20. 

208aI-Dimyati, Inah al-Talibin, vol. 4, h. 310, Zaynuddin al-Malibari, 
“Fath al-Mu'in”, pada Tanah al-Talibin, vol. 4, h. 315, al-Mahalli, “Syarh al- 
Mahalli” dalam Hasyiyah al-Gulyubi wa Umayrah, vol. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 
t.th.), h. 274. 

209Syihabuddin Ahmad al-Oistalani, Irsyad al-Sari Gulyubi wa Umayrah, 
vol. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 274. 

210R3'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 206, Ibnu Hajar Haytami, 
“Tuhfah al-Muhtaj”, pada Hasyiyah al-Syirwani, vol. 7, h. 305. 
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mengawinkan perempuan yang mengaku telah berusia 15 tahun dengan 
mengajukan dua saksi, padahal paman dan neneknya menerangkan 
bahwa usianya belum mencapai 15 tahun, dan mereka berani 
bersumpah. Menurut Muktamar, perkawinan tersebut tetap sah dan 
tidak batal, sedang gugatan paman dan neneknya tidak dapat diterima 
karena tidak mencukupi syarat. Keputusan ini bercorak ilhagi dan 
bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada dua saksi dalam 
nikah.211 

Dibahas pula tentang hukum perempuan dikawinkan oleh wali 
hakim di Jawa, sedangkan walinya sendiri (wali mujbir) berada di 
Makkah dan mengawinkan dengan laki-laki lain di Makkah. Jawaban 
Muktamar sebagaimana perincian berikut: (a) apabila dapat diketahui 
waktunya, maka perkawinan yang lebih dahulu itulah yang sah: dan (b) 
apabila bersamaan waktunya, atau tidak diketahui mana yang lebih 
dahulu, maka yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan 
oleh walinya sendiri. Demikian pendapat yang dipilih oleh Muktamar.212 
Jawaban masalah ini dianggap bercorak gault dan bersifat wagi'iyyah, 
walaupun Muktamar memilih pendapat di atas. Hal ini karena, 
Muktamar tidak melakukan perbandingan pada perbedaan pendapat di 
kalangan ulama, baik dalam jawaban maupun dalam referensi kitab 
yang dirujuk. Lalu dibahas tentang hukum lelaki beristri mengaku tidak 
beristri, supaya lamarannya diterima. Muktamar menjawab bahwa, 
ucapan dan pengakuan tersebut dianggap sebagai pernyataan cerai yang 
tidak terang (kinayah talak). Oleh karena itu, berlaku hukum talak 
kinayah di mana terjadinya perceraian atau tidaknya tergantung kepada 
niatnya. Jawaban dalam masalah ini bercorak gaul dan bersifat 
wagi'iyyah dengan mengutip pendapat dalam kitab al-Muhaddzab.!3 

Kemudian dibahas pula tentang hukum lelaki merujuk istrinya 
sebelum selesai masa idahnya tanpa memberitahu. Setelah selesai masa 
idahnya, istri tersebut kawin dengan lelaki lain. Jawaban Muktamar 
adalah diperinci sebagai berikut: 
- Apabila suami yang menjatuhkan talak mempunyai bukti, maka 

tuntutannya tersebut dapat diterima dan perkawinan istrinya 
dengan laki-laki lain tidak sah. 


2117aynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'in”, dalam Tanah al-Talibin, vol. 4, 
h.275. 

212Tbnu Hajar al-Haytami, “Tuhfah al-Muhtaj”, dalam Abdul Hamid al- 
Syirwani, Hasyiyah al-Syarwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, vol. 7, h. 303-304. 

2139|-Syirazi, al-Muhadazah, vol. 2, h. 82. 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 167 


Apabila tuntutannya tidak ada bukti bahwa ia telah merujuk pada 
masa idah, maka terdapat beberapa kemungkinan: (a) apabila 
tuntutan itu dihadapkan kepada istrinya, sedangkan istrinya 
memungkiri bahwa ia telah dirujuk pada masa idah dan bersedia 
angkat sumpah, maka perkawinan istri dengan laki-laki lain dianggap 
sah: (b) apabila istri membenarkan tuntutan suaminya, bahwa ia 
telah dirujuk sewaktu masa idah, maka perkawinan istri dengan laki- 
laki lain tidak batal, hanya apabila laki-laki tersebut meninggal dunia 
atau menceraikan, maka istri tersebut langsung menjadi istri suami 
pertama dengan tidak harus menikah lagi dan wajib atas istrinya 
menyerahkan sejumlah maskawin yang pantas (mahar mitsil) 
kepada suaminya sebelum laki-laki lain yang mengawininya 
meninggal dunia atau menceraikannya, karena ia (istri) menghalang- 
halangi hak suami pertama terhadap dirinya, (c) apabila tuntutan 
suami itu dihadapkan kepada laki-laki yang mengawini istrinya, 
maka bila laki-laki tersebut tidak membenarkan tuntutan tersebut 
dan ia bersedia angkat sumpah, maka hukum perkawinannya 
dianggap sah dan tuntutan suami pertama dihukumi batal, dan (d) 
apabila laki-laki lain tersebut membenarkan tuntutan suami pertama 
atau tidak membenarkan, tetapi tidak berani angkat sumpah, maka 
perkawinan yang kedua menjadi batal. Hanya saja, istri tersebut 
tidak langsung menjadi istri suami pertama kecuali dengan 
pengakuan istri sendiri atau dengan sumpah suami pertama apabila 
istri tidak mau angkat sumpah. Dalam hal ini, suami kedua wajib 
membayar maskawin yang pantas apabila sudah bersetubuh. Tetapi 
apabila belum bersetubuh, maka yang wajib hanya membayar 
separuh dari maskawin saja. Keputusan masalah ini bercorak gauli 
dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk kitab Asna al-Matalib dan 
Hasyiyah al-Syirwani.214 

Pada Muktamar NU ke-5 di Pekalongan tahun 1930, dibahas 


tentang wali mujbir mengawinkan paksa anaknya yang sudah dewasa 
dengan pemuda yang serasi (kufu'), sedangkan anaknya menolak 
bahkan menyatakan lebih baik mati dari pada menikah dengan pilihan 
wali mujbir tersebut. Hal ini karena ia mempunyai pilihan pemuda lain 
yang juga ideal (kufu'). Muktamar memutuskan bahwa, wali mujbir 
boleh mengawinkan paksa tapi makruh, asal tidak ada kemungkinan 
akan timbulnya bahaya. Jawaban dalam masalah ini bercorak gauli dan 


2147akaria al-Ansari, Asna al-Matalib, vol. 7, h. 255-256, Abdul Hamid al- 


Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, vol. 1, h. 177. 
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bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Sulayman al- 
Bujayrimi.215 Kemudian dibahas pula tentang hukum mengawinkan 
janda yang belum dewasa oleh wali hakim atau wali lain yang bukan 
mujbir. Jawaban Muktamar adalah, tidak boleh (tidak sah) sekalipun 
dengan wali mujbir, karena persetujuannya (izinnya) tidak dianggap sah 
(berlaku). Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
mengutip pendapat dalam kitab Fath al-Mu'in.216 

Dibahas pula tentang maksud hadis “Anak zina tidak masuk 
surga”, dengan mengatakan bahwa semua amalnya tidak diterima dan 
tidak akan masuk surga selama-lamanya. Menurut Muktamar, pendapat 
tersebut tidak benar. Bahkan para ulama sependapat bahwa setiap 
orang yang beriman dan beramal salih, baik pria maupun wanita tentu 
masuk surga, walaupun ia lahir dari hasil perzinaan. Adapun sabda 
Rasulullah di atas, menurut al-Munawi, adalah anak zina tidak masuk 
surga bersama-sama rombongan pertama penghuni surga. Hal ini 
karena, apabila anak zina tidak dapat masuk surga, maka bertentangan 
dengan firman Allah dalam surah Fatir ayat 18 yang artinya: “Dan 
orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”. 
Tercegahnya anak tersebut masuk surga bersama rombongan pertama 
penghuni surga dimaksudkan sebagai bentuk efek penjera terhadap ibu 
dari perbuatan zina, disebabkan adanya kasih sayang seorang ibu 
kepada anaknya. Jika seorang ibu mengetahui tentang ketercegahan 
anaknya untuk masuk surga, maka ia akan menghindari zina dan 
kemudian berusaha untuk melakukan yang halal. Dengan demikian, 
maka yang dimaksud dari hadis di atas adalah mencegah perzinaan. 
Oleh karena itu, jawaban dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat 
maudi'iyyah dengan merujuk pada kitab al-Siraj al-Munir.217 

Kemudian dibahas pula tentang seorang istri melahirkan anak, 
kemudian suaminya bepergian selama kurang lebih empat tahun. 
Kemudian istri tersebut melahirkan lagi anak keduanya dan ia 
menyatakan (ikrar) bahwa ia tidak bersetubuh dengan siapa pun, baik 
dengan suami sendiri maupun dengan laki-laki lain. Menurut Muktamar, 
apabila anak yang kedua itu lahir sebelum lewat enam bulan dari 
kelahiran pertama, maka anak itu menjadi anak kembar, dan menjadi 
anak dari suami yang bepergian. Namun apabila anak kedua itu lahir 


215Sulayman al-Bujayrimi, Tuhfah al-Habib/Hasyiyah al-Bujayrimi, vol 4, 
h. 160. 

2167aynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'in”, pada Hamisy Ianah al-Talibin, 
vol. 3, h. 310. 

217'Al1 al-Azizi, al-Siraj al-Munir, 2th eds., vol. 3, h. 20. 
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sesudah lewat enam bulan dan ada kemungkinan bersetubuh dengan 
suaminya sesudah kelahiran pertama dan suami tidak memungkirinya 
dengan angkat sumpah (li'an), maka anak itu menjadi anak dari suami 
tersebut. Adapun apabila tidak ada kemungkinan bersetubuh dengan 
suaminya sesudah kelahiran anak pertama dan suaminya memungkiri 
dengan angkat sumpah (li'an), maka kandungan kedua itu hukumnya 
kandungan zina dalam arti tidak ada iddah dan boleh digauli, serta 
dianggap sebagai kandungan syubhat, dalam arti tidak ada had (pidana), 
tidak ada gadzaf (dakwaan zina) dan menghindari persangkaan buruk. 
Keputusan dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab Hasyiyah al-Bajuri dan Bughyah al- 
Mustarsyidin.218 

Dibahas pula tentang anak perempuan yang lahir sesudah ibunya 
ditalak, apakah masih ada hubungan mahram dengan suami ibu yang 
mentalaknya. Jawaban Muktamar adalah, anak yang lahir tersebut 
termasuk mahram bagi suami yang mentalak ibunya. Keputusan hukum 
dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
mengutip pendapat dalam kitab Hasyiyah al-'Iwad 'ala al-Igna'219 
Kemudian dibahas pula tentang hukum seorang janda yang hamil 
sebelum selesai iddahnya, baik dengan perhitungan gurui' atau bulan, 
dan belum sampai empat tahun dari waktu dicerai atau ditinggal mati 
suaminya, sedang ia tidak kawin lagi dan bahkan mengaku berbuat zina. 
Apakah kandungannya masih diikutkan kepada suaminya dan iddahnya 
diperhitungkan sampai dengan melahirkan kandungannya. Keputusan 
Muktamar adalah, iya, kandungan tersebut diikutkan kepada suaminya 
(yang mencerai atau meninggal dunia) dan iddahnya diperhitungkan 
sampai dengan melahirkan anak, asal ia belum bersuami lagi atau tidak 
ada kemungkinan bahwa kandungan tersebut dari suami kedua yang 
sah. Keputusan hukum dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat 


218Tbrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, vol. 2, h. 169 dan Abdurrahman 
Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 249-250. Setelah dilakukan pengecekan 
ulang tentang definisi anak kembar, ternyata dalam kitab al-Bajuri tidak 
ditemukan redaksi tersebut, yang ada dengan substansi yang sama terdapat 
dalam kitab I'anah al-Talibin (4/48) dan “al-Igna”, pada Tuhfah al-Habib “ala 
Syarh al-Khatib (4/38). 

219'Iwad, “Hasyiyah al-'Iwad al-Igna”, pada Hamisy al-Syarbini, al-Igna' 
vol. 2, (Semarang: Thaha Putra, t.th.), h. 164. Demikian pula keterangan dalam 
kitab al-Gala'id karangan Abdullah Bagusya'ir dan keterangan imam Kazaruri 
dalam Hamisy Tafsir Baydawi. 
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wagi'iyyah dengan mengutip pendapat dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj 
dan Asna al-Matalib.220 

Kemudian dibahas pula tentang perselisihan seorang gadis 
dengan wali mujbir-nya dalam menunjuk pemuda yang mengawininya. 
Menurut Muktamar, perselisihan tersebut tidak boleh dianggap 
permusuhan, baik lahir maupun batin dan tidak boleh dikawinkan 
dengan wali hakim. Keputusan hukum dalam masalah ini bercorak gault 
dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat dalam kitab Fath al- 
Mu'fn dan I'anah al-Talibin.221 

Pada Muktamar NU ke-7 di Bandung pada tahun 1932, dibahas 
tentang hukum dalam akad nikah, adakah syarat mendahulukan pihak 
laki-laki atau perempuan, misalnya “Aku mengawinkan kamu dengan 
anak perempuanku” dengan mendahulukan pihak laki-laki, atau “Aku 
mengawinkan anak perempuanku kepadamu” dengan mendahulukan 
pihak perempuan. Muktamar menjawab bahwa, dalam akad nikah tidak 
disyaratkan harus mendahulukan salah satu pihak. Artinya, 
mendahulukan pihak laki-laki atau pihak perempuan itu sama saja 
(sah). Sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab fikih, dan andaikan 
salah satu akad tersebut tidak benar, maka dalam kitab Syarh al-Raud 
diterangkan: “Kesalahan susunan kata-kata bila tidak merusakkan 
makna, seyogyanya disamakan dengan kesalahan i'rab (bacaan huruf 
terakhir), yang tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah.” Oleh 
karena itu, keputusan hukum dalam masalah ini bercorak ilhagi dan 
bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada pendapat dalam kitab 
Asng al-Matalib:?222 


Le DS Cl SLEYI 3 eU Op OT ima al JS Il An 3 el ON 
Artinya: “Karena sungguh kesalahan dalam sighat (redaksi akad) selama tidak 
merusak pengertian yang dimaksud, seyogyanya disamakan dengan kesalahan 
dalam tata bahasa, sehingga tidak berpengaruh pada keabsahannya.” 

Dibahas pula tentang hukum lelaki lain melihat wajah dan telapak 
tangan wanita. Muktamar menjawab bahwa, seorang pria boleh melihat 
wajah dan telapak tangan wanita yang bukan mahramnya untuk 
mengajarkan agama dengan memenuhi empat syarat yang telah 
disetujui oleh Ibnu Hajar Haytami dan imam Ramli, yaitu: (a) tidak 


220Tbnu Hajar al-Haytami, “Tuhfah al-Muhtaj”, dalam Abdul Hamid al- 
Syirwani, Hasyiyah al-Syarwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, vol. 8, h. 243, dan Zakaria 
al-Ansari, Asna al-Matalib, vol. 3, h. 393. 

2217aynuddin al-Malibari dan al-Bakri Syata al-Dimyati, Fath al-Mu'in dan 
Tanah al-Talibin, vol. 3, h. 317. 

2227akaria al-Ansari, Asna al-Matalib..., vol. 3, h. 118. 
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menimbulkan fitnah: (b) pelajarannya harus mengenai kewajiban 
wanita, (c) tidak ada guru wanita atau mahram, dan (d) pelajaran 
memerlukan dilaksanakan dengan berhadapan muka. Apabila tidak 
memenuhi keempat syarat tersebut, maka hukumnya haram. Keputusan 
hukum dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
mengutip pendapat Zakaria al-Ansari.223 

Pada Muktamar NU ke-10 di Surakarta pada tahun 1935, dibahas 
tentang pengertian permusuhan lahir batin antara suami istri. Menurut 
Muktamar, yang dinamakan permusuhan yang lahir, yaitu permusuhan 
yang diketahui para penduduk setempat, dan permusuhan yang batin 
yaitu yang tidak diketahui penduduk setempat. Adapun ucapan-ucapan 
ia marah dan ia benci sekali itu termasuk bermusuhan, dan perbuatan 
tidak makan dan minum apabila akan dinikahkan, hal itu bukan 
dinamakan bermusuhan tetapi sekedar benci saja. Keputusan hukum 
dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat maudui'iyyah.22 Dibahas 
pula tentang pengertian se-kufu' yang menjadi syarat sahnya nikah 
paksa. Muktamar menjawab bahwa, seorang wanita yang patuh 
agamanya itu tidak setara dengan lelaki pencoleng yang berbuat dosa 
besar. Keputusan hukum dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat 
maudi'iyyah dengan mengutip pendapat dalam kitab Fath al-Wahhab.225 

Kemudian dibahas pula tentang pengertian mampu membayar 
maskawin dengan tunai. Ada dua masalah yang ditanyakan, yaitu 
tentang yang dimaksud dengan mampu membayar maskawin (mahar) 
dengan tunai yang menjadi syarat sahnya nikah, dan jejaka lelaki yang 
tidak mempunyai pekerjaan dan harta, ia menikah menurut perintah 
orang tuanya dan sewaktu akad tidak mampu membayar maskawin. 
Muktamar menjawab bahwa, nikahnya jejaka tersebut tidak sah 
menurut pendapat yang muktamad oleh Ibnu Hajar dan imam Ramli. 
Tetapi menurut pendapat yang lain, hukumnya sah, demikian itu apabila 
maskawinnya dibayar tunai. Apabila maskawinnya dibayar tidak tunai 
(tempo), maka nikahnya sah dengan tidak ada selisih di antara para 
ulama, dengan syarat yang demikian itu sudah menjadi suatu kebiasaan. 
Keputusan hukum dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat 


223Sulayman bin Muhamad al-Bujayrimi, al-Tajrid Ii Naf'i al-Abid, vol. 3, 
(Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), h. 328. 

24Muhamamd Amin al-Kurdi, Tanwir al-Gulub, h. 166, al-Bakri 
Muhammad Syata al-Dinyati, I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 308, Sulayman al-Jamal, 
Futuhat al-Wahhab ala Fath al-Wahhab, vol. 4, h. 147-178 dan vol. 5, h. 358. 

2257akaria al-Ansari, “Fath al-Wahhab” dalam Muhammad al-Bujayrimi, 
al-Tajrid Ii al-Naf'i al-Abid, vol. 3, h. 353. 
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maudi'iyyah dengan mengutip pendapat dalam kitab Tuhfah al-Habib, 
dan Talkhis al-Murad pada Bughyah al-Mustarsyidin.?26 

Dibahas pula tentang hukum dalam akad nikah dinyatakan, 
“Kukawinkan padamu perempuan pinanganmu”, padahal lelakinya tidak 
meminangnya. Jawaban Muktamar adalah, nikahnya sah apabila tidak 
ditentukan dengan nama atau sifatnya, atau dengan menunjuk, atau 
tidak ditentukan nama atau sifat, tetapi yang berakad mempelai dan 
wali dalam hatinya telah menentukan. Adapun ucapan pinanganmu itu 
dianggap sia-sia. Jawaban dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Zaynuddin al-Malibari dan al- 
Syirwan1.227 Lalu dibahas pula tentang kawin yang dipaksa, sebab 
berbuat zina. Muktamar menjawab bahwa, tidak sah nikah karena 
dipaksa, apabila pemaksaannya telah memenuhi syarat. Misalnya 
diperintah hakim, walaupun tidak ditakuti. Hal ini karena syarat sahnya 
nikah adalah harus dengan kemauan calon suami. Keputusan hukum 
dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
merujuk pendapat dalam kitab Tanwir al-Gulub dan Bughyah al- 
Mustarsyidin.228 

Dibahas pula tentang nikah secara tahlil dengan sengaja akan 
dicerai sesudah bersetubuh. Jawaban Muktamar adalah sah nikahnya, 
tapi makruh apabila sewaktu nikah tidak dijanjikan bercerai di dalam 
akad. Kalau dijanjikan bercerai, maka hukumnya tidak sah, karena 
termasuk nikah sementara (mut'ah). Keputusan hukum dalam masalah 
ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada 'ibarah 
yang kurang memadai karena tidak mencakup semua jawaban, 
sebagaimana dalam kitab Hasyiyah al-Syargawi:229 


Tepis Lema Ob tab pia SDI Aa JI Leena Lal OT Je Lemnaga Ob JSI HIKS, 
Anil TES ya Spb SY ASI Jia Leak lela IS di 


Artinya: “Seperti pernikahan muhallil (orang yang menikahi wanita yang sudah 
ditalak tiga oleh suami pertamanya) yang menikahinya agar suami pertamanya 


226Sulayman al-Bujayrimi, Tuhfah al-Habib, vol. 3, h. 350, dan Ibnu Ziyad, 
“Talkhis al-Murad”, pada Hamisy Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al- 
Mustarsyidin, h. 39-40. 

2277aynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'in” dalam Muhammad Syata al- 
Dimyati, I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 280, dan Ibn Hajar al-Haytami, “Tuhfah al- 
Muhtaj” dalam al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani, vol. 7, h. 262. 

228Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Gulub, h. 312, Abdurrahman 
Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 231. 

229Abdullah al-Syargawi, Hasyiah al-Syagawi 'ala al-Tuhfah, (Indonesia: 
Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, t.th.), h. 245. 
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dapat menikahi kembali setelah ditalak oleh muhallil dengan persyaratannya. 
Jika muhallil tersebut menikahinya dengan syarat setelah menyetubuhinya, ia 
harus menceraikannya, maka pernikahannya menjadi batal, karena yang 
demikian itu termasuk nikah mut'ah (kawin kontrak). 

Pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, dibahas 
tentang iddah perempuan yang dicerai suaminya, lalu ia sampai satu 
setengah tahun tidak haid, karena sakit yang menyebabkan perutnya 
harus dioperasi. Padahal perempuan tersebut belum sampai masa 
manopaus (sinn al-ya'si). Apakah perempuan boleh menikah dengan 
laki-laki lain setelah iddah syuhur, ataukah boleh iddah menurut gaul 
gadim dengan iddah sembilan bulan setelah iddah tiga bulan. Jawaban 
Muktamar adalah, tidak boleh kawin sebelum iddah tiga sucian atau usia 
lanjut sampai tahun lepas dari haid (sinn al-ya'si). Hal ini sudah menjadi 
kesepakatan di kalangan ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab 
Talkhis al-Murad dan Fath al-Mu'fn. Oleh karena itu, Keputusan hukum 
dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah.230 

Kemudian pada Muktamar ke-12 di Malang tahun 1937, dibahas 
tentang hukum seorang suami berkata kepada temannya, “Kalau istri 
saya minta cerai, saya cerai saja”, apakah termasuk ta'lig talak. Menurut 
Muktamar, ucapan suami tersebut bukan ta'lig talak, melainkan hanya 
ancaman yang tidak memberi kesan apa-apa. Jawaban dalam masalah 
ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat 
Ibn Hajar al-Haytami.23! Dibahas pula tentang hukum anak zina ilhag 
pada suaminya, yaitu apabila seorang istri mempunyai anak, lalu 
suaminya meninggal, kemudian istri tersebut berzina dengan orang 
kafir. Setelah dua tahun kemudian mempunyai anak laki-laki, apakah 
anak tersebut masih termasuk saudara sekandung dengan anak 
perempuannya. Muktamar menjawab bahwa, anak lelaki dan 
perempuan itu termasuk saudara kandung, karena anak lelaki itu 
menjadi anak suami yang meninggal, sebab lahir sebelum empat tahun 
dari meninggalmnya suami, sebagaimana keputusan Muktamar ke-5 
yang menerangkan dalilnya dengan lengkap. Jawaban masalah ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab 
Tuhfah al-Muhtaj dan Asna al-Matalib.222 


230Ybn Ziyad, “Talkhis al-Murad” pada Bughyah Mustarsyidin, h. 242, dan 
Zaynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'n', pada I'anah al-Talibin, vol. 4, h. 42. 

231Tbnu Hajar Haytami, al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyyah, vol. 4, h. 145. 

232Tbnu Hajar Haytami, Tuhfah al-Muhtaj, pada Hasyiyah al-Syirwani, vol. 
8,h. 243, dan Zakaria al-Ansari, Asng al-Matalib, vol. 3, h. 393. 
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Tentu dalam konteks hari ini, tes DNA perlu menjadi 
pertimbangan, apakah anak tersebut merupakan anak kandung suami 
yang meninggal, atau merupakan hasil perzinaan dengan orang kafir 
tersebut. Adapun 'ibarah dalam dua kitab di atas, itu terkait dengan istri 
yang menikah lagi dan dari suami kedua tidak memungkinkan 
mempunya anak, maka anak tersebut diikutkan kepada suami yang 
pertama. Kemudian dibahas pula tentang wali nikah yang sudah 
mewakilkan ikut datang dalam majlis nikah. Sedangkan dalam kitab 
Kifayah al-Akhyar diterangkan bahwa hal tersebut tidak sah. Muktamar 
menjawab bahwa, akad nikahnya sah, meskipun wali yang mewakilkan 
turut hadir. Adapun keterangan dalam kitab Kifayah al-Akhyar, itu 
diartikan apabila wali yang mewakilkan dan hadir itu adalah juga 
menjadi saksi nikah. Keputusan masalah ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Ibrahim al-Bajiuri:233 
cant SI Sean d sesal USS ET aa eng Abe 3 AI TNI II JS ala 

Jaal3 OS YG Aall 
Artinya: “Seandainya ayah atau saudara mewakilkan kepada orang lain dalam 
melaksanakan akad (nikah), dan ia hadir bersama orang lain untuk menjadi 
saksi (rangkap fungsi sebagai orang yang mewakilkan dan juga sebagai saksi), 
maka akadnya tidak sah, karena ia ditentukan untuk melaksanakan akad bukan 
sebagai saksi.” 
Redaksi dalil di atas sebetulnya belum menjawab secara eksplisit 
terhadap pertanyaan, melainkan menguatkan pendapat dalam Kifayah 
al-Akhyar bahwa hal tersebut tidak sah, karena sang ayah menjadi saksi. 
Namun begitu, jika menggunakan mafhum mukhalafah tentu dapat juga 
dibuat kesimpulan bahwa jika sang ayah tidak menjadi saksi, maka akad 
nikahnya sah. 

Pada Muktamar NU ke-13 di Menes Banten tahun 1938, dibahas 
tentang hukum perkawinan perempuan yang ditalak raj'i, yaitu 
seseorang menceraikan istrinya, kemudian merujuk kembali sebelum 
habis masa iddahnya. Kemudian istri tersebut diajak kembali ke rumah 
suaminya, namun ia menolaknya, hingga tujuh tahun lamanya tanpa 
diberi nafkah dan rumah. Kemudian istri tersebut kawin dengan lelaki 
lain, namun suami pertama tidak terima dan melaporkan pada hakim, 
bahwa ia merujuk istrinya sebelum habis masa iddahnya. Tetapi hakim 
menetapkan sahnya pernikahan istri dengan laki-laki lain tersebut dan 
menolak dakwaan rujuk dari suami pertama dengan alasan tidak diberi 
nafkah dan rumah. Dari kasus ini, Muktamar memutuskan sebagaimana 


233 brahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, vol. 2, h. 102. 
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jawaban pada Muktamar ke-2 yang tidak mengesahkan pernikahan itu, 
apabila suami pertama dapat mengajukan tanda-tanda yang terang. 
Namun apabila suami pertama tidak dapat membuktikan, maka sah 
nikahnya, dengan catatan apabila suami pertama yang mulai mendakwa 
dan istri tidak mengakui adanya rujuk. Keputusan masalah ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Zakaria al- 
Ansari dan al-Syirwani.284 

Kemudian pada Muktamar NU ke-14 di Magelang tahun 1939, 
dibahas tentang pengertian “Kejelekan” dalam hadis yang ada pada 
kitab Gurrah al Uyun: “Ditulis dalam pintu surga, “Kamu surga, dilarang 
masuk orang yang kikir dan dayyus.” Sahabat bertanya, “Apa dayyus itu, 
ya Rasulullah.” Rasulullah menjawab, “Yaitu orang yang mengetahui 
perbuatan kejelekan pada istrinya tetapi ia diam.” Pertanyaannya, apa 
saja yang dimaksud kejelekan, apakah hanya perzinaan atau yang 
lainnya seperti bergaul bebas dengan lelaki lain. Muktamar menjawab 
bahwa, yang diartikan kejelekan, yaitu perzinaan atau yang dapat 
menjadikan perzinaan, seperti bergaul bebas. Keputusan ini bercorak 
gauli dan bersifat maudu'iyyah dengan merujuk pada kitab al-Siraj al- 
Munir.235 Dibahas pula tentang hukum lelaki diberi nafkah oleh istrinya. 
Muktamar menjawab bahwa, apabila suaminya berkeyakinan, atau ada 
tanda-tanda bahwa istrinya senang hati memberikan nafkah dan 
bekerja, maka halal nafkah itu dimakan oleh suami, disamakan dengan 
mahar yang disebut dalam firman Allah, yang artinya: Jikalau mereka 
para istri senang hati untukmu, maka makanlah mahar itu dengan baik 
dan tulus.” Demikian pula halal seorang istri bekerja dengan seizin 
suami. Mengingat jawaban ini hanya merujuk pada firman Allah, maka 
jawaban ini bercorak manhaji dan bersifat wagi'iyyah.?36 

Pada Muktamar NU ke-15 di Surabaya tahun 1940, dibahas 
tentang hukum percekcokan suami istri tidak dapat didamaikan, apakah 
dapat dianggap sigag (persengketaan). Menurut Muktamar, yang 
demikian itu nyata syigag sehingga berlaku hukum syigag terhadap 
keduanya (suami-istri), dan dapat diadakan hakamayn (dua orang yang 
dipercaya untuk mengambil keputusan). Keputusan masalah ini 
bercorak gauli dan bersifat maudu'iyyah dengan mengutip pendapat al- 


2347akaria al-Ansari, Asna al-Matalib, vol. 7, h. 255-256, Abdul Hamid al- 
Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, vol. 7, h. 177. 

235Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir, vol. 2, h. 196. 

236Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 145. 
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Mahalli dan Zakaria al-Ansar1.287 Dibahas pula tentang hukum menikahi 
perempuan yang bukan pinangannya. Misalnya, seorang pemuda 
meminang putri yang muda namanya Aisyah, tetapi walinya 
mengatakan Fatimah, padahal Fatimah adalah nama putri yang tua. 
Kemudian pada waktu akad nikah, wali berkata, “Aku nikahkan padamu 
dengan anakku yang bernama Fatimah”, lalu pemuda tersebut 
menjawab, “Aku menerima nikahnya Fatimah”, dengan maksud yang 
terpenting yaitu yang muda. Menurut Muktamar, tidak sah nikahnya, 
karena perbedaan yang dimaksud wali dan calon suami. Keputusan 
dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
mengutip pendapat Ibrahim al-Bajuri.238 

Kemudian dibahas tentang hukum menyaksikan gila untuk 
pembubaran nikah. Misalnya ada yang berkata, “Tidak sah menyaksikan 
gila untuk pembubaran nikah, kecuali kalau saksi itu dokter.” Apakah 
benar perkataan itu, dan apakah sah penyaksian dokter kafir? 
Muktamar menjawab bahwa, perkataan itu benar, dan tidak sah 
persaksian dokter kafir. Jawaban ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Mughni al-Muhtaj:239 

AK 3 ABI OK La Hell Abal Dgadb AMLAI 3 Toping 
Artinya: “Disyaratkan bagi saksi tentang aib, mengetahui ilmu kedokteran, 
sebagaimana pendapat yang dikisahkan al-Rafi'.” 
Redaksi 'ibarah ini sudah menjawab pertanyaan pertama, tapi belum 
menjawab pertanyaan kedua terkait dengan hukum penyaksian dokter 
kafir. 

Pada Konferensi Pengurus Besar Syuriyah NU ke-1 di Jakarta 
tahun 1960, dibahas tentang hukum family planning, yaitu perencanaan 
keluarga atau membatasi keturunan. Jawaban masalah ini diperici 
sebagai berikut: kalau dengan 'azl (mengeluarkan sperma di luar rahim) 
atau dengan alat yang mencegah sampainya sperma ke rahim, seperti 
kondom, maka hukumnya makruh. Begitu juga, makruh hukumnya 
kalau family planning tersebut dengan meminum obat untuk 
menjarangkan kehamilan. Tetapi kalau dengan sesuatu yang 
memutuskan kehamilan sama sekali, maka hukumnya haram, kecuali 


237Jalaludddin al-Mahali, “Syarh Minhaj al-Talibin”, pada Hasyiyata 
Oulyubi wa Umayrah, vol. 3, h. 307, dan Zakaria al-Ansari, “Syarh at-Tahrir”, 
pada Hasyiyah al-Syargawi “ala al-Tahrir, (Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, 
t.th.), h. vol. 2, h. 273-274. 

238Tbrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri “ala Ibn al-Gasim, vol. 3, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t.th.), h. 103. 

239a|-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, vol. 4, h. 420-421. 
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kalau ada bahaya. Umpamanya saja karena terlalu banyak melahirkan 
anak yang menurut pendapat para ahli hal ini dapat menjadikan bahaya, 
maka hukumnya boleh dengan jalan apa saja yang ada. Keputusan 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat Zakari al-Ansari, AbdurrAhmad Ba'alawi, dan Ibrahin al- 
Bajuri.240 

Dibahas pula tentang hukum mengawini anak tiri, setelah ibu dari 
anak tiri tersebut ditalak. Jawabannya adalah, mengawini anak tiri itu 
tidak boleh, kalau dia sudah pernah bersetubuh dengan ibunya. Sebab 
termasuk mahram yang haram dinikahi. Keputusan masalah ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat 
dalam kitab Fath al-Mu'in dan I'anah al-Talibin.241 Kemudian dibahas 
pula tentang wali nikah bagi anak hasil dari wati' syubhat. Jawabannya 
adalah: wali nikah bagi anak perempuan hasil dari wati' syubhat adalah 
orang yang wati' itu sendiri. Jawaban masalah ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat imam al-Syargawi.242 


JB OT IP ebay Lau Vo BA0 Lgale LV Mile nila SM JL SL 
MSI II Age ya le UE Ad Kal Lgi Ob Real Ijle3 


Artinya: “Berbeda jika sesorang dipaksa berzina dengan wanita, maka wanita 
tersebut tidak harus beriddah dan persetubuhan yang terjadi tidak 
menyebabkan nasab (garis keturunan)... berbeda dengan seseorang yang 
bersetubuh karena syubhat (keliru dan tidak sengaja) karena adanya 
penetapan nasab dengan persetubuhan tersebut adalah karena berdasarkan 
dugaan orang yang menyetubuhinya (bahwa yang disetubuhi adalah istrinya 
sendiri)”. 
Tentu 'ibarah di atas tidak menjelaskan secara spesifik kaitannya 
dengan wali nikah bagi anak yang dihasilkan dari wati' syubhat, namun 
jika dianalisis dari 'ibarah tersebut, bahwa anak dari hasil wati' syubhat 
tersebut dianggap sebagai nasab dari yang me-wati',, maka secara 
otomatis orang yang me-wati' berhak menjadi wali nikah dari anak hasil 
wati". 

Lalu dibahas pula tentang iddah seorang gadis yang sudah lama 
tidak haid, yang jawabannya ditafsil: (a) apabila putusnya haid tersebut 
karena illat/sakit yang diketahui, maka tidak boleh dikawin sehingga 


2407akari al-Ansari, Asna Matalib, vol. 3, 186, Abdurrahman Ba'alawi, 
Ghayah Talkhis al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad, (Indonesia: Syirkah Nur Asia, 
t.th.), h. 247, dan Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, vol. 2, h. 95. 

2417aynuddin al-Malibari dan al-Bakri Muhammad Syata al-Dinyati, Fath 
al-Mu'in dan Tanah al-Talibin, vol. 3, (Beirut:Dar al-Fikr, 2002), h. 335-336. 

242a|-Syargawi, Hasyiyah al-Syargawi ala al-Tahrir, vol. 2, h. 314. 
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suci dari 3 haid, atau telah sampai umur putus haid lalu beriddah 
beberapa bulan (4 bulan sepuluh hari): (b) apabila putusnya tidak 
karena illat/sakit yang diketahui hingga dapat iddah lagi, juga tidak 
boleh kawin hingga haid atau sampai umur putus darah kemudian 
menjalankan iddah guru' (suci). Menurut pendapat yang kuat dari 
mazhab Syafi'i, juga menurut gaul gadim yaitu mazhab Maliki dan 
Hanbali, supaya menunggu selama sembilan bulan untuk mengetahui 
kekosongan rahimnya. Jawaban masalah ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Zaynuddin al-Malibari dan 
Ba'alawi.43 

Kemudian dibahas tentang perempuan (yang ditalak) melahirkan 
anak sebelum lewat empat tahun. Jawaban Konbes merujuk pada hasil 
Muktamar NU ke-5 dan ke-12, adalah anak tersebut dapat dipertemukan 
dengan lelaki yang mentalak, apabila istri tersebut belum bersuami lagi 
yang memungkinkan anak tersebut hasil dari suami yang kedua. Tetapi 
kalau suami yang mentalak mengucapkan li'an dengan meniadakan 
anaknya, maka anak tersebut tidak dapat dipertemukan dengan suami 
yang mentalak.# Jawaban masalah ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah. Permasalah ini tentu tidak produktif karena sudah dibahas 
tiga kali dengan jawaban yang sama, yang seharusnya tidak perlu 
dibahas lagi, tinggal disodorkan hasil jawaban pada Munas terdahulu. 
Dibahas pula tentang hukum orang Islam kawin dengan perempuan 
kafir. Jawabannya adalah, tidak boleh (haram) dan tidak sah, pernikahan 
seorang muslim dengan wanita non muslim selain kitabiyyah murni, 
seperti penyembah berhala, majusi atau salah satu dari kedua orang 
tuanya beragama seperti itu. Apabila wanita non muslim itu kitabiyyah 
murni, yaitu Wanita israiliyah, maka Wanita tersebut halal bagi orang 
Islam untuk dinikai, selama nenek moyangnya tidak memeluk agama 
israiliyah itu setelah diganti dengan syariat lain (mansiukh). Jawaban 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada 
kitab Tuhfah al-Tullab dan Hasyiyah al-Syargawi.245 

Pada Muktamar NU ke 23 di Solo tahun 1962, dibahas tentang 
terjemah akad nikah, yaitu terjemah dari “ankahtuka wa zawwajtuka” 


2437aynuddin al-Malibari, Fath al-Mu'n pada I'anah al-Talibin, vol. 4, h. 
49-50. 

244Abdurahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, 236, dan Ibn Hajar al- 
Haytami, “Tuhfah al-Muhtaj” pada Hasyiyah al-Syirwani, vol. 7, h. 243. 

2457akaria al Ansari dan Abdullah al-Syargawi, Tuhfah al-Tullab bi Syarh 
al-Tahrir dan Hasyiyah al-Syargawi, vol. 2, (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), h. 237- 
240. 
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dengan bahasa Indonesia “saya nikahkan engkau atau engkau saya 
nikahkan”, sebab seakan-akan calon suami yang dinikahkan oleh wali, 
padahal sebenarnya yang dinikahkan adalah putri perempuannya. 
Demikian pula terjemah dari “gabiltu nikahaha” dengan bahasa 
Indonesia “saya terima nikahnya”, sebab seolah-olah perempuan yang 
menikahi laki-laki, padahal lelakinya yang menikahi perempuan. 
Jawaban Muktamar adalah, terjemah tersebut sudah betul karena calon 
suami menikahi perempuan calon istinya, juga perempuan pun 
menikahi laki-laki calon suaminya, sebagaimana pendapat yang lebih 
kuat seperti dalam surah al-Nisa' ayat 21, surah al-Bagarah ayat 221, 
230, dan 231. Oleh karena yang dirujuk semuanya adalah al-0ur'an, 
maka metode yang digunakan bercorak manhaji dan bersifat 
wagi 'iyyah.245 

Pada Muktamar NU ke-25 di Surabaya 1971, dibahas tentang 
hukum mengumpulkan air susu dari beberapa ibu untuk dikirimkan 
kepada bayi-bayi yang dirawat di rumah sakit, apakah dapat 
menyebabkan mahram susuan (rada'). Muktamar menjawab bahwa, 
pengumpulan susu oleh pihak rumah sakit dari kaum ibu yang diberikan 
kepada bayi-bayi yang dirawat dalam rumah sakit tersebut dapat 
menjadikan mahram rada' dengan syarat: (a) perempuan yang diambil 
air susunya itu masih dalam keadaan hidup, dan (kira-kira) berusia 9 
tahun gamariyyah, (b) bayi yang diberi air susu tersebut, belum 
mencapai umur dua tahun, (c) pengambilan dan pemberian air susu 
tersebut, sekurang-kurangnya lima kali: (d) air susu tersebut harus dari 
perempuan tertentu, dan (e) semua syarat yang disebutkan di atas 
harus benar-benar yakin (nyata). Keputusan masalah ini bercorak gauli 
dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat dalam kitab I'anah 
al-Talibin dan al-Mizan al-Kubra.2” 

Pada Munas NU di Sukorejo Situbondo tahun 1983, dibahas 
tentang hukum tabanni (adopsi), yaitu mengangkat anak orang lain 
untuk diperlakukan, dijadikan, dan diakui sebagai anak sendiri (walad 
al-sulbi au rada'). Jawaban hukumnya adalah tidak sah, dengan 
mengutip sabda Nabi.48 Gatadah mengatakan bahwa, siapapun tidak 
boleh berkata tentang Zayd bin Haritsah “Zayd bin Muhammad.” Jika 
seseorang dengan sengaja mengatakan seperti itu, maka ia telah 


246Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 345-346. 

247/Muhammad Syata al Dimyati, Ianah al-Talibin, vol. 3, h. 287, Abdul 
Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, vol. 2, h. 138. 

248Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, vol. 3, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyah, 2004), h. 409. 
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maksiat, dan barangsiapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka 
niscaya ia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh.24? Walaupun 
jawaban di atas menggunakan hadis Nabi, namun tetap dikategorikan 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah karena merujuk pada pendapat 
al-Khazin dan al-Baghawi. 

Pada Muktamar NU ke-28 di Pondok Pesantren al-Munawwir 
Krapyak Yogjakarta tahun 1989, dibahas tentang hukum nikah antara 
dua orang berlainan agama di Indonesia. Jawaban hukumnya adalah, 
nikah yang demikian tidak sah, sebagaimana telah diputuskan pada 
Muktamar NU tahun 1962 dan Muktamar Tarigah Mu'tabarah tahun 
1968. Keputusan masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan rujukan sama dengan jawaban Muktamar sebelumnya.250 Tentu, 
seharusnya pembahasan ini tidak perlu diangkat kembali, apalagi 
rumusan hukumnya sama. Tinggal penanya disodorkan hasil keputusan 
Muktamar sebelumnya yang telah membahas status hukum yang sama. 
Dibahas pula tentang akad nikah dengan mahar mugaddam (terlebih 
dahulu) sebelum akad, yang jawaban hukumnya adalah sah, baik akad 
nikahnya maupun maharnya. Jawaban masalah ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Bughyah al-Mustarsyidin, 
Fath al-Mu'in, al-Fatawa al-Fighiyyah al-Kubra, dan kitab lainnya.251 

Dibahas pula tentang kedudukan talak di pengadilan agama dan 
kaitannya dengan talak di luar pengadilan agama, baik mengenai 
hitungan talak dan penetapan iddahnya. Muktamar menjawab secara 
tafsil: (a) apabila suami belum menjatuhkan talak di luar pengadilan 
agama, maka talak yang dijatuhkan di depan hakim agama itu dihitung 
talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung iddahnya, (b) jika suami 
telah menjatuhkan talak di luar pengadilan agama, maka talak yang 
dijatuhkan di depan hakim agama itu merupakan talak yang kedua dan 
seterusnya jika masih dalam waktu iddah raj'1. Sedangkan perhitungan 
iddahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah 
berakhirnya iddah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak 


249Abu Muhammad al-Baghawi, “Ma'alim al-Tanzil”, pada Lubab al-Ta'wil 
fi Ma'ani al-Tanzil, vol. (Beirat: Dar al-Fikr, 1979), h. 230. 

250Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 434-438, dengan 
beberapa penambahan rrefensi lainnya seperti al-Umm, al-Faidat al- 
Rabbaniyyah, al-Majmu' dan Tanwir al-Gulub. 

251Lihat: Bughyah al Mustarsyidin, h. 214, Fath al-Mu'in, pada I'anah al- 
Talibin, 3/355, al-Fatawa al-Fighiyyah al-Kubra, 4/111, Tuhfah al-Muhtaj, 
7/378, Kanz al-Raghibin, 3/254, Asna al-Matalib, 3/301, al-Bujayrimi 'ala al- 
Igna', 3/392, dan al-Syargawi, 1/264. 
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yang terakhir tersebut, (c) jika talak yang di depan hakim agama 
dijatuhkan setelah habis masa iddah atau di dalam masa iddah ba'in, 
maka talaknya tidak diperhitungkan: (d) jika talak di depan hakim 
agama itu dilakukan karena terpaksa (mukrah) atau sekedar 
mencerikatan talak yang telah diucapkan, maka tidak diperhitungkan 
juga. Keputusan masalah ini juga bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk beberapa kitab.252 

Kemudian dibahas pula tentang kedudukan iddah seorang wanita 
yang sebelum berakhir masa iddahnya, ternyata rahimnya tidak berisi 
janin. Muktamar menjawab bahwa, kedudukan iddahnya tidak berubah 
sebagaimana yang telah ditentukan oleh nas syara' walaupun rahimnya 
diketahui kosong dari janin. Sebab tujuan iddah itu bukan hanya 
semata-mata untuk mengetahui kekosongan rahimnya dari janin, tetapi 
ada unsur ta'abbud-nya dan rasa duka cita. Keputusan masalah ini juga 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk beberapa 
kitab.253 Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel nomor 4.3. 


Tabel 4.3 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode 
dan Jenis Masailnya di Bidang Pernikahan (Munakahat) 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi | Persentase 
1 Gauli 43 89,6 Yo Wagi'iyyah 41 85,4 Yo 
2 Tagrir Jama'i - Maudu'iyyah | 7 14,6 Yo 
3 Ilhag 2 4,2 Yo Ganiiniyyah - 
4 Manhaji 2 4,2 Yo 
5 Non Metode 1 2 Yo 
Jumlah 48 100 Yo Jumlah 48 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Waris 

Pada Muktamar ke-13 di Menes Banten tahun 1938, dibahas 
tentang hukum memberikan sesuatu kepada sebagian ahli waris tanpa 
ijab gabul, bahkan pemberiannya melalui perantara yang lain. 


252Lihat: “Fath al-Mu'in”, pada I'anah al-Talibin, vol. 4, h. 4, Nihayah al- 
Zayn, 321 dan 328, “Tuhfah al-Muhtaj”, pada Hasyiyata al-Syirwani wa al- 
“Ubbadi, vol. 8, h. 52-53, “Fath al-Mu'n”, pada Tarsyih al-Mustafidin, 347, dan 
Bughyah al Mustarsyidin, h. 231. 

253| ihat: Hasyiyah al-Bajuri, vol. 2, h. 173, Nihayah al-Zayn, h. 328, “Fath 
al-Mu'In”, pada I'anah al-Talibin, vol. 4, h. 37-38, al-Asybah wa al-Naza'ir, h. 268, 
Mughni al-Muhtaj, vol. 3, h. 383, Hasyiyah al-Gulyubi, vol. 4, h. 41, “Fath al- 
Mu'in”, pada I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 38, Hasyiyah al-Bujayrimi ala al-Igna', 
vol. 4, h. 25, Tuhfah al-Muhtaj, vol. 2, 230, dan Bughyah al Mustarsyidin, h. 236. 
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Muktamar menjawab bahwa, pemberian tersebut tidak sah, karena 
belum mencukupi syaratnya. Jawaban ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Fath al-Mu 'in.254 Kemudian pada 
Muktamar ke-14 di Magelang tahun 1939, dibahas tentang hukum 
mengkhususkan hak milik untuk anak tertuanya. Menurut Muktamar, 
model seperti itu tidak boleh dimiliki putra-putri tertuanya, melainkan 
harus dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan yang ditetapkan oleh 
agama. Praktik seperti di atas tidak boleh dilaksanakan kecuali apabila 
semua ahli waris yang dewasa dapat mengizinkan pelaksanaan tersebut. 
Kemudian apabila hal itu dianggap pemberian orang tua, maka syarat- 
syarat pemberian harus ditentukan. Jawaban masalah ini bercorak gauli 
dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Fath al-Mu'in.255 
Pada Konferensi ke-1 di Jakarta tahun 1960, dibahas tentang 
membagi waris secara gono-gini, yang jawaban hukumnya adalah 
diperbolehkan dengan jalan perdamaian antara para ahli waris, tidak 
atas ketentuan dari Allah. Sedangkan perdamaian mereka hendaknya 
menurut yang diterangkan dalam Hamisy (pinggir) kitab Syargawi bab 
Syirkah, yaitu tidak boleh dilakukan gono-gini tanpa mendapat 
persetujuan sebagian ahli waris, atau di antara ahli warisnya terdapat 
mahjur. Persoalan dalam masalah ini sudah dibahas pada Muktamar ke- 
1 tahun 1926, sehingga secara dalil dapat merujuk pada hasil keputusan 
Muktamar tersebut dan metode yang digunakan bercorak gault 
sebagaimana corak metode yang digunakan dalam menjawab persoalan 
gono-gini pada Muktamar ke-1, dan bersifat wagi'iyyah.258 Kemudian 
pada Muktamar ke-28 di Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak 
Yogyakarta tahun 1989, dibahas tentang kedudukan hak cipta dalam 
hukum waris. Muktamar memutuskan bahwa, kedudukan hak cipta 
dalam hukum waris adalah termasuk tirkah sekalipun harta almarhum 
yang lain sudah lama dibagi. Adapun kaitannya dengan zakat adalah 
seperti halnya mal (harta) biasa. Keputusan hukum dalam masalah ini 
bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada 
definisi tirkah secara umum, tanpa spesifik menjelaskan hukum hak 
cipta. Namun sayangnya, 'ibarah yang dirujuk belum mengakomodir 


2547aynuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in, h. 84. 

2557aynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'in”, pada Ianah al-Talibin, vol. 3, h. 
142, 147, dan 153. 

256 Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 321. 
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tentang masalah zakat dari hak cipta tersebut.257 Untuk lebih jelasnya, 
dapat dilihat pada tabel nomor 4.4. 


Tabel 4.4 
Frekuansi dan Persentase 
Penggunaan Metode dan Jenis Masailnya di Bidang Waris 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi | Persentase 
1 Gault 3 75 Yo Wagi'iyyah 4 100 Yo 
2 Tagrir Jamai - Maudu'iyyah - 
3 Ilhag 1 25 Y9 Gantiniyyah 
4 Manhaji - 
5 Non Metode - 
Jumlah 4 100 Yo Jumlah 4 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Jual Beli & Rekayasa Ekonomi 

Pada Muktamar NU ke-2 tahun 1927, dibahas tentang hukum 
menerima gadai dengan mengambil manfaatnya. Misalnya sebidang 
tanah yang digadaikan, kemudian diambil hasilnya dengan tanpa syarat 
pada waktu akad diadakan, baik sudah menjadi kebiasaan atau sebelum 
akad memakai syarat atau dengan perjanjian tertulis, tetapi tidak dibaca 
pada waktu akad. Menurut Muktamar, dalam masalah ini terdapat tiga 
pendapat dari para ahli hukum (ulama): (a) haram, sebab termasuk 
hutang yang dipungut manfaatnya (rente): (b) halal, sebab tidak adanya 
syarat pada waktu akad. Alasannya, adat yang berlaku itu tidak 
termasuk syarat, dan (c) syubhat (tidak jelas halal haramnya) sebab 
para ahli hukum berselisih pendapat. Adapun Muktamar memutuskan, 
bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat yang pertama (haram).?58 
Oleh karena itu, jawaban dalam masalah ini bercorak tagrir jama'f dan 
bersifat wagi'iyyah dengan memilih salah satu dari tiga pendapat 
tersebut.259 

Dibahas tentang jual beli “Sende”, yaitu menjual barang dengan 
perjanjian sebelum akad, bahwa barang tersebut akan dibeli lagi dengan 
harga tertentu. Keputusan Muktamar adalah, jual beli tersebut 
hukumnya sah, asal perjanjian tersebut tidak dalam akad atau tidak di 


257Lihat: @Gulyubi, “Hasyiyah Oulyubi, pada Hasyiyata Oulyubi wa 
Umayrah, vol. 3, h. 135, anah al-Talibin, vol. 3, h. 155 dan 223. Lihat juga: 
Futuhat al-Wahhab/ Hasyiyah al-Jamal, vol. 4, h. 403. 

258a|-Suyuti, al-Asybah wa al-Naz@'ir, h. 86, dan Zaynuddin al-Malibari, 
“Fath al-Mu'in”, pada I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 53. 

259Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha..., h. 30. 
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dalam majelis khiyar, dan bagi pembeli wajib menepati janji, dan jual 
beli tersebut namanya “bay al-'uhdah” (jual beli dengan janji). Jawaban 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada 
kitab Tarsyih al-Mustafidin.250 Kemudian dibahas pula tentang hukum 
membeli barang yang belum diketahui sebelum akad, misal susu (Milk) 
dalam kaleng, bawang merah dalam tanah, dan lain semacamnya. 
Muktamar menjawab bahwa, jual beli tersebut hukumnya sah menurut 
imam Syafi't, Maliki, dan Hanafi. Tetapi imam Syafit dalam gaul jadid- 
nya menghukumi tidak sah. Jawaban ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi 'iyyah dengan merujuk pada kitab Syarh Sullam al-Taufig.251 

Di samping itu, dibahas pula tentang hukum membeli barang 
seharga Rp 0. 50,-, dengan menyerahkan uang satu rupiah, kemudian 
menerima barang dengan pengembalian Rp. 0,50,-. Menurut Muktamar, 
jual beli tersebut hukumnya sah dengan mengutip pendapat imam 
Syafit, dan sebagian ulama Maliki.252 Jawaban dalam masalah ini 
bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada 
kasus pertukaran riyal atau dinar. Misalnya dalam kitab al-Umm:263 


Mia S0 bad Jap Sai og Klo olaslg Nila laci jlud Kisan Lgi ash jl 


.JINI gal p Lal aa Tika OY ob 
Artinya: “Seandainya penjual menjual baju kepada seorang pembeli dengan 
harga setengah dinar, kemudian pembeli memberi uang satu dinar, dan pemilik 
baju kemudian memberinya setengah dinar emas, maka yang demikian itu 
tidak mengapa, karena (penyerahan setengah dinar dari penjual) ini 
merupakan penjualan yang baru, bukan penjualan yang pertama.” 

Dibahas juga tentang hukum jual beli mercon untuk berhari raya 
atau pengantin dan lain sebagainya. Muktamar menjawab bahwa, jual 
beli mercon adalah sah, dengan alasan karena ada maksud baik, berupa 
adanya perasaan gembira menggembirakan hati dengan suara petasan 
itu.264 Semua kitab referensi yang dijadikan rujukan dari jawaban 


260'A lawi as-Saggaf, Tarsyih al-Mustafidin..., h. 226. 

261Muhammad Nawawi al-Jawi, Mirgah Su'ud al-Tasdig Syarh Sullam al- 
Taufig, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), h. 53. 

262Muhammad Ali al-Maliki, Syams al-Isyrag fi Hukmi al-Ta'amnmul bi al- 
Arwag, (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1921), h. 14. 

263 Muhammad bin Idris al-Syafi'1, al-Umm, vol. 3, (Mesir: Matba'ah al- 
Fanniyah al-Muttahidah, 1961), h. 32. 

2647aynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'in”, dalam Ianah al-Talibin, vol. 3, 
h. 71, Ibn Gasim al-Ghazzi, Fath al-Garib dalam Hasyiyah al-Bajuri, vol. 1, h. 
340-341, Sulayman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal ala Fath al-Wahhahb, vol. 3, h. 24, 
Ali al-Syibramalisi, “Hasyiyah Ali al-Syibramalisi”, dalam Nihayah al-Muhtaj, vol. 
3, h. 381. 
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pertanyaan di atas, tak satupun yang menyebut secara spesifik hukum 
mercon. Misalnya dalam kitab Fanah al-Talibin disebutkan: 


Haha yaa ca Ga NY SN UAN CDI CpsUahy Cal ageng Minal 3 S2 Lay 
SAI j CA yag Cononn LoP WS SA ON ema le si (al yaa 2d) 


Artinya: “Adapun mempergunakan atau menyalurkannya pada sedekah dan 
berbagai jalur kebaikan, makanan, pakaian dan hadiah yang tidak layak 
baginya, maka tidak termasuk mubadzir menurut pendapat yang lebih benar, 
karena dalam hal demikian itu, ia bertujuan baik, yakni ingin memperoleh 
pahala dan bersenang-senang. Oleh karenanya, mereka mengatakan bahwa 
tiada berlebihan dalam kebaikan dan tiada kebaikan dalam berlebihan.” 265 
Demikian juga rujukan dari kitab Fath al-Garib hanya menjelaskan 
secara umum transaksi yang dibolehkan apabila memenuhi syarat jual 
beli.266 Baru kemudian dalam kitab Hasyiyah al-Jamal terlihat dengan 
jelas bahwa hukum mercon di-ilhag-kan kepada hukum rokok. Dalam 
kitab tersebut dijelaskan: 


pasa had yag ad ita SAI deng GA ain (Ola el) al Jd 3 dh 
edi hal 3 Le Jala ola dng GA Fast telan tiap Ie Jala pl pal LI 
Al mera 003 pke LS LSI Jalil ng Bjid Aaleg Atap le Sa 


Artinya: “Dan yang benar dalam tail, bahwa rokok itu bermanfaat sesuai 
dengan tujuan dibelinya yaitu menghisapnya, dan mengingat rokok itu 
termasuk barang mubah karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka 
mengkonsumsinya berarti memanfaatkannya dengan cara yang mubah. 
Mungkin penjelasan yang terdapat dalam Hasyiyah al-Syaikh (al-Raml1), 
berangkat dari hukum haram. Atas dasar ini, harus dibedakan antara yang 
banyak dan yang sedikit, seperti telah diketahui dari penjelasan yang kami 
sebutkan. Karena itu, ia hendaknya mengkaji ulang.” 267 

Demikian juga rujukan kitab Hasyiyah 'Ali al-Syibramalisi menjelaskan 
hukum bolehnya jual beli rokok karena termasuk barang yang suci dan 
bermanfaat sama seperti memanaskan air dan berteduh dengannya 
(asap-pen).268 Oleh karena itu, jawaban dalam masalah ini bercorak 


ilhagi dan bersifat wagi'iyyah. 


265al-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati, I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 71. 

266Ibn Oasim al-Ghazzi, Fath al-Garib dalam Hasyiyah al-Bajuri, vol. 1, 
(Singapura: Sulayman Mari, t.th.), h. 340-341. 

267Sulayman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal..., vol. 3, h. 24. 

268'Al1 al-Syibramalisi, “Hasyiyah 'Ali al-Syibramalisi”, dalam Nihayah al- 
Muhtaj, h. 381. 
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Pada Muktamar NU ke-3 di Surabaya tahun 1928, dibahas tentang 
hukum membeli dinar emas dengan harga rupiah/uang kertas. 
Muktamar memutuskan dengan diperinci sebagai berikut: apabila 
dengan perjanjian pembayaran dengan perak, atau tidak dengan 
perjanjian apa-apa, maka hukumnya tidak sah, karena termasuk riba 
nasa't (tempo). Apabila dengan perjanjian pembayaran dengan uang 
kertas, maka hukumnya sah dan tidak termasuk riba. Sebagai catatan, 
demikian itu yang dimaksud dengan rupiah adalah rupiah perak, 
sebagaimana pada waktu Muktamar ke-3. Tetapi pada masa sekarang 
rupiah itu berarti uang kertas, maka hukumnya tidak riba apabila tidak 
ada perjanjian lain. Jawaban dalam masalah ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah, dengan merujuk pada kitab Syams al- Isyrag.269 

Kemudian dibahas pula tentang hukum pembelian secara 
remburs/inden, yaitu pesanan atas barang tertentu yang dikirim 
melalui pos dengan harga tertentu dan harus dibayar sebelum 
menerima dan melihat barang tersebut. Menurut pendapat yang lebih 
terang dalilnya (azhar), bahwa pemberian secara remburs itu tidak sah. 
Sedangkan pendapat kedua menyatakan sah, dengan ketetapan hak pilih 
bagi pembeli (khiyar) atas barang tersebut sekalipun telah sesuai 
dengan permintaannya. Jawaban dalam masalah ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah, dengan merujuk pada kitab Mughni al-Muhtaj.270 
Lalu dibahas tentang hukum pinjam sepotong kain lalu dikembalikan 
dengan uang seharga kain tersebut. Jawaban Muktamar adalah boleh 
(sah), karena yang demikian itu merupakan kinayah jual beli. Jawaban 
dalam masalah ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah, dengan 
menganalogikan pada dalil umum dalam kitab al-Gulyubi:271 

L0ye BAU OS Asgnnga 3 A6 19 ab 3 Lp OS La 
Artinya: “Apa yang jelas pada babnya dan tidak ada peluang hal lain pada 
temanya, maka itu merupakan kinayah pada lainnya.” 

Pada Muktamar ke-4 di Semarang tahun 1929, dibahas tentang 
hukum penukaran uang ringgit perak dengan sepuluh uang talenan 
(dari perak). Muktamar menjawab bahwa, penukaran tersebut di atas 
termasuk jual-beli “muddu-'ujwah” (campuran), yang menurut pendapat 
imam Malik, imam Syafii dan imam Hanbali hukumnya tidak boleh. 


269Muhammad Ali al-Maliki, Syams al-Isyrag fi Hukmi al-Ta'amnmul bi al- 
Arwag, (Indonesia: Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah, t. th.), h, 96-97. 

270Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj 'ala al-Minhaj, vol. 
2, h. 26. 

27.£yihabuddin al-Gulyubi, Hasyiyah al-Gulyubi, vol. 3, h. 236. 
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Sementara menurut imam Abu Hanifah hukumnya boleh. Jawaban 
dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah, dengan 
merujuk pada kitab al-Mizan al-Kubra.272 Dibahas pula tentang hukum 
penerima gadai mengambil manfaat setelah akad gadai selesai, padahal 
tidak ada ketentuan apapun di waktu akad atau di waktu khiyar. 
Jawaban Muktamar hal tersebut hukumnya boleh, dan tidak boleh 
diminta kembali. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyyah.22 
Kemudian dibahas pula tentang hukum disuruh membeli sesuatu, 
lalu dibelikan barang lain. Muktamar memutuskan bahwa, apabila ada 
tanda-tanda yang menunjukkan, bahwa yang dimaksudkan itu barang 
tertentu dengan sungguh-sungguh atau ditentukan, maka pesuruh tidak 
boleh membeli barang lainnya. Tetapi apabila diketahui, bahwa 
maksudnya memberi kebebasan sebagaimana biasanya, maka pesuruh 
boleh membeli barang sesukanya. Keputusan ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Hasyiyah al-Syarwani.274 
Lalu dibahas pula tentang hukum pakaian di tangan penjahit sampai 
lama sebab pemiliknya pergi. Muktamar menjawab bahwa, apabila 
tukang penjahit atau tukang penatu telah menerima ongkosnya, maka 
pakaian tersebut hukumnya sebagai barang titipan. Namun, apabila 
belum dibayar ongkosnya, maka pakaian itu menjadi gadaian yang 
diperhitungkan atas ongkosnya tersebut. Keputusan ini bercorak ilhagi 
dan bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada kasus baju yang 
ditinggal di pemandian sebagaimana dalam kitab Hasyiyah al- 
Bujayrimi:275 
BII ya La Lele Ali dg Alb 3 5 Oli) 2g Il alah Klo ale Lay D8 
lebih prt olasig dia Jo Witonts II Lo SSL Ielin 3 bi Os Ja ON 
BY) akad Ola Alia yA oya Sedoenn dg SE il ab OS bp Ol Letnan 
Artinya: “Pemilik pemandian tidak harus mengganti baju yang diletakkan 
seseorang tanpa memintanya untuk menjaganya sebagaimana yang terjadi 
sekarang ini. Begitu pendapat al-Halabi. Yakni meskipun pemilik pemandian 
tersebut teledor dalam menjaganya. Berbeda jika pemilik baju memang 


memintanya untuk menjaganya dan pemilik pemandian menerimanya, maka ia 
harus menggantinya seperti yang hilang jika ia teledor, seperti ketiduran atau 


272Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, vol. 2, h. 68. 

273Tbn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyah, vol. 2, h. 280. 
274al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani..., vol. 6, h. 301. 

275a|-Bujayrimi, Hasyiyah al-Bujayrimi ala al-Khatib, vol. 3, h. 303. 
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ditinggal bepergian tanpa meminta orang lain untuk menjaganya, meskipun 
akad sewa tersebut fasid.” 
juga seperti tukang setrika dalam kitab I'anah al-Talibin:?76 

“pel Ugh,a ay SY! a Lagu 3 (B2 ra) Ng kei P3 Bra : sala 
Artinya: “Yakni, diperbolehkan bagi tukang setrika menahan baju orang lain 
yang ada padanya sebelum mendapat bayaran, karena baju tersebut tergadai 
dengan upahnya.” 

Dibahas pula tentang hukum barang ditarik kembali sebab 
cicilannya belum lunas, dan uang angsurannya pada bulan-bulan yang 
lalu dianggap sebagai ongkos persewaan. Muktamar menjawab bahwa, 
jual beli tersebut hukumnya sah, asalkan penarikan kembali tidak 
ditentukan (menjadi syarat) di dalam waktu akad atau di dalam waktu 
khiyar. Apabila ditentukan di waktu akad atau di waktu khiyar, 
hukumnya tidak sah. Sebagaimana diketahui dalam kitab-kitab fikih. 
Walaupun jawaban masalah ini dapat ditemukan dalilnya dalam kitab- 
kitab fikih, namun karena Muktamar tidak mencantumkan rujukan satu 
kitab pun, sehingga metode yang digunakan dikategorikan tidak jelas 
(non metode) dan bersifat wagi'iyyah.277 Kemudian dibahas pula tentang 
hukum menambah harga barang dari ketentuan, misalnya seorang wakil 
menjual barang seharga Rp. 55,- dengan ketentuan ia mendapat persen 
Rp. 2,-. Kemudian barang tersebut dijual dengan harga Rp. 60,- (laba Rp. 
5,-), siapakah yang berhak menerima keuntungan tersebut. Jawaban 
Muktamar adalah, keuntungan tersebut menjadi hak pemilik barang, 
bukan hak wakilnya. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Syarh al-Mahalli dan Futiihat al- 
Wahhab.278 

Kemudian dibahas tentang orang yang menggarapkan tanahnya 
dengan ketentuan setiap hektar membayar Rp. 10,- kepada petani 
penggarap, dan petani penggarap juga harus membersihkan padi dan 
menjemurnya. Muktamar memutuskan bahwa hal semacam itu tidak 
boleh, karena pekerjaan membersihkan padi dan menjemur itu tidak 
termasuk pekerjaan menggarap sawah. Keputusan ini bercorak gault 
dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Fath al-Garib.279 
Dibahas pula tentang hukum menyewa tanah yang di dalamnya ada 


275Muhammad Syata al-Dinyati, I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 118. 

277Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 77. 

278Jalaluddin al-Mahalli, Syarh Mahalli “ala Minhaj, vol. 2, (Indonesia: al- 
Haramayn, t.th.), h. 42, dan al-Jamal, Futuhat al-Wahhab, vol. 3, h. 348. 

279Tbn Oasim al-Ghazzi, Fath al-9arib pada Hamisy Hasyiyah al-Bajuri, vol. 
2, h.26. 
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pohon yang tumbuh, kemudian menyewa tanahnya dengan persewaan 
yang ditentukan. Menurut Muktamar, hal tersebut tidak sah karena 
tanah tersebut adalah hak pembeli, bukan hak penjual. Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Fath 
al-Mu'in.280 

Kemudian dibahas tentang hukum menggarapkan tanah orang 
Islam kepada orang kafir dengan bagi hasil, dan benihnya dari pihak 
penggarap (mukhabarah). Apakah wajib membayar zakat atas hasilnya 
jika mencapai nisab? Muktamar memutuskan bahwa hal tersebut tidak 
wajib zakat, karena zakat itu diwajibkan kepada pemilik benih. 
Sedangkan dalam kasus ini, pemilik benihnya adalah orang kafir, dan 
kewajiban zakat itu disyaratkan harus Islam. Sebagaimana diketahui 
dalam kitab-kitab fikih. Namun karena tidak mencantumkan rujukan 
dari kitab apapun, maka jawaban masalah ini dikategorikan tidak jelas 
metodenya (non metode) dan bersifat wagi'iyyah.281 Lalu dibahas 
tentang hukum membeli buah-buahan di atas pohon dalam waktu yang 
ditentukan, seperti buah jeruk dan sebagainya dengan ketentuan 
mengambilnya tiga kali. Muktamar menjawab bahwa, pembelian 
tersebut hukumnya tidak sah karena terdapat sebagian buahnya yang 
belum masak. Keputusan ini bercorak gault dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab Tuhfah al-Muhtaj.282 

Pada Muktamar ke-5 di Pekalongan tahun 1930, dibahas tentang 
uang hasil sewa kursi untuk pertunjukan yang tidak dilarang oleh 
agama. Muktamar memutuskan bahwa uang tersebut halal, asal 
pertunjukannya tidak dilarang oleh agama, seperti perlombaan yang 
tidak dilarang. Sedangkan pertunjukan yang dilarang oleh agama tidak 
diputuskan oleh Muktamar, karena para ulama berselisih pendapat dan 
tidak ada dalil nas yang tegas yang menghalalkan atau 
mengharamkannya. Oleh karena tidak merujuk pada kitab apapun, 
maka jawaban dalam masalah ini dikategorikan tidak jelas metodenya 
(non metode) dan bersifat wagi'iyyah.283 

Dibahas pula tentang hukum membeli emas dengan uang kertas. 
Muktamar memilih pendapat yang mengesahkan jual beli dengan uang 
kertas tersebut karena menganggap bahwa uang kertas itu termasuk 
benda, sehingga tidak diharuskan persamaan  timbal-terima 


280 al-Malibari, Fath al-Mu'Tn pada I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 42-43. 

2817 ihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 79. 

282Tbn Hajar al-Haytami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj pada 
Hamisyi Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani, vol. 4, h. 461 dan 469. 

2838| ihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 82. 
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(mugabadah). Walaupun dalam jawaban ini Muktamar memilih 
pendapat yang mengesahkan, namun metode yang digunakan tetap 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan alasan karena yang 
dilakukan Muktamar bukan mentarjih dua pendapat melainkan 
menerima hasil tarjihan dalam kitab Syams al-Isyrag.284 

Kemudian dibahas pula tentang hukum membeli rumah dengan 
catatan supaya diselesaikan sesuai dengan gambar. Muktamar 
menjawab bahwa, hal tersebut tidak boleh (tidak sah sesudahnya atau 
sebelum tetapnya jual-beli). Tetapi jika ketentuan tersebut ditentukan 
di dalam akad atau bila membeli yang sudah ada dan penjelasaanya 
diperhitungkan dengan ongkos sepantasnya, maka hukumnya boleh 
(sah). Oleh karena tidak merujuk pada kitab apapun, maka jawaban 
dalam masalah ini dikategorikan tidak jelas metodenya (non metode) 
dan bersifat wagi'iyyah.285 

Pada Muktamar ke-7 di Bandung tahun 1932, dibahas tentang 
hukum menjual barang dengan dua harga, kontan dan kredit dengan 
akad sendiri-sendiri. Muktamar memutuskan bahwa, jual beli tersebut 
hukumnya sah dan tidak termasuk arti “riba” dalam hadis “Setiap 
hutang piutang yang menghasilkan keuntungan adalah riba”, asal 
masing-masing dengan akad sendiri-sendiri sebagaimana dimaklumi 
dalam kitab-kitab fikih. Namun karena tidak dicantumkan rujukan dari 
kitab apapun, maka jawaban dalam masalah ini dikategorikan tidak jelas 
metodenya (non metode) dan bersifat wagi'iyyah.286 Dibahas pula 
tentang hukum menjual bayaran yang belum diterima, yang keputusan 
hukumnya tidak sah karena belum dapat diterimakan barangnya. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada kitab al-Asybah wa al-Naza'ir.287 

Kemudian dibahas tentang hukum muwakkil memberikan uang 
Rp. 10,- kepada wakil untuk membeli ikan dan sesudah ikan diterima, 
wakil disuruh membeli ikan itu dengan harga 11,- dalam waktu satu 
hari. Menurut Muktamar, perwakilan tersebut hukumnya sah tanpa 
perselisihan dan jual beli antara majikan (muwakkil) dan wakilnya bila 
dengan prosedur (akad) tersendiri, maka hukumnya juga sah, karena 


284Muhammad Ali al-Maliki, Syams al-Isyrag..., h. 105. 

285 Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 88. 
286Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 116. 
287Jalaluddin al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, h. 287-288. 
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telah memenuhi syarat-syarat jual beli. Keputusan ini bercorak gault 
dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Tuhfah al-Habib.228 

Dibahas pula tentang hukum menjual kulit binatang yang tidak 
halal dimakan. Muktamar memutuskan bahwa, hukum menjual-belikan 
kulit binatang yang tidak halal dimakan sebelum disamak itu hukumnya 
tidak sah, karena kulit tersebut masih najis kecuali dengan cara 
pemindahan tangan dari ketentuan (tidak dimaksudkan secara khusus). 
Keputusan ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan 
menganalogikan pada kasus menjual rumah yang hanya dibangun 
dengan kotoran hewan sebagaimana dalam kitab Hasyiyah al-Syirwani 
wa al- Ubbadi:289 


Sllg paUaU Les mara Kmemdl Ul SUS yaUbg erlakla lili Ju mel lab balai 
ALI ye AJI JB SL Sgp memlly Jad8 AUali ya maki Ol pati Cal dit 


LO ya spr ARE Olo «ame 
Artinya: “Dikutip dari al-“Allamah al-Ramli tentang kebolehan menjual rumah 
yang hanya dibangun dengan kotoran hewan saja. Dari pernyataan beliau 
tersebut dapat dipahami bahwa, menjual gerabah atau tembikar yang bahannya 
dicampur dengan abu najis, seperti bejana tempat air (gentong: jawa), 
tempeyan dan alat-alat penuang air. Kejelasan diperbolehkan penjualan 
barang-barang tersebut adalah bahwa bahan najisnya itu merupakan barang 
yang dijual karena mengikuti bahan yang suci. Berdasarkan pendalaman Ibn 
Oasim, mabi'-nya hanyalah terbatas bahan sucinya saja. Sedangkan bahan najis 
diambil (pembeli) dengan hukum memindah hak kuasa khusus atas pengguna, 
maka bahan najisnya tidak berstatus sebagai mabi', meskipun sebanding 
dengan sebagian harga.” 

Pada Muktamar ke-8 di Jakarta tahun 1933, dibahas tentang 
hukum menyewakan rumahnya kepada orang Majusi, lalu Majusi 
tersebut menaruh dan menyembah berhala di rumah itu. Muktamar 
memutuskan bahwa, penyewaannya sah dan uang sewaannya halal, 
dengan tidak ada selisih pendapat ulama. Tetapi sewaktu menyewakan 
mengerti atau menduga kalau Majusi (penyewa) akan menyembah 
berhala dalam rumah itu, maka hukumnya haram, kecuali pendapat 
Imam Hanafi. Keputusan ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah 


288Sulayman al-Bujayrimi, Tuhfah al-Habib, 28 eds., vol. 3, h. 134. 
289al-Syirwani dan Ibn Oasim al-Ubbadi, Hasyiyah al-Syirwani wa al- 
“Ubbadi, vol. 4, h. 236. 
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dengan menganalogikan pada kasus yang terdapat pada kitab Fath al- 
Mu'in:290 


Bp BAN, jEb (La seken Al GB) Il ale (u3 ae ym) ilal  (U) 
Kawan Ka & lsg (dum di 23 Ae « aa l9 Ab lal Lula (Cu il 
MSI OT PI UV tai IA al le AI Olgedely total Kedai pan AI 
JB ane Il AL any — Ai ON GD ella CrakedS Angyidl pad Obor 
ar M3 ang Ab Il La Kana JI aka pai IS ya US yA9 eLagale BINI 


: cl 
Artinya: “Diharamkan juga menjual semisal anggur pada orang yang diyakini 
atau diduga akan menjadikannya minuman keras, atau budak amrad (anak laki- 
laki yang tampan) pada orang yang terkenal berbuat lacur dengannya, ayam 
jago untuk disabung, kambing jantan untuk diadu (dengan saling membentur 
kepala) atau sutera yang akan dikenakan oleh laki-laki. Demikian halnya haram 
menjual minyak wangi kepada orang kafir yang akan digunakan untuk 
mengharumkan berhala, atau binatang kepada orang kafir yang diketahui ia 
akan memakannya tanpa disembelih. Sebab menurut pendapat yang sahih, 
orang-orang kafir itu dikenai hukum syariat seperti kaum muslimin. Berbeda 
dengan pendapat Abu Hanifah. Oleh karena itu, tidak boleh membantu 
keduanya atau semisalnya dari setiap tasarruf yang dapat menjurus maksiat, 
secara meyakinkan atau dalam dugaan kuat. Meskipun begitu, jual belinya tetap 
sah.” 

Pada Muktamar ke-9 di Banyuwangi tahun 1934, dibahas tentang 
hukum menyewa tambak untuk mengambil ikannya dengan cara 
memancing atau menjaringnya, yang kadang mendapat ikan banyak dan 
kadang tidak dapat. Muktamar memutuskan bahwa, praktik sewa 
tersebut tidak sah, dan uang sewanya pun tidak halal karena barang itu 
tidak boleh menjadi hak milik dengan akad sewa. Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab 
Tanah al-Talibin.291 Dibahas pula tentang hukum menyewa tambak milik 
pemerintah. Menurut Muktamar, hukumnya sama dengan kasus hukum 
menyewa tambak untuk mengambil ikannya, yaitu tidak sah dan tidak 
halal persewaannya. Namun karena keputusan ini tidak merujuk pada 
kitab apapun, maka dikategorikan ke dalam corak tidak jelas metodenya 
(non metode) dan bersifat wagi'iyyah.292 


2907aynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'n” pada I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 
23-24. 

291Muhammad Syata al-Dinyati, I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 114. 

292Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha..., h. 145. 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 193 


Kemudian dibahas tetang hukum menyewa perahu dengan 
seperenam pendapatan, kemudian nelayan pinjam beberapa rupiah dari 
pemilik perahu, dengan perjanjian bahwa apabila tidak menyewa 
perahunya, maka wajib membayar pinjamannya seketika itu. Apakah 
praktik semacam ini dapat dibenarkan, dan apakah termasuk ke dalam 
larangan Nabi tentang pinjaman karena mengambil keuntungan. 
Keputusan Muktamar adalah, tidak sah akadnya, karena tidak ada 
ketentuan ongkos sewanya, sehingga semua pendapatan menjadi hak 
milik nelayan, dan wajib membayar sewa ongkos perahu menurut yang 
biasa, dan tidak masuk dalam larangan Nabi Saw. “Pinjaman karena 
menarik keuntungan”. Sebab disini yang mendapat keuntungan bukan 
yang memberi pinjaman, tetapi peminjam. Keputusan ini bercorak ilhagi 
dan bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada kasus sewa 
menggiling gandum atau sewa orang yang terdapat pada kitab Fath al- 
Wahhab dan Bughyah al-Mustarsyidin.293 

Pada Muktamar ke-10 di Surakarta tahun 1935, dibahas tentang 
ongkos sewa untuk pasar malam yang dipergunakan untuk biaya 
asrama yatim piatu atau fakir miskin. Muktamar memutuskan dengan 
menyandarkan hukumnya kepada hukum sebak bola dan pasar malam 
atau tonel, yaitu apabila sepak bola dan pasar malam atau tonel 
hukumnya haram, maka uang ongkos sewa tersebut juga haram, 
walaupun digunakan untuk asrama yatim piatu atau fakir miskin, 
karena mengingat kaidah menjauhi maksiat didahului dari mencari 
kebaikan. Jawaban ini merujuk pada hasil keputusan Muktamar NU ke- 
10 tentang hukum tonel dan pelakunya, namun karena dalam kasus ini 
dan kasus tentang hukum tonel tidak merujuk pada kitab apapun, maka 
keputusan ini dikategokan ke dalam corak tidak jelas (non metode) dan 
bersifat wagi'iyyah.294 

Dibahas pula tentang hukum melihat barang yang dijual dengan 
memakai kacamata. Muktamar memutuskan bahwa, tidak cukup melihat 
barang yang dijual, apabila dilihat dengan kacamata itu mengubah 
macam barang yang dijual dari pada dilihat dengan mata biasa, dan 
tidak sah penjualan itu karena kurang sempurnanya melihat. Keputusan 


2937akaria al-Ansari, Fath al-Wahhab dalam Muhammad al-Bujayrimi, al- 
Tajrid li Naf'i al-Abid, vol. 3, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1950), h. 167. 
Abddurahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Muusthafa al-Halabi, 
1952), h. 135. 

294Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 166. 
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ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab 
Hasyiyah al-Syargawi:?295 


Oya goa! YES Teler! bg ya Y 33 pa SL Ola CS mal ai A3 
Artinya: “Cukup melihat barang yang dijual, yakni walaupun melihatnya dari 
lubang dan bukan dari balik kaca seperti peralatan yang disebut kaca mata.” 
Tentu penekanan hukum ini kurang relevan untuk hari ini, apalagi 
dalam konteks menggunakan kacamata karena kurangnya penglihatan 
(rabun). 

Pada Muktamar ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, dibahas 
tentang hukum memberi ongkos pengetam padi dengan padi hasil 
pengetamnya. Jawaban Muktamar adalah tidak boleh memberi ongkos 
mengetam padi dari hasil pengetaman, menurut pendapat yang 
masyhur, tetapi menurut pendapat lain tidak dilarang. Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab al- 
Tsimar al-Yanfah dan Irsyad al-Sari.295 Kemudian pada Muktamar ke-12 
di Malang tahun 1937, dibahas tentang hukum menitipkan uang dalam 
bank. Muktamar menjawab bahwa, hukum bank dan bunganya sama 
dengan hukum gadai yang hukumnya telah ditetapkan dalam putusan 
Muktamar ke-2. Keputusan ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah 
dengan dianalogikan pada kasus gadai sebagaimana redaksi dalam kitab 
al-Asybah wa al-Naz@'ir, Fath al-Mu'an dan I'anah al-Talibin2” Tentu 
keputusan ini dalam konteks membahas bank konvensional, mengingat 
pada waktu itu belum ada bank syari'ah.298 

Pada Muktamar Ke-13 di Menes Banten tahun 1938, dibahas 
tentang hukum membeli padi dengan janji dibayar waktu panen. 
Misalnya seseorang menerimakan uang satu rupiah dengan janji dibayar 
satu kwintal pada waktu panen, padahal pada waktu panen sekwintal 
harganya dua rupiah. Muktamar memutuskan bahwa akad yang 
demikian itu termasuk akad fasid (tidak sah) dengan alasan, kalau 


295Abdullah al-Syargawi, Hasyiyah al-Syargawi 'ala Tuhfah al-Tullab, vol. 
2, (Indonesia: Dar al-Kutub al-'Tlmiyah, t. th.), h. 16. 

2965Muhammad Nawawi al-Jawi, al-Tsimar al-Yanfah 'ala al-Riyad al- 
Badi'ah, (Indonesia: al-Haramayn, 2006), h. 55, dan Syihabuddin Ahmad al- 
Oistalani, Irsyad al-Sari, vol. 4, (Beirit: Dar al-Fikr, t. th.), h. 177-178. 

2””Jalaluddin al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naz@'ir, (Mesir: Maktabah 
Mustafa Muhammad, t. th.), h. 86, Zaynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'1n” dalam 
Tanah al-Talibin, vol. 3, h. 53. 

298Pada tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan 
bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut, maka 
berdiri bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia 
(BMI). 
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dikatakan akad salam, maka menjadi akad salam yang fasid karena 
temponya dianggap tidak tentu. Pendapat ini merupakan pendapat 
imam Syafii dan Imam Abu Hanifah. Kalau dikatakan pinjam pun tidak 
tepat, karena tidak dikembalikan dengan sesamanya. Oleh karena 
akadnya tidak sah, maka wajib mengembalikan yang diterima. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada kitab Asna al-Matalib, Rahmah al-Ummah dan I'anah al-Talibin.299 

Kemudian dibahas tentang menyewa pohon karet dengan waktu 
terbatas, semisal sebulan atau setahun, untuk diambil getahnya. 
Muktamar memutuskan bahwa, akad tersebut tidak sah. 
Argumentasinya adalah, kalau menggunakan akad jual beli, maka tidak 
sah dengan alasan karena pohon karetnya tidak dibeli, dan juga karena 
dalam tempo terbatas. Kalau dengan akad sewa, juga tidak sah, menurut 
pendapat yang lebih sahih, karena barang (getah) tidak dapat dimiliki 
dengan akad persewaan. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Asna al-Matalib, Fath al-Mu'in 
dan Tanah al-Talibin30 

Dibahas pula tentang hukum pemberian hadiah untuk melariskan 
dagangannya dengan cara menyelipkan kertas yang ditulis nomor atau 
nama hadiah, tidak semua bungkus terselip kertas itu, atau dengan cara 
lain. Menurut Muktamar, penjualannya sah asal telah mencukupi syarat- 
syarat jual beli yang diperlukan, dan hadiahnya pun halal, karena tidak 
terdapat rugi untung karena hadiah itu, maka tidak termasuk judi. 
Namun karena keputusan ini tidak merujuk pada kitab apapun, 
walaupun dalam keterangannya disebutkan dari kitab-kitab fikih, maka 
keputusan ini dikategorikan ke dalam corak tidak jelas metodenya (non 
metode) dan bersifat wagi'iyyah.301 Lalu dibahas pula tentang hukum 
membeli serumpun pohon bambu, kemudian tumbuh beberapa bambu 
di sekelilingnya, apakah yang tumbuh itu hak pembeli ataukah hak milik 
penjual. Muktamar menjawab bahwa, kalau pembeliannya tidak 
dijanjikan memotong, maka yang tumbuh itu hak milik pembeli. 


2997Zakaria al-Ansari, Asna al-Matdalib, vol. 3, h. 134, Ibn Abdurrahman 
Muhammad al-Dimasygi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, (Mesir: 
Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), h. 146-147, al-Bakri Muhammad Syata al- 
Dimyati, I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 48. 

3007akaria al-Ansari, Asna al-Matalib, vol. 2, h. 31, Zaynuddin al-Malibari 
dan al-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati, Fath al-Mu'in dan I'anah al-Talibin, 
vo1.3, h. 110. 

301Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 219. 
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Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada kitab Tuhfah al-Muhtaj dan Hasyiyah 'Umayrah.302 

Pada Muktamar ke-14 di Malang 1939, dibahas tentang hukum 
mengadakan syirkah/perseroan dengan perbedaan uang modal dari 
masing-masing andilhower (ada yang dengan uang emas, ada pula 
dengan uang perak, berupa rupiahan, tengahan dan lain-lain). Menurut 
Muktamar, hukumnya tidak sah dengan mengutip pendapat mazhab 
Syafi'T, tetapi menurut salah satu pendapat mazhab Maliki dianggap sah. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada kitab Tuhfah al-Tullab dan Bidayah al-Mujtahid.303 

Kemudian dibahas pula tentang hukum pinjam dari koperasi. 
Muktamar memutuskan bahwa, pinjam dari koperasi atau lainnya, 
apabila dijanjikan memberi bunga (rente) dan janjinya itu dalam akad 
atau sesudah akad tetapi sebelum ada ketetapan pinjam, maka 
hukumnya haram dengan kesepakatan (mufakat) para ulama, karena itu 
termasuk pinjaman dengan menarik keuntungan. Tetapi apabila tidak 
dengan perjanjian bicara atau tulisan, maka hukumnya boleh dengan 
tidak ada selisih pendapat di antara para ulama. Kalau dengan 
perjanjian dengan tulisan zonder dibaca, atau tentang bunga itu telah 
menjadi kebiasaan, walaupun tidak dijanjikan, maka hukumnya ada dua 
pendapat yaitu haram, dan yang kedua boleh. Keputusan ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada beberapa kitab.304 

Lalu dibahas tentang hukum asuransi jiwa, di mana seseorang 
membayar tiap bulan uang yang ditentukan dalam tempo sepuluh tahun 
umpamanya. Apabila orang itu mati sebelum waktu yang 
ditanggungkan, maka di kantor asuransi harus memberi ganti yang telah 
ditentukan untuk para ahli warisnya. Demikian pula apabila telah 
sampai waktu penanggungan. Muktamar menjawab bahwa 


302Tbn Hajar al-Haytami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hamisyi Abdul Hamid al- 
Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani, vol. 4, h. 502. Syihabuddin Ahmad al-Barisi 
“Umayrah, “Hasyiyah 'Umayrah “ala Syarh al-Mahallr, dalam Gulyubi wa 
Umayrah, vol. 2, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), h. 229. 

3037akaria al-Ansari, “Tuhfah al-Tullab” pada Hamisy Abdullah al- 
Syargawi, Hasyiyah al-Syargawi, vol. 2, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah al- 
Kubra, t.th.), h. 106, Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, 
vol. 1, (Beirut: Dar al-Kitab Al-Arabi, 2006), h. 550. 

304AI-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati, Fanah al-Talibin, vol. 3, h. 26, 
Ibn Hajar al-Haytami, “Tuhfah al-Muhtaj..” pada Hasyiyah al-Syirwani, vol. 4, 
(Mesir: at-Tijariyah al-Kubra, t.th.), h. 296, Zaynuddin al-Malibari, “Fath al- 
Mu'in” pada I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 64-66, dan Abdurrahman Ba'alawi, 
Bughyah al-Mustarsyidin, h. 186. 
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mengasuransikan jiwa atau lainnya di kantor asuransi hukumnya 
haram, karena termasuk judi. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Risalah Bakhit al-Muti'1.305 

Pada Muktamar ke-15 di Surabaya tahun 1940, dibahas tentang 
hukum tidak mau membeli di toko orang Islam. Muktamar menjawab 
bahwa meninggalkan tolong menolong di antara umat Islam itu ada 
yang wajib, yaitu meninggalkan membantu maksiat, sebagaimana 
firman Allah, yang artinya: “Kamu sekalian jangan tolong menolong 
dalam perkara dosa dan penganiaya”, dan ada yang haram, seperti 
meninggalkan membantu atas fardu 'ayn, dan seperti tidak membantu 
pada orang yang mendapat bahaya. Adapula yang sunah, yaitu 
membantu meninggalkan suatu urusan yang dibenci oleh agama. Ada 
pula yang makruh, seperti tidak membantu dalam urusan yang dianggap 
baik oleh agama, di antaranya tidak membeli di toko orang Islam, dan 
ada juga yang bertentangan dengan keutamaan (khilaf al-aula) seperti 
meninggalkan urusan yang utama, juga ada pula yang yang membantu 
itu boleh seperti tidak membantu dalam urusan mubah. Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab 
Kasyifah al-Saja dan al-Ibda' fi Madarr al-Ibtida'.306 

Dibahas pula tentang hukum menjual padi di tangkainya dengan 
tempo atau kontrak, yang jawaban hukumnya adalah tidak sah. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada kitab Tuhfah al-Habib dan al-Figh “ala Madzahib al-Arba'ah307 Lalu 
dibahas tentang hukum menyusulnya anggota perseroan pada syirkah. 
Muktamar memutuskan bahwa, tidak boleh menyusul andilhower, 
begitu pula tidak sah perseroan sebelum kumpul uang andilnya 
menurut pendapat yang asah, tetapi menurut pendapat yang 
memperbolehkan (bay'mu'atah), maka hukumnya boleh. Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab 
Hasyiyah Kamtsari:208 


305Bakhit al-Muti't, “Risalah Syaykh Bakhit”, pada Majalah Nur al-Islam, 
tahun ke-6, vol. 1, h. 267. 

306Muhammad Nawawi al-Jawi, Kasyifah al-Saja 'ala Safinah al-Naja, 
(Mesir: Mustafa al-Halabi, 1343 H.), h. 106-107. 

307Sulayman al-Bujayrimi, Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib, vol. 3, 
(Mesir: al-Tagaddum al-Tlmiyah, t.th), h. 5, dan Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh 
ala Madzahib al-Arba'ah, vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 248. 

308a1-Kamtsari, “Hasyiyah Kamtsart”, pada Hamisy Yusuf al-Ardabili, al- 
Anwar li A'mal al-Abrar, vol. 1, (Mesir: Mustafa al-Halabi, t. th.), h. 209. 
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aga RA ya BENSIN 2530 3 LL Gal SA US Alba SNI Oi ee 
Artinya: “Ketahuilah bahwa khilafiyah tentang transaksi tanpa ijab gabul 
seperti halnya berlaku dalam jual beli berlaku juga dalam transaksi harta (lain) 
seperti persewaan, gadai, hibah dan semisalnya.” 
Rujukan ini jika dikaitkan dengan jawaban Muktamar, tentu masih 
kurang memadai, karena belum mencantumkan rujukan yang 
membahas hukum ketidak-bolehan perseroan sebelum kumpul uang 
andilnya. Apalagi pendapat yang menghukumi tidak sah merupakan 
pendapat yang terkuat. 

Kemudian dibahas tentang hukum hasil perkebunan yang dibeli 
dengan uang haram. Muktamar memutuskan dengan perincian sebagai 
berikut: apabila sewaktu membeli, penjual mengerti bahwa uangnya itu 
haram, maka halal perkebunan dan juga hasilnya. Tetapi apabila penjual 
tidak mengerti, maka haram perkebunan tersebut berikut hasilnya, 
sehingga penjual telah meluluskan (merelakan) atau dibayar lagi 
dengan uang halal. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab Fath al-Mu'n.209 Dibahas pula hukum jual 
kontrak (penjual tempo dengan janji yang tertentu dalam tempo yang 
tertentu pula), yang apabila salah satu dari pembeli dan penjual tidak 
memenuhi janji, maka dikenakan denda tertentu. Muktamar 
memutuskan bahwa penjualan itu tidak sah apabila janji-janji itu dalam 
akad atau setelah akad tapi belum ada ketetapan penjualan. Keputusan 
ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab 
Syarh al-Mahalli dan Tarsyih al-Mustafidin.31 

Pada Konferensi Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama di Surabaya 
tahun 1957, dibahas tentang peninjauan kembali hukum borg dan gadai, 
yang terdiri dari beberapa poin: (a) hukum bank dan segala bentuk dan 
macamnya, (b) uang rente/bunga yang dipungut oleh bank pegadaian 
dan lain sebagainya dari orang yang mengebankkan, (c) hukum NV, CV, 
Firma dan sebagainya yang mengambil uang bank dengan ditentukan 
membayar bunganya kepada bank, dan kalau tidak mau membayarnya 
tidak diberi hutang. Apakah yang demikian itu telah sampai pada taraf 
darurat yang memperbolehkan mahdzurat, dan apakah tulis menulis 
dalam perjanjian itu sama dengan lafal. Muktamar memutuskan sebagai 
berikut: mengenai poin a dan b, jawabannya sama dengan keputusan 


3097aynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'in”, pada Inah al-Talibin, vol. 3, h. 
13. 

310Jalaluddin al-Mahalli, Syarh Minhaj al-Talibin pada Hamisyi al-Gulyubi 
dan Umayrah, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), h. 177, dan Alawi al-Saggaf, 
Tarsyih al-Mustafidin, (Beirut: Dar al-Fikr,t. th.), h. 226. 
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Muktamar NU ke-2 di Surabaya, Muktamar NU ke-12 di Malang, 
Muktamar NU ke-14 di Magelang, dan Muktamar NU ke-17 di Madiun 
yang membahas tentang masalah gadai, kredit, koperasi, dan bank. 
Sedangkan masalah c, tidak termasuk kategori darurat. Oleh karena itu, 
jawaban hukumnya terdapat tiga pendapat, yaitu: haram, halal, dan 
syubhat. Sementara Muktamar berpendapat bahwa yang lebih berhati- 
hati adalah haram. Keputusan ini bercorak tagrir jamaf dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada berbagai kitab fikih.311 

Pada Konferensi Besar Pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama 
ke-1 di Jakarta tahun 1960, dibahas tentang hukum menyerahkan 
kambing untuk dipelihara dengan janji mendapat separuh anaknya atau 
tambahannya. Keputusannya adalah, hukum akad tersebut tidak sah, 
sebab anak dan tambahan itu bukan dari pekerjaan pemeliharaan 
tersebut. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
merujuk pada kitab al-Igna"312 Dibahas pula tentang hukum asuransi 
jiwa, yang jawaban hukumnya sama seperti yang sudah diputuskan oleh 
Muktamar NU ke-14 tahun 1939, yakni mengasuransikan jiwa atau 
lainnya di kantor asuransi itu haram hukumnya, karena termasuk judi. 
Keputusan ini bercorak gault dan bersifat wagi'iyyah318 Tentu, 
seharusnya pembahasan ini tidak perlu dibahas kembali jika keputusan 
hukumnya sama persis, tinggal penanya diberikan jawaban 
sebagaimana hasil keputusan Mumtamar ke-14. 

Kemudian pada Muktamar ke-23 di Solo tahun 1962, dibahas 
tentang hukum akad indekost. Muktamar memutuskan bahwa akad 
dalam indekost tersebut adalah akad ju'alah (menyanggupi) yang sah 
sebagaimana ju'alah memelihara orang sakit. Keputusan ini bercorak 
ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada redaksi 
dalam kitab Futuhat al-Wahhab:314 


311al-Bakri bin Muhammad Syata al-Dimyati, Ianah al-Talibin, vol. 3, h. 
26, Ibn Hajar al-Haytami, “Tuhfah al-Muhtaj..., pada Hasyiyyah al-Syirwani, vol. 
4, h. 296, Zaynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'n”, pada I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 
64-66. 

312Muhamad al-Khatib al-Syarbini, “al-Igna”, pada Tuhfah al-Habib, vol. 3, 
(Mesir: Matba'ah al-Tagadum al-Ilmiyah, t.th.), h. 176. 

313Muhammad Bakhit al-Muti'i, “Risalah Syaikh Bakhit al-Muti'T”, pada al- 
Nahdhah al-Islamiyah, h. 471 dan 472. Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al- 
Fugaha'..., h. 317. 

314Sulayman al-Jamal, Futuhat al-Wahhab..., vol. 3, h. 623 
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“JM 223 Vig (cowabl Gortuel ongg LAI lu 
Artinya: “(Sub Masalah) boleh melakukan akad ju'alah untuk menyembuhkan 
penyakit dengan doa (bacaan) yang diperbolehkan, seperti penjelasan telah 
lewat, merawat orang sakit dan mengobatinya, meskipun hewan. Kemudian 
apabila seseorang menentukan akad itu dengan batas tertentu, seperti (sampai) 
sehat dan kesehatan itu terwujud, maka pekerja berhak mendapat biaya yang 
disebutkan dalam akad. Bila tidak terwujud, maka ia berhak mendapat biaya 
standar.” 

Pada Muktamar NU ke-25 di Surabaya tahun 1971, dibahas 
tentang hukum mendepositokan dalam Bank. Dalam hal ini, jawaban 
Muktamar merujuk berdasarkan keputusan Muktamar NU ke 12 tahun 
1937 dan Muktamar NU ke-2 tahun 1927, maka hukum mendepositokan 
uang kepada bank tersebut ada tiga pendapat, yaitu (a) haram, (b) halal 
dan (c) syubhat. Dalam hal ini, Muktamar berpendapat bahwa yang 
ahwat (lebih hati-hati/baik adalah pendapat yang pertama) adalah 
haram. Oleh karena itu, walaupun dalam hal ini tidak mencantumkan 
rujukan lagi, namun jika merujuk pada keputusan Muktamar ke-2 dan 
ke-12, maka keputusan ini bercorak tagrir jama'i dan bersifat 
wagi 'iyyah.315 

Pada Munas NU di Kaliurang Yogyakarta tahun 1981, dibahas 
tentang peranan uang emas/perak diganti dengan uang kertas, cek, 
obligasi, saham perusahaan dan macam-macam surat berharga lainnya. 
Keputusan Munas adalah uang kertas, cek, obligasi, saham-saham 
perusahaan dan sesamanya, apabila telah mencapai seharga emas satu 
nisab dan telah mencapai haul, maka wajib zakat seperti emas. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada kitab al-Figh “ala al-Madzahib al-Arba'ah, keputusan Muktamar NU 
ke-5, dan Mauhibah Dzi al-FadI.316 

Pada Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, dibahas tentang 
masalah cek, yang jawabannya adalah, dalam muamalahjtijarah 
hukumnya boleh. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab Takmilah al-Majmu'317 Dibahas pula tentang 
hukum pembayaran menggunakan cek kosong, yang jawaban hukumnya 
adalah tidak sah, sebab termasuk tsaman majhul. Keputusan ini 


315Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 350. 

316Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 100. 

317Tagiyuddin Ali bin Abdul Kafi al-Subki,, Takmilah al-Majmu: (Jeddah: 
Maktabah al-Irsyad, t. th.), vol. 12, h. 176-177. 
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bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab 
Mughni al-Muhtaj.218 

Kemudian dibahas juga tentang mencairkan cek mundur dengan 
mendapatkan potongan berdasarkan persentase. Jawaban Muktamar 
sesuai dengan akadnya: (a) kalau dalam akad jual beli, maka hukumnya 
sah, sebab cek termasuk dapat dimanfaatkan (muntafa' bih): (b) kalau 
dengan akad gard, maka tidak sah, karena termasuk gard yang menarik 
kemanfaatan/keuntungan. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Ahmad Fasani.31? 


OP 3 Eta ol) bo seb Tadi er UDA JST aah Ayang Lejhg Lam dita 


Mes 
Artinya: “Yang dimanfaatkan secara indrawi maupun syar'i, sesuai dengan 
keumuman hadis, “Semua transaksi peminjaman yang mendatangkan 
keuntungan (bagi pihak yang memberi pinjaman) manfaat termasuk riba.” (HR. 
Bayhagi, dari Ibn Abbas). 
Rujukan dalam menjawab masalah ini masih kurang memadai, jika 
dikaitkan dengan jawaban yang ditawarkan dengan memberikan 
perincian, sementara redaksi rujukan hanya berbicara seputar akad 
gard. 

Kemudian pada Munas NU di Pesantren Ihya Ulumuddin 
Kesugihan Cilacap tahun 1987, dibahas tentang koperasi simpan pinjam 
(Kosipa), apakah uang administrasi termasuk riba dan apakah wajib 
zakat. Munas memutuskan sebagai berikut: (1) akad pengumpulan 
modal dalam “Kosipa” tidak sah menurut ketentuan syara”: (2) uang 
administrasi yang dipungut oleh Kosipa dari setiap anggota yang 
meminjam uang hanyalah merupakan “istilah lain” dari bunga, maka 
pungutan uang administrasi tersebut dapat dimasukkan dalam makna 
hadis Nabi Muhammad Saw., “Semua peminjaman yang dapat 
menyebabkan adanya sesuatu manfaat, maka hukumnya riba.”: (3) oleh 
karena akad pengumpulan modal dalam “Kosipa” tersebut tidak dapat 
memenuhi ketentuan “syirkah”, maka masalah zakatnya dikembalikan 
kepada masing-masing anggota “Kosipa” tersebut. Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab 
Manhaj al-Tullab.320 


318Muhamad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz al- 
Minhaj, vol. 2, (Beirat: Dar al-Fikr,t. th.), h. 78. 

319Ahmad Fasani, Mawahib al-Samad fi Hall Alfaz al-Zubad, vol. 2, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t. th.), h. 78. 

3207akaria al-Ansari, “Manhaj al-Tullab”, pada Fath al-Wahhab, vol. 1, 
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Pada Muktamar ke-28 di Pondok Pesantren al-Munawwir 
Krapyak Yogyakarta tahun 1989, dibahas tentang hukum menjual 
barang dengan dua macam harga. Muktamar memutuskan bahwa, 
menjual barang dengan dua macam harga jika dilakukan dalam satu 
akad, hukumnya tidak boleh/tidak sah. Tetapi jika dilakukan dengan 
akad mustagil (akad yang terpisah), maka hukumnya boleh/sah. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada pendapat Ibn Hajar al-Haytami dan Zakaria al-Ansari.221 Dibahas 
pula tentang muamalah dalam bursa efek, yang keputusannya adalah 
muamalah dalam bursa efek (pasar modal) itu terdapat praktik gharar. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada beberapa kitab.322 Kemudian dibahas pula tentang nama akad 
program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Muktamar memutuskan 
bahwa TRI termasuk akad ijarah, muzara'ah, mukhabarah, dan 
termasuk wakalah. Oleh karena itu, pelaksanaan TRI seperti tersebut 
dalam pertanyaan (soal) termasuk muamalah fasidah. Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada beberapa 
kitab.323 

Kemudian dibahas tentang hukum hasil dari kerja pada pabrik bir 
dan tempat hiburan maksiat, dan menjariyahkan/amal untuk tempat 
ibadah. Muktamar memutuskan bahwa, hasil dari kerja pabrik bir dan 
tempat maksiat adalah tidak dibenarkan dalam syariat Islam, dan 
menjariyahkan atau amal untuk amal ibadah tidak diterima. Keputusan 
ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab 
Mughni al-Muhtaj dan Ihya' Ulumuddin.22 Untuk lebih jelasnya, lihat 
tabel nomor 4.5. 


(Bandung: Syirkah Ma'arif, t. th.), h. 217. 

321Tbn Hajar al-Haytami, Tuhfah al-Muhtaj..., vol. 4, h. 294, dan Zakaria al- 
Ansari, Fath al-Wahhab..., vol. 1, h. 175-176. 

322Mahfuz al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadl, vol. 4, h. 29, al-Hisni, Kifayah 
al-Akhyar..., vol. 1, h. 234 dan (Semarang: Thaha Putra, t. th.), vol. 1, h. 195. 

3287akaria al-Ansari, Fath al-Wahhab, vol. 1, h. 192 dan 247, Sulayman al- 
Jamal, Futuhat al-Wahhab..., vol. 1, h. 192, Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al- 
Bajuri... vol. 1, h. 352. 

324Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj..., vol. 2, h. 337, al- 
Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 81. 
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Tabel 4.5 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode dan Jenis Masailnya 
di Bidang Jual Beli & Rekayasa Ekonomi 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi Persentase 
1 Gauli 40 67, 8 Yo Wagi'iyyah 59 100Yo 
2 Tagrir Jama'i | 3 5 Y9 Maudi'iyyah - 
3 Ilhag 8 13, 6 Yo Ganiiniyyah 
4 Manhaji - 
5 Non Metode 8 13, 6 Yo 
Jumlah 59 100 Yo Jumlah 59 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Wakaf, Masjid & Pertanahan 

Pada Muktamar ke-3 di Surabaya tahun 1928, dibahas tentang 
hukum mengarak puncak kubah (mustaka), yang jawabannya adalah, 
perayaan mengarak mustaka itu hukumnya boleh, karena tidak terdapat 
larangan dalam agama. Adapun baik dan buruknya tergantung kepada 
mereka yang mengerjakan. Hal tersebut telah maklum bagi mereka yang 
berpengetahuan tentang ilmu fikih. Jawaban masalah ini bersifat 
wagi'iyyah dan tidak jelas metodenya (non metode), karena tidak 
mencantumkan dalil apapun.325 Dibahas pula tentang hukum 
membangun bangunan di atas tanah kuburan yang diwakafkan oleh 
wali. Muktamar menjawab bahwa hukumnya tidak boleh, kecuali bagi 
ahli waris wali tersebut. Sebagai catatan, tanah kuburan dalam soal di 
atas harus diangggap milik wali tersebut, dan oleh karenanya menjadi 
milik ahli warisnya. Metode yang digunakan dalam masalah ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Fath al-Mu'in 
dan I'anah al-Talibin.326 

Kemudian pada Muktamar ke-4 di Semarang tahun 1929, dibahas 
tentang hukum uang wakaf untuk pembangunan masjid digunakan 
untuk membiayai pekerjaan bangunan. Menurut Muktamar, hukumnya 
boleh, karena pembangunan seperti itu telah menjadi kebiasaan yang 
berlaku. Metode yang digunakan dalam masalah ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada pendapat Ibnu Hajar al- 
Haytami.3227 Kemudian pada Muktamar ke-5 di Pekalongan tahun 1930, 
dibahas tentang hukum memakai sandal yang ditemukan di masjid, 
misalnya karena sandalnya hilang. Muktamar menjawab bahwa tidak 
boleh hukumnya, karena sandal tersebut adalah temuan (lugatah). 


325Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkamul Fugaha'..., h. 53. 


326a|-Malibari, “Fath al-Mu'9n”, pada I'anah al- Talibin, vol. 3, h. 161. 
327Ibnu Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra..., vol. 3, h. 261. 


204 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada kitab Bughyah al-Mustarsyidin.228 

Pada Muktamar ke-6 di pekalongan tahun 1931, dibahas tentang 
hukum makan di masjid yang lazim membikin kotor. Muktamar 
memutuskan dengan perincian: apabila berkeyakinan atau mempunyai 
perkiraan akan mengotori masjid dengan barang najis, maka makan di 
dalam masjid itu hukumnya haram. Namun, apabila tidak yakin dan 
hanya mengotori dengan sesuatu yang tidak najis, maka hukumnya 
kurang baik (khilaf al-aula). Hukum haram dan khilaf al-aula 
disebabkan karena membuat kotor masjid itu yang mengakibatkan 
kewajiban untuk menghilangkan seketika itu juga barang najis tersebut. 
Adapun soal makan di dalam masjid hukumnya adalah boleh. Keputusan 
ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab 
Tanah al-Talibin dan Fatawa Husayn al-Maghribi.229 

Kemudian pada Muktamar ke-8 di Jakarta tahun 1933, dibahas 
tentang hukum mendirikan masjid di luar batas desanya sampai kira- 
kira sejauh 50 meter. Namun walaupun di luar batas, tetapi masih 
termasuk desa itu. Muktamar memutuskan bahwa boleh dan sah 
mendirikan Jum'at di masjid tersebut asal tempatnya masih termasuk 
desa itu, yakni belum diperbolehkan gasar di tempat itu bagi orang 
yanng bepergian (musafir). Namun, apabila tidak termasuk desa itu, 
maka tidak sah mendirikan Jum'at. Keputusan ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada pendapat Zaynuddin al- 
Malibari dan Zakaria al-Ansari.330 

Kemudian pada Muktamar ke-9 di Banyuwangi tahun 1934, 
dibahas tentang hukum mendirikan masjid di wilayah Islam yang 
penduduknya orang-orang Islam. Muktamar memutuskan bahwa, 
mendirikan masjid itu hukumnya sunah muakkadah. Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab al- 
Siraj al-Munir dan al-Fatawa al-Kubra221 Pada Muktamar ke-10 di 
Surakarta tahun 1935, dibahas tentang tempat (musala) yang 
diwakafkan untuk sembahyang, apakah menjadi masjid sebagaimana 


328Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 178. 

329Muhammad Syata al-Dimyati, I'anah al-Talibin, vol. 2, h. 262, dan 
Husayn Ibrahim al-Maghribi, al-Fatawa Husayn Ibrahim al-Maghribi, (Bogor: 
Maktabah “Arafah, t.th.), h. 51. 

3307aynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'in”, dalam Tanah al-Talibin, vol. 2, 
h. 59, dan Zakaria al-Ansari, Asna al-Matalib, vol. 2, 112-113. 

331AIY al-Azizi, al-Siraj al-Munir, vol. 1, h. 24, dan Ibnu Hajar al-Haytami, 
al-Fatawa al-Fighiyyah al-Kubra, vol. 4, h. 244. 
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keterangan dalam kitab Safinah. Muktamar memutuskan bahwa tempat 
itu tidak menjadi masjid apabila tidak diniatkan menjadi masjid. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada kitab Mughni al-Muhtaj dan I'anah al-Talibin.382 

Kemudian pada Muktamar ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, 
dibahas tentang hukum nadzir masjid membeli tegel kembang untuk 
masjid, dengan uang yang diwakafkan untuk masjid. Muktamar 
memutuskan bahwa menurut pendapat yang kuat (muktamad) 
hukumnya tidak boleh, sementara menurut pendapat yang lain 
hukumnya boleh. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab al-Fatawa al-Fighiyah al-Kubra.333 
Kemudian dibahas tentang hukum memindah bagian masjid, atap 
masjid dipindah ke atap kamar mandinya, dan bolehkah mengambil 
alat-alat masjid yang telah rusak. Muktamar memutuskan bahwa tidak 
boleh mengambil alat-alat masjid dipergunakan untuk yang lain, kecuali 
diperuntukkan untuk masjid, dan tidak boleh dijual atau diberikan ke 
orang lain, tetapi kalau sudah rusak dan tidak dapat dipakai maka 
menjadi hak milik masjid. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Inah al-Talibin dan Fath al- 
Mu'in.334 

Pada Muktamar ke-12 di Malang tahun 1937, dibahas tentang 
hukum menukar tanah wakaf untuk masjid dengan tanah yang lebih 
banyak manfaatnya. Muktamar memutuskan bahwa haram menukarkan 
tanah wakaf menurut madzhab Syafit. Sementara menurut madzhab 
Hanafi boleh asalkan dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada kitab Hasyiyah al-Syargawi3?5 Kemudian pada Muktamar ke-13 di 
Menes Banten tahun 1938, dibahas tentang hukum inventarisasi kantor 
yang dibeli dengan uang sumbangan dengan maksud wakaf. Jawaban 
Muktamar adalah inventaris itu tidak menjadi wakaf kalau tidak 
diucapkan oleh hakim atau nadzir dengan wakaf. Keputusan ini 
bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada 
kasus budak yang dibeli, sebagai ganti dari wakafan yang mati, tidak 


332Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj..., vol. 2, h. 517, 
dan Muhammad Syata al-Dimyati, anah al-Talibin, vol. 3, h. 160. 

333Tbn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Fighiyyah al-Kubra, vol. 3, h. 285. 

334Muhammad Syata al-Dimyati, I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 179-180, dan 
Zaynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'1n” pada I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 182. 

335a|-Syargawi, Hasyiyah al-Syargawi “ala al-Tahrir, vol. 2, h. 178. 
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menjadi barang wakaf hingga hakim mewakafkannya, sebagaimana 
termaktub dalam kitab Asna al-Matalib.326 
Pada Muktamar NU ke-14 di Magelang tahun 1939, dibahas 
tentang hukum memperbaiki masjid dan sesamanya (seperti madrasah 
atau memelihara anak yatim) dengan uang yang dipungut dari pasar 
malam. Muktamar memutuskan bahwa, kalau dalam pasar malam itu 
terdapat yang dilarang oleh agama, maka haram uang tersebut, karena 
termasuk yang dipungut secara tidak benar, dan haram pula 
memperbaiki masjid dan sesamanya dengan uang itu. Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada pendapat 
Ibn Hajar al-Haytami dan al-Ghazali.387 Kemudian pada Muktamar ke-16 
di Purwokerto tahun 1946, dibahas tentang kas masjid dinamakan 
baitul mal. Muktamar memutuskan bahwa kas masjid tidak dapat 
dinamakan baitul mal yang teratur menurut syara', sebab kas tersebut 
hanya khusus untuk masjid, dan baitul mal yang teratur memang tidak 
akan dijumpai sampai turunnya Nabi Isa as. Keputusan ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Syarh al- 
Rahabiyah.?38 
Pada Konbes NU ke-2 di Jakarta tahun 1961, dibahas tentang 
hukum memperdagangkan barang wakaf. Konbes memutuskan kalau 
yang dimaksud barang wakaf itu barang hasil dari wakaf untuk masjid 
yang lebih dari kebutuhan masjid, maka hukumnya menurut fatwa 
sebagian ulama  mutaakhir adalah boleh (tidak dilarang) 
diperdagangkan. Kalau tidak demikian, artinya maugif 'alayh bukan 
masjid, atau tidak lebih dari kebutuhan maugif 'alayh, maka haram 
diperdagangkan. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab Hasyiyah Umayrah.339 Dibahas pula tentang 
hukum status wakaf alat-alat masjid yang sudah rusak. Konbes 
memutuskan bahwa, alat-alat masjid yang sudah rusak yang tidak patut 
dipakai lagi kecuali dibakar, masih tetap berstatus wakafnya, tetapi 
boleh dijual apabila kemaslahatannya hanya dengan cara dijual, kecuali 
menurut segolongan ulama. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat 


336 Zakaria al-Ansari, Asna al-Matalib, vol. 3, h. 474. 

387Tbn Hajar al-Haytami, al-Zawijir 'an Igtiraf al-Kaba'ir, vol. 1, (Beirut: 
Dar al-Fikr, 1983), h. 230, dan al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, vol. 4, h. 458. 

388Muhammad bin Muhammad Sabt al-Maradini, Syarh al-Rahabiyah fi 
Ilmi al-Fara'id, 11th eds., (Damaskus: Dar al-Galam, 2004), h. 33. 

339Syihabuddin Ahmad al-Barlisi/Umayrah, Hasyiyah Gulyubi wa 
“Umayrah, vol. 3, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1956), h. 110. 
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wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Fath al-Mu'in dan I'anah al- 
Talibin.340 
Pada Muktamar ke-23 di Solo tahun 1962, dibahas tentang 

hukum membangun gedung madrasah di tanah yang diwakafkan untuk 
masjid. Muktamar memutuskan bahwa hukumnya tidak boleh, apabila 
diketahui bahwa hal itu benar-benar menyalahi janji wagif. Namun 
apabila tidak menyalahi, maka boleh asalkan tidak bertentangan dengan 
adat kebiasaan. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab Fath al-Wahhab dan Tuhfah al-Muhtaj.4 
Kemudian dibahas tentang wakaf untuk sekolah negeri, yang hukumnya 
adalah sah, karena wakaf itu tidak disyaratkan nyata-nyata adanya 
gurbah (mendekatkan diri kepada Allah), tetapi juga harus tidak 
maksiat (durhaka). Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab Fath al-Garib.342 

Pada Muktamar ke-25 di Surabaya tahun 1971, dibahas tentang 
hukum menggunakan tanah untuk madrasah, kaitannya dengan wakaf. 
Jawaban Muktamar diperinci sebagai berikut: (a) barang-barang dan 
gedung-gedung belum menjadi barang wakaf, (b) yang berhak membuat 
atau menjadikan barang-barang wakaf dan membuat syarat-syaratnya 
adalah wagif (orang yang mewakafkan), panitia yang mengumpulkan, 
dan hakim syart: (c) yang berkompeten menjadi nazir adalah, kalau 
wagif menentukan maka nazir-nya adalah orang yang ditentukan oleh 
wagif. Kalau wagif tidak menentukan, maka nazir-nya adalah panitia 
yang mengumpulkan. Kalau panitia itu sudah tidak ada, maka yang 
berkompeten menjadi nazir adalah hakim syar'i, apabila tidak ada nazir 
yang khas: (4) tidak boleh sebagian dari anggota panitia pindah ke 
organisasi lain, memiliki dan membuat peraturan-peraturan atau 
manazirnya. Keputusan ini bercorak gault dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab Asnad al-Matalib dan Tuhfah al-Muhtaj.23 
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel nomor 4.6. 


3407aynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'in”, pada I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 
179, 180, dan 182. 

3417akaria al-Ansari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Tullab, vol. 1, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiah, 1996), h. 442. 

342Tbn al-Gasim al-Ghazi, Fath al-Garib, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), 
h. 46. 

3437akaria al-Ansari, Asna al-Matalib, vol. 3, h. 474, Ibn Hajar al-Haytami, 
al-Syarwani dan al-Ubbadi, Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyai al-Syarwani wa al- 
“Ubbadi, vol. 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 298. 
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Tabel 4.6 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode & Jenis Masailnya di 
Bidang Wakaf, Masjid & Pertanahan 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi Persentase 
1 Gauli 17 89,4 Yo Wagi'iyyah 19 100 Yo 
2 Tagrir Jama'i - Maudu'iyyah 
3 Ilhag 1 5,3 Y6 Ganuniyyah 
4 Manhaji - 
5 Non Metode 1 5,3 Y9 
Jumlah 19 100 Yo Jumlah 19 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Jinayah (Kriminal) 

Pada Muktamar ke-2 di Surabaya tahun 1927, dibahas tentang 
hukum menghukum dengan pekerjaan berat atau dengan denda uang. 
Muktamar memutuskan bahwa, menghukum dengan pekerjaan berat itu 
boleh, tetapi menghukum dengan denda itu tidak boleh. Pendapat ini 
merujuk pada kitab Tanwir al-9ulub dan Fatawa al-Kurdi344 sehingga 
dapat dikategorikan menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah. 
Namun begitu, Muktamar menawarkan solusi agar kaum muslimin yang 
harus melaksanakan tazir dengan memungut uang untuk mengikuti 
pendapat imam Malik (yang memperbolehkannya). Kemudian pada 
Muktamar NU ke-12 di Malang tahun 1937, dibahas tentang saksi 
diminta bersumpah supaya tidak berdusta. Muktamar memutuskan 
bahwa, tidak boleh menurut madzhab Syafii dan boleh menurut 
pendapat ulama dari madzhab Hanafi, apabila disangsikan 
kebenarannya. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab Fath al-Wahhab dan al-Fawa@'id al- 
Makkiyah.345 

Kemudian pada Muktamar NU ke-13 di Menes Banten tahun 1938, 
dibahas tentang pengertian darurat menurut syara'. Menurut Muktamar, 
sesungguhnya yang diartikan darurat (darurah) yaitu urusan yang 
apabila tidak dikerjakan akan binasa atau mendekati binasa. Keputusan 
ini bercorak gault dan bersifat maudi'iyyah dengan merujuk pada kitab 
al-Asybah wa al-Nazd'ir348 Kemudian dibahas pula tentang hukum 
menyumpah pendakwa yang sudah mempunyai bukti. Menurut 


344Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Yulub, dan Muhammad 
Sulayman al-Kurdi, Fatawa al-Kurdi, (Bogor: Maktabah Arafah, t.th.), h. 97. 

345Zakaria al-Ansari, “Fath al-Wahhab”, pada Tajrid li Naf'i al-'Abid, vol. 4, 
h. 402, Alawi al-Saggaf, al-Fawa'id al-Makkiyyah, h. 60. 

346Jalaluddin al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, h. 60-61. 
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Muktamar, pendakwa yang mempunyai bukti boleh disumpah dalam 
tujuh perkara, dan sumpahnya itu dinamakan sumpah istizhar. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada kitab Tuhfah al-Tullab347 Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada 
tabel nomor 4.7. 


Tabel 4.7 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode & Jenis Masailnya di 
Bidang Jinayah (Kriminal) 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase Masail Frekuensi | Persentase 
1 Gauli 4 100 Yo Wagi'iyyah 3 75 Yo 
2 Tagrir Jama'i - Maudi'iyyah | 1 25 Y9 
3. Ilhag - - Ganuniyyah - 
4 Manhaji 
5 Non Metode - 
Jumlah 4 100 Yo Jumlah 4 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Aliran dan Mazhab 

Pada Muktamar ke-1 tahun 1926, sebagai bentuk kesadaran 
bermazhab dalam NU, pembahasan pertama yang dibahas adalah 
hukum bermazhab. Muktamar memutuskan bahwa pada saat itu (1926), 
wajib hukumnya bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat 
mazhab yang tersohor dan aliran mazhabnya telah dikodifikasikan 
(mudawwan). Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat maudi'iyyah 
dengan mengutip pendapat al-Sya'rani, Ibn Hajar al-Haytami dan 
Muhammad Bahit al-Muti'1.248 

Dibahas pula tentang pendapat tokoh (imam) yang boleh 
difatwakan. Muktamar memutuskan bahwa yang boleh atau dapat 
dipergunakan berfatwa ialah: (a) pendapat yang terdapat kata sepakat 
antara imam al-Nawawi dan imam al-Rafi'i, (b) pendapat yang dipilih 
oleh imam al-Nawawi saja, (c) pendapat yang dipilih oleh imam al-Rafi't 
saja: (d) pendapat yang didukung oleh ulama mayoritas: (e) pendapat 
ulama yang terpandai: dan (f) pendapat ulama yang paling wira'i. 
Standard ini mengutip pendapat imam Syata al-Dimyati dengan corak 


TU 


3477akaria al-Ansari, “Tuhfah al-Tullab”, pada Hamisy al-Syargawi, vol. 2, 
h. 475-476. 

348Lihat: Abdul Wahhab al- Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, vol. 1, h. 34, Ibn 
Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyyah, vol. 4, h. 307, dan 
Muhammad Bahit al-Mutii, Sullam al-Wusul Syarh Nihayah al-Sul, vol. 3, (Mesir: 
Bahrul Ulum, t.th.), h. 921. 
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gauli dan bersifat maudu'iyyah,?? dan belakangan kriteria ini dikenal 
dengan istilah tagrir jama' dalam sistem penetapan hukum bahtsul 
masail NU. Kemudian dibahas juga hukum seorang hakim membuat 
keputusan berdasarkan pendapat kedua (al-gaul al-tsani) dalam 
masalah perselisihan antara suami-istri (syigag). Muktamar menjawab 
boleh apabila untuk kemaslahatan suami-istri dan tidak ada jalan lain 
kecuali dengan mempergunakan al-gaul al-tsani tersebut. Pendapat ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat 
Jalaluddin al-Mahalli, “Alawi al-Saggaf dan Abu Ishag “Alawi al-Syirazi.350 

Kemudian pada Muktamar ke-3 di Surabaya tahun 1928, dibahas 
tentang tarekat Tijaniyah beserta baiat Barzakhiyyah apakah 
mempunyai sanad muttasil (tersambung) kepada Rasulullah, dan 
apakah dianggap sebagai tarekat yang sah dalam Islam. Muktamar 
menjawab dengan menganalogikan pada keumuman pendapat 
Zaynuddin al-Malibari, bahwa tarekat semua syaikh atau guru tarekat 
berdasarkan kepada kitab Tuhan (al-Our'an) dan hadis.251 Oleh karena 
itu, keputusan dalam masalah ini bercorak ilhagi dan bersifat 
wagi'iyyah. Dari pendapat al-Malibari ini yang tidak menyebut secara 
spesifik tentang tarekat Tijaniyah, Muktamar berkesimpulan bahwa 
tarekat Tijaniyah mempunyai sanad muttasil kepada Rasulullah beserta 
baiat Barzakhiyah dan dapat dianggap sebagai tarekat yang sah dalam 
Islam.352 

Kemudian pada Muktamar ke-6 tahun 1931, dibahas tentang 
hukum orang yang tidak mengetahui syarat dan rukun memasuki 
tarekat, yang jawabannya adalah boleh apabila mempunyai keyakinan 
atau perkiraan bahwa sesudah masuk tarekat akan dapat mempelajari 
pengetahuan agama. Akan tetapi, bila tidak mau mempelajari 
pengetahuan agama sesudah masuk tarekat, maka hukumnya tidak 
boleh, bahkan lebih dahulu wajib mempelajari dasar-dasar pokok agama 
(usuluddin), dan kemudian baru perinciannya (hukum ibadahnya). 


349Syata al-Dimyati, , 'anah al-Talibin, vol. 1, h. 19. 

350Jalaluddin al-Mahalli, “Syarh Mahalli “ala al-Minhaj”, pada Hasyiyah al- 
Oulyubi wa Umayrah, vol. 3, h. 308, al-Sayyid Alawi al-Saggaf, “al-Fawa'id al- 
Makkiyah”, dalam Majmu'ah Sab'ah Kutub Mufidah, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 
tth.), h. 53, dan Abu Ishag Alawi al-Syirazi, “al-Tanbih”, dalam Syarh al-Tanbih 
al-Suyuti, vol. 2, (Berut: Dar al-Fikr, 1996), h. 639. 

3517aynuddin al-Malibari, “Hidayah al-Adzkiya”, dalam Nawawi al- 
Bantani, Kifayah al-Atgiya, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), h. 27. 

352Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha..., h. 55. 
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Pendapat ini juga bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
mengutip pendapat al-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati.353 

Dibahas pula tentang menekuni membaca al-Our'an dan lain-lain 
apakah termasuk tarekat muktabar. Jawaban Muktamar bercorak gauli 
dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Syaikh Nawawi al- 
Jawi, bahwa hal tersebut termasuk tarekat muktabar.254 Lalu dibahas 
pula mengenai tarekat Tijaniyah, dan tarekat lainnya, serta perbedaan 
tarekat dan syariat. Jawaban Muktamar bercorak ilhagi dan bersifat 
wagi'iyyah sebagaimana pembahasan tarekat Tijaniyah pada Muktamar 
ke-3 tahun 1928.355 

Pada Muktamar NU ke-7 di Bandung tahun 1932, dibahas tentang 
hukum tidak mengetahui ilmu mustalah al-hadits mengajar hadis. 
Muktamar memutuskan bahwa, boleh memberi pelajaran dan 
menafsirkan hadis-hadis yang tidak palsu (maudu'), yang tersebut 
dalam kitab-kitab yang sudah terkenal asal penafsirannya sesuai dengan 
penafsiran ulama yang terkenal. Keputusan ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab al-Fatawa al- 
Haditsiyah.356 Kemudian pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi tahun 
1934, dibahas tentang hukum mengamalkan pendapat yang 
bertentangan dengan pendapat mazhab yang empat. Muktamar 
memutuskan bahwa, tidak boleh menjalankan pendapat yang 
bertentangan dengan pendapat mazhab empat, apabila tidak 
mengetahui syarat-syaratnya dan segala ketentuannya. Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Fath 
al-Mu'n dan I'anah al-Talibin.357 

Kemudian pada Muktamar NU ke-10 di Surakarta tahun 1935, 
dibahas tentang hukum pindah dari tarekat ke tarekat lain, dan 
mengusir orang-orang dari masjid untuk dipergunakan tawajuh 
(menjalankan wirid) dalam masjid tersebut. Muktamar memutuskan 
bahwa, pindah dari satu tarekat ke tarekat lain, hukumnya adalah boleh 
asal dapat mengikuti semua syarat yang ditentukan. Adapun 
mengeluarkan orang-orang dari dalam masjid, apabila masjid itu 


353a1-Bakri Muhammad Syata al-Dinmyati, Kifayah al-Atgiya' wa Minhdaj al- 
Asfiya', (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), h. 12. 

354Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 110-111. 

355Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugah@'..., h. 111-112. 

356Tbn Hajar Al-Haytami, al-Fatawa al-Haditsiyah, (Mesir: Mustafa al- 
Halabi, 1971), h. 228. 

357Zaynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'in”, dalam Ianah al-Talibin, vol. 4, 
h. 217. 
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ditentukan wakafnya untuk para ahli tarekat, atau dengan keridaan 
orang-orang yang dikeluarkan, maka tidak dilarang mengeluarkannya. 
Tetapi kalau masjid itu tidak ditentukan wakaf khusus untuk para ahli 
tarekat dan tidak dengan keridaan yang dikeluarkan, maka hukumnya 
haram mengeluarkan orang-orang tersebut. Keputusan ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada beberapa kitab.258 

Pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, dibahas 
tentang hukum organisasi yang melarang meminjamkan hak miliknya 
kecuali pada anggotanya, dan bagaimana kaitannya dengan firman Allah 
dalam surah al-Ma'un. Muktamar memutuskan bahwa, penetapan 
peraturan itu boleh, karena dalam pokoknya meminjamkan itu hanya 
sunah, tidak wajib. Adapun firman Allah dalam surah al-Ma'in itu telah 
mansukh (dibatalkan), atau yang dimaksudkan dalam firman Allah itu 
adalah keseluruhannya, yakni: melarang meminjamkan, berlaku kasar 
terhadap yatim piatu dan tidak mengajukan memberi pertolongan 
kepada orang-orang miskin dan lain-lain. Keputusan ini bercorak gault 
dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Hasyiyah al- 
Syargawi.359 Kemudian dibahas tentang berhukum langsung dengan al- 
Our'an dan hadis tanpa memperhatikan kitab fikih yang ada. Muktamar 
menjawab bahwa, sesungguhnya hal yang demikian itu tidak boleh, dan 
yang berbuat demikian tidak benar juga sesat dan menyesatkan. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
padakitab Tanwir al-Gulib.3650 

Pada Muktamar NU ke-12 di Malang tahun 1937, dibahas hukum 
yang sama, yaitu tentang menjalankan apa yang tersebut dalam al- 
Our'an dan hadis, tanpa mazhab. Jawaban Muktamar sama dengan 
keputusan Muktamar NU ke-11 tahun 1936 bahwa, orang itu tidak 
benar, sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, keputusan ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab yang sama.361 
Kemudian dibahas tentang Cabang/MWC/Ranting NU yang tidak 
mengerjakan anggaran dasar NU yang telah ditetapkan apakah 
termasuk orang yang tidak menepati janji. Muktamar memutuskan 


358Sulayman al-Zuhdi al-Nagsyabandi, Majmu'ah al-Rasa'il, Muhammad 
Syata al-Dimyati, anah al-Talibin, vol. 3, h. 169, dan al-Syarbini, Mughni al- 
Muhtaj, vol. 2, h. 522. 

359Abdullah al-Syargawi, Hasyiyah al-Syargawi 'ala Tuhfah al-Tullab, vol. 
2,h.90. 

360Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili, Tanwir al-Gulub fi Mu'amalah 
Allam al-Ghuyub, (Beirit: Dar al-Fikr, 1994), h. 75. 

361Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili, Tanwir al-Gulub..., h. 75. 
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bahwa, tetapnya menjadi cabang atau ranting NU itu setelah menerima 
blesit. Apabila telah menerima ketetapan, maka wajib mengerjakan 
segala anggaran dasarnya. Apabila tidak dapat mengerjakan yang tidak 
karena maksud salah, dan tidak sengaja untuk tidak menepati janji, 
maka tidak berdosa. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Sullam al-Taufig.352 

Pada Muktamar NU ke-13 di Menes Banten tahun 1938, dibahas 
tentang hukum memasuki organisasi Islam, yang keputusan hukumnya 
adalah, bagi orang yang berkeyakinan tidak dapat menjaga agamanya 
kecuali dengan memasuki organisasi Islam, maka wajib menjadi anggota 
organisasi untuk menjaga agamanya. Keputusan ini bercorak ilhagi dan 
bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada keumuman 'ibarah 
dalam kitab Sullam al-Taufig:?53 


AU onani Lag di g09 Aa dlanl Sai aelana IS eU ( J2) 
Artinya: “Setiap muslim berkewajiban menjaga keislamannya, serta 
melindunginya dari apapun yang merusaknya dan membatalkannya.” 
Kemudian dibahas pula tentang tuduhan terhadap organisasi Nahdlatul 
Ulama sebagai sesuatu yang bid'ah, apakah orang yang menuduh 
tersebut terlepas dari golongan Islam dan menjadi kufur. Menurut 
Muktamar, orang tersebut tidak keluar dari golongan Islam, tetapi salah 
pengertian, karena belum paham anggaran dasar NU. Sebab NU itu 
berdasar haluan ahlus-sunnah wal jama'ah, sebagaimana tersebut dalam 
anggaran dasar NU, walaupun tidak terdapat nama besar NU pada 
zaman Rasulullah saw., karena nama itu hanya sekedar logika yang tidak 
perlu menjadi dasar pertentangan. Keputusan ini tidak jelas metodenya 
(non metode) karena tidak merujuk pada kitab apapun, dan bersifat 
wagi 'iyyah.354 
Pada Muktamar NU ke-14 di Magelang tahun 1939, dibahas 
tentang pengertian “al-sawad al-azam” dalam hadis Nabi, yang 
jawabannya mengutip pendapat Muhammad Bakhit al-Muti'T, Abdullah 
Ba'alawi al-Haddad dan Abdul Wahhab al-Sya'rani dengan corak gauli 
dan bersifat maudi'iyyah, bahwa dalam bidang usuluddin mengikuti 
mazhab Asy'ari dan dalam bidang furu'iyyah mengikuti salah satu di 
antara mazhab yang empat.365 Dibahas pula tentang hukum diam di 


362Salim bin Samir al-Hadrami, Sullam at-Tauftg, (Pekalongan: Maktabah 
Raja, t. th.), h. 49. 

363Abdullah bin Tahir, “Sullam al-Taufig”, pada Mirgah Su'id al-Tasdig, 
(Indonesia: Syirkah Nur Asia, t. th.), h. 9. 

364Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugah@'..., h. 226. 

365Muhmmad Bakhit al-Mutig, Sullam al-Wusul Syarh Nihayah al-Sul, vol. 
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tengah merajalelanya bid'ah dan kezaliman, dan menjadi anggota salah 
satu organisasi Islam. Muktamar memutuskan bahwa, kalau di suatu 
tempat telah ada yang tempil melakukan amar mar'riif nahi munkar yang 
mencukupi, maka hukum ulama tersebut tidak haram. Tetapi kalau 
tidak ada yang tampil ke muka atau belum mencukupi, maka hukumnya 
haram. Adapun menjadi anggota organisasi Islam, maka lebih utama, 
bahkan ada yang wajib, seperti orang yang berkeyakinan tidak dapat 
menjaga kehormatan agama kecuali dengan menjadi anggota organisasi 
Islam. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
merujuk pada kitab al-Da'wah al-Tammah.365 

Kemudian dibahas tentang sebab diwajibkan mengikuti salah satu 
dari empat madzhab. Muktamar memutuskan bahwa, kewajiban umat 
Islam untuk mengikuti empat mazhab itu, karena dikhawatirkan 
mencampurkan antara yang hak dan yang batil, atau tergelincir dalam 
kesalahan, atau mengambil yang mudah saja. Keputusan ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab beberapa 
rujukan kitab.367 

Pada Muktamar NU ke-15 di Surabaya tahun 1940, dibahas 
tentang mana yang didahulukan antara mendatangi rapat organisasi 
demi kepentingan Islam, atau mengajar agama di pesantren. Muktamar 
memutuskan bahwa, mendahulukan yang lebih baik dan utama. 
Keputusan ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan 
menganalogikan pada keumuman 'ibarah dalam kitab Gawa'id al-Ahkam 
fi Masalih al-Anam.388 

Kemudian pada Muktamar ke-16 di Purwokerto tahun 1946, 
dibahas tentang hukum memerangi tentara musuh yang sudah ada di 
tengah-tengah kita. Jawaban Muktamar diperinci sebagai berikut: (1) 
berperang menolak penjajah dan para pembantunya adalah wajib 'ayn 
atas setiap-tiap jiwa, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang 
juga berada di tempat yang dimasuki oleh mereka itu (penjajah atau 


3, (Mesir: Bahr al-Ulum, t.th.), h. 921, Abdullah Ba'alawi al-Haddad, al-Sa'ih al- 
Diniyyah, (Semarang: Thoha Putera, t.th.), h. 7, dan Abdul Wahhab al-Sya'rani, 
al-Yawagit wa al-Jawahir, vol. 1, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 19590, h. 3. 

366Abdullah bin Alwi al-Haddad, al-Da'wah al-Tammah wa al-Tadzkirah 
al-Ammah, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1933), h. 11. 

367Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 9, Abdul Wahhab 
al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, vol. 1, h. 34, Ibn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al- 
Fighiyah al-Kubra, vol. 4, h.307, dan Muhmmad Bakhit al-Mutri, Sullam al- 
Wusul..., vol. 3, h. 921 dan vol. 4, h. 580-581. 

368Muhammad TIzzuddin bin Abdissalam, Gawa'id al-Ahkam fi Masdalih al- 
Anam, vol. 1, (Damaskus: Dar al-Galam, 2000), h. 91. 
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pembantunya): (2) wajib 'ayn pula atas jiwa-jiwa yang berada di dalam 
tempat-tempat yang jaraknya kurang dari 94 km. terhitung dari tempat 
mereka itu (musuh): (3) wajib kifayah atas semua orang-rang yang ada 
di tempat-tempat yang jaraknya sampai 94 km. tersebut: dan (4) jikalau 
jiwa-jiwa yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas tidak mencukupi 
untuk menolaknya, maka jiwa yang tersebut di dalam poin 3 wajib 
membantu sampai cukup. Keputusan ini bercorak gault dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada beberapa pendapat ulama.369 

Pada Munas Alim Ulama di Sukorejo Situbondo tahun 1983, 
dibahas tentang kriteria al-kutub  al-mu'tabarah. Muktamar 
memutuskan bahwa, al-kutub mu'tabarah fi masa'il al-diniyah 'indana 
ialah kitab-kitab “ala al-madzhab al-arba'ah. Keputusan ini bercorak 
ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada keumuman 
'ibarah dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, 'anah al-Talibin dan al- 
Fawa'id al-Makkiyah.370 Tentu kriteria ini masih terlalu umum dan 
belum jelas standarnya, karena karya ulama-ulama dari empat mazhab 
ini sangat banyak. Untuk lebih jelasnya, lihat table nomor 4.8. 


Tabel 4.8 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode & Jenis Masailnya 
di Bidang Aliran atau Mazhab 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi | Persentase 
1 OGauli 16 72,7 Yo Wagi'iyyah 19 86,4 Yo 
2 Tagrir Jama'i - Maudu'iyyah 3 13,6 Yo 
3 Ilhag 5 22,7 Yo Ganiiniyyah - 
4 Manhaji - 
5 Non Metode 1 4,6 Yo 
Jumlah 22 100 Yo Jumlah 22 100 Yo 


369Sulayman al-Bujayrimi, al-Tajrid Ii Naf'i al-Abid, vol. 4, h. 251, Ibrahim 
al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, vol. 2, h. 269, Zakaria al-Ansari, “Fath al-Wahhab”, 
pada Hamisy Sulayman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh Manhaj al-Tullab, 
vol. 5, (Mesir: Mustafa Muhammad, t. th.), h. 191, al-Nawawi, Raudah al-Talibin, 
2th eds., vol. 3, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1985), h. 214-1215, Ibn Abidin, 
Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, vol. 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al- 
Arabi, t. th.), h. 219-210, dan al-Mawardi, al-Hawii al-Kabir, vol. 18, (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1994), h. 161-163. 

370Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 8, Muhammad 
Syata al-Dimyati, I'anah al-Talibin, vol. 1, h.17, dan 'Alawi al-Saggaf, “al-Fawa'id 
al-Makkiyah” dalam Majmu'ah Sab'ah al-Kutub al-Mufidah, (Mesir: Mustafa al- 
Halabi, t. th.), h. 50. 
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Keputusan Hukum di Bidang Siyasah (Politik) 

Pada Muktamar ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, dibahas 
tentang apakah negara Indonesia termasuk negara Islam. Muktamar 
memutuskan bahwa, negara Indonesia dinamakan “negara Islam” 
karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun 
pernah direbut oleh kamu penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap 
selamanya. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat maudiu'iyyah 
dengan merujuk pada pendapat dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin.271 
Kemudian pada Muktamar ke-16 di Purwokerto tahun 1946, dibahas 
tentang hukum orang Islam masuk organisasi yang tidak berdasar Islam. 
Muktamar memutuskan bahwa orang Islam yang masuk perkumpulan 
atau partai yang tidak berdasar Islam ditafsil sebagai berikut: (a) jika 
sekiranya merugikan Islam, maka haram, (b) jika sekiranya 
menguntungkan Islam, maka baik: dan (c) jika sekiranya tidak 
merugikan dan menguntungkan Islam, maka boleh (ja'iz).72 Keputusan 
ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada 
keumuman prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar. 

Pada Muktamar ke-20 di Surabaya tahun 1954, dibahas tentang 
sah tidaknya keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954, 
bahwa presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno, adalah waliyul amri 
daruri bi al-syaukah. Muktamar berpendapat bahwa betul, sudah sah 
keputusan tersebut. Keputusan ini bercorak gaulr dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada pendapat al-Ghazali dan al-Hisni.373 
Kemudian dibahas tentang sandiwara dengan propaganda Islam, yang 
keputusan hukumnya tidak boleh, apabila di dalamnya terdapat 
kemungkaran. Keputusan ini bercorak manhaji dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk merujuk pada kaidah fikih:374 


(BI Ae ALA INA setel | 


Artinya: “Bila ada halal dan haram (dalam suatu kasus), maka yang haram yang 
dimenangkan.” 


371Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 254. 

372Muhammad bin Muhammad al-Rua'aini al-Maliki, “Gurrah al-Ayn li 
Syarh Waragat”, pada Lata'if al-Isyarat, vol. 4, (Bandung: al- Ma'arif, t.th.), h. 23 
dan 55, dan Muhammad Nawawi al-Bantani, Mirgah Su'ud al Tasdig..., h. 16. 

373Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, vol. 1, h. 157, dan Abu Bakar 
bin Muhammad al-Hisni al-Dimasygi, Kifayah al-Akhyar, vol. 2, h. 110. 

374Abdullah bin Sulayman al-Jurhuzi, “al-Mawahib al-Saniyah” pada al- 
Asybah wa al-Naza'ir, (Mesir: Amin Abdul Majid, 1955), h. 156. 
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Pada Konferensi Besar Syuriyah di Jakarta tahun 1960, dibahas 
tentang ulama di pemerintahan, apakah termasuk dalam sabda 
Rasulullah: 


A83 DUS Iladg maglalle IM cone Ielalte Ala Ils Al ole ae Jul luas Lala 
Anaely any pagiliy Jul Nila 


Artinya: “Para ulama adalah kepercayaan para Rasul atas para hamba Allah 
selama mereka tidak bergaul dengan para penguasa. Akan tetapi kalau mereka 
bergaul dan berbuat demikian, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada 
para Rasul dan para hamba Allah, maka takut dan hindarilah mereka.” 
Kemudian dijelaskan pula dalam kitab Majmu' 218able218 Jawa 
karangan Kyai Sholeh Darat Semarang: “Ulama pejabat pemerintahan 
adalah orang-orang yang terhina dan tertipu.” Ulama NU memutuskan 
bahwa para ulama pejabat pemerintah itu tidak termasuk dalam hadis, 
dan tidak termasuk ke dalam pendapat K. Sholeh seperti tersebut di 
atas, jika menjabatnya karena ada hajat/darurat/kemaslahatan agama, 
dan dengan niat yang baik. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Is'ad al-Rafig.375 

Pada Konferensi Besar Syuriah di Jakarta tahun 1961, dibahas 
tentang apakah keputusan diharamkannya learn reform kecuali dalam 
keadaan darurat itu benar atau tidak. Menurut ulama NU, keputusan 
tersebut sudah benar, yang diperkuat dengan keterangan dari kitab- 
kitab fikih, sehingga keputusan ini dikategorikan ke dalam corak gault 
dan bersifat wagi'iyyah.376 Kemudian pada Muktamar ke-25 di Surabaya 
tahun 1971, dibahas tentang anggota DPR dari NU melanggar baiat. 
Muktamar memutuskan bahwa, jika mereka melanggar baiat, maka 
hukumnya berdosa. Sedangkan nilai dosanya sebagai berikut: (a) jika 
yang dilanggar itu persoalan yang mengakibatkan dosa kecil, maka 
dosanya termasuk dosa kecil: dan (b) jika yang dilanggar itu persoalan 
yang mengakibatkan dosa besar, maka dosanya termasuk dosa besar. 
Keputusan ini tidak jelas metode yang digunakan (non metode) dan 
bersifat wagi'iyyah karena tidak merujuk pada kitab apapun.277 Lihat 
218table nomor 4.9. 


375Muhammad Babasil, Isad al-Rafig “ala Sullam al-Taufig, vol. 2, 
(Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th.), h. 31. 

375Muhammad Yusuf Musa, al-Islam wa Hajah al-Insan Ilayh, 38 eds., 
(Kuwait: Maktabah al-Falah, 1978), h. 199-200, Abdul Gadir Audah, al-Islam wa 
Auda'una al-Siyasiyyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981), h. 272, dan 
Syihabuddimn al-Oulyubi, Hasyiyah al-Gulyubi, 38 eds., vol. 2, h. 156. 

377Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugah@'..., h. 257. 
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Tabel 4.9 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode & Jenis Masailnya di 
Bidang Siyasah (Politik) 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase Masail Frekuensi | Persentase 
1 Gauli 4 57,149 Wagi'iyyah 6 85,7 Y9 
2 Tagrir Jama'i - Maudu'iyyah 1 14, 3 Yo 
3 Ilhag 1 14, 3 Yo Ganuniyyah - 
4 Manhaji 1 14, 3 Yo 
5 Non Metode 1 14, 3 Yo 
Jumlah 7 100 Yo Jumlah 7 100 


Keputusan Hukum di Bidang Gender (Perempuan) 

Pada Muktamar NU ke-5 di Pekalongan tahun 1930, dibahas 
tentang air yang keluar sebelum melahirkan. Muktamar menjawab 
dengan perincian sebagai berikut: (a) apabila air yang keluar itu jernih, 
maka hukumnya seperti air sakit kencing dalam hal kenajisannya 
sehingga tetap wajib salat dan lain-lain, baik bersambung dengan haid 
sebelumnya atau terpisah, (b) apabila yang keluar itu darah atau air 
kuning yang terpisah dari haid sebelumnya, maka hukamnya adalah 
haid dengan menetapi syarat-syaratnya. Keputusan hukum dalam 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat dalam kitab al-Minhaj al-YGawim dan Bughyah al- 
Mustarsyidin.278 

Pada Muktamar ke-8 di Jakarta tahun 1933, dibahas tentang 
hukum wanita mendatangi kegiatan keagamaan yang tidak termasuk 
fardu 'ayn dengan berpakaian rapi dan memakai wangi-wangian. 
Muktamar memutuskan dengan perincian sebagai berikut: (a) haram 
apabila berkeyakinan mendapat fitnah3279 walaupun tidak berpakaian 
rapi dan tidak memakai wangi-wangian atau tidak diizinkan suaminya 
atau sayyidnya dan termasuk dosa besar, (b) apabila tidak yakin, tetapi 
menyangka adanya fitnah, maka hukumnya haram (dosa kecil): (c) 
kalau hanya ketakutan terjadinya fitnah, maka hukumnya haram 
makruh, dan (d) apabila berkeyakinan tidak adanya fitnah dan tidak 
melalui laki-laki lain, maka hukumnya boleh (mubah). Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Is'ad 
al-Rafig dan Futuhat al-Wahhab.380 


378Tbnu Hajar al-Haytami, al-Minhaj al-Gawim, (Indonesia: al-Haramayn, 
t.th.), h. 27, dan Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 32. 

379Yang dimaksud dengan fitnah adalah perzinahan dan mukaddimahnya. 

380Muhammad Babasil, Is'ad al-Rafig.., vol. 2, h. 136, dan Sulayman al- 
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Dibahas pula tentang hukum keluarnya wanita dengan wajah 
terbuka dan kedua tangannya dan bahkan kedua kakinya. Muktamar 
memutuskan bahwa dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut 
pendapat yang muktamad (kuat), hukum wanita tersebut adalah haram. 
Menurut pendapat lain, boleh wanita keluar untuk jual beli dengan 
terbuka muka dan kedua telapak tangannya. Demikian juga menurut 
mazhab Hanafi, yang demikian itu hukumnya boleh, bahkan dengan 
terbuka kakinya, apabila tidak ada fitnah. Keputusan ini bercorak gault 
dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Marag al-Falah dan 
Hasyiyah al-Bajuri.381 

Pada Muktamar ke-10 di Surakarta tahun 1935, dibahas hukum 
perempuan berdiri di tengah-tengah lelaki lain untuk pidato keagamaan. 
Muktamar memutuskan bahwa, perempuan yang berdiri di tengah- 
tengah lelaki lain hukumnya adalah haram, kecuali apabila dapat 
terhindar dari larangan agama Islam, seperti dapat menutup auratnya 
dan selamat dari segala fitnah. Jika itu dapat dilakukan, maka hukumnya 
boleh (ja'iz) karena suara perempuan tidak termasuk aurat, menurut 
pendapat yang paling sahih (asah). Keputusan ini bercorak ilhagi dan 
bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada hukum asal dari suara 
wanita.382 

Kemudian pada Muktamar ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, 
dibahas tentang hukum lelaki memulai salam kepada perempuan. 
Muktamar memutuskan sebagai berikut: (a) sunnah bagi lelaki memulai 
salam kepada perempuan, apabila perempuan tersebut merupakan 
istrinya sendiri, atau ada hubungan mahram atau jariyah (budak 
perempuan)-nya, atau nenek-nenek yang telah lanjut usia dan tidak 
menimbulkan asmara, atau kepada wanita yang baik perbuatannya: (b) 
makruh memulai salam kepada perempuan yang masih menimbulkan 
asmara dan tidak berombongan dengan wanita-wanita yang baik 
perbuatan, dan tidak pula disertai para lelaki: dan (c) boleh memulai 
salam, apabila pemberi salam berombongan dengan lelaki, walaupun 
perempuan tidak berobongan dengan para wanita yang baik 


Jamal, Futuhat al-Wahhab, vol. 1, h. 503. 

381Hasan al-Syaranbilali al-Hanafi, Marag al-Falah Syarh Nur al-idah, 
(Mesir: Mustafa al-Halabi, 1947), h. 45, dan Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al- 
Bajuri, vol. 2, h. 97. 

382Muhammad Murtada al-Zabidi, Ithaf al-Sadah al-Muttagin, vol. 6, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 495, Abdul Karim al-Matari al- 
Dimyati, Syarh al Sittin, (Singapura: al-Haramayn, t.th.), h. 109, dan Ibn Hajar al- 
Haytami, al-Fatawa al-Fighiyah al-Kubra, vol.1, h. 203. 
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perbuatannya. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada I'anah al-Talibin dan Mughni al-Muhtaj.383 

Pada Muktamar ke-14 di Magelang tahun 1939, dibahas tentang 
hukum seorang perempuan belajar naik sepeda. Menurut Muktamar, 
perempuan yang belajar naik sepeda hukum asalnya tidak dilarang. 
Tetapi apabila menimbulkan perbuatan mungkar yang dilarang syara', 
maka sudah barang tentu menjadi dilarang. Kemudian naik sepeda bagi 
orang perempuan itu berbeda-beda hukum karena perbedaan tempat, 
umpamanya menjadi tanda para perempuan jelek, atau pelacur di 
sementara tempat, dan bukan demikian di lain tempat, sehingga 
memiliki hukum tersendiri. Keputusan ini tidak jelas metode yang 
digunakan dan bersifat wagi'iyyah karena tidak merujuk pada dalil 
apapun.384 

Kemudian pada Muktamar ke-15 di Surabaya tahun 1940, dibahas 
tentang hukum perempuan keluar bersama wanita lain untuk 
melaksanakan salat hari raya. Muktamar memutuskan dengan perincian 
sebagai berikut: (a) disunnahkan bagi para perempuan, salat Id 
berjamaah di rumahnya. Adapun untuk keluar mendatangi salat Id di 
masjid atau lainnya, maka hukumnya sunnah bagi perempuan yang 
sudah tua, dan perempuan yang tidak beraksi, atau cantik dengan tidak 
berpakaian necis dan tidak memakai wangi-wangian, serta aman dari 
fitnah: (b) makruh bagi orang yang sudah tua memakai wangi-wangian 
atau berpakaian necis, dan makruh pula bagi perempuan yang beraksi 
atau cantik dengan tidak berpakaian necis, dan tidak memakai wangi- 
wangian atau tidak takut terjadinya fitnah: (c) haram bagi perempuan 
beraksi atau cantik apabila berpakaian necis atau pakai wangi-wangian 
atau menyangka adanya fitnah, atau tidak dengan seizin suaminya, dan 
(d) tidak sah khutbah “Id dengan khatib perempuan, bahkan haram 
apabila sengaja khutbah syariat atau sengaja menyerupai laki-laki, 
karena mengerjakan ibadah yang tidak sah (fasid) dan disamakan 
dengan hukum adzan. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada beberapa rujukan kitab.385 


383AI-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati, Ianah al-Talibin, vol. 4, 
(Singapura: Sulayman Mar'i, t. th.), h. 185. Dikemukakan juga dalam Muhyiddin 
al-Nawawi, al-Adzkar dan Abdul Hamid al-Syirwani dalam Hasyiyah al-Syirwani. 

384Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 250. 

385'Ala'uddin Ibn al-Autar, Fatawa al-Imam al-Nawawi, (Beirut: Dar al- 
Kutub al-Tlmiyah, 1983), h. 43, Ibn Hajar al-Haytami, “al-Minhaj al-Gawin”, 
pada al- Hawasyi al-Madaniyyah, vol. 2, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1366 H.), h. 
57, Zakaria al-Ansari dan Muhammad Sulayman al-Bujayrimi, Fath al-Wahhab 
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Dibahas pula tentang hukum berdalihkan darurat untuk 
memperbolehkan wanita keluar dengan membuka aurat. Menurut 
Muktamar, tidak boleh menggunakan dalil tersebut, karena menutup 
aurat waktu keluar itu, tidak membahayakan diri, karena darurat yang 
memperbolehkan menjalankan larangan itu, apabila tidak mengerjakan 
larangan, dapat membahayakan diri, atau mendekati bahaya. Keputusan 
ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab al- 
Asybah wa al-Naz@'ir.386 

Pada Muktamar ke-16 di Purwokerto tahun 1946, dibahas tentang 
perempuan berpakaian seragam (uniform) tentara dan batas-batas 
perjuangan kaum wanita dalam pertempuran. Muktamar memutuskan 
bahwa, perjuangan perempuan adalah jika perang itu telah menjadi 
fardu “ayn atas mereka (perempuan). Oleh karena itu, tidak ada batas 
bagi perempuan, yakni sama dengan laki-laki. Begitu juga tentang 
latihannya. Hanya saja harus di tempat tersendiri/terpisah dari laki-laki, 
sebagaimana mestinya. Mereka di waktu latihan atau berjuang, boleh 
berseragam tentara wanita untuk meringankan gerakannya, asal 
pakaian uniforn itu menutup aurat. Keputusan ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Fath al-Mu'in dan I'anah 
al-Talibin.387 

Pada Konferensi Besar Syuriah NU di Surabaya tahun 1957, 
dibahas tentang hukum wanita menjadi anggota DPR/DPRD. Apakah hal 
demikian itu tidak termasuk ke dalam hadis, “Tidak berbagialah suatu 
golongan yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.” Menurut 
ulama NU, DPR/DPRD adalah badan permusyawaratan untuk 
menentukan hukum (tsubut amr Ii amr), bukan untuk menentukan gada 
(lizam al-hukm). Oleh sebab itu, wanita menjadi anggota DPR/DPRD 
menurut hukum Islam diperbolehkan apabila memenuhi syarat sebagai 
berikut: “afifah, ahli dalam hal-hal tersebut di atas, menutupi auratnya, 
mendapat izin dari yang berhak memberi izin, aman dari fitnah, dan 
tidak menjadikan sebab timbulnya mungkar menurut syara'. Apabila 
tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hukumnya haram, dan 
Syuriah dengan kebijaksanaan serta persetujuan PB Syuriyah NU berhak 
menariknya. Keputusan ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah 


dan al-Tajrid li Naf'i al-Abid, vol. 1, h. 427, Muhammad Babasil, Is'ad al-Rafig..., 
vol.2, h. 136, Abdul Halim al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani, vol. 1, h.467, dan 
Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, vol. 1, h. 235. 

386Jalaluddin al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, h. 60-61. 

3877aynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'in”, pada Inah al-Talibin, vol. 4, h. 
196-197, dan Muhammad Syata al-Dimyati, Fanah al-Talibin, vol. 4, h. 196. 
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dengan mengalogikan pada wanita mengeluarkan fatwa sebagaimana 
dalam kitab Mughni al-Muhtaj:388 


#Ilks Alai (ole plis ON) SG II Gpnlaia JI ageng ANE Ans (nun) 
V3 Cl Learn pekuag dala Al ko adl OS Amal yel JB ASI 3 pangkagh 
Isi ol Sm oya aa JB LS sladah ALAN JL Of Jl Aloe da puas OT OLI 


BN KAN MEI Ja AYI 3 ji 
Artinya: “Ketika terjadi perbedaan pendangan dan kontradiksi dalil dalam 
suatu hukum para fukaha, maka disunnahkan bermusyawarah, sesuai dengan 
firman Allah: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” 
Hasan al-Basri berkata, “Nabi Saw., itu tidak perlu bermusyawarah, namun 
beliau ingin menjadikannya sebagai tradisi bagi para juru hukum.”... Yang 
dimaksud dengan fukaha adalah mereka yang diterima fatwanya, termasuk di 
dalamnya orang buta, budak dan wanita.” 
Pada Konferensi Besar Syuriyah NU di Jakarta tahun 1961, 


dibahas tentang hukum guru tarekat lelaki berjabat tangan tanpa tutup 
dengan murid-murid perempuan lain ketika baiat. Keputusan 
hukumnya adalah, tidak seorangpun ulama yang memperbolehkan 
kecuali muridnya itu mahramnya sendiri. Keputusan ini bercorak gault 
dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Fath al-Mu'in, Tafsir 
al-Gur'an al-'Azim , Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil289 Kemudian pada 
Rapat Dewan Partai Di Salatiga tahun 1961, dibahas tentang hukum 
perempuan menjadi kepala desa. Keputusan hukumnya adalah, 
mencalonkan perempuan untuk pilihan kepala desa itu tidak boleh, 
kecuali dalam keadaan memaksa, sebab disamakan dengan tidak 
bolehnya orang perempuan menjadi hakim. Demikianlah menurut 
mazhab Syafi't, Maliki, Hanbali dan yang dilakukan oleh ulama salaf dan 
khalaf. Tetapi mazhab Hanafi memperbolehkan dalam urusan harta 
benda. Sedang imam Ibn Jarir memperbolehkan dalam segala urusan 
dari apa saja. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab Bidayah al-Mujtahid dan al- Mizan al- 
Kubra.39 


388Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, vol. 4, h. 371. 
Lihat pula: Tuhfah al-Muhtaj (Hasyiyah al-Syirwani), vol. 10, h. 136, dan 
Hasyiyyah al-Oulyubi..., vol. 4, h. 302. 

3897aynuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in, (Semarang: Pustaka 'Alawiyah, 
t.th.), h. 98, Ibn Katsir, Tafsir al-Gur'an al-Azim, vol. 4, (Kairo: Dar al- Hadits, 
2003), h. 419, dan Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al- 
Tanzil, vol. 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 81-82. 

390Jbn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, vol. 2, (Beirut: 
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Kemudian pada Muktamar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989, 
dibahas tentang hukum usaha menangguhkan haid dengan maksud agar 
dapat menyelesaikan ibadah haji, dan hukum status hajinya. Muktamar 
memutuskan bahwa, usaha menangguhkan haid tersebut hukumnya 
boleh, asal tidak membahayakan, dan hukum hajinya juga sah. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada beberapa kitab.91 Namun begitu, ibarah yang dihadirkan hanya 
menyangkut hukum kebolehan menggunakan obat untuk mencegah 
haid, tapi belum menyentuh persoalan hukum hajinya. Untuk lebih 
jelasnya, dapat dilihat pada tabel nomor 4.10. 


Tabel 4.10 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode & Jenis Masailnya di 
Bidang Gender (Perempuan) 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi Persentase | Masail Frekuensi Persentase 
1 Gauli 10 76,9 Yo Wagi'iyyah 13 100 Yo 
2 Tagrir Jama'i - Maudi'iyyah - 
3 Ilhag 2 15,4 Yo Ganuniyyah 
4 | Manhaji - 
5 Non Metode 1 1,7 Yo 
Jumlah 13 100 Yo Jumlah 13 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Adat, Etika & Pendidikan 

Pada Muktamar NU ke-1 di Surabaya tahun 1926, dibahas tentang 
hukum mengkhitankan anak setelah beberapa hari dari hari 
kelahirannya, mengingat dalam kitab Khazinah al-Asrar diterangkan 
bahwa mengkhitan anak sebelum berumur 10 tahun tidak boleh. 
Muktamar memutuskan bahwa, mengkhitankan sesudah beberapa hari 
dari hari kelahirannya itu boleh. Adapun sunahnya adalah sesudah 
berumur 7 hari atau 40 hari atau umur 7 tahun. Keputusan ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Mauhibah Dzi 
al-Fadl bahwa, dalam kitab al-Tuhfah disebutkan, jika mengakhirkan 
khitan melampaui hari ke tujuh, maka dilaksanakan pada hari ke empat 


Dar al-Kitab al-'Arabi, 2006), h. 707, dan “Abdul Wahhab al-Sya'rani, al- Mizan 
al-Kubra, vol. 2, h. 189. 

31Abdurrahman Ba'alawi, “Ghayah al-Talkhis..”, pada Bughyah al- 
Mustarsyidin, h. 247, Muhammad Ali al-Maliki, Gurrah al-Ayn..., h. 30, dan 
Abdurrahman al-Juzayri, al-Figh “ala al-Madzahib al-Arba'ah, vol. 4, h. 16. Lihat 
juga: I'anah al-Talibin, 4/39, al-Syargawi 'ala al-Tahrir, vol. 2, h. 320, dan al- 
Idah, 387. 
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puluh (dari kelahirannya), kalau tidak maka pada tahun ke tujuh yang 
merupakan waktu diperintahkannya untuk melaksanakan salat. Adapun 
yang disebutkan dalam kitab Khazinah al-Asrar, maka dipahami jika 
anak itu lemah tidak mampu berkhitan kecuali setelah berumur sepuluh 
tahun sesuai dengan pendapat para pakar.3?2 

Kemudian pada Muktamar NU ke-2 di Surabaya tahun 1927, 
dibahas tentang hukum memakai dasi, celana panjang, sepatu, dan topi, 
apakah haram karena dianggap meniru orang kafir. Muktamar 
memutuskan dengan perincian sebagai berikut: (a) apabila memakainya 
itu sengaja meniru orang kafir untuk turut menyemarakkan 
kekafirannya, maka hukum orang itu menjadi kafir (dengan pasti): (b) 
apabila sengaja (tujuan) orang tersebut turut menyemarakkan hari raya 
dengan tidak mengingat kekafirannya, maka hukumnya tidak kafir, 
tetapi berdosa, dan (c) apabila tidak sengaja meniru sama sekali, tetapi 
hanya sekedar berpakaian demikian, maka hukumnya tidak terlarang 
tetapi makruh. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab Bughyah al-Mustarsyidin.28 Kemudian 
dibahas tentang hukum memakai pen dari emas. Muktamar 
memutuskan bahwa, hukum memakai pen terbuat dari emas adalah 
haram, karena termasuk larangan memakai bejana dari emas, seperti 
tempat celak. Demikian ini menurut mazhab Syafit. Tetapi dalam 
mazhab Hanafi, terdapat pendapat yang membolehkannya. Oleh 
karenanya, para pemakai hendakmya mengikuti pendapat tersebut 
(mazhab Hanaft) supaya terhindar dari hukum haram. Oleh karena itu, 
keputusan ini bercorak ilhagi dan bersifat wagiiyyah dengan 
dianalogikan pada hukum memakai bejana.24 

Pada Muktamar NU ke-3 di Surabaya tahun 1928, dibahas tentang 
hukum bayi meninggal sebelum dipotong urinya. Menurut Muktamar, 
urinya tidak usah dipotong bahkan harus dirawat bersama-sama, 
karena uri tersebut hukumnya suci. Keputusan ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Hasyiyah al-Syirwani.295 
Kemudian pada Muktamar NU ke-4 di Semarang tahun 1929, dibahas 
tentang hukum lelaki memakai suasa (emas campuran). Muktamar 
memutuskan bahwa, dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, ada 
yang mengatakan boleh, dan ada yang mengatakan haram. Sedangkan 


392Muhammad Mahfiz al-Tarmasi, Mauhibah Dzi al-Fadl, vol. 4, h. 706. 

393Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 248. 

394Tbn Oasim al-Ghazzi, “Fath al-Oarib”, dalam Hasyiyah al-Bajuri, vol. 1, h. 
40. 

395Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani..., vol. 1, h. 318. 
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Muktamar memilih pendapat yang mengharamkan. Oleh karena itu, 
keputusan ini menggunakan metode tagrir jamai dan bersifat 
wagi'iyyah dengan memilih salah satu dari perbedaan pendapat ulama 
tersebut.396 

Pada Muktamar NU ke-5 di Pekalongan tahun 1930, dibahas 
tentang hukum perayaan untuk memperingati jin penjaga desa atau 
sedekah bumi. Menurut Muktamar, adat kebiasaan sedemikian itu 
hukumnya haram. Keputusan ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah 
dengan menganalogikan pada kejadian yang terjadi di Yaman:?”7 
slr Lala AI 3 US LSP Ar ya yel Ja oya pa EL Sg ya Jai OS 

CE Is Ab Syed jo LI 

Artinya: “Orang yang pertama meminta perlindungan kepada jin adalah kaum 
dari Bani Hanifah di Yaman, kemudian hal tersebut menyebar di Arab. Setelah 
Islam datang, maka berlindung kepada Allah menggantikan berlindung kepada 
jin.” 
Dalam redaksi kitab Ihya' Ulum al-Din disebutkan:?98 


VE Ola Rob Aa gel Boga Aiygnog Aalall lie sd ya La ASI GL mt Ul jt DB 


Artinya: “Maka tidak boleh mencampurkan kebenaran murni dengan perkara 
yang dianggap sebagai suatu permainan oleh kalangan orang awam, sementara 
bentuk permainan tersebut merupakan bentuk permainan bagi kalangan orang 
khusus, walaupun mereka tidak menilainya sebagai suatu permainan.” 

Dibahas pula tentang hukum melempar kendi yang penuh dengan 
air pada upacara bulan ketujuh dari umur kandungan (tingkeban), 
dengan membaca salawat bersama-sama, dengan harapan supaya 
mudah lahiran anaknya kelak. Muktamar memutuskan bahwa 
perbuatan tersebut hukumnya haram karena termasuk tabdzir. 
Keputusan ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan 
menganalogikan pada keumuman definisi tabdzir:399 


ANIS Anni LS Aojl2n 3 JW So Ie Olbnlia Budlg y29 pdl uya (Ju Ad) 
SEA Ng Verle Bun alat Vla opd Jg3 dala Ill 


Artinya: “Mubadzir dan boros itu sinonim, dalam arti mengelola harta di luar 
pengelolaan yang semestinya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh perkataan 


396Lihat: Sulayman al-Bujayrimi, Hasyiyah al-Bujayrimi 'ala Fath al- 
Wahhab, vol. 1, h. 50, dan Zakaria al-Ansari, Fath al-Wahhab, vol. 2, h. 33. 

397al-Jamal, Futuhat al-Ilahiyah “ala al-Jalalayn, Surah al-Jin. 

398a1-Ghazali, “Ihya' “Ulum al-Din”, dalam Murtada al-Zabidi, Ithaf al- 
Sadah al-Muttagin, vol. 6, h. 557. 

399Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajurt..., vol. 1, h. 367. 
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imam al-Ghazali dan lainnya, selama tidak menimbulkan sesuatu yang terpuji 
pada masa kini (dunia) dan tidak pula berpahala pada masa yang akan datang 
(akhirat).” 

Kemudian dibahas tentang bediri ketika memperingati maulid 
Nabi. Menurut Muktamar adalah berdiri pada waktu memperingati 
maulid Nabi Saw. itu 'urf syari yang hukumnya sunah. Oleh karenanya, 
pelaksanaannya tidak berbeda-beda di segala tempat. Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab al- 
Sarim al-Mubid dan al-Fatawa al-Haditsiyah40 Lalu dibahas pula hukum 
mengarak tulisan Muhammad setiap 12 Rabi'ul Awal. Muktamar 
memutuskan bahwa, tidak mengapa (tidak berdosa) asal tidak dengan 
hal-hal yang mungkar walaupun sebaiknya pengarakan tidak perlu 
diadakan. Keputusan ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan 
menganalogikan pada keumuman pada redaksi kitab Tarsyih al- 
Mustafidin tentang peringatan maulid Nabi.401 

Pada Muktamar NU ke-6 di Pekalongan tahun 1931, dibahas 
tentang hukum memakai pakaian santiu bagi lelaki. Menurut Muktamar, 
pakaian tersebut tidak haram karena masih disangsikan kesuteraannya. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada kitab Tarsyih al-Mustafidin.402 Dibahas pula tentang hukum 
menanam ari-ari dengan menyalakan lilin. Muktamar memutuskan 
bahwa, menanam ari-ari (masyimah) itu hukumnya sunnah. Adapun 
menyalakan lilin dan menabur bunga-bunga di atasnya itu hukumnya 
haram karena membuang-buang harta (tabdzir) yang tak ada 
manfaatnya. Keputusan ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah 
dengan menganalogikan pada keumuman pada redaksi kitab Nuhayah 
al-Muhtaj tentang kesunahan mengubur sesuatu anggota badan yang 
terpisah dari orang yang masih hidup,403 dan kitab Fath al-Garib dan 
Hasyiyah al-Bajuri tentang prinsip tabdzir secara umum.104 

Pada Muktamar NU ke-28 di Pondok Pesantren al-Munawwir 
Krapyak Yogyakarta tahun 1989, dibahas tentang hukum memberi 
nama anak dengan lafal Abdun yang disandarkan (mudaf) kepada selain 


400Muhammad Ali al-Maliki, al-Sarim al-Mubid, (Indonesia: Dar Ihya al- 
Kutub al-Arabiyah, 1923), h. 37, dan Ibn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al- 
Haditsiyah, h. 80. 

401/Alawi al-Saggaf, Tarsyih al-Mustafidin, h. 325-326. 

402'Alawi al-Saggaf, Tarsyih al-Mustafidin, h. 122. 

403Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, vol. 2, (Mesir: Mustafa al- 
Halabi, 1938), h. 494-495. 

404Tbn Oasim al-Ghazi dan Ibrahim al-Bajuri, Fath al-Garib dan Hasyiyah 
al-Bajuri 'ala Fath al-Garib, vol. 1, h. 380. 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 227 


nama Allah. Muktamar memutuskan bahwa hukumnya adalah haram, 
karena menimbulkan tasyrik. Kalau di-mudaf-kan kepada Nabi (Abdun 
Nabi), maka hukumnya makruh, menurut pendapat yang kuat. Ada 
pendapat dari Ibn Ziyad yang mengatakan bahwa memberi nama Abdun 
Nabi dan sesamanya itu tidak haram, apabila tidak dimaksudkan 
penghambaan yang sebenarnya. Keputusan ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada berbagai kitab rujukan.495 
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel nomor 4.11. 


Tabel 4.11 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode & Jenis Masailnya di 
Bidang Adat, Etika & Pendidikan 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi Persentase 
1 Gault 6 50 Y9 Wagi'iyyah 12 100 Yo 
2 TagrirJamai | 1 8,3 Yo Maudi'iyyah - 
3 Ilhag 5 41,7 Yo Oaniiniyyah 
4 Manhaji - 
5 Non Metode - 
Jumlah 12 100 Yo Jumlah 12 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Kesenian 

Pada Muktamar NU ke-1 di Surabaya 1926, dibahas tentang 
hukum menggambar binatang dengan berbentuk jisim yang sempurna. 
Muktamar memutuskan bahwa, membuat gambar binatang dengan 
berbentuk jisim yang sempurna, hukumnya adalah tidak boleh (haram), 
karena menyerupai berhala. Adapun permainan anak-anak (boneka), 
hukumnya boleh. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab Fath al-Mu'Tn dan Is'ad al-Rafig95 

Kemudian dibahas pula tentang alat-alat orkes untuk hiburan, 
yang keputusan Muktamar adalah: segala macam alat-alat orkes 
(malahi) seperti seruling dengan segala macam jenisnya dan alat-alat 
orkes lainnya, kesemuanya itu haram, kecuali trompet perang, trompet 
jamaah haji, seruling penggembala dan seruling permainan anak-anak 
dan lain sebagainya yang tidak dimaksudkan untuk dipergunakan 


405Tbrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Garib, vol. 2, h. 314, 
Muhammad Syata al-Dimyati, I'anah al-Talibin, vol. 2, h. 337, dan Abdurrahman 
Ba Alawi, Ghayah al-Talkhis..., pada Bughyah al-Mustarsyidin, h. 254. 

406Zaynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'in”, dalam Tanah al-Talibin, vol. 3, 
h. 361-362, dan Muhammad Babasil, Is'ad al-Rafig, vol. 2, h. 103. 
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hiburan. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
merujuk pada redaksi kitab Ihya' Ulum al-Din.497 

Dibahas pula tentang alat-alat yang dibunyikan dengan tangan. 
Menurut Muktamar, segala alat yang dipukul (dibunyikan) dengan 
tangan, seperti rebana, dan sebagainya hukumnya adalah mubah 
(boleh), selama alat-alat tersebut tidak dipergunakan untuk 
menimbulkan kerusakan dan tidak menjadi tanda-tanda orang fasik 
kecuali kubah, yang telah ditetapkan haramnya dalam hadis (nas). 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
padaredaksi kitab Ithaf Sadah al-Muttagin dan Ihya' Ulum al-Din.98 

Lalu dibahas tentang permainan untuk melatih otak seperti catur. 
Muktamar memutuskan bahwa, segala macam permainan guna melatih 
otak seperti catur dan lain-lain, apabila tidak menimbulkan kerusakan 
dan tidak dipergunakan berjudi, hukumnya adalah makruh. Adapun 
permainan yang bersifat menipu, seperti main dadu, main kodok-ula, 
atau beng-jo (tombola) walaupun tidak terdapat untung rugi, maka 
hukumnya haram. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada redaksi kitab Hasyiyah al-Jamal.99 

Kemudian dibahas tentang gerak badan seperti angkat besi. 
Menurut Muktamar, segala macam gerak badan itu hukumnya boleh, 
asalkan tidak menimbulkan kerusakan dan tidak dipergunakan untuk 
berjudi serta bukan menjadi tanda-tanda orang fasik dan pada 
umumnya berjalan dengan baik dan tidak membahayakan. Keputusan 
ini bercorak gault dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada redaksi 
kitab Hasyiyah al-Bajuri.410 Dibahas pula tentang pengertian “Iahwi” dan 
“Tlaghwi”. Menurut Muktamar, “lahwu” dan “laghwu” ialah segala hal 
yang tidak memberi faedah pada orang yang mengerjakannya, baik di 
dunia maupun di akhirat, dan tidak ada halangan apa-apa bila 
dikerjakan, asalkan hal tersebut tidak dilarang oleh agama dan tidak 
menyebabkan lupa kepada Tuhan. Namun apabila demikian 
(sebaliknya), maka hukumnya haram. Keputusan ini bercorak gauli dan 


407al-Ghazali, “Ihya' “Ulum al-Din”, dalam Murtada al-Zabidi, Ithaf Sadah 
al-Muttagin, vol. 6, h. 474. 

408Murtada al-Zabidi, Ithaf Sadah al-Muttagin, vol. 4, h. 474 dan 472, dan 
al-Ghazali, “Ihya “Ulum al-Din”, dalam Murtada al-Zabidi, Ithaf Sadah al- 
Muttagin, vol. 6, h. 473. 

409Sulayman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal 'ala Fath al-Wahhab, vol. 5, h. 
379-380. 

410fbrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, vol. 2, h. 306-307. 
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bersifat maudi'iyyah dengan merujuk pada redaksi kitab Hasyiyah al- 
Sawi dan Ihya' Ulum al-Din41 

Lalu dibahas pula tentang tari-tarian dengan lenggak-lenggok. 
Muktamar memutuskan bahwa, tari-tarian itu hukumnya boleh 
meskipun dengan lenggak-lenggok dan gerak gemulai selama tidak 
terdapat gerak kewanita-wanitaan bagi laki-laki, dan gerak kelaki-lakian 
bagi kaum wanita. Apabila terdapat gaya-gaya tersebut, maka 
hukumnya haram. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada redaksi kitab Ithaf Sadah al-Muttagin dan 
Mauhibah Dzi al-Fadl.12 

Pada Muktamar NU ke-10 di Surakarta 1935, dibahas tentang 
hukum tonel dan pelakunya. Muktamar memutuskan bahwa, kalau 
dalam tonel itu terdapat kemungkaran yang dilarang oleh agama Islam, 
seperti ketoprak yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, atau 
ada perempuan yang berpakaian dengan berlagak seperti pria atau 
sebaliknya, maka hukumnya haram dan tidak diridai oleh Allah, 
sebagaimana telah dimaklumi oleh orang yang mengerti syariat agama 
Islam. Keputusan ini tidak jelas metode yang digunakan (non metode) 
dan bersifat wagi'iyyah karena tidak merujuk pada dalil apapun.!3 

Kemudian dibahas tentang hukum mendengarkan suara radio dan 
menyimpannya. Menurut Muktamar, hukum mendengarkan suara radio 
tergantung pada hukum yang didengarkan. Apabila yang didengarkan 
itu haram, maka haram pula mendengarnya. Apabila makruh, maka 
makruh pula mendengarnya, dan begitu seterusnya. Begitu pula hukum 
menyimpannya, tergantung hukum yang disimpannya. Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada redaksi 
dalam Majalah al-Hidayah al-Islamiyyah41 

Pada Muktamar NU ke-13 di Surakarta 1938, dibahas tentang 
hukum menggambar binatang dengan sempurna anggotanya. Muktamar 
memutuskan bahwa, menggambar hewan yang sempurna anggotanya 
dengan potret, begitu memindahkan gambar dari film ke kertas itu 
hukumnya haram dengan tidak terdapat khilaf yang terhitung. Sebagai 
catatan, haram dengan tidak ada perbedaan pendapat merupakan 


#lAhmad al-Sawi al-Maliki, Hasyiyah al-Sawi “ala al-Jalalayn, vol. 4, 
(Mesir: Isa al-Halabi, t.th.), h. 79, dan al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, vol. 2, h. 281. 

412Murtada al-Zabidi, Ithaf Sadah al-Muttagin, vol. 6, h. 567, dan 
Muhammad Mahfiz al-Tarmasi, Mauhibah Dzi al-Fadl, vol. 4, h. 713. 

413Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 156. 

414Bakhit al-Mutii, Majalah al-Hidayah al-Islamiyyah, Mesir, Agustus 
1933, vol. 1, h. 203, dan lihat pula, Taha Jib, Majalah al-Azhar (Mesir). 
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putusan Muktamar ke-8, tetapi Konferensi Besar sebagai pengganti 
Muktamar ke-22, membicarakan keputusan tersebut secara mendalam, 
maka terdapat pendapat yang mengatakan bolehnya menggambar 
hewan dengan potret, sebagaimana tersebut dalam majalan Nur al-Islam 
ke-10 jilid pertama. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada redaksi Majalah al-Nahdah al- 
Islahiyyah dan Majalah Nur Islam.#5 

Kemudian pada Muktamar NU ke-14 di Magelang tahun 1939, 
dibahas tentang apakah boleh mengambil dalil dari kitab Tarsyih al- 
Mustafidin tentang “Bolehnya menyimpan gambar yang diambil dengan 
potret,” untuk diperbolehkan menggambar hewan yang sempurna 
anggotanya dengan potret, dan apakah termasuk menggambar pula 
orang yang mengecap stempel yang membentuk gambar hewan, serta 
menempel papan yang terpisah-pisah (mungkin seperti puzzle), 
kemudian membentuk gambar hewan. Muktamar memutuskan bahwa 
keterangan dalam kitab Tarsyih al-Mustafidin tersebut tidak dapat 
dijadikan dalil, karena yang diterangkan dalam kitab tersebut adalah 
menyimpan bukan menggambar. Adapun tentang hukum menggambar 
dengan potret, dapat dilihat pada keputusan Muktamar ke-8 serta 
peninjauan dalam Konferensi Besar. Sementara mengecapkan stempel 
gambar hewan, dan menempelkan papan hingga membentuk gambar 
hewan dapat dikategorikan sebagai menggambar hewan. Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada redaksi 
dalam kitab al-Jawab al-Syafi, Gamis al-Marbawi, dan Majalah al- 
Nahdah al-Islahiyyah.416 

Pada Muktamar ke-25 di Surabaya tahun 1971, dibahas tentang 
hukum pembuatan sajadah dengan bertuliskan kalimat tauhid. 
Muktamar memutuskan bahwa membuat atau menjual sajadah yang 
bertuliskan kalimat tauhid dan sesamanya tidak dapat dibenarkan, 
karena mumtahan (dihina), sebab sejadah itu dijadikan untuk alas salat. 
Keputusan ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan 
menganalogikan pada hukum haramnya menginjak alas atau kayu yang 
berukir al-Gur'an, dan lain sebagainya yang disebutkan dalam kitab 
Tanah al-Talibin dan al-Igna'417 Padahal sebetulkan dalam persoalan ini 


H5Majalah al-Nahdah al-Islahiyyah, h. 264, dan Majalah Nur Islam vol. 10, 
Jilid 1. 

“6ldris Abdul Ra'uf al-Marbawi, Gamus al-Marbawi, 4th eds., vol. 1, (Mesir 
Mustafa al-Halabi, t.th.), dan Majalah al-Nahdah al-Islahiyyah, h. 264. 

417Muhammad Syata al-Dimyati, Ianah al-Talibin, vol. 1, h. 69, dan 
Muhammad Khatib al-Syirbini, al-Igna' fi Hill Alfaz Abi Syuja', vol. 1, h. 328. 
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yang ditanyakan adalah hukum menjualnya, bukan menjadikan alas 
tempat yang diinjak. Tentu jika melihat redaksi dalam dua kitab di atas, 
belum menjawab pertanyaan secara eksplisit. Namun jika dilihat pada 
penggunaan, yang potensi besar dibuat alas salat, maka menjualnya juga 
tidak dibenarkan karena dapat dikategorikan membantu (i'anah) 
potensi terjadinya mumtahan. Kemudian dibahas pula tentang hukum 
memphoto orang dengan tidak seizin yang difoto. Muktamar 
memutuskan bahwa, apabila orang yang digambarkannya itu tidak rida, 
maka hukumnya haram, karena menyakitkan, kecuali dalam hal-hal 
yang dibutuhkan menurut hukum. Keputusan ini bersifat wagi'iyyah dan 
tidak jelas metode yang digunakan (non metode) karena tidak 
mencantumkan referensi apapun.4!8 Lihat tabel nomor 4.12. 


Tabel 4.12 
Frekuansi dan Persentase 
Penggunaan Metode dan Jenis Masailnya di Bidang Kesenian 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase Masail Frekuensi | Persentase 
1 Gauli 10 76,9 Wagi'iyyah 13 100 Y6 
2 Tagrir Jamai - Maudu'iyyah - 
3 Ilhag 1 1,7 Yo Ganuniyyah 
4 Manhaji - 
5 Non Metode 2 15,4 Yo 
Jumlah 13 100 Yo Jumlah 13 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Kedokteran 

Pada Muktamar ke-13 di Menes Banten tahun 1938, dibahas 
tentang hukum berobat untuk mencegah hamil. Jawaban Muktamar 
adalah tidak boleh dan haram, walaupun karena takut tertular penyakit. 
Hal ini karena ketakutannya hanya sangkaan yang belum tentu terjadi. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada redaksi dalam kitab Talkhis al-Murad dan I'anah al-Talibin.19 
Kemudian pada Muktamar ke-26 di Semarang tahun 1979, dibahas 
tentang hukum penggantian kelamin, yang keputusan Muktamar adalah 
haram. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 


418Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 352. 
419Tbn Ziyad al-Yamani, “Talkhis al-Murad”, pada Bughyah al-Mustarsyidin, 
h. 247, dan Muhammad Syata al-Dimyati, I'anah al-Talibin, vol. 4, h. 130. 
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merujuk pada redaksi dalam kitab Hasyiyah al-Sawi “ala Tafsir al- 
Jalalayn.420 

Pada Munas NU di Kaliurang Yogyakarta tahun 1981, dibahas 
tentang hukum bayi tabung. Menurut Munas, hukumnya diperinci 
sebagai berikut: (a) apabila sperma (mani) yang ditabung dan yang 
dimasukan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan sperma 
suami istri, maka hukumnya haram: (b) apabila sperma yang ditabung 
tersebut sperma suami-istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak 
muhtaram, maka hukumnya juga haram, dan (c) apabila sperma yang 
ditabung itu sperma suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk 
muhtaram, serta dimasukkan ke dalam rahim istrinya sendiri, maka 
hukumnya boleh. Keputusan ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah 
dengan dianalogikan pada prinsip sperma muhtaram dan yang tidak 
muhtaram sebagaimana disebutkan dalam banyak kitab rujukan.421 
Sementara proses melakukan bayi tabung belum disentuh hukumnya. 

Dibahas pula tentang hukum cangkok mata, yang keputusan 
hukumnya terdapat dua pendapat: (1) haram, walaupun mayit itu tidak 
terhormat seperti mayitnya orang murtad. Demikian pula haram 
menyambung anggota manusia dengan anaggota mansia lain, bahaya 
buta itu tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit, 
(2) boleh, disamakan dengan diperbolehkannya menambal dengan 
tulang manusia, asalkan memenuhi syarat-syarat berikut: karena 
dibutuhkan, tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia, mata 
yang diambil harus dari mayit yang muahaddaraddam, dan antara yang 
diambil dan yang menerima harus ada persamaan agama. Keputusan ini 
bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan dianalogikan pada 


420Ahmad al-Sawi, Hasyiyah Sawi 'ala Tafsir al-Jalalayn, h. 214. 

421Tbn Katsir, Tafsir al-Gur'an al-Azim, vol. 3, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), 
h. 50, Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh, vol. 2, (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1998), h. 25, Jalaluddin al-Mahalli, “Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al- 
Talibin”, pada Hasyiyata Gulyubi wa “Umayrah, vol. 4, h. 32, Sulayman al- 
Bujayrami, Tuhfah al-Habib “ala Syarh al-Khatib, vol. 4, hh. 37, dan al-Hisni, 
Kafayah al-Akhyar..., vol. 1, h. 48. Sebagai cacatan: sperma muhtaram ialah 
sperma yang keluar atau dikeluarkan dengan cara tidak dilarang oleh syara' 
Sedang sperma bukan muhtaram ialah selain yang tersebut di atas. Kemudian 
tentang anak yang dari sperma tersebut dapat ilhag atau tidak kepada pemilik 
sperma, terdapat khilaf antara imam Ibn Hajar dan imam Ramli. Menurut imam 
Ibnu Hajar tidak dapat ilhag kepada pemilik sperma secara mutlak (baik 
keluarnya sperma tersebut muhtaram atau tidak). Sedangkan menurut imam 
Ramli, anak tersebut dapat ilhag kepada pemilik sperma, bila sperma tersebut 
keluarnya termasuk muhtaram. 
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hukum memecahkan tulang mayit.422 Kemudian dibahas tentang bank 
mata, yang keputusan hukumnya sama dengan hukum pencangkokan 
mata, sebagaimana keterangan dan penjelasan di atas. Keputusan ini 
menggunakan metode manhaji dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
kaidah usul fikih yang berbunyi: 


MPN SS Jelas 
Artinya: “Suatu media penetapan hukum itu memiliki status hukum yang sama 
dengan objek hukum itu sendiri.”423 
Kemudian dibahas tentang hukum cangkok ginjal dan jantung, 
yang keputusan hukumnya juga sama dengan hukum pencangkokan 
mata. Oleh karena itu, keputusan ini bercorak ilhagi dan bersifat 
wagi'iyyah.24 Pada Munas NU di Sukorejo Situbondo tahun 1983, 
dibahas tentang tugas dokter terhadap pasien. Muktamar memutuskan 
bahwa, apabila pasien dalam keadaan kritis serta tidak mampu, tidak 
mempunyai keluarga yang mampu untuk membiayai dan bukan 
muhaddar, maka dokter yang menangani. bahkan kalau ia seorang 
muslim, maka wajib (wajib 'ayn atau wajib kifayah) berusaha untuk 
merawatnya baik dengan biaya dari dokter itu sendiri ataupun dari yang 
lain. Keputusan ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan 
dianalogikan pada prinsip umum di dalam hukum fardu kifayah 
menyelamatkan orang yang dalam kondisi kritis.425 
Pada Muktamar NU ke- 28 di Pondok Pesantren al-Munawwir 
Krapyak Yogyakarta tahun 1989, dibahas tentang hukum vasektomi dan 
tubektomi, apakah dapat direhabilitasi. Menurut Muktamar, 
penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, 
kalau mencapai batas mematikan fungsi berketuruan secara mutlak. 
Karenanya, sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat 
dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai 
merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. Secara 


422TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha', Keputusan Muktamar NU ke-23 
tahun 1962 di Solo (Masalah nomor 315), Husein al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi 
ala Fath al-Jawad, (Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th.), h. 26-27, al-Mahalli, 
“Kanz al-Raghibin...” pada Hasyiyata Gulyubi wa Umayrah, vol. 4, h. 128 dan 
262, Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj..., vol. 4, h. 307, 
Zakaria al-Ansari, “Fath al-Wahhab...” pada al Tajrid li Naf''i al-Abid, vol. 1, h. 
238-239. 

423Izzuddin Ibn Abdissalam, Gawa'id al-Ahkam..., vol. 1, h.117. 

424Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 375-376. 

425a|-Mahali, “Kanz al-Raghibin”, dalam Hasyiyata Gulyubi wa Umayrah, 
vol. 3, h. 123, dan Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 253. 
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prinsip, jawaban ini sama dengan hukum family planning yang di bahas 
pada Konferensi Besar PB-Syuriyah NU tahun 1960 yang menggunakan 
metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan penambahan beberapa 
rujukan kitab.426 

Dibahas pula tentang hukum menggunakan spiral (IUD) dalam 
KB mengingat caranya dengan melihat. Muktamar memutuskan bahwa, 
pada dasarnya menggunakan spiral (IUD) itu hukumnya boleh, sama 
dengan 'azl, atau alat-alat kontrasepsi yang lain, tetapi karena cara 
memasangnya harus melihat aurat mughallazah, maka hukumnya 
haram. Oleh karena itu, harus diusahakan dengan cara yang dibenarkan 
oleh syara', seperti dipasang oleh suaminya sendiri. Keputusan ini 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada beberapa 
kitab rujukan.427 Kemudian dibahas pula tentang tindakan medis 
terhadap pasien yang sulit diharapkan hidupnya, dengan tujuan atau 
berakibat meninggalnya pasien secara perlahan-lahan. Menurut 
Muktamar, tindakan medis yang demikian ini hukumya adalah haram. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada redaksi dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin dan Hasyiyah al- 
Bajuri.428 Untuk lebih jelasnya, lihat tabel nomor 4.13. 


Tabel 4.13 
Frekuansi dan Persentase 
Penggunaan Metode dan Jenis Masailnya di Bidang Kedokteran 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase| Masail Frekuensi | Persentase 
1 Gault 5 50 Y9 Wagi'iyyah 10 100 Yo 
2 Tagrir Jamai - - Maudu'iyyah - - 
3 Ilhag 3 30 Yo Ganiiniyyah 
4 Manhaji 2 20 Yo 
5 Non Metode - - 
Jumlah 10 100 Yo Jumlah 10 100 Yo 


426Lihat: Hasyiyah al-Bajuri, vol. 2, h. 95, Nihayah al-Muhtaj, vol. 8, h. 443, 
“Ghayah al-Talkhis...pada Bughyah al Mustarsyidin, h. 247, dan Hasyiyah 
Syibramallisi, vol. 8, h. 416. 

427Abdullah Ba'alawi, “Sulam al-Taufig”, pada Mirgah Su'ud al-Tasdig, h. 
66, al-Mahali, “Kanz al-Raghibin”, dalam Hasyiyata Gulyubi wa Umayrah, vol. 3, 
h. 211, Muhammad Khatib al Syirbini, Mughni al Muhtaj..., vol. 3, h. 133, Ibrahim 
al Bajuri, Hasyiyah al Bajuri, vol. 2, h. 102, dan Muhammad Nawawi al-Jawi, 
Kasyifah al-Saja, h. 50. 

428Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, h. 245, dan Ibrahim 
al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri..., vol. 2, h. 199-200. 
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Dari penjabaran hasil keputusan bahtsul masail sejak tahun 1926 
hingga tahun 1989, maka secara keseluruhan jenis masalah yang 
dibahas adalah sebagai berikut: masalah yang bersifat wagi'iyyah 
sebanyak 362 (92 Yo), masalah yang bersifat maudu'iyyah sebanyak 32 
(8 Yo), dan dari rentang waktu tersebut belum ada masalah yang 
dibahas bersifat ganuniyyah. Untuk lebih jelasnya, sebaran penggunaan 
jenis masalah yang dibahas dalam forum bahtsul masail NU sepanjang 
tahun 1926 hingga tahun 1989, dapat dilihat pada tabel nomor 4.14. 


Tabel 4.14 
Sebaran Frekuensi dan Klasifikasi Jenis Masail 
dari tahun 1926 hingga 1989 


No | Jenis Kegiatan Kasat 9 Jumlah 
M2) (3) BD | (6) 
1 Muktamar ke-1, 21-23 September 1926 24 3 - 27 
2 Muktamar ke-2, 9 Oktober 1927 9 - - 9 
3 Muktamar ke-3, 28 September 1928 19 3 - 22 
4 Muktamar ke-4, 19 September 1929 25 1 - 26 
5 Muktamar ke-5, 7 September 1930 21 2 - 23 
6 Muktamar ke-6, 27 Agustus 1931 9 2 - 11 
7 Muktamar ke-7, 9 Agustus 1932 10 1 - 11 
8 Muktamar ke-8, 7 Mei 1933 14 1 - 15 
9 Muktamar ke-9, 23 April 1934 11 1 - 12 
10 | Muktamar ke-10, 5 April 1935 22 3 - 25 
11 | Muktamar ke-11, 9 Juni 1936 13 2 - 15 
12 | Muktamar ke-12, 25 Maret 1937 17 1 - 18 
13 | Muktamar ke-13, 12 Juli 1938 20 2 - 22 
14 | Muktamar ke-14, I Juli 1939 15 6 - 21 
15 | Muktamar ke-15, 9 Februari 1940 12 1 - 13 
16 | Muktamar ke-16, 26-29 Maret 1946 5 - - 5 
17 | Muktamar ke-20, 8-13 September 1954 - - 5 
18 | Konbes Syuriyah NU, 19 Maret 1957 2 - - 2 
19 | Konbes PB Syuriyah I, 18-22 April 1960 18 1 - 19 
20 | Konbes PB Syuriyah II, 11-13 Okt 1961 7 - - 7 
21 | Rapat Dewan Partai NU, 25 Oktober 1961 1 - - 1 
22 | Muktamar ke-23, 25-29 Desember 1962 6 - - 6 
23 | Muktamar ke-25, 20-25 Desember 1971 9 - - 9 
24 | Muktamar ke-26, 5-11 Juni 1979 6 - - 6 
25 | Munas Alim Ulama, 30 Agustus 1981 11 - - 11 
26 | Munas Alim Ulama, 21 Desember 1983 6 - - 6 
27 | Muktamar ke-27, 8-12 Desember 1984 16 - - 16 
28 | Munas Alim Ulama, 15-18 Nov 1987 7 1 - 8 
29 | Muktamar ke-28, 25-28 Nov 1989 22 1 - 23 
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JUMLAH 362 32 |o 394 
PERSENTASE 92 18x |0y | 10055 


Keterangan: W - Wagi'iyyah, M - Maudu'iyyah, 0 - Ganuniyyah 


Kemudian jika ditinjau dari aspek metode yang digunakan dalam 
penyelesaian masalah keagamaan sejak tahun 1926 hingga tahun 1989, 
maka sebagai konsekuensi dari pilihan pola bermazhab, metode gauli 
menjadi pilihan pertama dalam penjawaban masalah. Oleh karena itu, 
dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 296 (75 Y9) masalah 
diselesaikan dengan menggunakan metode gauli, 9 (2 Yo) masalah 
dengan metode tagrir jama'i, 58 (15 Yo) masalah dengan metode ilhag, 7 
(2 Yo) masalah dengan metode istinbat jama'i (manhaji), dan terdapat 24 
(6 Yo) masalah yang tidak jelas metodenya (non metode) karena tidak 
merujuk pada dalil apapun. Untuk lebih jelasnya, berikut ini frekuensi 
dan persentase penggunaan metode bermazhab dalam NU selama 
rentang waktu 63 tahun, yaitu sejak lahirnya NU tahun 1926 hingga 
tahun 1989. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel nomor 4.15. 


Tabel 4.15 
Frekuensi dan Persentase 
Penggunaan Metode Bermazhab NU (1926-1989) 


No Jenis Kegiatan Mannlasi Jumlah 
fo) TJ I M NM 

MD |) (3) HD BD 16) | (7) (3) 
1 Muktamar ke-1, 1926 23 - 1 1 2 27 
2 Muktamar ke-2, 1927 5 1 3 - - 9 
3 Muktamar ke-3, 1928 14 3 3 - 2 22 
4 Muktamar ke-4, 1929 19 1 4 - 2 26 
5 Muktamar ke-5, 1930 16 - 3 1 3 23 
6 Muktamar ke-6, 1931 7 4 - - 11 
7: Muktamar ke-7, 1932 7 - 3 - 1 11 
8 Muktamar ke-8, 1933 7 - 7 - 1 15 
9 Muktamar ke-9, 1934 8 - 3 - 1 12 
10 Muktamar ke-10, 1935 20 - 3 - 2 25 
11 Muktamar ke-11, 1936 13 - | - 1 15 
12 Muktamar ke-12, 1937 15 1 1 - 1 18 
13 Muktamar ke-13, 1938 15 - 5 - 2 22 
14 Muktamar ke-14, 1939 19 - - 1 1 21 
15 Muktamar ke-15, 1940 12 - 1 - - 13 
16 Muktamar ke-16, 1946 4 - 1 - - 5 
17 Muktamar ke-20, 1954 4 - - 1 - 5 
18 Konbes Syuriyah, 1957 - 1 1 - - 2 
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19 Konbes PB Syuriyah, 1960 18 - 1 - - 19 
20 Konbes PB Syuriyah, 1961 6 - 1 - - 7 
21 Rapat DP NU, 1961 1 - - - - 1 
22 Muktamar ke-23, 1962 2 1 2 1 - 6 
23 Muktamar ke-25, 1971 4 1 2 - 2 9 
24 Muktamar ke-26, 1979 2 - 2 - 2 6 
25 Munas Alim Ulama, 1981 7 - 2 2 - 11 
26 Munas Alim Ulama, 1983 4 - 2 - - 6 
27 Muktamar ke-27, 1984 15 - - - 1 16 
28 Munas Alim Ulama, 1987 8 - - - - 8 
29 Muktamar ke-28, 1989 21 - 2 - - 23 
JUMLAH 296 9 58 7 24 394 
PERSENTASE (Y0) 75Y | 2Y9 11591 2Yo0 | 6Y0 10046 


Keterangan: 0 - Oauli, TJ - Tagrir Jama', 1 - Ilhagi, M - Manhaji, NM - Non Metode 


Tabel di atas menjelaskan bahwa selama rentang waktu dari 
tahun 1926 hingga 1989, permasalahan hukum yang dibahas pada 
forum bahtsul masail didominasi oleh metode gauli, dan hampir seluruh 
pertemuan NU dalam membahas hukum menggunakan metode gauli 
kecuali pada Konbes Syuriyah NU tahun 1957. Sementara metode yang 
lain tidak selalu digunakan dalam setiap pertemuan. Kemudian ditinjau 
dari aspek jenis masalah yang dibahas, penggunaan metode gauli 
banyak digunakan dalam masalah yang bersifat wagi'iyyah, hal ini 
karena memang dalam rentang waktu tersebut (19926-1989) tema 
seputar tematik (maudi'iyyah) dan perundang-undangan (ganuniyyah) 
belum banyak dibahas, bahkan untuk tema ganuiniyyah sama sekali 
tidak dibahas. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel nomor 4.16. 


Tabel 4.16 
Penggunaan Metode Bermazhab 
Ditinjau dari Jenis Masailnya (1926-1989) 


METODE JENIS MASAIL JUMLAH 

Wagi'iyyah | Maudu'iyyah | Ganuniyyah | Frekuensi | Persentase 
Gauli 266 30 - 296 75 Yo 
Tagrirjamai | 8 1 - 9 2 Yo 
Ilhag 58 - 58 15 Y6 
Manhaji 7 - - 7 2 Yo 
Non Metode 23 1 - 24 6 Yo 
JUMLAH 362 32 - 394 100 4, 
PERSENTASE | 92 Y6 8 Yo - 
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Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama kurun 
waktu dari tahun 1926 hingga 1989, masalah-masalah yang dibahas 
didominasi oleh persoalan kasus yang bersifat wagi'iyyah, yaitu sebesar 
92 Yo, dan metode yang digunakan didominasi oleh metode gauli, yaitu 
sebesar 75 Yo. Dominasi masalah wagi'iyyah sangat logis, karena 
memang dalam rentang waktu tersebut belum ada forum khusus yang 
membahas masalah maudu'iyyah dan juga masalah ganuniyyah. 
Demikian juga dengan dominasi metode gauli, yang merupakan 
konsekuensi logis dari sebuah pilihan pola bermazhab yang dianut oleh 
nahdiyyin. Menariknya, jawaban yang tidak menggunakan metode (non 
metode) karena tidak merujuk pada dalil apapun, tergolong tinggi 
dibanding dengan metode tagrir jama'i dan manhaji, yaitu sebesar 6 Y9 
sementara tagrir jama'i sebesar 2 Yo bahkan metode manhaji hanya 
digunakan sebesar 2 Y9. Oleh karena itu, menjadi menarik kemudian, 
melihat perkembangan pola bermazhab secara gauli pasca Munas 
Bandar Lampung, setelah munculnya gagasan pola bermazhab secara 
manhaji. 
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BAB V 
PERGESERAN BERMAZHAB 
DARI @AULI KE MANHAJI (1992-2019) 


Pembahasan dalam bab ini akan menguji pergeseran bermazhab 
dari gauli ke manhaji melalui hasil keputusan bahtsul masail NU dari 
tahun 1992 hingga tahun 2019 dengan meninjau beberapa produk 
hukum secara tematik, yaitu: produk hukum di bidang keyakinan 
(akidah), keputusan hukum di bidang ibadah, keputusan hukum di 
bidang pernikahan (munakahat), keputusan hukum di bidang waris, 
keputusan hukum di bidang jual beli dan rekayasa ekonomi, keputusan 
hukum di bidang wakaf, masjid dan pertanahan, keputusan hukum di 
bidang jinayah (kriminal), keputusan hukum di bidang aliran dan 
mazhab, keputusan hukum di bidang siyasah (politik), keputusan hukum 
di bidang gender (perempuan), keputusan hukum di bidang adat, etika 
dan pendidikan, keputusan hukum di bidang kesenian, dan keputusan 
hukum di bidang kedokteran. Semua produk hukum ini akan dilihat 
metode yang digunakannya (gauli, tagrir jamai, ilhag, dan istinbat 
jama'f atau manhaji), dan sifat masailnya (wagi'iyah, maudiu'iyyah dan 
ganuniyyah). 


Keputusan Hukum di Bidang Keyakinan (Akidah) 

Tahun 2006 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, diselenggarakan 
Musyawarah Alim Ulama yang salah satu pembahasannya tentang 
hukum meresmikan tempat ibadah agama non muslim. Menurut Munas, 
hukumnya adalah haram, bahkan dapat menjadi kufur bila disertai rida 
terhadap kekufurannya. Hukum ini tidak berlaku umum, karena seorang 
muslim yang terpaksa (mukrah) melakukan kekufuran sementara 
hatinya tetap beriman dikecualikan dari hukum tersebut. Argumentasi 
sebagai pijakannya adalah firman Allah al-Nahl ayat 106 dan surah al- 
Ma'idah ayat 2, serta dan hadis Nabi. Selain argumen al-Our'an dan al- 
Sunnah, sebenarnya forum juga merujuk pada beberapa kitab tafsir 
seperti Ahkam al-Gur'an dan Tafsir al-9ur'an al-'Azim,! serta mengutip 
pendapat imam al-Nawawi, Izzuddin bin Abdissalam, al-Syarbini dan 
Zaynuddin bin Ibrahim,2 namun karena dalil dari al-Gur'an sudah dapat 


1Ahmad bin Ali al-Razi al-Jasas, Ahkam al-Gur'an, vol. 2, (Beirut: Dar al- 
Ihya al-Turats al'Arabi, t.th.), h. 296, dan Isma'il bin Umar/Ibn Katsir, Tafsir al- 
Our'an al-Azim, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 7. 

2Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, vol. 14, (Beirut: 
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dianggap menjawab persoalan ini, maka metode yang digunakan 
termasuk kategori manhaji dan bersifat wagi'iyyah.3 

Sebaliknya, pada Munas di Gedung PBNU Jakarta tahun 2006 
tentang sumpah dengan terjemah dari kalimat gasam yang dihukumi 
termasuk gasam berikut segala akibat hukumnya, yang walaupun 
jawabannya mengutip dari al-Gur'an surah al-Bagarah ayat 225 dan al- 
Ma'idah ayat 89, namun referensinya didominasi oleh pendapat ulama 
dan jawabannya terlihat jelas mengutip pendapat ulama tersebut. Oleh 
karena itu, walaupun ada rujukan al-Our'an, namun tetap dianggap 
termasuk kategori gauli dan bersifat wagi'iyyah.4 

Sebagaimana pada bab sebelumnya (Muktamar ke-5 tahun 1930) 
telah dibahas tentang macam-macam kafir, maka pada Muktamar NU 
ke-32 di Makasar tahun 2010 pembahasan ini dibahas kembali secara 
lebih terperinci, bahwa ukuran (dawabit) seorang dikatakan kafir 
adalah ingkar terhadap rukun iman, rukun Islam dan sesuatu yang 
diketahui secara pasti dari Rasulullah (ma 'ulima bi al-darurah maji' al- 
rasul bih). Jawaban dalam kasus ini bersifat maudu'iyyah dan 
menggunakan metode gauli dengan merujuk pada kriteria kufr menurut 
Ali bin Muhammad al-Khazin, bahwa kufr itu ada empat macam: (1) kufr 
inkar, yaitu tidak mengakui Allah sama sekali, seperti kufurnya Fir'aun. 
(2) kufr juhud, yaitu mengakui Allah dalam hati namun tidak 
menyatakannya dalam lisan, seperti kufurnya iblis. (3) kufr 'inad, yaitu 
mengakui Allah dalam hati dan menyatakannya dengan lisan namun 
tidak menjadikannya sebagai agamanya, seperti kufurnya Umayyah bin 
Abi Salt dan Abu Talib. (4) kufr nifag, yaitu menyatakan keyakinan 
kepada Allah dengan lisan dan tidak meyakini keabsahannya di hati. 
Semua macam kufur di atas digolongkan ke dalam kekufuran. 

Kesimpulannya, siapa saja yang mengingkari Allah, mengingkari 
ke-Esaan-Nya, mengingkari ajaran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, 
mengingkari kenabian Muhammad Saw. atau mengingkari salah seorang 
Rasul, maka dirinya menjadi kafir. Sehingga, bila mati dalam keadaan 


Dar al-Ihya' al-Turats al'Arabi, t.th.), h. 147, Izzuddin bin Abdissalam, Gawa'id 
al-Ahkam fi Masalih al-Anam, vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, t.th.), h. 
77, Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, al-Igna' dan Sulayman bin 
Amr Ibn Muhammd al-Bujayrimi, Hasyiyah al-Bujayrimi “ala al-Igna', (Beirut: 
Dar al-Fikr, 1995), h. 291-292, dan Zaynuddin bin Ibrahim bin Muhammd bin 
Muhammad bin Bakr, al-Bahr al-R@'ig Syarh Kanz al-Daga'ig, vol. 5, (Beirut: Dar 
al-Ma'rifah, t.th), h. 124. 

3Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 640-643. 

4Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 681-684. 
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demikian, maka akan kekal di neraka dan Allah tidak akan 
mengampuninya.5 Selain mengutip al-Khazin, jawaban masalah ini juga 
mengutip pendapat al-Syarbini, al-Ghazali, Abu Hasan al-Asy'ari, al- 
Nawawi, Ibn Hajar al-'“Asgalani, dan al-Kafawi.86 Untuk mengetahui 
perincian penggunaan metode dan corak masail dalam bidang 
keyakinan, lihat tabel nomor 5.1. 


Tabel 5.1 
Frekuansi dan Persentase 
Penggunaan Metode dan Masailnya di Bidang Keyakinan 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase Masail Frekuensi Persentase 
1 Gauli 2 66,7 Yo Wagi'iyyah 2 66,7 Yo 
2 Tagrir Jama'i - Maudi'iyyah | 1 33,3 Y9 
3. Ilhag - Ganuniyyah - 
4 Manhaji 1 33,3 Yo 
5 Non metode - 
Jumlah 3 100 Yo Jumlah 3 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Ibadah 

Pada Muktamar NU ke-29 tahun 1994, dibahas tentang hukum 
melontar jumrah pada hari tasyrig sebelum tergelincir matahari (gabl 
al-zawal) terhitung sejak terbit fajar, yang keputusan hukumnya adalah 
diperbolehkan menurut imam al-Rafit dan didukung oleh imam Isnawi. 
Pendapat tersebut dinilai lemah (da'if) namun boleh diamalkan. Adapun 
metode yang digunakan dalam menjawab persoalan ini bercorak gauli 
dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk berbagai kitab seperti Tuhfah 
al-Muhtaj, Syarh Bafadal, Fath al-Mujib fi Syarh Mukhtasar al-Khatib, 


SAli bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, vol1, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 31-32. 

6Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, al-Siraj al-Munir fi al- 
Tanah 'ala Ma'rifah Ba'd Kalam Rabbina al-Hakim al-Munir, vol.1, (Beirut: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 26-27, Abu Hamid al-Ghazali, al-Igtisad fi al- 
Itigad, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2008), h. 308 dan “Faysal al-Tafrigah” pada 
Majmu'ah al-Rasa'il, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 89, Abu Hasan 
al-Asy'ari, al-Ibanah 'an Usul al-Diyanah, (Damaskus: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 
2005), h. 17, Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, 
(Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats alArabi, 1392 H.), vol. 6, h. 154-156, vol. 7 h. 104, 
dan vol. 16 h. 226-227, Ibn Hajar al-Asgalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al- 
Bukhari, vol 13, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1989), h. 314-316 dan 379- 
380, dan Ayub bin Musa al-Husayni al-Kafawi, Kitab al-Kiyat, (Beirut: 
Myu'assasah al-Risalah, 1998), h. 234. 
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Tanah al-Talibin, Bughyah al-Mustarsyidin, Syarh al-Mahalli ala Jam'i al- 
Jawami', Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, dan lain sebagainya.” 

Kemudian pada Munas NU tahun 1997, dibahas tentang hukum 
menyelenggarakan salat Jum'at dua angkatan (gelombang) oleh 
karyawan yang bekerja di tempat yang tidak mungkin ditinggalkan 
sama sekali pada hari Jum'at karena menjaga produksi dari kerusakan. 
Munas memutuskan bahwa hukumnya tidak sah. Namun begitu, Munas 
memberikan solusi sebagai berikut: (a) karyawan tersebut wajib 
berikhtiar seoptimal mungkin agar dapat menunaikan jum'atan shif 
pertama, (b) sebaiknya ditugaskan kepada karyawati untuk menjaga 
produksi agar karyawan dapat menunaikan salat Jum'at, (c) apabila 
dalam ikhtiar tersebut tidak berhasil, maka kewajiban salat Jum'at 
menjadi gugur dan wajib menunaikan salat Zuhur serta dianjurkan 
berjemaah. Jika ada “udzur syari di dalam meninggalkan salat Jum'at, 
yang kemudian diganti dengan salat Zuhur, maka pelakunya dihukumi 
tidak berdosa. Tetapi jika tidak ada 'udzur syar'i, maka hukumnya adalah 
berdosa. Metode yang digunakan dalam menjawab masalah ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Ibn Hajar al- 
Haytami, Muhammad “Ayn al-Irbili, al-Syirwani dan Abdurrahman al- 
Juzayri. 

Dibahas pula hukum menyelenggarakan salat Jum'at tanpa adanya 
jamaah mustautin dan mugimin, yang jawabannya ditafsil (atau lebih 
tepatnya ikhtilaf). Menurut mayoritas ulama Syafi'iyyah tidak sah, 
namun imam Syafii sendiri dalam gaul gadim-nya yang dikuatkan oleh 
imam Muzani berpendapat sah apabila jumlah jamaahnya diikuti oleh 
mustautin minimal 4 orang. Bahkan pendapat Abu Hanifah lebih longgar 
lagi dengan menghukumi sah secara mutlak, tanpa mensyaratkan harus 
ada mustautin dan mugimin. Metode yang digunakan bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pendapat imam al-Nawawi, al- 
Syirazi, Muhammad Ali al-Maliki, dan Wahbah al-Zuhayl1.? 

Kemudian dibahas juga tentang hukum pemindahan komplek 
makam, yang jawaban hukumnya masih terjadi perbedaan pendapat 
(ikhtilaf) di kalangan ulama, sebagai berikut: (a) menurut mazhab 
Hanafi hukumnya boleh, (b) menurut mazhab Syafi1 hukumnya haram, 
kecuali dalam kondisi darurat, (c) menurut mazhab Maliki hukumnya 


7Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 492-496. 

8Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 520-522. 

“Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab, vol. 4, 
(Beirut: Dar a-Fikr, 1996), h. 382. Lihat: Ahkam al-Fugaha@'..., h. 522-524. 
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boleh dengan syarat tidak terjadi perusakan pada tubuh mayat, tidak 
menurunkan martabat mayat, dan pemindahan tersebut atas dasar 
maslahat. Dilihat dari rujukan jawaban dalam kasus ini, minimal ada dua 
aspek yang menjadi pertimbangan, yaitu kaitannya dengan mengganti 
barang wakaf (istibdal al-mauguf) berupa komplek makam, dan terkait 
dengan pemindahan mayat tersebut. Pembahasan masalah ini bersifat 
wagi'iyyah dan menggunakan metode gauli dengan mengutip pendapat 
al-Syargawi, Zakaria al-Ansari, Abdurrahman al-Juzayri, dan Nawawi al- 
Jawi. 

Pada Muktamar NU ke-30 di PP. Lirboyo tahun 1999, dibahas 
hukum penetapan awal dan akhir bulan dengan rukyat internasional, 
yang keputusan hukumnya adalah umat Islam Indonesia tidak 
dibenarkan mengikuti ru'yah al-hilal internasional karena tidak berada 
dalam kesatuan hukum (al-balad al-wahid). Metode yang digunakan 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Ibn 
Hajar al-Asgalani.!! Dibahas pula tentang hukum doa bersama antar 
umat beragama, yang keputusannya adalah tidak boleh kecuali cara dan 
isinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Batas-batas kerjasama 
antar umat beragama yang diperbolehkan adalah sepanjang kerjasama 
itu menyangkut urusan duniawi yang ada manfaatnya bagi umat Islam 
seperti perdagangan dan pergaulan yang positif. Jawaban masalah ini 
menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada pendapat Sulayman bin Mansir al-Jamal.12 

Kemudian dibahas pula tentang hukum perempuan naik haji di 
masa iddah, yang pada dasarnya tidak boleh kecuali sebab ada “udzur 
syar'i, seperti kekhawatiran yang mengancam diri atau hartanya, ada 
petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan ibadah haji ke tahun depan 
tidak menguntungkan, dan haji tahun tersebut dinadzarkan. Selain itu, 
terdapat pendapat yang membolehkan tanpa syarat. Jawaban 


10 ihat: al-Syargawi, Hasyiyah al-Syargawi 'ala al-Tahrir, vol.2, (Mesir: 
Dar al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra, 1332 H.), h. 170, Zakaria al-Ansari, “Fath 
al-Wahhab” pada Futuhat al-Wahhab bi Taudih Fath al-Wahhab, vol.2, (Mesir: al- 
Tijariyyah al-Kubra, t.th.), h. 211, Abdurrahman al-Juzayri, al-Figh “ala al- 
Madzahib al-Arba'ah, vol.1 (Beirit: Dar al-Fikr, 1996), h. 505-506, dan Nawawi 
al-Jawi, Nihayah al-Zayn Syarh Gurrah al-Ayn, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 155. 

1fbn Hajar al-Asgalani, Fath al- Bari Syarh Sahih al-Bukhari, vol. 1, 
(Beirut, Dar al-Fikr, 2000), h. 619. 

12Sulayman bin Mansur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab fi Taudih Fath al- 
Wahhahb, vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 119. Lihat hasil keputusan bahtsul 
masa'il al-diniyyah al-wagi'iyyah Muktamar NU ke-30 di PP. Lirboyo Kediri Jawa 
Timur, tanggal 21-27 November 1999. 
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permasalahan ini menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada pendapat Ibrahim al-Bajuri dan Muhammad al- 
Khatib al-Syirbini, dan lain sebagainya.1? 

Dibahas pula tentang puasa Arafah bagi kaum muslimin yang 
tidak sedang melakukan ibadah haji, apakah pelaksanaan puasa tersebut 
karena peristiwa wukuf atau karena kalender hari Arafah. Jawabannya 
adalah, bahwa puasa yang dilakukan karena yawmu Arafah, yaitu 9 
Dzulhijjah adalah berdasarkan kalender negara setempat yang 
berdasarkan rukyat, bukan karena peristiwa wukuf. Keputusan dalam 
masalah ini menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
mengutip pendapat Zakaria al-Ansari, Sulayman al-Jamal, dan 
Zaynuddin al-Malibari.14 

Pada Munas NU di Pondok Gede Jakarta tahun 2002, dibahas 
tentang hukum zakat profesi, yang pada dasarnya semua hasil 
pendapatan halal yang mengandung unsur mu 'awadah (tukar menukar) 
baik dari hasil kerja profesional atau non profesional maupun hasil 
industri jasa dalam segala bentuknya yang telah memenuhi persyaratan 
zakat (antara lain mencapai satu nisab dan niat tijarah), maka 
dikenakan kewajiban zakat dan digolongkan sebagai zakat tijarah yang 
berpedoman pada standar nisab emas. Metode yang digunakan bercorak 
ilhag dan sifatnya wagi'iyyah dengan menganalogikan pada prinsip 
tijarah sebagaimana pendapat Muhammad al-Khatib al-Syirbini, 
Muhammad Syata al-Dimyati, Mahfuz al-Termasi, Ibn Hajar al-Haytami, 
Ibn Hajar dan Abdul Hamid al-Syirwani.:5 

Kemudian dibahas juga tentang hukum mabit Mina di Muzdalifah, 
bahwa mabit Mina bukan berarti tinggal dan tidur di Mina. Oleh karena 


13Tbrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Garib, vol: (Singapura: 
Sulayman Mari, t.th.), h. 177, Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al- 
Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz al-Minhaj, vol. 3, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), h. 
404-405. 

147akaria al-Ansari, Fath al-Wahhab, vo. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 
145, Sulayman bin Mansur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab..., vol. 2, h. 460, 
Zaynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'n” pada Tarsyih al-Mustafidin, (Beirut: Dar 
al-Fikr, t.th), h. 170. 

15Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj..., vol. 1, h. 398, 
Muhammad Syata al-Dimyati, I'anah al-Talibin..., vol. 2, h. 173, Mahfudh al- 
Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadl, vol. 4, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1362 H.), 
h. 31, Ibn Hajar al-Haytami, “Minhaj al-Gawim” pada Mauhibah Dzi al-Fadl, 
(Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1362 H.), h. 31-33, Ibn Hajar dan Abdul Hamid 
al-Syirwani, “Tuhfah al-Muhtaj” dan “Hawasyi al-Syirwani” pada Hawasyai al- 
Syirwani wa al-Ubbadi, vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 295-296. 
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itu, orang yang berhaji boleh saja bertempat tinggal dan tidur di luar 
Mina (seperti Muzdalifah), asalkan melaksanakan mabit di Mina. 
Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan menukil 
pendapat Muhammad Nawawi bin “Umar al-Jawi, dan Abu Bakr bin 
Muhammad al-Hisni.!6 Lalu dibahas pula hukum badal haji bagi yang 
meninggal sebelum wukuf. Keputusan Munas adalah, apabila orang yang 
meninggal sudah istigrar (berkewajiban haji) dan memiliki harta 
peninggalan (tirkah), maka ahli warisnya wajib menghajikannya. Namun 
apabila tidak memiliki harta kekayaan (tirkah), maka sunnah bagi ahli 
waris menghajikan. Dalam menjawab masalah ini, metode yang 
digunakan bercorak gault dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada 
pendapat Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli dan al-Nawawi.17 

Pada Munas NU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tahun 2006, 
dibahas hukum daur ulang air mutanajjis yang berubah menjadi bersih 
secara kimiawi dapat dihukumi suci dan mensucikan (tahir mutahhir) 
apabila volume hasil air yang diproses mencapai batas minimal dua 
gullah (-/4 190 liter atau 58 cm).18 Pendapat ini merujuk pada pendapat 
imam al-Nawawi dengan mengutip pendapat Abu Ishag al-Syirazi.1? Oleh 
karena itu, proses daur ulang secara kimiawi dianggap menggunakan 
metode ilhag karena dianalogikan dengan perubahan air yang hilang 
dengan sendirinya, atau dengan cara ditambahi air baru, dan atau 
dengan dibuang sebagiannya, dengan catatan volume airnya lebih dari 
dua gullah. Kemudian masalah yang dibahas bersifat wagi'iyyah. Dalam 
kasus ini, sebenarnya ada beberapa dalil hadis riwayat al-Turmudzi dan 
Ibn Majah, namun hadis-hadis ini dirujuk dari kitab-kitab ulama, tidak 
langsung merujuk kepada kitab-kitab hadis. 

Kemudian pada Muktamar NU di Asrama Haji Sudiang Makassar 
tahun 2010, dibahas tentang hukum menunda penguburan jenazah, 
bahwa mengakhirkan penguburan jenazah pada dasarnya tidak boleh, 


6Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zayn Syarh Gurrah 
al-Ayn, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 192, Abu Bakr bin Muhammad al-Hisni, 
Kifayah al-Akhyar, vol. 1, (Makkah: Maktabah al-Tujjariyah, 1995), h. 219-220. 
7'Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al- 
Minhaj, vol.5, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1938), h. 245, al-Nawawi, al- 
Majmu' Syarh al-Muhaddzhab, vol. 7, (Beirut: Dar la-Fikr, t.th.), h. 135. 

8Lihat: Mustafa Dib al-Bugha, Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al- 
Tagrib, 6t5 eds., (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1996), h. 13. 

?Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzhab, vol.1, (Beirut: 
Dar al-Fikr, 1317 H.), h. 190, dan juga mengutip pendapat Jalaluddin al-Mahalli, 
“Syarh Minhaj al-Talibin” pada Hamisy al-Gulyubi wa Umayrah, vol. 1, 
(Surabaya: al-Misriyah, t.th.), h. 21-22. 
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kecuali untuk mensucikan jenazah berpenyakit menular yang menurut 
dokter harus ditangani secara khusus, atau untuk dilakukan autopsi 
dalam rangka penegakan hukum, atau untuk menunggu kedatangan 
wali jenazah dan atau menunggu terpenuhinya 40 orang yang akan 
menyolati dengan segera selama tidak dikhawatirkan ada perubahan 
pada jenazah. Oleh karena itu, mengakhirkan penguburan jenazah untuk 
keperluan studi hanya boleh dilakukan pada janazah kafir harbi, orang 
murtad dan zindig. Metode dalam menjawab masalah ini bercorak gauli 
dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat al-Syirbini, Wahbah 
al-Zuhayli dan Muhammad Nawawi al-Jawi.20 

Dibahas pula tentang hukum mengumpulkan jenazah muslim dan 
non muslim dalam satu TPU (Tempat Pemakaman Umum), yang 
keputusan hukumnya adalah tidak diperbolehkan kecuali dalam 
keadaan darurat. Adapun batasan berkumpul adalah sekira ada dua 
jenazah atau lebih dimakamkan dalam satu liang tanpa hajiz (batas 
pemisah yang layak), seperti dinding, papan, tanah dan lain sebagainya. 
Keputusan dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan mengutip pendapat al-Bujayrimi, Sulayman bin Mansir al-Jamal, 
Ibrahim al-Bajuri, Mahfiz al-Termasi, Mansur bin Yunus al-Bahuti, Ibn 
Hajar al-Haytami, dan lain sebagainya.2 

Di tempat yang lain, yaitu di forum komisi ganuniyyah, dibahas 
tentang UU Pengelolaan Zakat, yang menghasilkan usulan antara lain 
bahwa substansi yang perlu menjadi materi pengaturan dalam RUU 
tentang pengelolaan zakat antara lain tentang paradigma dan asas 
pengelolaan zakat, kelembagaan pengelolaan zakat, pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan, pengawasan melekat, partisipasi 
masyarakat, dan ketentuan tentang sanksi. Rumusan dalam masalah ini 
menggunakan metode manhaji dan bersifat ganuiniyyah dengan merujuk 
pada dalil al-Gur'an surah al-Hasyr ayat 7.22 

Kemudian dibahas tentang tindak lanjut UU Nomor 13 tahun 2008 
perihal penyelengaraan ibadah haji yang melahirkan beberapa sikap 
Muktamirin antara lain, bahwa pemerintah perlu segera menetapkan 
berbagai peraturan pelaksanaan, baik dalam bentuk peraturan 
pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri. Kemudian, 
untuk lebih efektifnya pengawasan penyelenggaraan ibadah haji sesuai 


20Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj..., vol. 2, h. 51, 
Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu..., vol. 3, h. 521-522, Nawawi 
al-Jawi, Kasyifah al-Saja, (Sutrabaya: al-Hidayah, t.th.), h. 95. 

21|ihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 726-730. 
22Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1169-1172. 
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ketetapan UU, perlu segera dibentuk Komite Pengawas Haji Indonesia 
(KPHI). Rumusan dalam masalah ini tidak menggunakan metode (non 
metode) karena tidak merujuk pada dalil apapun, dan bersifat 
ganuniyyah.2 

Kemudian di forum yang sama, dibahas tentang RUU Jaminan 
Produk Halal, yang melahirkan beberapa usulan antara lain, dalam 
rangka pelayanan pada masyarakat, pemerintah berkewajiban 
menyelenggarakan produk halal dan bekerja sama dengan komponen 
masyarakat, pengawasan kehalalan produk, baik produk dalam negeri 
maupun produk impor harus diatur secara tegas, jelas dan efektif, 
pernyataan kehalalan suatu produk dilakukan oleh organisasi 
keagamaan (diusulkan MUI), kewajiban produsen untuk menjamin 
produk halal diatur, dilaksanakan, dan diawasi secara efektif dalam 
berbagai peraturan perusahaan sebagai tindak lanjut dan norma 
mandatory dalam undang-undang, dan lain sebagainya. Rumusan dalam 
masalah ini tidak menggunakan metode (non metode) karena tidak 
merujuk pada dalil apapun, dan bersifat ganiuniyyah.2 

Pembahasan tentang hukum dana talangan haji dimusyawarahkan 
pada Munas NU di PP. Khas Kempek Cirebon tahun 2012, bahwa 
penerapan ujrah yang disyaratkan dalam akad gard (kredit/piutang)?5 
pemberian dana talangan haji adalah tidak sah, haram dan termasuk 
riba karena ujrah tersebut merupakan tambahan yang ditentukan 
sebagai syarat untuk memperoleh gard. Padahal gard disyariatkan 
untuk tujuan irfag (belas kasihan atau berbaik hati) dengan jumlah 
pembayaran sama besarnya dengan jumlah piutang, tanpa ada 
ketentuan penambahan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, 
penerapan ujrah tersebut menjadikan akad gard bertentangan dengan 
prinsip syar'i. Jawaban masalah ini menggunakan metode manhaji dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada al-Gur'an surah al-Bagarah 
ayat 245 dan al-Hadid ayat 11, hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi, al-Nasa'i, 


23|jhat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1182-1184. 

24Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1182. 

25Dalam jawabannya, Munas menggunakan istilah akad girad dalam hal 
praktik kredit atau piutang. Tentu penggunaan istilah ini kurang tepat, karena 
jika yang dimaksud adalah akad kredit atau piutang, maka yang benar adalah 
gard. Sementara girad adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di 
mana pihak pertama (malik, sahib al-mal) menyediakan seluruh modal, sedang 
pihak kedua (“amil) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di 
antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 
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Abu Dawud, Ahmad, al-Harits bin Abi Usamah, dan pendapat ulama yang 
merujuk pada hadis-hadis tersebut.26 

Adanya talangan haji berkonsekuensi terhadap semakin lamanya 
antrian haji, sehingga membuat ulama NU pada Muktamar NU ke-33 di 
Jombang tahun 2015 membahas tentang hukum memperpendek masa 
tunggu calon jamaah haji dan pengelolaan keuangan haji, yang 
melahirkan rekomendasi antara lain: NU meminta kepada pemerintah 
agar benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian, kejujuran, 
keterbukaan dan profesionalitas dalam merekrut calon anggota yang 
duduk di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan dalam 
mendayagunakan dana haji. Pembahasan hukum ini bersifat ganiniyyah 
dan menggunakan metode gauli dengan merujuk pada pendapat al- 
Sya'rani, Abdurrahman al-Dimasygi, dan al-Mawardi.27 

Pada Munas NU tahun 2017, dibahas tentang investasi dana haji, 
bahwa status dana setoran awal Badan Pengelola Keuangan Haji (BPIH) 
adalah dana amanah milik calon jamaah haji yang dikuasakan kepada 
pemerintah dengan akad wakalah mutlagah untuk dikelola dan 
digunakan sebagai pembiayaan haji. Pembahasan dalam masalah ini 
bersifat wagi'iyyah dan menggunakan metode ilhagi karena kasus 
semacam ini tidak dibahas secara eksplisit dalam kitab-kitab kuning. 
Namun begitu, jawaban ini tetap merujuk pada kitab-kitab seperti 
Nihayah al-Muhtaj, Fatawa Ibn al-Salah, al-Muhadazab, Bughyah al- 
Mustarsyidin, al-Hawi al-Kabir li al-Mawardi, dan Gawa'id al-Ahkam fi 
Masdlih al-Anam, dengan melihat prinsip dalam kitab-kitab tersebut 
bahwa kebijakan pemerintah mengacu pada kemaslahatan publik.28 

Dibahas pula tentang hukum lempar tiga jamrah pada malam hari 
(mendahului waktunya), yang keputusan hukumnya adalah tidak sah 
menurut mayoritas ulama termasuk empat imam mazhab. Hanya saja, 
menurut al-Faurani dan al-Subki hukum melempar jamrah setelah fajar 
tanggal 11 untuk pelemparan tanggal 11, 12 dan 13 adalah sah. Solusi 
yang ditawarkan adalah, mengulangi pelemparan jamrahnya, baik pada 
hari itu juga maupun pada hari-hari berikutnya, selama hari tasyrig 
masih tersisa. Jika sudah melewati hari tasyrig (terbenamnya matahari 


26Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 786-793. 

27Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra..., vol. 2, h. 92, Abu 
Abdillah Ibn Abdurrahman al-Dimasygi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al- 
A'immah..., h. vol. 1, h. 125, dan Abu Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir..., h. Vol. 
6, h.501. 

28| ihat: Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat 2017, h. 10-20. 
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tanggal 13), maka wajib membayar dam. Menurut riwayat imam Abu 
Ishag al-Marwazi, setiap meninggalkan satu hari jamaah haji wajib 
mengganti 1 mud (7 ons), dua hari wajib 2 mud, dan tiga hari wajib dam. 
Kemudian bagi jamaah yang sudah kembali ke tanah air padahal ia 
belum membayar dam dan waktu haji sudah lewat, maka ia tetap 
berkewajiban membayar dam atau fidyahnya di tanah haram meski 
dengan cara mewakilkannya kepada orang lain. Metode yang digunakan 
dalam hal ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada berbagai kitab rujukan.2? 

Kemudian dibahas tentang konsep amil zakat dalam negara 
modern, dengan merumuskan beberapa poin antara lain tentang 
pengertian amil zakat, syarat-syarat amil meliputi amil tafwid dan amil 
tanfidz, tentang inisiasi pembentukan dan hak pengangkatan amil zakat, 
prosedur pengangkatan amil zakat, dan status kepanitiaan zakat yang 
dibentuk atas 251rakarsa masyarakat. Metode yang digunakan bercorak 
gauli dan bersifat maudu'iyyah dengan merujuk berbagai kitab 
rujukan.20 Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel nomor 5.2. 


Tabel 5.2 
Frekuansi dan Persentase 
Penggunaan Metode dan Jenis Masailnya di Bidang Ibadah 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi Persentase 
1 Gauli 15 68,2 Yo Wagi 'iyyah 17 77,3 Yo 
2 Tagrir Jama'i - Maudi'iyyah | 1 4,5 Xx 
3 Ilhag 3 13,6 Yo Ganuniyyah 4 18,2 Yo 
4 Manhaji 2 9,1 Y9 
5 Non Metode 2 9,1 Yo 
Jumlah 22 100 Yo Jumlah 22 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Pernikahan (Munakahat) 

Pada Muktamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya tahun1994, 
dibahas tentang hukum menyewakan rahim (menitipkan sperma suami 
dan indung telur ke rahim perempuan lain) dan nisbat anak dalam hal 
nasab, kewalian, hukum waris dan hadanah. Keputusan hukumnya 
adalah, menyewakan rahim hukumnya tidak sah dan haram. Kemudian 
dalam hal nasab, kewalian, waris dan hadanah tidak dapat dinisbatkan 
kepada pemilik sperma menurut imam Ibn Hajar, karena masuknya 


29Lihat: Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 


Tenggara Barat 2017, h. 26-34. 
30Munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 2017, h. 62-72. 
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tidak muhtaram. Dalam masalah ini, metode yang digunakan bercorak 
gauli dan bersifat wagiiyyah dengan mengutip pendapat Ali 
Syibramalisi, Ibn Gasim al-'Ubbadi, al-Bujayrimi, dan lain sebagainya.3! 

Kemudian pada Munas NU di Lombok Tengah Nusa Tenggara 
Barat tahun 1997, dibahas tentang hukum nikah mut'ah, yaitu nikah 
yang dibatasi dengan waktu tertentu dan diucapkan dalam akad. Munas 
memutuskan bahwa menurut mazhab yang empat, hukum nikah mut'ah 
adalah haram dan tidak sah (batal). Metode yang digunakan dalam 
menyelesaikan masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab al-Umm, Fatawa Syar'iyyah wa buhuts 
Islamiyyah, Rahmah al-Ummah, Mizan al-Kubra, Ianah al-Talibin, dan al- 
Syirwani 'ala al-Khatib.32 

Dibahas pula tentang hukum pernikahan pengidap HIV/AIDS, 
yang jawabannya adalah sah namun makruh. Hukum kasus ini 
dianalogikan dengan pernikahan pengidap penyakit kusta dan lepra, 
sebagaimana pendapat Zakaria al-Ansari. Menurutnya, bagi wali wanita 
boleh mem-fasakh (merusak) akad nikah dengan sebab penyakit kusta 
dan lepra yang sudah lama diderita suami. Sebab, mereka dapat 
menerima aib dengan masing-masing kedua penyakit itu dan sebab aib 
penyakit tersebut dapat menjalar kepada si wanita dan keturunannya.3? 
Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam menjawab masalah ini 
bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah. 

Kemudian pada Muktamar NU ke-30 di PP. Lirboyo pada tahun 
1999, dibahas tentang wali hakim dalam pernikahan. Wilayah hakim 
dalam pernikahan berada di tangan presiden dan aparat yang ditunjuk 
presiden, serta wanita sah menjadi wali hakim karena kelembagaan 
presiden berfungsi sebagai wilayah 'ammah. Jawaban masalah ini 
menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat Ibn Gudamah, Muhammad Syata al-Dimyati, Ibrahim al-Bajuri, 
dan Sulayman al-Bujayrimi.34 


31Ali Syibramalisi, “Hasyiyah Ali Syibramalisi” pada Nihayah al-Muhtaj, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 431, Ahmad bin Gasim al-'Ubbadi, “Hawasyi al- 
“Ubbadi” pada Hawasyay al-Syarwani wa al-Ubbadi, vol. 9, (Mesir: al-Tijariyah 
al-Kubra, t. th.), h. 328, Sulayman bin Muhammad al-Bujayrami, Hasyiyah 
Sulayman al-Bujayrami ala al-Khatib, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 298. 

32Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 526-528. 

387akaria al-Ansari, Asna al-Matalib Syarh Raudah al-Talibin, vol. 3, 
(Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.th.), h. 176. 

34Tbn Gudamah, al-Mughni..., vol. 7, h. 13, Muhammad Syata al-Dimyati, 
Tanah al-Talibin, vol. 3, h. 314, Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, vol. 2, h. 
106, dan Sulayman al-Bujayrami, al-Tajrid li Naf' al-Abid, vol. 3, (Mesir: Mustafa 
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Pada Munas di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tahun 2006, 
dibahas tentang masa tangguh atas mafgud (orang yang hilang 
kabarnya), bahwa masa tangguh bagi istri dan ahli waris atas mafgud 
diperinci sebagai berikut: (a) masa tangguh atas mafgud bagi istri untuk 
diperbolehkan menikah dengan lelaki lain terdapat tiga pendapat: 
Pertama, sampai terdapat kepastian bahwa mafgud telah meninggal 
dunia. Kedua, empat tahun dan empat bulan sepuluh hari. Ketiga, sesuai 
keputusan hakim, baik karena fasakh maupun pelanggaran ta'lig talak, 
(b) masa tangguh atas mafgud bagi ahli waris untuk mewarisi harta 
peninggalannya terdapat dua pendapat: Pertama, sampai terdapat 
kepastian bahwa mafgud meninggal dunia. Kedua, sampai meninggalnya 
mayoritas orang-orang yang seusia dengan mafgud tersebut. Walaupun 
keputusan hukum ini merujuk pada beberapa dalil ayat al-Gur'an dan 
hadis, namun lebih banyak didominasi oleh agwal al-'ulama', sehingga 
metode yang digunakan dikategorikan bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan mengutip pendapat al-Tabari, al-Suyuti, al-Nawawi, 
Ibn Hajar al-'Asgalani, Ibn Hajar al-Haytami, al-Ramli, dan lain 
sebagainya.35 

Pada Muktamar NU di Asrama Haji Sudiang Makassar tahun 2010, 
di bahas tentang batas minimal usia nikah. Dalam pembahasan ini, 
terdapat beberapa hal yang dibahas, yaitu: (a) tentang kawin gantung, 
yang hukumnya sah jika terdapat maslahat dan ijab gabul dilakukan 
oleh wali mujbir serta memenuhi syarat dan rukun nikah lainnya: (b) 
menurut mayoritas ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam 
Islam, akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia baligh, 
(c) kawin gantung belum memiliki akibat hukum sebagaimana nikah 
pada umumnya, kecuali dalam hak waris dan pemberian nafkah 
menurut sebagian ulama. Sedangkan dalam hal bersetubuh, hendaknya 
menunggu sampai kuat disetubuhi: (d) hukum tajdid al-nikah adalah 
boleh, akan tetapi menurut Yusuf al-Ardabilt, dihukumi sebagai igrar bi 
al-talag (pengakuan cerai). Oleh karena itu, wajib membayar mahar lagi 


al-Halabi, 1950), h. 337. 

35Tbn Jarir al-Tabari, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Gur'an, vol. 2, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 527, Abdurrahman al-Suyuti, Tanwir al-Hawalik 
Syarh al-Mutawati', vol. 2, (Mesir: Isa al-Halabi, t.th), h. 95, al-Nawawi, Raudah 
al-Talibin wa Umdah al-Muftin, 287 eds., vol. 8, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 
t.th.), h. 400-4003, Ibn Hajar al-'Asgalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, 
vol. 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 538, Ibn Hajar al-Haytami, 
“Tuhfah al-Muhtaj” pada Hawasyai al-Syarwani wa al-Ubbadi, vol. 10, (Beirut: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 456-457, dan lain sebagainya. 
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dan mengurangi 'adad al-talag (bilangan talak). Keputusan ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada beberapa kitab 
rujukan.36 

Kemudian dibahas pula tentang pernyataan sighat ta'lig talak 
yang tidak dibacakan, tetapi dengan pernyataan yang ditandatangani, 
dan juga meninggalkan membaca atau menandatangani sighat ta'lig 
yang merupakan perintah ulil amri. Muktamar memutuskan bahwa, 
tidak terjadi ta'lig talak dan tidak dikenai sanksi. Terkait dengan 
meninggalkan membaca atau menandatangani sighat yang merupakan 
perintah ulil amri hukumnya boleh. Keputusan ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab Kanz al-Raghibin, 
Bughyah al-Mustarsyidin dan Syarh Yagut al-Nafis.37 

Pada Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015, dibahas 
tentang perlindungan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan pencatatan 
nikah bagi TKI yang beragama Islam di luar negeri, yang melahirkan 
rekomendasi antara lain: perlunya dilakukan perubahan UU No. 39 
Tahun 2004, dan perlunya dibuat regulasi atau kebijakan dalam 
penugasan petugas PPN yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang 
baik untuk melaksanakan pelayanan pencatatan nikah di Kantor 
Perwakilan RI. Keputusan ini bercorak manhaji dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada beberapa kaidah fikih.28 Untuk lebih jelasnya, 
dapat dilihat pada tabel nomor 5.3. 


36al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, vol. 9, h. 206, Wahbah al- 
Zuhayli, vol. 9, h. 171 dan 174, Ibn Hajar, Syarh al-Syihab, vol. 7, h. 490, Yusuf al- 
Ardabilt, al-Anwar, (Maktabah al-Tujjariyah, t.th), h. 88, Hasyiyah al-Jamal 'ala 
Syarh al-Manhaj, vol. 4, h. 245, dan Gurrah al-Ayn, h. 164. 

37Jalaluddin al-Mahalli, “Kanz al-Raghibin”, pada Hasyiyata Gulyibi wa 
Umayrah, vol. 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tth.), h. 329, 
Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Indonesia: al-Haramayn, 
t.th.), h. 91. 

38'Izzuddin bin Abdissalam, Gawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, vol. 1, 
(Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th.), h. 46. 
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Tabel 5.3 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode & Jenis Masailnya di 
Bidang Pernikahan (Munakahat) 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase Masail Frekuensi | Persentase 
1 Gauli 6 75 Yo Wagi'iyyah 8 100 Yo 
2 TagrirJamai | - Maudu'iyyah - 
3 Ilhag 1 12,5 Yo Ganiiniyyah 
4 Manhaji 1 12,5 Yo 
5 Non Metode 
Jumlah 8 100 Yo Jumlah 8 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Jual Beli & Rekayasa Ekonomi 

Hukum bunga bank konvensional di kalangan ulama NU masih 
menjadi perdebatan, antara haram karena disamakan dengan riba 
secara mutlak, atau boleh karena dianggap beda dengan riba, dan 
syubhat (tidak identik dengan haram). Pendapat yang mengharamkan 
memiliki beberapa variasi antara lain misalnya, bunga bank dengan 
segala jenisnya sama dengan riba (haram), bunga bank sama dengan 
riba (haram) tetapi boleh dipungut sementara waktu sebelum 
beroperasinya sistem perbankan yang islami (tanpa bunga), dan bunga 
bank sama dengan riba (haram) tetapi boleh dipungut sebab adanya 
kebutuhan yang kuat. Sementara pendapat yang membolehkan juga 
memiliki beberapa variasi misalnya, bunga konsumtif sama dengan riba 
(haram) dan bunga produktif tidak sama dengan riba (halal), bunga 
yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba (halal), 
bunga yang diterima dari deposit yang dipertaruhkan ke bank 
hukumnya boleh, dan bunga bank tidak haram apabila bank tersebut 
menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum. 

Dengan pertimbangan di atas, maka pada Munas Bandar Lampung 
tahun 1992 dibahas tentang masalah bank Islam. Hal ini mengingat 
bahwa, warga NU merupakan potensi terbesar dalam pembangunan 
nasional dan dalam kehidupan ekonomi, yang diperlukan adanya suatu 
lembaga keuangan sebagai peminjam dan pembina yang memenuhi 
persyaratan-persyaratan sesuai dengan keyakinan kehidupan warga 
NU. Rumusan Munas dalam masalah ini tidak jelas metode yang 
digunakan (non metode) dan bersifat maudu'iyyah.3? 

Kemudian dibahas pula asuransi menurut Islam, yang keputusan 
hukumnya sesuai dengan bentuk asuransinya. Oleh karena itu, para 


39Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 473-475. 
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musyawirin mendukung dan menyetujui berdirinya asuransi secara 
islami. Sebelum tercapainya cita-cita terwujudnya asuransi Islam, 
Munas NU menyarankan agara sistem perasuransian yang ada sekarang 
ini diperbaiki dengan menghilangkan unsur-unsur yang terlarang, 
sehingga tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam. Untuk itu, 
perlu diatur langkah-langkah seperti yang ada pada komisi bank. 
Rumusan Munas dalam masalah ini tidak jelas metode yang digunakan 
(non metode) karena tidak merujuk pada kitab apapun, dan bersifat 
maudi'iyyah.4 

Pada Muktamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya tahun 1994, 
dibahas tentang intervensi pemerintah dengan menentukan UMR (Upah 
Minimum Regional), yang persoalannya seputar konsep fikih mengenai 
hubungan perburuhan, khususnya mengenai pengupahan, tentang 
pemerintah melakukan intervensi dengan menentukan UMR, termasuk 
juga bila terjadi gejolak. Menurut Muktamar, konsep fikih mengenai 
Upah buruh ada dua macam, yaitu: (a) ujrah musamma yang ditentukan 
oleh kesepakatan kedua belah pihak (majikan dan buruh), (b) ujrah 
mitsil yang disesuaikan dengan upah standar umum. Kemudian dalam 
hal pemerintah menentukan UMR, menurut mayoritas ulama tidak 
boleh, dan menurut pendapat yang da'fif boleh, yang wajib diikuti 
apabila ada maslahah 'ammah. Sementara apabila terjadi gejolak, maka 
diadakan islah antara kedua belah pihak, dan pemerintah bertugas 
menjadi hakim dengan syarat-syarat yang telah ada. Rumusan Munas 
dalam masalah ini menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada beberapa kitab rujukan.“1 

Dibahas pula tentang hukum akad TRI (Tebu Rakyat Intensif). 
Menurut Muktamar, hukum akad TRI ada yang fasidah sesuai dengan 
keputusan Muktamar ke-28, di samping juga dalam pelaksanaannya di 
lapangan terjadi pemaksaan (ikrah) terhadap peserta TRI. Tetapi juga 
ada yang tida fasidah, yaitu petani utang modal ke bank atau pihak lain, 
kemudian tebunya digiling ke pabrik gula tersebut dengan akad ijarah, 
sebagaimana pendapat kebanyakan Hanabilah dan satu gaul dari 
Hanafiyyah. Namun pendapat tersebut dinyatakan da'if oleh Ibn 
Oudamah. Kebolehan tersebut dengan catatan harus ada lembaga yang 
membantu petani untuk mengontrol penetapan rendement, 
penimbangan dan lain-lain, guna menghilangan unsur gharar. Adapun 
penetapan bagi hasil yang dikeluarkan setelah penetapan rendement 


40Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 475-477. 
#1Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 496-501. 
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hukumnya sah. Keputusan ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk berbagai kitab rujukan.42 

Pada Munas NU di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat tahun 
1997, dibahas tentang bay' al-dayn (jual beli piutang). Misalnya, A 
berutang kepada B, yang perjanjian utang piutang tersebut dikuatkan 
dalam akte perjanjian utang piutang. Karena mendesaknya kebutuhan, 
sebelum jatuh tempo, akte perjanjian utang piutang itu dijual oleh B 
kepada C. Oleh karena itu, berdasarkan akte perjanjian utang piutang 
tersebut, C menagih kepada A. Menurut keputusan Munas, jual beli 
utang piutang (bay' al-dayn) seperti tersebut hukumnya boleh, jika 
nilainya sama. Namun, jika nilainya berkurang, maka hukumnya tidak 
boleh. Keputusan ini menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada kitab al-Ignas Bughyah al-Musytarsyidin, al-Mizan 
al-Kubra, dan Sullam al-Taufig.8 

Kemudian dibahas pula tentang bay' al-'Inah (jual beli barang yang 
berasal dari berutang kepada pemberi utang). Menurut pendapat 
Munas, ulama berbeda pendapat dalam menghukumi praktik akad 
semacam ini. Imam Syafii dan ulama mazhabnya berpendapat bahwa, 
hukum bay" al-'Inah adalah sah namun makruh tanzih. Sedangkan imam 
Abu Hanifah, imam Malik dan imam Ahmad bin Hanbal tidak 
memperbolehkan.4 Keputusan ini menggunakan metode gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab al-Mizan al-Kubra, al- 
Anwar li A'mal al-Abrar, dan hadis Abu Dawud. 

Lalu dibahas pula tentang memanfaatkan tanah jaminan, selama 
yang berutang belum mampu melunasi utangnya. Keputusan Munas 
adalah, menggunakan kemanfaatan agunan oleh pihak penerima gadai 
hukumya adalah haram, sebab barang agunan hanya sekedar borg 
(jaminan), kecuali dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian 
perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan (rahin). Keputusan 
masalah ini menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 


42Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 504-507. 

43Muhammad Khatib al-Syirbini, al-Igna' ft Hill Alfaz Abi Syuja, vol. 1, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H), h. 280, Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, 
Bughyah al-Musytarsyidin, h. 131, Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, 
vol. 2, h. 72, dan Sullam al-Taufig, h. 53. 

44Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra,vol. 2, (Mesir: Mustafa al- 
Halabi, t. th.), h. 70, Yusuf al-Ardabili, al-Anwar li A'mal al-Abrar, vol. 1, (Mesir: 
Mustafa al-Halabi, t. th.), h. 229. 

45Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 528. 
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merujuk pada kitab Hasyiyah al-Syargawi, Fath al-Mu'in, Bughyah al- 
Mustarsyidin, dan al-Asybah wa al-Naz@'ir.46 

Kemudian dibahas tentang pembebasan tanah rakyat dengan 
harga yang tidak memadai. Munas memutuskan bahwa pembebasan 
tanah dengan harga yang tidak memadai dan tanpa kesepakatan kedua 
belah pihak, tergolong perbuatan zalim karena termasuk bay' al-mukrah 
dan hukumnya haram serta tidak sah. Namun, apabila pembebasan 
tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum 
yang dibenarkan menurut syara" dengan harga yang memadai, maka 
hukumnya boleh sekalipun tanpa kesepakatan. Keputusan masalah ini 
menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada berbagai kitab.47 

Dibahas pula tentang reksadana, yaitu sebuah wahana di mana 
masyarakat dapat menginvestasikan dananya, dan pengurusan (fund 
manager) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Pada prinsipnya, 
dalam reksadana, sepanjang produk-produk yang dihasilkan tidak 
menggunakan cara-cara yang diharamkan dalam Islam, maka dapat 
dibenarkan sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Islam. 
Penggunaan metode dalam memutuskan hukum ini bercorak gauli dan 
bersifat maudiu'iyyah yang terlihat dari referensi yang digunakan yang 
jawabannya termaktub secara eksplisit di dalamnya.48 Salah satu 


46Abdullah bin Hijazi al-Syargawi, Hasyiyah al-Syargawi 'ala al-Tahrir, vol. 
2, (Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabiyah al-Kubra, 1332 H.), h. 123, Zaynuddin al- 
Malibari, “Fath al-Mu'in”, pada I'anah al-Talibin, vol. 4, (Beirut: Dar al-Tijariyah 
al-Kubra,t.th.), h. 37-38, Abdurrahman Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, h. 
178, dan Abdurrahman al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, (Beirut: Dar al-Kutub 
al-'Ilmiyah, 1403 H), h. 67. 

47Zakaria al-Ansari, “Fath al-Wahhab” pada al-Tajrid Ii Naf'i al-Abid, vol. 
2, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1950), h. 174, Abu Abdillah al-Dimasygi, “Rahmah 
al-Ummah” pada al-Mizan al-Kubra, vol. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 158, 
Abdurrahman al-Suyiuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, h. 67, Ibn Najim al-Misri, al- 
Asybah wa al-Naz@'ir, vol. 1, (Makkah: Nizar Mustafa al-Baz, 1997), h. 124, al- 
Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1966), h. 162, Adil 
Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Aud, “Tahgig”, pada al-Asybah wa al- 
Naza'ir li Tajuddin al-Subki, vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), h. 
116, Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhta...,vol. 2, h. 3, Ibn “Irfah 
al-Dasugi, Hasyiyah al-Dasugi “ala al-Syarh al-Kabir, vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1969), h. 6, Muhammad Nawawi al-Bantani, Mirgah Su'ud al-Tasdig..., h. 65, al- 
Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, vol. 4, h. 65, Zaynuddin al-Malibari, “Fath al-Mu'n” 
pada I'anah al-Talibin, vol. 3, h. 13. 

48Misalnya kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuhiu karya Wahbah al-Zuhayli, 
al-Madkhal al-Fighi al-Amm karya Mustafa Ahmad Zarga, al-Mughni karya Ibn 
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rujukan kitab yang dijadikan dalil adalah kitab al-Figh al-Islami wa 
Adillatuhu, bahwa prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang 
berkenaan dengannya adalah boleh, selama tidak dilarang atau tidak 
bertentangan dengan syariat.49 Dalam hal saham reksadana, merujuk 
pada pendapat Ibn Gudamah, jika salah seorang membeli bagian 
temannya dalam perkongsian, maka hukumnya boleh karena membeli 
milik orang lain.s9 

Pada Muktamar NU ke-30 di PP. Lirboyo tahun 1999, dibahas 
tentang hukum budi daya jangkrik, yang hukumnya adalah boleh. 
Sementara hukum menjualnya, terdapat perbedaan pendapat di 
kalangan ulama. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, hukum 
jual beli jangkrik adalah sah, sedangkan menurut asah al-wajhayn dari 
mazhab Syafii hukum jual beli jangkrik adalah haram. Keputusan 
masalah ini menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
merujuk pada berbagai kitab.s1 

Dibahas pula tentang hukum jual beli ulat, cacing, dan semut 
untuk makanan burung. Muktamar memutuskan bahwa, hukum jual beli 
tersebut terdapat khilaf (beda pendapat) di kalangan ulama, ada yang 
mengharamkan karena dianggap hina, dan ada yang membolehkannya 
karena ada unsur manfaatnya. Keputusan masalah ini juga 
menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuh, al-Figh “ala al-Madzahib al- 
Arba'ah, dan al-Tajrid li Naf'i al-'Abid.52 

Kemudian dibahas pula tentang hukum lomba dengan 
pemungutan uang untuk dijadikan hadiah, yang keputusan hukumnya 
adalah termasuk judi. Sedangkan yang bukan untuk hadiah tidak 
termasuk judi. Adapun solusi untuk penyelenggaraan lomba berhadiah 
agar terhindar dari judi adalah, uang pendaftaran tidak menjadi hadiah, 
hadiah diperoleh dari sumber lain dan jenis yang dilombakan tidak 


Oudamah, Aswag al-Aurag al-Maliyah karya Samir Abd al-Hamid Ridwan, al- 
Hawi al-Kabir karya Abu Hasan al-Mawardi, Subul sl-Salam karya al-San'ani, dan 
Hasyiyah al-Bajuri "ala Fath al-Garib karya Ibrahim al-Bajuri. Lihat: Ahkam al- 
Fugaha'..., h. 922-927. 

49Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, vol. 4, (Damaskus: 
Dar al-Fikr, t.th.), h. 555. 

50fbn Gudamah, al-Mughni, vol. 5, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 
t.th.), h. 35. 

51Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 570-572. 

52Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, 6/181-182 dan 
4/446, Abdurrahman al-Juzayri, al-Figh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, vol. 1, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 382, Al-Tajrid Ii Naf al-Abid, vol. 2, h. 78. 
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termasuk dalam larangan syariat seperti keterampilan dalam perang, 
jalan cepat, memanah, menembak, balap kuda dan lain-lain. Keputusan 
masalah ini menggunakan metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
merujuk pada berbagai kitab rujukan.58 

Pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri tahun 1999, dibahas 
tentang pemulihan perekonomian nasional berorientasi pada 
kepentingan rakyat. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa gagasan 
besar yang dibahas, yaitu menyangkut pemulihan ekonomi berorientasi 
kerakyatan, relevansi dan tantangan pengembangan ekonomi berbasis 
pertanian, dan masalah-masalah dasar di balik krisis ekonomi 
Indonesia. Pembahasan ini bersifat maudu'iyyah dan tidak jelas metode 
yang digunakan (non metode) karena tidak merujuk pada dalil 
apapun.54 Dibahas pula tentang syariat Islam dalam memandang status 
uang negara, dan acuan moral untuk menegakkan keadilan dan 
mencegah penyalah-gunaan wewenang (KKN). Rumusan dalam masalah 
ini bersifat maudi'iyyah dan menggunakan metode manhaji dengan 
merujuk pada dalil al-Gur'an, al-Sunnah dan kaidah fikih.55 

Pada Munas NU di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta tahun 2002, 
dibahas tentang hukum utang negara, bahwa yang bertanggung jawab 
membayar adalah negara. Terhadap utang negara yang dipakai untuk 
kemaslahatan rakyat banyak, maka negara membayarnya dengan dana 
kas negara.56 Sementara mengenai hukum bagi koruptor dalam 
pandangan syariat, korupsi merupakan pengkhianatan berat terhadap 
amanat umat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat 
dikategorikan sebagai pencurian (sarigah) dan perampokan (nahb). 
Oleh karena itu, pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan 
hukuman, karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah. Sementara 
pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat (hag 
al-adami), sehingga hukuman yang layak bagi koruptor adalah potong 
tangan sampai dengan hukuman mati. Masalah ini bersifat 


58Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 574-576. 

54Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 943-946. 

55Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 810-817. 

56Kitab yang dijadikan rujukan adalah al-Fatawa karya Izzuddin bin 
Abdissalam dan Badzl al-Majhud fi Hall Abi Dawud karya Ahmad al-Saharanfuri 
al-Hindi, al-Minhaj Syarh Sahih Muslim karya al-Nawawi, dan al-Asybah wa al- 
Naz@'ir karya al-Suyuti. 

57Kitab yang dijadikan rujukan adalah Is'ad al-Rafig Matn Sullam al- 
Taufig karya Abdullah bin Husayn Ba'alawi, al-Jami' Ii Ahkam al-Gur'an karya al- 
Ourtubi, Futuhat al-Wahhab bi Taudih Syarh Manhaj al-Tullab karya Muhammad 
bin Mansur al-Jamal, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhayli, 
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maudi'iyyah dan menggunakan metode gauli dengan merujuk pada 
pendapat Muhammad bin Mansir al-Jamal.58 

Kemudian pada Muktamar NU di Asrama Haji Donohudan dan 
Boyolali Solo tahun 2004, dibahas tentang hukum penyuapan dalam 
penerimaan PNS. Muktamar memutuskan bahwa, pemberian sesuatu 
untuk menjadi PNS termasuk risywah (suap), dan pada dasarnya hukum 
risywah adalah haram, kecuali untuk menegakkan kebenaran atau 
menolak kebatilan, maka tidak haram bagi pemberi dan tetap haram 
bagi penerima. Adapun hukum gaji yang diterima, ulama berbeda 
pendapat antara haram dan halal.5? Jawaban dalam masalah ini juga 
merujuk pada al-Our'an dan hadis Nabi, namun karena Muktamar hanya 
cenderung menjadikan kedua sumber tersebut sebagai pelengkap dan 
didominasi oleh rujukan kitab-kitab ulama, maka keputusan dalam 
masalah ini tetap dikategorikan bercorak gauli. 

Pada Munas di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tahun 2006, 
dibahas hukum transaksi asuransi dengan jaminan dalam bentuk 
pembayaran sisa kredit, manakala debitur meninggal dunia, adalah 
haram dan tidak sah. Sebab akad atau transaksi asuransi tersebut 
mengandung unsur gharar (tipuan/ketidak-jelasan), gimar (ketidak- 
pastian), dan riba. Walaupun jawaban dalam keputusan ini mengutip 
dalil dari al-Gur'an dan hadis, namun hanya menjelaskan prinsip secara 
umum, yaitu tentang larangan gharar, gimar dan riba. Sementara yang 
membahas secara langsung pembahasan tentang asuran, terdapat dalam 
kitab Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab dan al-Mu'amalah al- 
Maliyah al-Mu'asirah. Oleh karenanya, keputusan masalah ini masih 
dikategorikan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk 
pada pendapat ulama.50 

Kemudian pada Munas NU di Gedung PBNU Jakarta tahun 2006, 
dibahas hukum kuis berhadiah yang dijawab melalui fasilitas telpon, 
termasuk SMS dengan harga pulsa melebihi tarif biasanya yang 


Bughyah al-Mustarsyidin karya Abdurrahman Ba'alawi, al-Taj wa al-Iklil li 
Mukhtasar Khalil karya Muhammad bin Yusuf al-AbDari al-Mawag, al-Fatawa 
karya Izzuddin bin Abdissalam, Syarh Fath al-Gadir karya Ibn Humam, al-Insaf 
fi Ma'rrifah al-Rajih min al-Khilaf karya Alauddin al-Mardawi, Tarh al-Tatsrib fi 
Syarh al-Tagrib karya Abu al-Fadl al-'Iragi, dan Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al- 
Manhaj karya Sulayman al-Jamal. 

58Muhammad bin Mansir al-Jamal Futuhat al-Wahhab bi Taudih Syarh 
Manhaj al-Tullab, vol. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 151. 

59Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 615. 

60Ljhat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 652-656. 
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keputusan hukumnya adalah haram. Sebab terdapat unsur maysir 
(gambling/taruhan) bila penyelenggara mengambil keuntungan dari 
akumulasi harga pulsa tersebut. Terlebih hadiahnya diambilkan dari 
akumulasi harga pulsa tersebut. Keputusan masalah ini menggunakan 
metode ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan dianalogikan pada prinsip 
dasar maysir seperti main catur, permainan dengan batu api dalam 
wadah, dan lain sebagainya.s1 

Pada Muktamar NU di Asrama Haji Sudiang Makassar tahun 2010, 
dihabas tentang hukum transaksi via alat elektronik dalam akad jual beli 
dan akad nikah, keabsahan pelaksanaan yang berada di majlis terpisah, 
dan hukum pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi tentang 
catatan pemberian kuasa hukum (wakalah) kepada seseorang yang 
hadir di majlis. Muktamar memutuskan bahwa, hukum akad jual beli 
melalui alat elektronik adalah sah, apabila sebelum transaksi kedua 
belah pihak sudah melihat mabi' (barang yang diperjualkan) atau telah 
dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat 
dan rukun-rukun jual beli lainnya. Sedangkan hukum pelaksanaan akad 
nikah melalui alat elektronik tidak sah, karena kedua saksi tidak melihat 
dan mendengar secara langsung pelaksanaan akad disebabkan tidak 
hadir di majlis akad, dan di dalam akad nikah juga disyaratkan lafal yang 
sarih (jelas), sedangkan akad melalui alat elektronik tergolong kinayah 
(samar). 

Adapun terkait dengan pelaksanaan akad jual-beli, meskipun 
dilaksankan dalam majlis terpisah, hukumnya tetap sah. Sebaliknya, 
pelaksanaan akad nikah yang berada di majlis terpisah, hukumnya tidak 
sah. Sementara hukum melakukan akad/transaksi dengan cara 
pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan wakalah 
(pemberian kuasa hukum), kepada seseorang yang hadir di majlis 
tersebut hukumnya sah, namun dengan syarat aman dan sesuai dengan 
kenyataan. Keputusan masalah ini menggunakan metode gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada beberapa kitab rujukan.62 

Dibahas pula tentang sistem bagi hasil perbankan syariah 
berdasarkan persentase nisbah tanpa sepengetahuan pihak nasabah. 
Padahal dalam akad telah disebutkan nisbah-nya, dan hukum 
penghitungan atau audit keuangannya tidak menggunakan sistem yang 
Islami. Menurut Muktamar, bahwa hukumnya adalah tidak sah, namun 
akad mudarabah-nya tetap dianggap sah. Adapun hukum penghitungan 


61Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 678-681. 
62Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 714-719. 
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atau audit keuangan yang tidak menggunakan sistem Islami adalah tidak 
sah. Metode yang digunakan dalam menjawab masalah ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada pendapat ulama, 
yang dikutip oleh Ibn Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, yang 
diperkuat dengan pendapat dalam kitab Mughni al-Muhtaj dan al- 
Mughni Syarh al-Kabir.s8 

Kemudian dibahas tentang kriteria satu tempat (dawabit ittihad 
al-majlis), bahwa ittihad al-majlis dapat bermakna ittihad al-zaman 
(satu waktu), ittihad al-makan (satu lokasi), dan ittihad al-hay'ah (satu 
posisi). Perbedaan tempat yang disatukan dengan media komunikasi 
modern, membuat dua tempat yang berjauhan itu dapat dianggap 
menyatu (ta 'addud al-makan ft manzilah ittihad al-makan). Pembahasan 
dalam masalah ini bercorak gauli dan bersifat maudi'iyyah dengan 
merujuk pada kitab seperti al-Figh al-Islami wa Adillatuhiui.8' 

Pada Munas NU di Cirebon tahun 2012, dibahas tentang hukum 
pembayaran pajak di Indonesia bahwa, pada dasarnya tidak ada 
kewajiban pembayaran pajak di dalam Islam. Namun, pembayaran pajak 
boleh diberlakukan bagi rakyat yang mampu untuk kemaslahatan 
rakyat, apabila sumber-sumber dana non pajak yang telah dikelola 
dengan benar tidak mencukupi untuk kebutuhan negara. Adapun 
pembayaran pajak yang dikenakan kepada rakyat miskin adalah haram. 
Metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini bercorak 
ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan menganalogikan pada prinsip 
maslahat.55 Di forum yang berbeda (komisi maudi'iyyah), dibahas pula 
tema yang sama, yaitu tentang pajak dalam perspektif Islam, bahwa 
salah satu wujud dari kewajiban taat kepada ulil amri adalah kewajiban 
rakyat untuk membayar pajak kepada pemerintah. Keputusan dalam 
masalah ini bercorak manhaji dan bersifat maudi'iyyah dengan merujuk 
antara lain pada hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Aisyah.$6 

Di forum yang lain, yaitu komisi ganuniyyah, dibahas pula tentang 
UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yang melahirkan 
beberapa rekomendasi agar UU penanaman modal direvisi, antara lain: 
penanaman modal dalam negeri harus diutamakan untuk melindungi 
kepentingan ekonomi nasional, negara berhak menasionalisasi dan 


63fbn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, vol. 2, (Mesir: 
Mustafa al-Babi al-Halabi Auladih, 1975), h. 241. Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam 
al-Fugaha'..., h. 719-720. 

64#Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, vol. 4, h. 106. 

65Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 753-756. 

66Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1068-1069. 
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mengambil alih kepemilikan modal asing jika situasi mengharuskan, 
negara harus mengatur secara ketat praktik transfer dan repatriasi aset 
oleh pemilik modal, dan pembatasan bidang usaha bagi pemodal asing 
harus diperluas terutama kepada sektor-sektor strategis dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak. Keputusan dalam masalah ini 
bercorak manhaji dan bersifat ganiuniyyah dengan merujuk pada 
beberapa dalil hadis dan kaidah fikih.87 

Kemudian dibahas tentang UU Nomor 22 tahun 2001 perihal 
minyak dan gas bumi, yang melahirkan rekomendasi bahwa, 
pemerintah harus memiliki otoritas dalam pengelolaan migas untuk 
melakukan perubahan kontrak karya secara sepihak, rasio penerimaan 
negara dari hasil pengelolaan sumber daya migas minimal mencakup 
usyur (10x) dan ditambah dengan kharaj (pajak) sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku, dan harus ada pengaturan bagi hasil 
untuk daerah tempat sumber daya migas secara adil dan proporsional. 
Walaupun jawaban dalam masalah ini merujuk pada firman Allah surah 
al-Bagarah ayat 29 dan kaidah “tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah 
manutun bi al-maslahah”, namun ayat dan kaidah tersebut hanya 
menjelaskan prinsip secara umum terkait segala yang ada di bumi dan 
kebijakan pemimpin. Sementara yang membahas langsung terhadap 
tema migas adalah pendapat Wahbah al-Zuhayli:68 


A8 Oslakl OY Gadil pggta G LSIW aus Algal Aliliadly Baal Oslahi Of R00 
AG FE IAIN alay Lea LA Ja ab Jd Unud 


Artinya: “Kesimpulan: menurut mazhab Maliki dalam pendapat yang masyhur, 
tambang benda keras atau cair adalah milik negara. Oleh karena tambang itu 
dapat saja ditemukan oleh orang-orang jahat, maka kalau tidak menjadi milik 
negara, tentu dapat mendatangkan banyak malapetaka dan kekacauan.” 
Oleh karena itu, keputusan masalah ini masih dikategorikan bercorak 
gauli dan bersifat gantiniyyah.s9 

Dibahas pula tentang UU Nomor 4 tahun 2009 perihal 
pertambangan mineral dan batubara, bahwa terdapat beberapa pasal 
yang bermasalah. Dalam merespon masalah ini, metode yang digunakan 
bercorak gauli dan bersifat ganiiniyyah karena rujukan yang digunakan 


67Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1186-1190. 

68&Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 38 eds., vol. 5, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 583-584. 

69Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1190-1194. 
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relatif sama dengan kitab rujukan yang digunakan dalam membahas 
tentang minyak dan gas bumi.” 

Kemudian dibahas pula UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber 
daya air, di mana terdapat pasal-pasal yang bermasalah seperti hak 
guna usaha air dalam operasionalnya telah dikomersialkan, hak guna 
usaha air diberikan kepada perorangan atau badan usaha swasta/asing 
atas izin pemerintah, ketiadaan peraturan UU yang melindungi 
ketahanan persediaan air dan mengendalikan mekanisme pengusahaan 
air untuk ekspor ke negara lain, dan praktik penggalian sumber air tidak 
mempedulikan dampak ekologi, ketahanan suplai air, dan standar 
eksplorasinya. Dalam merespon persoalan ini, metode yang digunakan 
bercorak manhaji dan bersifat ganuniyyah karena didominasi oleh dalil 
al-Our'an dan beberapa hadis Nabi. Walaupun merujuk juga pada kitab 
Nihayah al-Muhtaj, namun dalam kitab tersebut hanya sekedar 
menjelaskan hadis Rasulullah: 

Ily Mg Ul F3 el el 
Artinya: “Manusia itu berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api.” (HR. 
Ahmad dan Abu Dawud). 

Lalu dibahas pula RUU tentang pangan yang pasal-pasalnya 
dianggap bermasalah, yaitu: RUU ini memberikan peluang terlalu besar 
untuk impor yang dapat merugikan petani, dan berorientasi pada 
ketahanan pangan dan bukan pada kedaulatan pangan. Dalam merespon 
masalah ini, metode yang digunakan bercorak manhaji dan bersifat 
ganuniyyah dengan merujuk pada prinsip umum yang tertuang dalam 
al-Our'an, al-Sunnah dan kaidah fikih. Demikian juga walaupun 
mencantumkan agwal al-ulama', namun sebatas menjelaskan prinsip 
dalam kebijakan seorang pemimpin.7! 

Pada Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015, dibahas 
tentang hukum asuransi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan 
Kesehatan). Menurut Muktamar, selama ini dana BPJS disetorkan di 
bank konvensional, yang dalam keputusan Munas Bandar Lampung 
tahun 1992 telah diputuskan bahwa, hukum bank konvensional adalah 
khilaf. haram, mubah, dan syubhat. Lebih lanjut, Muktamar memutuskan 
bahwa BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam akad ta'awun. 
Oleh karena itu, pemerintah boleh mewajibkan kepada semua warga 
negara mengikuti program BPJS, dengan catatan bagi yang miskin biaya 
ditanggung pemerintah. Pemerintah juga boleh menerapkan denda 


70Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1194-1197. 
71Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1203-1205. 
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kepada peserta yang mampu membayar, atas keterlambatan membayar 
iuran yang disepakati. Walaupun jawaban masalah ini merujuk pada 
dalil al-@ura'an dan al-Sunnah, namun karena didominasi oleh pendapat 
ulama, maka masalah ini dikategorikan ke dalam metode gauli dan 
bersifat wagi'iyyah.72 

Dibahas pula tentang ekploitasi alam secara berlebihan sehingga 
menimbulkan kerusakan lingkungan, yang hukumnya adalah haram. 
Adapun pemberian izin eksploitasi oleh aparat pemerintah yang 
berdampak pada kerusakan alam yang tidak dapat diperbaiki lagi, maka 
hukumnya juga haram jika disengaja. Kemudian sikap yang seharusnya 
dilakukan oleh masyarakat adalah wajib amar ma'ruf nahi munkar 
sesuai kemampuannya. Keputusan dalam masalah ini bercorak gauli 
dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada beberapa kitab rujukan.?3 

Kemudian dibahas pula tentang pasar bebas (free trade), bahwa 
pada dasarnya setiap orang diperintahkan untuk hidup seimbang: 
antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan ma'isyah, antara masjid dan 
pasar, tidak berdiri secara diametral, melainkan berada dalam formasi 
keseimbangan. Islam juga menghendaki fair market di mana masing- 
masing pihak dapat melakukan transaksi secara bebas tanpa intervensi 
dan hegemoni dari pihak manapun. Walaupun keputusan ini merujuk 
pada beberapa dalil al-Gur'an dan al-Sunnah, namun karena didominasi 
oleh agwal al-ulama yang membahas secara teknis kaitannya dengan 
pasar bebas dengan menganalogikan pada pertanian yang saling 
membutuhkan antara petani dan penyedia alat-alat pertanian, dan 
kaitannya dengan penentuan harga pasar, maka keputusan masalah ini 
bersifat ilhagi dan bersifat maudu'iyyah.74 

Dibahas pula tentang utang luar negeri, bahwa dalam kondisi 
tertentu negara boleh berutang yang tujuannya untuk pemanfaatan 
dana utang, dan negara harus memiliki komitmen untuk segera 
melunasi semua utangnya. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh 
mengambil utang kecuali dalam kondisi darurat dan sekiranya tersedia 


72Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 827-839. 

73Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 862-871. 

74Pasar dianggap tidak sempurna, di mana pasar mengalami distorsi oleh 
pihak-pihak tertentu dengan jaringan modal, regulasi, dan kekuatan politik 
yang tidak berpihak dengan maslahah 'ammah. Adapun yang dimaksud 
intervensi negara adalah negara harus memastikan tidak boleh ada mekanisme 
pasar yang melakukan ketidakadilan, sehingga mengganggu terpenuhinya hak 
dasar seseorang, baik yang individual (private goods) maupun yang publik 
(public goods). Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1120-1136. 
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sumber dana untuk membayarnya. Keputusan dalam masalah ini 
bercorak manhaji dan bersifat maudii'iyyah karena didominasi oleh dalil 
hadis dan kaidah fikih yang sudah menjawab persoalan.?5 

Kemudian dibahas tentang sumber daya alam untuk 
kesejahteraan rakyat. Sebagai wujud kepedulian NU terhadap 
keberlangsungan dan kelestarian sumber daya alam untuk menopang 
kehidupan umat manusia di masa mendatang, Muktamar memberikan 
rekomendasi kepada pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan. 
Dalam menyikapi masalah sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat 
ini, metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat ganuniyyah 
karena walaupun terdapat dalil dari al-Gur'an dan al-Sunnah, namun 
rujukannya didominasi oleh pendapat para ulama.?$ 

Di forum yang berbeda, pembahasan tentang BPJS diangkat lagi 
dalam perspektif undang-undang, yaitu menyangkut perbaikan 
pengelolaan BPJS. Menurut Muktamar, dalam BPJS Kesehatan terdapat 
dua permasalahan, permasalahan teknis-operasional, dan permasalahan 
menyangkut landasan hukum (syariat). Dari dua masalah ini, Muktamar 
merekomendasikan agar pemerintah secara serius memperhatikan 
pelaksanaan program BPJS di lapangan termasuk pengawasan dan 
mencermati faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang lancarnya 
pelaksanaan program BPJS selama ini, diikuti dengan pembuatan 
kebijakan yang tepat untuk menjamin terlaksananya program BPJS 
dengan baik. Muktamar mengusulkan agar pemerintah memberikan 
alternatif penyelenggaraan program BPJS dengan prinsip dan ketentuan 
syar1 dalam segala aspek, dan mewujudkan adanya kepastian dan 
landasan hukum pengelolaan program BPJS secara syar'i, dengan 
melibatkan ulama atau pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang ini. 
Keputusan masalah ini bercorak gauli dan bersifat ganuniyyah dengan 
merujuk pada hasil keputusan Muktamar NU ke-32 di Makasar, 
keputusan Konferensi Besar NU tahun 1960, rekomendasi fatwa 
Muktamar Ekonomi Islam tahun 1976 di Mekkah yang diperkuat dalam 
sidang Majma' al-Figh Islami al-'Alami (lembaga fikih dunia) tahun 1985 
di Jeddah, serta pendapat di kalangan ulama kontemporer.77 

Pada Munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 2017, di bahas 
tentang frekuensi publik, yaitu ranah publik, sumber daya alam 
terbatas, dan kekayaan nasional, yang harus dilindungi oleh negara dan 


75Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1136-1140. 
76Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1242-1248. 
77Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1263-1268. 
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dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rumusan 
hukum dalam masalah ini menggunakan metode ilhag dan bersifat 
wagi'iyyah.8 Dibahas pula hukum izin usaha berpotensi mafsadat yang 
keputusannya ditafsil, yaitu tidak boleh apabila dampak mafsadatnya 
lebih besar dibanding maslahat yang dirasakan semisal mengakibatkan 
terjadinya permainan dan monopoli harga, gejolak ekonomi masyarakat, 
dan penggelapan aset. Sebaliknya, boleh jika masalahat bagi masyarakat 
lebih besar. Metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk berbagai kitab rujukan.7? 

Di forum yang berbeda, yaitu komisi ganuniyyah, dibahas pula 
tema yang sama seputar tata regulasi penggunaan frekuensi. Masalah 
yang disorot adalah soal pemetaan problem yuridis dan sosiologis 
terkait tata kelola regulasi penggunaan frekuensi baik dalam bentuk 
televisi maupun radio, dan juga tentang pemetaan solusi dan terobosan 
yuridis dalam tata kelola regulasi penggunaan frekuensi. Dalam 
penyelesaian masalah ini, metode yang digunakan tidak jelas (non 
metode) karena tidak merujuk pada dalil apapun. Sementara sifat dari 
masalah ini bersifat ganuniyyah.?9 

Pada Munas NU di Citangkolo Banjar tahun 2019, dibahas tentang 
hukum mengambil air dalam jumlah besar yang dilakukan oleh 
perusahaan untuk usaha AMDK yang mengakibatkan debit air sumur 
masyarakat dan sumber air semakin mengecil bahkan menjadi kering. 
Munas memutuskan bahwa hukumnya adalah haram, apabila dampak 
berkurangnya debit air atau mengeringnya sumur dan masyarakat 
nyata (tahaggug) disebabkan pengeboran pihak perusahaan AMDK. 
Adapun hukum pemerintah memberi izin usaha tersebut adalah tidak 
boleh, apabila pemerintah yakin akan terjadinya dampak kekeringan. 
Sedangkan memberi izin usaha AMDK dari sumber air yang digunakan 
masyarakat umum hukumnya haram. Keputusan masalah ini bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk berbagai kitab rujukan.81 

Dibahas pula tentang niaga perkapalan, di mana penjual melepas 
tanggung jawab daman pengiriman mabi' kepada pembeli berdasarkan 


78Lihat: Hasil-hasil Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat, 23-25 November 2017, h. 4-10. 

79 Munas Nusa Tenggara Barat 2017, h. 21-26. 

80L'ihat: Hasil-hasil Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat, 23-25 November 2017, h. 99-102. 

81Lihat: Hasil Bahtsul Masail Munas & Konbes Nahdlatul Ulama 27 
Februari - 01 Maret 2019 di Ponpes Miftahul Huda al-Azhar, Citangkolo Banjar 
(belum dibukukan). 
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kebiasaan (“urf) yang berlaku di perusahaan cargo/ekspedisi (bukan 
karena kesepakatan). Hukum dalam perniagaan ini adalah boleh karena 
sudah terjadi serah terima (gabd) oleh perusahaan cargo sebagai pihak 
yang ditunjuk importir. Adapun kedudukan perusahaan cargo angkutan 
dalam akad ekspor-impor adalah wakil atau nd'ib dari pihak pembeli. 
Metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
merujuk pada kitab Hasyiyah al-Bujayrimi al- al-Khatib, al-Majmu' Syarh 
al-Muhaddzab, Ianah al-Talibin, al-Figh al-Islami wa adillatuhu, dan lain 
sebagainya.$2 

Kemudian dibahas juga hukum berbisnis dengan sistem MLM 
(money game), baik dengan skema piramida maupun matahari. Munas 
memutuskan bahwa berbisnis dengan sistem MLM hukumnya adalah 
haram, karena terdapat gharar dan syarat yang menyalahi prinsip akad 
sekaligus motivasi dari transaksi tersebut adalah bonus bukan barang. 
Metode dalam menjawab masalah ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab al-Zawajir an Igtiraf al-Kaba'ir, 
Ihya' Ulumuddin, al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab, al-Figh al-Islami wa 
adillatuhu, dan lain sebagainya.8? 

Dalam forum ganuniyyah, dibahas tentang RUU anti monopoli dan 
persaingan usaha. Dalam revisi UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan 
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat beberapa 
masalah pokok pembahasan yang menjadi perdebatan, yaitu pengertian 
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kelembagaan dan 
kewenangan KPPU, persoalan denda dan hukuman, definisi atau batasan 
terlapor, keharusan membayar denda atau penalti di muka, hukuman 
Rp 2 trilyun dan pidana, kode etik dan dewan pengawas, penafsiran dan 
pengaturan lebih lanjut pasal-pasal RUU. Dalam penyelesaian masalah 
ini, metode yang digunakan dalam menjawab masalah ini bercorak 
manhaji dan bersifat ganuniyyah dengan berlandaskan pada beberapa 
dalil, yang diantaranya firman Allah surah al-Nisa' ayat 29 dan hadis 
Nabi riwayat Baihagi dan Ahmad serta kaidah fikih:84 Untuk lebih 
jelasnya, dapat dilihat pada tabel nomor 5.4. 


82Lihat: Hasil Bahtsul Masail Munas & Konbes Nahdlatul Ulama, 27 
Februari - 01 Maret 2019 di Ponpes Miftahul Huda al-Azhar, Citangkolo Banjar. 
83Lihat: Hasil Bahtsul Masail Munas & Konbes Nahdlatul Ulama 27 
Februari - 01 Maret 2019 di Ponpes Miftahul Huda al-Azhar, Citangkolo Banjar. 
84Lihat: Hasil Bahtsul Masail Munas & Konbes Nahdlatul Ulama 27 
Februari - 01 Maret 2019 di Ponpes Miftahul Huda al-Azhar, Citangkolo Banjar. 
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Tabel 5.4 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode & Jenis Masailnya 
di Bidang Jual Beli & Rekayasa Ekonomi 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi Persentase 

1 Gauli 26 63,4 Yo Wagi'iyyah 21 51,2 Y6 

2 Tagrir Jamai | - Maudu'iyyah 10 24,4 Yo 

3 Ilhag 4 9,75 Yo Ganiiniyyah 10 24,4 Yo 

4 Manhaji 7 17.1 Yo 

5 Non Metode 4 9,75 Y9 

Jumlah 41 100 Yo Jumlah 41 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Wakaf, Masjid & Pertanahan 

Pada Muktamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya tahun 1994, 
dibahas tentang hukum menggusur tanah rakyat untuk kepentingan 
umum, dan cara terbaik untuk menentukan ganti rugi penggusuran. 
Muktamar memutuskan bahwa, hukum penggusuran tanah oleh 
pemerintah demi kepentingan umum (al-maslahah al-ammah) adalah 
boleh, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya oleh pemerintah 
untuk kepentingan umum yang dibenarkan oleh syara' dan dengan ganti 
rugi yang memadai. Adapun cara terbaik dalam menentukan ganti rugi 
penggusuran tanah menurut fikih ditempuh melalui musyawarah atas 
dasar keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Metode 
dalam menjawab masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
dengan merujuk pada beberapa kitab rujukan.85 

Dibahas pula tentang hukum mencemarkan lingkungan, bahwa 
mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila 
menimbulkan darar, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan 
kriminal (jinayat). Metode dalam menjawab masalah ini bercorak gault 


85al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, 285 eds, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 
1966), h. 162, Muhammad Ali al-Maliki, Gurrah al-Ayn bi Fatawa “Ulama al- 
Haramayn, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 1937), h. 259, Ahmad bin Oasim al- 
“Ubbadi, “Hawasyi Ibn Oasim al-'Ubbadi”, pada Hawasyi al-Syirwani wa al- 
Ubbadi, vol. 6, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t.th), h. 216, Ibn 
Abdurrahman al-Maghribi, Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil, vol. 5, 
(Beirut: Dar al-Nasyr, 1398 H.), h. 390-399, Abu Ishag al-Syatibi, al-Muwafagat 
fi Usul al-Ahkam, vol. 2, (Kairo: al-Madani, 1969), h. 257, Ibn “Irfan al-Dasugi, 
Hasyiyah al-Dasugi 'ala al-Syarh al-Kabir, vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), h. 6, 
Muhammad bin Ali al-Hasykafi, “al-Durr al-Mukhtar”, pada Radd al-Mukhtar, 
vol. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386), h. 379, dan Mustafa Ahmad al-Zarga, al- 
Madkhal al-Fighi al-Amm, vol. 1, (Damaskus: Alif Ba al-Adib, 1968 H.), h. 248. 
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dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada beberapa kitab rujukan.8$ 
Di tahun yang sama, pada komisi maudiu'iyyah, dibahas tentang 
pandangan dan tanggung jawab NU terhadap lingkungan hidup. 
Pandangan ini terdiri dari mukaddimah, pandangan NU tentang 
lingkungan hidup, dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk 
menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Metode yang 
digunakan dalam menjawab masalah ini bercorak manhaji dan bersifat 
maudi'iyyah dengan berlandaskan pada beberapa dalil dari al-Our'an 
dan al-Sunnah.37 

Pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri tahun 1999, dibahas 
tentang hak atas tanah. Misalnya si A telah bertahun-tahun, bahkan 
turun temurun, menempati tanah negara. Belakangan datang si B 
kepada si A untuk mengosongkan tanah tersebut, karena permohonan 
kepada pemerintah untuk memiliki tanah tersebut dikabulkan. Untuk 
meyakinkan si A, si B memperlihatkan bukti kepemilikan tanah yang 
sah, maka manakah yang berhak atas tanah tersebut. Menurut 
Muktamar, tanah tersebut merupakan hak orang yang lebih dulu 
menguasai tanah dengan menunjukkan alat bukti yang sah. Keputusan 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada 
kitab Bughyah al-Mustarsyidin, Fath al-Muin dan Hasyiyah al- 
Bujayrimi.88 

Kemudian pada Munas NU di Pondok Gede Jakarta tahun 2002, 
dibahas tentang hukum wakaf dengan uang kontan atau cash, yang 
keputusan hukumnya adalah tidak sah menurut mayoritas ulama 
(Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah), sementara menurut sebagian 
Hanafiyyah diperbolehkan. Mengenai tata cara pemanfaatannya dengan 
menjaga dan melestarikan nilainya seperti investasi melalui mudarabah 
dan semisalnya. Keputusan masalah ini bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah dengan merujuk pada kitab al-Fatawa al-Hindiyah, Raudah 
al-Talibin dan al-Mughni.8? 


86Muhammad al-Razi, al-Tafsir al-Kabir/Mafatih al-Ghayb, vol. 14, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 139, Muhammad bin Abi Bakar al-Gurtubi, al- 
Jami' li Ahkam al-Gur'an, vol. 7, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1967), h. 226, 
Abdullah bin Sulayman, “al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyyah”, 
pada al-Asybah wa al-Naza'ir, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t. th.), 
h. 114, Utsman bin Ali al-Zayla'1, Tabyin Haga'ig Syarh Kanz al-Daga'ig, vol. 3, 
(Pakistan: Maktabah Imdadiyah, t. th.), h. 196. 

87Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 764-772. 

88Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 576-579. 

89Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 600-603. 
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Pada Muktamar NU ke-31 di Boyolali-Solo tahun 2004, dibahas 
tentang wakaf dengan mengusulkan peningkatan pemahaman tentang 
wakaf dengan cara antara lain membentuk institusi wakaf, memotivasi 
masyarakat untuk berwakaf, khususnya kalangan nahdiyyin untuk 
berwakaf, di antaranya membuat pamflet, brosur dan selebaran yang 
membuat orang tertarik untuk berwakaf dan disosialisasikan kepada 
masyarakat, khususnya kaum nahdiyyin, mempertegas status hukum 
atas aset wakaf milik NU, pembebasan pajak dan biaya administrasi 
terhadap harta wakaf, pemanfaatan harta wakaf atas skala prioritas, dan 
pembiayaan organisasi NU melalui hasil pengelolaan harta wakaf. Dalam 
keputusan ini, tidak jelas metode yang digunakan (non metode) karena 
tidak merujuk pada dalil apapun. Sementara masalah yang dibahas 
berifat maudi'iyyah karena dibahas di forum komisi maudi'iyyah.9 

Kemudian pada Muktamar NU ke-32 di Makasar tahun 2010, 
dibahas tentang dawabit (ketentuan) masjid, yaitu sebuah tanah dan 
atau bangunan yang diwakafkan sebagai masjid, bukan untuk yang lain 
seperti madrasah atau ribat (pesantren). Sementara Musala, surau atau 
langgar yang digunakan untuk salat lima waktu tidak serta merta 
disebut sebagai masjid sepanjang tidak diwakafkan untuk masjid, 
sehingga tidak dianjurkan salat tahiyyah al-masjid, i'tikaf, dan tidak 
haram orang yang junub atau haid berdiam di dalamnya. Metode yang 
digunakan dalam menjawab masalah ini bercorak gauli dan dibahas 
pada forum komisi maudu'iyyah dengan merujuk pada beberapa kitab.?1 

Pada Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015, dibahas 
tentang hukum alih fungsi lahan produktif seperti lahan pertanian atau 
ladang menjadi perumahan, perkantoran atau pabrik yang diyakini 
berdampak mudarah 'ammah (yang nyata) pada perekonomian 
hukumnya adalah haram. Adapun membeli lahan produktif untuk dialih- 
fungsikan menjadi infrastruktur hukumnya adalah boleh. Hanya saja, 
apabila hal itu akan menimbulkan darar 'ammah maka pemerintah 
wajib melarangnya. Jawaban dalam masalah ini bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada berbegai kitab rujukan.?2 

Pada Munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 2017, dalam forum 
komisi maudi'iyyah dibahas tentang distribusi lahan tanah, bahwa 
tanah yang dikuasai negara hendaknya didistribusikan untuk fugara', 
baik dalam bentuk tamlik (kepemilikan) atau ghayr tamlik (bukan 


20Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 850. 
“Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 879-889. 
”2Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 871-879. 
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kepemilikan) dengan prisip keadilan, hendaknya membatasi hak guna 
usaha (HGU) untuk pengusaha baik jumlah lahan maupun waktu 
pengelolaan dengan prinsip keadilan, menarik kembali tanah HGU yang 
tidak manfaat atau dimanfaatkan tetapi tidak sebagaimana semestinya, 
dan menarik kembali tanah yang didistribusikan secara berlebihan. 
Metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat maudii'iyyah dengan 
mengutip pendapat al-Razi, al-Suyuti, Badruddin al-'Ayni, Wahbah al- 
Zuhayli, dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam menjawab kasus ini, 
dirujuk juga dalil al-Guran surah Taha ayat 20, dan kaidah fikih 
“Tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah”. Namun 
begitu, jawaban ini tetap dianggap bercorak gault karena didominasi 
oleh pendapat ulama yang menjawab secara eksplisit. Sementara al- 
Our'an dan kaidah fikih hanya memberikan jawaban secara prinsip.?? 

Dalam forum yang berbeda, yaitu komisi ganuniyyah, dibahas 
tentang distribusi lahan untuk kesejahteraan rakyat, yang menghasilkan 
rekomendasi, antara lain: (a) tanah harus dikembalikan pada fungsi 
dasarnya sebagai alat produksi untuk kesejahteraan rakyat secara adil 
dan merata, (b) perlu adanya payung hukum yang kuat dan 
komprehensif untuk menjamin kepastian hukum bagi kebijakan 
distribusi lahan melalui reformasi agraria secara fundamental dan 
menyeluruh, (c) kebijakan reformasi agraria dan distribusi lahan untuk 
kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat harus dilakukan secara 
menyeluruh dan berkelanjutan. Jawaban masalah ini menggunakan 
metode gauli dan bersifat ganuniyyah dengan merujuk beberapa kitab 
seperti Tafsir al-Gurtubi, Tafsir al-Munir, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, 
Umdah al-Gari dan al-Asybah wa al-Naza@'ir.4 Untuk lebih jelasnya, lihat 
tabel nomor 5.5. 


93Lihat: Lihat hasil-hasil Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama 
Nusa Tenggara Barat, 23-25 November 2017 M./4-6 Rabiul Awwal 1439 H,, h. 
50-58. 

”4Lihat hasil-hasil Munas Nusa Tenggara Barat 2017, h. 133-144. 
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Tabel 5.5 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode & Jenis Masailnya 
di Bidang Wakaf, Masjid & Pertanahan 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi Persentase 
1 Gauli 8 80 Y9 Wagi'iyyah 5 50 Y9 
2 TagrirJamai | - Maudu'iyyah | 4 40 Yo 
3 Ilhag - Ganuniyyah 1 10 Yo 
4 Manhaji 1 10 Yo 
5 Non Metode 1 10 Yo 
Jumlah 10 100 Yo Jumlah 10 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Jinayah & Sanksi 

Pada Munas NU di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta tahun 2002, 
dibahas tentang hukuman bagi koruptor, bahwa dalam pandangan 
syariat, korupsi merupakan pengkhianatan berat (ghulul) terhadap 
amanat umat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat 
dikategorikan sebagai pencurian (sarigah) dan perampokan (nahb). 
Oleh karena itu, pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan 
hukuman, karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah. Sementara 
pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat (hak 
adami). Oleh karenanya, hukuman yang layak bagi koruptor adalah 
potong tangan sampai dengan hukuman mati. Dasar pengambilan 
hukum merujuk pada kitab Futuhat al-Wahhab bi Taudih Syarh Manhaj 
al-Tullab dan Wahbah al-Zuhayli.?5 Oleh karena itu, keputusan masalah 
ini bercorak gauli dan bersifat maudi'iyyah. 

Pada Muktamar NU ke-31 di Boyolali-Solo pada tahun 2004, 
dibahas tentang hukum bolehnya hukuman mati bagi produsen dan 
pemasok psychotropika dan narkotika, dengan alasan karena sudah 


95Kitab yang dijadikan rujukan adalah Is'ad al-Rafig Matn Sullam al- 
Taufig karya Abdullah bin Husayn Ba'alawi, al-Jami' Ii Ahkam al-Gur'an karya al- 
Ourtubi, Futuhat al-Wahhab bi Taudih Syarh Manhaj al-Tullab karya Muhammad 
bin Mansur al-Jamal, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhayli, 
Bughyah al-Mustarsyidin karya Abdurrahman Ba'alawi, al-Taj wa al-Iklil li 
Mukhtasar Khalil karya Muhammad bin Yusuf al-AbDari al-Mawag, al-Fatawa 
karya Izzuddin bin Abdissalam, Syarh Fath al-Gadir karya Ibn Humam, al-Insaf 
fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf karya Alauddin al-Mardawi, Tarh al-Tatsrib fi 
Syarh al-Tagrib karya Abu al-Fadl al-'Iragi, dan Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al- 
Manhaj karya Sulayman al-Jamal. 

Muhammad bin Mansur al-Jamal Futuhat al-Wahhab bi Taudih Syarh 
Manhaj al-Tullab, vol. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 151, dan Wahbah al- 
Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhi, vol. 7, h. 518. 
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jelas menimbulkan mafsadat yang besar. Sementara sumber hukum 
tentang sanksi ta'zir atas produsen dan pemasok psychotropika dan 
narkotika adalah al-Gur'an, al-Sunnah, atsar sahabat dan ijmak. Oleh 
karena itu, metode yang digunakan bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyyah karena walaupun merujuk pada al-Gur'an dan al-Sunnah, 
namun didominasi oleh agwal al-ulama'.! 

Kemudian pada Munas di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tahun 
2006, dibahas tentang asas pembuktian terbalik.”8 Pertanyaannya, 
apakah hukum Islam dapat menerima asas pembuktian terbalik. Munas 
menjawab bahwa hukum Islam dapat menerima asas pembuktian 
terbalik dalam kedudukan sebagai garinah (indikasi). Walaupun 
keputusan masalah ini merujuk pada al-0ur'an, al-Sunnah, namun 
karena didominasi oleh pendapat ulama, maka keputusan ini tetap 
dikategorikan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah.99 Kemudian 
dibahas tentang RUU perubahan UU No. 22 tahun 1997 tentang 
Narkotika. Dalam rangka perubahan dan pembaruan UU No. 22 tahun 
1997 tentang Narkotika, maka forum Munas memberikan beberapa 
rekomendasi sebagai bentuk upaya preventif. Rumusan dalam masalah 
ini tidak menggunakan metode (non metode) karena tidak merujuk 
pada dalil apapun, dan bersifat ganuniyyah. 

Pada Munas NU di Gedung PBNU Jakarta tahun yang sama (2006) 
namun beda bulan, yaitu bulan Agustus, dibahas tentang hukum 
trafficking (perdagangan manusia) yang jawaban hukumnya adalah 
haram, dan hukum mencegahnya serta melindungi para korbannya 
adalah wajib bagi semua pihak. Pembahasan dalam masalah ini bersifat 
wagi'iyyah, dan walaupun juga terdapat agwal al-ulama, namun metode 
yang digunakan dianggap bercorak manhaji karena didominasi oleh 
dalil al-Gur'an dan hadis, dan dalil tersebut secara eksplisit sudah dapat 


”7Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 618-624. 

?Misalnya kekayaan yang melebihi batas kewajaran yang dimiliki 
oleh sebagian pejabat pemerintah menimbulkan kecurigaan, yang 
mungkin diperoleh dari perbuatan korupsi. Namun kecurigaan itu tidak 
dapat ditindaklanjuti secara hukum karena belum ada bukti dan saksi. 
Karenanya, ada upaya melakukan asas pembuktian terbalik, di mana 
pemilik harta kekayaan yang tidak wajar itu diminta untuk 
membuktikan asal usul harta kekayaannya. Jika tidak berhasil 
membuktikannya, maka harta kekayaannya dijadikan barang bukti 
bahwa mereka memperolehnya dari korupsi. 

99Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 669-676. 
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menjawab persoalan yang muncul walaupun tanpa mencantumkan 
pendapat ulama.190 

Pada Muktamar NU di Asrama Haji Sudiang Makassar tahun 2010, 
dibahas tentang hukum pencurian ikan di laut, yaitu nelayan luar negeri 
mencuri kekayaan laut Indonesia di tempat dekat perbatasan, atau 
nelayan Indonesia mencuri ikan di laut negara tetangga. Menurut 
Muktamar, hal tersebut tidak termasuk sarigah syar'an (pencurian 
menurut syariat), tetapi hukumnya haram karena melanggar 
kesepakatan antar negara. Keputusan dalam masalah ini menggunakan 
metode gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk berbagai kitab 
rujukan.101 

Dibahas pula tentang perlunya ada peraturan pemerintah tentang 
pornografi, yang melahirkan usulan antara lain segera diterbitkan PP- 
nya agar UU pornografi dapat berjalan efektif dan manfaatnya dapat 
dirasakan oleh bangsa Indonesia, perlunya penegasan kategori dan 
kriteria pornografi dan pornoaksi agar tidak menimbulkan salah tafsir 
dan salah paham di kalangan masyarakat, sanksi hukum yang jelas, 
tegas dan dijatuhkan pada subyek aktor atau fasilitatornya secara 
konsisten, perlunya instansi khusus yang menangani hal-hal yang 
terkait dengan pornografi dan pornoaksi, dan lain sebagainya. Rumusan 
dalam masalah ini tidak menggunakan metode (non metode) karena 
tidak merujuk pada dalil apapun, dan bersifat ganuniyyah.192 

Pada Munas di Cirebon tahun 2012, dibahas tentang korupsi dan 
hukuman mati, bahwa menerapkan hukuman mati bagi koruptor adalah 
mubah (boleh), apabila telah melakukan korupsi berulang kali dan tidak 
jera dengan berbagai hukuman, atau melakukannya dalam jumlah besar 
yang dapat membahayakan rakyat banyak. Kemudian seluruh harta 
hasil korupsi wajib dikembalikan ke negara meskipun pelaku telah 
menjalani hukuman penjara. Walaupun jawaban masalah ini merujuk 
pada dalil al-Gur'an dan al-Sunnah, namun karena didominasi oleh 
agwal al-ulamad', maka jawaban ini dikategorikan bercorak gauli dan 
bersifat wagi'yyah. 

Kemudian pada Muktamar NU di Jombang tahun 2015, dibahas 
tentang hukum membakar dan menenggelamkan kapal asing yang 
tertangkap telah melanggar hukum di wilayah NKRI, dan hukum 
mengganti hukaman yang lain selain penenggelaman dan pembakaran 


100Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 703-708. 
101Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 730-734. 
102|ihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1177-1178. 
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kapal. Menurut Muktamar, hukum membakar dan menenggelamkan 
kapal asing yang tertangkap telah melanggar hukum di wilayah NKRI 
apabila dipandang maslahat, maka hukumnya mubah (boleh) dalam 
rangka untuk menjaga kedaulatan NKRI. Adapun penenggelaman dan 
pembakaran kapal asing yang telah melanggar hukum negara RI dan 
jelas-jelas menurunkan harkat-martabat bangsa Indonesia dapat 
dikategorikan sebagai ta'zir, dan ta'Zir tersebut dapat diganti dengan 
hukuman lain sepanjang memiliki maslahat umum. Keputusan dalam 
masalah ini bercorak ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan 
menganalogikan pada prinsip tazir yang tanpa spesifik membahas 
tentang hukum penenggelaman dan pembakaran kapal.103 

Dibahas pula tentang hukum seorang advokat yang menggunakan 
segala cara demi memenangkan kliennya, dan hukum honor advokat 
yang membela klien yang terduga salah. Menurut Muktamar, hukumnya 
adalah haram, karena beberapa alasan yang antara lain menghalangi 
pihak lain untuk mendapatkan haknya, terdapat unsur manipulasi, atau 
membantu kezaliman. Sementara hukum honor advokat pada dasarnya 
adalah halal. Adapun jika advokat tersebut dalam rangka membela 
kliennya yang terduga salah, maka hukumnya diperinci sebagai berikut: 
(a) apabila ia yakin atau punya dugaan kuat bahwa upayanya adalah 
untuk membela kebenaran, maka hukum honornya halal, dan (b) 
apabila ia yakin atau punya dugaan bahwa upayanya untuk melawan 
kebenaran, maka hukum honornya adalah haram. Keputusan dalam 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada 
kitab Is'ad al-Rafig, al-Taysir bi Syarh al-Jami' al-Saghir, Sahih al-Bukhari 
dan Fath al-Bari.104 

Kemudian dibahas tentang hukuman mati dan HAM (Hak Asasi 
Manusia), yaitu apakah hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM. 
Menurut Muktamar, hak asasi manusia, termasuk di dalamnya 
perlindungan terhadap hak hidup, merupakan prinsip yang sangat 
mendasar dalam syariat Islam. Ajaran Islam dalam hal ini telah hadir 
lebih seribu tahun sebelum Declaration of the Human Rights yang 
digelar PBB pada 10 Desember 1948. Akan tetapi ini tidak berarti 
bahwa Islam menutup ruang untuk diterapkan hukuman mati. Dalam 
Islam, hukuman mati dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan 
tertentu yang merusak harkat dan martabat manusia dengan beberapa 
syarat yang ketat, dan dalam hal ini tidak dianggap bertentangan 


103Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 839-851. 
104Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 858-862 
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dengan HAM dan konsep Islam. Keputusan dalam masalah ini bercorak 
manhaji dan bersifat maudi'iyyah karena didominasi oleh dalil-dalil al- 
Our'an dan al-Sunnah, walaupun terdapat rujukan dari pendapat para 
ulama.105 

Pada Munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 2017, dibahas 
tentang revisi UU Terorisme, yang inventarisasi norma dalam UU 
Terorisme memerlukan revisi dan modifikasi, dan bagaimana perspektif 
Islam dalam tata aturan kontra terorisme. Dalam merespon masalah ini, 
metode yang digunakan tidak jelas coraknya (non metode) dan bersifat 
ganuniyyah. Dianggap tidak jelas metodenya, karena tidak merujuk pada 
dalil apapun.106 Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel nomor 5.6. 


Tabel 5.6 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode & Jenis Masailnya 
di Bidang Jinayah (Kriminal) 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi Persentase 
1 Gauli 6 50 Y9 Wagi'iyyah 7 58,3 Y6 
2 Tagrir Jamai | - Maudu'iyyah 2 16,7 Yo 
3 Ilhag 1 8,3 Y9 Gantiniyyah 3 25 Y9 
4 Manhaji 2 16,7 Yo 
5 Non Metode 3 25 Yo 
Jumlah 12 100 Yo Jumlah 12 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Aliran dan Mazhab 

Pada Munas NU di Bandar Lampung tahun 1992, dibahas tentang 
sistem yang diputuskan meliputi tentang al-kutub al-mu'tabarah, 
bermazhab secara gauli dan bermazhab secara manhaji, serta kerangka 
metodologinya berupa istinbat, tagrir jama', ilhag, dan lain sebagainya. 
Secara hirarkis, keputusan hukum yang disepakati melalui prosedur 
yang ada, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di 
luar organisasi mempunyai kedudukan yang sama dan tidak saling 
membatalkan. Namun begitu, keputusan bahtsul masail yang telah 
disahkan oleh Pengurus Besar Syuriyah NU dianggap mempunyai 
kekuatan daya ikat yang lebih tinggi tanpa harus menunggu Munas 
maupun Muktamar NU. Sementara tugas dan wewenang Munas dan 
Muktamar adalah mengesahkan rancangan keputusan yang telah 
dipersiapkan sebelum atau diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai 


105Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugah@'..., h. 1113-1120. 
106Lihat hasil-hasil Munas Nusa Tenggara Barat tahun 2017, h. 97-99. 
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akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang. Pembahasan 
ini tidak jelas metode yang digunakan (non metode) karena tidak 
merujuk pada dalil apapun, dan bersifat maudiu'iyyah.107 

Kemudian pada Munas NU di Lombok Tengah Nusa Tenggara 
Barat tahun 1997, dibahas tentang al-hugug al-insaniyyah fi al-Islam 
(hak-hak asasi manusia dalam Islam) dengan lima prinsip dasar yaitu 
memelihara agama (hifz al-din), memeliha jiwa (hifz al-nafs), 
memelihara akal (hifz al-'agl), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan 
memelihara harta (hifz al-mal) yang sejalan dengan prinsip HAM. 
Persoalan ini menggunakan metode manhaji dan bersifat maudi'iyyah 
dengan mengutip firman Allah surah al-Isra' ayat 70.108 

Kemudian pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri tahun 
1999, dibahas tentang NU dan pemberdayaan masyarakat sipil (civil 
society), yaitu memberikan peluang yang sama pada warga masyarakat 
dan warga negara tanpa diskriminasi. Konsep masyarakat sipil 
sepenuhnya berangkat dari kemaslahatan manusia, sehingga setiap 
warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama maupun golongan 
berkedudukan sama. Konsekuensinya, hal ini membutuhkan 
reinterpretasi terhadap ajaran agama yang selama ini ada, karena 
banyak yang tidak sejalan dengan prinsip ini. Rumusan masalah ini 
tidak jelas metode yang digunakan (non metode) karena tidak merujuk 
pada dalil apapun, dan masalah ini bersifat maudii'iyyah.109 

Dibahas pula tentang ahlus-sunnah wal jama'ah (Aswaja) dan 
perkembangan sosial-budaya. Dalam pandangan NU, Aswaja sebagai 
pemahaman keagamaan (manhaj al-fikry dengan metode yang 
komprehensif, memadukan antara wahyu dan akal yang mencakup 
seluruh aspek kehidupan mengandung prinsip moderasi (tawassut), 
menjaga keseimbangan (tawazun) dan toleransi (tasamuh). Secara 
prinsip, Aswaja merujuk pada firman Allah surah al-Tin ayat 4, surah al- 
Bagarah ayat 30-34, dan al-An'am ayat 165. Oleh karena itu, dalam 
masalah ini metode yang digunakan bercorak manhaji dan bersifat 
maudi'iyyah.110 

Pada Muktamar NU ke-31 di Boyolali-Solo pada tahun 2004, 
dibahas tentang sistem pengambilan keputusan hukum Islam dalam 
bahtsul masail di lingkungan NU berupa kerangka analisis masalah, 


107TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 470-471. 

108Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 914-915. 
109Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 934-937. 
10Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 937-940. 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 279 


prosedur penjawaban masalah, hirarki dan sifat keputusan bahtsul 
masail, dan kerangka analisis tindakan. Sebagai catatan dalam 
Muktamar kali ini (2004), Muktamar merekomendasikan kepada PBNU 
untuk membentuk tim kecil yang mengkaji tentang kriteria al-kutub al- 
mu'tabarah dan menginventarisirnya serta menyusun jenjang kitab- 
kitab dalam al-madzahib al-arba'ah, dan kemudian diwujudkan pada 
Munas tahun 2006.111 Selain itu, Muktamar menolak untuk 
memberlakukan hermeneutika sebagai metode penafsiran terhadap 
teks agama (al-Our'an dan al-Hadits). Di samping itu, para peserta 
Muktamar sepakat bahwa seluruh draf tentang wakaf dan pendidikan 
disetujui dan direkomendasikan menjadi program kerja. Dalam masalah 
ini, metode yang digunakan tidak jelas (non metode) karena tidak 
merujuk pada dalil apapun, dan bersifat maudi'iyyah.112 

Pada Munas NU di Sukolilo Surabaya tahun 2006, dibahas tentang 
fikrah nahdiyyah, yaitu kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran 
Aswaja, yang dijadikan landasan berpikir NU (khittah nahdiyyah) untuk 
menentukan arah perjuangan dalam rangka perbaikan umat. Dalam hal 
metode berpikir ke-NU-an, NU memiliki manhaj Aswaja, yaitu dalam 
biadang teologi (akidah) mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasan 
al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dalam bidang hukum Islam 
(fikih) bermazhab secara gauli dan manhaji kepada salah satu mazhab 
yang empat (Hanafi, Maliki, Syafit, dan Hanbalt), dan dalam bidang 
tasawuf mengikuti imam al-Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al- 
Ghazali. Sementara ciri-ciri berpikir ke-NU-an (fikrah nahdiyyah) adalah 
pola pikir moderat (tawassutiyyah), bersikap seimbang (tawazun), pola 
pikir toleran (tasamuhiyyah), pola pikir reformatif (islahiyyah), pola 
pikir dinamis (tatawwuriyyah), dan pola pikir metodologis 
(manhajiyyah). Pembahasan masalah ini juga tidak jelas metode yang 
digunakan (non metode) karena tidak merujuk pada dalil apapun, dan 
bersifat maudi'iyyah.133 

Dibahas pula tentang globalisasi, universalisme dan HAM dalam 
perspektif NU, bahwa NU tidak menafikan globalisasi dengan menyadari 
bahwa di samping membawa pengaruh positif, globalisasi juga 
membawa pengaruh negatif. Untuk menyaring budaya yang datang dari 
luar Islam, NU menggunakan prinsip al-muhafazah ala al-gadim al-salih 


111Rekomendasi tentang kriteria al-kutub al-mu'tabarah direalisasikan 
pada Munas NU tahun 2006 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. 

112Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha@'...,h. 982-985. 

113|ihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 992-993. 
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wa al-akhdz bi al-jadid al-aslah (melestarikan warisan budaya yang baik 
dan mengambil pembaruan yang lebih baik) dan prinsip khudz ma safa 
wa da' ma kadr (ambillah hal baik dan tinggalkanlah hal buruk). Dalam 
hal universalisme, NU bersifat selektif dan kritis terhadap universalisasi 
nilai-nilai yang dilakukan oleh barat. Sebab dalam pandangan NU, Islam 
memiliki konsep universalitas tersendiri yang benar-benar mengacu 
kepada kemaslahatan umat sebagaimana firman Allah (al-Anbiya': 107). 
NU memandang bahwa HAM merupakan hak dasar setiap manusia dan 
tidak ada yang boleh melanggar hak asasi setiap orang. Namun 
demikian, manusia dalam menggunakan hak dasarnya dibatasi oleh 
aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. NU juga menolak setiap 
upaya pentakwilan kembali nas-nas syarT yang sudah gat'i al-dilalah 
walaupun atas nama globalisasi, HAM dan universalisme. Pembahasan 
dalam masalah ini bercorak manhaji dan bersifat maudi'iyyah.114 

Kemudian dibahas tentang hukum talfig, yaitu menggabungkan 
dua pendapat atau lebih dalam satu gadiyyah (satu rangkaian masalah) 
sehingga melahirkan pendapat baru yang tidak ada seorang imam pun 
berpendapat seperti itu. Pada dasarnya talfig dilarang, namun 
diperbolehkan jika ada masyaggah (kesulitan) dan tidak dalam rangka 
tatabbu' al-rukhas (semata-mata mencari keringanan). Pembahasan 
dalam masalah ini tidak jelas metode yang digunakan (non metode) 
karena tidak merujuk pada dalil apapun, dan bersifat maudi'iyyah.115 

Lalu dibahas pula tentang implementasi sistem pengambilan 
keputusan hukum Islam, yang pembahasannya seputar tagrir jama'i, 
ilhag dan istinbat jama'i.!6 Dalam masalah ini metode yang digunakan 
juga tidak jelas (non metode) dan bersifat maudu'iyyah.17 Kemudian 
dibahas tentang al-kutub al-mu'tabarah, mulai dari definisi, kriteria, dan 
kitab standar (ummahat al-kutub) dari masing-masing mazhab yang 
empat, yang penjelasnnya telah dibahas secara mendetail pada bab III 
dalam disertasi ini. Pembahasan ini menggunakan metode gauli dengan 
merujuk pada kitab dari masing-masing mazhab yang empat, dan 
bersifat maudii 'iyyah.118 

Pada Muktamar NU ke-32 di Makasar tahun 2010, dibahas tentang 
format penetapan bahtsul masail terkait dengan pencantuman ayat al- 


114Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 994-995. 

1SLihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 995-996. 

16Untuk mengetahui lebih terperinci dan lebih jelasnya, masing-masing 
dari metode dan teknis operasionalnya dapat dibaca pada bab IV. 

117Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 996-998. 

118Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 998-1010. 
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Our'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya dalam setiap jawaban. 
Dengan ketentuan bahwa ayat al-Our'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara" 
lainnya tersebut merupakan bagian dari pendapat ulama yang terdapat 
dalam al-kutub al-mu'tabarah.19 Sementara mugaranah al-madzahib 
dalam mazhab empat diperlukan untuk memperoleh pendapat yang 
lebih sesuai (ansab) dengan tetap berpegang pada prinsip “adam 
tatabbu' al-rukhas (tidak ada maksud mencari kemudahan) sejalan 
dengan Anggaran Dasar (AD) NU tentang prinsip bermazhab.120 Metode 
yang digunakan dalam pembahasan ini tidak jelas coraknya (non 
metode) karena tidak merujuk pada dalil apapun, dan bersifat 
maudi'iyyah.121 

Di tahun yang sama namun beda forum, dibahas tentang gawa'id 
al-tagnin Nahdlatul Ulama, bahwa setiap perundang-undangan harus 
memenuhi aspek preventif, kuratif dan fasilitatif. NU memandang 
bahwa penyerapan hukum Islam oleh masyarakat Indonesia dan dalam 
hukum nasional berjalan secara alami karena sebagian besar 
masyarakat Indonesia beragama Islam. Dalam pandangan NU, 
penyerapan hukum Islam dalam hukum nasional akan membawa 
kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Bagi 
NU, semua peraturan perundang-undangan harus dapat memperkuat 
lima tujuan diturunkannya syariat, yaitu memelihara agama (hifz al- 
din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-'agl), 
memelihara keturunan (hifz al-nasI), dan memelihara harta (hifz al-mal). 
Adapun peran NU dalam proses legislasi hukum nasional adalah NU 
harus aktif, inisiatif dan kontributif. Selain itu, NU juga harus mengawal 
dan mengkritisi undang-undang atau RUU. Rumusan dalam masalah ini 
menggunakan metode manhaji dan bersifat ganuiniyyah dengan merujuk 
pada dalil al-Gur'an dan kaidah fikih.122 

Kemudian dibahas pula tentang UU Perlindungan Kehidupan 
Beragama. Menurut NU, pemerintah dipandang perlu untuk membuat 
UU Perlindungan Kehidupan Beragama agar setiap warga negara 
memiliki kebebasan sepenuhnya dalam mengamalkan ajaran agamanya 
dan pada saat yang sama menghormati kebebasan orang lain. Atas dasar 


19Agwal al-Ulama' didahulukan baru kemudian dilengkapi dengan ayat 
al-Ouran beserta tafsirnya, hadis beserta syarh-nya, dan dalil-dalil 
syara lainnya. 

20PembaHasan ini dibahas secara terperinci pada sub bab pergeseran 
kea rah manhaji pada bab IV dari disertasi ini. 

21Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1014-1015. 

22Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1154-1162. 


282 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


itu, maka konsep kebebasan hendaknya dibatasi apabila telah 
berkenaan dengan pola hubungan antar sesama WNI. Kebebasan mutlak 
tidak dikenal dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ada beberapa 
muatan yang perlu diatur dalam RUU ini, antara lain mulai dari 
pengertiannya, tujuannya, hubungan agama dengan negara, dan lain 
sebagainya. Rumusan dalam masalah ini menggunakan metode manhaji 
dan bersifat ganiiniyyah dengan merujuk pada dalil al-Gur'an surah Ali 
Imran ayat 85, al-Bagarah ayat 256, al-Mumtahanah ayat 8 dan al- 
Kafirun ayat 6.123 

Pada Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015, dibahas 
tentang metode istinbat al-ahkam dalam NU dengan membahas metode 
bayani melalui analis lafal, analisis makna, dan kajian dalalah. 
Sementara dalam metode giyasi, dibahas tentang pengertian giyas, 
rukun dan syaratnya, macam-macam dan mekanismenya. Adapun dalam 
metode istislahi atau magasidi, dibahas tentang istihsan, maslahah 
mursalah, dan 'urf, yang kesemuanya akan dibahas secara mendetail 
pada bab VI. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini bercorak 
gauli dan bersifat maudu'iyyah.124 

Dibahas pula tentang khasd'is ahlus-sunnah wal-jama'ah al- 
nahdiyyah, berupa tawassut (moderat), ta'adul (lurus) dan tawazun 
(seimbang). Ketiga ungkapan ini dapat disatukan menjadi wasatiyyah 
(moderasi), yang memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: (1) 
keadilan di antara dua kezaliman atau kebenaran di antara dua 
kebatilan: (2) pemaduan antara dua hal yang berbeda atau berlawanan, 
dan (3) realistis (wagi'iyyah). Metode yang digunakan dalam 
pembahasan ini bercorak manhaji dengan didominasi oleh dalil al- 
Ouran dan al-Sunnah, dan bersifat maudi'iyyah.25 Dalam forum 
ganuniyyah, dibahas tentang perlindungan umat beragama melalui UU, 
dengan mengusulkan kembali muatan dan ruang lingkup RUU PUB 
sebagaimana yang telah diusulkan pada Muktamar NU ke-32 di 
Makasar.26 Dalam merespon masalah ini, metode yang digunakan 
bercorak manhaji karena didominasi oleh al-Gur'an, al-Sunnah dan 
kaidah fikih, dan bersifat ganiniyyah. 

Pada Munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 2017, dibahas 
tentang konsep fikih penyandang disabilitas, bahwa Islam tidak 


123Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 1162-1165. 
124|ihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 1078-1093. 
125Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1093-1113. 
126Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugah@'...,h. 1222-1223. 
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memandang negatif penyandang disabilitas. Bahkan dalam Islam, orang- 
orang dengan sejumlah keterbatasan itu dinilai sebagai sumber 
kekuatan. Terlebih mereka menyandang disabilitas bukan atas 
kehendaknya, melainkan sebagai karunia Allah. Rumusan masalah ini 
bercorak gauli dan bersifat maudu'iyyah dengan mengutip pendapat 
para ulama.127 Di forum yang sama, dibahas tentang prosedur tagrir 
jama' dan ilhag di lingkungan NU. Konsep tagrir jamaf dianalogikan 
pada konsep tarjih, sementara ilhag dianalogikan pada konsep takhrij 
atau giyas.!28 Oleh karena itu, pembahasan ini bercorak ilhagi dan 
bersifat maudi'iyyah. Dua metode ini akan dibahas secara terperinci 
pada bab VI sebagai bagian dari metode bermazhab dalam NU. 
Kemudian pada Munas NU tahun 2019, dibahas tentang Islam 
Nusantara yang lebih banyak bergerak pada aspek fikih dakwah, yaitu 
bagaimana Islam didakwahkan bukan bagaimana meng-istinbat-kan 
hukum dari al-Guran dan al-Sunnah. Dengan perkataan lain, Islam 
Nusantara tak banyak masuk pada wilayah takhrij al-manat melainkan 
pada wilayah tahgig al-manat. Dalam konteks itu, berlaku kaidah 
fikih, “Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa 
al-ahwal wa al-'adat”, perubahan hukum mengikuti perubahan situasi, 
kondisi, dan tradisi. Dengan demikian, jelas bahwa Islam Nusantara tak 
memasuki wilayah ibadah mahdah dan wilayah akidah. Pembahasan ini 
bercorak ilhagi dengan menganalogikan pada prinsip 'urf,!?9 dan bersifat 


127Lihat: Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat 2017, h. 38-49. 

128 jihat: Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat 2017, h. 73-82. 

129Tentang 'urf atau tradisi, Abdul Wahhab Khallaf membuat pernyataan 
dengan mengutip pendapat ulama: “al-'adat syari'ah muhakkamah”, adat adalah 
syariat yang dijadikan hukum, dan adat kebiasaan ('urf) dalam syara' harus 
dipertimbangkan. Imam Malik membangun banyak hukum dengan bertumpu 
pada perilaku penduduk Madinah. Imam Abu Hanifah dan para ulama 
pendukungnya berbeda pendapat dalam soal hukum yang diakibatkan 
perbedaan adat kebiasaan mereka. Setelah berdiam diri di Mesir, Imam Syafit 
mengubah sebagian pendapat hukumnya yang ditetapkan ketika dia berada 
Baghdad. Ini karena perbedaan tradisi (dua negeri itu). Karena itu, ia 
mempunyai dua pandangan hukum, yang lama (gaul gadim) dan yang baru 
(gaul jadid). Dan dalam fikih Hanafi, banyak hukum yang didasarkan pada adat 
kebiasaan...Karena itu, ada ungkapan-ungkapan populer, “al-Ma'raf 'urfan ka al- 
masyrut syartan”, yang baik menurut adat kebiasaan adalah sama nilainya 
dengan syarat yang harus dipenuhi, “al-Tsabit bi al-'urf ka al-tsabit bi al-nas”, 
apa yang ditetapkan oleh tradisi, sama nilainya dengan apa yang ditetapkan 
berdasarkan nas (al-Our'an atau al-Hadits). Lihat: Abdul Wahhab Khallaf, Tlm 
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maudi'iyyah.120 Untuk lebih jelasnya, lihat tabel nomor 5.7. 


Tabel 5.7 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode & Jenis Masailnya 
di Bidang Aliran atau Mazhab 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase| Masail Frekuensi | Persentase 
1 Gauli 3 15,79 Yo Wagi'iyyah - - 
2 TagrirJamafi | - Maudu'iyyah 16 84,2 Yo 
3 Ilhag 2 10,53 Y9 Ganuniyyah 3 15,8 Yo 
4 Manhaji 7 36,84 Y9 
5 Non Metode 7 36,84 Yo 
Jumlah 19 100 Yo Jumlah 19 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Siyasah (Politik) 

Pada Muktamar NU ke-29 di Cipasung tahun 1994, dibahas 
tentang pandangan dan tanggungjawab NU terhadap kehidupan 
kebangsaan dan kenegaraan, yang poin-poin pembahasannya antara 
lain tentang universalitas Islam sebagai landasan pembentukan 
wawasan kebangsaan, keterlibatan NU dalam pembentukan kebangsaan 
Indonesia, wawasan kebangsaan dan kenegaraan dalam pandangan NU, 
wawasan NU tentang pluralitas bangsa, pandangan NU tentang dasar 
negara pancasila, dan tanggung jawab NU terhadap kehidupan 
berbangsa di masa mendatang. Pembahasan masalah ini bercorak 
manhaji dan bersifat maudu'iyyah karena pijakan yang digunakan 
didominasi oleh dalil al-Gur'an.331 

Demikian juga dibahas tentang pandangan NU mengenai 
kepentingan umum (maslahah “ammah) dalam konteks kehidupan 
berbangsa dan bernegara, yang pembahasannya seputar keadaan dan 
masalah, pengertian dan ruang lingkup, prinsip-prinsip kepentingan 
umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembahasan 
masalah ini juga bercorak manhaji dan bersifat maudiu'iyyah karena 
didominasi oleh dalil al-Gur'an dan kaidah fikih.132 

Kemudian pada Munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 1997, 
dibahas tentang nasbul imam dan demokrasi. Dalam wacana paham 
Aswaja, membangun negara atau imamah adalah wajib syar'i. Negara 


Usul al-Figh, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1968), h. 90. 

130Hasil bahtsul masail Munas & konbes Nahdlatul Ulama, tahun 2019 di 
Ponpes Miftahul Huda al-Azhar, Citangkolo Banjar. 

131Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 885-894. 

132Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 895-900. 
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dimaksud harus dibangun di atas nilai-nilai luhur keislaman yang antara 
lain meliputi keadilan (al-adalah), kejujuran (al-amanah), dan 
kebersamaan (al-syura). Untuk merealisasikan nilai-nilai luhur tersebut, 
diperlukan adanya pemerintahan yang demokratik, bersih dan 
berwibawa, yaitu dengan adanya kesadaran dan keinginan yang kuat 
dari rakyat untuk bersama-sama melahirkannya. Negara yang 
demokratik yang merupakan perwujudan syura dalam Islam menurut 
para pemimpinnya bukan saja bersedia untuk dikontrol, tetapi 
menyadari sepenuhnya, bahwa kontrol sosial merupakan kebutuhan 
kepemimpinan yang memberi kekuatan moral untuk meringankan 
beban dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih dan 
berwibawa. 

Oleh karena itu, Munas mengamanatkan kepada PBNU untuk 
rumusan yang substansial ini supaya dituangkan dalam rumusan- 
rumusan yang utuh, dan terus mengupayakan pengembangan studi fikih 
siyasah ala ahlus-sunnah wal-jama'ah. Pembahasan masalah ini juga 
bercorak manhaji dan bersifat maudu'iyyah dengan mengutip firman 
Allah surah al-Ahzab ayat 72, al-Nisa' ayat 58 dan 59, dan diperkuat 
dengan dalil hadis-hadis Nabi Saw.133 

Pada Muktamar NU ke-30 di PP. Lirboyo tahun 1999, dibahas 
tentang anggota DPR/MPR beragama non Islam, yaitu orang Islam yang 
menguasakan urusan kenegaraan kepada non muslim. Muktamar 
memutuskan bahwa, orang Islam tidak boleh menguasakan urusan 
kenegaraan kepada non muslim kecuali dalam keadaan darurat. 
Keadaan darurat misalnya dalam bidang-bidang yang tidak dapat 
ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung 
karena faktor kemampuan, dalam bidang-bidang yang ada orang Islam 
berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa 
yang bersangkutan khianat, dan sepanjang penguasaan urusan 
kenegaraan kepada non muslim itu nyata membawa manfaat. Sebagai 
catatan, orang non muslim yang dimaksud berasal dari kalangan ahl al- 
dzimmah dan harus ada mekanisme control yang efektif.124 Walaupun 
keputusan masalah ini mengutip dalil al-Gur'an surah al-Nisa' ayat 141, 
namun karena rujukan dalilnya didominasi oleh rujukan kitab-kitab 
ulama, maka metode yang digunakan dikategorikan bercorak gauli dan 
bersifat wagi'iyyah. 

Dalam forum yang berbeda, dibahas tentang respon Islam 


133|ihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 911-912. 
134Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 553-583. 
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terhadap demokrasi. Menurut NU, demokrasi merupakan tatanan yang 
mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas 
nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dilihat 
dari prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas 
kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, 
maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang 
memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan. Oleh 
karena itu, pemerintahan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
menerapkan dasar-dasar al-syura (musyawarah), al-musawat 
(kesetaraan/eguality), al-adalah (keadilanj/justice), dan al-hurriyah 
(kebebasan/freedom). Pembahasan masalah ini juga bercorak manhaji 
dan bersifat maudi'iyyah dengan mengutip dalil al-Gur'an dan hadis.135 

Pada Munas NU di asrama Haji Pondok Gede Jakarta tahun 2002, 
dibahas tentang money politic dan hibah kepada pejabat. Menurut 
Munas, money politic sebagai pemberian (berupa uang atau denda 
lainnya) untuk mempengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan 
yang adil dan obyektif, maka hal itu merupakan suap (risywah) yang 
dilaknat oleh Allah, baik yang memberi (rasyi), menerima (murtasyi), 
maupun yang menjadi perantara (ra@'isy). Oleh karena itu, status uang 
atau benda hibah/hadiah diambil alih oleh negara untuk kemaslahatan 
rakyat. Terkait dengan hibah yang diterima oleh pejabat, karena di 
samping terkait dengan sumpah jabatan yang diucapkan, maka dapat 
mengandung makna suap dan dapat bermakna korupsi. Namun dalam 
hal hibah atau hadiah yang diberikan oleh orang yang sebelumnya sudah 
biasa memberi dan jumlahnya pun tidak lebih besar dari biasanya, maka 
hukumnya boleh.136 Pembahasan masalah ini juga bercorak gauli dan 
bersifat maudiu'iyyah dengan mengutip pendapat para ulama.137 

Dibahas pula tentang melawan kezaliman dengan pengorbanan 
jiwa. Menurut Munas, bunuh diri dalam Islam adalah diharamkan oleh 
agama dan termasuk dosa besar. Akan tetapi tindakan pengorbanan jiwa 
sampai mati dalam melawan kezaliman, maka dapat dibenarkan bahkan 
dapat merupakan syahadah jika: (a) diniatkan benar-benar hanya untuk 
melindungi atau memperjuangkan hak-hak dasar (al-daruriyyat al- 


135Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 932-934. 

136Kitab yang menjadi rujukan adalah Fatawa al-Subki karya “Ali bin 
Abdul Kafi al-Subki, Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar karya Ibn Abidin, 
al-Mughni karya Ibn Gudamah, al-Jami' li Ahkam al-Gur'an karya al-Ourtubi, 
Idah al-Ahkam Ii Ma Ya'khudz al-Ummal wa al-Hukkam karya Ibn Hajar al- 
Haytami. 

137Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 829-835. 
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khams) yang sah, bukan untuk maksud mencelakakan diri: (b) diyakini 
tidak tersedia cara lain yang lebih efektif dan lebih ringan resikonya: (c) 
mengambil sasaran pihak-pihak yang diyakini menjadi otak dan pelaku 
kezaliman itu sendiri. Keputusan masalah ini juga bercorak gauli dan 
bersifat maudiu'iyyah dengan mengutip pendapat para ulama.138 

Pada Muktamar NU ke-32 di Makasar tahun 2010, dibahas tentang 
relevansi ganun wadi (hukum positif dan hukum syarT). Menurut 
Muktamar, posisi hukum positif di hadapan hukum syar'i terdapat 
beberapa kemungkinan: (a) hukum positif menetapkan sesuatu yang 
tidak diperoleh pentunjuk nas al-0ur'an secara eksplisit, bahkan 
kadang-kadang sengaja didiamkan oleh syari', dan itu menyiratkan 
kreasi mengatur maskut 'anhu (perkara yang tidak diatur oleh syara') 
oleh umat Islam, maka hukum positif seperti ini dapat diterima dan 
diikuti, sesuai dengan penegasan Utsman bin “Affan, (b) hukum positif 
menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syar'i, maka 
dalam posisi ini harus ditolak: (c) apabila hukum positif menetapkan 
dan menganjurkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum 
syar1, atau hukum positif menetapkan sesuatu yang ditetapkan hukum 
syar1 baik dalam perkara wajib maupun dalam perkara mandib, maka 
wajib ditaati. Sedangkan bila menetapkan sesuatu yang mubah, apabila 
bermanfaat bagi kepentingan umum, maka juga wajib ditaati. Tetapi 
apabila tidak bermanfaat untuk umum, maka tidak wajib ditaati. Ibarah 
yang dijadikan dalil antara lain adalah kitab Nihayah al-Zayn Syarh 
Ourrah al-'Ayn.!389 Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam 
menyelesaikan masalah ini bercorak gauli dan bersifat maudii'iyyah. 

Dalam forum ganiniyyah, dibahas tentang UU Nomor 40 tahun 
2004 perihal Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menghasilkan 
bebarapa usulan di antaranya perlunya kriteria miskin dan yang berhak 
mendapatkan jaminan sosial yang jelas, perlunya aturan kerja sama 
antar instansi terkait data penduduk dan tingkat sosialnya, perlunya 
koordinasi penanganan SJSN dan pembentukan badan penyelenggara di 
tingkat daerah, perlunya pelaksanaan UU SJSN secara konsisten, dan 
harmonisasi seluruh peraturan dan perundangan terkait. Rumusan 


138Vasar pengambilan hukum adalah kitab al al-Jami' Ii Ahkam al-Gur'an 
karya al-Ourtubi, Tafsir al-Razi karya Muhammad bin Umar al-Fakhr al-Razi, 
Ruh al-Ma'ani fi al-Gur'an al-Azim karya Mahmud al-Alusi, dan Tafsir al-Gur'an 
al-Azim karya Ibn Katsir. Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 835-842. 

139Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zayn Syarh Gurrah 
al-Ayn, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 112. Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al- 
Fugaha'..., h. 910-914. 
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dalam masalah ini tidak menggunakan metode (non metode) karena 
tidak merujuk pada dalil apapun, dan bersifat ganuniyyah.10 

Kemudian dibahas pula tentang UU Nomor 32 tahun 2004 bidang 
politik, yang melahirkan usulan antara lain pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah secara langsung oleh rakyat perlu diperbaiki sistem dan 
aturan pelaksanaannya, pemilihan wakil kepala daerah tidak satu paket 
dengan pemilihan kepala daerah, penghentian (moratorium) pemekaran 
wilayah, perlu direncanakan penyelenggaraan pemilu dengan 
memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal, paket UU 
bidang politik perlu direvisi untuk mewujudkan sistem pemilu yang 
lebih demokratis, efektif dan lebih mudah, dan lain sebagainya. 
Rumusan dalam masalah ini tidak menggunakan metode (non metode) 
karena tidak merujuk pada dalil apapun, dan juga bersifat 
ganuniyyah.141 

Pada Munas NU di PP. Khas Kempek Cirebon tahun 2012, dibahas 
tentang hukum pengelolaan kekayaan negara yang lebih 
menguntungkan investor, hukum mematok keuntungan saham usaha 
milik negara dan keharusan pemerintah memberikan subsidi untuk 
memenuhi keuntungan yang telah dipatok, dan hukum wajibnya pejabat 
mengganti kerugian negara akibat kesalahan pengelolaan dan akibat 
pemberian subsidi untuk memenuhi keuntungan yang telah dipatok. 
Menurut Munas, pengelolaan kekayaan negara yang lebih banyak 
menguntungkan investor adalah haram dan tidak sah, karena 
pengelolaan tersebut merugikan negara dan rakyat. Adapun pematokan 
keuntungan saham pada usaha miliki negara adalah haram dan tidak 
sah karena menyalahi prinsip syirkah. Walaupun keputusan masalah ini 
mengutip dalil al-Gur'an surah Sad ayat 24 dan hadis riwayat al- 
Bayhagi, namun karena rujukan dalilnya didominasi oleh rujukan kitab- 
kitab ulama, maka metode yang digunakan dikategorikan bercorak gauli 
dan bersifat wagi'iyyah.12 

Dibahas pula tentang hukum bagi pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat terutama rakyat miskin, 
hukum bagi pemerintah melakukan pemerataan ekonomi untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat, dan hukum bagi pemerintah 
yang mengabaikan, mengurangi, dan mengalihkan hak-hak rakyat 
miskin. Jawaban Munas adalah, pemerintah wajib dan harus 


140Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 1165-1168. 
141Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1172-1176. 
142Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 746-753. 
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bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat terutama 
rakyat miskin karena hal tersebut merupakan tujuan utama dari 
penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun keputusan masalah ini 
mengutip dalil al-Gur'an surah al-Hasyr ayat 7 dan al-Anfal aya 27, serta 
hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, namun karena rujukan dalilnya 
didominasi oleh rujukan kitab-kitab ulama, maka metode yang 
digunakan dikategorikan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah.13 

Kemudian dibahas tentang risywah politik, yaitu: (1) hukum 
pemberian kepada calon pemilih dengan alasan transport, ongkos kerja, 
kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima 
memilih calon tertentu adalah tidak sah dan termasuk kategori risywah 
(suap): (2) hukum pemberian zakat atau sedekah yang dimaksudkan 
agar penerima memilih calon tertentu, juga tidak sah dan termasuk 
risywah. Namun jika pemberian zakat atau sedekah itu dimaksudkan 
untuk membayar zakat atau memberi sedekah, dan sekaligus 
dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, maka zakat atau 
sedekah tersebut sah, tetapi pahalanya tidak sempurna, (3) hukum 
menerima pemberian yang dimaksudkan untuk risywah oleh pemberi, 
tetapi tidak secara lisan, adalah haram bila penerima mengetahui 
maksud pemberian itu dimaksudkan untuk risywah. Namun apabila 
penerima tidak mengetahuinya, maka hukumnya mubah. Tetapi apabila 
pada suatu saat mengetahui, bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk 
risywah, maka penerima wajib mengembalikannya, dan (4) hukum 
memilih calon sesuai maksud diberikannya risywah karena pemberian 
risywah adalah haram sebagaimana keharaman risywah. Tetapi jika 
memilihnya semata-mata karena ia merupakan calon yang memenuhi 
syarat untuk dipilih, maka hukum memilihnya mubah (boleh), bahkan 
wajib memilihnya bila ia merupakan calon satu-satunya yang terbaik 
dan terpenuhi syarat. Sedangkan menerima risywah tetap haram. 
Walaupun keputusan masalah ini mengutip dalil al-Gur'an surah al- 
Bagarah ayat 188 dan hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, 
Ibn Majah dan Ahmad, namun karena rujukan dalilnya didominasi oleh 
rujukan kitab-kitab ulama, maka metode yang digunakan dikategorikan 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah.14 

Lalu dibahas pula tentang hukum keharaman mencalonkan diri 
untuk menduduki suatu jabatan, bagi orang yang terbukti telah gagal 
dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan sebelumnya, terbukti sering 


143Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 756-762. 
144Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 771-778. 
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mengabaikan kepentingan rakyat, terbukti sering menjadikan jabatan 
untuk kepentingan pribadi, dan terbukti sering melakukan korupsi, dan 
juga tidak boleh (haram) mencalonkan, mendukung dan/atau memilih 
orang sebagai mana calon tersebut. Hukum keharaman tersebut karena 
menjadi bukti bahwa calon tersebut tidak memiliki keahlian, tidak jujur, 
tidak terpercaya dan lebih cenderung khianat. Jawaban ini secara 
prinsip sudah tertuang dalam firman Allah surah al-Mu'minin ayat 8 
dan al-Ma'arij ayat 32, dan beberapa dalil hadis, namun dalil yang 
menjawab secara eksplisit dan terperinci adalah agwal al-'ulama' 
seperti dalam kitab Raudah al-Talibin dan Is'ad al-Rafig, maka 
keputusan dalam masalah ini dikategorikan bercorak gauli dan bersifat 
wagi 'iyyah.5 

Kemudian dibahas tentang negara Pancasila dalam perspektif 
Islam, bahwa tujuan negara adalah terwujudnya kemaslahatan rakyat. 
Untuk itu, setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya wajib 
mengacu kepada kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fikih, “Tasarruf al- 
imam ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah” kebijakan pemimpin 
terhadap rakyatnya harus berpijak pada kemaslahatan. Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil kesepakatan bangsa 
(mu'ahadah wataniyyah) dengan Pancasila sebagai dasar negara, 
sebagaimana sabda Nabi, “al-Muslimuna “ala syurutihim”, kaum 
muslimin itu berdasarkan pada kesepakatan mereka. Oleh karena itu, 
meskipun Indonesia bukanlah negara Islam (dawlah Islamiyyah), akan 
tetapi sah menurut pandangan Islam. Demikian pula Pancasila sebagai 
dasar negara, walaupun bukan merupakan syariat atau agama, namun ia 
tidak bertentangan, bahkan selaras dengan Islam. Jawaban dalam 
masalah ini bercorak manhaji dan bersifat maudi'iyyah dengan merujuk 
pada dalil hadis dan kaidah fikih.14$ 

Dibahas pula tentang pemilukada dalam perspektif Islam. Dalam 
pembacaan musyawirin, pendidikan politik yang diberikan kepada 
rakyat melalui pemilukada bukanlah pendidikan politik yang sehat, 
melainkan pendidikan politik yang buruk, antara lain berupa 
merebaknya money politics. Dalam menjawab masalah ini, forum 
merujuk pada beberapa kaidah fikih sehingg jawaban dalam masalah ini 
dikategorikan bercorak manhaji dan bersifat maudi'iyyah.17 


145Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 778-785. 
146Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 1066-1067. 
147Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 1067-1068. 
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Pada Munas NU di PBNU Jakarta tahun 2014, dibahas tentang 
khilafah dalam pandangan NU. Menurutnya, khilafah sebagai salah satu 
sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan 
oleh al-khulafa al-rasyidun. Ia merupakan model yang sangat sesuai 
ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara- 
negara bangsa (nation states). Namun dalam kondisi umat manusia 
berada di bawah nation states, maka sistem khilafah kehilangan 
relevansinya. Bahkan membangkitkan kembali ide khilafah pada masa 
sekarang ini adalah sebuah utopia. Sementara NKRI merupakan hasil 
perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negeri ini. 
NKRI dibentuk guna mewadahi segenap elemen bangsa yang sangat 
majemuk dalam hal suku, bahasa, budaya dan agama. Oleh karena itu, 
setiap upaya munculnya gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan 
NKRI wajib ditangkal. Jawaban dalam masalah ini bercorak gauli dan 
bersifat maudi'iyyah dengan mengutip berbagai pandangan para 
ulama.148 

Pada Muktamar NU di Jombang tahun 2015, dibahas tentang 
status janji yang disampaikan oleh pemimpin pada saat pencalonan 
untuk menjadi pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, maupun 
yudikatif yang dalam istilah fikih ada yang masuk kategori al-wa'du 
(memberi harapan baik), dan ada yang masuk kategori al-'ahdu 
(komitmen). Adapun hukumnya dapat diperinci sebagai berikut: 
Pertama, apabila janji tersebut berkaitan dengan tugas jabatannya 
sebagai pemimpin rakyat, baik yang berkaitan dengan program maupun 
pengalokasian dana, sedangkan ia menduga kuat bakal mampu 
merealisasikannya, maka hukumnya adalah boleh (mubah). Sebaliknya, 
jika ia menduga kuat tidak akan mampu untuk merealisasikannya, maka 
hukumnya tidak boleh (haram). Kedua, jika yang dijanjikan tersebut dari 
dana pribadi dan diberikan sebagai imbalan agar ia dipilih, maka 
hukumnya haram karena masuk dalam kategori janji risywah. 
Sementara hukum mengingkari janji-janji tersebut adalah apabila sesuai 
dengan ketentuan tugasnya dan tidak menyalahi, maka janji tersebut 
wajib ditepati. Oleh karena itu, pemimpin yang tidak menepati janji 
harus diingatkan, meskipun selama menjadi pemimpin yang sah tetap 
harus ditaati. Keputusan dalam masalah ini dikategorikan bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah karena didominasi oleh pendapat para 
ulama.14? 


148Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 1072-1074. 
149Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugah@'..., h. 814-827. 
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Dibahas pula tentang hukum pemakzulan (pemberhentian) 
pemimpin, yaitu: Pertama, sebab-sebab pemimpin boleh diberhentikan. 
Menurut mayoritas ulama, tidak ada penyebab yang menjadikan 
pemimpin boleh diberhentikan kecuali jika nyata-nyata melanggar 
konstitusi. Kedua, proses tahapan pemberhentian jika seorang 
pemimpin telah melakukan hal-hal yang menyebabkan ia dapat 
diberhentikan, yaitu apabila telah terbukti dan ditetapkan secara 
hukum, maka pemimpin boleh dimakzulkan dengan cara: (a) 
direkomendasikan untuk mengundurkan diri: (b) apabila tidak 
mengundurkan diri dan juga tidak mau bertaubat, maka dapat 
dimakzulkan dengan aturan yang konstitusional selama tidak 
menimbulkan mudarat yang lebih besar, dan (c) apabila pemimpin telah 
terbukti secara hukum melakukan hal-hal yang menyebabkan dapat 
diberhentikan, maka proses tahapan pemberhentiannya sesuai dengan 
tahapan konstitusi yang ada. Metode yang digunakan dalam menjawab 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk pada 
kitab Raudah al-Talibin dan Syarh al-Nawawi “ala Sahih Muslim.150 

Kemudian dibahas pula tentang penyelenggaraan pemilu kepala 
daerah yang murah dan berkualitas, yang melahirkan rekomendasi 
bahwa untuk mencapai tujuan efisiensi penyelenggaraan pemilu, maka 
diperlukan penataan jadwal pemilu dan pembiayaan penyelenggaraan 
semua jenis pemilu. Muktamar meminta kepada semua pihak yang 
terlibat dalam pilkada serentak (pemerintah, KPU, Bawaslu, partai 
politik, pasangan calon beserta tim suksesnya, pemantau dan pemilih) 
untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan 
dalam kegiatan pilkada. Muktamar juga meminta kepada jajaran 
struktural NU dari pusat sampai bawah untuk tidak melibatkan secara 
struktural dan formal dalam kegiatan pilkada di daerah. Keterlibatan 
orang perorang jajaran pengurus NU sifatnya personal, dan tidak 
mewakili institusi NU. Rumusan dalam masalah ini menggunakan 
metode manhaji dan bersifat ganiiniyyah dengan didominasi oleh dalil 
al-9ur'an dan kaidah fikih.151 

Pada Munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 2017, dibahas 
tentang telaah RUU KUHP yang menghasilkan rekomendasi antara lain: 
(a) proses pengambilan putusan dalam perkara pidana harus 


1503|-Nawawi, Raudah al-Talibin wa Umdah al-Muftin, vol. 10, (Bairut: al- 
Maktabah al-Islami, 1405 H.), h. 48-49, dan Syarh al-Nawawi “ala Sahih Muslim, 
vol. 13, h. 226-229. Lihat: Ahkam al-Fugaha' ..., h. 851-858. 

151Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1233-1242. 
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memperluas pengertian asas legalitas dengan mengakui norma yang 
berlaku di masyarakat: (b) RUU KUHP harus mengakui dan 
mengakomodasi norma hukum yang hidup dalam masyrakat (living 
law): (c) RUU KUHP mengubah tujuan pemidanaan yang awalnya hanya 
untuk pembalasan kepada pelaku (teori retrebutif) menjadi tujuan 
pemidanaan restoratif. Oleh karena itu, NU mendukung perubahan 
pengertian tindak pidana zina menjadi sejalan dengan hukum Islam. NU 
mendukung pemberlakuan hukuman mati sebagai sanksi maksimal, dan 
mendukung segera disahkannya RUU KUHP setelah menerima masukan 
dari berbagai pihak. Metode yang digunakan dalam merumuskan 
masalah ini bercorak manhaji dan bersifat ganiniyyah.:52 

Pada Munas NU di Citangkolo Banjar tahun 2019, dibahas tentang 
kewenangan kepada aparatur pemerintah untuk mengatur dan 
menertibkan warga dalam pelaksanaan ritual-ritual agama adalah 
sebatas ritual-ritual yang bersifat zahir (bukan privat) dan diikuti orang 
banyak, serta berkaitan dengan prinsip-prinsip agama yang disepakati 
ulama (mujma' alayh), bukan yang dipertentangkan, kecuali yang 
menyangkut ketertiban umum dan keamanan negara.158 Keputusan 
dalam masalah ini dikategorikan bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah 
karena didominasi oleh pendapat para ulama.154 

Dibahas pula tentang negara, kewarganegaraan dan hukum 
negara, bahwa pembahasan mengenai konsep negara bangsa masuk 
dalam kategori fikih siyasah, yang merupakan bagian dari kajian fikih 
muamalat, maka dalam hal muamalat berlaku kaidah al-aslu fi al- 
mu'amalah al-ibahah, sehingga selama tidak ada dalil yang melarang 
maka dianggap sah. Adapun status non muslim dalam negara bangsa 
adalah warga negara (muwatin/non muslim silmi) yang memiliki hak 
dan kewajiban yang setara dengan warga negara yang lain. Mereka tidak 
masuk dalam kategori-kategori kafir yang ada dalam fikih klasik, yakni 
mu'ahad, musta'man, dzimmi, dan harbi. Metode yang digunakan dalam 
menyelesaikan masalah ini bercorak gauli dan bersifat maudu'iyyah.:55 
Untuk lebih jelasnya, lihat tabel nomor 5.8. 


52Lihat: Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat 2017, h. 104-120. 

58Lihat: Hasil bahtsul masail Munas & Konbes Nahdlatul Ulama, tahun 
2019 di Ponpes Miftahul Huda al-Azhar, Citangkolo Banjar. 

54Lihat: Hasil bahtsul masail Munas & konbes Nahdlatul Ulama, 2019 di 
Ponpes Miftahul Huda al-Azhar, Citangkolo Banjar. 

55Lihat: Hasil bahtsul masail Munas & Konbes Nahdlatul Ulama, tahun 
2019 di Ponpes Miftahul Huda al-Azhar, Citangkolo Banjar. 
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Tabel 5.8 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode & Jenis Masailnya 
di Bidang Siyasah (Politik) 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase Masail Frekuensi | Persentase 
1 Gauli 13 56,5 Y6 Wagi'iyyah 8 34,8 Yo 
2 TagrirJjamai | - Maudu'iyyah 11 47,8 Yo 
3 Ilhag - Ganuniyyah 4 17,4 Yo 
4 Manhaji 8 34,8 Yo 
5 Non Metode 2 8,7 Yo 
Jumlah 23 100 Yo Jumlah 23 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Gender (Perempuan) 

Pada Muktamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya tahun 1994, 
dibahas tentang hukum mempekerjakan wanita pada malam hari di luar 
rumah. Muktamar memutuskan bahwa hukumnya adalah haram, kecuali 
aman dari fitnah dan mendapatkan izin dari suami dan atau wali, maka 
hukumnya boleh. Apabila diduga terjadi fitnah, maka hukumnya adalah 
haram dan dosa. Sementara apabila takut terjadi fitnah, maka 
hukumnya makruh. Keputusan masalah ini menggunakan metode gault 
dan bersifat wagi'iyyah dengan merujuk berbagai kitab rujukan.156 

Kemudian pada Munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 1997, 
dibahas tentang kedudukan wanita dalam Islam. Dalam Islam, wanita 
mendapat tempat yang mulia. Islam memberikan hak yang sama kepada 
wanita sebagaimana laki-laki, untuk memberikan pengabdian yang 
sama kepada agama, nusa, bangsa dan negara. Pembahasan masalah ini 
bercorak manhaji dan bersifat maudu'iyyah dengan merujuk pada 
firman Allah surah al-Mu'minun ayat 40, Ali Imran ayat 195, al-Nahl ayat 
97, al-Ahzab ayat 35, al-Taubah ayat 71, dan al-Syura ayat 49, serta 
diperkuat dengan dalil hadis-hadis Nabi Saw.157 

Pada Muktamar NU ke-30 di PP. Lirboyo Kediri tahun 1999, 
dibahas tentang Islam dan kesetaraan gender yang melahirkan tiga 
pandangan: (1) menafsirkan ulang beberapa nuktah dalam pemahaman 
keagamaan) (2) melihat kembali secara kritis paham-paham 
kebudayaan yang bias laki-laki: dan (3) merombak praktik-praktik 
politik yang mendiskriminasi perempuan. Pembahasan masalah ini 
menggunakan metode manhaji dan bersifat maudi'iyyah dengan 
merujuk pada dalil firman Allah surah al-Nisa' ayat 34 dan hadis Nabi 


156Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 501-504. 
157Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 911-920. 
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yang menjelaskan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang 
memasrahkan urusannya kepada perempuan.158 Kemudian pada 
Muktamar ke-32 di Makasar tahun 2010, dibahas hukum khitan 
perempuan, bahwa ulama berbeda pendapat di dalam menghukuminya, 
ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah dan ada 
juga yang mengatakan wajib.15? Jawaban masalah ini bersifat 
maudi'iyyah dengan menggunakan metode gaul1.160 

Pada Munas NU di Citangkolo Banjar tahun 2019 dibahas tentang 
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menghasilkan rekomendasi 
bahwa: (a) mendukung diterbitkannya RUU Penghapusan Kekerasan 
Seksual, dengan perubahan judul menjadi RUU Pencegahan Kekerasan 
Seksual: (b) mendorong adanya pendalaman kembali terhadap 15 jenis 
kekerasan seksual sebagaimana diatur di dalam fikih: (c) melarang 
publikasi pada korban kekerasan seksual: dan (d) perlunya ada 
harmonisasi RUU PKS dengan undang-undang terkait lainnya (seperti 
UU PKDRT, UU Pornografi, KUHP, UU Perlindungan anak, dan UU Tindak 
Pidana Perdagangan Orang). Pembahasan dalam masalah ini bercorak 
manhaji dan bersifat ganuniyyah dengan mengutip ayat-ayat al-Our'an 
dan hadis-nadis Nabi.151 Lihat tabel nomor 5.9. 


Tabel 5.9 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode & Jenis Masailnya di 
Bidang Gender (Perempuan) 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi | Persentase 
1 Gauli 2 40 Yo Wagi'iyyah 1 20 Y9 
2 Tagrir Jama'i - Maudu'iyyah 3 60 Yo 
3 Ilhag - - Ganuniyyah 1 20 Yo 
4 Manhaji 3 60 Yo 
5 Non Metode - 
Jumlah 5 100 Yo Jumlah 5 100 Yo 


158|ihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 940-943. 

159Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1014-1064. 

160Tbn Hajar al-'Asgalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar 
al-Kutub al-Tlmiyyah, 1989), h. 417-418. 

161|/jhat: Hasil Bahtsul Masail Munas & Konbes Nahdlatul Ulama, 27 
Februari - 01 Maret 2019 di Ponpes Miftahul Huda al-Azhar, Citangkolo Banjar. 
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Keputusan Hukum di Bidang Adat, Etika & Pendidikan 

Pada Munas NU di Ponpes Oomarul Huda Nusa Tenggara Barat 
tahun 1997, dibahas tentang hukum mencetak dan menerbitkan karya 
tulis orang lain. Menurut Munas, hak cipta dilindungi oleh hukum Islam 
sebagai hak milik dan dapat menjadi tirkah bagi ahli warisnya, 
sebagaimana keputusan Muktamar NU ke-28 di krapyak Yogyakarta 
tahun 1989. Oleh karena itu, mencetak dan menerbitkan karya tulis 
pihak lain hukumnya haram, kecuali ada izin dari pemilik hak atau 
pengarang atau penulis atau ahli waris atau pemengang kuasa atas hak 
cipta tersebut. Apabila pemilik hak atau pengarang atau penulis atau 
ahli waris atau pemengang kuasa atas hak cipta sudah tidak ada, maka 
hak cipta karya tulis tersebut menjadi hak kaum muslimin untuk 
kemaslahatan mereka secara umum. Metode yang digunakan bercorak 
gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip pendapat Ibn Hajar al- 
Haytami, Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, Mustafa Ahmad al- 
Zarga, Sihabuddin al-Oulyubi dan Muhammad Sata al-Dimyati.162 

Dibahas pula tentang hukum demonstrasi dan unjuk rasa. 
Menurut Munas, demonstrasi dan unjuk rasa yang bermuatan amar 
ma'ruf nahi munkar untuk mencari kebenaran dan demi tegaknya 
keadilan itu boleh selama: (a) tidak menimbulkan mafsadat yang lebih 
besar, (b) sudah tidak ada jalan lain seperti menempuh musyawarah 
dan lobi: dan (c) apabila ditujukan pada penguasa pemerintah, hanya 
boleh dilakukan dengan cara tarif (menyampaikan penjelasan) dan al- 
wa'zu (pemberian nasihat). Jawaban dalam masalah ini menggunakan 
metode ilhagi dan bersifat wagi'iyyah dengan dianalogikan kepada 
prinsip kemunkaran secara umum.163 

Kemudian pada Muktamar NU di Asrama Haji Donohudan dan 
Boyolali Solo tahun 2004, dibahas tentang hukum melegalkan lokalisasi 
pelacuran. Menurut Muktamar, hukumnya adalah haram, dengan alasan 
bahwa melegalkan lokalisasi tersebut bukan merubah kemungkaran 
(taghyir  al-munkarat), malah membenarkan, menolong dan 
melestarikan kemaksiatan, dan upaya taghyir al-munkarat justru 
dengan cara penutupan tempat-tempat maksiat dan memberikan 
hukuman kepada pelakunya. Walaupun jawaban masalah ini merujuk 
pada pendapat para ulama, namun karena dalil yang terdapat pada al- 


162Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 533-535. 

1633|-Ghazali, Ihya' Ulumiddin, vol. 2, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1939), h. 
337, Ibn Hajar al-Haytami, al-Zawiajir 'an Igtiraf al-Kaba'ir, vol. 2, (Mustafa al- 
Halabi, 1950), h. 156, Abdurrahman al-Suyuti, al-Jami' al-Saghir min Hadits al- 
Basya'ir al-Nadzir, vol 2, h. 327. 
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Our'an surah al-An'am ayat 151, al-Isra' ayat 32, dan al-Ma'idah ayat 2, 
serta hadis Nabi riwayat imam Muslim dianggap memadai untuk 
menjawab masalah ini, maka metode yang digunakan dikategorikan 
bercorak manhaji dan bersifat wagi'iyyah.!54 Dibahas pula tentang 
pendidikan di lingkungan NU yang diakui masih banyak ketinggalan 
khususnya di bidang teknologi, manajemen dan sumber daya manusia 
yang relatif rendah. Dalam merespon masalah ini, tidak jelas metode 
yang digunakan (non metode) karena tidak merujuk pada dalil apapun, 
dan bersifat maudu'iyyah.155 

Pada Munas NU di Surabaya tahun 2006, dibahas tentang UU RI 
No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 
tentang yayasan. Pada kenyataannya, perihal undang-undang tersebut 
belum menampung beberapa kebutuhan dan perkembangan hukum 
serta kenyataan yang ada dalam masyarakat, juga belum mengatur 
tentang bagaimana jika lembaga pendidikan pesantren yang sudah ada 
sebelumnya, yang karena kebutuhan regulasi mengharuskan pesantren 
tersebut dalam bentuk yayasan, sehingga dibuat (kemudian) yayasan 
yang membawahi pesantren tersebut, dan lain sebagainya.!66 Dalam 
merespon masalah ini, metode yang digunakan tidak jelas (non metode) 
karena tidak merujuk pada dalil apapun, dan bersifat ganuniyyah. 

Dibahas pula tentang UU RI No. 3 tahun 2006 perihal perubahan 
atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan UU No. 7 
tahun 1989 adalah menyangkut wewenang. Dalam pasal 49 UU No. 3 
tahun 2006, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, 
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, sadagah, dan ekonomi syariah. Dalam 
merespon masalah ini, metode yang digunakan tidak jelas (non metode) 
karena tidak merujuk pada dalil apapun, dan bersifat ganuniyyah. 

Pada Munas di Gedung PBNU Jakarta tahun 2006 dibahas tentang 
hukum infotainment (mengungkap kejelekan orang). Pada dasarnya, 
menayangkan, menyiarkan, menonton atau mendengarkan acara 
apapun yang mengungkap serta membeberkan kejelekan seseorang 
adalah haram, kecuali didasari tujuan yang dibenarkan syariat dan 
hanya dengan cara itu tujuan tersebut dapat tercapai, seperti 
memberantas kemungkaran, memberi peringatan, menyampaikan 
pengaduan atau laporan, meminta pertolongan dan meminta fatwa 


164Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 631-635. 
165Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 986-987. 
166Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugah@'..., h. 1145-1146. 
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hukum. Walaupun jawaban masalah ini merujuk pada al-0ur'an surah 
al-Hujurat ayat 12, al-Ahzab ayat 58 dan hadis Nabi riwayat imam 
Muslim, namun karena jawaban hukumnya didominasi oleh pendapat 
para ulama, maka metode yang digunakan dikategorikan bercorak gauli 
dan bersifat wagi'iyyah.167 

Kemudian pada Muktamar NU di Asrama Haji Sudiang Makassar 
tahun 2010, dibahas tentang hukum sadap telpon. Menurut Muktamar, 
hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain 
melalui sadap telpon pada dasarnya haram, karena termasuk tajassus 
(mencari-cari kesalahan orang lain), kecuali untuk kepentingan amar 
ma'ruf nahi munkar dan ada dugaan kuat atas terjadinya kemaksiatan. 
Bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain. Adapun rekaman telpon yang 
disadap, maka tidak sah sebagai bayyinah (alat bukti hukum), tetapi sah 
sebatas untuk bukti perlindungan. Metode yang digunakan dalam 
menjawab masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan 
merujuk pada kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Guran dan Tuhfah al- 
Muhtaj.158 

Di forum yang berbeda, dibahas tentang PP. nomor 55 tahun 2007 
tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, yang melahirkan 
usulan seputar kepesantrenan dan pendidikan diniyah di sekolah- 
sekolah formal, yang antara lain pendidikan agama dan pendidikan 
keagamaan harus mempertahankan otonomi kelembagaan, otonomi 
pengelola, otonomi akademik yang terkait dengan sistem 
pemberdayaan, perlunya sekolah-sekolah formal menganjurkan siswa- 
siswinya mengikuti pendidikan diniyah sebagai solusi keterbatasan jam 
belajar materi agama di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan dan 
akhlak mulia, dan lain sebagainya. Rumusan dalam masalah ini tidak 
menggunakan metode (non metode) karena tidak merujuk pada dalil 
apapun, dan bersifat ganuniyyah.159 

Pada Munas NU di Cirebon tahun 2012, dibahas tentang UU 
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal atau 
ayat yang bermasalah dalam UU ini adalah terkait dengan penyebaran 
beban tanggung jawab pendidikan dan sumber daya pendidikan antara 
pemerintah dan masyarakat, operasionalisasi pendidikan menimbulkan 
beban pembiayaan yang berakibat penurunan minat belajar, dan sistem 


167Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 689-703. 
168Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 720-722. 
169Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1178-1181. 
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pendidikan nasional gagal mencapai tujuan pendidikan dan akan 
bertambah parah jika penyelenggara pendidikan menyertakan lembaga 
pendidikan asing. Pembahasan ini menggunakan metode manhaji dan 
bersifat ganuniyyah dengan merujuk pada firman Allah surah al- 
Mujadalah ayat 11, al-Taubah ayat 122, dan hadis Nabi riwayat imam al- 
Bukhari dan Muslim, imam Ahmad, dan Ibn Majah.170 

Dibahas pula tentang UU No. 2 tahun 2012 tentang Perguruan 
Tinggi. Pasal atau ayat yang dianggap bermasalah adalah terkait dengan 
perguruan tinggi dibentuk dengan pola BHMN (Badan Hukum Milik 
Negara) yang cenderung profit oriented dan terbuka bagi persaingan 
yang tak sehat: biaya yang mahal pada penyelenggaraan pendidikan 
tinggi akan membuat nyali kecil sebagian besar masyarakat nahdiyyin, 
dan intervensi lembaga pendidikan tinggi asing yang cenderung 
liberalisme dan kapitalisme. Dalam merespon persoalan ini, forum 
menggunakan metode manhaji dan bersifat ganuiniyyah dengan merujuk 
pada firman Allah surah al-Mujadalah ayat 11, al-Taubah ayat 122, dan 
hadis Nabi riwayat imam Ahmad.171 

Pada Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015, dibahas 
tentang pelaksanaan pendidikan agama di sekolah (perbaikan PP nomor 
55 tahun 2007). Pasal atau ayat yang dianggap berpotensi menimbulkan 
masalah di lapangan antara lain: (a) kalimat “berhak” dalam pasal 4 ayat 
2 memberikan ruang adanya penafsiran yang membolehkan bagi satuan 
pendidikan untuk tidak mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan 
agama yang dianut oleh peserta didik, atau pendidikan agama yang 
diajarkan oleh guru yang tidak seagama. Karena sebagai hak, maka anak 
didik dapat menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk 
mendapatkan pendidikan agama di sekolah: (b) penentuan batas 
minimal seorang anak didik dapat mengikuti sekolah dasar 
sebagaimana diatur dalam pada 17 ayat 1 dan 2 dianggap kurang tegas 
karena masih ada perbedaan. Pada pasal 17 ayat 1 disebutkan tujuh 
tahun, dan di ayat 2 dibolehkan usia enam tahun, dan (c) praktik yang 
terjadi di lapangan di mana pesantren membuka sekolah umum 
dianggap belum terwadahi dalam peraturan pemerintah No. 55 tahun 
2007 tersebut. Pasal 26 ayat 2 dapat dipahami bahwa pesantren hanya 
boleh membuka pendidikan diniyah. Dalam merespon masalah ini, 


170Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1205-1209. 
171Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1209-1211. 
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metode yang digunakan bercorak manhaji bersifat ganuniyyah karena 
didominasi oleh dalil al-Gur'an dan al-Sunnah.172 

Pada Munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 2017, dibahas 
tentang ujaran kebencian dalam berdakwah, bahwa ujaran kebencian 
adalah perilaku yang tidak berakhlakul karimah karena perbuatan ini 
menyerang kehormatan pribadi dan golongan yang dilindungi agama. 
Ujaran kebencian masuk kategori namimah, ghibah, sukhriyah, istihza', 
buhtan, fitnah dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama. Dengan 
kata lain, Islam telah melarang perbuatan menghasut, mengadu domba, 
merendahkan orang lain, menyebarkan berita bohong, dan fitnah. 
Pembahasan ini menggunakan metode gault dan bersifat maudi'iyyah 
dengan merujuk pada pendapat para ulama.173 

Dibahas pula tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan 
Pesantren. Pembahasan ini menghasilkan rekomendasi antara lain: (1) 
RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) harus 
menjamin kehadiran negara secara efektif dalam mendukung 
pengembangan pesantren sebagai sistem yang berperan penting dalam 
pemberdayaan masyarakat, pencerdasan kehidupan bangsa, dan 
pembinaan keagamaan dan etika masyarakat: (2) pengaturan pesantren 
harus menyediakan mekanisme pengakuan legal dan implikasinya 
terhadap kompetensi alumni pesantren. Standar kompetensi santri, 
alumni pesantren, dan para pendidik di pesantren, perlu dirancang 
sedemikian rupa, yang memahami keunikan pesantren agar selain 
efektif menjamin kompetensi, juga tidak sekedar menjebak dalam 
birokrasi prosedural, dan (3) peraturan tentang pesantren jangan 
melemahkan watak independen pesantren, jangan meredupkan nilai 
keunggulan khas pesantren (ikhlas, mandiri, tahan banting, dan 
sebagainya), dan jangan menciptakan kerumitan birokratis baru yang 
membuat pengembangan pesantren menjadi kaku. Pembahasan ini 
tidak jelas metode yang digunakan (non metode) karena tidak merujuk 
pada dalil apapun, dan bersifat ganuniyyah.174 

Kemudian dibahas pula tentang RUU Komunikasi Publik. 
Permasalahan yang muncul dari RUU ini adalah (a) pemetaan problem 
yuridis dan sosiologis terkait tata kelola ekspresi komunikasi dan arus 
informasi, baik di ruang privat, komunal, maupun publik di dunia maya 


172Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 1226-1233. 

173Lihat: Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat 2017, h. 58-61. 

174Lihat: Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat 2017, h. 86-96. 
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dan dunia nyata. Dengan demikian komunikasi dan informasi menjadi 
terarah untuk tujuan positif dan produktif, dan tercegah dari agenda 
destruktif, (b) pemetaan solusi dan terobosan yuridis dalam tata kelola 
ekpresi komunikasi dan arus informasi, yang lebih komprehensif, baik 
aspek pencegahan, pembinaan, maupun penindakan. Dalam merespon 
permasalahan ini, metode yang digunakan dalam pembahasan ini tidak 
jelas (non metode) karena tidak merujuk pada dalil apapun, dan bersifat 
ganuniyyah.175 

Dibahas pula tentang RUU etika penyelenggara negara 
menghasilkan rekomendasi antara lain: (a) penegakan etika di kalangan 
penyelenggara negara adalah wajib sebagai panduan dalam bersikap, 
bertutur kata, berperilaku, dan bertindak demi terwujudnya 
penyelenggaraan negara yang adil, bersih, profesional, melayani, 
mengayomi, serta menjadi teladan bagi rakyat, (b) penyelenggara 
negara yang melakukan pelanggaran etika dalam penyelenggaraan 
negara harus diberi hukuman yang bersifat administratif, dari yang 
ringan sampai yang paling berat dalam bentuk pemberhentian dari 
status dan jabatannya sebagai penyelenggara negara dan : (c) nilai-nilai 
etika penyelenggara negara bersumber dari ajaran agama, pancasila, 
adat istiadat dan kearifan lokal, nilai sejarah perjuangan bangsa, dan 
nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Pembahasan ini, walaupun 
merujuk pada dalil al-Gur'an dan kaidah fikih dan usul fikih, namun 
karena masih merujuk pada pendapat ulama yang pembahasannya lebih 
terperinci, maka pembahasan ini dikategorikan bercorak manhaji dan 
bersifat ganuniyyah.175 

Sementara pada Munas NU di Citangkolo Banjar tahun 2019, 
dibahas tentang hukum membuang sampah sembarangan, yang 
jawabannya diperinci sebagai berikut: (a) haram apabila nyata-nyata 
(tahaggug) atau diduga kuat (zan) membahayakan baik jangka pendek 
maupun jangka panjang, dan (b) makruh apabila kemungkinan kecil 
(tawahhum) membahayakan. Namun apabila sudah ada peraturan 
pemerintah atau PERDA, maka wajib ditaati. Metode yang digunakan 
bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip berbagai 
pendapat ulama.177 Untuk lebih jelasnya, lihat tabel nomor 5.10. 


175Lihat: Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat 2017, h. 102-104. 

176Lihat: Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat tahun 2017, h. 120-133. 

177Lihat: Hasil Bahtsul Masail Munas & Konbes Nahdlatul Ulama tahun 
2019 di Ponpes Miftahul Huda al-Azhar, Citangkolo Banjar. 
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Tabel 5.10 
Frekuansi dan Persentase Penggunaan Metode & Jenis Masailnya di 
Bidang Adat, Etika & Pendidikan 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi Persentase 

1 Gauli 5 29,4 Yo Wagi'iyyah 6 35,3 Y9 

2 Tagrir Jamafi | - Maudi'iyyah | 2 11,8 Yo 

3 Ilhag 1 5,9 Y9 Ganuniyyah 9 52,9 Y9 

4 Manhaji 5 29,4 Y9 

5 Non Metode 6 35,3 Y9 

Jumlah 17 100 Yo Jumlah 17 100 Yo 


Keputusan Hukum di Bidang Kedokteran 

Pada Muktamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya tahun 1994, 
dibahas tentang hukum transplantasi organ babi untuk manusia. 
Menurut Muktamar, hukum transplantasi tersebut diperinci sebagai 
berikut: (a) transplantasi gigi dengan organ babi dan sejenisnya, 
hukumnya tidak boleh. Sebab masih banyak benda lain yang dapat 
digunakan sebagai pengganti dan karena belum sampai pada tingkat 
kebutuhan yang mendesak, (b) transplantasi dengan organ babi untuk 
menggantikan organ sejenisnya pada manusia, hukumnya tidak boleh, 
kecuali sangat diperlukan dan tidak ada organ lain yang seefektif organ 
babi tersebut, yang menurut pendapat imam al-Ramli, imam Isnawi dan 
imam Subki hukumnya adalah boleh. Adapun menurut imam ibnu Hajar, 
orang yang menerima transplantasi tersebut harus ma'sim. Keputusan 
masalah ini bercorak gauli dan bersifat wagi'iyyah dengan mengutip 
pendapat Sulayman bin Mansur al-Jamal, imam al-Ramli, Husayn al- 
Rasyidi dan lain sebagainya.178 

Dibahas pula tentang hukum kontrasepsi dengan vaksin yang 
bahan mentahnya dari sperma lelaki. Muktamar menjawab bahwa, 
melakukan kontrasepsi (menghambat kehamilan) dengan cara 
imunisasi menggunakan injeksi vaksin yang bahan mentahnya sperma 
laki-laki adalah boleh, karena sifat istigdar (menjijikkan) sudah luntur 
dan sudah hilang. Sebagai catatan, tidak boleh mengeluarkan air sperma 
dengan cara yang tidak muhtaram. Metode yang digunakan dalam 
menyelesaikan masalah ini bersifat wagi'iyyah dan bercorak gauli 
dengan merujuk pada pendapat Ibrahim al-Bajiri, Zakaria al-Ansari, al- 
Syargawi, dan lain sebagainya.17? 


178Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 483-488. 
179Tbrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri “ala Fath al-Garib, vol. 1, (Beirut: 
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Kemudian pada Munas NU di PP Nusa Tenggara Barat tahun 1997, 
dibahas tentang hukum penggunaan insulin yang terbuat dari pankreas 
babi bagi penderita kencing manis (diabetes melitus). Keputusan 
hukumnya adalah boleh, jika tidak ditemukan obat lain dari bahan yang 
suci. Jawaban ini dianalogikan dengan hukum meminum air kencing 
unta atau semua najis yang telah berubah bentuk menjadi hewan itu 
suci seperti darah telur yang telah berubah menjadi anak ayam. Oleh 
karena itu, masalah ini dikategorikan menggunakan metode ilhag dan 
bersifat wagi'iyyah.180 

Di samping itu, pada Munas yang sama (1997), dibahas kasus 
cloning gen pada tanaman, hewan dan manusia. Menurut Munas, hukum 
cloning gen pada tanaman, hewan dan manusia diperinci sebagai 
berikut: (a) pemanfaatan teknologi cloning gen pada tanaman 
diperbolehkan, karena hajat manusia untuk kemaslahatan, (b) cloning 
pada gen hewan diperbolehkan dengan catatan dilakukan dalam rangka 
kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat: (c) cloning gen pada 
manusia hukumnya haram. Dalam kasus cloning gen tananaman 
dianalogikan dengan pengawinan kurma, dalam kasus cloning hewan 
dianalogikan dengan mengawinkan keledai pada kuda, dan dalam kasus 
cloning manusia dianalogikan dengan memasukkan air mani ke rahim 
hukumnya seperti persetubuhan. Metode yang digunakan bercorak 
ilhagi dan bersifat wagi'iyyah sebagaimana pendapat Zakaria al-Ansari 
dan Sulayman bin Mansur al-Jamal.181 Demikian juga pendapat Alawi al- 
Saggaf, bahwa dimakruhkan mengawinkan keledai pada kuda, maka 
diharamkan mengawinkan kuda pada sapi, karena besarnya alat 
kelamin.182 

Kemudian pada Munas NU tahun 2002 di Pondok Gede Jakarta, 
dibahas tentang hukum penyakit antraks. Pertanyaannya, apakah mayit 
yang mengidap penyakit antraks harus dimandikan dan dirawat 
sebagaimana aturan syariat terhadap mayit sehat, dan bagaimana cara 
memandikan dan menguburnya. Jawabannya, jenazah yang meninggal 


Dar al-Fikr, t.th.), h. 103, Zakaria al-Ansari dan Abdullah al-Syargawi, Tuhfah al- 
Tullab dan Hasyiyah al-Syargawi, vol. 2, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 
t.th.), h. 451. 

180Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 538-541. 

1817akaria al-Ansari dan Sulayman bin Mansur al-Jamal, Fath al-Wahhab 
wa Futuhat al-Wahhahb, vol. 3, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), h. 526-527. 

182Alawi al-Saggaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 365, 
dan Ibn Hajar al-Haytami, “Tuhfah al-Muhtaj”, pada Hasyiyata al-Syirwani wa al- 
“Ubbadi, vol. 7, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th), h. 303. 
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dunia akibat penyakit antraks tetap harus dimandikan, dikafani, 
disalatkan dan dikubur sebagaimana aturan syariat. Sedang cara 
memandikannya dengan mempergunakan peralatan yang dapat 
mencegah penularan penyakit tersebut. Sementara untuk 
penguburannya tidak harus di tempat terpisah asal dianggap telah dapat 
mencegah akibat penularannya. Jawaban ini dianalogikan dengan kasus 
orang yang mati sebab terkena bangunan roboh atau jatuh disumur atau 
laut, dan juga dianalogikan dengan kasus terbakar atau terkena racun 
binatang. Salah satu rujukan yang dijadikan argumentasi adalah 
pendapat imam al-Syarbini:183 


& Ha a Sri 39 al 3 Gl os ok 3 SUK asal (at ai ca) 
pa data Je AAL Jaa Yg Bell Jab ole Lal Lgprg (08) Sein! A0 da Just 
ahe — 9 EL & Rea) SI Las PUN aa) 33 BL 


Artiny: “(Danjenazah yang sulit dimandikan) sebab tidak ada air atau selainnya, 
seperti terbakar atau terkena racun binatang dan bila dimandikan akan rontok, 
atau dikahwatirkan orang yang memandikannya tertular dan tidak mungkin 
menjaga diri, maka (jenazah itu ditayamumi) secara wajib, karena digiyaskan 
pada mandi janabah, dan tidak boleh dimandikan karena menjaga jasadnya 
agar dimandikan sesuai kondisinya. Apabila sebelum penguburan ditemukan 
air dalam kasus ketika jenazah ditayamumi karena tidak adanya air dalam 
kasus ketika jenazah ditayamumi karena tidak adanya air, maka ia wajib 
dimandikan.” 


Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah metode ilhag dan 
bersifat wagi'iyyah. 

Pada Muktamar ke-31 di Asrama Haji Donohudan Boyolali Solo 
tahun 2004, dibahas tentang apakah tes DNA dapat dimanfaatkan untuk 
dasar hukum dalam ilhag al-nasab sebagaimana al-kiyafah. Muktamar 
memutuskan bahwa, tes DNA dapat untuk menafikan ilhag al-nasab, 
namun belum tentu dapat untuk menentukan ilhag al-nasab. Jawaban 
ini, walaupun merujuk hadis riwayat al-Bukhari dan al-Tirmidzi, namun 
tetap dikategorikan sebagai jawaban yang bercorak gauli dan bersifat 
wagi'iyah karena jawaban dalam hadits tersebut tidak secara langsung, 
sementara pendapat ulama fikih menjawab secara eksplisit persoalan 
tersebut sebagimana pendapat Salih Ali Nasir, imam Haramayn al- 
Juwayni, Ibnu @ayyim al-Jawziyyah, Bakhit al-Muti'i, al-Kasani, dan 
Abdurrahman al-Juzayr1.184 


183Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz 
al-Minhaj, vol. 1, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t.th.), h. 358. 
184Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 624-631. 
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Munas di Surabaya tahun 2006, dibahas tentang RUU tentang 
perubahan atas UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, yang 
melahirkan rekomendasi agar substansi RUU tentang kesehatan tetap 
berlandaskan kepada landasan filosofi bangsa yang menghormati nilai 
budaya dan agama. Ketentuan yang ada dalam UU No. 23 tahun 1992 
yang telah mengatur dan telah diterima dan dilaksanakan selama ini 
menyangkut aborsi, transfusi darah, bayi tabung, transplantasi organ 
tubuh manusia dan bedah mayat dimasukkan secara utuh kembali 
dalam materi muatan RUU tentang kesehatan. Rumusan dalam masalah 
ini tidak menggunakan metode (non metode) karena tidak merujuk 
pada dalil apapun, dan bersifat ganuniyyah. 

Pada Munas NU di gedung PBNU Jakarta tahun 2006, dibahas 
tentang hukum face off (rekonstruksi wajah), yang keputusannya adalah 
boleh. Dasar kebolehan ini merujuk pada pendapat yang tertuang dalam 
kitab-kitab seperti kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuhiu, bahwa boleh 
memindahkan anggota badan dari satu tempat di tubuh seseorang ke 
tempat lain di tubuhnya, disertai pertimbangan matang, manfaat yang 
diharapkan dari operasi semacam ini lebih unggul dibanding bahannya. 
Disyaratkan pula operasi itu dilakukan untuk membentuk anggota 
badan yang hilang, untuk mengembalikannya ke bentuk semula, 
mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat, atau menghilangkan 
bentuk jelek yang membuat seseorang mengalami tekanan jiwa atau 
gangguan fisik.185 Oleh karena itu, keputusan hukum dalam masalah ini 
bercorak gauli karena didominasi oleh pendapat-pendapat ulama, 
walaupun terdapat dalil a-Guran dan al-Sunnah, dan bersifat 
wagi 'iyyah.186 

Kemudian pada Muktamar NU ke-32 di Makasar tahun 2010, 
dibahas UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang 
menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain perlunya kepastian 
alokasi anggaran kesehatan pemerintah minimal sebesar 599 dari APBN 
dan alokasi anggaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota 
minimal 106 dari APBD. Di samping itu, perlu penyusunan dan realisasi 
peraturan pemerintah terkait program jaminan kesehatan nasional 
terutama bagi kelompok masyarakat miskin, hampir miskin, kelompok 
lanjut usia, kelompok ibu, bayi, anak dan remaja serta kelompok 
penyandang cacat, dan berbagai jaminan lainnya dalam perbaikan 


185Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, vol. 8, (Beirit: Dar 
al-Fikr, t.th.), h. 5124. 
186Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 684-689. 
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kesehatan. Rumusan dalam masalah ini tidak menggunakan metode 
(non metode) karena tidak merujuk pada dalil apapun, dan bersifat 
ganuniyyah.187 

Pada Munas dikantor PBNU tahun 2014, dibahas tentang hukum 
aborsi, yang pada dasarnya adalah haram. Namun dalam keadaan 
darurat yang dapat mengancam ibu dan atau janin, aborsi 
diperbolehkan berdasarkan pertimbangan medis dari tim dokter ahli, 
dan hukum aborsi akibat perkosaan adalah haram. Sebagian ulama 
memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur 40 hari terhitung 
sejak pembuahan. Menurut ilmu kedokteran, hal itu dapat diketahui dari 
hari pertama haid terakhir. Semua dokter harus mentaati sumpah 
jabatan dan kode etik profesi dokter. Oleh karena itu, melakukan aborsi 
tidak diperbolehkan kecuali terhadap aborsi yang sudah memenuhi 
syarat kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan berdasarkan 
ketentuan-ketentuannya. Jawaban ini menggunakan metode gauli dan 
bersifat wagi'iyah dengan mengutip pendapat imam al-Ghazali, Ibn 
Hajar al-Haytami, imam al-Ramli, al-Rasyidi, Ba" Alawi, Ibn Abidin, 
Wahbah Zuhayli dan lain sebagainya.188 Untuk lebih jelasnya, dapat 
dilihat pada tabel nomor 5.11. 


Tabel 5.11 
Frekuansi dan Persentase 
Penggunaan Metode dan Jenis Masailnya di Bidang Kedokteran 


NO METODE BERMAZHAB JENIS MASAIL 
Metode Frekuensi | Persentase | Masail Frekuensi | Persentase 
1 Gauli 5 50 Y9 Wagi'iyyah 8 80 Y9 
2 TagrirJamafi | - Maudu'iyyah - 
3 Ilhag 3 30 Y9 Ganuiniyyah | 2 20 Y9 
4 Manhaji 
5 Non Metode 2 20 Yo 
Jumlah 10 100 Yo Jumlah 10 100 Yo 


Secara keseluruhan dari sebaran frekuensi dan klasifikasi hasil 
keputusan Bahtsul Masail NU berdasarkan jenis masalah dengan 
melihat masing-masing forum (komisi) dari tahun 1992 hingga 2019, 
maka dapat disimpulkan sebagaimana pada tabel nomor 5.12. 


187Lihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 1168-1169. 
188|ihat: TIM LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha..., h. 796-810. 
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Tabel 5.12 
Sebaran Frekuensi dan Klasifikasi Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU 
Berdasarkan Jenis Masail (1992-2019) 


. Klasifikasi Jumlah 
No Jenis Kegiatan w M 9 
(1) (2) (3) (D (5) (6) 
1 Munas 1992 3 - 3 
2 Muktamar 1994 9 3 12 
3 Munas 1997 13 4 - 17 
4 Muktamar 1999 10 6 - 16 
5 Munas 2002 5 4 9 
6 Muktamar 2004 4 3 7 
7 Munas Surabaya 2006 5 5 4 14 
8 Munas PBNU 2006 5 - 5 
9 Muktamar 2010 8 6 10 24 
10 Munas 2012 7 3 7 17 
11 Munas 2014 1 1 - 2 
12 Muktamar 2015 7 5 7 19 
13 Munas 2017 4 5 7 16 
14 Munas 2019 5 2 2 9 
JUMLAH 83 50 37 170 
PERSENTASE 49 Y9 29 Yo 22 Yo 100 Yo 


Keterangan: W- Wagi'iyyah, M-Maudi'iyyah, O-0anuniyyah 


Dilihat dari tabel di atas, jenis masalah yang dibahas masih tetap 
di dominasi oleh masalah wagi'iyyah. Namun begitu, jika dibandingkan 
dengan sebelum dibentuknya forum komisi sesuai dengan jenis 
masalahnya, maka tren masalah wagi'iyyah secara persentase 
mengalami penurunan dari 92 Yo pada tahun 1926-1989 menjadi 49 YW 
pada tahun 1992-2019. Sementara jenis masail maudi'iyyah dan 
ganuiniyyah masing-masing mengalami kenaikan di atas rata-rata 20 Y5, 
yaitu maudu'iyyah sebesar 29 Yo dan ganuniyyah sebesar 22 Yo. 
Kemudian, jika dilihat dari frekuensi dan persentase penggunaan 
metode bermazhab NU (1992-2019), maka dapat dilihat dari tabel 
nomor 5.13. 
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Tabel 5.13 
Frekuensi dan Persentase 
Penggunaan Metode Bermazhab NU (1992-2019) 


No Jenis Kegiatan Sl aa Jumlah 
0 Tj I M NM 
(1) (2) dD |,@| (S5) (6) (7) (3) 
1 Munas 1992 - - - - 3 3 
2 Muktamar 1994 9 - 3 12 
3 Munas 1997 10 - 4 3 - 17 
4 Muktamar 1999 10 - - 4 2 16 
5 Munas 2002 7 - 2 - - 9 
6 Muktamar 2004 3 - - 1 3 7 
7 Munas Surabaya 2006 4 - 1 2 7 14 
8 Munas PBNU 2006 3 - 1 1 5 
9 Muktamar 2010 13 - - 3 8 24 
10 | Munas 2012 7 - 1 9 - 17 
11 Munas 2014 2 - - - 2 
12 | Muktamar 2015 10 - 2 7 19 
13 | Munas 2017 7 - 3 2 4 16 
14 | Munas 2019 6 - 1 2 9 
JUMLAH 91 0 15 37 27 170 
PERSENTASE (Yo) 53y9 | 0Yo 9Yo 22Yo 16Yo 100Yo 


Keterangan: 0 - Oault, TJ - Tagrir Jama', 1 - Ilhagi, M - Manhaji, dan NM - Non Metode. 


Tabel di atas menjelaskan bahwa secara frekuensi dan persentase, 
metode gauli masih berada di posisi teratas, yaitu dari 170 masalah yang 
dibahas terdapat 91 atau 53 Yo menggunakan metode gauli. Kemudian di 
posisi kedua adalah metode manhaji yang secara frekuensi digunakan 
sebanyak 37 kali atau 22 Yo. Kemudian disusul oleh non metode dan 
terakhir metode ilhag. Adapun metode tagrir jama'i, semenjak rumusan 
Munas Bandar lampung sama sekali tidak digunakan. Jika digabungkan 
antara penggunaan metode bermazhab dengan Jenis masailnya (1992- 
2019), maka dapat disimpulkan bahwa jenis masalah yang dibahas 
didominasi oleh masalah wagi'iyyah sebagaimana halnya sebelum 
Munas Bandar Lampung (1926-1989). Untuk lebih jelasnya, lihat tabel 
nomor 5.14. 
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Tabel 5.14 
Penggunaan Metode Bermazhab 
Ditinjau dari Jenis Masailnya (1992-2019) 


METODE JENIS MASAIL JUMLAH 
Wagi'iyyah Maudu'iyyah Ganuniyyah Frekuensi | Persentase 

Gauli 67 18 6 91 53 Y6 
Tagrir Jama'i - - £ - 0 Yo 
Ilhag 12 3 - 15 9 Yo 
Manhaji 4 17 16 37 22 Yo 
Non Metode - 12 15 27 16 Yo 
JUMLAH 83 50 37 170 100 4, 
PERSENTASE 49 Yo 29 Yo 22 Yo 


Jika dilihat dari tabel di atas, metode gault masih dianggap 
produktif dan efektif, walaupun secara persentase mengalami 
penurunan dibandingkan dengan sebelum dirumuskan prosedur 
penetapan hukum dalam bahtsul masail NU. Sementara metode ilhag 
dan tagrir jama'i dapat dikatakan tidak efektif dan tidak produktif. Ada 
kecenderungan di mana pasca rumusan Bandar Lampung 1992, dari 
pada menggunakan metode ilhag forum lebih memilih menggunakan 
metode manhaji, baik dengan cara merujuk pada jawaban yang eksplisit 
dalam al-Gur'an dan hadis maupun melalui metode giyas, dengan cara 
menganalogikan kasus yang muncul terhadap persoalan yang sudah ada 
jawabannya secara implisit dalam al-Gur'an dan al-Sunnah. 
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BAB VI 
TIPOLOGI DAN FAKTOR 
PERGESERAN BERMAZHAB DALAM NU 


Sebagai organisasi sosial keagamaan yang menganut pola 
bermazhab, Nahdlatul Ulama (NU) sangat menjaga warisan ulama masa 
lalu (al-muhafazah 'ala al-gadim al-salih). Namun begitu, NU juga tidak 
antipati terhadap pembaruan dalam bermazhab selama kebaruan 
tersebut dianggap lebih baik dari apa yang sudah menjadi warisan dari 
masa lalu (al-akhdzu bi al-jadid al-aslah). Sebagai konsekuensi logis dari 
prinsip yang dipegangi oleh NU, pergeseran bermazhab dalam NU tidak 
dapat dihindari. Karena sebagus apapun sebuah pemikiran, ia akan 
menemukan relevansinya, dan juga akan ada masanya di mana 
pemikiran tersebut tidak lagi menemukan momentumnya, maka sangat 
wajar jika gagasan tajdid muncul dalam pola bermazhab. Ada masa di 
mana pola tersebut ditinjau ulang, dan melahirkan perubahan dan 
pergeseran pola bermazhab baru. 

Munculnya sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul 
masail di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) pada Munas Bandar 
Lampung tahun 1992 merupakan implementasi dari gagasan tajdid 
pada era 80-an yang bermuara pada upaya kontekstualisasi kitab kuning 
dan gagasan bermazhab secara manhaji. Sebagai bentuk aktualisasi dari 
gagasan tajdid ini, muncullah dua corak bermazhab dalam NU, 
bermazhab secara gauli dan bermazhab secara manhaji. Dalam tataran 
operasionalnya, muncul pula beberapa formulasi metode berupa metode 
gauli, tagir jama'i, ilhag dan istinbat jama'i. Oleh karena itu, bab ini akan 
mengurai setiap metode bermazhab, mengamati konsistensinya, dan 
mengkaji faktor-faktor terjadinya pergeseran bermazhab dalam NU. 


Pola Bermazhab dan Gagasan Tajdid dalam NU 

Bermazhab bagi NU, sebagai organisasi keagamaan, merupakan 
sebuah keniscayaan yang senantiasa dipegangi oleh warganya. Dalam 
bidang fikih, NU berpegang teguh pada salah satu mazhab yang empat, 
dan mengikuti salah satu dari yang empat dianggap suatu kewajiban. 
Pemilihan ini bukanlah suatu kebetulan atau sentimen politis, 
melainkan didasarkan pada metode berpikir dan pendapat-pendapat 
para imam mazhab yang tercatat secara lengkap dan rapi yang diwarisi 
oleh imam mazhab tersebut ataupun oleh para pengikutnya sehingga 
dapat diteliti kembali dan dikoreksi. Selain itu, selama berabad-abad, 
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keempat mazhab tersebut telah diikuti oleh mayoritas kaum muslim di 
belahan dunia, telah teruji dari kritik dan koreksi sepanjang sejarah, 
fleksibel dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman, dan 
telah teruji kebenarannya.! 

Oleh karena itu, sebagai sebuah organisasi keagamaan yang 
identik dengan pola bermazhab, ulama NU terkesan sangat berhati-hati 
dan tidak berani memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi 
dengan merujuk langsung kepada nas al-0ur'an maupun al-Sunnah. Hal 
ini tidak terlepas dari pandangannya bahwa mata rantai perpindahan 
ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi 
berikutnya, sehingga yang dilakukan ulama NU adalah menelusuri mata 
rantai yang baik dan sah pada setiap generasi, sebagaimana 
disampaikan oleh Rois Akbar NU, KH. Hasyim Asy'ari dalam pengantar 
Anggaran Dasar NU tahun 1947.2 Menurutnya, dengan mengikuti pola 
bermazhab akan mendapatkan kebaikan dan maslahat yang tidak 
terhitung bagi umat Islam. Pola bermazhab akan menghindarkan sikap 
penggalian dan pengambilan hukum secara gegabah dengan hanya 
mengikuti kemauan subyektif pengambilnya. Sebab, ajaran Islam tidak 
dapat dipahami kecuali melalui pemindahan dan pengambilan hukum 
dengan cara tertentu yang disebut dengan istinbat al-ahkam. 
Pemindahan pengetahuan tidak akan benar dan murni kecuali dengan 
cara mentransfer ajaran secara langsung dari suatu generasi ke generasi 
selanjutnya secara berantai dari orang yang terpercaya kepada orang 
yang terpercaya pula. Dalam konteks istinbat al-ahkam, mazhab-mazhab 
sebelumnya harus dikenali agar tidak keluar dari pendapat ulama 
sebelumnya yang dapat menyebabkan keluar dari ijmak.3 


1Tim Perumus Konsep Sosialisasi Khittah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa 
Timur, Wawasan Dasar Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Tim Perumus Konsep 
Sosialisasi Khittah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur, 1994), h. 39. 

2KH. Hasyim Asy'ari menyatakan: “Wahai para ulama dan tuan-tuan yang 
takut kepada Allah dari golongan ahlus-sunnah wal-jama'ah, golongan mazhab 
imam yang empat. Engkau sekalian telah menuntut ilmu dari orang-orang 
sebelum kalian dan begitu seterusnya secara bersambung sampai kepada 
kalian. Dan engkau sekalian tidak gegabah memperhatikan dari siapa 
mempelajari agama. Oleh karenanya, kalianlah gudang bahkan pintu ilmu 
tersebut. Janganlah memasuki rumah melainkan melalui pintunya. Barang siapa 
memasuki rumah tidak melalui pintunya, maka ia disebut pencuri. Dikutip oleh 
Ahmad Zahro dalam Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-199, 
(Yogyakarta, LKiS, 2004), h. 116. 

3Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritik (Bermazhab Secara Manhajiy dan 
Implementasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Depok: Nadi Pustaka, 
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Dalam pandangan Ahmad Arifi, ada tiga alasan utama kenapa NU 
memilih mengikuti pola bermazhab. Pertama, pemikiran mazhab 
(terutama fikih mazhab empat) telah terhimpun (terkodifikasi) secara 
sistematis sehingga mudah dipelajarinya. Kedua, kredibilitas imam 
mazhab dan keandalan pemikirannya telah teruji melintasi sejarah. Hal 
ini terbukti sebagian besar umat Islam di seluruh dunia mengikuti hasil 
ijtihadnya. Ketiga, mengikuti pemikiran imam mazhab mempunyai nilai 
praktis dan pragmatis. Dengan mengacu dan mengikuti pemikiran 
mazhab tidak perlu bersusah payah untuk memulai dari awal dalam 
mencari solusi dan jawaban dari permasalahan hukum yang dihadapi, 
apalagi masalah tersebut menghendaki segera untuk diperoleh 
jawabannya. Alasan inilah yang melatarbelakangi NU sejak 
kelahirannya memilih untuk mengikuti pola bermazhab. Dalam NU, 
bermazhab merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan wujud 
sikap menghormati dan sekaligus pengakuan ulama NU terhadap 
kelebihan ulama imam mazhab dan para ulama pengikut imam mazhab 
yang sudah sangat dikenal oleh kalangan umat Islam di dunia. 

Menurut kyai Muchith Muzadi, dengan bermazhab secara sadar, 
benar dan wajar, maka penyebarluasan dan pewarisan ajaran Islam akan 
berlangsung dengan lancar, kelurusan dan kemurniannya terpelihara. 
Sementara kualitas bermazhab itu perlu ditingkatkan dengan cara: (a) 
meningkatkan penguasaan dan kemampuan agama Islam: (b) 
memperluas cakrawala pemikiran sesuai perkembangan zaman, dan (c) 
meningkatkan metodologis keilmuan.5 Dengan bermazhab, tidak lantas 
menyebabkan penganutnya fanatik buta terhadap mazhab yang diikuti 
dan tidak menjadikan pemikiran Islam stagnan dan tidak berkembang. 
Bermazhab, dalam satu sisi untuk menjaga kontinuitas silsilah keilmuan 
Islam, namun dalam sisi yang lain harus tetap dapat merespon tuntutan 
zaman dengan cara mengembangkan metodologi bermazhab. 

Selain itu, menurut Jamal Ma'mur, peneguhan sistem bermazhab 
tidak lepas dari tantangan eksternal yang sering mengkritik bangunan 
pemikiran NU. Ketika NU berhadapan dengan kaum modernis yang 
menggelorakan ijtihad pada awal pendiriannya, dengan tegas NU 
menjawab dengan sistem bermazhab sebagai sistem terbaik dengan 
menjadikan kitab kuning sebagai sumber pengetahuan. Ketika NU 


2015), h. 57. 

4Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih “Tradisi” Pola Mazhab, 2 ed., 
(Yogyakarta: eLSAO Press, 2010), h. 169-170. 

SA. Muchith Muzadi, “Upaya Memelihara Kelurusan dan Kemurnian 
Ajaran Agama”, dalam majalah Aula, 6, Agustus, 1987, h. 66. 
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dikritik bahwa cara penggalian hukumnya tidak responsif terhadap 
dinamika zaman, dengan cepat NU menjawab dengan mazhab manhaji 
sebagai sebuah terobosan yang sangat progresif. Kritik eksternal 
diakomodir NU, kemudian direspon dengan cerdas berdasarkan 
khazanah keilmuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, pola pemikiran hukum 
NU yang berpijak pada mazhab tidak lepas dari watak NU yang 
responsif. 

Oleh karena itu, pilihan NU menjadi organisasi sosial keagamaan 
yang menganut pola bermazhab merupakan pilihan yang bijaksana 
sebagai bentuk merawat tradisi lama yang baik dan melestarikannya 
agar umat tetap menjaga tradisi yang baik. Hanya saja terkadang, tradisi 
lama yang baik boleh jadi kurang baik dalam kondisi dan keadaan yang 
berbeda, maka pilihan bermazhab menjadi kurang bijaksana, jika 
warisan mazhab masa lalu diangkut sepenuhnya untuk diaplikasikan 
pada zaman sekarang tanpa adanya pemilahan dan penyesuaian dengan 
kebutuhan zaman. Oleh karena itu, yang perlu ditangkap dari pola 
bermazhab itu bukan hanya sekedar bentuk mazhab secara utuh, 
melainkan juga warisan semangat dan tradisi mazhab di dalam 
merespon tantangan zamannya. Warisan mazhab masa lalu adalah 
bentuk respon terhadap kebutuhan manusia pada zamannya demi 
terjaganya kemaslahatan, yang kadang warisan itu masih relevan untuk 
merespon persoalan hari ini dan terkadang pula sudah tidak sesuai lagi 
karena nilai maslahatnya telah hilang, bahkan boleh jadi mendatangkan 
mafsadat, maka dibutuhkan fleksibelitas dalam bermazhab, bahwa 
bermazhab tidak hanya mengikuti seluruh warisan (kitab kuning) ulama 
mazhab, melainkan lebih dari itu adalah mengikuti metode melahirkan 
warisan itu dan bagaimana mazhab mampu menjawab tantangan 
zamannya, sehingga selain merawat warisan masa lalu, NU harus 
mampu mengembangkan warisan (kitab kuning) tersebut untuk dapat 
berdialog dengan kondisi yang dihadapinya. 

Sejak tahun 1980-an, gagasan tentang perlunya fikih baru di 
kalangan NU sudah muncul, ketika mulai marak diskusi tentang tajdid 
karena adanya keterbatasan kitab-kitab fikih klasik dalam menjawab 
persolan kontemporer. Munculnya ide kontekstualisasi kitab kuning 
merupakan bentuk respon terhadap pemahaman tekstual yang 
dilakukan oleh sebagian kalangan, khususnya ulama NU. Sejak saat itu, 
berkali-kali ulama NU, yang diikuti oleh Syuriyah NU dan para pengasuh 


SJamal Ma'mur, Rezim Gender di NU, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
h. 266. 
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Pondok Pesantren, mengadakan halagah (diskusi) untuk merumuskan 
fikih baru atau upaya kontekstualisasi fikih. Kesepakatan telah dicapai, 
yaitu menambah dan memperluas muatan agenda bahtsul masail, yang 
tidak hanya meliputi persoalan hukum halal dan haram, melainkan juga 
hal-hal yang bersifat pengembangan pemikiran keislaman dan kajian 
kitab.7 

Berawal dari tahun 1987, ketika para pimpinan pondok pesantren 
menyelenggarakan Musyawarah Ulama di Cilacap di bawah 
kepemimpinan KH. Ahmad Siddig. Dalam musyawarah tersebut 
diputuskan bahwa para ulama pimpinan pesantren terus berupaya 
menggiatkan gerakan tajdid, yaitu suatu gerakan yang bermaksud 
melakukan pembaruan dan penyegaran dalam pemikiran keagamaan, 
agar para ulama pesantren bangkit kembali sebagai kekuatan bangsa 
Indonesia untuk membangun peradaban Indonesia modern dan tetap 
mampu menjaga budi luhur bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 
1988, atas dukungan KH. Sahal Mahfudh dan KH. Imron Hamzah, para 
intelektual muda mengadakan mudzakarah (seminar) dengan tema 
“Telaah Kitab Secara Kontekstual” di Pondok Pesantren Watucongol, 
Muntilan Magelang, yang menghasilkan pokok-pokok pikiran antara 
lain: (1) memahami teks kitab harus dibarengi dengan konteks sosial 
historisnya, (2) mengembangkan kemampuan observasi dan analisis 
terhadap teks kitab: (3) memperbanyak mugabalah (perbandingan 
mengenai hal-hal yang berbeda) dengan kitab-kitab lain: (4) 
meningkatkan intensitas diskusi intelektual antara pakar disiplin ilmu 
terkait dengan materi yang tercantum dalam kitab klasik: dan (5) 
menghadapkan kajian teks kitab klasik dengan wacana aktual dan 
bahasa yang komunikatif. Disepakati juga dalam forum tersebut 
perlunya melengkapi referensi mazhab selain Syafit, dan perlunya 
disusun sistematika bahasan yang mencakup pengembangan metode- 
metode dan proses pembahasan untuk mencapai tingkat kedalaman dan 


7Sahal Mahfudh, “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah 
Catatan Pendek,” dalam M. Imdadun Rahmat (Ed.), Kritik Nalar Figih NU: 
Transformasi Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), h. xv. 

87amahsyari Dhofir, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan 
Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, 9th ed., (Jakarta: LP3ES, 2015), h. 266. 

?Ahmad Rajafi, Ijtihad Eksklusif: Telaah atas Pola Ijtihad 3 Ormas Islam di 
Indonesia, makalah, h. 7, dengan mengutip makalah Ahmad Ngisomuddin yang 
disampaikan pada saat bahtsul masail NU Lampung ke-11 di Pesantren as- 
Salafiyah Marbau Mataram Lampung Selatan. 
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ketuntasan suatu masalah.19 

Forum halagah kedua digelar di Pondok Pesantren al-Munawwir 
Krapyak Yogyakarta pasca Muktamar NU ke-28 di tempat dan tahun 
yang sama, yaitu tahun 1989. Pembahasan dalam forum halagah kali ini 
merupakan cikal bakal lahirnya sistem pengambilan keputusan hukum 
dalam bahtsul masail di lingkungan NU. Halagah ini mengagendakan 
adanya rekonstruksi bahtsul masail dengan anggapan bahwa bahtsul 
masail kurang efektif, baik dari segi substansi maupun metodologi yang 
digunakan selama ini. Poin-poin penting yang dirumuskan pada halagah 
inilah yang kemudian ditawarkan pada Munas Bandar Lampung tahun 
1992. Tawaran hasil halagah tersebut adalah mengajak alim ulama NU 
untuk melakukan istinbat hukum secara manhaji, meskipun bukan 
berarti menghilangkan sama sekali kajian gauli.11 

Sebelum Muktamar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989, PBNU telah 
membentuk tim khusus untuk merumuskan konsep tajdid. Tim tersebut 
dipimpin langsung oleh rois amm kyai Ahmad Siddig dan kyai Sahal 
Mahfudh sebagai wakilnya. Tim ini telah berhasil merumuskan konsep 
tajdid dalam pandangan NU.”12 Gagasan tajdid yang disuarakan oleh kyai 
Ahmad Siddig mendapatkan apresiasi dari kyai Said Agil Siraj, walaupun 
menurutnya belum terlalu mendapatkan respon yang baik di internal 
NU sendiri. Menurut kyai Said Agil, tajdid j''merupakan upaya 
menyelaraskan pemahaman Islam dengan perkembangan zaman 
mendapat perhatian khusus. Namun begitu, gagasan tajdid yang 
dilontarkan oleh calon mujaddid pada akhirnya hanya mengulang 
kembali ide yang pernah dilontarkan oleh para ulama terdahulu. 
Menurutnya, ulama NU sebenarnya mampu melaksanakan pembaruan 
tapi belum ada keberanian seperti yang dilakukan oleh kyai Ahmad 
Siddig.!3 


10Hasil mudzakarah pengembangan ulum al-din melalui telaah kitab 
secara kontekstual di Pondok Pesantren Watu Congol Muntilan, Magelang Jawa 
Tengah pada tanggal 15-17 Desember 1988. Hasil mudzakarah ini tidak 
dipublikasikan. Dikutip dari majalah al-Ahkam, edisi VII, No. 23, September 
1998, h. 98. Lihat juga: Imam Yahya, “Akar Sejarah Bahtsul Masa'il: Penjelajahan 
Singkat”, dalam dalam M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU, Transformasi 
Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), h. 22-23. 

1Imam Yahya, “Akar Sejarah Bahtsul Masa'il: Penjelajahan Singkat”... h. 
22-23. 

12Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, 74 ed., (Yogyakarta: LKiS, 2011), h. 
31-32. 

13Wawancara dengan kyai Said Agil Siraj dilakukan oleh Mujamil pada 16 
September 1999, dan tertuang dalam buku Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul 
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Gus Dur pada tahun 1988 menyuarakan satu lontaran tentang 
perlunya bermazhab secara manhaji. Menurutnya, di NU muncul 
pandangan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan bermazhab 
bukanlah menggunakan agwal al-madzahib (pendapat dari mazhab), 
melainkan berpikir secara metodologis yang disetujui mazhab tersebut, 
dengan penggunaan usul fikih dan kaidah fikih, dan bukan mengambil 
dari agwal fighiyyah-nya an sich. Disinilah tajdid terjadi: tajdid dalam 
arti mengubah metodologi berpikir dan tajdid dalam kerangka atau 
metodologi berpikir yang sudah ada.14 Senada dengan Gus Dur, kyai 
Ahmad Oodri Azizy ketika diundang menghadiri acara serasehan 
tentang “Masa Depan NU” di Yogyakarta tahun 1989 juga menawarkan 
gagasan tajdid metodologis. Oodri memberikan kritikan-kritikan 
terhadap tradisi bermazhab NU yang cenderung tidak konsisten dan 
Syafi'iyyah oriented. @odri kemudian menawarkan untuk dilakukan 
redefinisi bermazhab. Bahwa bermazhab mestinya tidak berarti harus 
selalu mengikuti pendapat yang sudah jadi dari sang imam mazhab 
secara kaku (rigid) dan beku (stagnan), terlebih lagi malah hanya 
berhenti pada para pengikutnya yang sudah dalam urutan yang 
kesekian. Bermazhab adalah berarti mengikuti metodologi imam 
mazhab, yang disebut dengan bermazhab secara manhaji, bukan sekedar 
agwal. Demikian pula kalau berbicara mengenai pendapat imam Syafi'i, 
seharusnya yang dirujuk adalah kitab imam Syafi'i langsung, seperti al- 
Umm, al-Risalah, Musnadnya, dan lain-lainnya. Karena imam Syafii 
itulah dalam tradisi keilmuan barat yang disebut sebagai sumber primer 
(primery sources).15 

Menurut Arifi, dalam merespon tuntutan tajdid, ulama NU terbagi 
ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok yang menerima warisan 
klasik (kitab kuning) sebagai suatu kebenaran yang final, yang menjadi 
sumber solusi bagi problem-problem masyarakat masa kini. Kedua, 
kelompok yang menerima warisan klasik sebagai suatu kebenaran yang 
masih dapat digunakan solusi bagi problem-problem masyarakat masa 
kini, akan tetapi perlu dikontekstualisasikan dengan mengacu kepada 


Ulama... h. 274. 

14Lihat: Abdurrahman Wahid, “Peranan Umat dalam Berbagai 
Pendekatan,” dalam Muhtar Ganda Atmaja, et. Al., (penyusun), Kontroversi 
Pemikiran Islam di Indonesia, 28 eds., (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 
193-194, yang dikutip oleh Ahmad Baso, NU Studies..., h. 134-135. 

15Lihat: Oodri Azizy, “Cara NU Bermazhab” dalam Islam dan 
Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar, 245 eds., (Yogyakarta: LKiS, 2013), h. 
50-54. 
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kemaslahatan masyarakat. Ketiga, kelompok yang memandang warisan 
klasik sebagai sesuatu yang sudah ketinggalan zaman dan telah 
kehilangan konteksnya, sehingga tidak perlu lagi dijadikan sebagai 
rujukan untuk menjawab berbagai persoalan kekinian yang semakin 
kompleks. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah berijtihad sendiri 
berdasarkan kemaslahatan umat.!$ Ketiga kelompok ini nantinya akan 
mewarnai dinamika metode bermazhab dalam NU. Kelompok pertama 
mewakili mazhab gauli, kelompok kedua merupakan representasi dari 
ulama NU yang melakukan kontekstualisasi bermazhab, dan kelompok 
ketiga mewakili mazhab manhaji. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa puncak dari gagasan 
tajdid dalam forum-forum diskusi dan halagah era 80-an adalah ketika 
gagasan ini berbentuk konsep metodologis dan dibahas dalam forum 
resmi NU berupa bahtsul masal Munas Bandar Lampung 1992, maka 
benar apa yang dikatakan Jamal Ma' mur, bahwa Munas Bandar Lampung 
merupakan tonggak sejarah bagi pembaruan (tajdid) dalam tubuh NU.17 
Tentu, tajdid atau reformasi dalam bermazhab NU, sebagaimana 
disebutkan dalam bab pendahuluan, tidak selalu dalam konteks 
menetapkan sesuatu yang baru, tetapi juga memelihara tatanan lama 
yang masih dianggap baik.18 Hal ini sejalan dengan jargon NU sendiri 
yang berbunyi: “al-Muhafazah “ala al-gadim al-salih wa al-akhdzu bi al- 
jadid al-aslah”, merawat metodologi lama yang baik dan menerima 
gagasan atau metode baru yang lebih baik. 


Formulasi Metode Bermazhab dalam NU 

Kesadaran bermazhab NU secara metodologis dimulai sejak 
Munas Bandar Lampung tahun 1992. Kesadaran ini terus diuji dan 
mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Pasca Munas Bandar 
Lampung, prosedur penetapan hukum bahtsul masail NU dibahas 
kembali pada Muktamar NU di Solo tahun 2004 dengan menawarkan 
metode baru berupa metode hermeneutika. Lalu pada Munas di 
Surabaya tahun 2006 dilakukan redefinisi metode. Pada Muktamar NU 
di Jombang tahun 2015 dilakukan revitalisasi metode istinbat al-ahkam. 
Kemudian pada Munas di Nusa Tenggara Barat tahun 2017 dilakukan 
reaktualisasi metode tagrir jamaft dan ilhagul masail binaza@'iriha.? 


16Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih...., h. 223. 

17Jamal Ma mur, Rezim Gender di NU, h. 138. 

18Ahmad Rofig, Figh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 47. 

19Bahkan saat penelitian ini dilakukan, pada pra Munas NU di Pondok 
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Sering diangkatnya pembahasan metode bermazhab NU, menandakan 
adanya kesadaran pentingnya berpikir secara metodologis dan adanya 
kebutuhan mendesak di dalam merespon pesatnya persoalan-persoalan 
baru yang tidak ada preseden sebelum-sebelumnya. Pesatnya 
perkembangan ilmu pengetahuan, menuntut agama untuk tetap dapat 
responsif dan mampu mengimbangi tuntutan zaman sehingga agama 
Islam akan senantiasa relevan dalam setiap zaman dan keadaan, maka 
NU yang merupakan lembaga keagamaan sudah seharusnya menjadi 
wadah dari agama di dalam merespon berbagai tuntutan zaman 
tersebut. 

Oleh karena itu, sebagai organisasi keagamaan yang sejak awal 
memilih bermazhab, maka metode pertama yang digunakan oleh NU 
dalam proses penggalian hukum adalah metode gauli, yaitu mencarikan 
jawaban hukumnya dari kitab-kitab kuning yang dianggap mu'tabar 
(kutub al-safra' al-mu'tabarah) secara apa adanya. Ketika jawaban dari 
sebuah kasus tertuang dalam sebuah kitab, namun jawaban yang 
tersedia tidak tunggal, maka dilakukan seleksi pendapat (tagrir jama') 
dengan pertimbangan berbagai aspek, seperti aspek otoritas pemberi 
pendapat (ulama) dan aspek kemaslahatan. Kemudian jika persoalan 
hukum yang dihadapi belum ditemukan jawabannya secara persis 
(eksplisit) di dalam kitab-kitab standar dalam mazhab (al-kutub al- 
mu 'tabarah), maka dilakukan analogi (ilhag) dengan 
mempertimbangkan kesamaan unsur ('illat). Namun apabila jawaban 
dari persoalan hukum tidak ditemukan sama sekali dalam kitab yang 
dijadikan rujukan, baik secara langsung (dengan metode gauli dan tagrir 
jama'r) maupun secara tidak langsung (ilhagi), disebabkan karena kasus 
yang dihadapi betul-betul baru, maka dilakukan prosedur istinbat 
jama'i dengan metode bayani, giyasi dan istislahi atau magasidi.20 Untuk 
lebih jelasnya dalam melihat metode bermazhab NU, lihat tabel 6.1. 


Pesantren al-Falakiyah Pagentongan, Bogor, tanggal 1-2 Maret 2020, salah satu 
pembahasannya adalah tentang metode istinbat magasidi. 

20Lihat: Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar 
Lampung tahun 1992, h. 470-471, Hasil Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama 
ke-31 di Asrama Haji Donohudan Boyolali-Solo tahun 2004, h. 983-984, 
Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes NU di Sukolilo Surabaya tahun 2006, h. 
996-998, Hasil Keputusan Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015, h. 
1078-1092, Hasil-Hasil Munas Alim Ulama & Konbes NU di Nusa Tenggara Barat 
tahun 2017, h. 73-82. 
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Table 6.1 
Skema Metode Bermazhab dalam NU 


| MAZHAB NU 


Jika dilihat dari metode penetapan hukum bahtsul masail melalui 
tabel di atas, maka NU dalam bermazhab memiliki dua corak 
bermazhab: corak mazhab gauli dan corak mazhab manhaji. Sementara 
jika dilihat dari metode yang digunakan sesuai dengan urutannya, maka 
NU menggunakan metode gauli, metode tagrir jama'i, ilhag, dan metode 
istinbat — jamaft. Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, 
rumusan prosedur penetapan hukum dalam bahtsul masail NU pada 
Munas Bandar Lampung tahun 1992 terkesan tidak berkesinambungan 
dengan mazhab yang ditawarkan, baik bermazhab secara gauli maupun 
bermazhab secara manhaji. Antara tawaran bermazhab dan metode 
yang digunakan terkesan berjalan sendiri-sendiri, sehingga melahirkan 
kerancuan klasifikasi di kalangan peneliti, khususnya menyangkut 
prosedur penetapan hukum bahtsul masail NU. 

Misalnya metode tagrir jama'gt oleh Ahmad Arifi dimasukkan ke 
dalam kategori metode mazhab manhaji. Arifi cenderung menyamakan 
metode tagrir jamat dengan istinbat jama'i. Misalnya ketika Arifi 
menjelaskan metode pengambilan hukum (istinbat al-ahkam), Arifi 
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menyebutkan tentang metode manhaji (biasa disebut dengan tagrir 
jama'i). Menurutnya, prosedur tagrir jama't dengan metode manhaji 
dilakukan setelah sebuah kasus tidak dapat dijawab dengan metode 
gauli maupun metode ilhag, yaitu dengan cara mendasarkan 
jawabannya dari al-Gur'an. Apabila jawabannya tidak ditemukan dalam 
al-Our'an, maka hendaknya dilihat dalam hadis, dan begitu seterusnya 
sampai pada kitab-kitab mu'tabar. Jika tetap tidak ditemukan, akhirnya 
digunakan jawaban melalui kaidah fighiyyah yang relevan.2! Sementara 
Ahmad Zahro memasukkan tagrir jama'i sebagai bagian dari metode 
gauli. Ketika Zahro menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan 
metode gauli, ia memasukkan tagrir jama'i di dalamnya. Menurutnya, 
prosedur pelaksanaan metode gauli adalah sebagaimana dijelaskan 
dalam keputusan Munas Bandar Lampung, bahwa pemilihan gaul/wajh 
ketika dalam suatu masalah dijumpai beberapa gaul/wajh dilakukan 
dengan memilih salah satu pendapat dengan ketententuan sebagaimana 
ketentuan prosedur tagrir jama'i. Sementara metode ilhag oleh Zahro 
diletakkan sebagai metode tersendiri tanpa menjelaskan posisinya, 
apakah termasuk bagian dari mazhab gauli atau mazhab manhaji.22 

Demikian juga dengan Sukron Ma'mun, kerancuan ini terlihat 
ketika ia mengidentifikasi metode ilhag antara masuk kategori mazhab 
gauli atau mazhab manhaji, maka yang dilakukan Sukron adalah melihat 
ilhag dari aspek mazhab gauli dan mazhab manhaji. Menurutnya, ilhag 
jika ditinjau secara mazhab gauli, maka ia berfungsi untuk menjaga 
konsistensi antara pendapat para ulama mazhab dengan kasus baru 
yang akan diselesaikan hukumnya. Sementara jika ditinjau dari aspek 
mazhab manhaji, Sukron menyamakannya dengan metode giyas.?3 
Sementara Jamal Ma mur memasukkan ilhag ke dalam metode (mazhab) 
gauli, dengan alasan karena keterkaitan yang kuat kepada produk 
pemikiran masa lalu.24 

Berbeda dengan Jamal Ma'mur, Imam Yahya berpendapat bahwa 
format metode istinbat hukum yang dirumuskan secara manhaji adalah 
ilhag secara jama'i, atau biasa disebut ilhag.25 Demikian juga dengan 


21Lihat: Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih..., h. 206-207. 

22Lihat: Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 
1926-199, (Yogyakarta, LKiS, 2004), h. 118-124. 

23 ihat: Sukron Ma'mun, “Ilhag dalam Bahtsul Masail NU: antara Ijtihad 
dan Ikhtiyat”, dalam al-Galam, vol. 28, No. 1, Januari-April 2011. 

24Lihat: Jamal Ma'mur, Rezim Gender di NU, h. 136. 

25Lihat: Imam Yahya, “Bahtsul Masail NU dan Transformasi Sosial: Telaah 
Istinbat Hukum Pasca Munas Bandar Lampung 1992”, Tesis, (IAIN Syarif 
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penelitian Muhammad Adib. Adib melakukan pembacaan terhadap 
trilogi metode istinbat berupa metode gauli, ilhagi dan manhaji. 
Pemetaan ini relatif kurang tepat jika mengacu pada definisi istinbat 
dalam istilah NU, yaitu mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan 
gawa'id usuliyyah dan gawa'id fighiyyah, sehingga tidak tepat jika 
metode gauli dan ilhagi dimasukkan bagian dari metode istinbat. 
Ketidak-tepatan klasifikasi ini menyebabkan kesalahan kesimpulan 
berikutnya ketika membaca istinbat al-ahkam dalam NU dengan metode 
bayani, giyasi dan istislahi/ magasidi.26 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dibahas secara mendetail 
metode bermazhab dalam NU secara berjenjang sebagai berikut: 


1. Metode Gauli 

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam 
kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati 
dan mengutamakan bermazhab secara gauli. Oleh karena itu, langkah 
awal dalam prosedur penjawaban masalah adalah dengan prosedur atau 
metode gauli, yaitu dalam kasus ketika jawaban dapat dicukupi oleh 
'ibarah kitab dan di sana terdapat hanya satu pendapat hukum 
(gaul/wajh), maka dipakailah gaul/wajh sebagaimana diterangkan 
dalam 'ibarah tersebut.27 Metode ini menjadi metode paling dominan 
dalam proses penetapan hukum dalam forum bahtsul masail NU. Hal ini 
merupakan konsekuensi logis dari pilihan NU sebagai organisasi 
keagamaan yang menganut pola bermazhab. Pilihan NU terhadap pola 
bermazhab adalah untuk menjaga orisinalitas dan memperhatikan 
silsilah keilmu-agamaannya dalam memutuskan persoalan hukum, 
sehingga selama masih dapat dilakukan dengan cara bermazhab secara 
gauli, dengan mengikuti hasil produk hukum yang tertuang dalam kitab - 
kitab mazhab dalam lingkup mazhab tertentu, NU enggan untuk 
bermazhab secara manhaji, yang hanya mengikuti alur pemikiran dan 
kaidah istinbat al-ahkam yang telah disusun oleh imam mazhab. Hal ini, 
di samping karena bermazhab secara gauli lebih praktis dan mudah, 
juga tidak terlalu berisiko dan lebih ringan tanggungjawabnya. 


Hidayatullah, Jakarta, 1998), h. 54. 

26Lihat: Muhammad Adib, Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama, (Malang: 
KiriSufi, 2018), h. 89. 

27Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha' fi Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil 
Ulama': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, 
dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015), 2th ed., (Surabaya: LTN-PBNU dan 
Khalista, 2019), h. 472, 983. 
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Oleh karena itu, sebagai organisasi keagamaan yang semenjak 
kelahirannya memilih bermazhab, maka metode gauli sangat 
mendominasi dalam setiap penyelesaian persoalan hukum. Dominasi ini 
karena salah satu faktornya adalah kasus-kasus wagi'iyyah 
mendominasi. Menurut KH. Ishomuddin, dalam kasus wagi'iyyah 
biasanya metode yang digunakan adalah metode mazhab gauli.28 
Sementara, sebagaimana diketahui bahwa dari kurun waktu 1926 
hingga 1989 ada sebanyak 362 masalah wagi'iyyah yang dibahas dan 
dari tahun 1992 hingga 2019 terdapat 83 masalah yang bersifat 
wagi'iyyah. Sedangkan masalah maudu'iyyah, dari tahun 1926 hingga 
1989 terdapat 32 masalah dan dari 1992 hingga 2019 terdapat 50 
masalah. Adapun masalah ganiniyyah, dari tahun 1926 hingga 1989 
tidak pernah dibahas masalah yang bersifat ganiiniyyah, sementara dari 
tahun 1992 hingga 2019 terdapat sebanyak 37 masalah ganuniyyah 
yang dibahas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika melihat dari 
metode yang digunakan selama kurun waktu tersebut, metode gauli 
masih sangat mendominasi. Misalnya dari tahun 1926 hingga1989, 
metode gauli digunakan atau menyelesaikan masalah sebanyak 293 kali 
atau secara persentase menyelesaikan masalah sebanyak 75 Y46. 
Kemudian dari tahun 1992 hingga 2019, terdapat 91 masalah yang 
menggunakan metode gauli atau secara persentase sebanyak 53 Y6. Ini 
artinya bahwa pola bermazhab dengan menggunakan metode gauli 
masih tetap menjadi pilihan pertama sebelum menggunakan metode 
lainnya, walaupun secara persentase mengalami penurunan. 


2. Metode Tagrir Jama'i 

Pada Munas Bandar Lampung tahun 1992, tagrir jama'i dimaknai 
sebagai upaya secara selektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di 
antara beberapa pendapat atau pandangan (gaul/wajh). Ini artinya 
bahwa, tagrir jama'i berfungsi untuk memilih salah satu pendapat,2? 
yang prosedur pemilihannya dilakukan dengan mengambil pendapat 
yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat. Penggunaan prosedur ini 
sedapat mungkin mengacu pada ketentuan Muktamar NU ke-1 bahwa 
perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih pendapat yang 


28Wawancara dilakukan dengan KH. Ishomuddin pada acara pra-Munas 
NU di Pondok Pesantren al-Falakiyah, Pagentongan-Bogor, 1-2 Maret 2020. 

29Lihat hasil keputusan Munas di Bandar Lampung, 1992, tengtang 
sistem pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan 
Nahdlatul Ulama, Munas di Solo 2004, Munas & Konbes di Surabaya, 2006, dan 
Munas di Nusa Tenggara Barat, 2017. 
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disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-RafiT), atau pendapat 
yang dipegangi oleh al-Nawawi saja, atau pendapat yang dipegangi oleh 
al-Rafit saja, atau pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, atau 
pendapat ulama yang terpandai, dan atau pendapat ulama yang paling 
wara'30 

Prosedur metode tagrir jama'i pada Munas Bandar Lampung 
tahun 1992 masih terfokus pada pendapat ulama mazhab Syafi'i, dan 
belum menyentuh kajian perbandingan mazhab.31 Hal ini dapat 
dimaklumi mengingat kitab yang dijadikan rujukan adalah al-kutub al- 
mu'tabarah dengan pengertian kitab-kitab tentang ajaran Islam yang 
sesuai dengan akidah ahlus-sunnah wal-jama'ah, tanpa spesifik 
menyebutkan mazhab yang empat. Dua belas tahun kemudian, tepatnya 
pada Muktamar NU ke-31 di Solo tahun 2004, sistem pengambilan 
keputusan hukum Islam dalam bahtsul masail di lingkungan NU dibahas 
kembali, dan tagrir jama'i semakin memperkokoh posisi mazhab Syafi'i. 
Pada Muktamar tersebut, definisi tagrir jamaf secara eksplisit 
menyebutkan mazhab Syafi'i, yaitu yang dimaksud dengan tagrir jama'i 
adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di 
antara beberapa gaul /wajh dalam mazhab Syafi'1.32 

Namun begitu, pada Muktamar NU di Solo, antara definisi tagrir 
jama'i dan aplikasi prosedurnya tidak sinkron. Dari sisi definisi, tagrir 
jama'i tidak memberi ruang terhadap mazhab di luar mazhab Syafi'i, 
sementara dalam prosedur penjawaban masalah, rumusan pada 
Muktamar Solo lebih longgar dari pada sebelum Munas Bandar 
Lampung, di mana istilah kutub al-madzahib al-arba'ah mulai muncul 
dan menjadi pertimbangan di dalam melakukan tagrir jama'i. Misalnya 
pada poin pertama dalam prosedur penjawaban masalah dijelaskan 
bahwa, dalam kasus ketika jawaban dapat dicukupi oleh ibarat kitab dari 
kutub al-madzahib al-arba'ah dan di sana terdapat hanya satu pendapat 
dari kutub al-madzahib al-arba'ah, maka dipakailah pendapat tersebut. 
Pada poin kedua dijelaskan bahwa, dalam kasus ketika jawaban dapat 
dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat, 
maka dilakukan tagrir jamat untuk memilih salah satu pendapat. 


30Ketentuan ini diputuskan pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-1 di 
Surabaya pada tanggal 13 Rabius Tsani 1345 H./21 Oktober 1926 M. 

31Lihat Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar 
Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H./21-25 Januari 1992 M. 

32Lihat Hasil Keputusan Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan 
Boyolali-Solo Jawa Tengan 29 November-1 Desember 2004, yang tertuang 
dalam Ahkam al-Fugaha' ft Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil Ulama'..., h. 982. 
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Prosedur pemilihannya, khusus dalam mazhab Syafit sama dengan 
prosedur yang dirumuskan pada Munas Bandar Lampung tahun 1992 
dengan merujuk pada keputusan Muktamar ke-1 (1926 M). Sementara 
untuk mazhab selain mazhab Syafii berlaku ketentuan-ketentuan 
menurut mazhab yang bersangkutan.3? 

Pada Munas NU di Sukolilo Surabaya tahun 2006, definisi tagrir 
jama'i kembali kepada definisi awal, yaitu sama seperti rumusan Munas 
Bandar Lampung. Namun dalam teknis atau prosedur aplikasinya lebih 
terbuka dalam menerima pendapat selain mazhab Syafit daripada 
rumusan pada Muktamar NU ke-31 di Solo tahun 2004. Walaupun harus 
diakui bahwa, kecondongan terhadap mazhab Syafii masih dominan. 
Pada Munas di Sukolilo, dijelaskan mengenai prosedur tagrir jamat 
yaitu dengan cara: (a) mengidentifikasi pendapat-pendapat ulama 
tentang suatu masalah yang dibahas, (b) memilih pendapat yang unggul 
dengan kriteria bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang paling 
kuat dalilnya, pendapat yang paling maslahat, pendapat yang didukung 
oleh mayoritas ulama, dan pendapat ulama yang paling waras (c) 
memperhatikan ketentuan dari masing-masing mazhab atas pendapat 
yang diunggulkan di kalangan mereka. Sayangnya, pada Munas ini belum 
dijelaskan ketentuan dari masing-masing mazhab tersebut. Hanya yang 
dibahas ketentuan dari mazhab Syafit, yaitu dalam mazhab Syafii 
pendapat Syaikhani (al-Nawawi dan al-RafiT) menjadi suatu keniscayaan 
yang harus diambil jika sesuai dengan konteks permasalahannya. Tetapi 
jika tidak sesuai dengan konteksnya, maka dapat dipakai ulama lain 
dalam lingkup mazhab Syafii yang lebih sesuai. Di samping itu, untuk 
mengukur kepandaian seorang ulama selain Syaikhani, dapat dilakukan 
dengan menggunakan persaksian ulama-ulama yang hidup semasa atau 
sesudahnya (murid-muridnya), dan atau dapat juga dilakukan dengan 
melihat karya-karyanya, serta dilihat dari segi metode dan pemikiran 
yang tertuang di dalamnya.34 

NU menyadari bahwa prosedur di atas masih menyisakan banyak 
persoalan, misalnya soal cara menentukan pendapat yang lebih 
maslahat dan lebih kuat, cara mendahulukan dua pendapat yang satu 


33Lihat Hasil Keputusan Muktamar NU ke-31 di AsramaHaji Donohudan 
Boyolali-Solo Jawa Tengan 29 November-1 Desember 2004, yang tertuang 
dalam Ahkam al-Fugaha' ft Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil Ulama'..., h. 983- 
984. 

34Keputusan Komisi Bahtsul Masail al-Diniyah al-Maudu'iyyah Munas 
Alim Ulama & Konbes NU Sukolilo Surabaya, 27-30 Juli 2006. Lihat: Ahkam al- 
Fugaha' fi Mugarrarat Mu 'tamarat Nahdatil Ulama'..., h. 997-998. 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 325 


lebih kuat dari sisi dalil tetapi lemah dari sisi maslahat sedangkan 
pendapat yang lain lebih kuat dari sisi maslahat tetapi lebih lemah 
dalilnya, dan alasan imam al-Nawawi mendapatkan prioritas lebih dari 
pada yang lain. Persoalan lainnya adalah cara menentukan kriteria suatu 
pendapat didukung oleh mayoritas ulama, cara mendahulukan pendapat 
yang berbeda antara imam al-Nawawi dengan mayoritas ulama, dan 
tolok ukur seorang ulama dianggap lebih alim dari ulama yang lain dan 
lebih wara' dari yang lain, maka pada Munas & Konbes NU di Nusa 

Tenggara Barat tahun 2017, tagrir jama'i dibahas secara mendetail. Pada 

Munas tersebut dirumuskan bahwa tagrir jamaf dalam literatur fikih 

atau usul fikih tidaklah familiar, namun jika dilihat dari operasionalnya 

maka terma ini sama seperti tarjih dalam tradisi fugaha', yang memilih 
atau mengunggulkan dalil yang lebih kuat di antara dalil-dalil fikih yang 
terperinci apabila terjadi kontradiksi antar dalil-dalil syariat (ta'arud 
bayna al-adillah al-syar'iyyah), atau memilih pendapat yang lebih 
maslahat?5 dan lebih kuat dalilnya jika terjadi kontradiksi antar 
pendapat ulama fikih (taarud bayna agwal al-fugaha). Proses 
penetapan tagrir atau tarjih dilakukan secara kolektif sehingga disebut 
dengan tagrir jama'i3$ 

Adapun untuk menentukan suatu pendapat lebih maslahat dan 
lebih kuat dalilnya dari pada pendapat lainnya, maka dapat dilihat dari 
beberapa aspek sebagai berikut: 

1) Ditinjau dari aspek pengakuan syariat, maslahat terbagi menjadi tiga: 
(a) maslahah mu'tabarah, yaitu maslahat yang secara tegas diakui 
syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk 
merealisasikannya, (b) maslahah mulgha, yaitu sesuatu yang 
dianggap maslahat oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena 
kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat, dan (c) 
maslahah mursalah, yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun 
tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula 
ada dalil tertentu, baik yang mendukung maupun yang menolaknya. 

2) Ditinjau dari aspek kekuatannya, maslahat terbagi menjadi tiga: (a) 


35Maslahat menurut imam al-Ghazali adalah perlindungan terhadap 
tujuan-tujuan syara yang terdiri atas lima perlindungan: melindungi agama 
(hifz al-din), melindungi jiwa (hifz al-nafs), melindungi akal (hifz al-'agl), 
melindungi kaeturunan (hifz al-nasl!), dan melindungi harta (hifz al-mal). Lihat: 
Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, 2th eds., (Beirut: Dar al- 
Kutub al-Tlmiyyah, 2010), h. 275. 

36Hasil-Hasil Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat, 23-25 November 2017 M/4-6 Rabiul Awwal 1439 H., h. 73. 
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daruriyyah (primer), yaitu kemaslahatan yang menyangkut hajat 

hidup manusia, yang jika kemaslahatan tersebut tidak tercapai, maka 

akan mengakibatkan kebinasaan dan kerusakan. Tingkatan ini terdiri 
atas lima tingkat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, 

memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta, (b) 

hajiyyah (sekunder), kemaslahatan yang memberikan kemudahan 

terhadap manusia. Jika kemaslahatan ini tidak tercapai, maka 
manusia berada dalam kesulitan dan kesempitan: (c) tahsiniyyah 

(tersier atau pelengkap), yaitu kemaslahatan yang jika tidak tercapai 

tidak menyebabkan kebinasakan dan kesulitan. 

Ditinjau dari aspek cakupannya, maslahat terbagi menjadi dua: (a) 

maslahah “ammah (publik), yaitu kemaslahatan yang menyangkut 

hajat hidup manusia secara menyeluruh: (b) maslahah khassah 

(individu, kelompok tertentu), yaitu maslahat yang hanya 

menyangkut segelintir orang atau kelompok tertentu.37 
Suatu masalahat dikatakan lebih kuat apabila dampak 

perlindungannya terhadap tujuan syari', baik secara kualitas maupun 
kuantitas lebih dari yang lain. Jika terjadi benturan antara maslahah 
ammah dan maslahah khassah, maka yang dimenangkan adalah 
maslahah “ammah. Di samping dilihat dari aspek maslahat, tagrir juga 
dilihat dari aspek kuat atau tidaknya dalil yang menjadi acuan mujtahid 
atau ulama. Dalil yang dimaksud adalah al-Our'an dan al-Sunnah sebagai 
dalil primer, sementara ijmak, giyas, maslahah mursalah, syar'u man 
gablana, madzhab al-sahabi, istishab, istihsan, al-'urf dan sadd al-dzari'ah 
diposisikan sebagai dalil sekunder. Dalil-dalil tersebut baik secara ijmali 
maupun secara tafsili memiliki kekuatan yang berbeda antara satu 
dengan yang lainnya. Misalnya, ada dalil gat'i dan dalil zanni, dalil 
mantug dan dalil mafhum, mantuig sarih dan mantug ghayr sarih. Itu 
sebabnya, jika terjadi kontradiksi antar pendapat dan pandangan, maka 
ketentuannya sebagai berikut: 

1) Pendapat atau pandangan yang didasarkan pada dalil gatT lebih kuat 
karena itu lebih dipilih dari pendapat yang didasarkan pada dalil 
zanni. 

2) Pendapat yang didasarkan pada 'ibarah al-nas lebih kuat karena itu 
lebih dipilih dari pendapat yang didasarkan pada isyarah al-nas dan 
igtida' al-nas. 


3 


Ad 


37Wahbah Zuhayli, Usul al-Figh al-Islami..., vol. 2, h. 33-54, al-Ghazali, al- 
Mustasf@..., vol. 2, h. 174, Ibnu 'Asyur, Nazariyyah al-Magasid 'inda al-Imam al- 
Syatibi..., h. 126. 
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3) Pendapat yang diambil dari mantug secara umum dimenangkan atas 
pendapat yang diambil dari mafhum. 

4) Pendapat yang diperoleh pada mantig sarih dimenangkan atas 
pendapat yang diambil dari mantug ghayr sarih, pendapat yang 
merupakan makna hakiki dari dalil pada dasarnya lebih didahulukan 
dari pendapat yang merupakan makna lafal majazi dari dalil. 

5) Pendapat yang didasarkan pada lafal khas lebih didahulukan 
daripada pendapat yang didasarkan pada dalil dengan lafal amm. 

6) Pendapat yang diambil dari hadis yang perawinya fagih (ahli fikih) 
dimenangkan atas pendapat yang diambil dari hadis yang perawinya 
bukan seorang fagih: pendapat yang didasarkan pada hadis dalam 
Sahih al-Bukhari dan Muslim lebih didahulukan dari pendapat yang 
didasarkan pada hadis Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan 
lainnya. 

7) Pendapat yang mewujudkan maslahah daruriyyah dimenangkan atas 
pendapat yang mewujudkan maslahah hajiyyah, selanjutnya 
pendapat yang mewujudkan maslahah hajiyyah dimenangkan atas 
pendapat yang mengandung maslahah tahsiniyyah.38 

Selain itu, pendapat yang sesuai dengan kesepakatan ulama 

(jmak) dan pendapat Jumhur ulama dimenangkan atas pendapat 
minoritas dengan catatan pendapat jumhur tersebut sejalan dengan 
magasid al-syari''ah. Apabila pendapat Jumhur didasarkan pada suatu 
urf yang kondisinya berbeda jauh dengan 'urf yang ada saat ini, maka 
sangat dimungkinkan terjadinya perubahan hukum akibat perubahan 
dasarnya atau 'urf-nya. Jika ada dua pendapat yang satu lebih kuat dari 
sisi dalil tapi lemah dari sisi maslahat, sedangkan pendapat lain lebih 
kuat dari sisi maslahat tapi lemah dari segi dalil, maka yang didahulukan 
adalah sebagai berikut: Jika terjadi ta'arud antara dalil nas dan maslahah 
mu'tabarah yang menjadi acuan giyas, dan maslahah mursalah yang 
menjadi salah satu acuan istihsan dan sadd al-dzari'ah, maka apabila 
yang dimaksud adalah maslahah mu'tabarah, maka pada umumnya 
ulama memenangkan nas atas giyas sekalipun nas itu berupa hadis ahad 
kecuali imam Abu Hanifah yang mendahulukan giyas bila perawi hadis 
tersebut tidak fagih. Jika ta'arud terjadi antara nas dan maslahah 
mursalah, maka yang dimenangkan adalah nas, kecuali pengamalan nas 
tersebut menimbulkan mafsadat yang lebih besar.3? 


38Hasil-Hasil Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat, 23-25 November 2017 M/4-6 Rabiul Awwal 1439 H., h. 75. 
39Hasil-Hasil Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
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Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang 
dalilnya lebih kuat tapi dari segi maslahat lemah dalam kondisi tertentu 
dapat dimenangkan atas pendapat yang dalilnya lemah tapi dari segi 
maslahat kuat. Dan dalam kondisi yang lain dapat terjadi sebaliknya. Jika 
kondisinya cukup dilematis, maka dapat menggunakan teori 
multidimensi (nazariyyah ta'addud al-ab'ad), yaitu teori yang 
didasarkan pada berbagai dimensi baik dimensi ruang maupun dimensi 
waktu. Dengan mengembangkan teori ini, maka yang harus dilakukan 
pertama adalah al-jamu wa al-Taufig, mengkompromikan pendapat 
yang berbeda-beda tersebut. Namun jika al-jam'u wa al-Taufig tidak 
dapat dilakukan, maka yang dipilih adalah pendapat yang disepakati 
oleh al-Syaikhani (imam al-Nawawi dan al-RafiT). Jika imam al-Nawawi 
dan imam al-Rafii berbeda pendapat, maka pendapat yang dipegangi 
adalah yang dipilih oleh al-Nawawi.49 Selanjutnya pendapat yang 
dipegangi oleh al-RafitT saja. Lalu pendapat yang didukung oleh 
mayoritas ulama, kemudian pendapat ulama yang terpandai, dan 
terakhir pendapat ulama yang paling wara'41 

Melihat prosedur tagrir jama'f di atas, nampaknya NU masih 
setengah hati menerima pendapat di luar mazhab Syafi'i. Mazhab yang 
lain hanya diberlakukan dalam kondisi di mana jawaban dari sebuah 
persoalan sudah tidak ditemukan lagi dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. 
Bahkah dalam kondisi tidak ada jawaban secara eksplisit dalam mazhab 
Syafi'T pun tetap diupayakan mencantolkan jawabannya dari kitab-kitab 
Syafi'1 dengan cara analogi (ilhag). 


3. Metode Ilhagul Masa'il Binaza'iriha Ilhag) 

Munculnya istilah ilhag dilingkungan NU disinyalir dari istilah 
yang digunakan oleh Abdurrahman bin Ziyad atau istilah yang dikutip 
oleh Abu al-Fayd Muhammad Yasin bin 'Isa al-Fadani al-Makki, bahwa 
ilhagul masa'il binaza'iriha (menyamakan suatu masalah yang terjadi 
dengan kasus padanannya dalam kitab-kitab terkemuka dengan 


Tenggara Barat, 23-25 November 2017 M/4-6 Rabiul Awwal 1439 H., h. 76-77. 

40Pilihan pada imam Nawawi tak hanya didasarkan pada argumen karena 
Imam al-Nawawi datang belakangan dari imam al-RafiT, melainkan juga karena 
imam al-Nawawi telah disepakati sebagai muharrir al-madzhab (editor) dan 
dianggap sebagai Syafii kedua, bahkan juga mendapat julukan muhadiits al- 
fugaha' atau fagih limuhadiitsin. 

4IKetentuan ini diputuskan pada muktamar Nahdlatul Ulama ke-1 di 
Surabaya pada tanggal 13 Rabius Tsani 1345 H./21 Oktober 1926. Lalu 
disempurnakan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, 
Mataram 23-25 November 2017. 
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memperhatikan argumentasinya) lebih baik dari pada membuat-buat 
hukum,2 atau lebih utama dari pada membangun pondasi (kaidah) 
tersendiri baginya.3 

Metode ilhag secara aplikatif menyamai metode giyas. Akan tetapi, 
walaupun metode ini menyamai metode giyas, namun secara definitif 
dan aplikatif ilhag tidak sama persis seperti giyas. Oiyas adalah ilhag 
far' ila asl (menyamakan cabang/kasus hari ini dengan kasus asal/yang 
tersurat dalam al-Gur'an dan al-Sunnah dengan pertimbangan adanya 
kesamaan 'illat hukum).4 Sementara ilhag adalah takhrij al-furu' min al- 
furu' (mengeluarkan hukum cabang yang sekarang dari hukum cabang 
masa lalu).5 Secara definisi, ilhag mengalami penyempurnaan dari 
waktu ke waktu. Pada Munas di Nusa Tenggara Barat tahun 2017, yang 
dimaksud ilhag adalah menggali hukum syari 'amali dengan cara 
menyamakan masalah yang tidak ada nas hukumnya dengan masalah 
yang ada nas hukumnya karena memiliki makna (substansi) yang sama. 
Adapun yang dimaksud nas di sini adalah nas imam mujtahid. Masalah 
yang sudah ada nas-nya disebut mulhag bih, sedangkan yang tidak ada 
nas-nya disebut dengan mulhag, dan makna (substansi) yang menjadi 
landasan penyamaan masalah tersebut disebut dengan wajh al-ilhag. 
Suatu masalah dapat disebut sama dengan masalah yang lain apabila 
keduanya dapat diletakkan di bawah kaidah yang sama yang telah 
diketahui manat atau makna kaidahnya, baik kaidah itu berupa kaidah 
fighiyyah maupun kaidah usuliyyah.46 

Secara operasional, metode ilhag dalam prosedur penggalian 
hukum merupakan langkah awal yang dilakukan Lembaga Bahtsul 
Masail NU dalam menjawab persoalan yang tidak termaktub secara 


42Lihat: kitab Syarh al-Fara'id al-Bahiyyah, yang dilansir dari pendapat 
Zaynuddin al- Iragi. 

43Lihat: Abu al-Fayd Muhammad Yasin bin 'Isa al-Fadani al-Makki, al- 
Fawa'id al-Janiyyah Hasyiyah al-Mawahib al-Saniyyah Syarh al-Fara'id al- 
Bahiyyah, vol. 2, (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1996), h. 4. 

44Lihat: Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Figh al-Islami, vol. 1, (Damaskus: Dar 
al-Fikr, 2006), h. 574, dan al-Wajiz fi Usul al-Figh, 14 eds., (Beirut: Dar al-Fikr, 
1999), h. 56, Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Usul al-Figh, 125 eds., (al-Gahirah: Dar 
al-Oalam, 1978), h. 52, Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, (T.tp.: Dar al-Fikr 
al-Arabi, t.th.), h. 218, dan Muhammad Mustafa Syalabi, Usul al-Figh al-Islami, 
(T.tp.: al-Dar al-Jami'yyah, t.th.), h. 202. 

45Hasil-Hasil Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama, NTB 2017, 
(Jakarta: LTN PBNU, 2017), h. 80-81. 

46Hasil-Hasil Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat, 23-25 November 2017 M/4-6 Rabiul Awwal 1439 H., h. 78-79. 
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eksplisit dalam kitab-kitab fikih. Tentu jika metode ini dimaksimalkan, 
baik secara konseptual maupun aplikasinya, tidak hanya terfokus pada 
ilhag yang bermakna takhrij al-furi' 'ala al-furu', melainkan lebih kepada 
metode teknis yang dua lainnya, yaitu takhrij al-furu' 'ala al-usul? dan 
takhrij al-usul min al-furu“8 maka keputusan hukum yang dilahirkan 
tidak terkesan selalu mengekor (taklid) pada teks-teks lama, yang 
kadang tidak akomodatif terhadap persoalan hari ini. 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa, konsep ilhag mengalami 
penyempurnaan dari waktu ke waktu. Sejak rumusan pertama kali 
mengenai sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail, 
definisi ilhag adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah 
yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus atau masalah serupa yang 
telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah 
jadi”). Prosedurnya adalah dilakukan dengan memperhatikan mulhag 
bih, mulhag ilayh dan wajh al-ilhag oleh para mulhig yang ahli. Pada 
Munas di Solo tahun 2004, metode ini dibahas kembali dengan definisi 
dan prosedur yang sama. Kemudian pada Munas di Sukolilo-Surabaya 
tahun 2006 defenisi ilhag dibahas lagi dengan definisi yangg relatif tidak 
ada perubahan, namun dalam prosedurnya mulai dijabarkan walaupun 
masih kurang memadai. Prosedur ilhag adalah (1) memahami secara 
benar tentang suatu kasus (tasawwur al-mas'alah) yang akan di-mulhag- 
kan (mulhag): (2) mencari padanannya yang ada di dalam kitab yang 
akan di-ilhag-i (mulhag bih) atas dasar persamaan di antara keduanya 
(wajh al-ilhag): dan (3) menetapkan hukum mulhag seperti hukum 
mulhag bih. 

Pada Munas di Nusa Tenggara Barat tahun 2017, pembahasan 
mengenai prosedur penggalian hukum melalui ilhag dibahas lebih 
mendetail. Bahwa yang dimaksud ilhag adalah menggali hukum syar'i 


47Yaitu menggali hukum dari kaidah-kaidah Usuliyyah yang dijadikan 
hujjah oleh imam. Lihat: Ibn al-Shalah, Abu Amr “Utsman bin Abdur-Rahman al- 
Syuhrazuri, Adab al-Mufti wa al-Mustafti, (T.tp.: Maktabah al- Ulum, 1986), h. 97. 

48Yaitu melahirkan kaidah-kaidah Usul dari hukum-hukum cabang yang 
tertuang dalam fikih mazhab, sebagaimana yang dilakukan oleh aliran fugaha 
(mazhab Hanafi ). Penjelasan tentang ketiga metode takhrij ini dapat dilihat 
dalam Takhrij al-Furu' “ala al-Usul karya al-Zanjani, al-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 
ala al-Usul karya al-Isnawi, Miftah al-Wusul fi Bina' al-Furu' 'ala al-Usul karya 
al-Tilmisani, al-Gawa'id wa Fawa'id al-Usuliyyah karya Ibnu al-Lahham, dan lain 
sebagainya. Belakangan muncul al-Takhrij 'inda al-Fugaha' wa al-Usuliyyin 
karyaal-Bahusain, disertasi al-Khahtani dengan judul Manhaj Istikhraj al-Ahkam 
al-Fighiyyah Ii an-Nawazil al-Mu'asirah, dan Nazariyah al-Takhrij fi al-Figh al- 
Islami karya Nawwir bin al-Syubli. 
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'amali dengan cara menyamakan masalah yang tidak ada nas hukumnya 
dengan masalah yang ada nas hukumnya karena memiliki makna 
(substansi) yang sama. Adapun yang dimaksud nas di sini adalah nas 
imam mujtahid. Masalah yang sudah ada nas-nya disebut mulhag bih, 
sedangkan yang tidak ada nas-nya disebut dengan mulhag, dan makna 
(substansi) yang menjadi landasan penyamaan masalah tersebut disebut 
dengan wajh al-ilhag. Suatu masalah dapat disebut sama dengan 
masalah yang lain apabila keduanya dapat diletakkan di bawah kaidah 
yang sama yang telah diketahui manat atau makna kaidahnya, baik 
kaidah itu berupa kaidah fighiyyah maupun kaidah usuliyyah.49 Apabila 
masalah yang sudah ada nas-nya (mulhag bih) tidak hanya terdiri atas 
satu pendapat ulama, maka sebelum dilakukan ilhag terlebih dahulu 
harus dilakukan tagrir jama'fi untuk memilih satu pendapat yang akan 
dijadikan sebagai mulhag bih.50 


4. Metode Istinbat Jama'i 

Istinbat menjadi salah satu sistem pengambilan keputusan hukum 
dalam bahtsul masail NU yang muncul sejak Munas Bandar Lampung 
tahun 1992. Pada waktu itu, istinbat didefinisikan sebagai metode dalam 
mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan gawa'id usuliyyah dan 
gawa'id fighiyah. Dalam praktiknya, istinbat dilakukan secara kolektif 
(ama') sehingga disebut dengan istilah istinbat jama'i. Metode istinbat 
dilakukan setelah proses ilhag terhadap kitab kuning menemui jalan 
buntu, dengan prosedur bermazhab secara manhaji yang dilakukan 
dengan cara mempraktikkan gawa'id usuliyyah oleh para ahlinya.s1 
Namun sejak Muktamar NU di Solo, baik secara definisi maupun 
prosedurnya, kalimat gawa'id fighiyyah dihilangkan menjadi 
“mengeluarkan hukum syara” dari dalilnya dengan gawa'id usuliyyah 
secara kolektif” dan dalam prosedurnya disebutkan “dengan 
mempraktikkan gawa'id usuliyyah oleh para ahlinya”.52 

Sejak metode ini dimunculkan, belum ada prosedur operasional 


49Hasil-Hasil Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat tahun 2017, h. 78-79. 

50Hasil-Hasil Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama, Nusa 
Tenggara Barat tahun 2017, h. 81-82. 

51Lihat Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar 
Lampung Pada Tanggal 16-20 Rajab 1412 H./21-25 Januari 1992 M., dalam 
Ahkam al-Fugaha'..., h. 470473. 

52Lihat: Hasil keputusan Muktamar NU XXXI di Asrama Haji Donohudan 
Boyolali-Solo Jawa Tengah 29 Nopember-1 Desember 2004 M/16-18 Syawal 
1425 H., dalam Ahkam al-Fugaha'..., h. 982-984. 
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secara kongkrit, sehingga metode ini terkesan hanya sekedar pelengkap 
dalam proses penggalian hukum bahtsul masail NU. Baru kemudian 
pada Munas di Sukolilo Surabaya tahun 2006, prosedur istinbat jama'i 
mulai dibahas walaupun masih kurang memadai. Pada waktu itu, 
prosedur istinbat jama' dirumuskan sebagai berikut: (a) memahami 
secara benar tentang suatu kasus (tasawwur al-mas'alah) yang akan 
ditetapkan, (b) mencari dalil yang akan dijadikan dasar penetapan 
hukum (istidlaF): (Cc) menetapkan dalil terhadap masalah dengan metode 
pengambilan hukum, dan (d) menetapkan hukum atas masalah yang 
dibahas.33 
Prosedur ini dianggap belum memadai, misalnya poin (a) 
memahami secara benar tentang suatu kasus (tasawwur al-mas'alah) 
yang akan ditetapkan, tentu berlaku tidak hanya dalam mazhab manhaji, 
tetapi dalam mazhab gault pun memahami secara benar tentang suatu 
kasus adalah suatu keharusan. Karena memahami tasawwur al-mas'alah 
merupakan separuh dari jawaban. Kebenaran sebuah jawaban sangat 
ditentukan oleh ketepatan di dalam tasawwur al-mas'alah. Demikian 
juga dengan poin (b) belum menjelaskan metode di dalam menentukan 
dalil yang akan dijadikan dasar penentapan hukum, poin (c) belum 
menjelaskan metode pengambilan hukum secara konkrit, dan poin (d) 
belum menjelaskan cara menetapkan hukum atas masalah yang dibahas. 
Baru kemudian, pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang 
pada tahun 2015, istinbat jamaf dibahas secara konkrit yang dalam 
penyelenggaraannya NU membuat metode istinbat al-ahkam sederhana, 
yaitu metode bayani, metode giyasi, dan metode istislahi atau magasidi. 
Ketiga metode istinbat ini sama persis dengan uraian Muhammad Salim 
Madkur ketika menjelaskan tentang metode ijtihad dengan membaginya 
menjadi tiga macam, yaitu metode bayani, giyasi dan istislahi.s4 
Rumusan metode istinbat jamaT pada Muktamar NU di Jombang 
memberikan gambaran konkrit penerapan metode bermazhab secara 
manhaji dengan mengaplikasikan metode usul fikih. Tentu hal ini perlu 
diuji dalam tataran praktik. Mengingat ulama NU, sejak kelahiran 
organisasi ini, banyak yang menguasai ilmu usul fikih, namun ilmu ini 
hanya sekedar pengetahuan untuk mempelajari proses bagaimana 
ulama mazhab melahirkan hukum, bukan menjadi alat bagaimana ulama 


58Lihat hasil keputusan Munas NU di Sukolilo Surabaya tahun 2006, 
dalam Ahkam al-Fugaha' fi Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil Ulama", h. 998. 

54Lihat: Muhammad Salim Madkur, al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami, (Ttp.: 
Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, t.th.), h.42-49. 
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NU melahirkan rumusan hukum dari usul fikih yang dikuasainya. 
Bedanya adalah, sejak Munas Bandar Lampung 1992 metode usul fikih 
mulai menjadi alat di dalam melahirkan rumusan hukum bahtsul masail, 
terutama ketika forum bahtsul masail mengalami kebuntuan di dalam 
bermazhab secara gauli. Tentu secara metodologis NU mengalami 
kemajuan dari masa ke masa. Tinggal diuji apakah metode ini efektif di 
dalam tataran aplikatifnya, yang penjelasannya akan dijelaskan pada sub 
bab barikutnya. 

Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya, prosedur 
penetapan hukum dalam tradisi NU tidak dikenal istilah ijtihad, 
melainkan istinbat hukum. Istinbat hukum yang dilakukan oleh 
Nahdlatul Ulama adalah model istinbat jama' (ijtihad kolektif). Proses 
ini hanya dapat dilakukan jika masalah tidak terjawab dengan prosedur 
mazhab gauli. Instrumen yang digunakan dalam ber-istinbat adalah 
kaidah usiuliyyah dan kaidah fighiyah yang digunakan dalam lingkup 
empat mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafit dan Hanbali serta 
pengikutnya.55 Bermazhab secara manhaji selaras dengan jargon NU, “al- 
Muhafadhah 'ala al-gadim as-saleh wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah” 
merawat metode lama yang baik dan menerima gagasan atau metode 
baru yang lebih baik. 

Pada awalnya, sebagaimana dijelaskan oleh KH. MA. Sahal 
Mahfudh, yang dimaksud dengan istinbat al-ahkam dikalangan NU 
bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Gur'an dan al- 
Sunnah, akan tetapi -sesuai dengan sikap dasar bermadzhab- men- 
tatbig-kan (memberlakukan) secara dinamis nas-nas fugaha' dalam 
konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Jika definisi istinbat al- 
ahkam mengacu pada apa yang disampaikan kyai Sahal, maka metode 
istinbat al-ahkam pada awalnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari 
mazhab gauli. Namun jika mengacu pada rumusan istinbat al-ahkam 
pada Muktamar NU di Jombang tahun 2015 dengan membagi metode 
istinbat al-ahkam menjadi tiga macam, yaitu metode bayani, giyasi dan 
istislahi atau magasidi, maka yang dimaksud dengan istinbat al-ahkam 
adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya (al-Gur'an dan al- 
Sunnah) dengan gawa'id usuliyyah dan gawa'id fighiyyah, sehingga jika 


55Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritik (Bermazhab Secara Manhajiy dan 
Implementasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Depok: Nadi Pustaka, 
2015), h. 46. 

56Lihat Kata Pengantar KH. MA. Sahal Mahfudh, Rois Amm PBNU 1999- 
2014, Bahtsul masail dan Istinbath Hukum NU Sebuah Catatan Pendek pada 
buku “Ahkam al-Fugaha' ft Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil Ulama”, h. viii. 
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mengacu pada definisi ini, maka istinbat al-ahkam termasuk bagian dari 
mazhab manhaji. 

Dalam sejarahnya, pembahasan tentang istinbhat tanpa 
menyertakan kata jama', sudah mulai dibahas pada Munas Bandar 
Lampung 1992. Definisi istinbat adalah mengeluarkan hukum syara' dari 
dalilnya dengan gawa'id usuliyyah dan gawa'id fighiyyah.57 Lalu pada 
Muktamar NU ke-31 di Solo 2004, istinbat dengan imbuhan jama' mulai 
muncul dengan definisi yang sedikit berbeda dari sebelumnya, yaitu 
mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan gawa'id usuliyyah 
secara kolektif.s8 Demikian juga pada Munas NU di Sukolilo Surabaya 
tahun 2006 istilah istinbat jama'i muncul kembali dengan redaksi yang 
sedikit berbeda namun secara substansi sama dengan sebelumnya. 
Namun begitu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, prosedur istinbat 
jama'i mulai dibahas dengan ketentuan: (a) memahami secara benar 
tentang suatu kasus (tasawwur al-masalah) yang akan ditetapkan, (b) 
mencari dalil yang akan dijadikan dasar penetapan hukum (istidlal): (c) 
menetapkan dalil terhadap masalah dengan metode pengambilan 
hukum: dan (d) menetapkan hukum atas masalah yang dibahas.” Pada 
perkembangan berikutnya, istinbat jamat NU dibahas secara konkrit 
pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang pada tahun 2015 
yang dalam penyelenggaraannya NU membuat metode istinbat al-ahkam 
sederhana, yaitu metode bayani, metode giyasi, dan metode istislahi atau 
magasidi,50 sebagaimana penjelasan berikut ini: 

a. Metode Bayani 
Metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari nas 
(al-Gur'an dan al-Sunnah).51 Nas yang dimaksud dapat berupa nas 


57Lihat hasil keputusan Munas NU di Bandar Lampung, 21-25 Januari 
1992 M., yang dimuat dalam Ahkam al-Fugaha'..., h. 470. 

58Lihat Hasil Keputusan Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan 
Boyolali-Solo, Jawa Tengah 29 November-1 Desember 2004 M., yang dimuat 
dalam Ahkam al-Fugaha@' .. h. 982. 

59Lihat hasil keputusan Munas NU di Sukolilo Surabaya, 27-30 Juli 2006, 
yang dimuat dalam Ahkam al-Fugaha'..., h. 998. 

60Ketiga metode istinbat ini sama persis dengan uraian Muhammad Salim 
Madkur ketika menjelaskan tentang metode ijtihad dengan membaginya 
menjadi tiga macam, yaitu metode bayani, giyasi dan istislahi. Lihat: Muhammad 
Salim Madkur, al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami, (Tpp: Dar al-Nahdah al- 
'Arabiyyah, Tth.), h.42-49. 

61Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha@' ..., h. 1078. Atau lihat juga: Ata' al- 
Rahman an-Nadwi, al-Ijtihad wa Dauruha fi Tajdid al-Figh al-Islami, vol. 3, (Tpp. 
Dirasat al-Jami'ah al-Islamiyyah al-Alamiyyah, 2006), h. 82. 
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juz'I-tafsili, nas kulli-ijmali dan nas yang berupa kaidah umum. 
Metode bayani ditempuh dengan cara mengkaji asbab al-nuzul atau 
asbab al-wurud, baik yang makro ataupun yang mikro. Asbab al-nuzul 
makro adalah sebab umum yang menjadi konteks sosial-politik, 
sosial-budaya dan sosial-ekonomi dari proses turunnya al-0ur'an dan 
munculnya hadis. Sedangkan asbab al-nuzul mikro adalah sebab 
khusus yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat atau datangnya 
hadis. 

Di samping mengkaji asbab al-nuzul dan al-wurtid, metode 
bayani juga ditempuh dengan cara mengkaji teks ayat atau hadis dari 
sudut pandang kaidah bahasa yang meliputi tiga kajian secara 
simultan, yaitu analisis kata, analisis makna dan analisis dalalah. 
Analisis lafal berkisar pada “amm dan khas, antara mutlag dan 
mugayyad, antara hagigah dan majaz, antara muhkam, mujmal dan 
mutasyabih, antara zahir dan nas, antara musytarak dan mutaradif, 
dan antara “amar dan nahi. Sedangkan analisis makna berfungsi 
untuk memastikan apakah lafal dimaksud dimaknai secara hagigi 
atau dipalingkan pada makna majazi, lafal zahir dimaksudkan tetap 
pada makna rajih-nya ataukah dipalingkan pada makna marjiih-nya, 
makna dimaksud adalah makna lughawi, syari ataukah 'urfi, yang 
manakah di antara makna-makna lafal musytarak yang diambil atau 
semuanya diambil. Lafal dimaksud, di samping memiliki makna 
lughawi, apakah memiliki makna syar'f atau 'urft dan manakah yang 
dipakai, sighat al-amr dimaksud tetap pada makna primernya 
ataukah dipalingkan pada makna sekunder, sighat nahi dimaksud 
tetap pada makna primer ataukah dipalingkan pada makna 
sekundernya. Adapun kajian dalalah (al-tahlil al-dalalijy menyangkut 
ketentuan hukum yang dapat ditarik dari nas, baik dari segi mantug 
maupun dari segi mafhum. 

Selain itu, metode bayani ditempuh dengan cara mengaitkan 
nas yang sedang dikaji dengan nas lain yang berkaitan. Nas yang 
sedang dikaji harus dihubungkan dengan nas yang lain karena al- 
Ouran dan hadis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan satu dengan yang lainnya, ayat yang satu terkait dengan 
ayat yang lain, hadis yang satu terkait dengan hadis yang lain, ayat 
terkait dengan hadis dan hadis terkait dengan ayat. Suatu nas 
terhadap nas yang lain dapat berfungsi sebagai penguat (taukid), 
menjelaskan nas yang bersifat garis besar, membatasi lafal mutlak, 
membatasi keumuman lafal @mm atau menjelaskan lafal ambigu 
(musykil). 
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Selain mengaitkan nas dengan nas lain yang sesuai, metode 
bayani juga mengaitkan nas yang dikaji dengan tujuan umum syariat 
(magasid al-syari'ah). Magasid al-syari''ah yang sekaligus merupakan 
totalitas syariat memiliki hubungan saling terkait dengan teks-teks 
syariat (al-Gur'an dan al-Sunnah). Magasid al-syar'ah lahir dan 
mengacu pada teks syariat (nusus al-syar''ah), sementara nusus al- 
syari'ah dalam menafsirinya harus mempertimbangkan magasid al- 
syari'ah. Ini termasuk dalam kategori mengaitkan yang juzi 
(particular) dengan yang kullt (universal).82 Konkritnya, syariat Islam 
dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia lahir-batin 
dan dunia-akhirat, maka perumusan hukum dari nas hendaknya 
sejalan dengan kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syariat 
itu, dengan syarat bahwa apa yang diasumsikan sebagai maslahat 
tidak bertentangan dengan nas itu sendiri. Dengan mengaitkan nusis 
dengan magasid, maka rumusan-rumusan hukum yang ditarik dari 
nusus tidak sepenuhnya tekstual, tapi juga kontekstual. 

Di samping itu, metode bayani melakukan pentakwilan 
terhadap nas apabila diperlukan. Pada prinsipnya, setiap lafal (nas) 
yang multi makna atau interpretable harus dibawa pada makna 
dasarnya, yaitu makna yang jelas, hagigi, dan rajih. Akan tetapi, kajian 
yang komprehensif terhadap nas dapat menggiring untuk melakukan 
takwil, yakni memalingkan lafal dari makna dasarnya pada makna 
lain yang tersembunyi, majazi atau marjiih.58 Adapun takwil terbagi 
menjadi dua bagian: Pertama, ta'wil garib, yaitu takwil dekat atau 
dangkal. Kedua, ta'wil ba'id, yaitu jauh atau dalam. Takwil semacam 
ini tidak sembarang orang dapat melakukannya. Takwil tidak dapat 
dipisahkan dari tafsir, karena takwil terhadap suatu nas harus 
dilakukan setelah mengetahui tafsiran nas itu. Oleh karena itu, takwil 
dilakukan setelah tafsir.54 

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa kajian teks ayat 
atau hadis dari perspektif kaidah bahasa harus bertumpu pada: 

1) Analisis lafal (al-tahlil al-lafzi) 


62al-Jizani, Manhaj al-Salaf fi al-Jjami' bayna al-Nusus wa al-Magasid wa 


Tatbigiha al-Mu'asirah, (Riyad: al-Mamlakah as-Su'udiyyah Wizarah al-Ta'lim al- 
Alt, 2010), h. 42-43. 


63a1-Suyuti, al-Kaukab al-Sati' Nazm Jam'u al-Jawami', (T.tp.: Maktabah 


Ibn Taymiyyah, 1998), h. 212. 


64Lihat hasil keputusan Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan 


Boyolali-Solo, Jawa Tengah 29 November-1 Desember 2004 M., yang dimuat 
dalam Ahkam al-Fugaha'..., h. 1078-1083. 
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Analisis lafal berkisar pada hal-hal sebagai berikut: antara dmm 
dan khas, antara mutlag dan mugayyad, antara hagigah dan majaz, 
antara muhkam, mujmal dan mutasyabih, antara zahir dan nas, 
antara musytarak dan mutaradif, dan antara amr dan nahi. 
2) Analisis makna (al-tahlil al-ma'nawi) 
Analisis makna dimaksudkan untuk dapat memastikan sebuah 
lafal antara dimaknai secara hagigi atau dipalingkan pada makna 
majaz-nya, antara lafal zahir dimaksud tetap pada makna rajih-nya 
atau dipalingkan pada makna marjiuh-nya, antara dimaknai secara 
lughawi, syari atau 'urfi, antara memilih salah satu makna 
musytarak atau memilih semuanya, antara memilih makna 
lughawi, syar'i atau 'urfi, antara memaknai sighat amr pada makna 
primernya (wujub) atau dipalingkan pada makna sekundernya 
(selain wujub), antara memaknai sighat nahi tetap pada makna 
primer (tahrim) atau dipalingkan pada makna sekundernya 
(selain tahrim). 
3) Analisis dalalah (al-tahlil al-dala!!). 

Analisis dalalah menyangkut ketentuan hukum yang dapat ditarik 
dari nas. Dalam hal ini terdapat dua metode: metode Jumhur al- 
Usuliyyin dan metode Hanafiyyah. Menurut Jumhur, makna 
(hukum) suatu nas di samping dapat diambil dari mantug-nyass 
terkadang dapat diambil dari mafhum-nya88 Mantug terbagi 
menjadi dua: mantug sarih5! dan mantug ghayr sarih.58 Sementara 


65Mantug secara etimologi berarti sesuatu yang diucapkan. Sedangkan 
secara terminologi adalah pengertian harfiyah dari suatu lafal yang diucapkan. 

66Mafhum secara etimologi berarti sesuatu yang dipahami dari suatu 
teks. Sedangkan secara terminologi adalah pengertian tersirat dari suatu lafal 
(mafhim muwafagah) atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang 
diucapkan (mafhum mukhalafah). 

67Mantug sarih secara bahasa berarti sesuatu yang diucapkan secara 
tegas. Sementara secara istilah adalah makna yang secara tegas ditunjukkan 
oleh suatu lafal sesuai dengan penciptaannya baik secara penuh atau berupa 
bagiannya. 

68Mantug ghayr sarih adalah pengertian yang ditarik bukan dari makna 
asli dari suatu lafal, tetapi sebagai konsekuensi dari suatu ucapan. Mantug 
ghayr sarih ada tiga bagian (dalalah): isyarah, igtida' dan ima'. Dalalah isyarah 
adalah suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi, namun bukan 
pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari 
hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu. Dalalah igtida' adalah pengertian 
kata yang disisipkan secara tersirat (dalam pemahaman) pada redaksi tertentu 
yang tidak dapat dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu. 
Dalalah ima' adalah suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh 
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mafhum juga terbagi menjadi dua: mafhim muwafagah5? dan 
mafhum mukhalafah?0 Adapun menurut Hanafiyah, makna 
(hukum) nas dapat diambil dari empat pendekatan: (a) “ibarah al- 
nas: (b) isyarah al-nas: (c) igtida' al-nas, dan (d) dalalah al-nas 
(mafhum muwafagah dalam istilah Jumhir). 

Dari dua metode di atas, tidak ada perbedaan substansial 
antara pendekatan Jumhur dan pendekatan Hanafiyyah, kecuali 
dalam soal mafhum mukhalafah. Menurut Jumhur, mafhum 
mukhalafah menjadi salah satu jalan untuk mengambil makna dari 
nas, sedangkan menurut Hanafiyyah tidak dapat menjadi salah satu 
jalan untuk mengambil makna dari nas.71 


b. Metode 9iyasi 

Metode giyasi adalah ijtihad melalui pendekatan giyas. 
Sebagaimana pernyataan imam SyafiT bahwa hukum (Islam) itu 
hanya dapat diambil dari nas atau dari penggabungan pada nas, atau 
sebagaimana surat “Umar bin Khattab kepada Abu Misa al-Asy'ari 
yang berbunyi: “Hendaklah kamu tahu tentang persoalan-persoalan 
yang serupa dan persoalan-persoalan yang sama dan ketika itu 
lakukanlah giyas menyangkut berbagai persoalan padanya.”72 Metode 
giyasi (giyas) merupakan salah satu sumber hukum yang paling 
subur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ketentuan 
hukumnya tidak termaktub secara eksplisit dalam al-Our'an dan al- 
Sunnah, tetapi memiliki asal (induk) di dalam nas dan atau ijmak. 
Dalam mekanismenya, giyas dinilai benar secara metodologis apabila 
memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. 

Secara definisi, giyas adalah menyamakan kasus yang tidak 
memiliki acuan nas dengan kasus yang memiliki acuan dalam hal 
ketentuan hukumnya, ketika keduanya memiliki “illat yang sama.73 
Oiyas terdiri dari empat unsur (rukun) sebagai berikut: Pertama, al- 
asl, yaitu kasus yang memiliki ketentuan hukum berdasarkan nas. al- 


suatu lafal, tetapi melalui pengertian logisnya karena menyebutkan suatu 


hukum langsung setelah menyebut suatu sifat atau peristiwa. 


69Mafhim muwafagah adalah penunjukan hukum melalui motivasi 


tersirat atau alasan logis di mana rumusan hukum dalam Mantig dilandaskan. 


70Mafhum mukhalafah adalah penunjukan lafal atas tetapnya hukum 


kebalikan dari yang tersurat ketika tiadanya suatu persyaratan. 


71Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha' ..., h. 1081-1083. 
72Khudari Bik, Tarikh al-Tasyri' al-Islami, (T.p.: al-Haramayn, t.th.), h.166. 
73'Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Usul al-Figh, h. 52. 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 339 


Asl disebut dengan al-magis 'alayh (yang di-giyas-i) atau musyabbah 
bih (yang diserupai). Kedua, al-far'u, yaitu kasus yang tidak memiliki 
ketentuan hukum berdasarkan nas. al-Far' disebut dengan al-magis 
(yang di-giyas-kan) atau al-musyabbah (yang diserupakan). Ketiga, 
hukum asal (hukm al-as!), yaitu hukum yang terdapat pada al-asl 
yang ditetapkan berdasarkan nas. Keempat, “illat, yaitu sifat yang 
menjadi titik persamaan (al-jami') antara asal (al- as!) dan cabang 
(al-far'). Setiap rukun giyas memiliki syarat, yaitu: Pertama, al-asl 
harus memiliki ketentuan hukum berdasarkan nas. Kedua, al- 
far" harus tidak memiliki ketentuan hukum berdasarkan nas. Ketiga, 
hukm al-asl harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berupa hukum 
syarT amali yang ditetapkan berdasarkan nas, berupa hukum yang 
ma'gul al-ma'na atau ta'agguli (logic), dan berupa hukum yang tidak 
hanya berlaku pada nas. 

Illat adalah sifat yang menjadi titik persamaan antara al-asl 
dan al-far. Tidak semua sifat yang melekat pada al-as! dapat 
dijadikan 'illat hukum, melainkan harus memenuhi beberapa syarat: 
Pertama, harus berupa sifat zahir seperti ijab dan gabul yang menjadi 
indikasi adanya kerelaan kedua belah pihak (mazinnah al-taradi) 
merupakan 'illat bagi keabsahan transaksi. Sedangkan al-taradi 
sendiri sebagai hikmah al-hukm tidak dapat dijadikan 'illat karena 
tidak zahir. Kedua, harus berupa sifat yang terukur (mundabit), 
seperti safar yang menjadi indikasi adanya masyaggah merupakan 
'illat bagi bolehnya meng-gasar salat, sedangkan masyaggah sendiri 
tidak dapat dijadikan “illat karena tidak terukur. Masyaggah tidak 
terukur karena dapat berbeda-beda intensitasnya dan berat 
ringannya tergantung pada kondisi alam dan setiap individu yang 
menjalaninya. Ketiga, harus berupa sifat memiliki relevansi dengan 
hukum (munasib). Artinya menyandarkan hukum terhadap “llat itu 
pada umumnya dapat mewujudkan maslahat.74 

Illat sebagai unsur terpenting dalam mekanisme giyas ada 
yang diketahui melalui nas (mansiusah) dan yang diketahui melalui 
upaya penggalian (mustanbatah). Tllat mansusah lebih jelas daripada 
'“illat mustanbatah. Oiyas dilihat dari segi ini dibagi menjadi: giyas jali, 
yaitu giyas yang didasarkan pada 'illat yang mansusah, dan giyas 
khafi, yaitu giyas yang didasarkan pada 'illat yang mustanbatah ketika 
antara al-aslu dan al-far'u terdapat jarak (farig) yang signifikan.75 


7“Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Usul al-Figh, h. 68-70. 
75Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Figh, vol. 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 
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Oiyas dinilai benar secara metodologis bila memenuhi rukun-rukun 
dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. Oiyas yang tidak 
memenuhi rukun dan syarat tersebut dianggap sebagai kekeliruan. 
Mekanisme inilah yang membedakan antara giyas dengan dalil-dalil 
sekunder lainnya. 


c. Metode Istislahi atau Magasidi 

Metode istislahh atau magasidi membahas tentang peran 
magasid al-syari'ah, bahwa magasid al-syar''ah tidak hanya penting 
diperhatikan dalam menafsirkan nas, melainkan juga sangat 
dibutuhkan untuk menggali hukum syar'i yang tidak memiliki acuan 
nas secara langsung. Oleh karenanya, dalil-dalil sekunder seperti 
istihsan, maslahah mursalah dan 'urf pada hakikatnya merujuk pada 
magasid al-syar''ah. Istihsan adalah kebijakan mujtahid dengan 
berpegang kepada giyas khafi dengan meninggalkan giyas jali: atau 
meninggalkan hukum kulli dengan berpegang pada hukum juz'i 
istisna'1 (hukum pengecualian).75 Jika seorang mujtahid dihadapkan 
pada dua dalil giyas yang satu jali dan yang lain khafi, maka pada 
dasarnya mujtahid harus berpegang pada dalil yang rajih, yaitu giyas 
jali. Namun atas pertimbangan tertentu, mujtahid dapat 
meninggalkan giyas jali yang rajih dengan mengambil giyas khaft 
yang marjuh. Cara kerja inilah yang dikenal dengan sebutan istihsan. 
Kedudukan istihsan sebagai salah satu pertimbangan penetapan 
hukum adalah masalah khilafiyah (kontroversial): sebagian 
menerima dan sebagian lain menolak. Imam Syafit termasuk salah 
satu yang menolaknya. Namun begitu, istihsan dengan pengertian di 
atas sesungguhnya secara de facto diamalkan oleh hampir semua 
fukaha, termasuk imam Syafi1. Sementara istihsan yang ditolak oleh 
imam SyafiT adalah istihsan yang didasarkan atas keinginan subjektif 
seseorang tanpa pijakan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.?? 

Dalil sekunder lainnya adalah al-maslahah al-mursalah, yaitu 
maslahat yang tidak memiliki acuan nas, baik nas yang mengakui 
(itibar) ataupun yang menafikannya (ilgha'). Ulama sepakat bahwa 
maslahah mursalah tidak dapat dijadikan acuan hukum dalam 
wilayah ibadah. Sedangkan dalam wilayah muamalah, ulama berbeda 


h. 703-704. Lihat juga: hasil keputusan Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji 
Donohudan Boyolali-Solo, Jawa Tengah tahun 2004, yang dimuat dalam Tim 
LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 1083-1087. 

76Abdul Wahhab Khallaf, Usul al-Figh, h. 79-80. 

77Abdul Wahhab Khallaf, Usul al-Figh, h. 83. 
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pendapat di dalam menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah. 
Ulama yang menerima maslahah mursalah sebagai acuan hukum 
menetapkan syarat-syarat sebagai berikut: harus faktual bukan semu, 
harus berupa kemaslahatan umum bukan personal-subjektif, dan 
harus tidak berlawanan dengan hukum atau prinsip-prinsip yang 
ditetapkan berdasarkan nas dan ijmak.?8 Imam al-Ghazali 
menambahkan satu syarat, yaitu maslahat dimaksud bersifat 
keharusan (daruriyyah).7” 

Di antara dalil sekunder lainnya adalah al-'urf, yaitu sesuatu 
yang dikenal oleh atau tidak asing lagi bagi masyarakat karena sudah 
menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka, baik berupa perkataan 
maupun perbuatan.80 Urf terbagi menjadi dua: al-'urf al-'dmm, yaitu 
adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, dan al- 
urf al-khas, yaitu adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau 
negeri tertentu. Di samping itu, 'urf juga dapat dikategorikan ke 
dalam dua kategori: al-'urf al- sahih : yaitu suatu hal baik yang 
menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun tidak sampai 
menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, dan al-'urf al- 
fasid, yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan namun sampai 
menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Adapun syarat-syarat “urf 
untuk dapat dijadikan landasan hukum harus termasuk 'urf yang 
sahih (tidak bertentangan dengan ajaran al-Our'an dan al-Sunnah), 
harus bersifat umum (minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas 
penduduk negeri itu), harus sudah ada ketika terjadinya suatu 
peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf tersebut, dan tidak ada 
ketegasan dari pihak-pihak terkait (dua belah pihak yang ber-akad) 
yang berlainan dengan kehendak “urf tersebut. Sebab jika kedua 
pihak telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang 
berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 
urfsi 

Terkait dengan hasil keputusan yang disepakati oleh peserta 
Muktamar ke-33 di Jombang disimpulkan, bahwa metode istinbat al- 


78'Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Usul al-Figh, h. 86-87. 

79Abd al-Hayy al-Farmawi, ”Syurit al-'Amal bi al-Maslahah al-Mursalah”, 
dalam Hadyu al-Islam, 6 Juli 2010. 

80Abdul Karim Zaydan, al-Wajiz Fi Usul al-Figh, (Beirut: Mw'assasit al- 
Risalah, 1985). 

81Satria Efendi, Ushul Figh, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2005), 156-157. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Figh al-Islami, h. 
120-122. 
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ahkam harus dilakukan oleh orang yang telah memenuhi persyaratan 
(ahli) untuk melakukan istinbat, dan harus dilakukan secara kolektif 
((amai) bukan secara individual (fardi) untuk menghindari 
kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan istinbat al-ahkam.? Hal 
yang menarik pada Muktamar NU di Jombang 2015 dan juga Munas 
NU di Mataram 2017 adalah masuknya pertimbangan magasid al- 
syari'ah dan maslahat. Tentu hal ini agak tidak biasa di dalam NU, 
sebagai ormas yang selama ini terkenal dengan komitmennya 
mengikuti mazhab Syafii, yang kurang mempopulerkan dalil 
maslahat dalam hal yang tidak diperoleh penegasan oleh nas. Mazhab 
Syafii selalu menekankan giyas terhadap persoalan yang tidak 
tersurat (ghayr mansusah) dalam teks agama, sehingga lebih suka 
berbicara tentang apa yang disebut dengan '“illat (alasan hukum), 
dengan alasan bahwa maslahat sudah tersimpul dalam “illat. Tetapi 
hukum yang ditelorkan melalui giyas tidak boleh tergantung pada 
maslahat yang tidak tegas rumusan maupun ukurannya.8? Disinilah 
pentingnya penelitian ini guna menguji seberapa efektif gagasan 
metode bermazhab dalam NU, dan realisasinya dalam berkontribusi 
melahirkan fikih bercorak keindonesiaan. 


Pergeseran Bermazhab dalam NU 

Jika mengacu pada ciri-ciri pola pikir Nahdlatul Ulama, maka 
peluang mengembangkan metode bermazhab NU sangat terbuka lebar. 
Disamping memiliki pola pikir moderat, seimbang dan toleran, NU juga 
menganut pola pikir reformis, dinamis dan metodologis. Dengan pola 
pikir reformis, NU senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah 
yang lebih baik, termasuk juga perbaikan metodologi sehingga 
keputusan hukum yang dihasilkan senantiasa responsif terhadap 
perkembangan zaman. Di samping itu juga, NU berpijak pada pola pikir 
dinamis yang senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon 
berbagai persoalan. Dengan pola pikir ini, NU senantiasa mengupayakan 
untuk mendialogkan warisan masa lalu (kitab kuning) dengan kondisi 
hari ini, maka dilakukan upaya kontekstualisasi kitab kuning dengan 
mengembangkan metode bermazhab dalam NU. 

Selain pola pikir di atas, NU juga menganut pola pikir metodologis 
(manhajiyah), yang senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang 
mengacu pada manhaj yang telah ditetapkan oleh NU. Dengan pola pikir 


82Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugah@' ..., h. 1078-1092. 
83Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial..., h. xIviii-xlix. 
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ini, peluang untuk memaksimalkan peran mazhab manhaji sangat 
potensial. Oleh karena itu, sejak Munas Bandar Lampung tahun 1992 
hingga tahun 2019 kesadaran metodologis ini terlihat sangat jelas 
dengan dibahasnya berbagai metode istinbhat hukum dalam forum 
bahtsul masail, baik secara konseptual maupun praktikal. Untuk 
mewujudkan pola pikir NU ini, perlu dilakukan upaya kontekstualisasi 
dan revitalisasi metodologi sehingga hukum Islam selalu relevan dalam 
berdialog dengan zaman. 

Dengan pola pikir tersebut, pergeseran bermazhab dalam NU 
sangat mungkin terjadi di lingkungan NU. Pergeseran tersebut dapat 
diamati melalui metode yang digunakan dalam menyelesaikan atau 
menjawab permasalah hukum, dan permasalahan hukum dalam NU 
dibahas pada forum resmi melalui bahtsul masail, baik pada acara 
Munas maupun Muktamar NU. Pergeseran ini terlihat jelas semenjak 
Munas NU di Bandar Lampung tahun 1992. Munas Bandar Lampung 
dapat dikatakan sebagai era kesadaran perlunya redefinisi dan 
reformasi bermazhab, yang cikal bakalnya dimulai sebelum tahun 90-an. 
Tawaran metode bermazhab pada Munas Bandar Lampung 1992 
menemukan momentumnya, karena menurut Gus Dur, gerakan 
keagamaan telah banyak mengalami perubahan, terutama pasca tahun 
1990-an, yaitu memiliki kecenderungan memadukan aspirasi 
keagamaan dan kerangka pemahaman keadaan yang bersifat struktural. 
Dengan kata lain, telah tumbuh militansi keberagamaan yang 
revolusioner dalam wawasan dan watak revolusioner, sekalipun 
wawasan tersebut masih banyak bergerak pada tataran wawasan saja, 
belum menjadi sesuatu yang programatik yang didukung dengan 
bangunan institusional yang sesuai dengan kebutuhan melaksanakan 
revolusi.84 

Semenjak kelahirannya, NU menganut pola bermazhab secara 
gauli hingga kemudian muncul istilah bermazhab secara manhaji. 
Munculnya istilah ini dan timbulnya gagasan untuk mempopulerkannya 
dapat ditelusuri sejak tahun 1987 ketika intelektual muda NU 
mengadakan kajian-kajian kritis terhadap kitab kuning, walaupun 
akhirnya mendapat tanggapan negatif dan hambatan dari beberapa 
ulama senior dengan melarang pelaksanaan diskusi di kantor PBNU. 
Namun demikian, para intelektual muda tetap mengadakan diskusi- 


84Lihat: Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, (Yogyakarta: 
LKiS, 1999), h.183, yang dikutip oleh Zuly Oodir, Islam Liberal: Varian-Varian 
Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 55. 
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diskusi kritis di tempat lain, tepatnya di P3M (Pusat Pengembangan 
Pesantren dan Masyarakat). Melalui P3M inilah hasil-hasil diskusi 
tersebut dipublikasikan oleh jurnal pesantren.3 

Menurut Ahmad Arifi, perubahan pemikiran di kalangan 
intelektual (kyai) NU dirasakan cukup signifikan dan mendasar dimulai 
pada pertengahan tahun 1980-an sampai 1990-an akhir, terutama sejak 
NU menegaskan kembali ke Khittah NU 1926 dan melakukan redefinisi 
konsep Aswaja. Kembalinya orientasi NU sebagai jam'iyyah diniyyah 
(organisasi keagamaan) telah merubah wawasan pemikiran fikih NU, 
yang semula hanya berkutat pada pola bermazhab secara gauli dengan 
ciri khas tekstual menjadi lebih terbuka dan dinamis, sehingga 
melahirkan pemikiran-pemikiran segar dalam bahtsul masail yang 
diselenggarakan oleh NU. Apalagi dengan wilayah kajian yang semakin 
meluas menyentuh isu-isu global-universal, seperti HAM, pluralisme, 
hubungan antar agama, demokratisasi, dan isu-isu global lainnya.8$ 
Lebih lanjut, menurut Arifi, pemikiran fikih dalam NU (pada decade 
1990-an) mengalami pergulatan intensif dalam forum bahtsul masail, 
dengan semakin banyaknya kaum intelektual NU dari perguruan tinggi 
yang terlibat di dalamnya. Pergulatan yang terjadi menyentuh wilayah 
pradigma fikih dalam NU. Gugatan pun menyentuh aspek ontologi 
(berkenaan dengan hakikat fikih), epistemologi (mengenai dalil dan al- 
kutub al-mu'tabarah sebagai referensi yang digunakan),8 dan 
metodologi (metode istinbat).88 

Pergeseran pemikiran di kalangan NU semakin terlihat, dari corak 
mazhab gauli ke arah mazhab manhaji, ketika para alim ulama 
mengadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Bandar Lampung 
pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 Januari 1992 M. dengan 
membuatkan rumusan konsep dan mengkaji prosedur pengambilan 


85Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian 
Wacana Baru, h. 200-201. 

86Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih ..., h. 6-7. 

87Kriteria kitab otoritatif (al-kutub al-mu'tabarah) dalam keputusan 
Munas Alim Ulama di Sokorejo Situbondo tahun 1983 ialah kitab-kitab “ala al- 
madzhab al-arba'ah. Kemudian pada Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 
dilakukan definisi ulang, yaitu al-kutub al-mu'tabarah adalah kitab-kitab 
tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal jama'ah. lihat: 
Tim LTN-PBNU, Ahkamul Fugaha'..., h. 386-470. Kriteria ini mendapat kritikan 
dari Ahmad Zahro karena dianggap tidak jelas standarnya sehingga 
menimbulkan banyak pertanyaan. Lihat: Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: 
Lajnah Bahtsul Masail 1926-199, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 146-167. 

88Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih..., h. 11. 
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hukum di kalangan nahdiyyin. Ketentuan umum dari hasil Munas di 
Bandar Lampung adalah menyangkut tentang kriteria al-kutub al- 
mu'tabarah, bermazhab secara gauli, bermazhab secara manhaji, 
prosedur metode istinbat, metode tagrir jama'i, metode ilhag (ilhagul- 
mas@'il binaz@'iriha) dan lain sebagainya.389 Menurut Mahsun, pertemuan 
ulama pada Munas di Bandar Lampung tahun 1992 merupakan awal 
munculnya kesadaran formal akan pentingnya pengembangan 
pemikiran metodologis, khususnya dalam rangka mengambil keputusan 
hukum.99 Menurut KH. Afifuddin Muhajir, latar belakang terjadinya 
pergeseran metode bahtsul masail pada Munas Bandar Lampung 1992 
adalah bermunculannya masa'il fighiyyah baru yang tidak tersedia 
jawabannya di dalam kitab-kitab turats, atau rumusan yang tersedia di 
dalam kitab-kitab tersebut tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan di 
masa sekarang karena terjadi perubahan situasi-kondisi dan tradisi.?! 
Melihat dinamika pemikiran di lingkungan NU mulai dari era 80- 
an, dapat dibilang bahwa NU tidak terlalu kaku (rigid) dengan menolak 
kebaruan, namun juga tidak kebablasan dalam menerima pembaruan.?2 
Bukti bahwa NU tidak menolak kebaruan dapat terlihat dari 
perkembangan sistem pengambilan keputusan hukum bahtsul masail 
sejak tahun 1992. Demikian juga bukti bahwa NU tidak over di dalam 
menerima kebaruan dapat terlihat ketika forum bahtsul masail sempat 
menawarkan dan mendiskusikan metode baru bernama 
“hermeneutika”.98 Metode ini sempat muncul kepermukaan dan dibahas 
pada Muktamar NU ke-31 di Solo 2004,” namun mendapatkan 
penolakan dari mayoritas bdhitsin (para peserta bahtsul masail) atau 
mu'tamirin (para peserta Muktamar) karena dianggap produk barat dan 
tidak senafas dengan Islam, atau keluar dari rel-rel keagamaan yang 


89Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha..., h. 470. 

90Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritis..., h. 3 

Wawancara dilakukan terhadap KH. Afifuddin Muhajir pada hari Senin, 
29 Juni 2020 via whatsapp karena kondisinya tidak memungkinkan untuk 
melakukan silaturrahim secara tatap muka disebabkan masih dalam kondisi 
pandemi Covid 19. 

”2Keputusan Komisi Bahtsul Masail al-Diniyah al-Maudi'iyyah Munas 
Alim Ulama & Konbes NU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Juli 27-30, 2006. 

?3Akar kata hermeneutika berasal dari istilah Yunani dari kata kerja 
hermeneuein yang berarti menafsirkan, dan kata benda hermeneia, interpretasi. 
Lihat: Richard E. Palmer, Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi, 
Penerjemah Musnur & Damanhuri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 14. 

24Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha' ..., h. 985. 
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telah dipakemkan dan manabrak pagar fikrah nahdiyyah NU,?5 atau 
secara umum, mayoritas peserta bahtsul masail menolak bentuk-bentuk 
pemikiran liberal meskipun memiliki pijakan yang (dianggap) kuat 
dengan berlandaskan al-Gur'an dan hadis yang dapat dipertanggung- 
jawabkan.95 


1. Pergeseran Mazhab ke Arah Kontekstual 

Pemahaman kontekstual terhadap ajaran-ajaran Islam merupakan 
sebuah tema yang banyak didiskusikan di lingkungan muslim liberal di 
Indonesia pada akhir tahun 1980-an, yang menarik karena memberi 
peluang bagi penafsiran yang lebih luwes atas ajaran-ajaran tersebut 
dan mengarah pada penyesuaian terus menerus terhadap berbagai 
keadaan yang senantiasa berubah.97 Kontekstualisasi menyatakan relatif 
sesuatu yang dianggap mutlak oleh kaum tradisional literalis dan 
fundamentalis. Namun begitu, pada tahun 80-an, isu kontekstualisasi 
bukan hanya sekedar kavling kaum liberal, melainkan juga menjadi 
concern NU dalam wilayah yang berbeda, yaitu kontekstualisasi kitab 
kuning. 

Jika mengamati hasil keputusan bahtsul masail NU dari tahun 
1926 hingga 2019, maka dari awal mazhab gauli sangat mendominasi. 
Walaupun begitu, sejak awal pula upaya kontekstualisasi kitab kuning 
sudah dilakukan oleh para kyai NU dengan cara merumuskan metode 
pentarjihan terhadap perbedaan pendapat ulama dalam kitab-kitab 


”5Mahsun, Mazhab NU Mazhab..., h. 79. Penolakan ini oleh sebagian 
pengamat NU dianggap sebagai cerminan adanya kesenjangan berpikir antara 
kaum muda dan kaum tua (kalangan kyai). Misalnya hasil wawancara yang 
dilakukan oleh Vivin dengan K.H. Ma'ruf Amin, menyimpulkan bahwa kaum tua, 
walaupun ada yang mendorong untuk dilakukan kontekstualisasi kitab kuning 
dengan mazhabmanhaji, seperti K.H. Sahal Mahfudh dan K.H Ma'ruf Amin, 
namun mereka tetap dalam koridor moderat, tidak konservatif dan tidak pula 
liberal. Sementara kaum muda merespon semangat mazhab manhaji ke arah 
liberalisasi. Lihat Vivin Baharu Sururi, “Metode Istinbath Hukum di Lembaga 
Bahtsul Masail NU”, Jurnal Bimas Islam, vol. 6, No. 3, 2013, h. 447. 

”6Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih..., h. 294. 

”Menurut Noeng Muhadjir, kontekstual memiliki sekurang-kurangnya 
tidak arti. Pertama, diartikan sebagai upaya pemaknaan menanggapi masalah 
kini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual sama dengan 
situasional. Kedua, disamakan dengan melihat keterkaitan masa lampau, kini 
dan mendatang. Ketiga, diartikan mendudukkan keterkaitan antara yang sentral 
dengan yang perifer. Lihat: Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, 4th 
eds, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 263-264. 
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kuning, dan menganalogikan kasus-kasus baru dengan kasus yang 
tertuang dalam kitab-kitab tersebut. Baru kemudian pada Munas NU di 
Bandar Lampung tahun 1992 metode bermazhab NU sudah mulai 
terlihat sistematis dengan membuatkan istilah-istilah aplikatif beserta 
definisinya seperti tagrir jamai, ilhag, istinbat jamat dan lain 
sebagainya. Sebalumnya, bermazhab dalam NU hanya identik dengan 
mengikuti pendapat-pendapat yang sudah tertuang dalam kitab-kitab 
terdahulu dalam lingkup mazhab tertentu. 

Pergeseran mazhab gauli dari tekstual ke kontekstual terlihat 
semenjak Munas Bandar Lampung tahun 1992. Munculnya metode 
tagrir jamai dan ilhag merupakan bukti akan adanya upaya 
kontekstualisasi bermazhab di tubuh NU. Bahwa NU dalam memutuskan 
hukum tidak hanya menerima apa adanya sesuai dengan apa yang 
tertuang dalam kitab kuning, melainkan juga dilakukan upaya 
mendialogkan kitab kuning dengan kondisi sekarang. Dalam melakukan 
kontekstualisasi kitab kuning tersebut, ulama NU menggunakan 
perangkat metodologi (usul fikih) ulama-ulama terdahulu dalam 
mengeluarkan hukum dari kitab kuning, baik dengan cara tagrir jama'i 
ataupun dengan cara ilhag. Dalam konteks bermazhab, metode tagrir 
jama'i berfungsi untuk menyelesaikan persoalan yang jawabannya 
masih diperselisihkan di kalangan ulama fikih dengan cara memilih 
pendapat yang lebih kuat dan lebih maslahat. Salah satu ukuran 
kemaslahatan itu adalah dengan cara memilih pendapat yang paling 
sesuai dengan konteks atau kondisi zaman yang dihadapi. Sementara 
metode ilhag merupakan metode yang berfungsi untuk melakukan 
kontekstualisasi kitab-kitab kuning untuk tetap responsif terhadap 
persoalan hari ini. Metode ilhag menganalogikan persoalan hari ini 
dengan persoalan yang pernah dibahas dan dijawab dalam kitab-kitab 
ulama terdahulu, walaupun kasusnya tidak sama persis namun memiliki 
kesamaan 'illat (wajh), menandakan bahwa kitab-kitab ulama terdahulu 
masih dianggap relevan dan mampu merespon persoalan hari ini. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, walaupun pergeseran 
mazhab NU terlihat sejak Munas Bandar Lampung tahun 1992, namun 
istilah-istilah yang dirumuskan pada waktu itu secara praktik dalam 
beberapa kasus sudah dilakukan jauh sebelum dirumuskan metode ini, 
misalnya metode tagrir jama'. Secara konseptual, metode tagrir jama'it 
sudah dibahas sejak Muktamar pertama di Surabaya tahun 1926 
walaupun belum dikenal dengan istilah tagrir jama'. Ketika Muktamar 
pertama, pertanyaan yang muncul adalah pendapat siapakah yang dapat 
atau boleh digunakan untuk berfatwa di antara pendapat-pendapat yang 
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berbeda dari ulama Syafi'iyah. Jawaban yang disepakati adalah 
pendapat yang terdapat kata sepakat antara imam al-Nawawi dan imam 
al-Rafit. Namun apabila kedua tokoh ini tidak satu suara, maka 
pendapat yang diambil adalah pendapat yang dipilih oleh imam al- 
Nawawi saja. Sementara apabila imam al-Nawawi tidak memberikan 
jawaban terhadap kasus tersebut atau tidak ditemukan jawabannya 
dalam kitab-kitab imam al-Nawawi, maka pendapat yang diambil adalah 
pendapat yang dipilih oleh imam al-Rafi' saja, kemudian pendapat yang 
disokong oleh ulama terbanyak, pendapat ulama yang terpandai, dan 
pendapat ulama yang paling wira'i.?8 

Kontekstualisasi bermazhab dalam NU perlu dilakukan karena 
jika tidak, bukan mustahil nantinya akan terdapat banyak kasus hukum 
yang tidak dapat diselesaikan. Sebagaimana menurut kyai Sahal 
Mahfudh bahwa, jika pola pemahaman tekstual tidak segera diimbangi 
dengan pola-pola pemahaman kontekstual, maka bukan mustahil jika 
kitab kuning akan menjadi harta pusaka yang hanya dapat dimiliki 
tetapi tidak banyak memberikan manfaat bagi solusi permasalahan 
aktual. Bahkan lebih tragis lagi adalah pemahaman tekstual dapat 
menyeret kaum muslimin memperlakukan fikih sebagai dogma yang 
tidak dapat diganggu gugat. Tidak jarang, fikih (kitab kuning) dianggap 
sebagai kitab suci kedua setelah al-Gur'an. Lebih lanjut lagi, menurut 
kyai Sahal, gagasan pemahaman kontekstual bukan berarti 
meninggalkan dan menanggalkan fikih secara mutlak, justru segala 
aspek perilaku kehidupan akan dapat terjiwai oleh fikih secara 
konseptual dan tidak menyimpang dari rel fikih itu sendiri.9” 

Senada dengan kyai Sahal, Ahmad Zahro berpendapat bahwa 
langkah penting yang harus dilakukan dalam upaya reformasi 
pemahaman hukum Islam adalah desakralisasi terhadap kitab-kitab 
fikih, dengan menempatkan kitab fikih pada tempat yang semestinya, 
yaitu sebagai produk penalaran manusia yang tidak tabu untuk dikritisi, 
dikoreksi dan dievaluasi melalui pemahaman kontekstual. Menurutnya, 
kitab-kitab fikih juga merupakan produk pemikiran yang tidak terlepas 
dari pengaruh individual penulisnya, baik berkaitan dengan latar 
belakang pendidikan, kebudayaan, lingkungan, jenis kelamin, maupun 
usia dan lain sebagainya. Zahro mengapresiasi kitab-kitab fikih klasik 


”8Lihat hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-1 di Surabaya 
pada tanggal 13 Rabiuts Tsani 1345 H./21 Oktober 1926 M., yang tertuang 
dalam Ahkam al-Fugaha'..., h. 3. 

99Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, h. xxxix-xI. 
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sebagai karya monumental para ulama brilian yang cocok dan sesuai 
dengan zamannya, tetapi belum tentu sesuai dengan zaman berikutnya. 
Sebagai produk pemikiran manusia, apalagi karya tersebut sudah 
berusia ratusan bahkan seribu tahun, tentu sangat wajar apabila di 
kemudian hari dijumpai hal-hal yang terasa tidak relevan lagi dengan 
perkembangan zaman yang amat cepat perubahannya dengan pesatnya 
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.10 

Menurut al-Oarafi, sikap terpaku secara terus-menerus pada teks 
pendapat ulama terdahulu adalah suatu kesesatan dalam agama dan 
(juga) suatu ketidak mengertian terhadap apa yang diinginkan oleh para 
ulama terdahulu. Ia menyarankan untuk tidak terpaku hanya pada apa 
yang tertulis dalam kitab-kitab. Menurutnya, jika datang seorang 
peminta fatwa (mustafti) dari luar daerah, maka hendaknya tidak 
menerapkan sebuah hukum menurut tradisi yang berlaku di daerah 
sang mufti (pemberi fatwa). Seorang mufti harus menanyakan terlebih 
dahulu kepada peminta fatwa tentang tradisi yang berjalan di 
daerahnya. Kemudian mufti memberikan fatwa berdasarkan tradisi di 
daerah sang mustafti bukan berdasarkan tradisi yang ada di daerah sang 
mufti dan bukan pula berdasarkan keputusan yang tercantum dalam 
kitab-kitabnya.101 

Sebagaimana al-Oarafi, Ibnu al-Gayyim berpendapat yang sama 
bahwa, siapapun yang berfatwa hanya dengan melihat pada teks yang 
tertuang dalam kitab-kitab (fikih), padahal berbeda budaya, adat, 
situasi, kondisi, dan indikasinya, maka sungguh telah sesat dan 
menyesatkan. Oleh karena itu, menurut Ibn al-Gayyim, jika ada orang 
yang meminta fatwa (mustafti) dari wilayah atau negara berbeda, maka 
seorang pemberi fatwa (mufti) harus menanyakan terlebih dahulu 
budayanya. Mufti akan memberikan fatwa sesuai dengan budaya 
peminta fatwa bukan sesuai dengan budaya yang termaktub dalam kitab 
karangannya.!02 


100Ljhat Makalah Ahmad Zahro, “Desakralisasi Kitab Figih Sebagai Upaya 
Reformasi Pemahaman Hukum Islam.” yang disampaikan dalam pengukuhan 
guru besar ilmu fikih (hukum Islam) Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel 
(sekarang UINSA), 30 Juli 2005. 

101Ahmad bin Idris al-Garafi , al-Furug, vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyyah, 1998), h. 176, atau al-Garafi, al-Furug, vol. 2, (Beirut: Dar al-Gharb al- 
Islami, 1994), h. 176-177. 

102Ibn al-Gayyim al-Jauziyyah, Ilam al-Muwaggi'in “an Rabb al-Alamin, 
vol. 1, (al-Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H.), h. 52. 
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Lebih lanjut, menurut Zahro, dalam kehidupan keagamaan saat ini 
terdapat banyak masalah aktual yang belum disebutkan dalam kitab- 
kitab fikih, atau sudah disebutkan tetapi terasa ketaksesuaiannya 
dengan situasi dan kondisi kekinian. Menyikapi hal demikian, warga NU 
masih banyak yang berupaya keras merujukkan segalanya ke kitab- 
kitab fikih yang ada. Zahro mengakui, bahwa ulama yang tergabung 
dalam lembaga bahtsul masail amat sangat piawai merujuk kitab-kitab 
fikih dalam menyelesaikan hampir semua persoalan fikih bahkan 
kontemporer sekalipun, sehingga sebagian besar produk keputusan 
hukum bahtsul masail dirujukkan kepada kitab-kitab fikih yang 
tergolong klasik. Untuk sebagian masalah memang dapat terselesaikan 
dengan baik, namun untuk isu-isu kontemporer menimbulkan masalah 
serius, yaitu terjadinya semacam pemaksaan yang menyebabkan 
timbulnya kesenjangan antar tekstual-kultural dengan teoritis- 
empiris.103 

Tentu apa yang disampaikan Zahro menemukan relevansinya jika 
dikaitkan dengan waktu ketika Zahro menulis makalah tersebut (2005), 
namun jika asumsi Zahro dikaitkan dengan keputusan hukum bahtsul 
masail saat ini, tampaknya tidak seluruhnya benar, melihat banyaknya 
kitab-kitab kontemporer yang dijadikan rujukan dalam menjawab 
kasus-kasus yang tidak ada padanannya dalam kitab-kitab salaf. Di 
samping juga, dalam kasus-kasus tertentu forum bahtsul masail 
menggunakan metode manhaji dengan menggunakan kaidah fikih dan 
usul fikih sebagai pisau analisis. Oleh karena itu, dengan adanya 
prosedur tagrir jama'i dan ilhag dalam mazhab NU, menandakan bahwa 
NU berupaya melakukan kontekstualisasi teks. Namun jika upaya 
kontekstualisasi menemui jalan buntu, maka dilakukan upaya 
penjawaban masalah dengan metode mazhab manhaji melalui istinbat 
al-ahkam. Ini artinya bahwa ulama NU dalam menjawab persoalan yang 
dihadapi berusaha keras untuk tetap berada pada koridor mazhab gauli, 
kemudian melakukan kontekstualisasi, dan jika upaya tersebut tidak 
berhasil, maka dilakukan langkah berikutnya atau bergeser ke mazhab 
manhaji. 

Bentuk dari kontekstualisasi teks adalah munculnya metode 
tagrir jama'i, sebagai upaya secara selektif untuk menetapkan pilihan 
terhadap satu di antara beberapa gaul atau wajh, atau memilih atau 
mengunggulkan dalil yang lebih kuat di antara adillah al-figh al- 


103J jhat: Makalah Ahmad Zahro, “Desakralisasi Kitab Figih Sebagai Upaya 
Reformasi Pemahaman Hukun Islam.” 
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tafsiliyyah (dalil fikih yang terperinci) apabila terjadi kontradiksi antara 
dalil-dalil syara" atau memilih/mengunggulkan pendapat yang lebih 
maslahat dan lebih kuat dalilnya jika terjadi kontradiksi di antara 
pendapat-pendapat para ulama fikih (fukaha). Proses ini dilakukan 
secara kolektif sehingga disebut dengan jama'i. Secara operasional, 
tagrir jama'i menyerupai metode tarjih. Bedanya adalah, tagrir jama'i 
memilih salah satu pendapat ulama dalam hal hukum, sementara tarjih 
lebih umum karena biasanya tarjih menjadi metode di dalam memilih 
dalil yang terkesan bertentangan, baik dalil tersebut berupa dalil-dalil 
syar'i (al-nusus al-syar'iyyah) maupun pendapat-pendapat ulama (agwal 
al-'ulama)). 

Sementara ilhag, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, 
adalah menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh 
kitab dengan masalah masalah serupa yang telah dijawab dalam kitab. 
Metode ilhag merupakan bagian mekanisme yang tak terpisahkan dari 
pembahasan takhrij, dan takhrij merupakan bagian dari giyas.04 Ilhag 
hanya dapat dilakukan dalam rangka menyamakan masalah-masalah 
baru dengan masalah-masalah yang ada dalam nas imam. Namun imam 
al-Suyuti memberikan peluang untuk meng-ilhag masalah-masalah baru 
dengan masalah-masalah serupa yang ada dalam kitab ashab, meskipun 
tidak ada nas imam. Metode takhrij sendiri menurut ulama usul fikih 
terbagi menjadi dua. Pertama, takhrij al-furu' ala al-furu', yaitu 
menggali hukum dari nas-nas imam (mazhab). Kedua, takhrij al-furu“ala 
al-usul, yaitu menggali hukum dari kaidah-kaidah usuliyyah yang 
dijadikan hujjah oleh imam.195 Pada perkembangan berikutnya, ulama 
ahli usul fikih kontemporer melakukan sistematisasi dengan menambah 
metode takhrij menjadi tiga, dengan tambahan takhrij al-usul min al- 
furu', yaitu melahirkan kaidah-kaidah usul dari hukum-hukum cabang 
yang tertuang dalam fikih mazhab, sebagaimana yang dilakukan oleh 
aliran fukaha (mazhab Hanbal1).106 Bahkan jika memungkinkan dapat 


104AI-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Figh, vol. 8, h. 39. 

105Jbn al-Salah, Adab al-Mufti wa al-Mustafti, h. 97. 

106Ya'gub bin “Abdul Wahhab al-Bahusain, al-Takhrij 'inda al-Fugahad' wa 
al-Usuliyyin: Dirasah Nazariyah Tatbigiyyah Ta'siliyyah, (Riyad: Maktabah al- 
Rusyd, 1414 H.). Dalam Usul fikih, ada dua aliran (tarigah) yang menjadi corak: 
aliran mutakallimin (ulama Kalam) dan aliran Fugaha' (ulama Hanafiyyah). Dan 
mazhab SyafiT secara metodologis dimasukkan dalam kategori tarigah ulama 
kalam. Pengelompokan ini dikritik dan dianggap kurang tepat oleh A. Gadri 
Azizy dalam bukunya Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad 
Sesuai Saintifik-Modern. (Jakarta: Teraju, 2003), h. 4-9. Sedangkan Abdul 
Mughits, mengelompokkan menjadi tiga aliran atau tarigah dengan 
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dikembangkan lagi dengan manambah takhrij al-usul min al-usul, yaitu 
menggali kaidah-kaidah usul baru dari kaidah-kaidah usul yang telah 
ada.107 Oleh karena itu, upaya kontekstualisasi mazhab NU dilakukan 
dengan cara melakukan kontekstualisasi bermazhab, sehingga kitab 
kuning diharapkan untuk tetap mampu merespon tantangan zaman 
tanpa kehilangan akar historisnya. 


2. Pergeseran Bermazhab ke Arah Metodologis 

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa menjelang Muktamar 
NU ke-28 tahun 1989, diselenggarakan halagah (sarasehan) di Pondok 
Pesantren al-Munawwair Krapyak mengenai “Masa Depan NU” yang 
salah satu pembicaraannya adalah gagasan perlunya redefinisi 
bermazhab yang kemudian dicetuskan istilah bermazhab ff al-manhaj 
(mazhab manhaji). Tahun berikutnya (1990), setelah Muktamar NU ke- 
28 di kalangan pesantren, salah satunya pesantren Manbaul Ma'arif 
Denanyar Jombang, terjadi diskusi untuk mencari metode bahtsul 
masail yang lebih maju. Dari hasil diskusi yang berbentuk halagah ini 
diputuskan bahwa: (a) untuk memahami dan mengamalkan ajaran 
Islam yang bersumber dari al-Ouran dan al-Sunnah dengan 
menggunakan sistem mazhab adalah cara terbaik: (b) mazhab ada dua, 
mazhab manhaj dan mazhab gaul: (c) bermazhab ada dua: bagi orang 
awam adalah bermazhab secara gauli, sedangkan bagi individu yang 
memiliki perangkat keilmuan tetapi belum mencapai derajat mujtahid 
mutlag mustagil (mujtahid yang sepenuhnya mandiri), maka bermazhab 
dilakukan secara manhaji, (d) bermazhab manhaji dilakukan dengan 
cara istinbat jama'i. Ini dilakukan apabila tidak ditemukan pendapat 
(agwal) dari mazhab empat oleh para ahlinya. Adapun terhadap hal-hal 
yang ditemukan agwal-nya namun masih diperselisihkan, maka 
dilakukan tagrir jamat, (e) bermazhab, baik manhaji maupun gauli 
dilakukan dalam ruang lingkup mazhab empat.198 

Gagasan dari rangkaian diskusi, mudzakarah dan halagah inilah 
yang kemudian ditawarkan dan dibahas dalam Munas Alim Ulama NU di 
Bandar Lampung tahun 1992 yang melahirkan peresmian metode baru 


menambahkan metode konvergensi (gabungan) yang biasa disebut dengan 
tarigah al-jam'an. Lihat: Kritik Nalar Figh Pesantren, (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2008), h. 66-69. 

107Faisal bin Said Talilani, 1lm Takhrij al-Furu “ala al-Usul, h. 12. 

108Habib Bawafi, “Dinamika Metode Istinbath Ahkam Lembaga Bahtsul 
Masail NU”, diakses dari wwwjurnal.stit-almuslihuun.ac.id, pada 10 April 2020, 
h. 24. Lihat juga: Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU..., h. 129-130. 
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dalam memutuskan sebuah hukum bagi lembaga bahtsul masail, berupa 
metode bermazhab manhaji. Pada Munas ini dibahas tentang sistem 
pengambilan keputusan hukum berupa prosedur penjawaban masalah, 
hirarki dan sifat keputusan bahtsul masail, kerangka analisis masalah, 
prosedur pemilihan gaul atau wajh, prosedur ilhag dan prosedur 
istinbat. Namun begitu, orientasi bermazhab masih Syafi'iyyah oriented. 
Perbedaan pendapat masih tetap diselesaikan dengan cara memilih 
pendapat-pendapat ulama mazhab Syafii dengan tahapan memilih 
pendapat yang disepakati oleh al-Nawawi dan al-Rafit dan 
seterusnya,109 dengan mengacu pada Muktamar pertama tahun 1926. 
Dua belas tahun kemudian, pasca Munas Bandar Lampung, tepatnya 
pada Muktamar ke-31 di Solo tahun 2004, sistem pengambilan 
keputusan hukum Islam dalam bahtsul masail dibahas kembali 
walaupun tidak terlalu banyak perbedaan dengan apa yang dibahas 
pada Munas Bandar Lampung tahun 1992, namun ada beberapa 
penambahan misalnya dalam prosedur penjawaban masalah pada poin 
satu dijelaskan “Dalam kasus ketika jawaban dapat dicukupi oleh ibarat 
kitab” ditambah dengan “dari kutub al-madzahib al-arba'ah”. Ini 
menandakan bahwa NU semakin terbuka dalam menerima pendapat di 
luar mazhab Syafi'. Hal ini diperkuat dengan poin berikutnya, yaitu poin 
c bahwa untuk mazhab selain Syafit berlaku ketentuan-ketentuan 
menurut mazhab yang bersangkutan.1!0 Ini artinya bahwa Munas 
Bandar Lampung 1992 merupakan awal kesadaran NU bermazhab 
secara manhaji, dan kesadaran ini semakin hari semakin 
memperlihatkan inklusifitas NU dalam menerima perbedaan pendapat. 
Keterbukaan NU terhadap mazhab di luar mazhab Syafit semakin 
terlihat, walaupun tentu mazhab Syafii masih mendapatkan prioritas 


109Diktum rumusan keputusan seperti ini mendapatkan kritikan dari 
Husein Muhammad karena telah menempatkan pikiran personal mengungguli 
pikiran-pikiran kolektif. Dengan bagitu, dalam tradisi berpikir NU, ide-ide 
demokratisasi yang didalamnya mengandung kebebasan dan kesetaraan 
menjadi terpinggirkan atau setidaknya perlu dipertanyakan. Malangnya, 
pikiran-pikiran imam al-Nawawi dan al-RafitT hampir tidak terlihat dominan 
dalam forum bahtsul masail. Kitab-kitab kedua ulama ini jarang muncul sebagai 
rujukan. Pemilihan pendapat (gaul) untuk menjawab masalah dilakukan secara 
sporadis, sedapatnya. Lihat: Husein Muhammad, “Tradisi Istinbath Hukum NU: 
Sebuah Kritik”, dalam M. Imdadun Rahmat (ed.), Kritik Nalar Figih NU..., h. 28- 
29. 

110Ljihat Hasil Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 di Asrama 
Haji Donohudan Boyolali-Solo, Jawa Tengah, 29 November-1 Desember 2004, 
yang dimuat dalam Ahkam al-Fugaha'..., h. 983-984. 
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lebih. Bahkan inklusifitas dalam NU hampir mengarah ke arah liberal, 
ketika pada Muktamar di Solo metode hermeneutika sempat diusulkan 
sebagai metode penafsiran terhadap teks agama (al-Our'an dan al- 
Hadits).111 

NU sendiri menyadari bahwa mazhab manhaji sudah diintrodusir 
semenjak Munas Bandar Lampung 1992, meskipun belum sepenuhnya 
mampu diaplikasikan dalam bahtsul masail. Namun begitu, dalam 
Muktamar NU ke-31 di Solo tahun 2004, ada perkembangan baru, yaitu 
sejumlah ayat al-Gur'an dan al-Hadits dicantumkan dalam setiap 
jawaban atas persoalan yang dibahas dalam forum bahtsul masail. 
Tradisi demikian nyaris tidak pernah dilakukan dalam bahtsul masail 
NU sebelumnya. Di samping itu, dua tahun kemudian, tepatnya pada 
Munas NU di Surabaya tahun 2006, ulama NU membuat pengelompokan 
al-kutub al-mu'tabarah di semua mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, 
Syafii dan Hanbal1).112 

Pada Muktamar ke-32 di Makasar tahun 2010, format 
pencantuman ayat al-Our'an, al-Hadits dan dalil syara" lainnya 
ditanyakan dalam penjawaban bahtsul masail NU, termasuk juga 
menanyakan perlunya mugaranah al-madzahib dengan menggunakan 
al-kutub al-mu'tabarah yang telah dirumuskan dalam Munas di 
Surabaya. Jawaban forum ketika itu adalah pencantuman ayat al-Our'an, 
al-Hadits dan dalil-dalil syara" lainnya diperlukan dalam setiap jawaban, 
karena pada hakikatnya setiap hukum pasti berdasarkan al-Our'an, al- 
Hadits dan dalil-dalil syara" lainnya, dengan ketentuan bahwa ayat al- 
Our'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara" lainnya tersebut merupakan 
bagian dari pendapat ulama yang terdapat dalam al-kutub al- 
mu'tabarah. Hal ini karena ulama NU menyadari, bahwa yang mampu 
berijtihad langsung dari al-0ur'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' 
lainnya adalah para mujtahid. Oleh karena itu, agwal al-ulama' 
didahulukan, baru kemudian dilengkapi dengan ayat al-Our'an beserta 
tafsirnya, hadis beserta syarh-nya, dan dalil-dalil syara' lainnya. Karena 
al-Our'an, hadis dan dalil-dalil syara' lainnya dalam pandangan kyai NU 
tidak dijadikan sebagai dalil yang mandiri, tetapi merupakan bagian dari 
ijtihad ulama. Sedangkan mugaranah al-madzahib dalam mazhab empat 
diperlukan untuk memperoleh pendapat yang lebih sesuai (ansab) 


1M1Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha' ..., h. 985. 

1121 jhat Keputusan Komisi Bahtsul Masail al-Diniyyah al-Muwdu'iyyah, 
Munas Alim Ulama & Konbes NU di Sukolilo Surabaya, 27-30 Juli 2006, yang 
dimuat dalam Ahkam al-Fugaha' ..., h. 998-1010. 
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dengan tetap berpegang pada prinsip 'adam tatabbu' al-rukhas (tidak 
ada maksud mencari kemudahan) sejalan dengan Anggaran Dasar (AD) 
NU tentang prinsip bermazhab.113 

Jika bermazhab diartikan sebagai mengikuti pendapat-pendapat 
fukaha (ahli hukum Islam) yang telah mengklaim diri mereka sebagai 
pengikut salah satu imam pendiri mazhab, maka mazhab manhaji 
terkesan keluar dari pakem yang ada. Namun jika konsep atau definisi 
bermazhab itu dikaji ulang dan direvisi, bahwa barmazhab itu tidak 
harus mengikuti pendapat imam mazhab dari kata perkata (fi al-agwal) 
melainkan dapat dalam metodologinya (fi al-manhaj), bahkan juga 
untuk pengembangan metodologinya, bukan lagi mengikuti manhaj 
yang sudah ada, maka mazhab manhaji sebagai pola baru bermazhab NU 
masih dapat dikategorikan sebagai organisasi yang bercorak 
madzhabi.14 Dalam arti, bermazhab bukan hanya terikat untuk 
mengikuti pendapat salah satu mazhab yang empat melalui karya 
primernya, melainkan juga dapat berbeda pendapat dengan mereka 
asalkan tetap mengikuti manahij-nya. 

Pergeseran mazhab NU ke arah manhaji merupakan langkah maju 
di dalam bermazhab. Ketika mazhab manhaji ini menjadi bagian dari 
pilihan bermazhab NU, maka secara otomatis ulama NU akan melakukan 
ijtihad. Walaupun begitu, pada dasarnya istilah ijtihad tidak terlalu 
popular di kalangan NU, karena menurut NU kegiatan ijtihad merupakan 
hak otoritas ulama yang sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan 
ijtihad, yaitu seorang mujtahid. Banyak persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh seorang mujtahid, ada syarat keilmuan yang disepakati 
dan ada pula yang masih diperselisihkan.!15 Oleh karena itu, mengingat 
persyaratan menjadi mujtahid atau berijtihad sangat ketat, maka NU 
melalui Lembaga Bahtsul Masail (LBM) tidak menggunakan terma 
ijtihad dalam setiap pembahasan hukum. NU lebih suka menggunakan 
istilah bahtsul masail yang artinya membahas masalah-masalah yang 
terjadi melalui referensi kitab-kitab karya para ahli fikih. 


1183| jhat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha' ft Mugarrarat Mu'tamarat 
Nahdatil Ulama"...., h. 1014-1015. 

114A. Oodri Azizy, Reformaasi Bermazhab..., h. 21-25 

115Lihat: Sya'ban Muhammad Ism#il, al-ljtihad al-Jamai wa 
Ahammiyatuhu fi Muwajahah Musykilat al-Asri wa Dauru al-Majami' al- 
Fighiyyah fi Tatbigihi, (al-Gahirah: Dar al-Salam, 2011), h. 24-26. Lihat: al- 
Ghazali, al-Mustasfa Min “Ilm al-Usul, vol. 2, h. 351. Abdul Majid al-Susuh, al- 
ljtihad al-Jama' fi al-Taysri' al-Islami..., h. 70. Lihat juga: Sya'ban Muhammad 
Isma'il, al-Ijtihad al-Jama'..., h. 27-28. 
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Belakangan mulai muncul istilah istinbat, itu pun istinbat bukan 
dalam arti mengambil langsung dari sumber aslinya yaitu al-Our'an dan 
al-Sunnah, melainkan memberlakukan secara dinamis nas-nas fukaha 
(teks-teks kitab kuning) dalam konteks permasalahan yang dicari 
hukumnya. Sedangkan istinbat dalam pengertian menggali secara 
langsung dari al-Guran dan al-Sunnah cenderung ke arah perilaku 
ijtihad yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena 
keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka. Namun pasca 
Munas Lampung 1992, istinbat yang berkonotasi pada ijtihad mulai 
dibahas secara serius di forum-forum bahtsul masail, khususnya di 
komisi maudi'iyyah. Puncaknya, pada Muktamar NU ke-33 di Jombang 
tahun 2015, dibahas secara detail metode istinbat al-ahkam dalam NU, 
yang jika diteliti dengan cermat, maka NU secara konseptual telah 
memulai babak baru dalam melakukan ijtihad jama'i, walaupun dengan 
istilah istinbat jama'i,118 maka ketika Muhammad Adib mewawancarai 
KH. Afifuddin Muhajir, yang kerap menjadi musahih dalam forum 
bahtsul masail komisi maudu'iyyah, menyatakan bahwa kyai NU itu 
tidak berani mengatakan (ijtihad), namun berani melakukan.117 


Efektifitas Pergeseran Pola Bermazhab dalam NU 

Mengukur efektifitas sebuah metode dan produktifitasnya dapat 
dilihat dari frekuensi dan persentase penggunaannya. Dalam hal 
efektifitas, yang diukur bukan seberapa banyak metode tersebut 
digunakan, tetapi seberapa akurat penggunaannya. Sebuah metode, 
walaupun tidak banyak digunakan, namun jika penggunaannya sesuai 
dengan kebutuhannya, maka dapat dikatakan efektif. Misalnya dalam 
metode manhaji, jika ada persoalan yang harus dijawab dengan 
menggunakan metode manhaji, namun masih dipaksakan menggunakan 
metode gauli, maka metode manhaji tersebut dapat dikatakan tidak 
efektif. Namun apabila sebuah persoalan tersebut masih mampu 
dijawab oleh metode gauli, sehingga jawaban hukumnya didominasi 
metode gauli, bukan berarti secara otomatis metode manhaji dikatakan 
tidak efektif. Kemudian dalam hal mengukur produktifitas, tentu yang 


16Lihat hasil keputusan Muktamar NU ke-33 tentang Masda'il al-Diniyyah 
al-Maudu'iyyah di Jombang, 1-6 Agustus 2015 yang tertuang dalam Ahkam al- 
Fugaha'.., h. 1078-1092. 

117Lihat hasil wawancara Muhammad Adib dengan KH. Afifuddin Muhajir 
yang dilakukan pada tahun 2016 di kediamannya, Pesantren Salafiyah 
Syafi'iyyah Sukorejo Situbondo, yang tertuang dalam buku Kritik Nalar Fikih 
Nahdlatul Ulama, h. 51. 
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dilihat adalah seberapa banyak digunakan. Oleh karena itu, pembahasan 
ini akan menguji, seberapa efektif dan produktif tawaran metode 
bermazhab secara manhaji, dengan cara membandingkan antara hasil 
keputusan bahtsul masail sebelum dan sesudah Munas Bandar Lampung 
tahun 1992, dan juga dibandingkan dengan hasil penelitian para peneliti 
sebelumnya. Sebelum melakukan perbandingan dengan hasil keputusan 
bahtsul masail NU dari tahun 1926 hingga 1989. 

Jika mengamati hasil keputusan bahtsul masail, dengan 
melakukan perbandingan antara tahun 1926-1989 dan 1992-2019, 
maka secara persentase pola bermazhab mengalami pergeseran, yaitu 
dari pola bermazhab secara gauli bergeser ke pola bermazahab secara 
manhaji. Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan sebelum 
dirumuskan sistem penetapan hukum bahtsul masail NU, yaitu dari 
tahun 1926 hingga 1989 dan dari Munas Bandar Lampung tahun 1992 
hingga Munas Banjar tahun 2019, maka terlihat jelas tren mazhab gauli 
mengalami penurunan secara persentase berbanding terbalik dengan 
mazhab manhaji yang secara persentase trennya mengalami kenaikan. 
Secara keseluruhan, jika dibandingkan setiap metode bermazhab, maka 
metode gauli, tagrir jamaf dan ilhag mengalami penurunan secara 
persentase, yaitu metode gauli dari 75 Yo menjadi 53 Yo, metode tagrir 
jama' dari 2 Yo menjadi 0 Y6, dan metode ilhag dari 15 Yo menjadi 9Y6. 
Sebaliknya, metode istinbat jamai (mazhab manhaji) mengalami 
kenaikan yang signifikan, yaitu dari 2 Y menjadi 22 Y9.118 


118Jika dibandingkan dengan para peneliti sebelumnya, misalnya 
penelitian Ahmad Zahro dan Mahsun, maka akan terlihat perbedaan-perbedaan 
dalam penghitungan. Secara keseluruhan, dari rentang waktu 1926-1999, Zahro 
menyimpulkan bahwa dari 428 keputusan hukum fikih, 362 masalah (84,696) 
diputuskan dengan metode gauli, 33 masalah (7,799) dengan metode ilhag, dan 
8 masalah (1,946) dengan metode manhaji, serta ada 25 masalah (5,8) yang 
dianggap tidak jelas metodenya. Sementara menurut Mahsun, dalam 
penelitiannya dari tahun 1926 hingga tahun 2010 menyimpulkan, bahwa ada 
353 masalah (71,46Y60) yang menggunakan metode gauli, 25 masalah (5,0696) 
yang menggunakan metode ilhag, 95 masalah (19,239) yang menggunakan 
metode manhaji, dan 21 masalah (4,25) tidak jelas metodenya. Jika 
dibandingkan dengan sebelum dicetuskan rumusan prosedur penetapan 
hukum bahtsul masail di Bandar Lampung 1992, yaitu dari tahun 1926 hingga 
tahun 1989, ada 317 masalah (80,46Y9) yang menggunakan metode gauli, 25 
masalah (6,354) menggunakan metode ilhag, 37 masalah (9,390) 
menggunakan metode manhaji, dan ada 15 masalah (3,806) yang tidak jelas, 
maka pasca Munas Bandar Lampung (1992) sampai tahun 2010 ada 57 
masalah (53,289) yang menggunakan metode gauli, ada 3 masalah (2,80) yang 
menggunakan metode ilhag, ada 22 masalah (20,56) yang menggunakan 
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Namun begitu, jika dilihat dari angka penggunaannya, tentu 
metode gauli masih lebih dominan dari pada metode secara manhaji, 
yang dapat dibuktikan dengan melihat bahwa hampir seluruh keputusan 
bahtsul masail diawali dengan pendapat para ulama. Hal ini diperkuat 
dengan keputusan bahtsul masail maudi'iyyah pada Muktamar NU ke-32 
di Makasar tahun 2010, yang salah satu pembahasannya adalah tentang 
format penetapan bahtsul masail. Salah satu poin jawabannya dalah 
agwal al-'ulama' (pendapat ulama) didahulukan, baru kemudian 
dilengkapi dengan ayat al-Our'an beserta tafsirnya, al-hadits beserta 
syarahnya, dan dalil-dalil syara" lainnya. Dalam pandangan ulama NU, 
dalil al-Gur'an, al-hadits dan dalil-dalil syara" lainnya tidak dijadikan 
sebagai dalil yang mandiri, tetapi merupakan bagian dari ijtihad 


metode manhaji, dan ada 25 masalah (23,366) yang tidak jelas. 

Dari penghitungan keduanya, perbedaan sudut pandang dalam 
menentukan suatu masalah dijawab dengan metode gauli atau metode manhaji 
terlihat sangat jelas. Misalnya dalam penelitian Zahro, penggunaan metode 
gauli dari tahun 1926 hingga 1999 sebanyak 362. Sementara 11 tahun 
kemudian, dalam penelitian Mahsun ada 353 masalah yang menggunakan 
metode ilhag. Logikanya, semakin bertambah tahun, seharusnya semakin 
bertambah banyak penggunaannya. Namun jika dibanding dengan penelitian 
Zahro, ada pengurangan masalah sebanyak 9 masalah (dari 362 menjadi 353). 
Demikian juga dengan frekuensi penggunaan metode ilhag. Menurut Zahro ada 
33 masalah yang menggunakan metode ilhag dalam rentang waktu 1926-1999, 
sedangkan menurut Mahsun ada 25 masalah yang menggunakan metode yang 
sama dalam rentang waktu 1926-2010. Seharusnya dengan bertambahnya 
waktu 11 tahun, angka Mahsun melebihi angka Zahro tetapi malah menyusut 
dari 33 menjadi 25. Sementara ada lompatan persentase yang signifikan dalam 
frekuensi penggunaan metode manhaji. Menurut Zahro, dalam rentang waktu 
73 tahun (1926-1999) hanya ada 8 masalah yang menggunakan metode 
manhaji, sedangkan menurut Mahsun ada 95 masalah dalam rentang waktu 
1926-2010 yang menggunakan metode manhaji. Dalam penghitungan 
penggunaan metode manhaji terlihat adanya ketidak akuratan antara 
penghitungan Ahmad Zahro dengan penghitungan Mahsun, yang menurut 
Zahro ada 6 masalah sebelum munas Bandar Lampung yang diputuskan dengan 
metode manhaji, sementara menurut Mahsun ada 37 masalah. Tentu jika 
penelitian Mahsun akurat, maka menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut 
sejauh mana efektifitas tawaran Metode penetapan hukum Bandar Lampung 
telah merubah corak bermazhab NU dari gauli ke manhaji. Hal ini karena 
sebagaimana disebutkan di atas bahwa sebelum Munas Bandar Lampung, 
dalam rentang 63 tahun (1926-1989) hanya ada 37 masalah yang diputuskan 
dengan metode mazhab manhaji, sementara pasca Munas Bandar Lampung 
dalam tengang waktu 18 tahun (1992-2010) ada 22 masalah yang diputuskan 
dengan metode manhaji. Lihat: Zahro, Tradisi Intelektual NU..., h. 169, dan 
Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritis..., h. 177. 
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ulama.11? Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel nomor 6.16. 


Tabel 6.2 
Perbandingan Persentase Penggunaan Metode Bermazhab 
antara Tahun 1926-1989 dan Tahun 1992-2019 


1926-1989 1992-2019 

Ka: Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Ke 
Gauli 296 75 Y 91 530 -22 Yo 
Tagrir Jama'i 9 2 Yo - 0Yo -2 Y 
Ilhag 58 15 Yo 15 9Y9 - 6 YX 
Istinbat 7 2 Yo 37 22Y9 420 Y9 
Jama't 
Non Metode 24 6 Yo 27 16Yo #10 46 
JUMLAH 394 100 Yo 170 100 Yo 


Demikian juga jika ditinjau dari aspek jenis masalahnya. Secara 
persentase, pembahasan yang bersifat wagi'iyyah mengalami penurunan 
secara drastis, yaitu dari 92 Y9 pada tahun 1926-1989 menjadi 49 Yo 
dalam rentang waktu 1992-2019. Terdapat penurunan sebesar 43 46. 
Sebaliknya, jenis masalah yang bersifat maudu'yyah dan ganiniyyah 
mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu dari 8 Yo untuk masalah 
maudiu'yyah dalam rentang waktu 1926-1989 menjadi 29 Yo. Sementara 
masalah ganuniyyah yang selama rentang waktu 1926-1989 tidak 
pernah dibahas, pasca Munas Bandar Lampung (1992-2019) 
pembahasan yang bersifat ganiniyyah sebesar 22 Y2. 

Secara operasional, metode mazhab manhaji diaplikasikan ketika 
jawaban hukum tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih, maka 
persoalan yang tidak ada cantolan (intisab) hukumnya dalam al-kutub 
al-mu'tabarah tersebut tetap mampu dijawab dengan aneka kaidah usul 
fikih dan kaidah fikih. Namun bagitu, kendala metode mazhab manhaji 
(istinbat jama1), walaupun dapat dibilang efektif namun tidak 
seproduktif metode mazhab gauli , salah satu penyebabnya adalah 
karena masih terdapat kerancuan secara konseptual. Kerapkali metode 
mazhab manhaji digunakan untuk melestarikan mazhab gauli. 
Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan istinbat adalah 
mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan menggunakan al- 
gawa'id al-usuliyyah dan al-gawa'id al-fighiyyah. Namun begitu, menurut 
K.H. MA. Sahal Mahfudh, yang dimaksud dengan istinbat al-ahkam di 
kalangan NU bukan mengambil dari sumber aslinya secara langsung, 


119Lihat: TIM LTN PBNU, Ahkam al-Fugaha@'..., h. 1014-1015. 
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yaitu  al-Guran dan  al-Sunnah, melainkan  men-tatbig-kan 
(memberlakukan) secara dinamis teks-teks kitab kuning dalam konteks 
kasus-kasus yang dicarikan penyelesaian hukumnya.120 Ini artinya 
bahwa, sebagian kyai NU masih setengah hati dalam menerima 
bermazhab secara manhaji, sehingga prosedur manhaji pun akhirnya 
digiring untuk mengukuhkan mazhab secara gauli. 

Di samping metode manhaji yang persentasenya mengalami 
kenaikan, non metode (tidak menggunakan prosedur penetapan hukum) 
juga mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu tahun 1926-1989 secara 
persentase hanya 6 Y6, namun pasca Munas Bandar Lampung, yaitu dari 
tahun 1992 hingga 2019 mengalami kenaikan menjadi 16 Yo. Dianggap 
sebagai non metode, karena dalam penjawabannya tidak merujuk pada 
dalil apapun, baik dalil teks al-Gur'an dan hadis maupun agwal al- 
fugaha. Namun begitu, jika diamati dari proses melahirkan rumusan 
jawaban dari persoalan non metode ini, maka dapat dikatakan bahwa 
non metode ini mendekati mazhab manhaji. Karena di dalam 
penjawabannya, para peserta bahtsul masail melakukan proses 
metodologis. Biasanya, penjawaban masalah yang tidak menggunakan 
metode (non metode) adalah persoalan yang bersifat tematis 
(maudi'iyyah) yang melahirkan konsep, atau perundang-undangan 
(ganuniyyah) yang melahirkan rekomendasi rancangan undang-undang. 
Untuk jelasnya, dapat dilihat pada tabel nomor 6.15. 


Tabel 6.3 
Perbandingan Sebaran Frekuensi dan Persentase Produk Bahtsul Masail 
NU antara Tahun 1926-1989 dan Tahun 1992-2019 


1926-1989 1992-2019 
TEA Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Ia 
Wagi'iyyah 362 92 Yo 83 49 Yo -43 Yo 
Maudu'iyyah 32 8 Yo 50 29 Ya t21Y 
Ganuniyyah 0 0 Yo 37 22 Yo t22 Y 
JUMLAH 394 100 Yo 170 100 Yo 


Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan kesimpulan para 
peneliti sebelumnya yang menyimpulkan bahwa metode mazhab 


120Tim LTN-PBNU, Ahkamul Fugaha'..., h. viii-ix. Lihat juga: KH. MA. Sahal 
Mahfudh “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek”, 
dalam M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Figih NU, Transformasi Paradigma 
Bahtsul Masail, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), h. xvi. 
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manhaji relatif tidak efektif.121 Sebaliknya, penelitian ini menyimpulkan 
bahwa, metode manhaji dapat terbilang efektif karena melihat trennya 
yang mengalami peningkatan secara persentase dibanding dengan 
metode mazhab gauli. Walaupun begitu, penggunaan metode mazhab 
manhaji tidak seproduktif mazhab gauli. Hal ini disebabkan antara lain 
misalnya, menurut KH. Masdugi Mahfuz, prosedur bermazhab secara 
manhaji tidak mungkin dilakukan karena sumber daya manusia yang 
tidak cukup mampu untuk melakukan ijtihad, keterbatasan waktu dalam 
mengkaji suatu persoalan hukum, dan yang dilakukan para kyai dalam 
mengetahui akan kesahihan sebuah hadis pada akhirnya juga mengikuti 
pendapat ulama terdahulu yang telah meneliti dan itu juga termasuk 
kategori bermazhab secara gauli122 Demikian juga menurut KH. 
Afifuddin Muhajir, metode mazhab manhaji selama ini tidak seefektif 
dan seproduktif mazhab gauli, karena banyak dari peserta bahtsul 
masail yang belum menguasai manhaj al-istinbat secara sempurna, dan 
mereka tidak percaya diri sehingga merasa belum magam-nya untuk 
melakukan istinbat dengan membandingkan kualitas keilmuan mereka 
dengan ulama zaman terdahulu.128 


121Menurut Mahsun, penerapan prosedur bermazhab secara manhaji 
dalam bahtsul masail dari tahun 1992 hingga 2010 tidak produktif dibanding 
dengan metode mazhab gauli karena tidak mencapai 5095 (hanya 20,56Y0). 
Sementara jumlah penggunaan prosedur bermazhab secara gauli mencapai 
53,28. Untuk menguatkan asumsinya, Mahsun mengutip pendapat K.H. 
Masdugi Mahfudz, bahwa faktor penyebab penggunaan prosedur manhaji tidak 
produktif, untuk mengatakan tidak perlu diantaranya karena para kyai tidak 
punya cukup keberanian untuk merujuk langsung terhadap al-9Gur'an dan hadis 
tanpa melihat kitab-kitab fikih. Sementara metode mazhab manhaji (istinbat 
jama') yang diputuskan di Bandar Lampung hanya bersifat teoretik yang sulit 
dilaksanakan. Para kyai sangat menghormati pendapat terdahulu dan kitab- 
kitab (fikih) standar masih cukup memadai untuk menjawab masalah-masalah 
kekinian. Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritis... h. 100. Berbeda dengan 
anggapan Ahmad Zahro, yang menganggap bahwa walaupun kitab klasik dapat 
menyelesaikan sebagian masalah dengan baik, namun untuk isu-isu 
kontemporer menimbulkan masalah serius, yaitu terjadinya semacam 
pemaksaan yang menyebabkan timbulnya kesenjangan antar tekstual-kultural 
dengan teoritis-empiris. Lihat: Makalah Ahmad Zahro, “Desakralisasi Kitab 
Figih Sebagai Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam,” yang disampaikan 
dalam pengukuhan guru besar ilmu figih (hukum Islam) Fakultas Tarbiyah IAIN 
Sunan Ampel (sekarang UINSA), 30 Juli 2005. 

122Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritis... h. 100. 

123Wawancara dilakukan terhadap KH. Afifuddin Muhajir pada hari 
Senin, 29 Juni 2020 via whatsapp karena kondisinya tidak memungkinkan 
untuk melakukan silaturrahim secara tatap muka disebabkan masih dalam 
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Demikian juga dengan masih tingginya masalah yang tidak 
menggunakan metode (non metode), menandakan bahwa rumusan 
metode penetapan hukum dalam bahtsul masail NU, tidak secara 
totalitas dipraktikkan oleh peserta bahtsul masail. Namun begitu, tidak 
lantas kemudian dengan tingginya pembahasan yang tidak 
menggunakan metode, dianggap bahwa metode manhaji tidak efektif, 
karena ternyata pembahasan masalah yang tidak menggunakan metode 
sebetulnya sebagiannya masih dapat dijawab secara gauli. Hal ini 
terbukti, pada era pola bermazhab secara gauli (19261989) tren 
jawaban masalah yang tidak menggunakan metode relatif tinggi, yaitu 
ada sekitar 24 masalah. Sementara pasca Munas Bandar Lampung 
terdapat 27 masalah yang tidak merujuk pada dalil apapun. 


Upaya Liberalisasi Bermazhab Dalam NU 

Liberalisme, menurut Charles Kurzman, merupakan kosa kata 
yang mengandung makna adanya gagasan yang secara terus menerus 
dalam memberikan pemahaman atas kitab suci untuk disesuaikan 
dengan modernitas, rasionalitas, dan tidak menekankan pada segi 
bahasa letterlijk.124 Atau dalam konteks Indonesia, sebagaimana 
pendapat Greg Barton, bahwa Islam liberal di Indonesia adalah sama 
dengan pembaruan Islam atau Islam neo-modernis.125 Dalam konteks 
pemahaman atas syariat, Kurzman membagi liberalisme Islam pada tiga 
model: Pertama, liberalisme yang didukung secara tegas dan eksplisit 
oleh syariat (sumber-sumber Islam) atau al-Gur'an dan hadis. Kedua, 
liberalisme Islam yang sekalipun tidak didukung secara tegas oleh 
doktrin-doktrin Islam, umat Islam bebas mengadopsi sikap liberal 
dalam hal yang oleh syariat dibiarkan terbuka untuk dipahami oleh akal 
budi dan kecerdasan manusia. Ketiga, liberalisme Islam yang didukung 
oleh syariat dan manusia dibebaskan untuk menafsirkannya sehingga 
memunculkan keragaman penafsiran.126 

Sementara liberalisme (Islam Liberal) dalam konteks pembaruan 
mazhab NU bukan seperti yang dipahami oleh sebagian ilmuan yang 
menganggap sebuah aliran pemikiran yang tidak lagi mempercayai 
Islam sebagai agama yang didasarkan pada al-OGur'an dan hadis, tetapi 


kondisi pandemi Covid 19. 

124Charles Kurzman, Liberal Islam: A Sourcebook, (Oxford: Oxford 
University, 1998), h. 139. 

125Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, (Penerbit 
Paramadina, Jakarta, 1999). 

126Charles Kurzman, Liberal Islam: A Sourcebook, h. 
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lebih kepada acuan kriteria yang diberikan oleh Masmoudi sebagai 
batasan apakah seseorang dianggap liberal atau tidak dapat 
diperhatikan sebagai berikut: (1) kebebasan (liberty, hurriyah), yaitu 
kebebasan dalam berpikir, dalam beragama, dan dalam bergerak (free 
will dan free act) sebagai sesuatu yang diberikan Tuhan. (2) adil 
Uustice), yaitu seorang dikatakan liberal jika dalam dirinya memiliki 
amanat pembelaan pada adanya prinsip keadilan. (3) konsultasi- 
musyawarah (syura), yaitu membicarakan suatu persoalan secara 
bersama-sama untuk memutuskan suatu perkara atau menyelesaikan 
suatu masalah. (4) ijtihad, yaitu suatu kegiatan menafsirkan Islam dan 
dasar hukumnya secara rasional atau rasionalisasi atas sesuatu yang 
muncul dan dihadapi.12 

Oleh karena itu, pemikiran liberalisme kaitannya dengan 
pembaruan mazhab NU adalah model dari cara keberagamaan yang 
mengutamakan pemahaman atas penafsiran-penafsiran doktrin Islam 
sehingga Islam harus senantiasa ditafsirkan, bukan dipahami secara 
taken for granted.128 Sebagaimana penjelasan Leonard Binder tentang 
dua corak penafsiran atas doktrin Islam, baik terhadap al-Our'an 
maupun hadis. Corak pertama disebut sebagai “tradisionalis” atau 
“konservatif”, yang memahami bahwa bahasa al-0ur'an sebagai dasar 
absolute dari ilmu pengetahuan yang sudah lengkap dan tidak 
memerlukan penafsiran. Adapun corak kedua adalah penafsiran yang 
masuk kategori liberal, yang melihat bahwa al-Gur'an membutuhkan 
penafsiran dan pada tahap tertentu juga membutuhkan pentakwilan 
agar wahyu al-Gur'an senantiasa sesuai dengan konteks zamannya. 
Dengan demikian, al-Gur'an tidak dapat dipahami secara verbal-tekstual 
atau letterlijk. Sebaliknya, ia membutuhkan penerjemahan dan 
penafsiran sesuai dengan kondisi zamannya.129 

Menarik dicermati ketika pada Muktamar NU ke-31 di Solo tahun 
2004 muncul tawaran metode hermenutika. Munculnya tawaran ini 
tentu tidak secara tiba-tiba dan dari ruang kosong. Ada keterkaitan 
antara tawaran metode ini dengan wacana yang bergulir dari tahun- 
tahun sebelumnya, termasuk yang digulirkan oleh Jaringan Islam 


127Lihat: Zuly Oodir, Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di 
Indonesia, (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 12-13, dengan mengutip pendapatnya 
Masmoudi, 2003: 40-41. 

1287uly Oodir, Islam Liberal... h. 14. 

129Leonard Binder, Islamic Liberalism, (Chicago: Chicago University, 
1988), h. 4. 
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Liberal (JIL). 180 JIL memang sering menggunakan metode ini dalam 
menafsirkan agama Islam, sehingga ketika metode ini ditawarkan 
sebagai metode baru dalam NU, di antara peserta Munas menolaknya. 
Alasan penolakan ini di antara sebabnya hanya karena tidak suka 
dengan JIL yang sering menggunakan metode ini. Argumentasi lain 
terhadap penolakan terhadap metode hermeneutika adalah karena 
metode ini tidak membedakan teks (nas) dari sumber yang berbeda, 
baik yang dari Tuhan (Allah), Nabi atau para sahabat. Padahal antara al- 


130Pada 2001, muncul Jaringan Islam Liberal (JIL) yang banyak 
digawangi oleh kaum muda NU dan menjadi lokomotif jaringan ini. JIL 
menawarakan tafsir baru dalam memahami agama Islam, yaitu: Pertama, Islam 
liberal meyakini bahwa ijtihad atau penalaran rasional atas teks-teks keislaman 
adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bertahan dalam segala 
situasi. Penutupan pintu ijtihad, baik secara terbatas atau secara keseluruhan 
adalah ancaman atas Islam itu sendiri, sebab Islam akan mengalami 
kemandekan. Islam liberal percaya bahwa ijtihad dapat dilakukan dalam semua 
segi, baik muamalat, ubudiyah, maupun ilahiyah. Kedua, ijtihad yang 
dikembangkan oleh Islam liberal adalah upaya menafsirkan Islam berdasarkan 
semangat religio-etik al-Gur'an dan al-Sunnah Nabi, bukan menafsirkan Islam 
semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks. Penafsiran yang bercorak 
literal akan melumpuhkan Islam. Dengan penafsiran yang berdasarkan 
semangat religio-etik, Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif menjadi 
bagian dari peradaban kemanusiaan universal. Ketiga, Islam liberal 
mendasarkan diri pada gagasan tentang kebenaran dalam menafsirkan agama 
sebagai “sesuatu yang relative”, sebab sebuah penafsiran adalah kegiatan 
manusiawi yang terkungkung oleh konteks tertentu, “sesuatu yang terbuka”, 
sebab setiap bentuk penafsiran mengandung kemungkinan salah selain 
kemungkinan benar, “sesuatu yang plural”, sebab penafsiran keagamaan 
merupakan cerminan dari kebutuhan seorang penafsir di suatu masa dan ruang 
yang terus berubah. Keempat, Islam liberal berpijak pada penafsiran Islam 
yang memihak kepada kaum minoritas yang tertindas dan terpinggirkan. Setiap 
struktur sosial politik yang mengawetkan praktik ketidakadilan atas minoritas 
itu berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas di sini dipahami dalam 
maknanya yang luas mencakup minoritas agama, etnik, ras, gender, budaya, 
politik, dan ekonomi. Kelima, Islam liberal meyakini bahwa urusan beragama 
dan tidak beragama adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi. 
Islam liberal tidak membenarkan penganiayaan atas suatu pendapat atau 
kepercayaan tertentu. Keenam, Islam liberal meyakini bahwa kekuasaan 
keagamaan dan politik harus dipisahkan. Islam liberal menentang negara 
agama (teokrasi): bahwa bentuk agama yang sehat bagi kehidupan agama dan 
politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama 
adalah sumber inspirasi yang dapat memengaruhi kebijakan public, tetapi 
agama tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk kebijakan public. 
Agama berada di ruang privat dan urusan public harus diselenggarakan melalui 
proses konsensus. Lihat: Tentang Jaringan Islam Liberal, www.islam.lib.com. 
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Our'an, hadis dan pendapat sahabat jelas berbeda cara pendekatannya. 
Disamping itu, hermeneutika akan menyebabkan umat terombang- 
ambingnya. 

Sementara yang menerima metode hermeneutika berpendapat 
bahwa metode ini dapat digunakan untuk menafsirkan al-Our'an dan 
untuk menurunkan hukum dari sumbernya (istinbat al-ahkam). Hal ini 
memang tidak pernah dilakukan dalam tradisi mazhab Syafi1 yang 
hanya menafsirkan teks dengan teks. Tetapi metode ini sebenarnya 
pernah dipraktikkan oleh imam al-Syatibi yang juga ulama sunni 
(Malikt). Lagi pula, metode ini dapat menghasilkan ketetapan hukum 
yang sesuai dengan kemaslahatan. Namun, setelah melalui perdebatan 
yang sengit dan banyaknya peserta yang menolaknya, maka pimpinan 
sidang memutuskan untuk menolak metode ini sebagai metode 
menafsirkan al-Gur'an. Meskipun sebelum ditetapkan, ada yang 
mengusulkan untuk ditangguhkan (mauguf) masalah ini dengan alasan 
bahwa tidak arif kiranya melakukan penolakan terhadap permasalahan 
yang kurang banyak dipahami. Sementara, menerima pun percuma 
kalau masalahnya belum dikuasai sepenuhnya. Tetapi karena banyak 
peserta yang menolaknya akhirnya keputusan tidak dapat diubah.131 

Penolakan kebanyakan Muktamirin sangat beralasan, karena 
hermeneutika pada awalnya merupakan kaidah-kaidah umum untuk 
menafsirkan Bibel,122 dan tujuan utama dari hermeneutika sepanjang 
sejarahnya adalah untuk menyingkap kebenaran dan nilai dari Bible. 
Konsep ini lahir dari rahim teologi Kristen dalam merespons persoalan 
yang dihadapi dengan berusaha memberikan penafsiran terhadap Injil, 


131Hasil liputan reporter NU Online, Selasa 30 November 2004, https: 
www.nu.or.id/post/read/2430 /hermeneutika-ditolak-di-komisi-diniyah. 

132Metode-metode tafsir Bible dalam tradisi Yahudi dan Kristen adalah: 
Pertama, tafsir literal, yaitu makna yang dikejar adalah makna kosa kata 
kalimat-kalimat dan struktur kaidah teks, sebagaimana metode ini juga 
mengakui setiap kalimat yang ada di dalam Bible mengandung makna langit 
yang tersimpan di dalamnya. Kedua, tafsir moralis, yaitu tafsir yang dibangun 
dengan mendirikan dasar-dasar penafsiran untuk kajian-kajian moral yang 
telah digariskan di berbagai tempat dari Bible. Ketiga, tafsir kiasan (allegorical 
interpretation), yaitu menganggap kitab Bible sebagai sesuatu yang memiliki 
tingkatan makna lain yang tersembunyi di balik symbol manusia, kejadian, dan 
segala sesuatu yang terjadi. Keempat, tafsir mistik irfani (anagogical/mystical), 
yaitu dengan berusaha untuk mengaitkan kejadian-kejadian yang ada dengan 
kehidupan di akhirat. Lihat: Eccyclopedia Britanica, vol. 5, 15th eds., (Chicago, 
1985), h. 874, yang dikutip oleh Fahmi Salim, Kritik Terhadap Studi al-Gur'an 
Kaum Liberal, 28? eds., (Jakarta: Perspektif: Kelompok Gema Insani, 2010), h. 
128-130. 


366 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


yang berbeda dari mainstream yang secara resmi dianut oleh kaum 
pendeta (Clergy). Masyarakat Kristen sejak lama diterpa problem 
hermeneutis, berupa penetapan injil-injil yang dinukil secara verbal 
kepada mereka ke dalam bentuk korpus tertulis, terbentuknya 
sekumpulan syariat langit dan pada waktu yang sama menjelaskan 
hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dan membentuk 
doktrin-doktrin primer dengan bantuan pemahaman-pemahaman 
filsafat Yunani kuno.133 

Pemahaman teks keagamaan Kristen pada dasarnya adalah 
penyebab tumbuhnya hermeneutik atau ilmu takwil. Timbulnya krisis 
kepercayaan terhadap tafsir monolitik memunculkan sosok seperti 
Martin Luther (1483-1546 M.) yang tampil menyerukan kebebasan 
dalam membaca Bible, dan tidak hanya mencukupkan diri pada hasil 
pembacaan tunggal. Luther kemudian membuka pintu menyambut 
hermeneutika dan mengembangkan pemahamannya. Dari ranah teologi, 
hermeneutika lalu merambah bidang yang lebih luas lagi yang 
mencakup semua ilmu humaniora, termasuk di dalamnya adalah sastra. 
Luther menolak otoritas Paus dan gereja atas takwil, menolak dominasi 
takwil simbolis dan alegoris yang tidak terkontrol, memandang 
pentingnya menggunakan sisi historis bagi penafsiran dalam usahanya 
untuk memahami teks suci, dan menafsirkan teks dengan sendirinya, 
artinya dengan analisis kebahasaan dan petunjuk “Roh Kudus”.134 

Dalam operasionalnya, hermeneutika memusatkan kajiannya 
pada upaya memahami teks, yang datang dari kurun waktu, tempat dan 
situasi sosial yang berbeda bahkan asing bagi pembacanya. Ada tiga 
elemen pokok dalam hermeneutika, yaitu Tuhan sebagai pengarang, 
teks, dan pembaca yang masing-masing memiliki dunianya sendiri- 
sendiri, sehingga masing-masing seharusnya berhubungan secara 
dinamis, dialogis, dan terbuka. Oleh karena itu, makna teks tidak pernah 
tertutup dan selesai, tetapi senantiasa terbuka.135 Asumsi dasar teori 
hermeneutika adalah bahwa manusia saat ini menjadi pembaca teks 
yang tidak memiliki akses langsung kepada penulis atau pengarang teks 
karena perbedaan ruang, waktu dan tradisi. Pengarang 
mengekspresikan diri dalam teks bahasa teks secara subjektif. Oleh 
karena itu, studi hermeneutika mencoba menganalisis dan menjelaskan 
teori penafsiran teks dengan mengajukan pendekatan-pendekatan 


133Fahmi Salim, Kritik Terhadap Studi al-9ur'an Kaum Liberal, h. 124-125. 
134Fahmi Salim, Kritik Terhadap Studi al-9ur'an..., h. 126-133. 
135www.islamemansipatoris.com 
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keilmuan lain yang dengan sendirinya menguji proses pemahaman, 
mekanisme penafsiran dan penjelasan teks. 

Palmer membedakan pemahaman hermeneutika dalam dua 
aliran: Pertama, aliran yang menganggap hermeneutika sebagai ragam 
umum dari prinsip metodologi yang mendasari penafsiran. Pada aliran 
ini, hermeneutika berfungsi sebagai teori atau metode, fokus pada 
prolematika teori umum interpretasi sebagai metodologi untuk ilmu- 
ilmu kemanusiaan. Metode dan analisis tentang pemahaman dianggap 
sebagai metode yang cocok untuk melakukan penyingkapan kembali 
pengalaman dan pemikiran tentang apa yang dirasakan dan dipikirkan 
oleh pengarang secara orisinil. Kedua, aliran yang melihat hermeneutika 
sebagai eksplorasi filosofis terhadap karakter dan kondisi yang 
dibutuhkan untuk seluruh pemahaman. Pada aliran ini, hermeneutika 
filosofis membahas tentang status ontologi penafsiran dan berusaha 
secara kritis mengungkap keberadaan tabir patologis yang 
menyebabkan penyimpangan dalam penafsiran.136 

Dalam mengkaji al-Gur'an perspektif hermeneutika, Nashr Hamid 
Abu Zaid memosisikan teks al-Our'an sebagai teks bahasa yang bersifat 
kemanusiaan. Karena teks yang bersifat Ilahi itu telah menyejarah dan 
termanusiakan menjadi teks yang bersifat manusiawi yang tercermin 
karakteristiknya dalam bahasa tertentu sebagai produk budaya (muntaj 
tsagafi), dan al-Gur'an pada level bahasa ditempatkan sebagai teks 
berbahasa. Hal ini disebabkan karena yang ada di hadapan pembaca 
terdapat problem jarak, yaitu antara peristiwa ketika pesan tersebut 
diturunkan baik ruang dan waktu serta bagaimana situasi kondisi yang 
melingkupinya dengan kondisi sekarang yang terentang selama 
beberapa abad. Menurut Nashr, untuk sampai pada suatu pemahaman 
objektif, harus dilakukan suatu bentuk pemetaan terhadap status 
ontologis teks al-Gur'an dan interpretasinya, di mana ia merupakan 
produk suatu kebudayaan yang berbentuk simbol atau dalam wujud 
bahasa yang mengandung makna dan maksud tertentu, sedangkan 
interpretasi sendiri merupakan bentuk akhir dari tanda yang 
dimaksud.137 


136Richard 'E. Palmer, Heremeutics: Interpretation Theory ini 
Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer, (New York: Northwestern 
University Press, 1969), h. 44 dan 121, yang dikutip oleh Ahmad Ali Riyadi 
dalam Dekonstruksi Tradisi Kaum Muda NU Merobek Tradisi, h. 144-145. 

137Hilman Latif, Nasr Hamid Abu Zaid: Kritik Teks Keagamaan, 
(Yogyakarta: eLSAO Press, 2003), h. 144. 
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Oleh karena itu, menurut Syamsuddin Arif, hermeneutika 
mengandung sejumlah asumsi dan konsekuensi. Pertama, hermeneutika 
menganggap semua teks adalah sama, semuanya merupakan karya 
manusia, sehingga bila diterapkan pada al-Gur'an, otomatis 
menghendaki penolakan terhadap status al-Gur'an sebagai kalamullah, 
mempertanyakan otentisitasnya, dan pada gilirannya juga menggugat 
kemutawatiran mushaf Usmani. Kedua, hermeneutika menganggap 
setiap teks sebagai “produk sejarah', dan ini tidak berlaku untuk al- 
Ouran yang kebenarannya melintasi batas-batas ruang dan waktu 
(trans-historical) dan pesan-pesannya ditujukan kepada seluruh umat 
manusia (hudan li al-nas). Selanjutnya, praktisi hermeneutika dituntut 
untuk bersikap skeptis, selalu meragukan kebenaran dari mana pun 
datangnya, dan terus terperangkap dalam apa yang disebut sebagai 
lingkaran hermeneutis', di mana makna senantiasa berubah. Terakhir, 
hermeneutika menghendaki pelakunya untuk menganut relativisme 
epistemologis. Tidak ada tafsir yang benar, semuanya relatif.138 

Walaupun pada akhirnya metode hermeneutika ditolak, namun 
dengan munculnya metode ini, menandakan bahwa NU mengalami 
dinamikanya dalam pemikiran metodologis. Metode hermeneutika 
akhirnya ditolak hanya karena yang mendukung berada pada posisi 
minoritas, sementara yang mayoritas menolaknya hanya karena 
berbagai faktor yang antara lain faktor sentimen terhadap Jaringan 
Islam Liberal, dan faktor banyaknya peserta yang belum menguasai 
sepenuhnya tentang metode hermeneutika. Namun begitu, tampaknya 
ruang liberalisme di lingkungan NU susah bergerak karena masih 
kuatnya cengkraman kyai NU yang berpegang teguh pada tradisi lama 
yang baik (al-muhafazah “ala al-gadim al-salih), maka untuk menengahi 
dua kutub pemikiran kyai NU, antara yang berpola pikir konservatif- 
literalistik yang biasanya dianut oleh sebagian kaum tua dan progresif- 
liberalistik yang biasanya dianut oleh kaum muda, maka para kyai yang 
berpola pikir moderat merumuskan fikrah nahdiyyah, dan senyatanya 
NU sendiri merupakan organisasi sosial keagamaan yang moderat, 
sehingga dengan rumasan pola pikir NU ini, pintu menuju liberalisme 
terkunci dengan sendirinya. Rumusan pola pikir NU ini dibahas dua 
tahun setelah munculnya metode hermeneutika, tepatnya pada Munas 
NU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tahun 2006. Dirumuskan pola 
berpikir Nahdlatul Ulama ini, agar NU tetap berada pada posisi di tengah 


138Syamsuddin Arif, Orientalis & Diabolisme Pemikiran, (Depok: Gema 
Insani, 2008), h. 181-183. 
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(moderat): tidak terlalu tekstual dan tidak liberal, yaitu: (a) pola pikir 
moderat (fikrah tawassutiyyah), (b) pola pikir toleran (fikrah 
tasamuhiyyah), (c) pola pikir reformatif (fikrah islahiyyah), (d) pola pikir 
dinamis (fikrah tatawwuriyyah), dan (e) pola pikir metodologis (fikrah 
manhajiyyah).33? 


Konsistensi Bermazhab NU dalam Arus Perubahan 

Sebagai organisasi yang semenjak kelahirannya memilih pola 
bermazhab, NU senantiasa berusaha konsisten dengan tradisi 
bermazhabnya, terutama dalam menganut mazhab Syafi1. Walaupun 
dalam rumusan bermazhab NU menganut mazhab empat (Hanafi, 
Maliki, Syafi'i dan Hanbal'), namun mazhab selain SyafiT berlaku hanya 
dalam kondisi ketika rujukan hukum dalam mazhab Syafit sudah 
mengalami jalan buntu, maka tidak mengherankan jika kemudian kitab- 
kitab karya mazhab Syafii sangat mendominasi dalam memutuskan 
persoalan hukum. Konsistensi bermazhab dalam NU tidak hanya 
berlaku ketika NU menganut pola bermazhab secara gauli, namun juga 
berlaku dalam pola bermazhab secara manhaji. Pada kenyataannya, pola 
bermazhab secara manhaji memunculkan kekhawatiran di kalangan 
sebagian kyai NU akan berakibat pada hilangnya tradisi bermazhab, 
sehingga ada upaya dari sebagian kyai NU untuk melakukan 
pengkerdilan terhadap pola bermazhab secara manhaji dengan 
menggiring metodenya diterapkan pada pola bermazhab secara gauli. 

Dalam prosedur penetapan hukum bahtsul masail, NU cenderung 
menghindari istilah-istilah yang digunakan oleh para mujtahid, 
termasuk dalam konsep dan implementasinya. Ketika ulama mujtahid 
menemukan jalan buntu di dalam mengkompromikan dalil-dalil hukum 
yang terkesan bertentangan (ta'arud al-adillah al-syar'iyyah), maka 
dilakukan metode tarjih dengan memenangkan salah satu di antara dalil 
tersebut. Metode ini juga ditempuh oleh ulama NU dengan 
menggunakan istilah yang berbeda dan digunakan pada objek yang 
berbeda pula. Istilah yang digunakan adalah tagrir jama'i, yaitu upaya 
secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara 
beberapa gaul atau wajh.149 Artinya, jika konsep tarjih ulama mujtahid 
digunakan untuk mencari jawaban dari dalil yang dianggap 


139Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha:.., h. 993. 

140Lihat Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar 
Lampung Pada Tanggal 16-20 Rajab 1412 H./21-25 Januari 1992 M., dalam 
Ahkam al-Fugaha' fi Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil Ulama", h. 470. 
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bertentangan, maka konsepsi NU yang berupa tagrir jama'i digunakan 
untuk memilih pendapat-pendapat ulama yang berbeda antar satu 
dengan yang lainnya. 

Demikian juga di dalam persoalan hukum yang tidak ditemukan 
jawabannya dalam al-Gur'an dan al-Sunnah secara langsung (ghayr 
mansusah), maka ulama mujtahid menggunakan cara istinbat 
(mustanbatah) dengan melakukan upaya giyas, yaitu menghubungkan 
(menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya 
dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan 
'illat antara keduanya.1#! Biasanya, dalam giyas yang disamakan adalah 
hukum cabang (furu') terhadap hukum asal (al-usul), maka konsepsi ini 
ditiru oleh ulama NU dengan menggunakan istilah yang berberbeda, 
yaitu ilhag. Bedanya dengan istilah giyas, ilhag adalah menyamakan 
hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan 
kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan 
dengan pendapat yang sudah “jadi”), atau dalam istilah lain dalam 
tradisi ulama mujtahid dikenal dengan sebutan takhrij al-furu' ila al- 
furu. Dalam berijtihad, ketika ijtihad secara individu terasa sulit 
dilakukan, maka upaya ijtihad secara kolektif (jama'7) menjadi alternatif. 
Upaya ini juga dilakukan oleh ulama NU dengan memunculkan konsep 
istinbat jama'i. Secara definisi, istinbat jama'i dimaknai sebagai upaya 
mengeluarkan hukum syara" secara kolektif dari dalilnya dengan 
menggunakan gawa'id usuliyyah. 

Dalam pola bermazhab secara manhaji, NU menawarkan metode 
istinbat jama'i ketika metode gauli dan metode tagrir jamaf dan ilhag 
menemukan jalan buntu. Jika mengacu pada definisi istinbat jama'i yang 
dirumuskan dalam Munas Bandar Lampung dan juga pada Muktamar di 
Solo, walaupun ada sedikit perbedaan di mana sebelumnya tercantum 
gawa'id fighiyyah namun pada Muktamar di Solo hanya mencantumkan 
gawa'id usuliyyah, yaitu mengeluarkan hukum syara” dari dalilnya 
dengan gawa'id usuliyyah secara kolektif,142 maka istinbat jama'i tak ada 
bedanya dengan ijtihad jamai. Namun jika mengacu pada 
implementasinya di kalangan ulama NU, seperti halnya yang diamini 


141Lihat: Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Usul al-Figh, h. 52, Satria Effendi, 
Ushul Figh, h. 130. 

142Lihat Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar 
Lampung Pada Tanggal 16-20 Rajab 1412 H./21-25 Januari 1992 M., dalam 
Ahkam al-Fugaha'..., h. 470, dan Hasil keputusan Muktamar NU ke-31 di Asrama 
Haji Donohudan Boyolali-Solo Jawa Tengah 29 Nopember-1 Desember 2004 
M/16-18 Syawal 1425 H., dalam Ahkam al-Fugaha' ..., h. 982. 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 371 


oleh kyai Sahal Mahfudh, bahwa pengertian istibat al-ahkam di kalangan 
NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-0ur'an dan 
al-Sunnah, akan tetapi-sesuai dengan sikap dasar bermadzhab- men- 
tatbig-kan (memberlakukan) secara dinamis nas-nas fukaha dalam 
konteks permasalahan yang dicari hukumnya,18 maka metode istinbat 
al-ahkam pada awalnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari 
mazhab gauli. 

Adanya pemahaman sebagian ulama yang terlibat dalam forum 
bahtsul masail bahwa istinbat jama' adalah sebagaimana pembacaan 
kyai Sahal, menyebabkan sebagian kyai enggan untuk mencari jawaban 
hukum dengan langsung merujuk kepada al-Gur'an dan al-Sunnah. 
Mereka menganggap bahwa dirinya belum memiliki kapasitas layaknya 
seorang mujtahid, maka tidak mengherankan jika perangkat metodologi 
berijtihad yang mereka kuasai, digunakan untuk menggali hukum- 
hukum yang sudah tertuang dalam kitab-kitab kuning, sehingga 
sebagian kyai yang mempertahankan mazhab gaul dan berupaya 
mengarahkan metode mazhab manhaji untuk digunakan dalam pola 
bermazhab secara gauli, memilih me-mauguf-kan persoalan hukum 
ketika jawaban hukumnya tidak ditemukan dalam kitab-kitab kuning 
yang dianggap mu'tabar atau mengalami kebuntuan dalam pencarian 
'Ibarah. Cara pandang semacam ini merupakan warisan turun temurun 
sejak kelahiran NU dan tetap dipertahankan oleh sebagian kyai NU. 
Dalam padangan mereka, penguasaan terhadap ilmu usul fikih hanya 
sekedar pengetahuan untuk mempelajari proses bagaimana ulama 
mazhab melahirkan hukum, bukan menjadi alat bagaimana kyai NU 
melahirkan rumusan hukum dari usul fikih yang dikuasainya. 

Rumusan metode istinbat jama'i pada Muktamar NU di Jombang 
tahun 2015 memberikan gambaran konkrit penerapan metode 
bermazhab secara manhaji dengan mengaplikasikan metode usul fikih. 
Jika mengacu pada rumusan istinbat al-ahkam pada Muktamar NU di 
Jombang tersebut dengan membagi metode istinbat al-ahkam menjadi 
tiga macam, yaitu metode bayani, giyasi dan istislahi atau magasidi, 
maka yang dimaksud dengan istinbat al-ahkam adalah mengeluarkan 
hukum syara' dari dalilnya (al-Gur'an dan al-Sunnah) dengan gawa'id 
usuliyyah dan gawa'id fighiyah. Jika mengacu pada definisi ini, maka ada 


143|jhat Kata Pengantar KH. MA. Sahal Mahfudh, Rais Aam PBNU 1999- 
2014, Bahtsul masail dan Istinbath Hukum NU Sebuah Catatan Pendek pada 
buku Ahkam al-Fugaha'..., h. viii. 
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upaya dari sebagian ulama NU untuk meletakkan istinbat al-ahkam pada 
tempatnya, yaitu menjadikannya sebagai metode mazhab manhaji. 

Upaya ke arah pola bermazhab secara manhaji sangat terasa 
semenjak dirumuskan prosedur penetapan hukum bahtsul masail di 
Bandar Lampung tahun 1992. Hal ini terlihat dari persentase mazhab 
manhaji yang mengalami kenaikan, berbanding terbalik dengan mazhab 
secara gauli yang secara persentase mengalami penurunan. Ini 
membuktikan bahwa ada kesadaran manhaji di kalangan ulama NU dan 
sebuah keniscayaan untuk menerapkan metode mazhab manhaji ketika 
ulama dihadapkan pada bersoalan yang belum pernah ada presedennya 
dalam kitab-kitab warisan ulama terdahulu. Pesatnya arus globalisasi 
menuntut respon yang cepat dari para ulama dengan pola 
multidisipliner, mengingat tantangannya tidak sesederhana yang 
dihadapi dalam fikih-fikih warisan masa lalu, maka keseriusan ulama 
NU dalam membahas dan merumuskan metode bermazhab secara 
manhaji di Jombang dan bahkan di tahun-tahun berikutnya tidak 
menutup kemungkinan diadakan penyempurnaan dan dikaji ulang, 
membuktikan bahwa ulama NU berusaha untuk selalu dapat merespon 
terhadap persoalan yang dihadapi umat. 

Apapun sebutan istilah yang digunakan, namun pada hakikatnya 
ulama NU sudah menyadari akan pentingnya melakukan jjtihad, 
walaupun dengan istilah istinbat jama'i. Kesadaran manhaji ini penting 
diupayakan mengingat banyaknya persoalan baru yang membutuhkan 
respon cepat namun mampu memberikan solusi dan mengahadirkan 
kemaslahatan untuk umat manusia. Para kyai NU sebetulnya memiliki 
kapasitas untuk melakukan itu, karena mereka memiliki tradisi 
keilmuan yang kuat, baik secara gaulti maupun secara manhaji. 
Kemampuan bermazhab secara gault tidak perlu diragukan lagi 
mengingat dominasi pendapat para ulama masa lalu masih sangat kuat 
dalam tradisi bahtsul masail NU di berbagai tingkatan. Demikian juga 
dengan kemampuan para kyai dalam bermazhab secara manhaji, akar 
keilmuan mereka dalam bidang usul fikih yang ditempa di pesantren 
tidak perlu diragukan lagi, hanya tinggal diasah dan butuh keberanian 
dalam menggunakannya, yang jika dilihat dari trennya dari masa ke 
masa tradisi bermazhab secara manhaji pelan namun pasti akan 
menggeser tradisi bermazhab secara gauli. Hal ini dapat terlihat dari 
keseriusan kyai NU dalam merumuskan konsep metode bermazhab 
secara manhaji pada Muktamar ke-33 di Jombang tahun 2015, dan 
rumusan ini akan terus menggelinding sehingga menemukan format 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 373 


yang applicable dan boleh jadi di masa yang akan datang pola 
bermazhab manhaji ini menjadi arusutama pola bermazhab dalam NU. 


Faktor Pembaruan Mazhab dalam NU 

Pembaruan tidak lahir dari ruang kosong. Ia membutuhkan peran 
sesuatu yang dianggap tidak baru lagi dan sudah tidak relevan, sehingga 
mendorong agar pembaruan itu dapat hadir. Demikian juga yang terjadi 
di lingkungan NU, bahwa gagasan pembaruan dalam mazhab NU lahir 
karena adanya warisan lama yang dianggap tidak relevan lagi, sehingga 
dibutuhkan kontekstualisasi atau mengahadirkan gagasan baru. Dari 
gagasan ini, lahir metode baru berupa bermazhab NU secara 
kontekstual dengan metode tagrir jama'f dan ilhag, dan mazhab manhaji 
melalui istinbat jama'i dengan metode bayani, giyasi dan istislahi atau 
magasidi. Oleh karena itu, salah satu pembaruan yang dilakukan oleh 
NU adalah pembaruan metodologi bermazhab, yang jika dilihat melalui 
pendekatan sosiologi-historis dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa 
faktor, antara lain: adanya pembaruan yang terjadi di dunia Islam, 
adanya dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia, pengaruh 
perubahan sosio-kultural, pengaruh sosial-intelektual (pendidikan), 
peran pemikiran tokoh pembaru dalam NU, dan pergolakan pemikiran 
antara kaum muda dengan kaum tua di lingkungan NU. 

Faktor-faktor di atas tidak berdiri sendiri, antara faktor satu 
dengan faktor lainnya saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga 
menimbulkan pembaruan di jantung pemikiran Nahdlatul Ulama. 
Pembaruan ini terjadi melalui pergesaran metodologis yang 
berkonsekuensi pada perubahan produk-produk hukum yang 
dihasilkan melalui forum resmi keulamaan di di lingkungan NU, yaitu 
Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Oleh karena itu, secara terperinci 
faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembaruan metodologi 
bermazhab dalam NU dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pembaruan di Dunia Islam 

Sebagaimana disebutkan pada bab II tentang dinamika 
pembaruan metodologi hukum Islam, bahwa dari masa ke masa 
pembaruan metodologi hukum Islam dilakukan, yang berkonsekuensi 
pada pembaruan hukum Islam. Dalam pandangan Wael B. Hallag, 
pembaruan metodologi terjadi melalui pergeseran paradigma dari 
paradigma literalisme ke paradigma utilitarianisme hingga paradigma 
liberalisme. Paradigma liberalisme dikenalkan oleh para pemikir Islam 
Arab kontemporer seperti Hasan Hanafi, Sa'id al--“Asymawi, Nasr Hamid 
Abu Zayd, Jamal Banna, Muhammed Arkoun, Ali Harb, Muhammad “Abed 
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al-Jabiri, Muhammad Syahrur, Fazlur Rahman, Hasan Turabi, Abdullahi 
Ahmed al-Na'im dan tokoh pemikir lainnya, yang sedikit banyak telah 
mewarnai pemikiran hukum Islam kontemporer. Munculnya sederatan 
nama di atas sebagai bentuk perlawanan terhadap pemikiran 
keagamaan klasik yang telah membentuk kemapanan pemikiran dan 
perlawanan terhadap hegemoni tradisi barat.144 

Pembaruan metodologi hukum Islam akan berkonsekuensi pada 
pembaruan hukum Islam itu sendiri. Tentu pembaruan hukum Islam 
tidak hanya disebabkan oleh adanya pembaruan metodologi. Hal ini 
dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kaidah seperti “al-Hukm 
yadiuru maa 'illatihh wujudan wa '“adaman”, hukum berubah sesuai 
dengan ada atau tidak adanya “illat, atau “Taghayyur al-fatwa bi 
taghayyur al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-'awa'id wa al- 
niyyat”, perubahan fatwa disebabkan karena adanya perubahan situasi, 
kondisi, budaya dan motivasi,45 yang memberikan garansi terhadap 
fikih untuk bersikap elastis. Fikih sebagai produk hukum akan 
senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan pertimbangan 
maslahat dan mudaratnya. Setiap fikih yang lahir harus 
mempertimbangkan semangat tujuan syariat (magasid al-syari'ah) 
berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang 
kesemuanya bermuara pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, 
hukum Islam (fikih) akan senantiasa mengalami pembaruan mengikuti 
arah kemaslahatan dan menghindari kemudaratan,46 maka diberbagai 
negara Islam dilakukan pembaruan-pembaruan seputar hukum Islam. 
Misalnya adanya usaha pembaruan hukum keluarga yang muncul di 
dunia Islam pada abad ke-20. Bentuk pembaruan yang dilakukan 
berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Ada yang melakukan 
pembaruan berdasarkan tagnin, ada yang melakukan berdasarkan 


14Ahmad Ali Riyadi, Dekonstruksi Tradisi Kaum Muda NU Merobek 
Tradisi, h. 37. 

145Lihat: Ibn Gayyim al-Jauziyah, Ilam al-Muwagifn (an Rabb al-Alamin, 
Vol. 3, (Beirut: Dar Jayl, t.th.), h. 14, dan Muhammad al-Zarga, Syarh al-Gawa'id 
al-Fighiyyah, (Damaskus: Dar al-Galam, 1989), h. 227. 

146'Izzuddin bin Abdissalam mengembalikan hukum Islam (fikih) kepada 
kerangka kaidah “dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih”, mencegah kerusakan dan 
mendatangkan kemaslahatan. Bahkan sebagian ulama mengembalikan hukum 
Islam hanya kepada “jalb al-masalih” mendatangkan maslahat, karena menolak 
kerusakan merupakan bagian dari kemaslahatan. Dari satu akar kaidah inilah 
kemudian dapat melahirkan dua puluh bahkan dua ratus kaidah fikih lainnya. 
Lihat: Abdul Hamid Hakim, al-Sullam, vol. 2, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th.), h. 
53. 
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putusan (dekrit) kepada negara, dan ada pula yang melakukan 
pembaruan dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim.147 

Pembaruan yang terjadi di dunia Islam, tidak dapat dipungkiri 
telah memberikan pengaruh besar di dalam pembaruan yang terjadi di 
lingkungan NU. Hal ini karena dari awal berdirinya, NU memilih menjadi 
organisasi keagamaan yang menganut pola bermazhab, sehingga setiap 
respon keagamaannya selalu merujuk kepada kitab-kitab warisan ulama 
masa lalu. Namun begitu, pesatnya problematika keumatan tidak 
seluruhnya dapat direspon dengan baik oleh kitab warisan lama, 
sehingga pertimbangan-pertimbangan ulama dunia Islam kontemporer 
memberikan warna tersendiri sebagai bahan pertimbangan di dalam 
pengambilan keputusan NU walaupun pada akhirnya tetap memaksakan 
diri merujuk pada kitab-kitab klasik yang otoritatif (mu'tabar). 
Fenomena ini kerapkali menyebabkan perlakuan berlebihan terhadap 
kitab-kitab yang bertuliskan bahasa Arab sehingga terkadang persoalan 
hukum akan mendapatkan jawabannya selama ada teks Arab yang 
dapat dijadikan sandaran hukumnya. Sementara jika tidak ditemukan 
jawaban hukum melalui teks bahasa Arab, seringkali forum memilih 
untuk tidak melanjutkan pembahasan (maugiif). Oleh karena itu, dalam 
beberapa kasus, persoalan hukum terpaksa dijawab walaupun dengan 
menggunakan referensi majalah yang berbahasa Arab, yang belum tentu 
mu'tabar. Misalnya Majallah al-Nahdah al-Islahiyyah pernah digunakan 
selama tiga kali, Majallah Nur al-Islam juga digunakan sebanyak tiga 
kali, Majallah al-Hidayah al-Islamiyyah digunakan sebanyak dua kali, 
dan Majallah al-Azhar digunakan sebanyak satu kali.148 Padahal belum 
tentu bahkan mungkin mustahil jika majalah tersebut berbahasa selain 
bahasa Arab akan digunakan sebagai rujukan hukum, sehingga tuduhan 
terhadap sebagian kyai NU sebagai kyai yang terlalu mengkultuskan 
teks bahasa Arab (tagdis al-nas) sangat beralasan. 


147Kiran Gupta, Polygamy-Law Reform in Modern Muslim States: A Study 
in Comparative Law, Islamic and Comparative Law Review, xii (2) Summer, 1992, 
127. 

148Adapun di antara contoh kasus yang menggunakan jawaban dari 
majalah berbahasa Arab adalah hukum mendengarkan suara radio dan hukum 
menyimpannya. Jawaban hukum ini diambilkan dari majalah al-Hidayah al- 
Islamiyyah karena tidak ditemukannya jawaban secara eksplisit dalam kitab- 
kitab mu'tabar mengingat pada masa kitab-kitab klasik tersebut ditulis, belum 
ada radio. Demikian juga dengan hukum menggambar dengan potret 
(photografi) yang juga merujuk pada majalah al-Nahdah al-Islahiyyah. Lihat: 
Ahkamul Fugaha'..., h. 158 dan 237-238. 
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2. Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 

Pada dasawarsa 1980-an, Syafi'i Ma'arif menyebutkan pemikiran 
kontemporer sebagai sebuah pergumulan dan kerja kreatif untuk 
menciptakan tradisi Islam baru setelah umat Islam mengalami 
kekalahan dalam perjuangan politik. Tradisi baru itu dikatakan sebagai 
lahan yang justru lebih strategis, mendasar, dan berorientasi ke depan. 
Sementara Kuntowijoyo menyebutkan adanya pergeseran dari tradisi 
ideologi ke tradisi keilmuan.49 Di samping itu, bersamaan dengan 
proses dipolitisasi generasi muda di kampus-kampus, perkembangan 
diskusi-diskusi sosial berpindah dari organisasi massa pemuda dan 
mahasiswa ke masjid-masjid kampus. Para generasi muda kampus turut 
serta meramaikan pasaran buku-buku ilmu sosial. Akibatnya, terjadilah 
pergeseran dalam cara berpikir, dari berpikir ideologis ke 
ilmiah.150Pergeseran cara berpikir ini pada perkembangan berikutnya 
melahirkan pembaruan hukum Islam di Indonesia yang terpola pada 
internalisasi hukum Islam ke dalam pranata-pranata sosial atau 
sebaliknya, pranata sosial terinternalisasi ke dalam hukum Islam. Pada 
konteks ini, tampak relasi yang saling mendukung antara hukum Islam 
dan pranata sosial.151 Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum Islam 
di Indonesia meliputi empat kategori: fikih, fatwa, putusan hakim atau 
peradilan agama (yurisprudensi), dan perundang-undangan.!52 

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan 
hukum Islam yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor 
antara lain: (a) untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma 
yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan 
kebutuhan hukum masyarakat terus berkembang: (b) pengaruh 
globalisasi ekonomi dan iptek, (c) pengaruh reformasi di berbagai 
bidang yang memberikan peluang terhadap hukum Islam untuk menjadi 
acuan dalam hukum nasional: (d) pengaruh pembaruan pemikiran 


149Ahmad Syafi'i Ma'arif, “Pengaruh Gerakan Modern Islam terhadap 
Perkembangan Pemikiran di Indonesia Dewasa ini”, Percakapan Cedekiawan 
tentang Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1990), h. 
49-50. Lihat juga Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih, h. 109. 

150Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih..., h. 109-110. 

151Menurut Atho' Mudzhar, pada zaman dahulu, sosiologi agama 
mempelajari hubungan timbal-balik antara agama dan masyarakat. Masyarakat 
mempengaruhi agama, dan agama mempengaruhi masyarakat. Lihat: Atho 
Mudzhar, Pendekatan Studi Islam: dalam Teori dan Praktek, 84 eds., (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2011), h. 16. 

152Muhammadong, “Dinamika Pembaruan Hukum Islam di Indonesia”, 
Sulesana, vol. 8, no. 2 Tahun 2013. 
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hukum Islam, baik yang dilakukan oleh pakar hukum Islam manca 
negara maupun pakar hukum Islam nasional, terutama menyangkut 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.153 

Dengan adanya berbagai persoalan keagamaan yang dihadapi oleh 
masyarakat Indonesia, yang secara sosial budaya berbeda dengan 
negara-negara lainnya, maka muncullah tokoh-tokoh Indonesia yang 
berusaha merespon persoalan tersebut, diantaranya adalah Hasbi as- 
Shiddiegy. Hasbi menawarkan fikih Indonesia, yaitu fikih yang 
ditetapkan dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabi'at dan 
watak Indonesia. Tawaran ini muncul karena Hasbi menganggap bahwa 
fikih yang berkembang selama ini di masyarakat sebagiannya adalah 
fikih Hijaz atau Mesir dan atau Hindi, yang terbentuk atas dasar adat 
istiadat dan 'urf yang berlaku di Hijaz, Mesir dan India.154 Tawaran 
Hasbi banyak menyasar kaum intelektual kampus yang tidak menutup 
kemungkinan banyak kader-kader NU yang sedang studi di tempat 
tersebut dan kelak akan disemai dengan lahirnya tokoh-tokoh muda NU. 
Hasbi merintis fikih Indonesia sejak tahun 1940 dan secara ekplisit 
disampaikan pada acara Dies Natalis IAIN Sunan Kali Jaga pada tahun 
1961. 

Selain Hasbi, tokoh yang menggaungkan perlunya fikih yang 
bercorak ke-Indonesia-an adalah Hazairin dengan gagasan fikih mazhab 
Nasional Indonesia. Menurutnya, bentangan perjalanan sejarah hukum 
Islam yang menawarkan bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka bagi 
para mujtahid, cukup dapat dijadikan alasan dan pertimbangan akan 
perlunya memikirkan konstruks mazhab baru yang lebih sesuai dengan 
masyarakat Indonesia.155 Titik temu antara pandangan Hasbi dan 
Hazairin terletak pada pemahaman bahwa hukum adat masyarakat 
Islam Indonesia harus digunakan sebagai bahan pertimbangan utama 
dalam proses pembentukan hukum Islam di Indonesia. Sementara titik 
bedanya terletak pada penggunakaan mazhab. Jika Hasbi menggunakan 
semua mazhab hukum yang telah ada (mugaranah al-madzahib) sebagai 
bahan dasar dan sumber materi utamanya, maka Hazairin justru ingin 


1538Abdul Mannan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: 
RajaGrafindo, 2006), h. 154. 

154Hasbi Ash-Shiddiegy, Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman, 
(Jakarta: Bulan Bintang: 1966), h. 42-43. 

155Modul Daurah Figh Perempuan, h. 267-268, dengan mengutip dari 
tulisan Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga 
Emansipatoris, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 62-95. 
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berangkat hanya dari pengembangan fikih mazhab Syafit, karena 
mazhab inilah yang sudah lama dianut oleh masyarakat Indonesia.156 

Selain dua tokoh di atas, muncul tokoh yang mengusung 
reaktualisasi hukum Islam, yaitu Munawir Syadzali. Kata reaktualisasi 
menjadi sangat populer di Indonesia pada tahun 1985, ketika Munawir 
melontarkan ide mengenai bunga bank dan pembagian warisan sama 
antara laki-laki dan perempuan. Ide peninjauan ulang atas institusi- 
institusi hukum Islam, khususnya kewarisan dan lembaga perbankan 
didasarkan atas pengamatannya terhadap gejala sikap mendua 
masyarakat Indonesia dalam berbagai kasus penyelesaian kewarisan 
dan perbankan.:7 Sementara Ibrahim Hosen, menyambut gagasan 
Munawir dengan menawarkan pemikirannya tentang pembaruan 
hukum Islam, yaitu mem-fikih-kan nas gatT. Dasar pemikian Ibrahim 
adalah bahwasanya ketentuan hukum bagi setiap aktivitas tidak 
semuanya tercantum secara tegas dalam nas, maka perlu ada ijtihad 
dalam menghadapi berbagai persoalan baru, dengan berdasarkan pada 
pedoman dan kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditetapkan dalam 
ilmu usul fikih. Oleh karena itu, perlu memasyarakatkan pandangan 
bahwa pintu ijtihad masih terbuka, menggalakkan pengkajian dalam 
bidang usul fikih, fighmugaranah, al-siyasah al-syar'iyyah, dan hikmah 
al-tasyri', menggalakkan pendapat bahwa tidak harus terikat dengan 
salah satu mazhab, dan mengembangkan toleransi bermazhab dengan 
mencari pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan.158 

Selain tokoh-tokoh di atas, pengaruh tokoh-tokoh seperti Mukti 
Ali (w. 2004 M.), Harun Nasution (w. 1998 M.), Nurcholish Majid (w. 
2005 M.), dan lain sebagainya secara tidak langsung juga menjadi faktor 
terjadinya pembaruan di tubuh NU. Mukti Ali merupakan tokoh yang 
menyuarakan modernisasi dalam bidang agama. Sementara Nurcholish 
Madjid (Cak Nur) dianggap sebagai tokoh pengusung perlunya 
“sekularisasi” pemikiran, berpikir bebas dan terbuka, sehingga 
diperlukan kelompok pembaruan yang “liberal”. Cak Nur mengusulkan 
agar umat Islam harus lebih mengutamakan kualitas daripada 


156Syamsul Wahidin dan Abdurrahman, Perkembangan Ringkas Hukum 
Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 1984), h. 87-88, Sofyan Hasan 
dan Wakum Sumitro, Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, 
(Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 102-103. 

157Muhammad Wahyu Nafis, dkk (ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 
Tahun Prof. Dr. Munawir Syadzali, MA, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 87-89. 

158Jbrahim Hosen, Ijtihad dalam Sorotan, 4th eds., (Bandung: Mizan, 
1996), h. 44. 
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kuantitasnya. Menurutnya, Islam-lah yang harus diperjuangkan bukan 
organisasi-organisasinya seperti partai.159 Sementara Harun Nasution 
dengan buku karyanya “Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya” 
membawa perubahan orientasi perguruan tinggi dari pendekatan studi 
yang dianggap tradisional berkiblat ke universitas al-Azhar menjadi 
studi Islam yang berorientasi ke pusat-pusat studi Islam di Barat.160 


3. Perubahan Sosio-Kultural Warga NU 

Dalam melakukan analisis masalah, lembaga bahtsul masail NU 
senantiasa mempertimbangkan berbagai faktor yang antara lain adalah 
faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor politik, dan faktor 
lainnya. Di samping melakukan nalisis masalah, NU juga melakukan 
analisis dampak, baik secara sosial ekonomi, budaya, politik dan lainnya. 
Kemudian dilakukan analisis tindakan. Oleh karena itu, pembaruan 
pemikiran keagamaan NU tidak terlepas dari pengaruh isu-isu tersebut 
yang menjadi bahan pemikiran warga NU itu sendiri. Pengaruh sosial 
(sosio-kultural) menjadi salah satu faktor lahirnya pembaruan di 
lingkungan NU.Cara pandang warga NU yang hidup dalam lingkungan 
masyarakat metropolitan akan menghasilkan pendapat yang berbeda 
dengan tokoh lain yang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan 
pedesaan. Demikian juga dengan cara pandang ulama NU tahun 80-an 
akan berbeda dengan cara pandang ulama NU tahun 90-an dan 2000-an. 
Hal ini karena disebabkan oleh salah satunya adalah faktor perubahan 
lingkungan sosial, sehingga tuntutan dalam respon keagamaan juga 
berbeda. 

Dalam sosiologi hukum Islam, Atho Mudzhar memetakan kajian 
sosiologi sebagai berikut: (1) pengaruh hukum Islam terhadap 
masyarakat dan perubahan masyarakat, (2) pengaruh perubahan dan 
perkembangan masyarakat terhadap perkembangan pemikiran hukum 
Islam: (3) tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, (4) pola 
interaksi masyarakat di seputar hukum Islam: dan (5) gerakan atau 
organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung 
hukum Islam.151 Dalam konteks pembaruan metodologi hukum Islam, 


159Nurchalis Madjid, Islam, Kemudernan, dan Keindonesiaan, (Bandung: 
Mizan Pustaka, t.th.), h. 247-259. 

160Munhanif dalam Azra dan Saeful Umam (ed), Menteri-Menteri Agama 
RI: Beografi Sosial Politik, (Jakarta: INIS, 1998), h. 278-293, dan Tiar Anwar 
Bachtiar, Pertarungan Pemikiran Islam di Indonesia, h. 57-58. 

161Atho Mudzhar, “Studi Islam dengan Pendekatan Sosiologi” dalam Amin 
Abdullah, Mencari Islam, ((Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 27-35. Lihat 
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jika mengacu pada pemetaan Atho Mudzhar, maka memunculkan 
ketersalingan dalam mempengaruhi antara pembaruan metode 
bermazhab dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Pertama, 
metode bermazhab akan berpengaruh terhadap pembaruan produk 
hukum Islam, dan pembaruan hukum Islam akan mempengaruhi 
terhadap perubahan masyarakat. Kedua, perubahan dan perkembangan 
masyarakat mempengaruhi terhadap perubahan metode bermazhab. 

Secara umum, penyebab perubahan sosial dapat disebabkan oleh 
tiga faktor: Pertama, kependudukan, yang sering dihubungkan dengan 
kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Semakin kecil 
jumlah penduduk, semakin kecil pula warisan sosial di tengah 
masyarakat yang bersangkutan untuk melakukan sintesis-sintesis dari 
berbagai unsur yang ditinggalkan oleh warisan sosial tersebut. 
Sebaliknya, semakin banyak jumlah penduduk, akan semakin banyak 
sintesis yang dapat dilakukan, sehingga akan semakin banyak pula 
perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pertambahan jumlah 
penduduk juga memengaruhi pola tingkah laku anggota masyarakat. 
Padatnya populasi suatu komunitas menuntut pola kehidupan yang 
lebih kompetitif, menyempitnya lapangan kerja yang pada gilirannya 
dapat pula meningkatkan kecenderungan untuk melakukan tindak 
kejahatan. Keadaan ini semua menghendaki tanggapan hukum, artinya 
perubahan-perubahan yang terjadi menuntut respons dari hukum untuk 
memberikan aturan bagi setiap masalah baru. 

Kedua, faktor lingkungan, yang merupakan faktor eksternal yang 
berpengaruh kuat terhadap pola kehidupan masyarakat. Tingkat 
ekonomi penduduk yang hidup di daerah pegunungan yang subur akan 
lebih makmur dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah 
yang gersang dan terisolasi. Masyarakat yang tinggal di perkotaan akan 
mempunyai sifat lebih agresif dan modern serta ingin maju, sedangkan 
masyarakat yang tinggal di pedesaan yang sepi, lebih tertutup, tidak 
mudah menerima perubahan dan curiga dengan perkembangan zaman. 
Semua itu adalah pola kehidupan yang diakibatkan perbedaan 
lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dan dibutuhkan respons 
dari aspek hukumnya. Ketiga, faktor teknologi, bahwa teknologi 
merupakan faktor yang sangat nyata dalam hubungannya dengan 
perubahan sosial. Contoh konkrit perubahan sosial dari faktor ini adalah 


juga: Atho Mudzhar, “Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi, dalam 
M. Amin Abdullah, Antologi Studi Islam, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 
2000), h. 246. 
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penemuan-penemuan sarana perhubungan, kedokteran dan lain 
sebagainya yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam 
masyarakat dan akan menuntut pula respons dari hukum.162 

Gerak perubahan sosial ada bermacam-macam, yang dalam 
bentuk dan prosesnya dapat terbagi menjadi tiga, yaitu difusi, akulturasi 
dan revolusi. Perubahan sosial melalui proses penyebaran (difusi) dari 
individu yang satu ke individu yang lain dengan cara proses penyebaran 
unsur-unsur kebudayaan antar masyarakat. Melalui proses difusi, suatu 
inovasi yang telah diterima oleh masyarakat nantinya dapat 
disebarluaskan ke masyarakat yang lain sehingga terjadi perubahan. 
Selain proses difusi, perubahan sosial dapat melalui akulturasi dengan 
adanya pengaruh dari kebudayaan lain, atau saling memengaruhi antara 
dua kebudayaan.!653Persamaan antara perubahan sosial melalui difusi 
dengan perubahan sosial melalui akulturasi adalah kedua proses 
tersebut memerlukan adanya kontak antara masyarakat pengirim 
kebudayaan baru dengan masyarakat penerima kebudayaan yang baru 
tesebut. Namun bedanya, jika pada difusi kontak tidak perlu terjadi 
secara langsung dan continue, sementara pada akulturasi, kontak harus 
merupakan hubungan yang dekat, langsung dan continue. 

Adapun perubahan sosial melalui revolusi merupakan wujud 
perubahan yang paling spektakuler, karena menghendaki perubahan 
masyarakat secara radikal. Perubahan ini menyentuh semua tingkat dan 
dimensi masyarakat berupa ekonomi, politik, budaya organisasi sosial, 
kehidupan sehari-hari, dan kepribadian manusia. Perubahan tersebut 
menyentuh inti bangunan dan fungsi sosial, perubahannya terjadi 
sangat cepat, paling menonjol dan mengakibatkan emosional khusus 
dan reaksi intelektual pelakunya serta mengalami ledakan mobilisasi 
massa, antusiasme, kegemparan, kegirangan, kegembiraan, optimisme 
dan harapan.16 Tentu dalam konteks perubahan dalam NU, perubahan 
sosial melalui revolusi tidak berlaku, mengingat organisasi ini 
mengedepankan akhlak sehingga cenderung menghindari gerakan- 
gerakan yang bersifat konfrontatif, terutama sangat menjaga tradisi 
senioritas, sehingga walaupun terjadi benturan hanya bersifat riak-riak 
kecil. 


162Badri Khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2010), h. 33-34. 

163Robert Lauer, Perspektif Tentang Perubahan, Terj. Alimandan, S.U, 
(Jakarta: PT. Reineka Cipta, 1993), h. 404. 

164Pjeter Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, Terj. Alimandan, (Jakarta: 
Prenada, 2007), h. 151. 
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Menurut para sosiolog, perubahan yang terjadi di masyarakat itu 
ada yang terjadi tanpa diusahakan, tanpa dikehendaki, dan tanpa 
direncanakan oleh manusia. Perubahan masyarakat yang demikian 
disebut dengan unintended change atau unplanned change. Ada pula 
perubahan yang terjadi di masyarakat karena memang diusahakan oleh 
manusia (agent of change). Perubahan masyarakat yang demikian 
disebut dengan planned change atau intended change. Dengan demikian, 
dalam konteks perubahan yang terjadi di lingkungan NU, baik 
diusahakan maupun tidak diusahakan merupakan hal yang pasti terjadi. 
Adapun perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga- 
lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang 
memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, 
dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 
Perubahan sosial juga dapat dimaknai sebagai suatu variasi dari cara- 
cara hidup yang lebih diterima, baik karena perubahan kondisi 
geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun 
karena adanya difusi atau pun penemuan-penemuan baru dalam 
masyarakat.165 

Namun begitu, menurut Jalaluddin Rahmat, dalam masyarakat 
harus dilakukan perubahan sosial atau lebih tepatnya rekayasa sosial. 
Perubahan sosial atau rekayasa sosial disebabkan oleh: Pertama, 
perubahan ideas: pandangan hidup dan dunia, serta nilai-nilai. Kedua, 
munculnya tokoh-tokoh besar. Ketiga, adanya gerakan sosial, termasuk 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan yayasan.166 Dan jika mengacu 
pada pendapat kang Jalal, maka tentu perubahan ideas yang berupa 
pandangan hidup dan dunia serta nilai-nilai juga memberikan pengaruh 
di dalam perubahan pemikiran keagaman di lingkungan NU. Demikian 
juga dengan munculnya tokoh-tokoh besar seperti Gus Dur dan gerakan 
sosial seperti P3M dan lain sebagainya. Menurut Mahsun, dalam 
masyarakat NU perubahan yang berkelanjutan mesti segera diupayakan 
agar masyarakat, terutama masyarakat pesantren yang merupakan 
basis massa dan sebagai sub-kultur NU, menjadi terbuka dalam 
mengadopsi ide-ide baru yang berkelanjutan dalam arti menerima ide- 


165Lihat: Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Yogyakarta: 
Rajawali, 1986), h. 281-282. Lihat juga: Soejono Soekanto, Sosiologi: Suatu 
Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 305, yang dikutip oleh Badri 
Khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, (Bandung: Pustaka Setia, 
2010), h. 28-30. 

166Jalaluddin Rahmat, Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi atau Manusia 
Besar?, 2theds, (Bandung: Rosda Karya, 2000), h. 50. 
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ide dan nilai-nilai baru tanpa harus tercerabut dari akar ideologinya, 
nilai dan paradigma lama.167 


4. Pengaruh Sosial-Intelektual Kaum Muda NU 

Pendidikan adalah salah satu faktor yang dapat memunculkan 
perubahan, baik perubahan cara pandang maupun perubahan sikap, 
baik secara individu maupun secara kolektif. Pengaruh pendidikan juga 
berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan NU. 
Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dilalui oleh para kyai NU, 
semakin luas interaksi dan persinggungannya dengan wacana di luar 
NU, sehingga persinggungan ini akan memberikan warna tersendiri di 
dalam membaca arah baru pemikiran NU. 

Dalam pembacaan Martin Van Bruinessen, poin utama yang 
menjadi embrio lahirnya perubahan paradigma keislaman NU adalah 
khittah 1926 dengan kembali menjadi organisasi keagamaan (jam'iyyah 
diniyyah), dan keluar dari politik praktis. Sehingga gerakan kaum muda 
NU mengalami dinamikanya di bidang sosial-intelektual yang nyaris 
tidak tertandingi oleh komunitas lainnya.158 Tesis ini dibenarkan oleh 
Rumadi, bahwa dominasi sosial-intelektual di kalangan NU merupakan 
akibat dari melesatnya laju mobilitas sosial-intelektual di internal NU 
yang terjadi pada paruh kedua dekade 70-an dan klimaksnya pada awal 
dekade 80-an. Tesis Rumadi ini dibuktikan dengan banyaknya kaum 
santri yang memasuki perguruan tinggi, sehingga menambah cakrawala 
dan pemahaman intelektual. Konsekuensi logis atas fenomena ini, 
adanya pergeseran cara pandang terhadap ajaran dan terjadi diversi 
pemikiran yang berimplikasi pada upaya untuk mengadaptasi dogma 
ke-NU-an dengan tuntunan perubahan sosial yang berasal dari luar.16? 

Senada dengan Rumadi, Laode Ida mengemukakan bahwa 
genealogi yang mempengaruhi munculnya kelompok NU progresif di 
antaranya adalah adanya dinamika internal dan benturan di jantung 
tradisi NU yang terjadi akibat semakin banyaknya kaum muda NU 
(alumni pesantren) yang masuk ke perguruan tinggi modern. Hal ini 
menjadikan mobilitas sosial-intelektual di kalangan kaum muda NU 
semakin tinggi sehingga terjadi diversifikasi pemikiran dan 
perkembangan pemikiran yang berhadapan dengan tradisi 


167Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritis..., h. 136. 

168|ihat: Martin Van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, 
Pencarian Wacana baru, 75 eds., (Yogyakarta: LKiS, 2008). 

169Rumadi, Post Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam 
Komunitas NU, (Cirebon: Fahmina Institute, 2008), h. 105-110. 
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komunitasnya sendiri.170 Tidak hanya perguruan tinggi dalam negeri, 
banyaknya kader-kader NU yang melanjutkan kuliah di hampir seluruh 
dunia akan memberikan corak tersendiri dalam membawa arah baru NU 
ke depan. Persingungan dengan wacana pemikiran Islam di kancah 
internasional akan membawa dampak terhadap pola berpikir para 
pemangku struktural NU yang akan datang, sehingga sangat 
dimungkinkan pembaruan pemikiran NU pada akhirnya menjadi 
keniscayaan, apalagi setelah pergantian generasi, yang kemudian lebih 
banyak diisi oleh alumni pesantren plus perguruan tinggi, baik dari 
dalam maupun dari luar negeri. 

Sejak tahun 80-an, ketika PBNU dipimpin oleh Abdurrahman 
Wahid (Gus Dur) dan kawan-kawannya, di kalangan muda NU telah 
lahir banyak serjana, yang meskipun lulusan IAIN, tetapi bacaan-bacaan 
mereka yang luas sampai menyentuh Antonio Gramsci, Paulo Freire, 
Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Derrida, Marx, dan banyak pemikir 
sosial lainnya. Latar belakang anak-anak muda NU yang pada dasarnya 
dibangun dengan basis kitab kuning, pembacaan, dan referensi yang 
lebih luas ini akan memberi sumbangan berarti bagi pemikiran- 
pemikiran tentang nasib dan masa depan NU, serta menjadi modal 
sosial bagi masyarakat NU. Dan kelompok muda NU yang lahir dari 
rahim perguruan tinggi dari waktu ke waktu semakin membludak yang 
pada akhirnya akan mewarnai corak pemikiran NU di masa yang akan 
datang.171 

Selain peran perguruan tinggi yang merubah pola pikir kader, juga 
disebabkan adanya proyek pengembangan masyarakat melalui 
pesantren yang dipelopori oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan 
Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), dan hal ini melibatkan 
sejumlah LSM nasional maupun internasional sehingga mengakibatkan 
pesantren mulai ditarik dalam networking internasional. Pasca 
Muktamar NU di Situbondo, generasi muda NU mulai terlibat langsung 


170Laode Ida, NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru, (Jakarta: 
Erlangga, 2004), h. 160. 

171Nur Khalik Ridwan, Masa Depan NU: Dinamika dan Tantangannya, h. 
127-128. Menurut Riyadi, ada bebarapa kategori latar belakang pendidikan 
kaum muda NU. Pertama, mereka yang ditempa melalui pendidikan pesantren 
dan melanjutkan pendidikan tinggi. Sebagian mereka melanjutkan ke lembaga 
pendidikan tinggi yang berwatak sekuler seperti universitas dan institute. 
Kedua mereka yang belajar di pesantren ditambah dengan pendidikan tinggi di 
Timur Tengah. Ketiga yang belajar di pesantren di tambah dengan pendidikan 
tinggi di Barat. Lihat dalam cacatan kaki (footnote) Ahmad Ali Riyadi, 
Dekonstruksi Tradisi..., h. 60. 
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dalam berbagai aktivitas LSM, khususnya dalam Perhimpunan 
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) pada tahun 1983 yang 
secara khusus mengakomodir pengembangan masyarakat melalui 
pesantren.172 Selain itu, gerakan intelektualisme progresif di belahan 
dunia Arab, seperti Nasr Hamid Abu Zayd, Hasan Hanafi, Muhammad 
Syahrur, Muhammad Abed Al-Jabiri, Fatima Mernessi, dan lainnya turut 
memberi inspirasi terhadap lompatan tradisi intelektualisme NU.173 
Pada tahun 1985, dibentuk sebuah lembaga untuk mengelola sumber 
daya manusia NU, yaitu Lakpesdam (Lembaga Kajian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia). Kegiatan lembaga ini meliputi: 
kajian (diskusi, seminar dan semacamnya), penelitian, pelatihan dan 
advokasi yang biasanya melibatkan masyarakat NU dan pemberi dana 
(funding). Di Yogyakarta sebutannya sedikit berbeda, yaitu LKPSM 
(Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yang 
berdiri tahun 1986. 

Dua organisasi ini merupakan embrio lahirnya gerakan kaderisasi 
intelektualisme dalam NU. Melalui dua lembaga ini, kader-kader muda 
NU mengasah dan mengaktualisasikan ide-gagasan dan pemikirannya, 
terutama berkenaan dengan aktivitas sosial-keagamaan yang 
menyentuh langsung pada komunitas warga NU. Kiprah positif P3M dan 
Lakpesdam dengan cepat dirasakan dalam upaya melakukan dinamisasi 
pemikiran dalam tubuh NU. Ini artinya, dalam konteks perkembangan 
intelekstualisme di kalangan NU, kebangkitan pemikiran NU dimainkan 
oleh generasi muda yang mendapatkan dukungan dari sebagian kyai NU 
yang berwawasan moderat. Di bawah kepemimpinan Ahmad Shiddig- 
Abdurrahman Wahid, NU mulai melakukan pengkaderan secara lebih 
serius. Gerakan intelektual di dalam tubuh NU dilakukan secara 
terprogram dan simultan. 

Oleh karena itu, pada fase 1980-an hingga 1990-an setidaknya ada 
tiga fenomena yang menandai terjadinya gerakan intelektualisme di NU. 
Pertama, munculnya berbagai gerakan pemikiran dan LSM yang 
dimotori oleh generasi muda NU. Kedua, semakin banyaknya kalangan 
santri (alumni pesantren salafiyah NU) yang menempuh pendidikan 
tinggi baik PT Islam maupun PT umum, baik di luar negeri maupun 
dalam negeri, terutama keluarga para kyai. Ketiga, mulai berdirinya 


172Martin Van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian 
Wacana baru.., h. 235-257. 

173Tejo Waskito, Genealogi Revolusi Paradigma Pemikiran Keislaman 
Nahdlatul Ulama, dalam Jurnal Pemikiran Isalam dan Filsafat AL-A'RAF, vol. XV, 
No. 2, Juli-Desember, 208-209. 
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lembaga pendidikan tinggi pesantren, khususnya Ma'had Aly seperti 
Ma'had Aly Situbondo (1989). Gerakan kaum muda NU yang 
mengenyam pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan 
pesantren lebih dapat diharapkan untuk mengawal terjadinya 
perubahan tersebut dengan melakukan refleksi kritis atas tradisi 
keagamaan. Mereka berani mendiskusikan ajaran di pesantren dengan 
perspektif baru. Ajaran yang diterima secara doktriner di pesantren 
dibanding dan diperkaya pemahaman dengan pengetahuan dan 
metodologi modern yang diperoleh di perguruan tinggi.174 


5. Peran Tokoh Pembaru Pemikiran NU 

Pemetaan tokoh pembaru pemikiran NU, terutama dalam hal 
pembaruan bahtsul masail, dapat dikelompokkan menjadi tiga fase atau 
era, yaitu era 1980-an, era 1990-an dan era 2000-an. Hal ini bukan 
berarti menafikan peran tokoh sebelum tahun 1980-an. Tetapi lebih 
kepada dua pertimbangan: pertama, awal tahun 80-an merupakan awal 
NU kembali ke khittah, dengan kembali menjadi organisasi keagamaan, 
sehingga tradisi keilmuan lebih semarak ketimbang sebelumnya, ketika 
NU masih menjadi partai politik. Kedua, dalam penelusuran hasil 
keputusan bahtsul masail dari tahun 1926 hingga 2019, nama tokoh- 
tokoh sejak tahun 1926 tidak terdokumentasi dengan baik sehingga 
menyulitkan pelacakan. Baru kemudian pada Munas NU di Sukorejo 
Situbondo tahun 1983, nama-nama peserta sidang bahtsul masail mulai 
dicantumkan, sehingga hal ini memberikan jalan kepada peneliti untuk 
mengkaji tokoh-tokoh yang berperan dalam keputusan bahtsul masail, 
yang menjadi wadah lahirnya pemikiran keagamaan NU. 

Pada Munas NU di Situbondo tahun 1983, yang terlibat dalam 
sidang komisi masail diniyah diantaranya adalah KH. Rodli Sholeh, KH. 
Asnawi Lathif, KH. Sahal Mahfudh, KH. Mahfudh Anwar, KH. Imron 
Hamzah, dan KH. Aziz Masyhuri. Kemudian pada Muktamar NU ke-27 
tahun 1984 di tempat yang sama, muncul tokoh seperti KH. Ali Yafie, 
KH. A. Musthofa Bisri, KH. Amin Shaleh, KH. Sairazy, KH. Subadar, KH. 
Muntaha, KH. Fayyumi, dan KH. Mahsuni. Sementara yang lain adalah 
tokoh-tokoh yang aktif pada Munas sebelumnya (1983). Kemudian pada 
Munas NU di Cilacap tahun 1987, muncul tokoh baru seperti KH. Irfan 
Zidny, KH. Munawi Abdul Aziz, KH. Shidgy Mudzhar,KH. Abdullah, dan 
KH. Darman Fauzy. Sementara pada Muktamar NU ke-28 di Krapyak 


174Lihat: Rumadi, Post Tradisionalisme..., h. 114, dan Mahsun, Mazhab NU 
Mazhab Kritis... h. 137-138. 
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Yogyakarta tahun 1989 terbagi menjadi dua sub Komisi: Komisi I/A 
tokoh-tokoh baru yang terlibat adalah KH. Abdul Muhith Fattah, KH. 
Munzir Taman, KH. Shidgi Mudhar, KH. Maimun Zubair, KH. Fauzi, KH. 
Abdullah Mukhtar, KH. Zainal Abidin, dan KH. Asyhari Marzuki, 
sementara Sub komisi I/B muncul tokoh-tokoh seperti KH. Masyhuri 
Syahid, KH. Cholil Bisri, K. A. Masdugi, KH. Nadjib Hasan, KH. Yazid 
Romli, Ustadz A. Yasin, KH. Amin Mubarok, dan KH. Adzro'i.1?5 

Dari tokoh-tokoh di atas, tentu tidak semuanya dianggap sebagai 
tokoh pembaru pemikiran di tubuh NU. Demikian juga, di luar dari 
tokoh-tokoh yang terlibat dalam forum bahtsul masail, juga terdapat 
tokoh-tokoh yang sangat berperan di dalam munculnya pembaruan 
pemikiran NU. Di antara tokoh-tokoh pembaru pemikiran NU era 80-an, 
baik yang terlibat langsung dalam forum bahtsul masail maupun yang 
memilih di luar bahtsul masail. Diantara tokoh yang sangat berperan 
dalam pembaruan pemikiran keagamaan NU adalah KH. Ahmad Shiddig 
(w. 1991 M.). Peran kyai Ahmad Shiddig dalam pembaruan (tajdid) NU 
tidak dapat dinafikan. Hal ini sebagaimana direkam oleh kyai Sahal 
Mahfudh bahwa terkait dengan konsep tajdid, PBNU sebelum Muktamar 
ke-28 di Yogyakarta telah membentuk tim khusus untuk 
merumuskannya. Tim itu diketuai sendiri oleh rois amm kyai Ahmad 
Shiddig.176 Ini artinya gagasan tajdid dalam NU mendapatkan 
pengawalan langsung dari pimpinan tertinggi PBNU, sehingga 
pembaruan NU tidak terlalu mendapatkan kendala. 

Di bawah kepemimpinan Ahmad Shiddig yang berpartner dengan 
KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (w. 2009 M.), NU mulai 
melakukan pengkaderan secara lebih serius. Gerakan intelektual di 
dalam tubuh NU dilakukan secara terprogram dan simultan, maka pada 
tahun 1985 terbentuklah Lakspesdam (Lembaga Kajian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia), yang merupakan lembaga untuk 
mengelola sumber daya manusia NU. Dua tahun sebelum terbentuknya 
Lakspesdam, telah dibentuk P3M (Perhimpunan, Pengembangan 
Pesantren dan Masyarakat) yang fokus kegiatannya adalah menangani 
pesantren. P3M mempertemukan kyai pesantren dengan ilmuan sosial. 
Lakspesdam dan P3M merupakan embrio gerakan kaderisasi dan 
intelektualisme dalam NU. Melalui dua lembaga ini kader-kader muda 
NU mengasah dan mengaktualisasikan ide dan gagasannya terutama 


175Lihat: Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha'..., h. 385, 393, 409, dan 425. 
176Lihat: KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial..., h. 32. 
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berkenaan dengan aktivitas sosial-keagamaan yang menyentuh 
langsung pada komunitas warga NU.177 

Gus Dur merupakan salah satu icon pembaruan pemikiran 
keagamaan NU. Membaca alur pemikiran Gus Dur tentu tidak mudah. 
Mengingat latar belakang pendidikan, bacaan dan interaksinya dengan 
berbagai kalangan telah melahirkan corak pemikiran tersendiri. Di 
samping Gus Dur menjadi tokoh sentral organisasi keagamaan (ketua 
PBNU sejak tahun 1984 hingga tahun 2000-an), pada waktu yang 
bersamaan juga menjabat sebagai ketua festival film Indonesia dan 
anggota dewan pers (1986). Gus Dur sering menjadi juru bicara serta 
mendapatkan berbagai penghargaan dari dalam negeri maupun luar 
negeri, sehingga corak pemikirannya sangat kompleks.178 

Dalam bidang pemikiran hukum Islam, bagi Gus Dur hukum Islam 
harus mampu mengembangkan watak dinamis dengan cara 
menekankan perhatiannya pada soal-soal duniawi yang menggeluti 
kehidupan berbangsa dan memberikan pemecahan terhadap persoalan- 
persoalan hidup aktual yang dihadapi pada masanya. Menurutnya, perlu 
ada kesadaran bahwa hukum itu tidak untuk dipertahankan tetapi 
untuk dirubah, kecuali yang tidak dapat dirubah, dan perlu pemahaman 
ulang atas fikih. Karena pada faktanya, mayoritas “kaum fikih” sendiri 
masih memperlakukan fikih sebagai warisan final. Mereka lupa bahwa 
sebenarnya fikih berfungsi mengawal perkembangan zaman. Ini berarti 
menjaga agar perjalanan berlanjut, bukan justru menghentikan 
perjalanan itu sendiri. Bukankah inti kerja fikih adalah menyimpulkan, 
bukannya menerima saja sesuatu keputusan masa lampau tanpa 
pemeriksaan ulang atasnya.179 

Menurut Gus Dur, masalah halal-haram tidak harus diberlakukan 
hanya pada makanan atau tindakan sehari-hari belaka. Ia harus 
diberlakukan pula atas bangunan sosial yang ada. Ini artinya, Gus Dur 
menghendaki adanya pengembangan wawasan fikih dari sekedar 
wawasan fikih ibadah ke arah fikih sosial. Gus Dur juga menyayangkan 
nasib usul fikih di tangan para penganut fikih. Ia dipergunakan secara 
tidak kreatif dan dengan sendirinya berubah fungsi menjadi alat seleksi 


177Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Fikih..., h. 116-117. 

178Mujamil, Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama..., h. 235-236. 

179Lihat: Abdurrahman Wahid, “Menjelaskan Hukum Islam Sebagai 
Penunjang Pembangunar”, dalam Seri Prisma II, Agama dan Tantangan Zaman, 
(Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi-LP3ES, 
1985), h. 68, dan Abdurrahman Wahid, “Figh dan Etika Sosial”, dalam majalah 
Aula, 09 November, 1987, h. 33. 
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yang sangat normatif dan mematikan kreativitas.180 Menurut Martin, 
pemikiran kritis dan pencarian alternatif dalam memperluas wacana 
fikih mendapatkan perlindungan, patronase, dan rangsangan sejak Gus 
Dur menduduki posisi berpengaruh di tubuh NU.181 

Di antara tokoh pembaru lainnya adalah KH. Ali Yafie. Pemikiran 
kyai Ali Yafie yang menyangkut pemikiran hukum Islam diantaranya 
adalah kontekstualisasi fikih. Menurutnya, fikih itu sendiri perlu kajian 
ulang dan penyesuaian dalam konteks suatu masyarakat agar dapat 
memberikan keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan realitas di 
lapangan. Sementara ini fikih yang dipakai ulama dan kaum muslimin 
Indonesia masih fikih yang berorientasi pada keadaan di Arab (Arab 
oriented). Kyai Ali Yafie merupakan salah satu ulama yang mendukung 
gagasan fikih Indonesia. Dari segi pemikiran keagamaan, kyai Ali Yafie 
mampu mengkontekstualisasikan ajaran-ajaran yang bersifat legal- 
formalistik- yang diwakili oleh tradisi fikih- dengan perkembangan 
zaman, serta berusaha memberikan arah baru terhadap wacana 
tersebut secara prospektif. Menurutnya, generasi penerus memerlukan 
wawasan ilmu fikih yang memungkinkan mereka menangkap makna 
kontekstual dari rumus-rumus tekstual yang sudah baku dalam ilmu 
fikih itu sendiri.182 

Selain kyai Ali Yafie, kyai Sahal Mahfudh (w. 2014 M.) merupakan 
salah satu tokoh yang menggagas tajdid di tubuh NU bersama-sama 
dengan kyai Ahmad Shiddig.!88 Percikan pemikiran kyai Sahal Mahfudh 
dapat dilihat dalam “Nuansa Figh Sosial” yang menggambarkan upaya 
kontekstualisasi fikih. Menurutnya, fikih selalu menjumpai konteks 
dengan kehidupan nyata dan karena itu bersifat dinamis. Jika 
pemahaman kitab kuning hanya fokus pada pola tekstual, tidak 
diimbangi dengan pemahaman kontekstual, maka tidak mustahil akan 
menjadi harta pusaka yang di-museum-kan, yang tidak banyak 
memberikan manfaat dan solusi terhadap isu-isu aktual. 


180Abdurrahman Wahid, “Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme 
Perdaban Islam”, dalam Budhy Munawar Rachman (Ed.), Kontekstualisasi 
Doktrin Islam dalam Sejarah, 285 eds., (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), h. 
551. 

181Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian 
Wacana Baru, h. 199. 

182Mujamil, Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama..., h. 235-236. 

183Kyai Sahal merupakan wakil ketua tim perumus konsep tajdid 
sebelum Muktamar NU ke 28 di Yogyakarta, yang diketua oleh KH. Ahmad 
Siddig. Lihat: KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, h. 32. 
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Kontekstualisasi kitab kuning bukan berarti menanggalkan dan 
meninggalkan fikih secara mutlak, justru dengan pemahaman 
kontekstual segala persoalan kehidupan mampu dijiwai oleh fikih 
secara konseptual dan fikih selalu on the right track.184 

Kyai Sahal juga memberikan kritikan yang sangat tajam kepada 
para santri, sebagai calon penerus tradisi bahtsul masail, agar mereka 
terbangun dari sikap apologis yang sangat berdampak pada stagnasi 
ilmiah. Tentu kyai Sahal mengapresiasi keberadaan kitab kuning bahwa 
meninggalkan kitab kuning akan mengakibatkan terputusnya mata 
rantai sejarah dan budaya ilmiah yang telah dibangun berabad-abad 
lamanya. Menurutnya, kitab kuning meskipun mungkin tidak mampu 
mengakomodasi kompleksitas permasalahan saat ini, ia merupakan 
warisan sejarah dari bangunan besar tradisi keilmuan Islam yang harus 
dipetik manfaatnya. Menutup kitab kuning berarti menutup jalur yang 
menghubungkan tradisi keilmuan sekarang dengan tradisi keilmuan 
pada masa lalu. Problemnya sebetulnya bukan berada pada kitab 
kuningnya, melainkan lebih kepada sikap santri terhadap kitab kuning. 
Kitab kuning sering difungsikan sebagai kompendium yurisprudensi 
yang sangat legalistik. Dalam fungsi ini, kitab kuning sering dianggap 
sebagai hukum positif yang dapat menghakimi segala permasalahan 
secara rinci dengan latar belakang pertimbangan, argumen, dan 
keputusan yang sepenuhnya telah dibakukan. Dengan kata lain, kitab 
kuning telah disejajarkan dengan al-Our'an dan hadis.15 

Selain melalui kontekstualisasi kitab kuning pengembangan 
secara gauli dapat dilakukan dengan cara memperluas penggunaan 
kaidah-kaidah fighiyyah maupun kaidah usuliyyah untuk digunakan 
bukan hanya pada persoalan fikih individual yang menyangkut halal- 
haram, melainkan juga untuk memecahkan berbagai persoalan yang 
menyangkut kebijakan publik, baik yang menyangkut kebijakan politik, 
ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kyai Sahal 
melihat perlu adanya pergeseran paradigma fikih, yaitu pergeseran dari 
fikih yang formalistik menjadi fikih yang etik. Secara metodologis hal ini 
dapat dilakukan dengan mengintegrasikan hikmah hukum ke dalam 
'illat hukum, atau dengan kata lain sudah saatnya mengintegrasikan 


184KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, h. xxxix-24. 
185Lihat Pendahuluan buku Nuansa Figh Sosial, “Figh Sosial: Upaya 
Pengembangan Mazhab Oauli dan Manhaji”, h. xxiii-xli. 
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pola pemahaman giyasi murni dengan pola-pola pemahaman yang 
berorientasi pada magasid al-magasid al-syari'ah.18$ 

Tokoh lainnya dalam hal pembaruan pemikiran NU namun tidak 
terlibat langsung dalam forum bahtsul masail adalah KH. Muchith 
Muzadi (w. 2015). Kyai Muchith Muzadi merupakan tokoh pembela 
bermazhab. Menurutnya, tuduhan bahwa mazhab sebagai sumber 
fanatisme dan intoleran sama sekali tidak benar. Sebaliknya, fanatisme 
dan intoleransi itu justru lebih banyak terdapat pada paham anti 
mazhab yang pada hakikatnya bertujuan membangun mazhab baru 
dengan menghancurkan mazhab-mazhab yang lama. Menurutnya, para 
pendiri mazhab itu adalah orang-orang yang sangat toleran (anti 
fanatisme). Sikap fanatik itu hanya terjadi pada pengikut mazhab 
lapisan yang paling bawah. Bila dibandingkan dengan kelompok yang 
anti mazhab seperti Muhammadiyah, tuduhan itu makin tidak terbukti. 
Majlis Tarjih justru mewajibkan orang-orang Muhammadiyah mengikuti 
ketetapan-ketetapannya.87 Kyai Muchith juga mendukung NU 
melakukan tajdid, sebagai mana penjelasan terdahulu, dan juga 
menghendaki adanya ijtihad. Menurut mujamil, gagasan perlunya ijtihad 
ini membuktikan bahwa Muchith telah memiliki pemikiran yang 
progresif melampaui ulama-ulama tradisional pada umumnya dan 
tradisi-tradisi yang dimilikinya. Kyai Muchith menginginkan perubahan- 
perubahan mendasar dalam arti pengembangan yang bersifat positif- 
konstruktif dan harus relevan dengan perkembangan zaman. Munculnya 
hal-hal baru membutuhkan keputusan dan ketetapan baru yang 
dihasilkan oleh kerja intelektual secara maksimal.188 

Sama seperti tokoh pembaru lainnya, kyai Oodri Azizy (2008 M.) 
termasuk yang membidani pembaruan metodologi NU sebelum Munas 
Bandar Lampung. Oodri menyuarakan gagasan tajdid ketika diundang 
menghadiri acara serasehan tentang “Masa Depan NU” di Yogyakarta 
tahun 1989. Oodri memberikan kritikan-kritikan terhadap tradisi 
bermazhab NU yang cenderung tidak konsisten dan Syafi'iyyah oriented. 
Oodri kemudian menawarkan untuk dilakukan redefinisi bermazhab. 
Bahwa bermazhab mestinya tidak berarti harus selalu mengikuti 
pendapat yang sudah jadi dari sang imam mazhab secara kaku (rigid) 
dan beku (stagnan), terlebih lagi malah hanya berhenti pada para 


186Lihat: KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, h. xliii-li. 

187Wawancara dengan kyai Muchith Muzadi dilakukan oleh Mujamil pada 
3 Oktober 1999, yang kemudian dituangkan dalam Dinamika Pemikiran Islam 
Nahdlatul Ulama... h. 328. 

188Mujamil, Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama..., h. 332-333. 
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pengkutnya yang sudah dalam urutan yang kesekian. Bermazhab adalah 
berarti mengikuti metodologi imam mazhab, yang disebut dengan 
bermazhab dalam manhaj (mazhab manhaji), bukan sekedar agwal. 
Demikian pula kalau berbicara mengenai pendapat imam Syafii, 
seharusnya yang dirujuk adalah kitab imam Syafit langsung, seperti al- 
Umm, al-Risalah, Musnadnya, dain lain-lainnya. Karena imam Syafi'f 
itulah dalah tradisi keilmuan barat yang disebut sebagai sumber primer 
(primery sources).18? 

Di samping tokoh di atas, kyai Musthafa Bisri (Gus Mus) yang 
sampai hari ini namanya masih menjadi idola banyak kalangan, 
merupakan kyai muda yang pertama kali berupaya memperkenalkan 
perubahan-perubahan dalam pola-pola sidang bahtsul masail 
tradisional, agar bahtsul masail menjadi lebih relevan dan lebih rasional. 
Ketika Gus Mus menjadi pengurus Syuriah NU Jawa Tengah, ia berharap 
dalam menyelesaikan persoalan hukum tidak hanya dijawab dengan 
setuju atau tidak setuju (ya atau tidak), apalagi sampai maugiif, 
melainkan dilihat dari berbagai sudut pandang dan jika perlu 
diterangkan oleh para ahli dalam bidang lain seperti ekonomi, 
kedokteran atau teknik, sebelum para ahli fikih menyampaikan 
fatwanya. Masalah-masalah yang akan dibicarakan harus dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga terjadi perenungan serius, dan akan lebih 
menggairahkan jika pembicara tidak hanya menyangkut satu masalah 
saja, tapi sejumlah masalah yang berbeda-beda namun berkaitan erat 
satu dengan yang lainnya, sehingga pada Muktamar NU di Situbondo 
tahun 1984 diputuskan untuk mengikuti model diskusi keagamaan yang 
dirintis oleh Gus Mus di Jawa Tengah dan mengembangkannya lebih 
jauh lagi.190 

Di antara tokoh pembaru lainnya adalah Prof. Dr. Said Agil Husin 
al-Munawar, seorang habib lulusan Ummul Ouro, yang pakar di bidang 
hadis dan usul fikih. Sejak tahun 1984, beliau sudah menduduki puncak 
keilmuan di lingkungan NU dengan seringnya diposisikan sebagai 
perumus atau mushahih di forum-forum bahtsul masail tingkat nasional, 
baik dalam forum Munas maupun forum Muktamar. Tentu posisi 
semacam ini tidak mudah, mengingat usia beliau waktu itu yang relatif 
masih muda, sementara forum bahtsul masail adalah tempat ajang adu 


1899odri Azizy, “Cara NU Bermazhab” dalam Islam dan Permasalahan 
Sosial: Mencari Jalan Keluar, 25 eds., (Yogyakarta: LKiS, 2013), h. 50-54. 

190Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian 
Wacana Baru, h. 194-199. 
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kealiman dan kepiawaian di dalam mendialogkan kitab turats dengan 
kasus-kasus hukum yang dihadapi. 

Prof. Agil mengkritik orang yang beranggapan bahwa bermazhab 
berarti meninggalkan al-Gur'an dan al-Sunnah, dan menyimpang dari 
kedua sumber hukum tersebut. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada juga 
yang menggap kufur kepada pengikut mazhab, karena dianggap 
mempertuhankan imam mazhab. Menurut Prof. Agil, pandangan 
semacam itu keliru, karena ijtihad adalah menggali isi al-Gur'an dan al- 
Sunnah untuk dikaji, diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya 
membuahkan hukum Islam yang konkrit dan positif. Buah hasil ijtihad 
kemudian disebut dengan mazhab.191 Namun begitu, bukan berarti Prof. 
Agil anti kebaruan. Sebagai sosok yang pakar di bidang Usul fikih, beliau 
adalah tokoh yang mendorong kesadaran NU secara metodologis 
(manhaji). 

Salah satu tokoh pembaruan pemikiran NU dari kalangan kaum 
muda yang sangat berpengaruh dalam diskusi-diskusi yang 
diselenggarakan pada tahun 1980-an adalah kyai Masdar F. Mas'udi. 
Sebagai lulusan pesantren dan perguruan tinggi yang dikenal karena 
gagasan-gagasannya yang provokatif, memberikan rangsangan 
pengkajian yang kritis sebagai ganti penghafal pasif (pengajian) 
terhadap kitab-kitab yang sudah sejak lama menjadi bagian dari tradisi 
yang tak pernah dipertanyakan. Tentu saja ia tidak mencampakkan 
sama sekali tradisi, tetapi cenderung pada suatu penafsiran baru yang 
radikal dan kreatif. Kyai Masdar termasuk orang yang membidani 
lahirnya khittah NU pada tahun 1984 melalui pemikiran yang mendalam 
dan diskusi dengan para intelektual NU lainnya. Kemudian sejak 1988, 
P3M telah memungkinkan kyai Masdar menjaga agar lingkaran studi 
(halagah) para kyai muda yang diikuti oleh beberapa kyai senior terus 
berjalan, dengan mengusahakan untuk memperluas wacana fikih yang 
sudah mapan dan menyoroti problem-problem kemasyarakatan yang 
sejak lama telah terabaikan oleh para ulama NU. Beberapa kyai senior, 
seperti KH. Sahal Mahfudh dan kyai Imron Hamzah memberikan 
perlindungan sehingga gagasan kontekstualisasi dapat berjalanan 
dengan baik. 

Pemikiran-pemikiran kyai Masdar hampir semuanya mengenai 
fikih sosial. Ia berupaya menunjukkan celah-celah kelemahan fikih itu. 
Menurutnya, dunia pemikiran fikih Islam ditandai oleh ciri dan watak 


191Said Agil Husin al-Munawar, “Mazhab dalam Pandangan Nu, Figh dan 
Teologi”, dalam Aula, h. 54. 
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yang sangat patut dipertanyakan, yaitu watak pemikiran fikih yang 
Juz'iyyah, kasuistik dan micro-oriented, hanya berguna untuk menangani 
persoalan pasca kejadian, mengabaikan penanganan masalah-masalah 
strategis, dan formalistik. Akibatnya, wajah fikih menjadi begitu dingin, 
kurang menunjukkan pemihakan (engagement) terhadap kepentingan 
masyarakat.192 Kyai Masdar termasuk kategori sebagai tokoh yang 
concern dibidang diskursus magasid al-syari'ah dan kesetaraan gender. 
Dalam bidang magasid al-syari'ah, Masdar memiliki kecenderungan 
melihat Islam secara substansi dan akibatnya menolak formalisasi 
syariat. Sementara dalam diskursus kesetaraan gender, Masdar 
menempatkan posisi perempuan setara dengan posisi laki-laki dan 
menolak hegemoni tafsir misoginis bias laki-laki.193 

Selain kyai Masdar, kyai Said Agil Siraj merupakan sosok kyai NU 
yang kerap melakukan autokritik terhadap NU. Kritikannya langsung 
membidik juntung pemikiran keagamaan NU, yaitu mengenai konsep 
ahlus-sunnah wal-jama'ah. Menurut pengamatannya, selama ini Aswaja 
masih sering dipahami sebagai suatu mazhab. Jika dipahami sebagai 
sebuah mazhab, eksistensi aswaja semakin mengkristal menjadi 
institusi. Jelas, pandangan ini paradoks dengan fakta sejarah kelahiran 
aswaja. Bagaimana mungkin dalam mazhab (aswaja) masih terbagi 
dalam mazhab-mazhab yang sarat dengan perbedaan, maka aswaja itu 
sebenarnya bukan mazhab, melainkan manhaj al-fikr atau paham yang 
di dalamnya masih memuat banyak aliran dan mazhab.194 

Di samping itu, kyai Said mendorong untuk dilakukan tajdid 
dalam internal NU. Menurutnya, harus dikembangkan ihya' al-fikrah al- 
islamiyyah (menghidupkan kembali pemikiran Islam). Sikap ini tidak 
dengan melakukan ijtihad sebagaimana para a'immah al-madzahib 
(pendiri mazhab), sebaliknya juga tidak bertaklid secara gault kepada 
mereka. Semaksimal mungkin diupayakan untuk merujuk kepada 
sumber-sumber primer (al-masadir al-asasiyyah) karya para imam 
mazhab, sedang pemikiran para ulama madzahib hanyalah diposisikan 
sebagai rujukan sekunder sehingga upaya yang digali setara dengan 
ulama madzahib zaman dulu. Kang Said menyeru untuk bertaklid 
kepada imam Syafit dalam aspek metode (manhaj)-nya. Dalam arti 
melakukan taklid kritis, dengan cara melakukan kritik pemahaman yang 


192Masdar F. Mas'udi, “Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan 
Syari'at”, dalam Ulumul Gur'an, VI, 13, 1995, h. 96. 

193Zuly Oodir, Islam Liberal... h. 256. 

194Lihat Mujamil, Dinamika Pemikiran Islam..., h. 269. 
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tidak relevan. Walaupun tentu tetap menjadi pengikut SyafiT, namun 
tatap kritis. Bila karakter kritis dikembangkan di tubuh sunni (NU), 
maka dinamisasi pemikiran akan bertambah subur.195 Menurut kyai 
Said, sebenarnya ulama NU banyak yang 'allamah, hanya saja mereka 
terlalu tawadu' akibat pengaruh kitab Ta'lim al-Muta'allim, terkadang 
mereka tidak mau ibtikar, tidak melakukan kreasi baru dan tidak pula 
mengadakan terobosan baru. Kebanyakan ulama NU memang kurang 
kreatif. 

Kyai Said Agil merupakan kyai yang mengembangkan inklusivitas 
berpikir. Menurutnya, siapa pun yang dianggap baik harus dikatakan 
baik, termasuk terhadap syiah. Namun sikap demikian justru 
menyebabkan kyai Said dituduh memasukkan syiah ke dalam ahlus- 
sunnah wal-jama'ah. Sikap keterbukaan kyai Said bukan hanya terhadap 
Syi'ah, tetapi juga terhadap non muslim sehingga dapat berhubungan 
secara akrab. Sikap demikian karena menggunakan pendekatan sufistik, 
di mana hubungan antar pemeluk agama jauh lebih cair dari pada 
pandangan fikih maupun teologi.1?6 

Tentu dari tokoh-tokoh yang disebut di atas, masih ada tokoh 
lainnya yang ikut andil dalam proses terjadinya pembaruan di 
lingkungan NU, terutama era berikutnya, yaitu era 90-an dan 2000-an. 
Di antara tokoh-tokoh yang muncul di era pasca 80-an adalah KH. 
Ma'ruf Amin. Salah satu pemikirannya adalah berpikir dinamis dan 
seimbangan (tatawwuriyah dan tawazun). Dalam pandangannya, 
berangkat dari pemahaman bahwa persoalan-persoalan hukum yang 
muncul terus bertambah dan tidak terbatas jumlahnya, sedangkan 
jumlah nas terbatas dan sudah berhenti, tidak turun lagi, sehingga para 
ulama wajib membantu kaum muslimin melalui ijtihad dan pemberian 
fatwa mengenai hukum masalah-masalah baru tersebut. Karena 
membiarkan masyarakat untuk menjawab sendiri persoalan hukum 
mereka, amatlah berbahaya. 

Menurutnya, dalam berfatwa harus menjaga keseimbangan, 
antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati para ulama, 
sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan 
fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga 
harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai 
upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif 


195Said Agil Siraj, Ahlussunnah Waljamaah, h. 5-9, dan juga wawancara 
Mujamil dengan Kyai Said Agil Siraj, 16 September 1999. 
196Mujamil, Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama..., h. 277-279. 
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pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Salah satu 
syarat untuk berijtihad atau menetapkan fatwa adalah memenuhi 
metodologi atau manhaj. Menetapkan fatwa tanpa manhaj dilarang oleh 
agama. Oleh karena itu, menetapkan fatwa hanya didasarkan kepada 
kebutuhan (li al-hajah), atau kemaslahatan (li al-maslahah), atau 
pemahaman tentang intisari ajaran agama (magasid al-syari'ah), tanpa 
berpegang kepada al-nusiis al-syar'iyyah, termasuk kebablasan (iftirati). 
Sebaliknya, menetapkan fatwa secara rigid dengan hanya memegangi 
teks keagamaan tanpa memperhatikan kemaslahatan dan intisari ajaran 
agama, sehingga banyak permasalahan baru yang tidak dijawab, 
termasuk kategori bersikap gegabah (tafriti).197 

Kyai Ma'ruf Amin memiliki konsep trisila yang kerap menjadi 
pertimbangan dalam melahirkan fatwa, yaitu revitalisasi tahgig al- 
manat, adah al-nazar, dan tafrig al-halal min al-haram. Dengan tiga 
konsep ini, kyai Ma'ruf tampaknya ingin terus mendorong dinamisasi 
hukum Islam dengan terus mencermati 'illat-'illat hukum yang melekat 
pada masalah-masalah lama dan baru, membuka membalikkan gaul al- 
marjuh menjadi gaul al-mu'tamad, dan membebaskan diri dari belenggu 
taklid.198 Kemudian dalam menyikapi pola bermazhab NU, kyai Ma'ruf 
Amin mengatakan bahwa bermazhab adalah sesuatu yang final bagi NU, 
sehingga NU tidak akan menanggalkan tradisi bermazhab. Namun 
demikian, bermazhab tidak berarti menghalangi NU untuk melakukan 
perubahan, karena perubahan itu sendiri juga sesuatu yang “pasti” 
terjadi. Fikih NU dengan pola mazhabnya tidak menutup kemungkinan 
untuk dilakukan perubahan dan pembaruan, baik pada masalah isi 
(materi) maupun teknis metodologi (manhaj)-nya.1? 

Selain kyai Ma'ruf Amin, ada pula tokoh yang disebut-sebut 
sebagai penerus KH. Sahal Mahfudh dalam bidang ilmu usul fikih, yaitu 
KH. Afifuddin Muhajir. Kemahiran kyai Afifuddin terlihat ketika 
memimpin forum bahtsul masail yang setiap argumentasinya sering 
menggunakan pijakan usul fikih. Ketika Muktamar NU ke-33 di Jombang, 
kyai Afifuddin menjadi ketua sidang komisi maudu'iyyah yang salah satu 
bahasannya adalah metode istinbat al-ahkam dalam lingkungan NU, dan 
beliau merupakan penulis draf awal mengenai prosedur istinbat al- 


197Lihat: Atho Mudzhar, Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 103-107. 

198Atho Mudzhar, Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam, h. 133. 

199Wawancara Arifi dengan KH. Ma'ruf Amin pada tanggal 28 Juli 2006, 
yang dimuat dalam Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih..., h. 26. 
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ahkam secara terperinci.200 Menurutnya, usul fikih belum dipakai secara 
maksimal dalam merespon peristiwa-peristiwa fighiyah baru yang terus 
bermunculan. Usul fikih belum didayagunakan secara sungguh-sungguh 
sebagai perangkat metodologi untuk memproduksi fikih. Sementara 
fikih yang digunakan sekarang ini masih fikih lama, yaitu fikih yang 
hidup dan bergulat dengan persoalan abad pertengahan. Fikih lama 
dengan kukuh dipegangi, sementara itu fikih baru belum juga lahir. 
Fenomena fikih boleh dibilang sangat kontras dengan fenomena iptek 
yang terus mengalami sofistifikasi. Oleh karena itu, kyai Afifuddin 
menyarankan supaya ulama-ulama NU dan juga para tokoh agama yang 
lain lebih menekankan pada pemahaman terhadap kaidah-kaidah 
fighiyyah untuk kemudian mendayagunakannya di dalam menjawab 
persoalan-persoalan umat dengan segala dinamika.201 

Selain dua tokoh di atas yang muncul di era 90-an dan 2000-an, 
masih banyak tokoh-tokoh NU yang mengusung gagasan pembaruan, 
terutama dari kalangan kyai muda. Bahkan mereka tidak hanya 
mengusung kontekstualisasi, melainkan mengarah pada liberalisasi. 
Munculnya gagasan metode baru berupa hermeneutika merupakan 
bukti bagaimana gagasan kaum muda NU mulai masuk ke arena forum 
kyai dan ikut mewarnai diskursus pemikiran bermazhab NU. Lompatan 
pemikiran yang dilontarkan oleh kaum muda NU akan memebarikan 
warna baru dalam pemikiran NU di masa yang akan datang, karena 
tidak menutup kemungkinan di antara dari kaum muda ini, kelak akan 
memimpin pucuk tertinggi forum bahtsul masail sehingga akan 
melahirkan pola baru dalam tradisi bermazhab NU. 


6. Pergolakan Pemikiran Kaum Muda NU Vs Kaum Tua 

Tahun 1980-an, di kalangan generasi muda NU ada ketidakpuasan 
yang terus berkembang terhadap bentuk maupun substansi kebanyakan 
keputusan hukum yang dikeluarkan oleh kyai senior. Mereka 
mengeluhkan bahwa terlalu banyak problem yang dibicarakan sangat 
tidak relevan dan problem-problem sosial penting diabaikan karena 
para ulama menghindarkan diri bersentuhan dengan isu-isu yang peka. 
Hasrat akan pemikiran Islam yang lebih relevan secara sosial dan politik 
juga melahirkan kritik terhadap bentuk keputusan hukum tradisional 


200| jhat catatan kaki pada Ahkam al-Fugaha'..., h. 1083. 

201Afifuddin Muhajir & Imam Nahe'i, “Fungsionalisasi Ushul Figih dalam 
Bahtsul Masail NU” dalam M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU, 
Transformasi Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), h. 243- 
263. 
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yang menggunakan kitab-kitab otoritatif tanpa melakukan penafsiran 
lebih lanjut atau kontekstualisasi dan tanpa menerangkan kenapa 
kutipan-kutipan yang diberikan tersebut relevan dengan kasus yang 
ada. Menariknya, menurut pengamatan Martin, kritik semacam ini tidak 
lahir dari kaum intelektual muda NU yang mengenyam pendidikan 
modern, melainkan lahir dari kader muda yang lebih cerdas yang 
ditempa di pesantren.202 Tentu pada perkembangan berikutnya, belum 
tentu pengamatan Martin masih menemukan relevansinya, mengingat 
banyaknya kaum pesantren yang meneruskan pendidikan tingginya di 
kampus-kampus elit termasuk di Barat, sehingga kritikan terhadap NU 
tidak dapat dilihat dari faktor pendidikan pesantren atau pendidikan 
modern, tergantung ketajaman pembacaan dari masing-masing 
individu. 

Dalam pemetaan Ahmad Arifi, dinamika intelektual NU sejak 
tahun 1926 hingga tahun 2000 terbagi ke dalam empat periode. 
Pertama, periode perjuangan dan penegasan identitas (1926-1970). 
Kedua, periode transisi (1970-1980) yang merupakan periode peralihan 
dari generasi pendiri ke generasi murid atau kader. Ketiga, periode 
pengkaderan dan kebangkitan NU (1980-an-1990-an). Dan keempat, 
periode aktualisasi (1990-an hingga 2000-an).208 Sementara periode 
2000-an dan seterusnya dapat dibilang sebagai periode revitalisasi dan 
evaluasi. Oleh karena itu, pergeseran metode bahtsul masail NU dapat 
diamati dari periode 80-an, yang dalam pemetaan Arifi masuk kategori 
pengkaderan dan kebangkitan NU. Pada periode ini, Indonesia berada 
dalam era pembangunan, dan ideologi yang dikembangkan adalah 
ideologi developmentalisme. Di era ini ada pergeseran dari tradisi 
ideologi ke tradisi keilmuan, sehingga NU merasa perlu melakukan 
reorientasi gerakan agar NU tidak tersisihkan dalam semua sektor 
kehidupan akibat gencarnya developmentalisme. Apalagi dalam aspek 
politik, NU tidak beruntung ketika masuk ke dalam PPP. Untuk 
melakukan reorientasi tersebut, NU menggelar Muktamar ke-29 di 
Situbondo tahun 1984 yang salah satu keputusannya adalah kembalinya 
NU ke khittah, dari organisasi politik kembali lagi menjadi organisasi 
sosial keagamaan. 

Kader-kader yang disemai oleh gerakan intelektual NU di era 
pengkaderan (1980-an hingga 1990-an) ternyata mulai bersemi pada 


202Martin Van Bruinessen, NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, dan Pencarian 
Wacana Baru, h. 198-199. 
203Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih...., h. 89-126. 
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tahun 1990-an dan seterusnya, maka bermunculan para intelektual 
muda NU dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang kajian Islam. 
Sebagai dampaknya adalah dalam pemikiran fikih, gairah bahtsul masail 
di forum-forum LBM, baik yang dilakukan dari tingkat pusat maupun 
cabang, kian banyak bermunculan kyai-kyai muda yang berwawasan 
luas dan dengan gelar kesarjanaan plus pascasarjana. Wacana 
pemikiran modern sering menghiasi diskusi-diskusi intensif dalam 
bahtsul masail. Pemikiran intelektual muslim kontemporer semisal 
Wahbah al-Zuhayli, Mahmud Syaltut hingga yang berbau liberal seperti 
“Abid al-Jabiri, Hasan Hanafi dan Muhammad Syahrir dijadikan sebagai 
referensi meskipun tidak sedikit kyai sepuh menolak pemikiran mereka 
terutama yang berbau liberal. Oleh karena itu, forum bahtsul masail di 
era 1990-an tidak lagi menjadi kavling para kyai tua yang berada di 
lembaga syuriyah, tetapi sudah diikuti oleh para kyai muda-cendekia 
alumni pesantren tinggi (bergelar magister dan doktor) dengan 
beragam disiplin ilmu dan keahlian.204 Forum bahtsul masail 
berkembang dinamis, dengan rumusan masalah dan jawaban yang lebih 
sistematis. Puncaknya, tejadi reformasi bermazhab NU, diawali dengan 
reformulasi metode bahtsul masail yang awalnya identik dengan 
metode mazhab gauli bergeser menjadi manhaji. 

Pada era 2000-an, gerakan pembaruan pemikiran kaum muda NU 
semakin tidak terbendung dan merambah ke dalam jantung lembaga 
keulamaan, yaitu lembaga bahtsul masail NU. Pada era ini, banyak 
bermunculan intelektual muda NU yang melakukan kritik konstruktif, 
baik dari internal NU sendiri yang terlibat langsung dalam forum 
bahtsul masail maupun yang hanya sebagai pengamat. Tokoh-tokoh 
pembaru dalam pemikiran NU yang tidak terlibat langsung dalam forum 
bahtsul masail antara lain kyai Husein Muhammad. Kritik yang 
dilakukan oleh kyai Husein misalnya seputar sistem pengambilan 
keputusan dalam bahtsul masail yang diputuskan dalam Munas Bandar 
Lampung 1992 dianggap tidak berjalan efektif, dan menggugat 
kecenderungan pada kitab kuning oriented tanpa ada upaya 
menganalisis masalahnya secara lebih luas dan mendalam dengan 
melibatkan faktor-faktor sosial yang melingkupinya. Husein 
berkesimpulan bahwa kajian fikih dalam bahtsul masail masih 
cenderung pada pola tradisionalisme, sementara langkah menuju ke 


204Moh. Sholehuddin, “Dinamika Nalar Fikih “Tradisi” NU: Dari Periode 
Penegasan Identitas Menuju Periode Aktualisasi” dalam Jurnal al- Adalah, 
volume 16 Nomor 1 Mei 2013. 
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arah pemikiran dalam perspektif modernisme masih ragu-ragu dan 
sangat hati-hati sehingga NU terlihat masih berada pada paradigma al- 
muhafazah 'ala al-gadim al-salih dan belum pada paradigma al-akhazu 
bi al-jadid al-aslah.295 

Hal berbeda dilakukan oleh Marzuki Wahid. Jika Husein 
melancarkan kritiknya terhadap internal tradisi istinbat dalam bahtsul 
masail NU, maka Marzuki mengarahkan kritikannya terhadap bagian 
eksternal berupa kritik terhadap tradisi pemikiran pesantren sebagai 
basis pembentukan dan terbentuknya bahtsul masail dalam NU, yang 
sudah lama kehilangan dan daya hidup. Dari pesantren, tradisi bahtsul 
masail mengakar kuat dan mewarnai forum bahtsul masail NU. Harapan 
Marzuki, forum bahtsul masail dalam melakukan ijtihad atau istinbat 
jama'i, perlu mempertimbangkan antara sisi ijtihad istinbati dan ijtihad 
tatbigi, perlu dilakukan istinbat jama't dengan menggunakan kaidah 
usuliyyah dan kaidah fighiyyah, mengganti konsep ilhag dengan giyas 
jama'i, dan perlu keberanian melakukan kritik terhadap ta'bir.206 Dari 
berbagai kritik di atas, kritik Mugsith Ghazali dapat menjadi pemungkas 
karena langsung membongkar perangkat dasar (fikih) yang menjadi 
pijakan dalam berbahtsul masail. Menurutnya, diperlukan untuk 
menempatkan dan memperlakukan fikih secara proporsional, 
memasukkan pertimbangan masalahat sebagai kerangka acuan di dalam 
merumuskan dan memecahkan suatu persoalan hukum, baik secara 
teologis maupun sosiologis, dan melakukan ijtihad jama'g. Harapannya, 
bahtsul masail NU tidak lagi sekedar aktivitas untuk mencocok- 
cocokkan kasus hukum dengan ibarat-ibarat kitab kuning, melainkan 
memang berupa kerja-kerja istinbat dari masadir asasiyyah (al-Gur'an 
dan al-Sunnah) demi mewujudkan kemaslahatan.207 

Gerakan kaum muda NU progresif semakin banyak mewarnai 
forum bahtsul masail, yang kelak mereka akan menjadi pemangku posisi 
yang strategis di lembaga keulamaan ini, maka tentu perkembangan 
wacana secara metodologis akan senantisa bergulir dan akan 
mengalami perbaikan-perbaikan sehingga menemukan pola yang 
efektif. Namun begitu, pola pikir kyai yang masih memegang kuat pola 
bermazhab secara gauli juga mewarisi kader-kader pesantren yang 


205Husein Muhammad, “Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik” 
dalam M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU..., h. 26-35. 

206Marzuki Wahid, “Cara Membaca Tradisi Bahtsul Masa'il NU: Tatapan 
Refleksi”, dalam M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU..., h. 65-85. 

207Abdul Mugsith Ghazali, “Reorientasi NU dan Operasionalisasi Ijtihad 
Jama'Tt, dalam M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU..., h. 86-118. 
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kelak akan mewarnai forum bahtsul masail, sehingga pertarungan 
wacana dalam tubuh NU akan senantiasa hidup dan menjadi diskursus 
menarik untuk selalu dikaji. Oleh karena itu, jika dilihat dari penjelasan 
di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya pembaruan 
dalam NU disebabkan oleh berbagai faktor, yang antara satu dan lainnya 
saling memberikan peran di dalam dinamika pembaruan dalam NU. 
Tentu, faktor-faktor ini bukan sesuatu yang pasti benar, namun dalam 
sudut pandang pendekatan sosio-historis, maka faktor-faktor di atas 
yang sangat dominan di dalam terjadinya pembaruan di lingkungan NU. 

Ala kulli hal, secara manhaji pengembangan fikih dapat dilakukan 
melalui pengembangan teori masalik al-illat agar produk hukum yang 
dihasilkan sesuai dengan kemaslahatan publik (al-maslahah al- 
'ammah),?298 sehingga diharapkan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) tidak 
hanya mampu merawat warisan ulama masa lalu, tetapi juga 
mengembangkan metodenya dengan memperhatikan corak dan 
pergeseran keputusan hukum Islam dari masa ke masa. Perlu 
ditegaskan juga, bahwa pergeseran metode secara evolutif, sebagaimana 
yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU, lebih penting daripada 
hanya menawarkan Metode revolutif yang terkesan melangit namun 
belum tentu solutif,209 maka sudah tepat ketika forum bahtsul masail 
menolak metode baru berupa hermenutika. Hal ini penting, karena di 
samping untuk menjaga ketersambungan khazanah keilmuan Islam 
(historical continuity) juga relatif dapat diterima oleh berbagai kalangan. 
Berbeda dengan metode yang revolutif, alih-alih dapat diterima malah 
kadang menimbulkan ekses-ekses yang kontra produktif dan tidak 
aplikatif. 


208KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, h. xxvi. 

209Istilah metodologi revolutif ini meminjam istilah Amin Abdullah ketika 
menyebut metodologi ushul fikih kaum liberalis, yang dalam istilah Wael B. 
Hallag disebut dengan religious liberalism karena bercorak liberal dan 
menafikan teori-teori ushul fikih lama. Diantara tokoh-tokohnya adalah Said 
Asymawi, Fazlur Rahman, dan Muhammad Syahrur. Lihat: Ainurrofig (eds.) 
Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer, (Yogyakarta: Ar- 
Ruzz Press, 2002), h. 120-121, dan Wael B. Hallag, A. History of Islamic Legal 
Theories: An Introduction to Sunni Ushul Figh, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1987), h. 214. 
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BAB VII 
PENUTUP 


Kesimpulan 

Munas Bandar Lampung 1992 menjadi garis pemisah antara pola 
bermazhab NU dalam rentang waktu 1926-1989 dan pola bermazhab 
NU dari tahun 1992 hingga 2019. Hal ini karena Munas Bandar 
Lampung 1992 merupakan titik awal kesadaran NU dalam merumuskan 
prosedur penetapan hukum bahtsul masail secara sistematis, melalui 
metode gauli, tagrir jama'i, ilhag, dan istibat jama'i (manhaji). Walaupun 
tentu, secara praktik metode ini sudah banyak digunakan sebelum 
dirumuskan pada Munas Bandar Lampung 1992. Perbandingan hasil 
keputusan bahtsul masail NU antara tahun 1926-1989 dan tahun 1992- 
2019 perlu dilakukan untuk membutikan terjadinya reformasi 
bermazhab dalam NU melalui pergeseran metodenya. 

Jika membandingkan hasil keputusan bahtsul masail NU dari 
tahun 1926 hingga tahun 1989 dengan hasil keputusan bahtsul masail 
NU pasca rumusan prosedur pengambilan keputusan hukum tahun 
1992 hingga tahun 2019, maka secara penggunaan, baik secara 


404 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


frekuensi maupun persentase, metode gauli berada pada posisi teratas. 
Kemudian disusul oleh metode mazhab manhaji. Metode gauli paling 
sering digunakan karena hal ini mengacu pada tahapan prosedur pola 
bermazhab, di mana setiap persoalan hukum sedapat mungkin merujuk 
pada kitab-kitab otoritatif mazhab (al-kutub al-mu'tabarah). Jika tidak 
dapat diselesaikan dengan metode gauli, maka menggunakan metode 
tagrir jama'. Jika tidak dapat diselesaikan dengan metode tagrir jama'i, 
maka diselesaikan dengan metode ilhag. Jika tidak dapat diselesaikan 
dengan metode ilhag, maka beralih pada metode secara manhaji. Ini 
artinya, metode manhaji digunakan dalam kondisi metode gauli, tagrir 
jama'i, dan ilhag sudah dianggap tidak mampu memberikan jawaban 
hukum dalam kasus tersebut. 

Oleh karena itu, jika mengacu pada efektifitas dan produktifitas 
metode bahtsul masail NU, maka metode gauli paling efektif dan 
produktif, kemudian disusul oleh metode secara manhaji (istinbat al- 
ahkam). Sementara metode tagrir jama'i dan ilhag dianggap tidak efektif 
dan tidak produktif dengan alasan, misalnya metode tagrir jama'it 
semenjak dicetuskan pada Munas Bandar Lampung 1992 hingga tahun 
2019 belum pernah digunakan. Hal ini berbeda dengan sebelum 
dirumuskan sistem pengambilan keputusan hukum bahtsul masail 
tahun 1992, yaitu ada 2 Yo persoalan hukum yang diselesaikan dengan 
metode tagrir jamaft. Demikian juga dengan metode ilhag dianggap 
tidak efektif dan produktif karena jika dibandingkan antara sebelum dan 
sesudah dirumuskan sistem pengambilan hukum bahtsul masail NU 
tahun 1992, maka secara persentase mengalami penurunan dari 15 Y6 
sejak tahun 1926-1989 menjadi 9Yp pasca Munas Bandar Lampung 
tahun 1992. Berbeda dengan metode gauli, walaupun secara persentase 
mengalami penurunan, namun masih dianggap produktif karena 
penggunaannya masih berada di atas 504, yaitu 53 Y6. 

Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, 
terutama dengan penelitian Ahmad Zahro dan Mahsun, di mana secara 
frekuensi dan persentase mengalami perbedaan penghitungan. Hal ini 
salah satunya karena disebabkan oleh perbedaan perspektif dan bacaan 
di dalam menentukan suatu kasus, antara diselesaikan dengan 
menggunakan metode gauli, tagrir jama'i, ilhag, dan atau istinbat jama'it 
(manhaji). Jika Ahmad Zahro dan Mahsun memasukkan setiap persoalan 
hukum yang dijawab dengan menggunakan dalil al-Gur'an ke dalam 
kategori mazhab manhaji walaupun di sana tercantumkan agwal al- 
fugaha', maka penelitian ini tidak selalu memasukkan persoalan hukum 
yang dijawab dengan al-Our'an ke dalam mazhab manhaji. Penelitian ini 
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masih melakukan cross check terlebih dahulu, apakah al-Our'an tersebut 
dijadikan sebagai dalil utama atau sekedar pelengkap. Jika al-Gur'an 
tersebut hanya dijadikan dalil pelengkap dan agwal al-ulama' menjadi 
rujukan utama atau menjawab secara eksplisit, sementara dalam al- 
Our'an jawabannya masih implisit, maka jawaban semacam ini dalam 
penelitian ini masih dikategorikan sebagai metode mazhab gauli. 
Perbedaan cara pandangan ini pada akhirnya melahirkan kesimpulan 
yang berbeda di dalam mengukur efektifitas dan produktiftas sistem 
penetapan hukum bahtsul masail NU. 

Kemudian, terkait dengan pola bermazhab dalam NU, dapat 
disimpulkan bahwa pergeseran metode bermazhab dalam NU terjadi 
dari pola tekstual-konservatif (metode mazhab gauli) ke arah pola 
kontekstual-progresif dengan cara kontekstualisasi teks (al-kutub al- 
mu'tabarah) melalui metode tagrir jama'i dan metode ilhag. Kemudian 
dari pergeseran kontekstual berkembang lagi ke arah pola bermazhab 
secara metodologis (manhaji) melalui istinbat al-ahkam dengan metode 
bayani, giyasi dan istislahi atau magasidi. Bahkan sempat dilakukan 
upaya liberalisasi teks dengan menawarkan metode hermeneutika, 
walaupun pada akhirnya kandas di tengah jalan. Namun dengan adanya 
pergeseran secara metodologis, metode mazhab gauli masih dominan 
dari pada metode yang lain. Walaupun begitu, penggunaan metode gauli 
secara persentase trennya mengalami penurunan sebesar 22 "6, yaitu 
sebelum Munas Bandar Lampung 1992 (1926-1989) digunakan sebesar 
75 Yo menjadi 53 Y6 pasca Munas Bandar Lampung (1992-2019). 
Sebaliknya, metode manhaji mengalami kenaikan sebesar 20 Y9, yaitu 
yang awalnya 2 Y6 (1926-1989) menjadi 22 Y9 (1992-2019). Oleh karena 
itu, melihat dari tren ini, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 
NU sedang mengalami reformasi dari bermazhab secara gauli menuju 
bermazhab secara manhaji. 

Di samping itu, ada tren menarik dalam reformasi bermazhab NU 
jika dilihat dari sumber rujukan dalam bahtsul masail. Pasca kesadaran 
kyai NU dalam bermazhab secara manhaji, ada gejala pergeseran 
paradigma dari ekslusif ke arah inklusif, di mana penggunaan kitab- 
kitab di luar Syafi'iyyah secara frekuensi penggunaannya mengalami 
kenaikan, sementara frekuensi kitab-kitab Syafi'iyah mengalami 
penurunan. Ini artinya bahwa, kyai NU tidak lagi selalu berorientasi 
kepada Syafi'iyyah sentris. Selain itu, jika sebelum Munas Bandar 
Lampung tahun 1992 jawaban hukum bahtsul masail jarang 
mencantumkan dalil al-9ur'an, hadis, kaidah fikih dan kaidah usul fikih, 
maka pasca dirumuskan sistem penetapan hukum bahtsul masail, 
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hampir semua jawaban hukum bahtsul masail dilengkapi dengan salah 
satu dari dalil di atas. Kemudian dari aspek jenis masalah yang 
digunakan, masalah wagi'iyyah didominasi oleh metode gauli. Pasca 
Munas Bandar Lampung, pembahasan masalah wagi'iyyah mengalami 
penurunan yang juga diikuti oleh penurunan penggunaan metode gauli. 
Sementara pembahasan dalam masalah maudiu'iyyah dan masalah 
ganuniyyah mengalami kenaikan berbanding lurus dengan kenaikan 
yang terjadi pada metode mazhab manhaji (istinbat jama'). 

Adapun faktor-faktor terjadinya pembaruan bermazhab dalam NU 
dengan pendekatan sosiologi dan sejarah (socio-historical approach) 
dapat disimpulkan bahwa, adanya pembaruan di dunia Islam telah 
memberikan pengaruh terhadap pembaruan yang terjadi di lingkungan 
NU. Hal ini karena para kyai NU, terutama kader mudanya, banyak 
bersinggungan dengan bacaan karya-karya seputar gagasan pembaruan 
di dunia Islam. Demikian pula, adanya dinamika pemikiran hukum Islam 
di Indonesia memberikan pengaruh di dalam munculnya gagasan 
bermazhab secara metodologis di lingkungan NU. Dinamika pemikiran 
hukum Islam di Indonesia, terutama munculnya persoalan kasus aktual 
yang sulit dicarikan padanannya di dalam kitab-kitab al-mu'tabarah 
karena betul-betul baru, menuntut para kyai NU untuk merumuskan 
metode berpikir metodologis. Selain itu, perubahan sosio-kultural 
warga NU, pengaruh perubahan tingkat pendidikan kader NU (sosial 
intelektual), baik karena adanya transformasi pendidikan di pesantren 
yang merupakan wadah kaderisasi peserta bahtsul masail, maupun 
dengan banyaknya kaum muda NU (alumni pesantren) yang masuk ke 
perguruan tinggi modern, telah memberikan warna tersendiri di dalam 
pergeseran pola bermazhab di lingkungan NU. Konsekuensi dari 
transformasi pendidikan tersebut, maka lahirlah para tokoh pembaru 
pemikiran NU yang mewarnai corak bermazhab NU yang awalnya 
bersifat tekstual-konservatif (gauli) bergeser menjadi kontekstual- 
progresif, bersifat metodologis, dan bahkan mengarah ke liberal. Pada 
akhirnya, kaum muda yang di kader di perguruan tinggi secara 
pemikiran tidak jarang mengalami benturan dengan para kyai sepuh di 
lingkungan NU. Benturan itu disebabkan perbedaan cara pandang, kaum 
tua cenderung mempertahankan kemapanan (status guo) pemikiran, 
sedangkan kaum muda cenderung melawan arus. 

Melihat gejala di atas, era baru bermazhab secara manhaji di 
lingkungan NU akan menggeser posisi bermazhab secara gauli, dan jika 
tren ini terus berlanjut, maka stigma NU sebagai organisasi yang 
menurut banyak peneliti dimasukkan ke dalam -istilah John L. Esposito- 
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kelompok tradisional yang sempit (restriction of traditionalist), akan 
bergeser menjadi organisasi yang lebih maju dan inklusif. Tentu, sebagai 
organisasi yang menganut pola bermazhab, reformasi bermazhab dalam 
NU tidak akan seperti yang diidealkan oleh Esposito menjadi 
masyarakat modern atau neo-modern. Reformasi bermazhab dalam NU 
hanya sebatas menggeser posisi NU dari organisasi tradisionalis 
menjadi neo-tradisionalis, yang tetap merawat tradisi lama namun 
membuka diri menerima pemikiran di luar tradisinya dan memiliki 
kesadaran metodologis. 


Saran dan Rekomendasi 

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disimpulkan di atas, maka 
penelitian ini perlu diakhiri dengan beberapa saran dan rekomendasi, 
antara lain perlu adanya pembenahan prosedur penetapan hukum 
bahtsul masail secara sinkronis, antara pola bermazhab dan metode 
yang digunakan sehingga kesalahan klasifikasi tidak akan terjadi lagi di 
kalangan para peneliti. Hal ini mengingat bahwa Lembaga Bahtsul 
Masail (LBM-PBNU) belum merumuskan dengan baik antara mazhab 
yang dianut dengan metode yang digunakan, sehingga para peneliti 
dibuat rancu dalam melakukan klasifikasi metodologi. Untuk 
menghindari kerancuan ini, perlu ditawarkan mazhab alternatif yaitu 
mazhab semi manhaji (syibh al-manhaji) sehingga tahapan dan polanya 
dalam penetapan hukum menjadi jelas. Perlu dimaklumi bahwa 
perbedaan pemahaman para peneliti merupakan sesuatu yang wajar 
karena memang dari rumusan keputusan bahtsul masail dalam sistem 
atau prosedur penetapan hukum sejak Munas Bandar Lampung 1992 
belum memberikan kerangka yang sistematis. Terbukti antara mazhab 
secara gauli dan mazhab secara manhaji dengan prosedur pengambilan 
keputusan hukum dalam bahtsul masail terkesan berjalan sendiri- 
sendiri, tanpa dijelaskan prosedur dari masing-masing mazhab, baik 
secara gauli maupun secara manhaji, sehingga para peneliti membangun 
asumsinya masing-masing yang pada akhirnya melahirkan kesimpulan 
berbeda-beda antara para peneliti satu dengan yang lainnya. 

Oleh karena itu, perlu ditawarkan mazhab semi manhaji sebagai 
mazhab kolaboratif (tarigah al-jam'an) yang memadukan antara dua 
metode, metode bermazhab secara gauli dan metode bermazhab secara 
manhaji. Metode mazhab kolaboratif (semi manhaji) merupakan sebuah 
tawaran alternatif untuk menjembatani perbedaan pandangan antara 
peneliti yang menganggap bahwa metode tagrir jama'i dan ilhag 
termasuk ke dalam kategori mazhab gauli dengan peneliti yang 
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menganggap dua metode ini masuk kategori manhaji. Oleh karena itu, 
jika disepakati, maka definisi mazhab semi manhaji adalah bermazhab 
dengan menggunakan metode manhaji sebagai alat untuk melahirkan 
hukum dari pendapat imam mazhab atau ashab-nya. Termasuk ke 
dalam mazhab ini adalah metode tagrir jama'i dan ilhag. Kedua metode 
ini dalam satu sisi dapat dikategorikan sebagai metode mazhab gauli 
karena tetap mengacu pada pendapat para ulama mazhab yang sudah 
tertuang dalam kitab-kitab rujukan (al-kutub al-mu'tabarah), tetapi di 
sisi yang lain dapat dikategorikan sebagai mazhab manhaji karena 
metode yang digunakan bercorak metodologis seperti metode tarjih 
(tagrir jama'i) dan metode takhrij (ilhag). Adapun skemanya, sebagai 
berikut: 


- tw 


Istinbat Jama'i 
Metode 


Magasidi 
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Untuk memaksimalkan penerapan metode bahtsul masail NU, 
perlu adanya sinergitas antara konseptor metodologis (manhaji) melalui 
forum komisi maudu'iyyah dengan eksekutor kasus-kasus aktual melalui 
komisi wagi'iyyah dan para praktisi atau pengamat undang-undang 
melalui komisi gantiniyyah, sehingga rumusan prosedur atau sistem 
pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail di lingkungan NU 
lebih efektif dan produktif, tidak terkesan masing-masing komisi 
berjalan sendiri-sendiri. 

Pada akhirnya, harus diakui bahwa penelitian ini masih banyak 
menyisakan kekurangan dan mengandung keterbatasan. Karena 
keterbatasan waktu sehingga ada beberapa hal yang belum ditelusuri 
dengan serius, yaitu proses pembelajaran pondok pesantren dengan 
menelusuri kurikulum pembelajaran dan tahapannya sebagai wadah 
kaderisasi lahirnya para peserta bahtsul masail di lingkungan NU. 
Bahwa kepiawaan peserta bahtsul masail di dalam menukil teks-teks 
kitab kuning merupakan hasil kaderisasi pesantren yang dilakukan 
bertahun-tahun lamanya. Para santri terbiasa melakukan bahtsul masail, 
baik di tingkat internal pesantren (antar sesama kelas atau dengan kelas 
lainnya) maupun eksternal pesantren seperti bahtsul masail yang 
dilakukan oleh FMPP (Forum Musyawarah Pondok Pesantren), baik 
melalui bahtsul masail sughra, wusta, maupun kubra. Perlu juga diteliti 
proses pengangkatan peserta bahtsul masail, perumus dan musahih, 
melalui tahapan-tahapannya sehingga mereka dapat menjadi peserta, 
kemudian diangkat menjadi perumus dan menjadi musahih. Apakah 
seleksi itu dilakukan melalui proses rekrutmen atau melalui seleksi alam 
dengan cara melihat kualifikasi peserta yang setelah lama berkecimpung 
dalam forum bahtsul masail dan dianggap mumpuni kemudian diangkat 
menjadi perumus, lalu setelah disepuhkan diangkat menjadi musahih. 


410 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 411 


DAFTAR PUSTAKA 


Buku 

Abadi, Abu Tayyib Muhammad Syams al-Hag 'Azim, Syarh 'Awn al- 
Ma'bud 'ala Sunan Abi Dawid, vol. 11 (Madinah: Maktabah 
Salafiyah, 1969). 

Abidin, Ibn, Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, vol. 3, (Beirut: Dar 
Ihya' al-Turats al-Arabi, t. th.) 

“Abdul Karim, “Abdus-Salam bin Muhammad bin, al-Tajdid wa al- 
Mujaddidun fi Usul fikih, (al-Gahirah: al-Maktabah al-Islamiyyah, 
2007). 

Abdullah, Amin, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Figh dan 
Dampaknya Pada Figh Kontemporer”, dalam Mazhab Jogja, 
Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer, (Yogyakarta: Ar- 
Ruzz Press, 2002). 

Abdurrahman, Asjmuni, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 4th ed., 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). 

Abdurrahman, Moeslim, Islam Transformatif, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
1995). 

Abdissalam, Muhammad “Izzuddin bin, Gawa'id al-Ahkam fi Masalih al- 
Anam, vol. 1, (Damaskus: Dar al-Galam, 2000). 


412 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


Abu Zahrah, Muhammad, Usul fikih, (T.tp.: Dar al-Fikr al-'“Arabi, t.t). 

Adib, Muhammad, Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama, (Malang: KiriSufi, 
2018). 

Ainurrofig (ed.), Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Figh 
Kontemporer, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002). 

Ambary, Hasan Muafy, Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis dan 
Historis Islam Indonesia, 2th eds., (Ciputat: PT Logis Wacana Ilmu, 
2001). 

Anderson, J.N.D, Islamic Law in the Modern World, (New York 
University Press, 1959). 

Ansari, Zakaria al-, Asna al-Matalib Syarh Raudah al-Talibin, vol. 6, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001). 

— Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Tullab, vol. 1, (Beirut: Dar 
al-Kutub al-Tlmiah, 1996). 
— ,Tuhfah al-Tullab, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1340 H.). 

— ,“Syarh at-Tahrir”, pada Hasyiyah al-Syargawi 'ala al-Tahrir, 

(Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.). 

—. , “Tuhfah al-Tullab” pada Hamisy Abdullah al-Syargawi, 

Hasyiyah al-Syargawi, vol. 2, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah al- 

Kubra, t.th.). 

— , Manhaj al-Tullab”, pada Fath al-Wahhab, vol. 1, (Bandung: 
Syirkah Ma'arif, t. th.). 

Ardabil, Yusuf al-, al-Anwar li al-A'mal al-Abrar, vol. 1, (Mesir: Mustafa 
al-Halabi, t.th). 

Arif, Syamsuddin, Orientalis & Diabolisme Pemikiran, (Depok: Gema 
Insani, 2008). 

Arifi, Ahmad, Pergulatan Pemikiran Fikih “Tradisi” Pola Mazhab,2th ed., 
(Yogyakarta: eLSAO Press, 2010). 

Arisandi, Herman, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari 
Klasik sampai Modern, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015). 

“Asgalani, Ibn Hajar al-, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar 
al-Kutub al-Tlmiyyah, 1989). 

Asy'ari, Hasyim, “Risalah Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah fi Hadits al-Mawta 
wa Asyrat al-Sa'ah wa Bayan Mafhum Ahlis-Sunnah wal-Jama'ah”, 
dalam Muhammad Ishomuddin Hadzig (ed.), Irsyad al-Sari fi Jam'i 
Musannafat al-Syaikh Hasyim Asy'ari, Edisi revisi, (Jombang: 
Maktabah al-Turats al-Islami, 2013). 

Asymawi, Muhammad Sa'd al-, Usil al-Syari'ah, 4th eds. (Kairo: 
Maktabah Madbuli al-Saghir, 1996). 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 413 


“Awdah, Abdul Oadir, al-Islam wa Awda'una al-Siyasiyyah, (Beirut: 
Muassasah al-Risalah, 1981). 

Awtar, “Ala'uddin Ibn al-, Fatawa al-Imam al-Nawawi, (Beirut: Dar al- 
Kutub al-Tlmiyah, 1983). 

Azhari, Salih Abdissami' al-, Jawahir al-Iklil “ala Syarh al-“Allamah al- 
Khalil, vol. 1, (Mesir: Dar al-Rasyad al-Haditsiyah, t.th.). 

Azhari, Mustafa Rida al-, al-Turug al-Manhajiyyah fi Tahsil al-'Ulium al- 
Syar'iyyah, (T.tp, t.th.). 

“Azizi, "Ali al-, al-Siraj al-Munir, vol. 1, 3th eds, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 
1957). 

Azizy, A. Godri, “Cara NU Bermazhab” dalam Islam dan Permasalahan 
Sosial: Mencari Jalan Keluar, 2th eds., (Yogyakarta: LKiS, 2013). 

— Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai 
Saintifik-Modern, (Jakarta: Teraju, 2003). 

Babasil, Muhammad, Is'ad al-Rafig 'ala Sullam al-Taufig, vol. 2, 
(Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.). 

Ba'alawi, “Abdurrahman bin Muhammad, Bughyah al-Mustarsyidin, 
(Indonesia: al-Haramayn, t.th.). 

—,) Ghayah Talkhis al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad, 
(Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.th.). 

Bahusain, Ya'gub bin “Abdul Wahhab al-, al-Takhrij 'inda al-Fugaha' wa 
al-Usuliyyin: Dirasah Nazariyyah Tatbigiyyah Ta'siliyyah, (Riyad: 
Maktabah al-Rusyd, 1414 H.). 

Baghawi, Abu Muhammad al-, “Ma'alim al-Tanzil”, pada Lubab al-Ta'wil 
fi Ma'ani al-Tanzil, vol. (Beirut: Dar al-Fikr, 1979). 

Bajuri, Ibrahim al-, Tuhfah al-Murid 'ala Jawhar al-Tawhid, (Pekalongan: 
Maktabah Raja Murah, t.th.). 

, Hasyiah al-Bajuri “ala Fath al-Garib, vol. 1, (Beirut: Dar 
al-Fikr, t. th.). 

Barisi, Syihabuddin Ahmad al-, “Hasyiyah 'Umayrah 'ala Syarh al- 
Mahalli”, dalam Gulyubi wa “Umayrah, vol. 2, (Kairo: Dar Ihya' al- 
Kutub al-“Arabiyah, t.th.). 

— , Hasyiyah Oulyubi wa “Umayrah, vol. 3, (Mesir: Mustafa 
al-Halabi, 1956). 

Barton, Greg, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, (Penerbit Paramadina, 
Jakarta, 1999). 

Basabrin, Ali, “Itsmid Al- “Aynayn” dalam Abdurrahman Ba'alawi, 
Hamisy Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 
1952). 


414 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


Basan, Said bin Muhammad, Busra al-Karim, vol. 2, (Singapura: 
Sulayman Mar'i t. th). 

Bukhari, Muhammad Ibn Ism9'il al-, Sahih al-Bukhari, vol. 4, (Beirut: Dar 
ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.). 


Baso, Ahmad, Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Reformisme Agama, 
Kolonialisme dan Liberalisme, (Tangerang Selatan, Pustka Afid, 
2017). 

— , NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme 
Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal, (Jakarta: Erlangga, 
2006). 

Baydawi, Nasiruddin Abdullah bin Umar al-, Minhaj al-Wusil ila ilm al- 
Usul, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2008). 

A4... , Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, (Mesir: Mustafa al- 
Halabi, 1939). 

Bik, Khudari, Tarikh al-Tasyri al-Islami, (T.tp.: Al-Haramayn, t.t). 

Binder, Leornard, Islamic Liberalism, (Chicago: Chicago University, 
1988). 

Bruinessen, Martin Van, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi- 
Tradisi Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1996). 

, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana 
baru, 7th eds., (Yogyakarta: LKiS, 2008). 

Bujayrami, Sulayman bin Muhammad al-, Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al- 
Khatib, vol. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). 

, Hasyiyah Bujayrami 'ala Fath al-Wahhab, vol. 1, (Beirut: 

Dar al-Fikr al-'Arabi, t. th.). 

, Al-Tajrid li Nafi' al-“Abid/Hasyiyah al-Bujayrimi, vol. 1, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2005). 

Buti, Muhammad Said Ramadan al-, Alla Madzhabiyyah, Akhtaru Bid'ah 
Tuhaddid al-Syara'ah al-Islamiyyah, (Damaskus: Dar al-Farabi, 
2005). 

Calder, Norman, Studies in Early Muslim Jurisprudence, (Oxford: 
Clarendon Press, 1993). 

Coulson, Norman J, A History of Islamic Law, (Edinburg: University 
Press). 

Dahlawi, Waliyullah al-, Igd al-Jid fi Ahkam al-ljtihad wa al-Taglid, 
(T.tp.: Dar al-Fath, T.th.). 

Dardiri, Ahmad, al-Kharidah al-Bahiyah, (Kairo: Dar al-Basa'ir, t.th.). 

Dardur, Ilyas, Tarikh al-Figh al-Islami, vol. 1, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 
2010). 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 415 


Dasugi, Muhammad al-, “Masadir al-Figh al-IslamTt”, dalam Mausi'ah al- 
Tasyri al-Islami, (al-Gahirah: Wazarah al-Awgaf, 2009). 

Depdukbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia,3th ed., (Jakarta: PN Balai 
Pustaka, 1990). 

Dewan Hisbah Persatuan Islam, Turug al-Istinbat: Metodologi 
Pengambilan Hukum, (t.tp.: Persispers, t.th.). 

Dhofier, Zamakhsyari, Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai 
dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, 9th ed., (Jakarta: 
LP3ES, 2015). 

Dimasygi, Abu Abdillah Ibn Abdurrahman al-, Rahmah al-Ummah fi 
Ikhtilaf al-A'immah, tahgig Muhamad Muhyidin Abd al-Hamid, 
(Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t. th.). 

, “Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, dalam al- 
Mizan al-Kubra, vol. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.). 

Dimyati, al-Bakri Muhammad Syata al-, anah al-Talibin, vol. 3, 
(Singapura: Maktabah Sulayman Mari, t.th.). 

, Kifayah al-Atgiya' wa Minhaj al-Asfiya', (Semarang: 
Usaha Keluarga, t.th.) 

Dimyati, Abdul Karim al-Matari al-, Syarh al Sittin, (Singapura: al- 
Haramayn, t.th.). 

Dimyati, Zaynal “Abidin, al-Idza'ah al-Muhimmah fi Bayan Madzhab Ahl 
al-Sunnah wa al-Jama'ah, (Semarang: Thah Putra, t.th.). 

Dimasygi,  Tagiyuddin al-Husayn al-, Kifayah al-Akhyar, vol. 1, 
(Surabaya: Dar al-Ilmi, t.th). 

Djamil, Fathurrahman, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, 
Uakarta: Logos, 1995). 

Dzahabi, Mustafa al-, “Tagrir Mustafa al-Dzahabi”, dalam Hasyiyah al- 
Syargawi, vol. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1226 H.). 

Effendi, Djohan, Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana 
Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan 
Gus Dur, (Jakarta: Kompas, 2010). 

Effendi, Satria, Ushul Figh, 4th ed., (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2012). 

Esposito, John L., eds., The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic 
World, (New York: Oxford University Press, 1995). 

Fadani, Muhammad Yasin bin “Isa al-, Al-Fawaid al-Janiyyah, (Beirut: Dar 
al-Basyair al-Islamiyyah, 1996). 

Fasani, Ahmad, Mawahib al-Shamad fi Hall Alfazh al-Zubad, vol. 2, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). 


416 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


Fazlurrahman, Islamic Methodology in History, (Delhi India: Adam 
Publiser & Distributor, 1984). 

Fealy, Greg, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967, 
Terjemah oleh Farid Wajidi dan Mulni A. Bachtiar, (Yogyakarta: 
LkiS, 2003). 

Fealy, Greg dan Greg Barton (ed.), Tradisionalisme Radikal, 
Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara, (Yogyakarta: LKIS, 
1997). 

, Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in 
Indonesia, (Victoria: Monash Asia Institute, Monas University, 
1996). 

Feillard, Andree, NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna, 
Terj. Oleh Lesmana, (Yogyakarta: LkiS, 2009). 

Fuad, Mahsun, Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga 
Emansipatoris, (Yogyakarta: LKiS, 2005). 

Ghazali, Abdul Mugsith, “Reorientasi NU dan Operasionalisasi Ijtihad 
Jamat”, dalam M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU, 
Transformasi Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta: Lakpesdam, 
2002). 

Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-, al-Mustasfa min 
Ilm al-Usiul, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Tlmiyyah, 2010). 

AAA , Ihya Ulim al-Din, vol. 1, (Mesir: Mutafa al-Halabi, 
1939). 

Ghazi Ibn Gasim al-, “Fath al-Oarib” pada Hasyiyah al-Bajuri, vol. 1, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.). 

Haddad, Abdullah bin “Alwi al-, Misbah al-Anam Jala' al-Zulam, (Istanbul 
Turki: Maktabah al-Hagigah, 1996). 

— , al-Da'wah al-Tammah wa al-Tadzkirah al--Ammah, (Mesir: 
Mustafa al-Halabi, 1933). 

Haddad, Abdullah Ba'alawi al-, al-Sa'ih al-Diniyyah, (Semarang: Thoha 
Putera, t.th.). 

Hadrami, Salim bin Samir al-, Sullam at-Taufig, (Pekalongan: Maktabah 
Raja, t. th.). 

Hadiwijono, Harun, Seri Sejarah Filsafat Barat, (Yogyakarta: Kanisius, 
1980). 

Haidar, M. Ali, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih 
dalam Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994). 

Hakim, Abdul Hamid, al-Sullam, vol. 2, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th.). 

Hallag, Wael B., A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to 
Sunni Ushul Figh, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987). 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 417 


Hallag, Wael B., An Introduction to Islamic Law, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009). 

Hamawi, Ahmad bin Muhamnmad al-, Ghamzu “Uyun al-Basa'ir, vol. 4, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1985). 

Hanafi, Hasan al-Syaranbilali al-, Marag al-Falah Syarh Nur al-Idah, 
(Mesir: Mustafa al-Halabi, 1947). 

Hasabullah, Ali, Usul al-Tasyri al-Islami, (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997). 

Hasan, Sofyan dan Sumitro, Wakum, Dasar-Dasar Memahami Hukum 
Islam di Indonesia, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 102-103. 

Haytami, Ibn Hajar al-, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, vol. 1, (Dar 
Ihya' al-Turats al-“Arabi, t.th.). 

—, al-Fatawa al-Fighiyah al-Kubra, vol. 4, (Beirut: al- 

Maktabah al-Islamiyyah, t.th.). 

—., “Tuhfah al-Muhtaj”, pada Hawasyai al-Syirwani wa al- 

“Ubbadi, vol. 4, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.). 

— , al-Fatawa al-Haditsiyyah, 2th eds, (Mesir: Mustafa al- 

Halabi, 1970). 

—  , Fath al-Jawwad, 2th eds., vol. 1, (Mesir: Mustafa al- 

Halabi, 1971). 

— , al-Minhaj al-Gawim, (Indonesia: al-Haramayn, t.th.). 
—..., “al-Minhaj al-Gawim” pada Muhammad Sulayman al- 
Kurdi, Hamisy al-Hawasy al-Madaniyah, 2th eds., vol. 2, 
(Singapura: al-Haramayn, 1397 H.). 

, Hasyiyah 'ala al-Idah fi al-Manasik, (Beirut: Dar al-Fikr, 


tth.). 

—. , al-Zawajir “an Igtiraf al-Kaba'ir, vol. 1, (Beirut: Dar al- 
Fikr, 1983). 

Hindi, Rahmatullah bin Khalilurrahman al-, Izhar al-Hag, (Maroko: al- 
Dar al-Bayda' t.th.). 

Hisni, Abu Bakar bin Muhammad al-, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al- 
Ikhtisar, vol.1, (Semarang: Toha Putra, t.th.). 

Hudari, Muhammad al-, Tarikh Tasyri al-Islami, (T.tp.: al-Haramain, 
tth.). 

Ibrahim Hosen, Ijtihad dalam Sorotan, cet. IV, (Bandung: Mizan, 1996). 

Ibn al-Lahham, “Ali bin “Abbas al-Bali, al-Gawa'id wa al-Fawa'id al- 
Usuliyyah, (T.tp.: T.pn., 1956). 

Ibn Rusyd, Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin 
Ahmad, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, Tahgig: 
“Abdullah bin Ibrahim bin “Abdullah al-Zahim, (t.tp.: Dar Ibn al- 
Jawzi, t.th.). 


418 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


Ibn al-Salah, Abu “Amr “Utsman bin 'Abdur-Rahman al-Syuhrazuri, Adab 
al-Mufti wa al-Mustafti, (T.tp.: Maktabah al-'Ulum, 1986). 

Ibn al-Syayli, Nawwar, Nazariyyah al-Takhrij fi al-Figh al-Islami, (Beirut: 
Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 2010). 

Ibrahim, Duski, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep 
al-Istigra' al-Ma'nawi asy-Syatibi, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 
2008). 

Ida, Laode, NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru, (Jakarta: 
Erlangga, 2004). 

“Imarah, Muhammad, Izalah al-Syubuhat 'an Ma'ani al-Mustalahat, (al- 
Oahirah: Dar al-Salam, 2010). 

Igbal, Muhammad, The Reconstruction of Religions Thought in Islam, 
(Lahore: Ashraf Press, 1971). 

Isma'il, Sya'ban Muhammad, Usul fikih: Tarikhuhu wa Rijaluhu, (al- 
Oahirah: Dar al-Salam, 2010). 

— , Usul fikih al-Muyassar, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2008). 

—.., al-ljtihad al-Jamat wa Ahammiyatuhu fi Muwajahah 
Musykilat al-'“Asri wa Dawru al-Majami' al-Fighiyyah fi Tatbigihi, 
(al-Gahirah: Dar al-Salam, 2011). 

Isnawi, Jamaluddin “Abdurrahim bin al-Hasan al-, al-Tamhid fi Takhrij 
al-Furu' “ala al-Usul, Tahgig: Muhammad Hasan Hitu, (Beirut: 
Mu'assasah al-Risalah, 1987). 

Iwad, “Hasyiyah al-Iwad al-Igna”, pada Hamisy al-Syarbini, al-Igna', 
vol. 2, (Semarang: Thaha Putra, t.th.). 

Jamal, Sulayman al-, Hasyiyah al-Jamal 'ala Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar 
al-Fikr, t.th.). 

— , Futuhat al-Wahhab bi Tawdih Syarh Manhaj al-Tullab, vol 
1, (Mesir: Mustafa Muhammad, t. th.). 

Jannah, Tutik Nurul (ed.), Metodologi Figh Sosial: Dari Gaul Menuju 
Manhaji, (Jawa Tengah: Figh Sosial Institute-STAIMAFA, 2015). 

Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar al-, Nihayah al-Zayn Syarh Ourrah 
al-'Ayn, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th). 

—  Kasyifah al-Saja, (Surabaya: Dar al-Ilmi, t.th.). 

—  9atr al-Ghayts, (Indonesia: al-Haramayn, 2006). 

— , Mirgah Su'id al-Tasdig, (Semarang: Usaha Keluarga, t. 

th.). 

—  ,al-Tafsir al-Munir (Marah Labid), vol. 1, (Mesir: Maktabah 

Isa al-Halabi, 1341 H). 

— , Riyad al-Badi'ah, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 

H.). 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 419 


— , al-Tsimar al-Yantah 'ala al-Riyad al-Badi'ah, (Indonesia: 
al-Haramayn, 2006). 

Jauziyah, Ibn Gayyim al-, Plam al-Muwaggi'n 'an Rabb al-'Alamin, vol. 1, 
(al-Riyad: Dar Ibn al-Jawzi, 1423 H.). 

Jaza'iri, Abi “Abdurrahman “Abdul Majid Jum'ah al-, al-Gawa'id al- 
Fighiyah al-Mustakhrajah min kitab Ilam al-Muwaggi'tn, (ttp.: 
Dar al-Galam, Dar Ibn “Affan, t.th.). 

Jaziri, Abdurrahman al-, al-Figh “ala Madzahib al-Arba'ah, vol. 3, (Beirut: 
Dar al-Fikr, 2002). 

Jurjani, Muhammad Abdullah al-, Fath al'Alam, vol. 2, (Mesir: al- 
Mirah,1323 H.). 

Jurjawi, All Ahmad al-, Hikmah al-Tasyr' wa Falsafatuh, vol. 2, (Beirit: 
Dar al-Fikr, 1998). 

Juwayni al-, al-Burhan fi Usul fikih, 6th eds., (Sawdi Arabia: Darel Wafaa, 
2017). 

Ka'bah, Rifyal, “Formulasi Hukum di Kalangan NU”, dalam M. Imdadun 
Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU, Transformasi Paradigma Bahtsul 
Masail, (Jakarta: Lakpesdam, 2002). 

Kamali, Mohammad Hashim, Membumikan Syariah, Pergulatan 
mengaktualkan Islam. Penerjemah Miki Salman, (Bandung: Mizan, 
2013). 

Kamtsari, al-, “Hasyiyah KamtsarT”, pada Hamisy Yusuf al-Ardabili, al- 
Anwar li A'mal al-Abrar, vol. 1, (Mesir: Mustafa al-Halabi, t. th.). 

Katsir, Ibn, Tafsir al-Gur'an al-“Azim, vol. 3, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003). 

Khaeruman, Badri, Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2010). 

Khafifi, “Ali al-, “al-Ijtihad fi al-'Asr al-Tabiin wa Tabi' al-Tabi'in”, dalam 
al-Ijtihad fi al-Syar'ah al-Islamiyyah, (Riyad: Jami'ah al-Imam 
Muhammad ibn Su'ud al-Islamiyyah, 1984). 

Khahtani, Musfir bin Ali bin Muhammad al-, Manhaj Istikhraj al-Ahkam 
al-Fighiyah li al-Nawazil al-Mu'asirah, (al-Mamlakah al-'Arabiyyah 
al-Su'udiyyah: Wazarah al-Ta'lim al-'Ali, Universitas Ummul Oura, 
2000). 

Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Usul fikih, 2th ed., (Kuwayt: Dar al-Galam, 
1978). 

—. , Khulasah Tarikh al- Tasyri al-Islami, (Kuwayt: Dar al- 

Oalam, t.th). 

—  , Masadir al-Tasyri al-Islami Fima la Nassa Fihi, 6th eds., 
(Kuwayt: Dar al-Oalam, 1993). 

Khan, Wahid, Tajdid Ulum al-Din, (Mesir: Dar al-Sahwah, 1986). 


420 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


Khazin, Ali bin Muhammad al-, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1989). 

Khinn, Musthafa Said, Atsar al-Ikhtilaf fi al-YGawa'id al-Usuliyyah fi al- 
Ikhtilaf al-Fugaha', 7th eds., (Beirut: al-Resalah Publishers, 1998). 

Kholig, Achmad, Metode Ijtihad Sahabat Dan Kontribusinya Terhadap 
Sistem Ijtihad Ulama Figih Abad II Dan III Hijriyah, (Jakarat: UIN 
Syarif Hidayatullah, 2007). 

Khulug, Lathiful, Fajar Kebangunan Ulama, Biografi K.H. Hasyim Asy'ari, 
3th eds., (Yogyakart: LKiS, 2008). 

Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientifik Revolutions, (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1970). 

Kurdi, Muhammad Amin al-, Tanwir al-Gulub fi Mu'amalah “Allam al- 
Ghuyub, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). 

Kurdi, Muhammad Sulayman al-, al-Hawasyi al-Madaniyyah 'ala Syarh 
Bafadl, vol. 1, (Singapura: al-Haramayn, t.th.). 

, “al-Hawasyi al-Madaniyyah” pada Hasyiyah Ibn Hajar 

al-Haytami, al-Minhaj al-Gawim, vol. 2, (Singapura: al-Haramayn, 

t.th). 


Hawasyi al-Khisni al-Madaniyyah, vol. 1, (Mesir: 
Mustafa al-Halabi, 1340 H.). 

Kurzman, Charles, Liberal Islam: A Sourcebook, (Oxford: Oxford 
University, 1998). 

Latif, Hilman, Nasr Hamid Abu Zaid: Kritik Teks Keagamaan, 
(Yogyakarta: eLSAO Press, 2003). 

Lauer, Robert, Perspektif Tentang Perubahan, Terj. Alimandan, S.U, 
(Uakarta: PT. Reineka Cipta, 1993). 

Madjid, Nurchalis, Islam, Kemudernan, dan Keindonesiaan, (Bandung: 
Mizan Pustaka, t.th.). 

Madjid, Nurcholish, “Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum 
Islam”, dalam Budhy Munawwar-Rahman (Ed.), Kontekstualisasi 
Doktrin Dalam Sejarah, 2th eds., (Jakarta: Yayasan Paramadina, 
1995). 

Madjid, Nurcholish, “Pandangan Kontemporer Tentang Figh: Telaah 
Promblematika Hukum Islam di Zaman Modern”, dalam Budhy 
Munawwar-Rahman (Ed.), Kontekstualisasi Doktrin Dalam 
Sejarah, 2th eds., (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995). 

Madjid, Nurcholish, “Taglid dan Ijtihad: Beberapa Pengertian Dasar”, 
dalam Budhy Munawwar-Rahman (Ed.), Kontekstualisasi Doktrin 
Dalam Sejarah, 2th eds., (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995). 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 421 


Madjid, Nurcholish, “Taglid dan Ijtihad: Masalah Kontinuitas dan 
Kreativitas dalam Memahami Pesan Agama”, dalam Budhy 
Munawwar-Rahman (Ed.), Kontekstualisasi Doktrin Dalam 
Sejarah, 2th eds., (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995). 

Madjid, Nurcholis, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, 
(Jakarta: Paramadina, 1997). 

Madkur, Muhammad Salim, al-Ijtihad fi al-Tasyri al-Islami, (T.tp.: Dar al- 
Nahdah al-'Arabiyyah, t.th.). 

Mahalli, Jalaluddin al-, “Syarh Mahalli 'ala al-Minhaj”, pada Hasyiyah al- 
Oulyubi wa Umayrah, vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003). 

— , Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Talibin” pada Hasyiyata 

Oulyubi wa Umayrah, vol. 1, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1956). 

— , Syarh Mahalli “ala Minhaj, vol. 2, (Indonesia: al-Haramayn, 

t.th.) 

— , Syarh Minhaj al-Talibin pada Hamisyi al-Oulyubi dan 
Umayrah, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1955 M). 

Mahfudh, Sahal, Nuansa Figh Sosial, 7th ed., (Yogyakarta: LKiS, 2011). 

—......, “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU”, dalam M. 
Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU, Transformasi Paradigma 
Bahtsul Masail, (Jakarta: Lakpesdam, 2002). 

Mahluf, Muhammad, al-Fatawa al-Syar''ah wa al-Buhuts al-Islamiyah, 
vol. 1, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1965). 

Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritis (Bermazhab Secara Manhajiy dan 
Implementasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, (Depok: 
Nadi Pustaka, 2015). 

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
Sejak 1975, (Jakarta: Emir Erlangga, 2015). 

— , Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Paramadina, 
2008). 

Makdisi, George, The Rise of Collages, (London: Edinburg University 
Press, 1981). 

Makki, Abu al-Fayd Muhammad Yasin bin “Isa al-Fadani al-, al-Fawaid 
al-Janiyah Hasyiyah al-Mawahib al-Saniyyah Syarh al-Fara'id al- 
Bahiyyah, vol. 2, (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1996). 

Malibari, Zaynuddin al-, Fath al-Mu'in, (Semarang: Pustaka “Alawiyah, 
tth.). 


— , “Hidayah al-Adzkiya”, dalam Nawawi al-Bantani, Kifayah 
al-Atgiya, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.). 

Maliki, Ahmad al-Sawi al-, Hasyiyah al-Sawi 'ala al-Jalalayn, vol. 1, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005). 


422 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


Maliki, Muhammad 'Ali al-, Syam al-Isyrag fi Hukm al-Ta'amuli bi al- 
Arwag, Indonesia: Rabithah Ma'ahid al-Islamiyyah, t. th.). 

— , al-Sarim al-Mubid, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al- 
“Arabiyah, 1923). 

Maliki, Muhammad bin Muhammad al-Rua'aini al-, “Gurrah al-'Ayn li 
Syarh Waragat”, pada Lata'if al-Isyarat, vol. 4, (Bandung: al- 
Ma'arif, t.th.). 

Maliki, Ahmad al-Sawi al-, Hasyiyah al-Sawi 'ala al-Jalalayn, vol. 4, 
(Mesir: Isa al-Halabi, t.th.) 

Marbawi, Idris “Abdul Ra'uf al-, Gamis al-Marbawi, 4th eds., vol. 1, 
(Mesir Mustafa al-Halabi, t.th.). 

Mannan, H. Abdul, Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari 
Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2007). 

Maradini, Muhammad bin Muhammad Sabt al-, Syarh al-Rahabiyah fi 
Ilmi al-Fara'id, 11th eds., (Damaskus: Dar al-Galam, 2004) 

Maridjan, Kacung, Guo Vadis Setelah Kembali ke Khittah 26, (Jakarta: 
Erlangga, 1992). 

Ma'mur, Jamal, Rezim Gender di NU, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2015). 

—, Mazhab Manhaji Masa Depan Mazhab NU: Melanjutkan 
Estafet Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfidh, (Yogyakarta: Aswaja 
Pressindo, 2019). 

Ma'ud, Abdurrahman, “Pesantren Architects and Their Social Religious 
Teaching (1850-1950)”, (Disertasi University of California, Los 
Angeles, 1997). 

Mawardij, al-, al-Hawii al-Kabir, vol. 18, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). 

Minangkabawi, Ahmad Khatib al-, Sulh al-Jama'atayn bi Jawaz Ta'addud 
al-Jum'atayn, (Mesir: al-Matba'ah al-Mi yariyah, 1312 H.). 

Mudzhar, H.M. Atho, Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2014). 

— , Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of 

Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988, (Jakarta: INIS, 

1993). 

—, Pendekatan Studi Islam: dalam Teori dan Praktik, 8th eds., 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 16. 

— , “Studi Islam dengan Pendekatan Sosiologi” dalam Amin 

Abdullah, Mencari Islam, ((Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000). 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 423 


— , “Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi, dalam 
M. Amin Abdullah, Antologi Studi Islam, (Yogyakarta: Sunan 
Kalijaga Press, 2000). 

Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 4th ed., (Yogyakarta: 
Rake Sarasin, 2000). 

Muhajir, Afifuddin & Nahe'i, Imam, “Fungsionalisasi Ushul Fikih dalam 
Bahtsul Masail”, dalam M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU, 
Transformasi Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta: Lakpesdam, 
2002). 

Muhammad, Abdullah Rabi' Abdullah, “Usul al-Mazhahib al-Fighiyah”, 
dalam Mausi'ah al-Tasyrtr al-Islami, (al-Gahirah: Wazarah al- 
Awgaf, 2009). 

Muhammad, Abdurrahman bin, “al-Syarh al-Kabir” pada Hamisy Ibn 
Oudamah, al-Mughni, vol. 2, (Beirut: Dar: al-Kutub al-'“Arabiyyah, 
1983). 

Muhammad, Husein, “Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik”, 
dalam M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU, Transformasi 
Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta: Lakpesdam, 2002). 

Muhammad, Sa'id Ibn, Busra al-Karim, (Singapura: Sulayman Mart, t. 
th.). 

Mujamil, Dinamika Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama: Menelusuri 
Gagasan-Gagasan Sosial Keagamaan, unpublished doctoral 
disertation, 1999, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 

Mughits, Abdul, Kritik Nalar Figh Pesantren, (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2008). 

Mukhtar, Ahmad Wifag bin, Magasid al-Syart'ah Inda al-Imam al-Syafi', 
(al-Gahirah: Dar al-Salam, 2014). 

Mulia, Musdah, Eksiklopedi Islam, Vol. 6, ed. Nina M. Armando, et. Al. 
Uakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005). 

Munhanif dalam Azra dan Saeful Umam (ed), Menteri-Menteri Agama 
RI: Beografi Sosial Politik, (Jakarta: INIS, 1998). 

Musa, Muhammad Yusuf, al-Islam wa Hajah al-Insan Ilayh, 3th eds., 
(Kuwait: Maktabah al-Falah, 1978). 

Mutakin, Ali, Ijtihad Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama: 
Suatu Kajian Tentang Penerapan Teori Magasid al-Syart'ah, 
(Tangsel: Transwacana, 2015). 

Muti'T1, Muhammad Bakhit al-, Sullam al-Wusul Syarh Nihayah al-Sul, vol. 
III, (Mesir: Bahrul Ulum, t.th.). 

— , Majalah al-Hidayah al-Islamiyyah, Mesir, Agustus 1933, 

vol. 1. 


424 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


Nadwi, “Ata' al-Rahman al-, Al-Ijtihad wa Dawruhi fi Tajdid al-Figh al- 
Islami, (T.tp.: Dirasat al-Jami'ah al-Islamiyyah al-'Alamiyyah, 
2006). 

Na'm, “Abdullahi Ahmad al-, Toward an Islamic Reformation: Civil 
Liberties, Human Rights, and International Law, (Syracus: Syracus 
University Press, 1990). 

Nafis, Muhammad Wahyu, dkk (ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 
Tahun Prof. Dr. Munawir Syadzali, MA, (Cet. 1, Jakarta: 
Paramadina, 1995). 

Nandang, Zae KH., dkk., Turug al-Istinbat Metodologi Pengambilan 
Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam, (T.tp.: Persispers, t.th.). 

Nasuha, A. Chozin, “Bahtsul Masail Fighiyyah NU: Antara Idea dan 
Fakta”, dalam M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU, 
Transformasi Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta: Lakpesdam, 
2002). 

Nasution, Harun, Pembaruan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan 
Gerakan, 14th ed., (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2014). 

Navis, Abdurrahman, dkk., Khazanah Aswaja, Memahami, Mengamalkan 
dan Mendakwahkan Ahlussunnah wal Jama'ah, (Surabaya: Aswaja 
NU Center PWNU Jawa Timur, 2016). 

Nawawi, Yahya bin Syaraf al-, al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab, vol. 2, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1996). 

—  , Raudah al-Talibin wa “Umdah al-Muftin, vol. 10, (Bairut: 

al-Maktabah al-Islami, 1405 H.). 

— ,Syarh Muslim, vol. 2, (Kairo: al-Sya'b, 1390 H.). 

Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam, 21th eds., (Depok: PT Raja 
Grafindo Persada, 2014). 

Palmer, Richard E., Heremeutics: Interpretation Theory ini 
Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer, (New York: 
Northwestern University Press, 1969). 

Palmer, Richard., Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi, 
Penerjemah Musnur & Damanhuri, 2th ed., (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2005). 

PBNU, Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama Nusa 
Tenggara Barat, 23-25 November 2017. 

Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, Khittah Nahdlatul Ulama, (Surabaya: 
Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr, t.th.). 

Oarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris al-, al-Furig, vol. 1, (Beirut: Dar al- 
Kutub al-Tlmiyyah, 1998). 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 425 


Oardawj, Yusuf al-, Dirasah fi Figh Magasid al-Syari''ah Bayna al-Magasid 
al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juz'iyyah, (al-Gahirah: Dar al-Syurug, 
2006). 

Oistalani, Syihabuddin Ahmad al-, Irsyad al-Sari, vol. 4, (Beirut: Dar al- 
Fikr, t. th.). 

Oodir, Zuly, Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 
1991-2002, (Yogyakarta: LKiS, 2010). 

Oorib, Ahmad, “Metode Ijtihad Ibn Hazm al-Zhahiri dalam Menghadapi 
Perubahan Sosial”, (Disertasi S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 
1997). 

Oudamah, Ibn, al-Mughni, vol. 5, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 
t.th). 

Oulyubi, Syihabuddin al-, Hasyiyah al-Oulyubi “ala al-Minhaj, vol. 4, 
(Indonesia: al-Haramayn, t.th.). 

Ourtibi, Muhammad al-, al-Jami' li Ahkam al-0ur'an, 2th eds, vol. 6, 
(Kairo: Dar al-Sya'b, t.th). 

Ourtuby, Sumanto al-, Nahdlatul Ulama: Dari Politik Kekuasaan Sampai 
Pemikiran Keagamaan, (Semarang: Elsa Press, 2014). 

“Tradisi Bahtsul Masail NU: How Low Can You Go”, dalam 
M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU, Transformasi 
Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta: Lakpesdam, 2002). 

Rahman, Budhy Munawar (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam 
Sejarah, 2th ed., (Jakarta: Yayasan Paramadina,1995). 

Rakhmat, Jalaluddin, “Tinjauan Kritis atas Sejarah Figh: Dari Figih 
Tabi'in Hingga Madzhab Liberalisme”, dalam Budhy Munawwar- 
Rahman (Ed.), Kontekstualisasi Doktrin Dalam Sejarah, 2th eds., 
Uakarta: Yayasan Paramadina, 1995). 

Rahmat, M. Imdadun (ed.), Kritik Nalar Fikih NU, Transformasi 
Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta: Lakpesdam, 2002). 

Ramli, Syamsuddin Muhammad al-, “Fatawi al-Ramli”, pada Hamisy Ibn 
Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyyah, vol. 4, (Beirut: 
Dar al-Fikr, 1983). 

— , Nihayah al-Muhtaj, vol. 3, (Mesir: Matba'ah Mustafa al- 
Halabi, 1938). 

Rasyidi, Husayn al-, Hasyiyah al-Rasyidi “ala Fath al-Jawwad, (Indonesia: 
Dar Ihya al-Kutub al-'“Arabiyah, t. th.). 

Raysuni, Ahmad bin “Abdussalam al-, Nazariyah al-Magasid al-Syart''ah 
'inda al-Imam al-Syatibi, 4th eds, (Virginia: The International 
Institut of Islamic Thought, 1995), h. 17. 


426 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


— , al-Tajdid al-Usili: Nahwa Siyaghah Tajdidiyah li 'ilm Usul 
fikih, (Herndon USA: The International Institut of Islamic Thought, 
2014). 

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., Teori Sosiologi: Dari Klasik 
sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, 
(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008).. 

Riyadi, Ali Ahmad, “Gerakan Pembaruan Islam Kaum Muda Nahdlatul 
Ulama (NU) di Indonesia (1999-2005)”, Disertasi, Yogyakarta: UIN 
Sunan Kalijaga, 2006. 

Riyadi, Ali Ahmad, Dekonstruksi Tradisi: Kaum Muda NU Merobek 
Tradisi, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007). 

Rofig, Ahmad, Figh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, 2th 
ed., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 

Rosyada, Dede, “Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam: 
Sebuah Analisis Terhadap Produk Pemikiran Hukum Dewan 
Hisbah Persatuan Islam Periode Persidangan 1990-1995”, 
(Disertasi S3 IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998). 

Rumadi, Post-Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam 
Komunitas NU, (Jakarta: Diktis Kemenag RI, 2007) 

Rusyd, Ibn, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, vol. 1, (Beirut: 
Dar al-Kitab Al-Arabi, 2006). 

Sabig, Sayyid, Figh al-Sunnah, 4th eds., vol. 1, (Beirit: Dar al-Fikr, 1983). 

Saidi, Abd al-Ma'bud al-, al-Mujaddidun fi al-Islam, (Kairo: Maktabah al- 
Adab, t.th). 

Salim, Fahmi, Kritik Terhadap Studi al-Gur'an Kaum Liberal, 2th eds., 
(Jakarta: Perspektif: Kelompok Gema Insani, 2010). 

Saggaf, Alawi al-, “al-Fawa'id al-Makkiyah” dalam Majmi'ah Sab'ah al- 
Kutub al-Mufidah, (Mesir, Mustafa al-Halabi, t.th.). 

— , Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah, (Mesir: Mustafa al- 

Halabi, t.th.). 

— ,Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.). 

— ,Tarsyih al-Mustafidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th). 

Schacht, Joseph, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, (Oxford: 
The Clarendon Press, 1959). 

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pedoman 
Akademik Magister & Doktor 2016-2020. 

Shahrur, Muhammad, Metodologi Figh Islam Kontemporer, terj. Sahiron 
Syamsuddin, Burhanudin, (Yogyakarta: alSAO Press, 2004). 

Shiddiegy, Hasbi Ash-, Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman, 
Uakarta: Bulan Bintang: 1966). 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 427 


Sholeh, Asrorun Ni'am, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia, Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa, 
(Penerbit Erlangga: Emir Cakrawala Islam, 2016). 

Sholeh, Khotib, “Menyoal Efektifitas Bahtsul Masail”, dalam M. Imdadun 
Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU, Transformasi Paradigma Bahtsul 
Masail, (Jakarta: Lakpesdam, 2002). 

Siddig, KH. Achmad, Khittah Nahdliyah, (Surabaya: Balai Buku, 1980). 

Siddigi, Ibn “Allan al-, Dalil al-Falihin, vol. 3, (Beirut Dar al-Fikr, t. th.). 

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 
1990). 

Subki, Tagiyuddin al-, al-Tlm al-Mansir fi Itsbat al-Syuhur, (Indonesia: 
Madrasah al-Salafiyah al-Syafi'iyah Tebuireng-Tulis 
Tangan/Roneo, 1354 H). 

Sulayman, Abdul Wahhab Ibrahim Abu, al-Fikr al-Usull: Dirasah 
Tahliltyah Nagdiyah, (Jiddah: Dar al-Syurug, 1983). 

Suyuti, Jalaluddin al-, al-Asybah wa al-Naza'ir, (Mesir: Maktabah Mustafa 
Muhammad, t. th.). 

— , al-Kawkab al-Sati' Nazm Jam'u al-Jawami', (T.tp.: Maktabah 
Ibn Taymiyyah, 1998). 

Syahrur, Muhammad, Nahwa Usul Jadidah li al-Figh al-Islami, 
(Damaskus: Ahali li al-Tawzi', 2000). 

SyafiT, Muhammad bin Idris al-, al-Risalah, (al-Oahirah: Dar al-Hadits, 
2016). 

—., al-Umm, vol. 1, (Mesir: Matba'ah al-Fanniyyah al- 
Muttahidah, 1961). 

Syalabi, Muhammad Mustafa, Usul fikih al-Islami, (Beirut: Dar al-Jami'ah, 
tth.). 

Sya'rani, Abdul Wahhab al-, al-Mizan al-Kubra, vol. 2, (Mesir: Mustafa al- 
Halabi, t.th.). 

Syarbini, Muhammad al-Khatib al-, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz 
al-Minhaj, vol. 1, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t.th.). 

— , Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz al-Minhaj, vol. 2, 

(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). 

—., al-Igna” dalam Sulayman al-Bujayrimi, Tuhfah al-Habib, 

vol. 1, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1338 H). 

— ,“al-Igna”, pada Tuhfah al-Habib, vol. 3, (Mesir: Matba'ah 
al-Tagadum al-'Ilmiyah, t.th.) 

Syargawi, “Abdullah al-, Hasyiyah al-Syargawi 'ala Tuhfah al-Tullab, 
(Indonesia: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th). 


428 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


— , Hasyiyah al-Syargawi 'ala al-Tahrir, vol. 2, (Indonesia: Dar 
al-Kutub al-Islamiyyah, t.th). 

Sya'rani, Abdurrahman al-, Hasyiyah 'ala Syarh al-Bahjah, vol. 3, (Beirut: 
Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t. th.). 

Sya'rani, Abdul Wahhab al-, al-Yawagit wa al-Jawahir, vol. 1, (Mesir: 
Mustafa al-Halabi, 1959). 

Syata, al-Bakri Muhammad, “al-Wus'ah wa al-Ifadah” pada Sulh al- 
Jama'atayn bi Jawaz Ta'addud al-Jum'atayn, (Mesir: Matba'ah al- 
Mi yariyah, 1312 H.). 

Syatibi, Ibrahim bin Misa al-, al-Muwafagat, vol. II, (KSA: Dar Ibn “Affan, 
1997). 

Syirwani, Abdul Hamid al-, Hasyiyah al-Syirwani, vol. 1, (Beirut: Dar al- 
Fikr, t. th.). 

Syinwani, Muhammad “Ali al-, Hasyiyah Mukhtasar Abi Jamrah/Jam'u al- 
Nihayah, (Mesir: Isa al-Halabi, t.th.). 

Syirwani, al- dan al-'Ubbadi, Hawasyai al-Syirwani wa al-Ubbadi, vol 1, 
(Mesir: Dar al-Sadir, 1997). 

Syirazi, Abu Ishag “Alawi al-, “al-Tanbih”, dalam Syarh al-Tanbih al- 
Suyuti, vol. 2, (Berut: Dar al-Fikr, 1996). 

Syirazi, Abu Ishag al-, al-Muhaddzab, vol. 1, (Beirit: Dar al-Fikr, 2005). 

Syirbini, Muhammad Khatib al-, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz al- 
Minhaj, vol. 4, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1957). 

Syibramalisi, “Ali al-, Hasyiyah “Ali al-Syibramalisi dalam Syamsuddin al- 
Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1938). 

Syubli, Nawwar bin al-, al-Asas fi Figh al-Khilaf, 2th eds, (al-@ahirah: Dar 
al-Salam, 2015). 

—, Nazariyyah al-Takhrij fi al-Figh al-Islami, (Beirit: Dar al- 
Basya'ir al-Islamiyyah, 2010). 

Sztompka, Pieter, Sosiologi Perubahan Sosial, Terj. Alimandan, (Jakarta: 
Prenada, 2007). 

Taha, Mahmud Muhammad, The Second Message of Islam. Penerjemah 
“Abdullahi Ahmad al-Na'tm, (Syracus: Syracus University Press, 
1987). 

Tahir, Abdullah bin, “Sullam al-Taufig”, pada Mirgah Su'ud al-Tasdig, 
(Indonesia: Syirkah Nur Asia, t. th.). 

Talilani, Faysal bin Sa'id, Ilm Takhrij al-Furu' 'ala al-Usul, (Beirut: Dar 
Ibn Hazm, 2014). 

Tarmisi, Muhammad Mahfuz al-Tarmisi, Mauhibah Dzi al-Fadl, vol. 3, 
(Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H). 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 429 


Tim Bahtsul Masail PCNU Jember, Membongkar Kebohongan Buku 
“Mantan Kiai NU Menggugat Sholawat & Dzikir Syirik” (H. Mahrus 
Ali), (Surabaya: Khalista, 2008). 

Tim LTN-PBNU, Ahkam al-Fugaha' fi Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil 
Ulama': Solusi Problematika Atual Hukum Islam Keputusan 
Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015), 
(Surabaya: Khalista dan LTN-PBNU, 2019). 

Tim Perumus Konsep Sosialisasi Khittah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa 
Timur, Wawasan Dasar Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Tim Perumus 
Konsep Sosialisasi Kittah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur, 
1994). 

Umar, Abu Bakar Ibn, Tabagat al-Syafi'iyyah al-Kubra, vol. 8, (Beirut: 
“Alam al-Kutub, t.th.). 

Wahid, Abdurrahman, Prisma Pemikiran Gus Dur, (Yogyakarta: LKIS, 
1999). 

Wahid, Abdurrahman, “Peranan Umat dalam Berbagai Pendekatan,” 
dalam Muhtar Ganda Atmaja, et. Al., (penyusun), Kontroversi 
Pemikiran Islam di Indonesia, 2th eds., (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 1993). 

Wahid, Marzuki, “Cara Membaca Tradisi Bahtsul Masail NU: Tatapan 
Reflektif”, dalam M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU, 
Transformasi Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta: Lakpesdam, 
2002). 

Wahidin, Syamsul, dan Abdurrahman, Perkembangan Ringkas Hukum 
Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 1984). 

Yahya, Imam, Bahtsul Masail NU dan Transformasi Sosial: Telaah 
Istinbat Hukum Pasca Munas Bandar Lampung 1992, unpublished 
master's thesis, 1998, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 

—, “Fikih Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis”, 
dalam M. Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Fikih NU, Transformasi 
Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta: Lakpesdam, 2002). 

Yafie, Ali, “Konsep-Konsep Istihsan dan Istishlah dan Maslahat al- 
Ammah”, dalam Budhy Munawwar-Rahman (Ed.), 
Kontekstualisasi Doktrin Dalam Sejarah, 2th eds., (Jakarta: 
Yayasan Paramadina, 1995). 

Yanggo, Huzaemah Tahido, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: 
Logos, 1997). 

Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 
1995). 


430 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


Zabidi, Muhammad Murtada al-, Ithaf al-Sadah al-Muttagin, vol. 6, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002). 

Zadah, Muhyiddin, Hasyiyah Tafsir al-Baidawi, vol. 2, (Turki: al- 
Maktabah al-Islamiyyah, t. th). 

Zahrah, Abu, al-Imam Zayd: Hayatuhu wa 'asruhiu wa Ara'uhi wa 
fighuhu, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1974). 

— , Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al- Aga'id 
wa Tarikh al-Madhahib al-Fighiyyah, (al-Gahirah: Dar al-Fikr al- 
“Arabi, t.th). 

, Usul fikih, (T.tp.: Dar al-Fikr al'Arabi, t.th.) 

Zahro, Ahmad, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-199, 
(Yogyakarta, LKIiS, 2004). 

Zanjani, Syihabuddin Mahmud bin Ahmad al-, Takhrij al-Furu' “ala al- 
Usul, Tahgig: Muhammad Adib Saleh, (Damaskus: Mw'assasah al- 
Risalah, 1984). 

Zaydan, Abdul Karim, al-Wajiz Fi Usul fikih, (Beirut: Mw'assasat al- 
Risalah, 1985). 

Zubayri, Muhammad Ra'is al-, “Fatawa Zubayri” pada Ourrah al-Ayni bi 
Fatawa “Ulama al-Haramayn, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 1937). 

Zufayri, Maryam Muhammad Salih al-, Mustalahat al-Madzahib al- 
Fighiyyah wa Asrar al-Figh al-Marmiz fi al-A'lam wa al-Kutub wa 
al-Ara' wa al-Tarjihat, 2th eds., (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012). 

Zuhayli, Wahbah al-, al-Wajiz fi Usul fikih, 14th ed., (Beirut: Dar al-Fikr, 
1999). 

— Usul fikih al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006). 

—, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, vol. 8, (Beirut: Dar al- 
Fikr, tth.). 

Zul Asyri L.A, “NU, Studi tentang Faham Keagamaan dan Upaya 
Pelestariannya Melalui Lembaga Pendidikan Pesantren,” 
(Disertasi Doktor, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990). 


Jurnal 

Abdillah, Junaidi, “Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan 
Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Islam di Indonesia”, 
dalam Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, 
No. 1, 2017. 

Abdillah, Nanang, “Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya 
Perbedaan”, Jurnal Fikroh, vol. 8, no. 1 Juli 2014. 

Abdullah, Aba Doni, “Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih 
Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 431 


Istinbat Hukum Merokok”, dalam Tajdida, Vol. 11, No. 2, Desember 
2013. 

Abdullah, Amin “Al-Ta'wil al-Ilmi: Kearah Perubahan Paradigma 
Penafsiran Kitab Suci”, al-Jami'ah, vol.39, 2, 2001. 

Abdullah, Anzar, “Nahdlatul Ulama and the Khittah Revitalization: A 
Futuristic Critical Reflection for the Largest Organization in 
Indonesia”, Tawarikh: International Journal for Historical Studies 
3, No.1 (2011), 95-108. 

Absor, Muhammad Ulil, “Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis 
Pergeseran Pradigma Lembaga Bahtsul Masail NU)”, Millati, 
Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 2, Desember 
2016. 

Adib, Muhammad Kholidul, “Rekonstruksi Syariat: Pemikiran 
Muhammad Said al-Asymawi”, dalam Jurnal at-Tagaddum, Volume 
3, Nomor 2, Nopember 2011. 

Aminuddin, Luthfi Hadi, “Istinbat Jama'i dan Penerapannya dalam 
Bahtsul Masail”, al-Manahij, Jurnal Kajian Islam, Vol. IX, No. 2, 
Desember 2015. 

Ansori, Isa, “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan 
Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia”, NIZAM, Vol. 4, 
No. 01, Januari-Juni 2014. 

Asmani, Jamal Ma'mur, “Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana 
di Nahdlatul Ulama (NU)”, Addin, Vol. 9, No. 1, Februari 2015. 
Assyaukani, A. Luthfi, “Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab 
Kontemporer” dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Vol. 1, 

No. 1, 1998. 

Azizy, A. Oadri, “The Concept of Madhhab and the Ouestion of Its 
Boundary” dalam al-Jami'ah, 59, 1996. 

Azizy, A. Oodri, Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum 
Islam dan Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2002). 

Azra, Azyumardi, “NU: Islam Tradisional dan Modernitas di Indonesia”, 
Book Review terhadap Nahdlatul Ulama: Traditional Islam and 
Modernity ini Indonesia, Studi Islamika, Vol. IV, No. 4, 1997. 

Barton, Greg, “Indonesia's Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid as 
Intelectual Ulama: The Metteng of Islamic Traditionalism and 
Modernism in Neo-Modernist Thought”, dalam Studia Islamika, 
Vo. 1, No. 1, 1997. 

Burhanuddin, Muhammad Nur, “Lajnah Bahts al-Mas3'il: Tarikhuha wa 
Dawruha wa Manahijuha fi al-Ifta' Kamu'assasah al-Fatwa Ii 


432 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


Jam'iyyah Nahdatil Ulama”, Dirosatuna: Journal of Islamic Studies, 
Vol. 1, No. 2, 2018. 

Darmawati H, “Manhaj Bahtsul Masail Menurut Nahdlatul Ulama”, 
Sulesana, Vol. 6, No. 2, Tahun 2011. 

Ekawati Esty, “Nahdlatul Ulama (NU) Sebagai Civil Society di Indonesia”, 
Nuansa, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2016. 

Farih, Amin, “Nahdlatul Ulama dan  Kontribusinya dalam 
Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial 
Keagamaan, Vol. 24, No. 2, November 2016. 

Fathina, Rasyida, “Mahmoud Muhamed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh 
Sebagai Pembentuk Syariat Humanis,” dalam Jurnal Hukum dan 
Syariah, Volume 1, No. 1, 2010. 

Gupta, Kiran, Polygamy-Law Reform in Modern Muslim States: A Study 
in Comparative Law, Islamic and Comparative Law Review, xii (2) 
Summer, 1992, 127. 

Hallag, Wael B., “The Ouest for Origins or Doctrine? Islamic Legal 
Studies as Colonialist Discourse,” UCLA Journal of Islamic and 
Near Eastern Law, 2:1 (2002-2003). 


Hallag, Wael B., “Was al-Shafi'l the Master Architect of Islamic 
Jurisprudence?”, International Journal of Middle East Studies 25, 
NO. 4, November 1993, 587-605. 

Hasan, Muhammad Tholchah, “Tajdid Menurut Pandangan NU”, dalam 
majalah Aula, 01, Janurai 1988. 

, “Beberapa Masalah Tentang Tajdid”, dalam majalah 
Aula, 09, November, 1987, h. 36. 

Hosen, Nadirsyah, “Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad”, New 
Zealand of Asian Studies, 6, 1, June, 2004. 

Indrajaya, Darmawan Tia, “Kontribusi Pemikiran Muhammad Igbal 
dalam Pembaruan Hukum Islam,” Hukum Islam, Vol. XIII, No. 1 
Juni 2013. EjournaLuin-suska.ac.id /index. 

Jami'an Rizal Bin, “Ijtihad Jama'i Nahdlatul Ulama (NU dan Ijtihad Giyasi 
Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dalam Praktik Perbankkan”, 
Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 1, tahun 2016. 

Jauhari, Nashrun, dan Surayya, Ratna, “Epistemologi Figh Kemazhaban 
NU”, al-“Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, Juli 
2018. 

Muhammadong, “Dinamika Pembaruan Hukum Islam di Indonesia”, 
Sulesana, Vol. 8, No. 2 Tahun 2013. 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 433 


Mahsun, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi 
Metode Klasik dengan Metode Saintifik Modern”, al-Ahkam, Vol. 
25, No. 1, April 2015. 

Ma'mun, Sukron, “Ilhag dalam Bahtsul Masail NU, Antara Ijtihad dan 
Ikhtiyat”, al-Galam, Vol. 28, No. 1, Januari-April 2011. 

Mas'adah, “Epistemologi Pembaruan Usul Fikih Hasan Turabi”, dalam 
jurnal Dinamika, Vol. 3, No. 1, Juni 2018. 

Masyhudan, Dardiri, “Metode Ijtihad Ulama dalam Bahtsul Masail 
Nahdlatul Ulama”. Diakses pada 26 April 2019 dari 
www.academia.edu/377748679. 

Mumazzig Z, Rijal, “Peta Pemikiran Figh di Kalangan Pesantren”, al- 
Ahwal, Vol. 7, No. 1, April 2015. 

Mumtahanah, Nurotun, “Bahtsul Masail NU (Sebuah Kritik Metodologi)”, 
Akademika, Vol. 10, No. 2, Desember 2016. 

Munawar, Said Agil Husin al-, “Mazhab dalam Pandangan NU: Figih dan 
Teologi” dalam Majalah AULA, No. 08, tahun XIV September 1992. 

Mun'in DZ, Abdul, “Bahtsul Masail Tradisi Akademik Muslim 
Tradisionalis”, dalam Jurnal Gerbang, Vol. 12, tahun 2002. 

Musarrofa, Ita, “Analisis Wacana Kritis Terhadap Fatwa Bahtsul Masail 
Tentang Perempuan”, Ulul Albab, Vol. 18, No. 2, 2017. 

Mutakin, Ali, “Kitab Kuning dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama 
(NU) dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab 
Kuning)”, dalam SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 
18, Nomor 2, Desember 2018. 

Muttagin, Chothibul, dan Arifin, Zaenal, “Bahtsul Masail Sebagai Problem 
Solving Method dalam Pembelajaran Fikih Kontekstual”, Attagwa: 
Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 16, No. 1, Maret 2020. 

Muti1, Muhammad Bakhit al-, Risalah Syaikh Bakhit al-Mutii pada 
Majalah al-Hidayah al-Islamiyah, vol. 1, Mesir, Agustus 1933. 
Muzadi, A. Muchith, “Sistem Bermazhab”, dalam majalah Aula, 10, 

Desember, 1987. 

— , “Tajdid Mengapa dan Untuk Apa NU Membicarakannya”, 
dalam majalah Aula, 02 Februari, 1988. 

Nassyar, Mustafa al-, “al-'“Agliyah al-“Arabiyah baina Intaj al-'ilm wa 
Istirad al-Tsagafah”, Majallah al-Mustagbal al-'Arabi, No.200, 
Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyah, 1995. 

Nasution, Zulkarnain, “Implikasi Keputusan Lajnah Bahtsul Masail NU 
terhadap Pengamalan Agama Nahdiyin”. Diakses pada 28 Maret 
2019 dari Jurnal.Uinsu.ac.id/index.php/assais/article/ 
view/Zulkarnain. 


434 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


Nofialdi, “Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Pembangunan Hukum 
Islam di Indonesia”, al-Oisthu, Vol. 17, No. 1, 2019. 

Pelu, Ibnu Elmi A.S., “The Rechtsvinding Epistemology of Nahdlatul 
Ulama”, Journal of Law, Policy and Globalization, vol. 53, 2016. 
Diakses dari wwwiiiste.org. 

Rofii, Ahmad, “Hukum Islam dan Kesesatan: Fatwa-Fatwa Nahdlatul 
Ulama tentang Penyimpangan Ajaran”, Mahkamah, Vol. 9, No. 1, 
Januari-Juni 2015. 

Rofig, Irsyadur, “Bahth al-Masa'il dalam Pandangan Elit NU (Analisis 
Terhadap Pandangan Elit NU Kab. Pasuruan Tentang Tahapan 
Pemecahan Masalah Hasil Keputusan Bahth al-Masa'il)”, Jurnal 
Oolamuna, Vol. 2, No. 2, Februari 2017. 

Rosyidi, Muhib, “Membumikan Teks Agama ala Nahdlatul Ulama”, 
Journal of Guran and Hadith Studies, Vol. 2, No. 1, 2013. 

Sholehuddin, Moh., “Dinamika Nalar Fikih “Tradisi” NU: Dari Periode 
Penegasan Identitas Menuju Periode Aktualisasi”, dalam Jurnal al- 
“Adalah, volume 16 Nomor 1 Mei 2013. 

Sururi, Vivin Baharu, “Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul 
Masail NU”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 6, No.III, 2013. 

Syafe'i Zakaria, “Ijtihad Nahdlatul Ulama dalam Menghadapi Masalah 
Kontemporer”, al-Galam, No. 68/X111/1997. 

Sya'roni, Sam'ani, “Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdlatul Ulama 
(NU)”, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 8, No. 1, Juni 2010. 

Ulya, Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju 
Penetapan Hukum Bervisi Etis, diakses pada 3 Desember 2019 
dari www.Researchgate. net/publication/291085863. 

Warid, Achmad, “Figih Politik NU: Studi Pergeseran dari Politik 
Kebangsaan ke Politik Kekuasaan”, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 43, No. 
1, 2009. 

Waskito, Tejo, Genealogi Revolusi Paradigma Pemikiran Islam 
Nahdlatul Ulama”, al-A'raf, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 
Vol. XV, No. 1, Januari-Juni 2018. 

Yafie, Ali, “Tajdid: Adalah Suatu Kemestian?”, dalam Pesantren, V, 01, 
1988. 

Yafie, Ali, “Tajdid: Adalah Suatu Kemestian?”, dalam Pesantren, V, 01, 
1988 

Zahro, Ahmad, “Desakralisasi Kitab Fikih Sebagai Upaya Reformasi 
Pemahaman Hukum Islam”. Diakses pada 15 Februari 2019 dari 
http://ejournal.sunan 
ampel.ac.id/index.php/paper/article/view/231/212. 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 435 


Lajnah Bahts al-Mas#'il al-Diniyyah li Jam'iyyah Nahdatil 
Ulama bi Indonesia: Dirasah Nagdiyyah 'ala al-Mugarrarat al- 
Fighiyyah”, Journal of Indonesia Islam, Volume 01, Number 01, 
June 2007. 


Website 

Kbbi.web.id 
www.coursehero.com. 
www.islamemansipatoris.com 


436 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


LAMPIRAN TABEL 


Tabel 3.1 


Penggunaan Kitab-Kitab Mazhab Hanafi dalam Bahtsul Masail 


Antara tahun 1926-1989 dengan 1992-2019 


Frekuensi 
No Nama Kitab dan Pengarangnya 19264 1992-| Jumlah 
1989| 2019 
1 | Takmilah al-Majmu', Muhammad Bakhit al-Mutit 2 8 10 
2 | Umdah al-Gari Syarh Sahih al-Bukhari, Badruddin al- 5 5 
“Ayni 
3 | Madkhal al-Figh al-'“Amm, Mustafa Ahmad al-Zarga 4 4 
4 | Ahkam al-Gur'an, Ahmad bin “Ali al-Razi al-Jassas 4 4 
5 | Al-Bahr al-Ra'ig Syarh Kanz al-Daga'ig, Zaynuddin bin 3 3 
Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakr. 
6 | Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Gur'an al-'Azim, Mahmud Alisi 3 3 
7 | Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i', Mahmud bin 3 3 
Ahmad al-Kasani 
8 | Risalah Bakhit Mutii 3 3 
9 | al-Fatawa al-Hindiyah/al-Fatawa al-'Alamkariyah, 3 3 
Nizamuddin al-Balkhi, dkk. 
10 | Sullam al-Wusul, Muhammad Bakhit al-Mutit 2 2 
11 | Tabyin al-Haga'ig Syarh Kanz al-Daga'ig, Utsman bin 'Ali 2 2 
al-Zayla'1 
12 | al-Asybah wa al-Naz@'ir, Ibn Nujaym al-Misri 2 2 
13 | Majallah al-Hidayah al-Islamiyyah, Muhammad Bakhit 2 2 
al-Mutit 
14 | Syarh Fath al-Gadir 'Ala al-Hidayah, Muhammad bin 2 2 
“Abdul Wahid al-Siwasi al-Sakandari 
15 | Barigah Mahmudiyyah fi Syarh Tarigah 2 2 
Muhammadiyyah wa Syari'ah Nabawiyyah, Abu Sa'id al- 
Khadimi 
16 | al-Gaw@'id al-Fighiyyah, Mustafa Ahmad al-Zarga 2 2 
17 | Maragi al-Falah Syarh Nur al-Idah, Hasan al- 2 2 
Syaranbilani Abu al-Barakat 
18 | Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi', Burhanuddin al- 1 1 
Marghinani 
19 | Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, Ibn “Abidin 1 1 
20 | al-Ibda' fi Madarr al-Ibtida' "All Mahfiz 1 1 
21 | al-Kharraj, Abu Yusuf Ya'gub bin Ibrahim 1 1 
22 | al-Mabsut, Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsi 1 1 
23 | Rasa'il Ibn “Abidin, Ibn “Abidin 1 1 
24 | Usul fikih, Abu Zahrah 1 1 
25 | al-Jawab al-Syaft, Muhammad Bakhit al-Mutit 
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26 


Izhar al-Hag, Rahmatullah bin Khalilurrahman al-Hindi 


27 


Majma' al-Damanat, Abi Muhammad Ghanim bin 
Muhammad al-Baghdadi 


28 


Kassyaf Istilahat al-Funun wa al-Ulum, Muhammad bin 
“Ali al-Tahanawi 


29 


Badzl al-Majhud fi Hall Abi Dawud, Ahmad al- 
Saharanfari al-Hindi 


30 


Kitab al-Kulliyat, Ayyub bin Musa al-Husayni al-Kafawi 


31 


Tangih al-Fatawa al-Hamidiyyah, Ibn “Abidin 


32 


Mirgah al-Mafatih, Mula Ali al-Gari 


JUMLAH 


14 


54 


68 


Penggunaan Kitab-Kitab Mazhab Maliki dalam Bahtsul Masail 
Antara tahun 1926-1989 dan 1992-2019 


No 


Nama Kitab dan Pengarangnya 


Frekuensi 


1926- 
1989 


1992- 
2019 


Jumlah 


al-Jami' li Ahkam al-Gur'an, Muhammad al-9urtubi 


1 


13 


Gurrah al-'Ayn fi Fatawa al-Haramayn, Muhammad Ali 
bin Husein bin Ibrahim 


3 


2 


Syams al-Isyrag fi Hukm al-Ta'ammul bi al-Arwag, 
Muhammad Ali bin Husein bin Ibrahim 


al-Furug, Ahmad bin Idris al-0arafi 


Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar, Ibn “Abdurrahman 
al-Maghribi 


al-Muwafagat ft Usul al-Ahkam, Abu Ishag al-Syatibi 


al-Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Absar, 
Muhammad bin “Ali al-Haskafi 


So flow ol 


Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid,s Ibn 
Rusyd 


w 


Hasyiyah al-Dasugi “ala al-Syarh al-Kabir, Ibn Irfan al- 
Dasugi 


Hasyiyah al-Sawi ala al-Jalalayn, Ahmad al-Sawi 


al-Kafi fi Figh Ahl al-Madinah, Ibn “Abdil Barr 


Tabsirah al-Hukkam fi Usul al-Agdiyah wa Manahij al- 
Ahkam, Ibn Farhun al-Ya'mari 


N ININ| W 


Mugaddimah Ibn Khaldun, “Abdurrahman Ibn Khaldun 
al-Maghribi 


Anwar al-Syurug fi Ahkam al-Sundug, Muhammad Ali 
bin Husein bin Ibrahim 


Ourrah al-Ayn Ii Syarh Waragat, Muhmmad al-Rua'ayni. 


Jawahir al-Iklil ala Syarh al-'Allamah al-Khalil, Salih 
Abdissami' al-Azhari 


17 


al-Sarim al-Mubid, Muhammad Ali bin Husein bin 
Ibrahim 


18 


Fatawa Hisayn Ibrahim al-Maghribi, Hisayn Ibrahim al- 
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Maghribi 


al-Bahjah fi Syarh al-Tuhfah, Abi al-Hasan al-Tusuli 


Ahkam al-Gur'an, Ibn Arabi 


Syarh al-Kharidah al-Bahiyyah, Ahmad al-Dardir 


sis |bib 


al-Mudawwanah al-Kubra, Malik bin Anas 


Minah al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil, Muhammad 
“Ulaysy 


ale lele 


Kifayah al-Matalib al-Rabbani, “Ali bin Khalaf al-Manifi 1 


Aridah al-Ahwaazi fi Syarh Sunan al-Tirmidzi, Ibn al- 
“Arabi 


al-Taj wa al-Iklil Ii Mukhtasar Khalil, Muhammad bin 
Yusuf al-'Abdari al-Mawag 


Syarh Mukhtasar Khalil, al-Khurasyi 1 1 


JUMLAH 19 148 67 


Perbandingan Penggunaan Kitab-Kitab Mazhab Syafit 
dalam Bahtsul Masail Antara tahun 1926-1989 dan 1992-2019 


Frekuensi 
Judul dan Pengarang Kitab 1926- | 1992-| Jumlah 
1989 | 2019 
Tanah al-Talibin, "Utsman bin Syata al-Bakri al- 75 23 9g 
Dimyati 
Bughyah al-Mustarsyidin, "Abdurrahman Ba'Alawi 44 28 72 
Fath al-Mu'n bi Syarh Gurrah al-'Ayn, Zaynuddin al- 51 11 62 
Malibari 
Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, Ibn Hajar al- 29 24 53 
Haytami 
Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Garib, Ibrahim al-Bajuri 29 16 45 
Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz al-Minhaj, al- 14 30 44 
Syibini 
Asybah wa al-Naza@'ir, Jalaluddin al-Suyuti 7 36 43 
al-Majmu' Syarh al-Muhadadzab, al-Nawawi TT 32 43 
Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Tullab, Zakaria al- 24 17 41 
Ansari 
Hasyiyah al-Bujayrimi “ala al-Khatib/Tuhfah al-Habib 21 17 
ala Syarh al-Khatib, Sulayman bin Muhammad al- 38 
Bujayrimi 
Hawasyay al-Syarwani wa al-'Ubbadi “ala Tuhfah al- 12 23 35 
Minhaj, al-Syarwani dan Ibn Gasim al-'Ubbadi 
10 | Ihya' Ulum al-Din, al-Ghazali 10 23 33 
11 | Futuhat al-Wahhab bi Tawdih Syarh Manhaj al-Tullab, 9 21 30 
Sulayman al-Jamal 
12 | al-Fatawa al-Fighiyah al-Kubra, Ibn Hajar al-Haytami 20 8 28 
13 | Asnd al-Matalib, Zakaria al-Ansari 17 11 28 
14 | Nihayah al-Muhtij ila Syarh al-Minhaj, Syamsuddin al- 7 17 24 
Ramli 
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15 | Raudah al-Talibin wa Umdah al-Muftin, al-Nawawi 2 21 23 

16 | al-Ahkam al-Sultaniyyah, al-Mawardi 21 21 
Fath al-Bari Syarh al-Bukhari, Ibn Hajar al-“Asgalani 2 19 21 

18 | Hasyiyata al-Oulyubi wa Umayrah'ala Syarh al- 
Mahalli, Syihabuddin Ahmad bin Salamah al-Oulyubi 12 8 20 
dan Syihabuddin Ahmad al-Barlisi Umayrah 

19 | Mauhibah Dzi al-Fadl, Muhammad Mahfuz al-Tarmasi 13 6 19 

20 | Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Talibin, Jalaluddin 13 6 
al-Mahalli 1 

21 | Isad al-Rafig Syarh Sulam al-Taufig, Muhammad 7 11 
Salim Bafadl 18 

22 | Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtisar, Abu Bakar 12 5 17 
bin Muhammad al-Khisni 

23 | al-Muhaddzab, Abu Ishag al-Syirazi 9 6 15 

24 | Mizan al-Kubra, Abdul Wahhab al-Sya'rani 11 3 14 

25 | Minhaj al-Gawim, Ibn Hajar al-Haytami 11 3 14 

26 | Hasyiyah al-Bujayrimi “ala al-Manhaj/al-Tajrid li Naf'i 6 8 14 
al-'“Abid, Sulayman al-Bujayrimi 

27 | Tanwir al-Gulub, Muhammad Amm al-Kurdi 12 1 13 

28 | Gawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Muhammad 2 11 13 
TIzzuddin Ibn 'Abdissalam al-Sulami 

29 | al-Hawi al-Kabir, Ali bin Muhammad al-Mawardi 1 12 13 

30 1 Tarsyih al-Mustafidin ala Fath al-Mu'in, “Alawi al- 7 6 13 
Saggaf 

31 | Hasyiyah al-Syargawi ala Tuhfah al-Tullab bi Syarh al- 11 2 13 
Tahrir, Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Khulwati 

32 | al-Igna' fi Hill alfaz Abi Syuja', Muhammad al-Khatib 7 5 12 
al-Syarbini 

33 1 Nihayah al-Zayn Syarh Gurrah al-Ayn, Muhammad 4 8 12 
Nawawi bin Umar al-Jawi 

34 1 Hasyiyah al-Syargawi “ala al-Tuhfah, “Abdullah al- 7 3 10 
Syargawi 

35 | al-Hawasyi al-Madaniyyah 'ala Syarh Bafadal, 8 1 9 
Muhammad Sulayman al-Kurdi 

36 1 Tafsir al-Gur'an al-'Azim, Ibn Katsir 2 6 8 

37 | al-Minhaj Syarh Muslim, Muhyiddm al-Nawawi 1 7 8 

38 1 al-Siraj al-Munir 'ala al-Jami' al-Saghir, “Ali al-'Azizi 7 1 8 

39 | Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, al-Nawawi 1 7 8 

40 | al-Fawa'id al-Madaniyyah, Muhammad bin Sulayman 8 8 
al-Kurdi 

41 Tafsir al-Razi, Mafatih al-Ghayb, Fakhruddin al-Razi 7 7 

42 | al-Fatawa al-Haditsiyyah, Ibn Hajar al-Haytami 6 1 7 

43 al-Umm, Muhammab bin Idris al-SyafiT 3 3 6 

44 | Fath al-Garib 'ala Matn Abi al-Syuja', Ibn Gasim al- 6 6 
Ghazi 

45 | Mirgah Su'id al-Tasdig Syarh Sullam al-Taufig, 4 2 6 


Muhammad Nawawi al-Jawi 
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46 


Kasyifah al-Saja Syarh Safinah al-Naja, Muhammad 


Nawawi al-Bantani 2 

47 | Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, Ibn 3 3 6 
“Abdurrahman Muhammad al-Dimasygi 

48 | Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawwad, Husayn al- 4 2 6 
Rasyidi 

49 | Syarh al-Mahalli ala al-Minhaj, Jalaluddim al-Mahalli 4 2 6 

50 | Ma'alim al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, Ibn Mas'ud al- 1 4 s 
Baghawi 

51 | Kasyfal-Gina' an Matn al-Igna', Mansiar bin Yinus al- 5 s 
Bahuti 

52 | Fatawa al-Subki, "Ali bin “Abdul Kafi al-Subki 5 5 

53 (| Hasyiyah al-Jamal' ala Syarh al-Manhaj, Sulayman al- 1 4 s 
Jamal 

54 | al-Sunan al-Kubra, Abu Bakar al-Baihagi 5 

55 (| Ithaf Sadah al-Muttagin, Murtada al-Zabidi 4 5 

56 | Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, "Ali bin Muhammad 3 s 
al-Khazin 

57 | Ghayah Talkhis al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad, 5 s 
“Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi 

58 | al-Tafsir al-Munir (Murah Labib), Muhammad Nawawi 3 1 4 
al-Jawi 

59 al-Anwar li A'mal al-Abrar, Yusuf al-Ardabili 1 3 4 

60 | Sullam al-Taufig, Ba'alawi al-Hadrami 3 1 4 

61 | al-Faw@'id al-Makkiyah, al-Sayyid “Alawi al-Saggaf 3 1 4 

62 | al-Zawiajir “an Igtiraf al-Kaba'ir, Ibn Hajar al-Haytami 1 3 4 

63 | Syarh al-Yagut al-Nafts, Muhammad bin Ahmad al- 4 4 
Syatiri 

64 | al-Mawahib al-Saniyah, “Abdullah Ibn Sulayman al- 1 3 4 
Jurhuzi 

65 | Hasyiyah “ala al-Idah al-Mandsik, Ibn Hajar al-Haytami 4 4 

66 | al-Tabsir fi al-Din wa Tamyiz al-Firgah al-Najiyah “an 4 4 
al-Firag Halikin, al-Isfirayini 

67 | Irsyad al-Sari Syarh Sahih al-Bukhari, al-Oistalani 2 2 4 

68 | Busyra al-Karim, Said Ibn Muhammad 3 3 

69 | al-Mustasfa min Ilm Usul, Abu Hamid al-Ghazali 3 3 

70 | Minhaj al-Talibin, al-Nawawi 3 3 
Talkhis al-Murad/Fatawa Ibn Ziyad 3 3 

71 | Fayd al-Gadir Syarh al-Jami' al-Saghir, al-Manawi 3 3 

72 | Syarh al-Sittin, “Abdul Karim al-Matari al-Dimyati 3 3 

73 (| Riyad al-Salihin, Yahya al-Nawawi 1 2 3 

74 | Itsmid al-'Aynayn, “Ali Basabrin Rasyidi 2 2 

75 1 Ahkam al-9ur'an, Alkiya al-Harasi 2 2 

76 | al-Tlm al-Mansir fi Itsbat al-Syuhur, Tagiyuddin al- 2 2 
Subki 

77 1 Dalil al-Falihin, Ibn “Allan al-Siddigi 2 2 

78 1 al-Tanbih, Abu Ishag Alawi al-Syirazi 1 1 2 
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79 


Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, Nasiruddin al- 


Baidawi 2 

80 | Hasyiyah “Alt al-Syibramalisi, “Ali al-Syibramalisi 2 

81 | Hasyiyah Mawahib al-Samad fi Hall alfaz al-Zubad, 2 
Ahmad bin Hijazi Fasyani 

82 al-Tsimar al-Yani'ah, Muhammad bin Umar Nawawi 2 
al-Bantani 

83 | al-Igtisad fi al-I'tigad, Abu Hamid al-Ghazali 2 

84 | al-Fatawa, Izzuddin bin Abdissalam 2 

85 | al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i, Yahya bin Abi 2 
Khayr 

86 | al-Faidat al-Rabbaniyyah, Ketetapan Jam'iyah 2 
Tharigah al-Mu'tabarah NU 

87 | Tabagat al-Syafi'iyyah, Tajuddin bin 'Ali al-Subki 2 

88 | Fath al-'Alam bi Syarh al-I'lam bi Ahadits al-Ahkam, 2 
Zakaria al-Ansari 

89 | Jam'ual-Jawami' Tajuddin al-Subki 2 

90 | al-'Aziz Syarh al-Wajiz, Abu Hamid al-Ghazali 2 

91 | OGurrah al-'Ayn, Syaikh Muhammad bin Sulayman al- 2 
Kurdi 

92 | Ayatul Bayyinat 'ala Syarh Jam'u al-Jawami', Ahmad 2 
bin Gasim al-Ubbadi 

93 | Fatawa al-Ramli 2 

94 | Gurrah al-'Ayn li Syarh Waragat, Imam al-Haramayn 1 
al-Juwayni 

95 | Ghiyats al-Umam fi Tiyats al-Zulam, Abu al-Ma'ali al- 1 
Juwayni 

96 | Tabagat al-Syafi'iyyah al-Kubra li al-Subki, Abu Bakar 1 
Ibn Umar 

97 | al-Riyad al-Badi'ah, Muhammad Nawawi al-Jawi 1 

98 | Fasl al-Tafrigah, Abu Hamid al-Ghazali 1 

99 | Minhaj al-Talibin, Muhyiddin al-Nawawi pada Mughni si 
al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz al-Minhaj 

100 | Manhaj al-Tullab, Zakaria al-Ansari 1 

101 | Sulh al-Jam'atayn bi Jawaz Ta 'addud al-Jum'atayn, 1 
Ahmad Khatib al-Minangkabawi 

102 | Hasyiyah al-'Iwad “ala al-Igna', Syaikh Iwad 1 

103 | Hidayah al-Adzkiya', Zaynuddin al-Malibari dalam 1 
Muhammad Nawawi al-Bantani, Kifayah al-Atgiya 

104 | al-Futuhat al-Ilahiyyah bi Tawdih Tafsir al-Jalalayn, al- 1 
Jamal 

105 | Fatawa al-Kurdi, Muhammad Sulayman al-Kurdi 1 

106 | Kifayah al-Atgiya' wa Minhaj al-Asfiya, al-Bakri 1 
Muhammad Syata al-Dimyati 

107 | Salalim Fudala' Syarh Hidayah al-Adzkiya, Muhammad 1 
Nawawi al-Jawi 

108 | Maragi al-Ubudiyah Syarh Bidayah al-Hidayah, 1 


442 | Reformasi Bermadzhab dalam NU 


Muhammad Nawawi al-Jawi 

109 | Maslak al-Atgiya 'ala Hidayah al-Adzkiya, “Abdul “Aziz 1 1 
bin Zaynuddin al-Malibari 

110 | Oatr al-Ghayts, Muhammad Nawawi al-Jawi 1 1 

111 | Fath al-Jawwad, Ibn Hajar al-Haytami 1 1 

112 | Mukhtasar al-Faw@'id al-Makkiyah, “Alawi al-Saggaf 1 1 

113 | Tuhfah al-Murid 'ala Jawhar al-Tawhid, Ibrahim al- 1 1 
Bajuri 

114 | Hasyiyah Tafsir al-Baidawi, Muhyiddin Syaikh Zadah 1 1 

115 | al-Nasa'ih al-Diniyah, “Abdullah Ba'alawi al-Haddad 1 1 

116 | al-Da'wah al-Tammah, “Abdullah Ba'alawi al-Haddad 1 1 

117 | al-Basuni, al-Basuni 1 1 

118 | al-Mabahits al-Wafiyah fi Hukm al-A'tar Afranjiya, 1 $1 
“Utsman al-Batawi 

119 | Ghayah al-Wusul, Zakariya al-Ansari 1 1 

120 | al-Burhan fi Usul fikih, Imam Haramayn, al-Juwayni 1 1 

121 | al-Hawi li al-Fatawi, “Abdurrahman bin Abi Bakr al- 1 1 
Suyuti 

122 | al-Siraj al-Munir fi al-I'anah 'ala Ma'rifah Ba'd Kalam AE 1 
Rabbinga al-Haklm al-Munir, al-Khatib al-Syirbini 

123 | Hasyiyah al-Ramli 'ala Asna al-Matalib, Ahmad Ramli 1 1 

124 | Hasyiyah al-Tarmasi, Muhammad Mahfiuz Termasi 1 1 

125 | Siraj al-Talibin, Muhammad Ihsan Dahlan 1 1 

126 | Idah al-Ahkam li Ma Ya'khudz al-Ummal wa al- 1 1 
Hukkam, Ibn Hajar al-Haytami 

127 | Tanwir al-Hawalik Syarh al-Mutawata' “Abdurrahman 1 1 
al-Suyuti 

128 | al-Jami' al-Saghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir, 1 1 
“Abdurrahman al-Suyiti 

129 | al-Kawkab al-Sati' Nazm Jam'u al-Jawami' al-Suyuti 1 1 

130 | Syarh al-Rahabiyah, Muhammad Sabt al-Maradini 1 1 

131 | Fath al-'Allam bi Syarh Mursyid al-Anam, al-Jurdani | 1 

132 | Hasyiyah “ala Syarh al-Bahjah, “Abdurrahman al- 1 1 
Sya'rani 

133 | Irsyad al-Ibad ila Sabil al-Rasyad, Zaynuddin al- 1 1 
Malibari 

134 | Misbah al-Anam wa Jala' al-Zulam, Habib “Alawi al- 1 1 
Haddad 

135 | al-Yawagit wa al-Jawahir, Abdul Wahhab al-Sya'rani 1 1 

136 | Hasyiyah Abi Jamrah, Muhammad “Al! al-Syinwani It 1 

137 | Fatawa al-Imam al-Nawawi, “Ala'uddin Ibn al-Autar 1 1 

138 | Hasyiyah Kamtsari, al-Kamtsari 1 1 

139 | Fath al-Mujib fi Syarh Mukhtasar al-Khatib, 1 1 
Muhammad Khatib al-Syarbini 

140 | Syarh al-Mahalli 'ala Jam'u al-Jawami', al-Mahalli 

141 | Tafsir Jalalayn, Jalaluddin al-Suyuti dan al-Mahalli 1 1 

142 | Tahgig al-Asybah wa al-Naza@'ir li Tajuddin al-Subki, 1 1 


Dr. Abdul Wafi, M.IRKH. | 443 


Adil Ahmad “Abdul Mawjud “Ali Muhammad “Awd 


143 | al-Fawa'id al-Mukhtarah li Salik Tarig al-Akhirah al- 1 
Mustafadah min Kalam al-'Allamah al-Habib Zayn bin 1 
Ibrahim bin Smit 

144 | Syarh al-Syihab, Ibn Hajar al-Haytami 1 1 

145 | Tafsir al-Baghawi, Husayn bin Mas'ud al-Baghawi 1 1 

146 | al-Taysir bi Syarh al-Jami' al-Saghir, “Abdurra'uf al- 1 ti 
Munawi 

147 | Tarh al-Tatsrib fi Syarh al-Tagrib, Abdurrahim bin 1 1 
Zayn al-Iragi 

148 | Fath al-'Aziz Syarh al-Wajiz, Abu al-Gasim al-Rafi' al- 1 1 
Oaswayni 

149 | Kasyf al-Khafa wa Muzil al-Ilbas, Isma'il bin 1 1 
Muhammad al-Jarrahi al-Ajluni 

150 | al-Mantsur fi al-Gawa'id, Muhammad bin Bahadur al- 1 1 
Zarkasyi 

151 | Maw'idah al-Mu'minin min Ihya' Ulumiddin, 1 1 
Muhammad Jamaluddin al-Gasimi 

152 | Fatawa Ibn al-Salah, Ibn al-Salah 1 1 

153 | Tahrir Alfaz al-Tanbih, Muhyiddin al-Nawawi 1 1 

154 | al-Bahr al-Muhitt fi Usul fikih, al-Zarkasyi 1 1 

155 | Adab al-Mufti wa al-Mustafti, Ibn al-Salah 1 1 

156 | Adab al-Dunya wa al-Din, "Ali bin Muhammad al- 1 1 
Mawardi 

157 | al-Madzhab 'Inda al-Syafi't, Muhammad Ibrahim 1 1 

158 | Umdah al-Mufti wa al-Mustafti, “Abdul Bari al-Ahdal 1 1 

159 | Hasyiyah Umayrah “ala Syarh al-Mahalli, al-Barizi 1 1 

160 | Syarh Tahrir, Zakaria al-Ansari 1 1 

161 | Wusdh wa al-Ifadah, al-Bakri Muhammad Syata 1 1 

162 | Al-Mabahits al-Wafiyyah fi Hukm al-A'tar al-Afranjiya, 1 1 
Sayyid Utsman al-Batawi 

163 | Tafsir Fakhr al-Razi, Ibn Hajar al-“Asgalani 1 1 

164 | Al-Dibaj, Suyuti 1 1 

165 | Al-Tadzhib fi Adillah Matn Ghayah al-Tagrib, Mustafa k 1 
Dib al-Bugha 

JUMLAH 675 | 673 1348 
Perbandingan Penggunaan Kitab-Kitab Mazhab Hanbali 
dalam Bahtsul Masail Antara tahun 1926-1989 dan 1992-2019 
Frekuensi 
No Nama Kitab dan Pengarangnya 1926- |1992-| Jumlah 
1989 | 2019 

1| al-Mughni ft Figh al-Imam Ahmad bin Hanbal al- 3 16 19 
Syaybani/al-Syarh al-Kabir, Ibn Gudamah al-Magdisi 

2 | al-Turug al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah, Ibn 5 s 
Oayyim al-Jauziyah 
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3 | al-Ahkam al-Sultaniyyah, Abu Ya'la al-Farra' 2 2 


Matalib Uli al-Nahyi ft Syarh Ghayah al-Muntaha, 


Mustafa al-Suyuti al-Rahibani e 2 
5 | Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu, “Ali Ahmad al- 1 1 2 
Jurjawi 
6 | Syarh Zad al-Mustagni', al-Syangiti 2 2 
7 | Mahdl al-Sawab fi Fada@'il Amir al-Mu'minin Umar bin » 2 


Khattab, Yusuf bin Hasan “Abdul Hadi al-Mubarrad 


al-Siyasah al-Syar'iyyah, Ibn Taymiyyah al-Harrani 2 2 


9 | Syarh Sunan Abi Dawud, “Abdul Muhsin al-“Ubbad 


2 2 
10| Majmu'ah al-Fatawa, Ibn Taymiyyah 1 1 
11| Ylam al-Muwaggi'n 'an Rabb al-'Alamin, Ibn Gayyim 1 1 
al-Jauziyah 
12| Mubdi' fi Syarh al-Mugni', Ibn Muflih 1 1 
13| al-Ijma', Ibn al-Mundzir 
14| al-Insaf ft Ma'rifah al-Rajih min Khilaf, al-Mardawi 1 
JUMLAH 4 39 43 


Perbandingan Penggunaan Kitab-Kitab Non Mazhab dalam Bahtsul 
Masail Antara tahun 1926-1989 dan 1992-2019 


Frekuensi 
Nol Nama Kitab dan Pengarangnya 1926- | 1992-| Jumlah 
1989 | 2019 
1 | al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah Zuhayli 48 48 
21 al-Gur'an al-Karim 43 43 
3 | al-Sunnah al-Nabawiyah 41 41 
41 al-Figh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, “Abdurrahman al- 5 19 24 
Juzayri 
5 | Ilm Usul fikih, “Abdul Wahhab Khallaf 16 16 
6| Ahkam al-Fugaha' fi Mugarrarat Mu'tamarat Nahdatil 6 5 11 
Ulama', TIM LTN PBNU 
7 | al-Mausu'ah al-Fighiyyah al-Kuwaytiyyah, Wazarah al- 10 10 
Awgaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah 
8| Mausu'ah al-Figh al-Islami wa al-Gadaya al-Mu'asirah, 5 5 
Wahbah Zuhayli 
91 al-Tasyri al-Jina'i al-Islami, “Abdul Gadir “Awdah 5 5 
10| Tafsir al-Tabari Jami al-Bayan an Ta'wil Ayi al- 4 4 
Our'an, Ibn Jarir al-Tabari 
11| al-Fatawa al-Syar'iyyah wa al-Buhuts al-Islamiyyah, 2 2 4 
Husein Makhluf 
12| al-Wajiz fi Usul fikih, "Abdul Karim Zaydan 4 4 
13| Tuhfah al-Ahwadzi @ala Syarh al-Tirmidzi, Abi al-'Ala 4 4 
al-Mubarakfuri 
14| Tarikh Madinah Dimasyg, Ibn “Asakir 3 3 
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15 


Sunan Abi Dawud, Sulayman al-Sijistani 


16 


Keputusan NU Jawa Timur 


17 


Majallah al-Nahdah al-Islahiyah 


18 


Usul fikih al-Islami, Wahbah al-Zuhayli 


19 


Subul al-Salam, Muhammad al-San'ani al-Amir 


20 


Sahih al-Bukhari, Imam al-Bukhari 


21 


Agwal Sahabah 


22 


al-Ijtihad wa Dawruhi fi Tajdid al-Figh al-Islami, al- 
Nadwi 


NINIb- INN 


NINININININ| wW|w 


23 


Manhaj al-Salaf al-Jami' Bayna al-Nusiis wa al-Magasid 
wa Tatbiguha al-Mu'asirah, Muhammad bi Husayn al- 
Jizani 


24 


Lisan al-'Arab, Ibn Manzur 


25 


Ihkam al-Ahkam Syarh Umdah al-Ahkam, Ibn Dagig 
al-'Ayd 


26 


Tafsir al-Munir, Wahbah Zuhayli 


27 


Hidayah al-Salik ila al-Madzahib al-Arba'ah fi al- 
Manasik, Izzuddin bin Jama'ah al-Kanani 


28 


al-Kamil fi al-Tarikh, Ibn Atsir 


29 


Majallah Nur al-Islam 


30 


al-Mu amalah al-Maliyah al-Mu'asirah, Wahbah al- 
Zuhayli 


31 


Takhsis 'Amm al-Nas al-Syarg bi al-'Urf, dalam al- 
Majallah al-Urduniyyah al-Dirasat al-Islamiyyah, 
Muhammad Gharayibah 


32 


Figh al-Sunnah, Sayyid Sabig 


33 


Majallah al-Azhar 


34 


“Awn al--Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, Muhammad 
Syamsul al-Hag Abadi 


35 


Oamus al-Marbawi 


36 


al-Islam wa Hajah al-Insan Ilayh, Muhammad Yusuf 
Musa 


37 


al-Islam wa Auda'una al-Siyasiyyah, Abdul Gadir 
“Awdah 


38 


Yas'alunaka “an al-Din wa al-Hayah, Ahmad al- 
Syarbasi 


39 


al-Mufassal ft Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim, 
“Abdul Karim Zaydan 


40 


Sunan al-Darugutni Ali bin Umar al-Darugutni 


41 


Buhuts li Ba'd al-Nawazil al-Fighiyyah al-Mu'asirah 


42 


Figh al-Nawazil, Muhammad bi Husayn al-Jizani 


43 


Ma'alim al-Gurbah fi Talab al-Hisbah, Ibn al- 
Ukhuwwah 


slbslbib 


slslbib 


44 


Fatawa al-Azhar 


45 


al-Ibanah “an Usul al-Diyanah, Abu Hasan al-Asy'ari 


46 


Khitan al-Banat, “Abdul Hafiz al-Sawi 


47 


al-Jinayat fi al-Figh al-Islami, Hasan Ali al-Syadzili 


s lslbib 


s lslbib 
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48| Hamisy Sab'ah al-Kutub al-Mufidah 1 1 

49| Nazariyah al-Magasid 'inda Imam al-Syatibi, Ibn 1 31 
“Asyir 

50| al-Taj al-Madzhab li Ahkam al-Madzhab, Ahmad bin 1 1 
Oasim al-Unsi al-San'ani 

51| al-Madkhal ila al-Yawa'id al-Fighiyah, al-Hariri 1 I: 
Ibrahim Muhammad Mahmud 

52| Nazarat ft Manhaj al-Taghyir bi al-duwwah, “Abdullah dh 1 
Jab Allah 

53| Aswag al-Aurag al-Maliyah, Samir “Abdul Hamid 1 1 
Ridwan 

54| Masadir al-Figh al-Islami, Sayyid Mubarak 1 1 

55| Tarikh al-Tasyri' al-Islami, Khudari Bik 1 1 

56| Fayd al-Gadir, al-Munawi 1 1 

57| Syurut al-'Amal bi al-Maslahah al-Mursalah dalam 1 1 
Hadyu al-Islam, “Abd al-Hayy al-Farmawi 

58| Mabahits fi al-Urf, “Abd al-Jalil Mabrur 1 1 

59| al-Gawa'id al-Fighiyyah, “Abdul "Aziz Muhammad 1 1 
“Azzam 

60| Kanz Al-Ummal, "Ali Bin Hisamuddin Al-Hindi Al- 1 1 
Burhanfari 

61| Al-Amrad Al-Ijtima'iyyah 1 1 

62| Al-Durr Al-Nadid, Al-Harawi 1 1 

63| Majmu'ah Rasa'il, Sulayman al-Zuhdi al-Nagsyabandi 1 1 

64| Tard'ig al-Hukm ft al-Syari'ah al-Islamiyyah, Salih “Ali 1 1 
Nasir, dkk. 

65| al-Mughni fi Figh al-Hajj wa al-' Umrah, Said “Abdul 1 1 
Oadir Basyanfur 

66| al-Maysir wa al-Gimar, Ahmad Ibrahim Gayrus 1 1 

67| al-Siyasah al-Syar'iyyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa 1 1 
al-Kharijiyyah Wa Al-Maliyyah, “Abdul Wahhab Khallaf 

68| Fath al-9adir, Muhammad al-Syawkani 1 1 

69| Al-Nizam al-ljtimaf fi al-Islam, Ibn “Asyir 1 1 

70| Risalah al-Umniyyah fi Fatawa al-Nawazil al-'Asriyyah 1 1 

JUMLAH 28 | 267 295 
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GLOSARI 


Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah adalah golongan yang konsisten mengikuti 
sunnah Nabi Muhammad dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat. 
Cirinya adalah, dalam bidang akidah (teologi) mengikuti manhaj dan 
pemikiran imam Abu Hasan al-Asyari dan imam Abu Mansir al- 
Maturidi, dalam bidang fikih bermazhab secara gauli dan manhaji 
kepada salah satu mazhab fikih yang empat (Hanafi, Maliki, Syafit, dan 
Hanbali), dan dalam bidang tasawuf mengikuti Junayd al-Baghdadi dan 
Abu Hamid al-Ghazali. 

Bahtsul Masail adalah forum resmi NU dalam menetapkan hukum yang 
terdiri dari tiga komisi, yaitu komisi wagiiyyah yang menangani masalah 
kasuistik yang terjadi ditengah masyarakat, komisi maudluiyyah yang 
menangani lahirnya gagasan hukum secara konseptua, dan komisi 
ganuniyyah yang mengkaji undang-undang dalam perspektif agama. 
Bayani adalah metode pengambilan hukum dari nas (al-Gur'an dan al- 
Sunnah). 

Ilhagul Masa'il Binaza'iriha adalah menyamakan hukum suatu 
kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah 
serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat 
yang sudah “jadi”). 

Istihsan adalah kebijakan mujtahid dengan berpegang kepada giyas 
khafi dengan meninggalkan giyas jali: atau meninggalkan hukum kulli 
dengan berpegang pada hukum juz1 istisna't (hukum pengecualian). 
Istislahi/Magasidi adalah metode yang membahas tentang peran 
magasid al-syari'ah, bahwa magasid al-syari''ah tidak hanya penting 
diperhatikan dalam menafsirkan nas, melainkan juga sangat dibutuhkan 
untuk menggali hukum syari yang tidak memiliki acuan nas secara 
langsung. 

Istinbat Jama'i adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan 
gawa'id usuliyyah secara kolektif. 

Fikih adalah produk pemikiran ulama terhadap nas-nas yang tidak pasti 
(zanni). 

Formulasi adalah perumusan. Maka mem-formulasi-kan adalah 
merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat. 

Kutub Mu'tabarah adalah kitab-kitab 'ala al-madzhab al-arba'ah 
(Hanafi, Maliki, Syafit, dan Hanbal1) dan kitab-kitab lain yang memenuhi 
kriteria fikrah nahdiyyah. 

Maslahah Mursalah adalah maslahat yang tidak memiliki acuan nas, 
baik nas yang mengakui (itibar) ataupun yang menafikannya (ilgha'). 
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Mazhab secara bahasa dapat diartikan sebagai pendapat (view, opinion- 
ray), kepercayaan, ideologi (belief, ideology-al-mu'tagad), doktrin, 
ajaran, paham, aliran (doctrin, teacing, school-al-ta'lim wa al-tarigah). 
Sementara secara terminologi, mazhab adalah jalan pikiran 
(pendapat/paham) yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam 
menerapkan suatu hukum Islam dari al-Gur'an dan al-Sunnah. 

Mazhab @Gauli adalah bermazhab dengan cara mengikuti pendapat- 
pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup salah satu al-Madzdhib al- 
Arba'ah. 

Mazhab Semi Manhaji adalah bermazhab dengan menggunakan 
metode manhaji sebagai alat untuk melahirkan hukum dari pendapat 
imam mazhab atau ashab-nya. 

Mazhab Manhaji adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan 
kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab dari al- 
Madzahib al-Arba'ah. 

Metodologi adalah membahas konsep teoretik berbagai metode, 
kelebihan dan kekurangannya. 

Muktamar adalah forum organisasi lima tahunan yang bertugas 
melaporkan hasil kerja selama lima tahun dan memilih pengurus baru. 
Munas adalah forum resmi yang diadakan setiap tahun untuk 
membahas persoalan keagamaan. 

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi yang didirikan pada 16 Rajab 
1344 H./31 Januari 1926 M. di Surabaya, sebagai organisasi sosial 
keagamaan Islam (jam'iyyah diniyyah Islamiyyah ijtima'iyyah) yang 
menganut paham ahlus-sunnah wal-jama'ah (Aswaja) 

O@iyasi adalah ijtihad melalui pendekatan giyas. Oiyas adalah 
menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan nas dengan kasus yang 
memiliki acuan dalam hal ketentuan hukumnya, ketika keduanya 
memiliki 'illat yang sama. 

Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang 
sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. 
Reformasi sama artinya dengan memperbaharui, memperbaiki supaya 
menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, menggantikan atau 
menjadikan baru, atau proses perbuatan, cara memperbaharui, proses 
pengembangan adat istiadat atau cara hidup yang baru. Dalam arti, 
reformasi bermakna suatu gerakan untuk menata atau memformat ulang 
hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk 
semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan. 

Syariat adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang pasti, 
tidak ada perbedaan, karena melalui dalil yang gati. 
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Tajdid adalah pembaruan sebagai upaya untuk melanjutkan pengaruh 
agama yang sempurna dan kekal dalam berdialog dengan ruang dan 
fenomena baru serta menjaga keabadian dasar agama agar tetap relevan 
melintasi ruang dan waktu. 

Taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil 
atau sumbernya. 

Tagrir Jama'i adalah upaya secara selektif untuk menetapkan pilihan 
terhadap satu di antara beberapa pendapat atau pandangan 
(gaul /wajh). 

Transformasi adalah perubahan rupa, baik perubahan tersebut berupa 
bentuk, sifat, fungsi, maupun perubahan lainnya. Arti lainnya adalah 
perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan 
menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya. 
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